


BROADBAND UNITED Merupakan istilah yang digunakan First Media untuk Laporan 
Tahunannya, yang menggambarkan bahwa First Media memiliki berbagai bisnis layanan terpadu 
menggunakan jaringan pita lebar berkecepatan tinggi (broadband) baik dengan menggunakan 
teknologi kabel, nirkabel, maupun satelit. 



LAPORAN TAHUNAN PT FIRST MEDIA Tbk 2021
PT FIRST MEDIA Tbk ANNUAL REPORT 2021



Kesinambungan Tema 

Tema Laporan Tahunan 

Tinjauan Bisnis Kreatif Media 

Babad Ringkas  

Peristiwa Penting

Ikhtisar Keuangan 

Ikhtisar Kinerja Saham 

Ikhtisar Bisnis dan Operasional

Identitas Perusahaan 

Sekilas PT First Media Tbk 

Visi, Misi, dan Anggaran Dasar 

Entitas Anak Perusahaan 

Kronologi Kepemilikan Saham 

Struktur Organisasi 

40

44

46

48

54

64

14

18

20

22

26

30

31

32

PENDAHULUAN
Introduction

PROFIL PERUSAHAAN
Company Profile

68

72

76

80

84

86

Sambutan Dewan Komisaris 

Laporan Direksi 

Profil Dewan Komisaris 

Profil Direksi 

Profil Komite Audit 

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

LAPORAN MANAJEMEN
Management Report

90

94

108

112

114

116

ANALISA DAN
PEMBAHASAN MANAJEMEN
Management Discussion
and Analysis

Tinjauan Ekonomi dan Industri 

Tinjauan Produk dan Bisnis 

Tinjauan Fungsional

Tinjauan Operasional & 

Perizinan Lisensi Usaha 

Tinjauan Keuangan

TABLE OF CONTENTS

DAFTAR ISI



Tata Kelola Perusahaan 

Struktur Tata Kelola Perusahaan 

Sosialisasi dan Penyempurnaan Praktik Tata Kelola Perusahaan 
Yang Baik 

Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional 

Sistem Pengaduan Pelanggaran 

Sistem Pengendalian Internal 

Manajemen Risiko 

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Sesuai 
Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

122

124

162

166

170

179

180

182

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

THE LAST PAGE

188

192

VERSI BAHASA INGGRIS
English Version

LEMBAR TANDA TANGAN
Signature Sheet

382

LAPORAN KEUANGAN 2021
2021 Financial Report

386



06

DEFINISI DAN
SINGKATAN

4G
Merupakan generasi teknologi komunikasi nirkabel bergerak ke-4, yang bertujuan untuk menggantikan 
teknologi 3G dimana teknologi ini dapat menghasilkan akses internet yang lebih cepat. Jenis teknologi 
yang telah memenuhi standar dan kriteria 4G adalah WIMAX dan LTE.

4G-LTE
Singkatan dari Long Term Evolution, yaitu teknologi komunikasi nirkabel bergerak ke-4 untuk data 
kecepatan tinggi yang digunakan sebagian besar untuk telepon selular dan terminal data.

Afiliasi

Berarti, Afiliasi sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), yaitu :

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara 
horizontal maupun vertikal;

b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang memiliki 1 (satu) atau lebih anggota Direksi  
atau Dewan Komisaris yang sama;

d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan 
atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, 
oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

ARA Singkatan dari Annual Report Award.

ARPU Singkatan dari Average Revenue Per User.

ASEAN
Singkatan dari Association of Southeast Asian Nation, sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari 
negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

BAE Singkatan dari Biro Administrasi Efek, dalam hal ini adalah PT Sharestar Indonesia.

Bandwidth 
on Demand

Layanan internet untuk kebutuhan sementara dan/ atau segera untuk kebutuhan bisnis.

Bandwidth Berarti, kapasitas transmisi data.

Bapepam Singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUPM.

Bapepam-
LK

Singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para 
pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang dahulu dikenal sebagai Bapepam.

BEI

Singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu 
pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan 
penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka, 
serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

BTS
Singkatan dari Base Transceiver Station, adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan, secara 
nirkabel, peralatan pengguna (telepon selular/ modem/ terminal data) dengan jaringan komunikasi.

BWA
Singkatan dari Broadband Wireless Access yang berarti jasa layanan internet kecepatan tinggi berbasis 
nirkabel.
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BOLT! Berarti, merek dagang milik PTI yang digunakan sebagai merek dari produk-produk PTI.

Catch UP Fitur dalam layanan televisi berlangganan untuk memutar ulang konten favorit.

Cable Drop
Berarti, Kabel Coaxial yang menghubungkan televisi maupun internet para pelanggan dengan jaringan 
utama kabel serat optik.

Cable 
Modem

Berarti, suatu perangkat yang berfungsi mengubah atau memodulasi paket data melalui signal RF (radio 
frequency). Semua modem paket data akan berbasis IP (internet protocol) untuk akses komunikasinya.

Churn
Berarti, jumlah pelanggan per bulan yang berhenti berlangganan, dikurangi dengan jumlah pelanggan 
yang kembali berlangganan setelah sempat berhenti berlangganan.

Cloud BTS
Berarti, arsitektur jaringan nirkabel untuk mendukung jasa layanan internet kecepatan tinggi berbasis 
nirkabel yang berfungsi untuk memaksimalkan penggunaan perangkat BTS sehingga biaya operasional 
menjadi minimum.

Converter
Berarti alat bantu perangkat pelanggan (Customer Premises Equipment) yang berfungsi sebagai tuner 
bandwidth analog serta sebagai pengubah scramble atau di-scramble di sisi pelanggan.

CDN Singkatan dari Content Delivery Network.

CPE
Singkatan dari Customer Premises Equipment, berarti peralatan yang ditempatkan di lokasi pelanggan, 
yang terdiri dari STB, smart card, parabola, remote control, dan kabel.

Clean Pipe
Layanan perlindungan terhadap serangan Distributed Denial of Service yang dapat mengakibatkan 
gangguan operasional terhadap server.

Dolby Teknologi kompresi audio untuk mempertajam suara pada televisi.

Data Center Pusat Data Elektronik.

DAS
Singkatan dari Distributed Antenna System, berarti rangkaian perangkat untuk mendistribusikan sinyal 
selular ke dalam gedung.

Decoder Seperti halnya converter tetapi berupa sinyal digital.

DPS
Singkatan dari Daftar Pemegang Saham, berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat 
keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI 
berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.

DTH
Singkatan dari Direct-to-Home, yaitu sistem penerimaan tayangan dengan menggunakan parabola 
sebagai alat penerima sinyal yang dipasang di tempat pelanggan.

EBITDA
Singkatan dari Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, yaitu laba yang didapatkan 
sebelum bunga, pajak, depresiasi, amortisasi.

Encoder / 
Scrambler

Berarti, alat pengacak yang biasanya dipasang di sisi Master Headend atau video centralized sebelum 
dikirim via jaringan (HFC atau satelit) ke rumah pelanggan hal mana pelanggan harus mempunyai 
decoder/ digital set-top-box (STB) untuk membuka siaran tersebut.

First Media 
atau 
Perseroann

Berarti, PT First Media Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, dan beralamat di 
BeritaSatu Plaza,  Lantai 4, Suite 401, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950.

FUP Singkatan dari Fair Usage Policy yang berarti penggunaan normal dalam layanan internet.

FTA Singkatan dari Free-to-Air, atau layanan televisi bebas dari biaya berlangganan.
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FTTH
Merupakan singkatan dari Fiber-to-the-home. Merupakan teknologi jaringan telekomunikasi 
dengan menggunakan kabel fiber secara end to end.

Hari Bursa
Berarti, hari dimana BEI atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan 
bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan 
BEI.

Hari Kalender

Berarti, semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, 
termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah 
dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai 
bukan hari kerja biasa.

Hari Kerja
Berarti, hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh 
Pemerintah.

Headend
Berarti, peralatan di sentral terdiri dari peralatan penerima yaitu Parabola, receiver, modulator, 
encoder, combiner, alat pengacak dan peralatan pengirim.

HD Singkatan dari High Definition, lebih tinggi dari Standard Definition.

Home Banking
Berarti, transaksi perbankan untuk semua transaksi yang dilakukan melalui jaringan internet 
dari tempat pelanggan.

Home Shopping
Berarti, transaksi belanja secara langsung oleh pelanggan yang dilakukan melalui fasilitas 
internet.

IaaS Singkatan dari Infrastructure as a Service merupakan layanan komputasi awan.

IP Transit
Layanan sambungan langsung redundant ke beberapa POP internasional dengan banyak 
penyedia layanan pertukaran internet.

IP Phone Layanan komunikasi teleponi berbasis Internet Protocol.

Indonesia Berarti, Republik Indonesia.

Interactive Games Berarti, pelayanan program permainan yang dilakukan secara dua arah/ interaktif.

Intercity Leased 
Line

Merupakan layanan sambungan titik komunikasi antar kota.

International 
Leased Line

Merupakan layanan sambungan titik komunikasi antar negara.

ISP Singkatan dari Internet Service Provider yang berarti penyedia jasa internet.

Kabel Coaxial
Berarti, kabel yang terbuat dari tembaga dengan dilapisi oleh isolator bagian luarnya untuk 
menghindari adanya induksi sinyal.

Kabel Serat Optik
Berarti, kabel yang terbuat dari serat kaca dengan menggunakan sinar laser yang sangat tipis 
dengan kapasitas transmisi data yang sangat cepat.

KAP Singkatan dari Kantor Akuntan Publik.

Konten Berarti, materi atau isi dari program televisi.

KP3I Singkatan dari Komite Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

KSEI
Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan 
penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.

KU Band Berarti, gelombang KU (Kurtz-under) yang digunakan untuk transmisi konten siaran.
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Kustodian
Berarti, pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek 
serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi 
efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Masyarakat

Berarti, perorangan dan/ atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara 
asing dan/ atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat 
tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di 
luar Indonesia.

MEA
Singkatan, Masyarakat Ekonomi Asean, yaitu sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam 
menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN.

Menkominfo Berarti, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Menkumham Berarti, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Metro Leased Line Merupakan layanan sambungan titik komunikasi antar beberapa lokasi dalam satu kota.

Mirror Casting
Teknologi untuk memindahkan atau menyamakan dari layar smartphone atau tablet ke perangkat 
televisi.

Modulator Berarti, peralatan elektronik untuk pengalokasian saluran yang diterima receiver.

MPA
Singkatan dari Media Partners Asia merupakan lembaga survei yang meneliti bidang industri 
media.

MPLS Singkatan dari teknologi Multiprotocol Label Switching.

NAP Singkatan dari Network Access Point.

OJK

Singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan 
pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, 
dan penyidikan, yang merupakan penerus dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa 
Keuangan.

OTT
Singkatan dari Over-the-Top yang merupakan teknologi konten streaming melalui perangkat 
smartphone dan tablet.

PVR Fitur teknologi untuk merekam video atau konten.

Parabola
Berarti, alat penerima sinyal yang dipancarkan dari satelit dengan ukuran diameter yang 
bervariasi disesuaikan dengan kekuatan sinyal yang hendak diterima dari satelit tersebut.

PaaS Singkatan dari Platform as a Service merupakan layanan komputasi awan.

Pemegang Saham 
Utama

Berarti, setiap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 
20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh 
Perseroan.

Pemerintah Berarti, Pemerintah Republik Indonesia.

Penitipan Kolektif
Berarti, jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang 
kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
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Premium
Berarti, program-program tambahan yang dipilih oleh pelanggan dengan membayar biaya 
tambahan.

Program Pay Per View
Berarti, pelayanan tayangan program khusus sesuai dengan permintaan pelanggan hal 
mana pelanggan diharuskan membayar sejumlah tertentu atas tayangan khusus tersebut.

Receiver
Berarti, alat penerima direct signal dari satelit, biasanya berupa sinyal analog. Jika sinyal 
yang diterima adalah berupa digital, maka alat yang dipakai adalah berupa decoder.

Rp atau Rupiah Berarti, mata uang resmi Republik Indonesia.

RPI Singkatan dari Rencana Pita lebar Indonesia.

RUPS
Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang diselenggarakan sesuai dengan 
Anggaran Dasar Perseroan. RUPS dimaksud terdiri dari Tahunan dan atau Luar Biasa.

RUPSLB
Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai 
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPST
Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang diselenggarakan sesuai 
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

SAK Singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

SD Singkatan dari Standard Definition, menyediakan resolusi gambar standar.

STB
Singkatan dari set-top-box atau perangkat penyiaran untuk menangkap sinyal di rumah 
pelanggan dan mengkonversikannya dalam bentuk audio visual ke televisi.

Storage Berarti, alat penyimpanan data.

TDP Singkatan dari Tanda Daftar Perusahaan.

TDD-LTE
Singkatan dari Time-Division Duplex Long-Term Evolution merupakan salah satu varian standar 
teknologi LTE dimana kapasitas jaringan yang digunakan untuk download dan upload dapat 
dialokasikan secara dinamis.

Teknopreneur

Teknopreneur merupakan istilah yang turun dari kata entrepreneur  yang berarti seseorang 
yang memiliki keahlian yang berbasis pada pendidikan dan pelatihan yang didapatkannya 
di bangku perkuliahan ataupun dari percobaan. Mereka menggunakan teknologi sebagai 
unsur utama pengembangan produk.

Televisi Berlangganan
Berarti, pendistribusian program-program acara TV baik untuk jaringan digital maupun 
analog melalui jaringan kabel maupun satelit dan pada umumnya pelanggan diharuskan 
membayar biaya langganan setiap bulannya atas program-program acara yang diambil.

TIK Singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi.

TMT
Singkatan dari Teknologi, Media dan Telekomunikasi (Technology, Media and 
Telecommunication).

Transmitters
Merupakan alat yang berfungsi untuk mengirimkan atau memancarkan sinyal audio atau 
video.

TVRO Singkatan dari Television Receive Only atau perangkat parabola penerima siaran televisi.

USD atau US$ Berarti, mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
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VPN

Singkatan dari Virtual Private Network, merupakan suatu jaringan privat (biasanya untuk 

instansi atau kelompok tertentu) di dalam jaringan internet (publik), hal mana jaringan 

privat ini seolah-olah sedang mengakses jaringan lokalnya tapi menggunakan jaringan 

publik.

Video on Demand

Berarti, permintaan pelanggan atas suatu program tertentu dari suatu layanan sistem kabel 

TV dengan memberikan suatu akses tertentu (seperti film, olahraga, dan sebagainya) kepada 

pelanggan tersebut melalui nomor identitas dari alat penerima yang digunakan oleh pelanggan. 

Layanan tersebut berupa tayangan program dengan jadwal tayangan dan judul film sesuai dengan 

permintaan pelanggan.

VSAT
Singkatan dari Very Small Aperture Terminal, yang berarti stasiun penerima sinyal dari satelit 

dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 (tiga) meter.

WIFI

Singkatan WIFI dari Wireless Fidelity. Merupakan teknologi yang memanfaatkan peralatan 

elektronik untuk bertukar data menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan 

komputer termasuk koneksi Internet berkecepatan tinggi. 

WIMAX
Singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access, merupakan salah satu varian 

teknologi komunikasi nirkabel untuk data berkecepatan tinggi.

Web Hosting

Layanan jasa atau penyewaan tempat untuk penyimpanan file atau bentuk script 

yang berada di internet dan memungkinkan untuk perorangan atau organisasi guna 

menampilkan layanan jasa atau produk di web atau bahkan situs internet seperti web 

portal, web pribadi dan lainnya.

WSIS Singkatan dari World Summit on Information Society.

X1
Label dagang set-top-box atau terminal konvergensi yang menggabungkan teknologi 

penyiaran dan internet.

4K
Merupakan teknologi pada televisi dengan kualitas gambar 4 (empat) kali lebih tajam dari 

kualitas High Definition.

Singkatan Nama Perusahaan

BMI PT Bina Mahasiswa Indonesia JDI PT Jaring Data Interaktif

BMPA PT Bintang Merah Perkasa Abadi JGM PT Jakarta Globe Indonesia

CERIA PT Citra Eka Rama Investama Andalan JMM PT Jakarta Marcapada Media

CIAT PT Citra Investama Andalan Terpadu LMA PT Lynx Mitra Asia

DNN PT Delta Nusantara Networks LN PT Link Net Tbk

DSM PT Daya Sarana Mantap MMM PT Mitra Mandiri Mantap

FMN PT First Media News MIU PT Media Interaksi Utama

FMP PT First Media Production MII PT Media Investor Indonesia

FMTV PT First Media Television MSH PT MSH Niaga Telecom Indonesia

GAI PT Globe Asia Indonesia MSI PT Media Sinema Indonesia

GIAT PT Graha Investama Andalan Terpadu MVC PT Margayu Vatri Chantiqa

GREAT PT Graha Raya Ekatama Anadalan Terpadu PTI PT Internux

IR PT Investor Radio PWU PT Prima Wira Utama

IMTV PT Indonesia Media Televisi
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KESINAMBUNGAN TEMA 
LAPORAN TAHUNAN

TEMA LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TAHUN 2012

ROAD TO
THE FUTURE

Sejak dua tahun sebelumnya, Perseroan sudah menjadi salah satu perusahaan 

penyedia layanan jasa jaringan pita lebar berkecepatan tinggi dan televisi 

berlangganan terdepan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menyatakan 

layanan terpadu melalui pita lebar berkecepatan tinggi, termasuk 

dalam menghantarkan layanan siaran televisi berlangganan, Perseroan 

menggunakan kata-kata BROADBAND UNITED dalam setiap tema Laporan 

Tahunan Perseroan. Tema “Road to the Future” menggambarkan bahwa 

Perseroan adalah penyedia layanan jasa jaringan pita lebar berkecepatan 

tinggi dan siaran televisi berlangganan yang menjadi rekanan masyarakat 

dalam membangun masa depannya.

TEMA LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TAHUN 2013

WELCOMING
THE FUTURE

Masyarakat di Indonesia menjadi bagian dari masyarakat dunia yang 

menyambut perubahan wajah kehidupan dunia yang berubah dengan cepat 

karena pengaruh perkembangan pesat dari TIK. Mencermati perkembangan 

TIK dan perubahan kehidupan masyarakat di seluruh dunia, Perseroan 

turut meningkatkan kemampuan performa layanan jasa jaringan pita lebar 

dan siaran televisi berlangganannya dengan terus memperbaharui TIK dan 

memperluas konfigurasi jaringannya untuk menyambut masa depan dengan 

kesiapan teknologi yang terus dikembangkan.
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TEMA LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TAHUN 2014

BROADBAND LEADER

Langkah strategis Perseroan dalam meningkat performa perusahaan di 

tahun 2014, meliputi etika bisnis yang bermartabat, kebijakan dan prosedur, 

manajemen risiko, pengendalian dan pengawasan internal, kepemimpinan, 

pengelolaan tugas dan tanggung jawab, pemberdayaan manajemen dan 

karyawan, sejalan dengan pengembangan TIK dan perluasan konfigurasi 

jaringan jasa layanan Perseroan telah merubah positioning Perseroan dari 

pelopor layanan telekomunikasi dan multimedia terpadu di Indonesia, 

menjadi penyedia jaringan pita lebar berkecepatan tinggi dan siaran televisi 

berlangganan terkemuka di Indonesia untuk menjadi rekanan terbaik bagi 

masyarakat dalam menyambut masa depan yang semakin canggih.

TEMA LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TAHUN 2015 

ENLIVEN THE BROAD WORLD

Menyemarakan kehidupan masyarakat Indonesia untuk terkoneksi dengan 

Dunia luas. Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan kebanyakan 

masyarakat di perkotaan di Indonesia akan akses layanan internet semakin 

tinggi. Fenomena ini terus menjalar ke berbagai lapisan masyarakat di seluruh 

Indonesia. Kebutuhan untuk mengakses informasi, hiburan, pendidikan, 

berkarya, hingga mengaktualisasi diri di tengah kehidupan masyarakat 

yang semakin kompetitif menjadi semakin luas. Keseharian kehidupan 

semakin marak dengan jaringan layanan internet yang didukung dengan 

perkembangan pesat TIK. Sebagai perusahaan penyedia jaringan pita lebar 

berkecepatan tinggi dan siaran televisi berlangganan terkemuka di Indonesia, 

Perseroan mampu menyemarakkan kehidupan masyarakat Indonesia yang 

terkoneksi dengan kehidupan masyarakat seluruh dunia.
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TEMA LAPORAN TAHUNAN 
PERSEROAN TAHUN 2017

STRENGTHENING 
BUSINESS 
PORTFOLIO

Sebagai pelaku usaha dalam bisnis 

TMT, First Media senantiasa 

memberikan pengabdiannya 

untuk mengembangkan jaringan 

telekomunikasi dan konten untuk 

kemajuan Indonesia. Strategi 

keberlanjutan First Media dalam 

pengembangan usaha TMT adalah 

melalui inisiasi penguatan portfolio 

usaha di setiap unit-unit usahanya. 

Langkah penguatan portofolio usaha 

ini merupakan keputusan strategis 

First Media dalam memenuhi tanggung 

jawabnya sebagai rekanan terbaik 

digital. Sepanjang tahun 2017 First 

Media telah melaksanakan praktik atau 

implementasi tata kelola perusahaan 

yang profesional seperti keterbukaan 

informasi, keseimbangan keuangan, 

efektivitas operasional dan kreatifitas 

usaha. Hal ini merupakan bentuk 

realisasi komitmen First Media dalam 

menjaga kekokohan profil usahanya 

serta langkah positif untuk menjadi 

pemimpin bisnis TMT di Indonesia. 

TEMA LAPORAN TAHUNAN 
PERSEROAN TAHUN 2016 

THE BEST PARTNER
IN DIGITAL LIFE

PT First Media Tbk secara konsisten 

terus mengembangkan kemampuan 

layanannya yang berbasis TMT 

untuk menjadi pemimpin bisnis di 

bidang tersebut di Indonesia. Sejalan 

dengan komitmen First Media untuk 

menjadi yang terdepan dalam industri 

TMT di Indonesia, First Media juga 

mengembangkan layanannya sebagai 

penyedia konten siaran untuk jasa 

penyiaran televisi dan penyelenggaraan 

usaha sinema yang bergerak dalam 

bidang penyedia jaringan bioskop. 

Konten siaran tersebut menjadi salah 

satu aspek penting dalam kegiatan 

First Media dalam memberikan nilai 

tambah dan pembeda pada layanan 

First Media. First Media selama tahun 

2016 terus meningkatkan kemampuan 

untuk menjadi rekanan terbaik bagi 

rencana Pemerintah dan kebutuhan 

masyarakat dalam usahanya menambah 

kemampuan kontribusi terhadap 

pembangunan ekonomi nasional dalam 

kehidupan digital dewasa ini.
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TEMA LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TAHUN 2018

RIDDING
THE WAVE

Keberlanjutan strategi First Media dalam pengembangan usaha TMT menjadi 

sebuah target utama Perseroan setiap tahun. Sepanjang tahun 2018, First 

Media sangat fokus pada pengembangan dan akselerasi kinerja anak-anak 

usaha Perseroan antara lain bergerak dalam bidang penyediaan infrastruktur 

telekomunikasi dan in-building solution, jasa nilai tambah kartu panggil, jasa 

layanan internet, penyediaan konten berita, serta rumah produksi untuk 

penyediaan iklan dan konten siaran televisi. 

TEMA LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TAHUN 2019

EXPANDING BUSINESS INVESTMENT

Dalam menghadapi persaingan bisnis, pada tahun 2019 Perseroan 

mengusung tema “Expanding Business Investment” sebagai bentuk 

komunikasi kepada publik bahwa Perseron kembali melakukan inisiasi 

pemekaran usaha. Salah satu perwujudan tema adalah program strategis 

Perseroan untuk mengakuisisi beberapa perusahaan yang bergerak dalam 

bidang usaha media. Bergabungnya anak-anak perusahaan baru tersebut 

menambah portofolio bisnis khususnya dalam bidang media. Perseroan 

optimis bahwa anak-anak usahanya dapat memajukan nilai bisnis, 

menguatkan posisi keuangan, serta meningkatkan nilai Perseroan bagi 

pemegang saham dan pemangku kepentingan.

TEMA LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TAHUN 2020

A NEW HORIZON

Tema ini berbicara mengenai adanya cakrawala baru dalam model bisnis 

Perseroan di tengah terpaan Pandemi Covid-19. Perseroan memandang 

adanya ketepatan lanskap bisnis, dimana model bisnis Perseroan yang 

banyak berkonsentrasi di bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi 

(TIK) selaras dengan kebutuhan pasar saat ini terhadap produk dan 

layanan digital. Perseroan sangat bersyukur bahwa investasi bertahun-

tahun dalam bidang ini memberikan dampak yang sangat berarti bagi 

Indonesia di tengah Pandemi Covid-19. Makna cakrawala baru (a new 

horizon) tidak hanya untuk Perseroan semata, melainkan ditujukan juga 

kepada masyarakat Indonesia untuk melihat sudut pandang yang baru 

terhadap pentingnya arti digitalisasi.
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BUSINESS
REPOSITIONING

Pelopor Digitalisasi di Indonesia

Sejak tahun 2007 hingga tahun 2020, First Media 

berhasil membentuk unit usaha berbasis TMT secara 

terintegrasi. Bahkan, menjadi pelopor dalam layanan 

telekomunikasi dan multimedia terpadu di Indonesia 

dengan menempatkan konsep Triple Play, yakni 

layanan televisi berlangganan (HomeCable), layanan 

internet pita lebar berkecepatan tinggi (FastNet) 

dan layanan komunikasi data melalui jaringan 

telekomunikasi digital (DataComm). Ketiga nama 

dagang seperti FastNet, HomeCable dan DataComm 

menjadi produk fenomenal yang menjadi awal 

modernisasi jaringan telekomunikasi dan produk-

produk digital di Indonesia.  

Bisnis TMT telah memberikan kontribusi besar 

terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia atas 

layanan telekomunikasi digital dan konten siaran 

televisi secara terpadu. Ditambah masa Pandemi 

Covid-19, peran digitalisasi sangat membantu 

menjaga dan meningkatkan produktivitas ekonomi 

masyarakat. Perseroan bersyukur investasi dalam 

bidang ini sangat memberikan arti bagi masyarakat 

indonesia, dan Perseroan bangga dapat terlibat 

sebagai pelaku transformasi dalam industri digital. 
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Keberlanjutan Investasi

Seiring perjalanan waktu dan tantangan bisnis yang 

dihadapi First Media dan anak usahanya, Perseroan 

perlu melakukan perubahan strategis untuk 

memberikan dampak nilai ekonomi Perusahaan 

secara berkelanjutan. Perubahan yang dimaksud 

adalah dengan tidak lagi berfokus dalam segmen 

telekomunikasi dan teknologi. Perseroan telah 

melakukan business repositioning untuk bersaing di 

dalam industri yang berbeda. Berbagai kajian dan 

pertimbangan bisnis yang kompleks, Perseroan 

memutuskan untuk beralih fokus ke industri kreatif 

media dan pembuatan konten. Kelompok usaha 

segmen telekomunikasi dan teknologi sudah bukan 

menjadi prioritas bisnis bagi Perseroan, hal tersebut 

untuk menunjang arah pengembangan bisnis 

Perseroan di bidang kreatif media dan pembuatan 

konten. Bagi Perseroan beralihnya fokus ke industri 

yang baru merupakan sebuah kebijakan strategis 

agar dapat mempertahankan keberadaan dan 

keberlanjutan bisnis, serta menjaga nilai ekonomi di 

dalam Perusahaan. 

Melalui laporan tahunan ini, Perseroan 

mengharapkan keputusan business repositioning 

dapat memberikan penjelasan kepada seluruh 

pemangku kepentingan mengenai gambaran 

baru identitas korporasi First Media dan anak 

usahanya. Perseroan ingin memberikan kepastian 

investasi bagi pemegang saham bahwa rancangan 

bisnis First Media di dalam industri kreatif media 

dan pembuatan konten masih menjajikan dan 

merupakan salah satu bisnis yang menunjang 

pertumbuhan ekosistem teknologi digital. Peralihan 

fokus dari industri telekomunikasi dan teknologi 

ke industri media dan pembuatan konten bukan 

suatu kemunduran dalam skala ekonomi Perseroan, 

melainkan sebuah cakrawala baru dalam bisnis. 
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Creative Media Group

Perseroan mengawali tahun ini dengan mengalihkan 

fokus ke industri yang baru yakni media dan 

pembuatan konten. Beralihnya Perseroan ke industri 

yang baru sebagai langkah untuk mempertahankan 

nilai ekonomi Perusahaan, serta membangun identitas 

baru dalam First Media Group. Pembaruan identitas 

ini merupakan cara Perseroan untuk membangkitkan 

semangat baru bagi pemangku kepentingan. Meski 

beralih fokus, Perseroan optimis bahwa industri 

media dan pembuatan konten merupakan bisnis yang 

menjajikan dan dibutuhkan di Indonesia. 

Dalam memulai perjalanan bisnis ini, Perseroan 

mengawali dengan menempatkan sebuah konsep 

arah bisnis First Media Group, yaitu Perseroan 

menempatkan konsep  bertajuk ‘Creative Media Group’ 

sebagai bentuk identitas arah bisnis kelompok usaha 

First Media ke depan. Bagi Perseroan, bisnis media 

dan pembuatan konten adalah bisnis kreatif yang 

perlu diolah secara strategis karena dapat menjadi 

nilai kompetensi bagi Indonesia.

Penempatan konsep ini bertujuan sebagai wadah 

berkumpulnya para content creator yang dapat 

menciptakan ide-ide yang kreatif dan strategis. 

Perseroan meyakini bahwa konten merupakan 

produk kreatif yang dapat memberikan nilai 

kompetitif tidak hanya bercakup di skala nasional, 

melainkan dapat bersaing secara global. Sudut 

pandang inilah yang menjadi nilai kepercayaan 

Perseroan untuk mengalihkan fokus bisnis First Media 

dari telekomunikasi dan teknologi ke media dan 

pembuatan konten. 

TINJAUAN
BISNIS KREATIF MEDIA
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Dalam implementasi konsep ‘creative media group’, 

Perseroan senantiasa membangun dan menjaga 

kesinambungan dan kolaborasi setiap unit usaha. 

Tata kelola perusahaan melalui fungsi pengawasan 

First Media dengan 3 (tiga) nilai disiplin, yaitu 

product leadership, operational excellence dan customer 

intimacy akan menjadi pedoman dalam mengelola 

bisnis media dan pembuatan konten. Pedoman 

tersebut sangat sesuai dengan konsep bisnis First 

Media yang dapat mendorong kreatifitas setiap 

anak usahanya untuk menghasilkan bisnis yang 

berkelanjutan. Pandangan First Media melalui ketiga 

disiplin nilai tersebut merupakan pilar pengokohan 

korporasi untuk dapat bersaing di tingkat global. 

Selain hal tersebut, Perseroan juga senantiasa 

meningkatkan kualitas tata kelola sumber daya 

manusia yang merupakan basis keberhasilan 

operasional usaha. Khususnya, untuk memperkuat 

konsep ini Perseroan akan banyak menyasar dan 

mengumpulkan generasi milenials di dalam kelompok 

usaha First Media, selain membuka lapangan 

pekerjaan baru, menurut Perseroan generasi 

tersebut perlu dieksploitasi potensinya agar dapat 

menjadi generasi yang tangguh dan mendunia. 

Perseroan sangat yakin bahwa perjalanan bisnis 

Perseroan dalam industri media dan pembuatan 

konten akan membawa nilai ekonomi baru bagi 

seluruh pemangku kepentingan, serta membantu 

Pemerintah membangun perekonomian Indonesia 

khususnya ekonomi kreatif. 
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1994 - 2006

Pada tahun 1994 Perseroan didirikan dengan nama  

PT Safira Ananda, setelah satu tahun berjalan, pada 

tahun 1995 Perseroan  mengubah nama menjadi  

PT Tanjung Bangun Semesta. Tahun 1998 Perseroan 

mengambilalih seluruh aset TV Kabel dari PT Anditirta 

Indonusa dan berubah menjadi PT Tanjung Bangun 

Semesta Tbk pada tahun 1999. Pada tahun 2000 

Perseroan melakukan penawaran umum saham perdana 

Perseroan dan pencatatan di Bursa Efek Surabaya. Di 

tahun yang sama Perseroan mengubah nama menjadi PT 

Broadband Multimedia Tbk serta meluncurkan layanan 

televisi berlangganan di Bali dan Surabaya, layanan 

akses internet dan ekspansi jaringan analog tahap 

awal dimulai. Tahun 2001 Perseroan meraih EBITDA 

Positif dicapai dan menyelesaikan ekspansi Jaringan 

Analog tahap awal. Pada tahun 2002 Perseroan ditunjuk 

sebagai penyedia tunggal jaringan JATS Remote Trading 

milik Bursa Efek Jakarta (Kini Bursa Efek Indonesia). 

Tahun 2003 Perseroan sukses meraih jumlah pelanggan 

menembus angka 100 ribu. Tahun 2004 Perseroan  

meluncurkan layanan internet dengan nama dagang 

“MyNet” serta memperoleh sertifikasi ISO 9001 : 2000, 

pada tahun 2006 Perseroan mulai melakukan ekspansi 

jaringan berbasis digital.

2007 – 2014

Pada tahun 2007, Perseroan mengubah nama menjadi 

PT First Media Tbk dan melaksanakan penawaran 

umum terbatas pertama. Mengubah merek korporasi 

dari Kabelvision menjadi First Media, perubahan 

tersebut bersamaan dengan memperkenalkan layanan 

multimedia terbaru disebut Triple Play yaitu FastNet, 

HomeCable dan DataComm. Peluncuran ketiga 

layanan meraih hasil positif dengan meraih 41 ribu 

pelanggan. 

Memasuki tahun 2008, Perseroan mengambilalih  

PT Link Net sebuah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa internet. Selain itu, Perseroan mendirikan 

PT First Media Production, PT First Media News  dan 

PT First Media Television, sebagai langkah membangun 

portofolio bisnis media grup. Perseroan melakukan aksi 

korporasi dengan melaksanakan Waran Seri I. Tahun 

2009, Perseroan meraih peningkatan pendapatan 

sebanyak 36% mencapai Rp 722 miliar dan EBITDA 

sebesar Rp 199 miliar. Perolehan angka EBITDA yang 

baik mendorong Perseroan memperluas layanannya 

dengan mendapatkan izin Broadband Wireless Access 

(BWA) untuk daerah Jabodetabek dan Banten serta 

Sumatera bagian Utara. Layanan Triple Play diperkuat 

dengan meluncurkan layanan FastNet dengan kecepatan 

10 Mbps, FastNet SOHO, HomeCable Ultimate dan 

Family. 

Tahun 2010 Perseroan menghadirkan layanan 

High Definition yang pertama di Indonesia serta 

meluncurkan layanan FastNet 20 Mbps dan paket 

layanan FastNet Kids. Selain pembaruan produk, 

segi pelayanan pelanggan diperkuat dengan 

memperkenalkan layanan Premium Call Center, NSIA 

Online Payment Facility, serta Perseroan melakukan 

aksi korporasi dengan Pelaksanaan Penawaran Umum 

Terbatas II.  

Tahun 2011, Perseroan melaju lebih agresif dalam 

bisnis Triple Play dengan melakukan ekspansi 

jaringan kabel, memperkenalkan layanan Video On 

Demand, peluncuran BeritaSatu News Channel 

sebuah saluran berita dan melakukan aksi korporasi 

pelaksanaan Waran Seri II. Perseroan pada tahun 

2012 terus melahirkan inovasi layanan terbaru 

dengan meluncurkan fitur Personal Video Recording 

dan teknologi OTT (Over the Top) melalui aplikasi 

bernama First Media LIVE. Tahun 2013 Perseroan 

telah mencapai jaringan homespassed sebanyak 1 juta 

dengan produk FastNet berkecepatan 100 Mbps, 

perluasan jaringan di kota Bandung, 50 kanal HD dan 

pelaksanaan Waran Seri II.

Tahun 2014 perjalanan Perseroan tetap dijalur inovasi 

dan ekspansi yang memukau dengan meluncurkan 

STB Berbasis Android, melakukan re-branding First 

Media Live menjadi First Media GO dan mengakuisisi 

beberapa perusahaan seperti PT MSH Niaga Telecom 

Indonesia, PT Delta Nusantara Networks, PT Prima 

Wira Utama, PT Mitra Mandiri Mantap, PT Cinemaxx 

Global Pasifik.

BABAD
RINGKAS 1994-2014
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• BOLT! 4G LTE meraih 

penghargaan TOP BRAND 2016

• Merilis film layar lebar berjudul 

“Blusukan Jakarta”

• BOLT! 4G LTE meresmikan 

gerai BOLT! Zone ke-2 di kota 

Medan

• BOLT! 4G LTE  meraih 

penghargaan “Most Favourite 

4G”

• Penghargaan kepada 

BeritaSatu News Channel 

dari Komnas Pengendalian 

Tembakau

• Membuka jaringan baru di kota 

Malang, Jawa Timur

• BOLT! 4G LTE  meraih 2 juta 

pelanggan

• BOLT! 4G LTE meraih 

penghargaan TOP IT and Telco 

2016

• Penghargaan diberikan kepada 

BeritaSatu News Channel dari 

Kementerian Perdagangan 

Republik Indonesia

• BOLT! meraih penghargaan 

di ajang INDONESIA MOST 

ADMIRED CEO (IMAC) AWARD 

2016.

• Melalui entitas anak Perseroan 

yaitu PTI, melakukan 

peluncuran produk BOLT! 4G 

Powerphone E1, BOLT! 4G 

Tablet X1, BOLT! Mobile WiFi 

Hydra, memperkenalkan aplikasi 

BOLT! Talk, dan menjalankan 

kolaborasi strategis BOLT! dan 

Samsung serta memperkenalkan 

ULTRA LTE.

• Entitas anak perseroan, 

Cinemaxx berhasil 

mengembangkan layanan 

bioskop di berbagai daerah, 

hingga mencapai 85 layar.

• Melalui entitas anak Perseroan 

yaitu MSH, melakukan 

kerjasama PABX dengan Bank 

Permata

• Entitas anak Perseroan yaitu 

PWU melakukan kerjasana 

in-building solution (penguat 

sinyal dalam gedung) dengan 

5 operator terkemuka di 

Indonesia. PWU juga berekpansi 

ke Bali, Medan dan Bogor. 

• Perseroan bersama BMPA 

mendirikan DSM.

• Perseroan melepas kepemilikan 

sahamnya di FMTV kepada 

entitas anak Perseroan lainnya 

yaitu LN dan CIAT.

2015 2016

• BOLT! 4G meluncurkan layanan 

300 Mbps

• BOLT! 4G meraih penghargaan 

TOP Brand Award 2017 kategori 

Mobile Internet Service Provider

• Penghargaan WOW Brand 2017

• BOLT! 4G 

• Penghargaan Most Innovative 

Internet Service-Seluler Award 

2017

• BOLT! 4G mencapai 3 Juta 

Pelanggan

• Link Net mendapat Penghargaan 

Service Quality Award 2017

• Kolaborasi layanan OTT antara 

First Media, BOLT! 4G dengan 

HOOQ

• BeritaSatu mendapatkan 

penghargaan sebagai 

Perusahaan Peduli Olahraga 

2017 dari Kementerian Pemuda 

dan Olahraga

• Link Net mendapatkan 

penghargaan dari Forbes 

Indonesia – Best of The Best 

Award The Top 50 Companies For 

2017

• Indonesia Institute Of Corporate 

Directorship – Corporate 

Governance Conference And 

Award

• Indonesia Corporate Secretary 

Award 2017 – 5 Top GCG Issues 

in Media Sector

2017
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2015-2020

• Penghargaan Indonesia WOW 

Brand Award 2019 dalam 

kategori Pay TV dari MarkPlus

• The Best Content Marketing 

Implementation in IT 

Telecommunication/Office 

Equipment

• Perseroan mengadakan 

kegiatan Tanggung Jawab 

Sosial di Rumah Yatim Piatu 

Pondok Kasih Agape

• Perseroan mendapatkan 

penghargaan Sertifikat Emas 

di satu kategori, yaitu Sistem 

Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3)

• Perseroan meraih penghargaan 

Top 100 Most Valuable Brands 

2019.

• Perseroan meraih penghargaan 

Service Quality Award (SQA) 

2019

• Perseroan meraih penghargaan 

“Indonesia Most Innovative 

Business Award 2019”.

• Perseroan meraih penghargaan 

Indonesia Best Brand Awards 

2019.

• Perseroan meresmikan 

ekspansi layanan internet dan 

tv kabel di kota Batam.

• Perseroan meluncurkan First 

Warriors

• BeritaSatu News Channel 

meluncurkan program acara 

terbaru berjudul “Zooming 

With Primus”.

• Konser First Festival yang 

disalurkan di channel 

BeritaSatu News Channel, 

Youtube : First Media World 

dan in-house channel First 

Lifestyle.

• Aplikasi MyFirstMedia dengan 

tampilan baru. Pelanggan 

dapat mengakses berbagai 

informasi mengenai produk 

dan layanan Perseroan secara 

digital. 

• Acara konferensi dengan 

tema “Digital Talent Readiness 

for Future Work”. Acara 

konferensi ini berlangsung 

di Hotel Aryaduta, Bandung. 

penghargaan 

• Penghargaan peringkat 

tertinggi atau Diamond Award 

untuk kategori  Internet Service 

for Corporate Customers di 

ajang bergengsi Customer 

Experience Service Quality 

Award (CXSQA) 2020.

• First Media meraih WOW Brand 

Award 2018

• First Media meraih Indonesia 

Most Innovative Business Award 

2018

• First Media meraih 3 

Penghargaan Contact Center 

Service Excellence Award  2018

• PT Link Net Tbk meraih 

penghargaan Most Valuable 

Brand dengan Brand Value US $ 

120 juta dan Brand Rating AA+ 

dari Brand Finance Asia Pacific.

• BOLT 4G Ultra LTE masuk 

dalam Top 100 Most Valueable 

Brand Indonesia

• PT Link Net Tbk meluncurkan 

First Squad dalam 

mengoptimalkan layanan ke 

Pelanggan

• PT Link Net Tbk meluncurkan 

layanan HBO GO mobile 

bekerjasama dengan HBO Asia

• PT Link Net Tbk meraih 

penghargaan Indonesia Best 

Brand Awards 2018

• PT Link Net Tbk meraih mobile 

DNA award 2018

2018 2019 2020

BABAD RINGKAS
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January

Perseroan melalui anak usahanya PT Link Net Tbk 

telah meraih sertifikat : Great Place to Work®. 

Merupakan sebuah prestasi dari upaya kolektif 

dan kolaboratif dalam sebuah organisasi yang 

mengupayakan tercipta nilai-nilai Perusahaan yang 

baik dan melahirkan kenyamanan dalam bekerja.

March

Perseroan melalui anak usahanya PT Link Net 

Tbk meluncurkan aplikasi pengukuran kinerja dan 

pencapaian dinamai First Squad Impact. Aplikasi ini 

diluncurkan sebagai langkah memperkuat internal 

business process khususnya untuk pengukuran evaluasi 

kinerja segenap karyawan. Aplikasi ini dapat diakses 

melalui situs web maupun mobile apps.

PERISTIWA PENTING 
TAHUN 2021
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Perseroan melalui anak usahanya PT Link Net Tbk 

menghadirkan produk OTT Package dinamai First+ 

yang menyediakan akses ke beragam platform 

Over-The-Top (OTT). Inovasi ini menjadikan First 

Media sebagai penyedia layanan Cable TV dan 

Fixed Broadband Internet pertama di Indonesia yang 

menghadirkan agregasi konten OTT streaming platforms 

dalam satu paket.

Perseroan melalui anak usahanya PT Link Net 

Tbk meluncurkan logo baru Link Net. Logo baru 

Perseroan Tidak mengubah nama, namun mengubah 

pesan strategis kepada seluruh karyawan maupun 

masyarakat Indonesia. Perseroan meyakini kehadiran 

logo baru ini dapat memberikan identitas baru kepada 

seluruh pemangku kepentingan.

April

Perseroan dengan brand produk First Media untuk 

keenam kalinya kembali meraih penghargaan Indonesia 

WOW Brand dari MarkPlus, Inc. di kategori Pay TV 

dan penghargaan perdana atas kategori Internet 

Service.
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Perseroan menjalin kemitraan strategis dengan Google 

Cloud untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan 

pelanggan korporasi. Kerja sama ini sekaligus untuk 

mendorong percepatan transformasi digital yang 

dibutuhkan di era industri 4.0 serta mendukung 

pemerintah terhadap upaya percepatan transformasi 

digital nasional dan penguatan ekosistem digital di 

Indonesia.

May

Perseroan melalui lini bisnis yang bergerak dalam 

bidang Media yaitu BeritaSatu Media Holding 

menggelar Acara “The 12th IICD Corporate Governance 

Award 2021”. Acara ini diadakan oleh Indonesian 

Institute for Corporate Directorship (IICD) yang 

bekerjasama dengan BeritaSatu Media Holdings.

July

Perseroan melalui anak usahanya PT Infra Solusi 

Indonesia melalui First Academy menggelar “Pasar 

Sakti” (Shop and Share Awesome Knowledge – Things 

and Inspiration). Pasar Sakti merupakan virtual festival 

dan job fair berkonsep animasi 3D yang menyuguhkan 

rangkaian kegiatan selama tujuh hari, mulai 26 Juli 

hingga 1 Agustus 2021.
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Majalah Investor menggelar acara Awarding Investor 

Awards 2021 dengan tema: “Corporate Resilience 

in Pandemic Era: Capitalizing New Opportunities“ live 

Streaming di Beritasatu.com, Youtube dan Facebook 

Beritasatu Media pada Selasa 27 Juli 2021. Lima 

perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) berhasil meraih Investor Awards 2021 

dengan predikat ‘Top Performing Listed Companies 

2021’

September

Perseroan dengan melalui anak usahanya PT Link 

Net Tbk dengan brand “First Media” penghargaan 

Top 3 Customer Service Champion kategori Data & 

Entertainment di ajang Indonesia Customer Service 

Champion  2021, yang diselenggarakan secara virtual 

bersamaan dengan Indonesia Customer Service Quality 

Award 2021.

November

Perseroan melalui anak usahanya PT Link Net Tbk 

telah meluaskan jangkauan jaringan internet ke Kota 

Surakarta, Jawa Tengah. Sebagai bentuk eksistensi 

di pasar, anak usaha Perseroan menggelar program 

bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang 

terdampak Covid-19 dengan menyediakan paket 

1.100 paket sembako.



030

01 - PENDAHULUAN

Dalam Jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain)

KINERJA NERACA 2021 2020 2019

Jumlah Aset Lancar 142.582 133.685  344.763 

Jumlah Aset Tidak Lancar 4.442.640 6.472.362  6.829.732 

Jumlah Aset 4.585.222 6.606.047  7.174.495 

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 4.404.354 4.920.800  4.069.059 

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 150.476 759.426  2.159.695 

Jumlah Liabilitas 4.554.830 5.680.226  6.228.754 

Jumlah Ekuitas 30.392 925.821  945.741 

KINERJA USAHA

Pendapatan 151.800 188.697  248.909 

Laba Kotor 64.865 85.168  104.347 

Biaya Operasional (93.959) (137.030)  (203.905)

EBITDA (29.094) (51.862)  (99.558)

Beban Penyusutan & Amortisasi (40.941) (48.704)  (170.662)

Beban Penurunan Nilai Investasi pada Entitas Asosiasi (1.948.688) -  (154.875)

Beban Penurunan Nilai Piutang Pihak Berelasi Non Usaha - (346.386)  - 

Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Lancar Lainnya (283.034) (73.823)  (44.857)

Beban Keuangan (199.379) (207.979)  (226.178)

Bagian Atas Laba Neto Entitas Asosiasi 257.102 273.471  248.598 

Lain-Lain Neto 978.737 459.296  206.511 

Beban Pajak Penghasilan (567) (25.491)  (14.975)

Rugi Setelah Penyesuaian Proforma (1.265.864) (21.478)  (255.996)

Penyesuaian Proforma - -  (61)

Rugi Tahun Berjalan (1.265.864) (21.478)  (256.057)

Laba (Rugi) yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk (1.391.183) 367  (256.382)

Kepentingan Non-Pengendali 125.319 (21.845)  325 

Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan (895.429) 13.216  (320.047)

Laba (Rugi) Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik Entitas Induk (1.020.748) 35.061  (320.372)

Kepentingan Non-Pengendali 125.319 (21.845)  325 

Laba (Rugi) Per Saham Dasar* (799) 0  (147)

RASIO (%)

Marjin Laba Kotor 42,73 45,13  41,92 

Marjin EBITDA (19,17) (27,48)  (40,00)

Marjin Rugi Tahun Berjalan (833,90) (11,38)  (102,85)

Rentabilitas Modal (4.165,12) (2,32)  (27,07)

Rentabilitas Aset (27,61) (0,33)  (3,57)

Rasio Lancar 3,24 2,72  8,47 

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas 14.986,94 613,53  658,61 

Rasio Liabilitas terhadap Aset 99,34 85,99  86,82 

*Laba Bersih Per Saham Disajikan Dalam Rupiah Penuh

IKHTISAR KEUANGAN
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KINERJA SAHAM 2021 2020 2019

Laba (Rugi) Per Saham Dasar (Rp) (799) 0  (147)

Jumlah Saham yang Beredar (Saham) 1.742.167.907  1.742.167.907  1.742.167.907 

Jumlah Saham Rata-rata Tertimbang (Saham) 1.742.167.907  1.742.167.907  1.742.167.907 

Nilai Buku Per Saham (Rp) 17 531  543 

HARGA SAHAM Kuartal 1 Kuartal 2 Kuartal 3 Kuartal 4

2021

Tertinggi (Rp) 440 890 1.320 1.675

Terendah (Rp) 346 350 590 530

Akhir (Rp) 360 595 725 570

Volume (Saham) 844.800 46.421.000 21.212.600 502.856.000

2020

Tertinggi (Rp) 368 474 420 535

Terendah (Rp) 240 308 262 272

Akhir (Rp) 360 370 274 410

Volume (Saham) 5.897 167 753 3.735

IKHTISAR KINERJA SAHAM

Pemegang Saham Jumlah Saham Biasa Jumlah Nilai Nominal %

Modal Dasar 6.967.587.600 3.483.793.800.000

Modal Dasar Ditempatkan dan Disetor Penuh

PT Trijaya Putra Mulia 691.772.713 345.886.356.500 39,71

PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,76

PT Ciptadana Capital 342.614.386 171.307.193.000 19,66

Masyarakat dan Kepemilikan dibawah 5% 119.613.430 25.557.915.000 6,87

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.742.167.907 871.083.953.500 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel 5.225.419.693 2.612.709.846.500

Struktur Kepemilikan Saham per 31 Desember 2021

Asal Saham Tanggal 
Pencatatan

Tambahan 
Jumlah Saham 

(Lembar)

Jumlah Saham 
Beredar Setelah 

Transaksi Total 

Nilai Nominal 
Per Lembar 
Saham (Rp)

Penawaran Umum Perdana 27 Januari 2000 20.000.000 20.000.000 500

Pencatatan Seluruh Saham di 
Bursa

25 Pebruari 
2000

354.300.000 374.300.000 500

Penawaran Umum Terbatas I 2 Pebruari 2007 441.674.000 815.974.000 500

Pelaksanaan Waran Seri I 27 Juni 2008 13.000.000 828.974.000 500

Pelaksanaan Waran Seri I 1 Juli 2008 500.000 829.474.000 500

Penawaran Umum Terbatas II 24 Mei 2010 912.421.400 1.741.895.400 500

Pelaksanaan Waran Seri II 28 Januari 2011 1.500 1.741.896.900 500

Pelaksanaan Waran Seri II 11 Juli 2011 78 1.741.896.978 500

Pelaksanaan Waran Seri II 3 Mei 2013 270.929 1.742.167.907 500

Riwayat Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (Sebelumnya Bursa Efek Surabaya)
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IKHTISAR BISNIS 
DAN OPERASIONAL

PT FIRST MEDIA NEWS
BeritaSatu News Channel telah memiliki 22 program 

acara dan didukung 15 news anchors.

PT FIRST MEDIA PRODUCTION
Bisnis pembuatan konten hiburan melalui channel “First 

Lifestyle” telah memproduksi jumlah program acara 

sebanyak 9 (sembilan) dan memproduksi 3 film layar 

lebar.
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Dalam bisnis media cetak dan daring, First Media 

telah mengakuisisi beberapa perusahaan yang 

bergerak dalam bidang usaha media sejak tahun 

2019. Penambahan portofolio bisnis tersebut akan 

memperkuat tatanan bisnis TMT yang dijalankan oleh 

Perseroan di Indonesia. Melalui bendera “BeritaSatu 

Media Holdings”, Perseroan dapat mempertahankan 

pangsa pasar khususnya melalui surat kabar terkemuka 

di tingkat nasional yaitu Investor Daily, dan) Majalah 

yaitu Majalah Investor. 

Selain media berbasis cetak, Perseroan juga 

berupaya menciptakan inovasi berkelanjutan dengan 

memanfaatkan teknologi digital dalam mendistribusikan 

informasi dan berita-berita terkini. Media elektronik 

atau portal berita telah dikembangkan secara baik untuk 

memenuhi permintaan pasar melalui portal beritasatu.

com dan jakartaglobe.id.
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PT PRIMA WIRA UTAMA

Perseroan memiliki bisnis dalam bidang 

pembangunan jaringan infrastruktur 

telekomunikasi yang telah membangun 

jaringan Wifi di 46  gedung di Indonesia dan 

59 gedung Distributed Antenna System.

PT LINK NET TBK

Bisnis penyedia jasa internet dan televisi 

berlangganan Channel telah memiliki jumlah 

homespassed sebanyak 2,87 juta, dengan 

panjang kabel fiber optic 18.499 km dan kabel 

coaxial 16.225 km.

2.87
millions

46
Buildings

16.225
km

59
Buildings

18.499
km
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IDENTITAS
PERUSAHAAN

Nama Perusahaan

PT First Media Tbk

Kode Saham

KBLV

Kantor Terdaftar

Gd. BeritaSatu Plaza Lt.4

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, 

Kuningan Timur, Setiabudi 

Jakarta Selatan 12950

Indonesia

Surat Elektronik

corporate.secretary@firstmedia.com

Situs Web

www.firstmedia.co.id

Anggota Asosiasi 

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII)

Pemegang Saham

• PT Reksa Puspita Karya

• PT Trijaya Putra Mulia 

• PT Ciptadana Capital

• Masyarakat

Kegiatan Usaha

1. Penyelenggara jaringan Telekomunikasi melalui 

kabel.

2. Penyelenggara jasa telekomunikasi baik dengan 

kabel.

3. Penyedia, aggregator dan distributor konten 

multimedia

Nomor Induk Usaha (NIB)

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 24 TAHUN 

2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik tanggal 21 Juni 2018, 

yang kemudian disebut dengan OSS (Online Single 

Submission). Perseroan memperoleh Nomor Induk 

Berusaha (NIB) yang dikeluarkan Pemerintah Republik 

Indonesia melalui OSS No. 8120310162629 tanggal 

22 November 2018.

Izin Operasional

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Republik Indonesia No. 119 Tahun 2017 tanggal 11 

Januari 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan 

Tetap Lokal Berbasis Packet Switched PT First Media 

Tbk.

Konsep Brand Korporasi

Brand Promise:

We create the most insightful, innovative and

empowering experiences from information

communication and entertainment products,

services and content centered around the only

person that matters is you.

Brand Positioning:

Social Catalyst to a Seamless and Exciting Life.

Brand vision:

To be Indonesia’s first choice for information, 

communications and entertainment services.

Brand Mission:

We transform lives by providing innovative and exceptional 

broadband and media services and solutions.
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Kantor Akuntan Publik

Amir Abadi Jusuf Ariyanto Mawar & Rekan

Alamat :

Plaza Asia Lt. 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta

12190

Tel : 021-51401340

Fax : 021-51401540

Website: www.rsm.global/indonesia

Tugas & Kewajiban:

Melakukan Audit berdasarkan standar auditing yang

ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia.

Biro Administrasi Efek

PT Sharestar Indonesia

Alamat :

Gd. BeritaSatu Plaza Suite 703 Lt. 7

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36,

Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Kuningan Timur,

Jakarta Selatan 12950 Indonesia,

Tel : 021-5277966

Fax : 021-5277967

E-mail : customer-relation@sharestar.co.id

Tugas & Kewajiban:

Melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pengalihan 

hak atas saham para investor; menyusun daftar 

pemegang saham dan perubahannya untuk melakukan 

pembukuan pemegang saham (pembuatan Daftar 

Pemegang Saham) atas permintaan emiten; dan 

menyiapkan korespondensi emiten kepada pemegang 

saham.

Anggaran Dasar

Perseroan didirikan dengan nama PT Safira 

Ananda,berdasarkan Akta Pendirian No.37 

tanggal 6 Januari 1994 dan Keputusan Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-1.446 

HT.01.01.Th.95 tanggal 1 Februari 1995 yang 

sudah mengacu kepada Kitab UU Hukum Dagang 

(Staatblad Tahun 1847 No.23) sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan UU No.4 Tahun 1971. 

Perubahan seluruh Anggaran Dasar berikutnya 

saat bernama PT Tanjung Bangun Semesta Tbk 

yang terdapat pada Akta No.1 tanggal 2 Desember 

1999 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia Nomor: C-19466 HT.01.04.TH.99 

tanggal 3 Desember 1999. 

Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar 

berikutnya sekaligus menyusun kembali Anggaran 

Dasar Perseroan saat bernama PT Broadband 

Multimedia Tbk yang terdapat pada Akta No.56 

tanggal 30 Juli 2001 dan Penerimaan Laporan Akta 

Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Kehakiman 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 

C-08744 HT.01.04.TH.2001 tanggal 19 September 

2001.

Perubahan seluruh Anggaran Dasar berikutnya saat 

bernama PT First Media Tbk yang terdapat pada 

Akta No.42 tanggal 15 Agustus 2008 dan Keputusan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor: AHU-74501.AH.01.02. Tahun 

2008 tanggal 16 Oktober 2008 yang sudah mengacu 

kepada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas.

Perubahan terakhir seluruh Anggaran Dasar saat 

bernama PT First Media Tbk terdapat pada Akta 

No.33 tanggal 15 Mei 2015 dan Penerimaan 

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0940134 tanggal 

11 Juni 2015 yang sudah disesuaikan dengan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/

POJK.04/2014 dan Nomor: 33/ POJK.04/2014 serta 

peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di 

bidang pasar modal.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara 

Elektronik tanggal 21 Juni 2018, yang lebih dikenal 

dengan OSS (Online Single Submission), Perseroan 

telah melakukan penyesuaian atas maksud dan tujuan 

usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar Perseroan 

sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan 

Keputusan Rapat Perseroan No.23 tanggal 26 April 

2019.

Perubahan terakhir atas Anggaran Dasar Perseroan 

sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan 

Keputusan Rapat Perseroan No. 15 tanggal 25 Juni 

2021, dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., Notaris 

di Jakarta, yang isinya adalah mengenai perubahan 

Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan 

POJK 15/2020, diantaranya perubahan pada 

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 

Anggaran Dasar Perseroan. Akta tersebut telah 

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-

AH.01.03-0430925 Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021.
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Sejak tahun 2007, PT Broadband Multimedia Tbk 

berubah menjadi PT First Media Tbk. First Media 

menetapkan diri menjadi pelopor layanan telekomunikasi 

dan multimedia terpadu di Indonesia dengan konsep Triple 

Play, yaitu layanan televisi berlangganan, layanan internet 

pita lebar berkecepatan tinggi dan layanan komunikasi 

data melalui jaringan telekomunikasi digital.

Perjalanan panjang First Media dalam bisnis TIK 

membawa arah kebijakan strategi yang menempatkan 

First Media sebagai perusahaan induk (holding 

company) yang menjalankan bidang usaha Teknologi, 

Media dan Telekomunikasi (TMT) di Indonesia.  

Segenap kebijakan dan strategi usaha First Media 

berorientasi kepada tujuan untuk menjadi perusahaan 

bisnis TMT yang terdepan, serta mampu mendukung 

rencana Pemerintah untuk mencapai target 

kehidupan masyarakat dengan kekuatan teknologi 

digital yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa 

dan pembangunan ekonomi nasional. Konsep TMT 

sungguh selaras dengan paparan visi Pemerintah 

Indonesia dalam forum Pertemuan WSIS (World 

Summit on the Information Society) tahun 2016 di 

Jenewa, Swiss.

Di dalam grup usaha First Media, Perseroan telah 

membangun kesinambungan dan koordinasi strategis 

di setiap anak usahanya. Meski pembangunan sinergi 

yang begitu kompleks dan butuh pengawasan tata 

kelola yang baik, Perseroan telah menciptakan 

integrasi dan kerjasama yang baik di antara anak 

usahanya. Saat ini First Media telah mengoperasikan 

berbagai model bisnis seperti penyedia jaringan 

jasa layanan internet, penyedia jasa layanan televisi 

berlangganan, penyediaan konten, serta dengan 

entitas anak yang bergerak di bidang pembangunan 

infrastruktur telekomunikasi. 

Sejumlah entitas anak yang dimiliki oleh First Media 

telah meningkatkan taraf bisnis Perseroan di Indonesia. 

Meski demikian, First Media masih memiliki peluang 

untuk bisa memperkaya portofolio bisnis dalam 

memajukan bisnis TMT. Peluang atau momentum 

terbaik telah diperjuangkan oleh First Media pada tahun 

2019 dengan mengakuisisi beberapa Perusahaan yang 

bergerak dalam bisnis media (media cetak maupun 

online). Tujuan akuisisi tersebut untuk menambah 

portofolio bisnis, sehingga Perseroan dapat memajukan 

nilai bisnis, menguatkan posisi keuangan, serta 

meningkatkan nilai Perseroan bagi pemegang saham, 

dan pemangku kepentingan. Kini Perseroan telah 

menetapkan arah bisnis baru dengan berfokus pada 

bisnis kreatif media dan pembuatan konten yang dapat 

memperkaya ekosistem digital di Indonesia. 

SEKILAS 
PT FIRST MEDIA Tbk
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VISI
PERSEROAN

• Menjadi pelopor di bidangnya

• Mengutamakan kompetensi dan profesionalisme

• Fokus pada pelanggan

• Menjadi pilihan utama untuk berkarir

• Warga usaha yang bertanggung jawab

• Semangat dalam bekerja

Menjadi Perusahaan penyelenggara jasa megamedia 

terpadu terkemuka di Indonesia yang memanfaatkan 

teknologi internet pita lebar guna menciptakan nilai 

tambah kepada pemangku kepentingan.

Visi Perseroan mencakup landasan layanan

Lima-C yang terpadu :

• Cable TV – Multi-channels Interactive Television

• Computer – Layanan Broadband Internet

• Communication – Layanan Data Komunikasi

• Content – Konten untuk Internet, TV, media/

surat kabar

• Channels – Memproduksi “In-house channel”

MISI
PERSEROAN
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Memperkuat dan memperkaya ekosistem digital 

di Indonesia melalui media kreatif seiring dengan 

kemajuan teknologi komunikasi, khususnya 

teknologi internet pita lebar digital berkecepatan 

tinggi, untuk menghadirkan kecakapan kualitas 

produksi konten asli anak bangsa Indonesia. 

Mengupayakan efisiensi usaha secara terus menerus 

untuk menjadi penyelenggara jasa Megamedia 

bermutu tinggi dengan biaya efektif serta 

kompetitif.

• Disiplin dalam pelaksanaan

• Kualitas dalam pelayanan

• Inovasi dalam pengembangan

• Agresif dalam penetrasi pasar

• Perhatian terhadap

• Masyarakat dan lingkungan

NILAI-NILAI
BUDAYA

STRATEGI
USAHA
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DAFTAR ENTITAS 
ANAK PERUSAHAAN

 PT LINK NET Tbk

PT INTERNUX

PT PRIMA WIRA UTAMA

PT DELTA NUSANTARA NETWORKS

PT MSH NIAGA TELECOM INDONESIA

PT FIRST MEDIA TELEVISION

PT FIRST MEDIA NEWS

PT FIRST MEDIA 
PRODUCTION

PT LYNX MITRA ASIA

PT MEDIA SINEMA  
INDONESIA
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PT MITRA MANDIRI MANTAP

PT GLOBE ASIA INDONESIA

PT GRAHA RAYA EKATAMA   
ANDALAN TERPADU

PT CITRA EKA RAMA
INVESTAMA ANDALAN

PT JARING DATA INTERAKTIF

PT JAKARTA GLOBE MEDIA

PT CITRA INVESTAMA 
ANDALAN TERPADU

PT MARGAYU VATRI CHANTIQA

PT DAYA SARANA MANTAP

PT JAKARTA MARCAPADA MEDIA

PT BINTANG MERAH 
PERKASA ABADI

PT BINA MAHASISWA INDONESIA

MASYARAKAT

PT TRIJAYA PUTRA MULIA

PT CIPTADANA 

CAPITAL

PT REKSA PUSPITA 

KARYA

PEMILIK SAHAM | SHAREHOLDERS

PT INVESTOR RADIO PT MEDIA INTERAKSI UTAMA

PT KORAN MEDIA INVESTOR INDONESIA

PT MEDIA INVESTOR INDONESIA
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Nama Perusahaan Pendirian & Bidang Usaha Keterangan lain

PT Link Net Tbk

Centenial Tower Lt.26 D, 
Jl. Jend. Gatot Subroto 
kav.35-36, Jakarta 12950

LN didirikan pada tahun 
1996, dan menjalankan 
kegiatan usahanya saat ini 
di bidang penyedia jaringan 
tetap berbasis kabel, jasa 
multimedia, jasa akses 
internet, jasa nilai tambah 
teleponi dan jasa konsultasi 
manajemen bisnis.

NPWP: 01.770.114.5-054.000
TDP: 09.03.1.61.30472
IP Jartaplok Berbasis Packet-Switched:  
705 Tahun 2017.
IUP Jasa Telekomunikasi : 48/I/IU/PMDN/2017
IUP Jaringan Telekomunikasi : 57/I//IU/PMDN/2016
IP Jasa Akes Internet (ISP) : 51 Tahun 2015
IP Jasa Interkoneksi Internet (NAP) : 50 Tahun 2015
IP Jartaptup : 312 Tahun 2014

PT First Media Television

BeritaSatu Plaza Lt.5
Jl. Jend. Gatot Subroto 
Kav.35-36, Jakarta 12950

FMTV didirikan pada tahun 
2008, dan menjalankan 
kegiatan usahanya saat 
ini di bidang Penyiaran 
Berlangganan.

NPWP: 02.901.331.5-063.000
TDP: 09.03.1.60.69259
IPP LPB Televisi : 393/KEP/M.KOMINFO/11/2010
IP PMDN: 97/1/IP/PMDN/2015

PT First Media News

BeritaSatu Plaza Lt. 11, 
Suite 1101
Jl. Jend. Gatot Subroto 
Kav.35-36, Jakarta 12950

FMN didirikan pada tahun 
2008, dan menjalankan 
kegiatan usahanya saat ini 
di bidang Perfilman dan 
Perekaman Video.

NPWP: 02.845.133.4-063.000
TDP: 09.03.1.59.58438
IUP: 463/PROD/PP-FS.R/IX/2008 (Pembuatan 
Film)
IUP: 13/IMPOR/PP-FS.RV/IX/2008 (Impor Film)
IUP : 26/EDAR/PP-FS.RV/IX/2008 (Pengedaran 
Film)

PT Prima Wira Utama

BeritaSatu Plaza Lt. 7
Jl. Jend. Gatot Subroto 
Kav.35-36, Jakarta 12950

PWU didirikan pada tahun 
2011, dan menjalankan 
kegiatan usahanya saat ini di 
bidang Perdagangan.

NPWP: 03.199.753.9-063.000
TDP: 09.03.1.46.76907
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Nama Perusahaan Pendirian & Bidang Usaha Keterangan lain

PT MSH Niaga Telecom 

Indonesia

Rukan Graha Cempaka 

Mas Blok C-06

Jl. Letjen Suprapto, Sumur 

Batu, Kemayoran, Jakarta

MSH didirikan pada tahun 1997, dan 

menjalankan kegiatan usahanya saat 

ini di bidang Jasa Kartu Panggil.

NPWP: 01.832.587.8-027.000

IP Jasa Nilai Tambah Teleponi Kartu Panggil 

(Calling Card) : 77/DIRJEN/2010

PT Internux

BeritaSatu Plaza Lt. 7

Jl. Jend. Gatot Subroto 

kav.35-36, Jakarta 12950

PTI didirikan pada tahun 2011, dan 

menjalankan kegiatan usahanya 

saat ini di bidang penyelenggaraan 

jaringan tetap lokal berbasis packet 

switched dan penyedia jasa akses 

internet.

NPWP: 02.013.079.5-804.000

TDP: 09.03.1.61.87652

IP Jartaplok Berbasis Packet-Switched: 

1203 Tahun 2017

ISP : 1355 Tahun 2017

IP PMA: 1894/I/IP-PB/PMA/2017

IUP Jasa Telekomunikasi : 1409/I/IU/

PMA/2016

IUP Jaringan Telekomunikasi : 

1431/I/IU/PMA/2016

PT First Media Production

BeritaSatu Plaza Lt.4

Jl. Jend. Gatot Subroto 

Kav.35-36, Jakarta 12950

FMP didirikan pada tahun 2008, 

dan menjalankan kegiatan usahanya 

saat ini di bidang Perfilman dan 

Perekaman Video.

NPWP: 02.845.075.7-063.000

TDP: 09.03.1.59.59984

IUP: 526/PROD/PP-FS.RV/I/2009 

(Pembuatan Film)

PT Media Sinema 

Indonesia

BeritaSatu Plaza Lt.4

Jl. Jend. Gatot Subroto 

Kav.35-36, Jakarta 12950

MSI didirikan pada tahun 2003, dan 

menjalankan kegiatan usahanya 

saat ini dibidang Perfilman dan 

Perekaman Video.

NPWP: 02.261.841.7-063.000

IUP : 37/PROD/PP-FS.RV/V/2004 

(Pembuatan Film)

PT Delta Nusantara 

Networks

Gedung Graha Kencana Lt. 

Mezzanine Unit J

Jl. Raya Perjuangan No.88, 

Kebon Jeruk, Jakarta Barat 

11530

DNN didirikan pada tahun 2006, 

dan menjalankan kegiatan usahanya 

saat ini di bidang Penyedia Jasa 

Akses Internet.

NPWP: 02.555.936.0-035.000

TDP: 09.02.1.46.31177

ISP: 852 Tahun 2014

PT Lynx Mitra Asia

BeritaSatu Plaza Lt. 7

Jl. Jend. Gatot Subroto 

Kav.35-36, Jakarta 12950

LMA  didirikan pada tahun 2008, 

dan menjalankan kegiatan usahanya 

di bidang Jasa Interkoneksi Internet 

(NAP).

NPWP: 02.816.482.0-077.000

IP Jasa Interkoneksi : 1576 Tahun 2016
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Nama Perusahaan Pendirian & Bidang Usaha Keterangan lain

PT Mitra Mandiri Mantap

BeritaSatu Plaza Lt. 7

Jl. Jend. Gatot Subroto 

Kav.35-36, Jakarta 12950

MMM didirikan pada tahun 2010, dan 

menjalankan kegiatan usahannya saat ini 

di bidang perdagangan umum dan jasa.

NPWP: 21.151.631.5-029.000

PT Jaring Data Interaktif

BeritaSatu Plaza Lt. 11

Jl. Jend. Gatot Subroto 

kav.35-36, Jakarta 12950

JDI didirikan pada tahun 1999 dan 

menjalankan kegiatan usahanya saat ini 

adalah Industri Jasa Penyiaran Swasta.

NPWP: 01.903.863.7-056.000

PT Daya Sarana Mantap

Ruko Cyber Park Nomor 

2160, Jl. Boulevard Gajah 

Mada, Tangerang, Banten

DSM didirikan pada tahun 2015, dan 

menjalankan kegiatan usahanya saat ini di 

bidang Perdagangan.

NPWP: 73.570.090.8-402.000

TDP: 30.06.1.47.11578

SIUP: 2116/PK/XII/BPMPTSP/2015

PT Graha Raya Ekatama 

Andalan Terpadu

BeritaSatu Plaza Lt.7

Jl. Jend. Gatot Subroto 

Kav.35-36, Jakarta 12950

GREAT didirikan pada tahun 2014, dan 

menjalankan kegiatan usahanya saat ini di 

bidang perdagangan umum dan jasa.

NPWP: 71.812.386.2-063.000

PT Citra Investama 

Andalan Terpadu

BeritaSatu Plaza Lt.9

Jl. Jend. Gatot Subroto 

Kav.35-36, Jakarta 12950

CIAT didirikan pada tahun 2014, dan 

menjalankan kegiatan usahanya saat ini di 

bidang perdagangan umum dan jasa.

NPWP: 71.800.643.0-063.000

PT Margayu Vatri Chantica

BeritaSatu Plaza Lt. 4

Jl. Jend. Gatot Subroto 

Kav.35-36, Jakarta 12950

MVC didirikan pada tahun 2002, dan 

menjalankan kegiatan usahanya saat ini 

di bidang usaha perdagangan umum dan 

jasa.

NPWP: 02.270.069.4-063.000

PT Bintang Merah Perkasa 

Abadi

BeritaSatu Plaza Lt. 7

Jl. Jend. Gatot Subroto 

Kav.35-36, Jakarta 12950

BMPA didirikan pada tahun 2011, dan 

menjalankan kegiatan usahanya saat ini 

dibidang usaha jasa telekomunikasi.

NPWP: 03.173.948.5-063.000

TDP: 09.03.1.46.73026

PT Jakarta Marcapada 

Media

GD. Century Tower Lt.5 

Ruang 502 

JL. Rasuna Said Kav. X-2 

No. 4

JMM  didirikan pada tahun 2004 dan 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang 

Jasa Periklanan.

NPWP: 02.433.323.9-011.000
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Nama Perusahaan Pendirian & Bidang Usaha Keterangan lain

PT Bina Mahasiswa 

Indonesia

Gedung Plaza Asia Lt.26, 

Zone ABCD

Jl. Jend. Sudirman Kav.59, 

Jakarta 12190

BMI didirikan pada tahun 2006, dan menjalankan 

kegiatan usahanya saat ini dibidang Jasa 

Konsultasi Bidang Olahraga.

PT Citra Eka Rama 

Investama Andalan

Gedung BeritaSatu Plaza 

Lt. 9,  

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 

35-36, Jakarta 12950

CERIA  didirikan pada tahun 2014 dan 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang 

perdagangan alat telekomunikasi dan 

perlengkapannya.

NPWP: 71.812.676.6-063.000

PT Media Interaksi Utama

Gedung BeritaSatu Plaza 

Lt. 9,  

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 

35-36, Jakarta 12950

MIU didirikan pada tahun dan menjalankan 

kegiatan usahanya di bidang aktivitas kantor 

berita.

NPWP: 01.322.134.6-007.000

PT Investor Radio

Gedung BeritaSatu Plaza 

Lt. 9,  

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 

35-36, Jakarta 12950

IR didirikan pada tahun  dan menjalankan 

kegiatan usaha dalam bidang perdagangan besar 

perlengkapan elektronik dan telekomunikasi dan 

bagiannya.

NPWP: 01.978.579.9-018.000

PT Media Investor 

Indonesia

Gedung BeritaSatu Plaza 

Lt. 9,  

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 

35-36, Jakarta 12950

Perdagangan besar alat tulis dan hasil 

pencetakan dan penerbitan.

NPWP: 01.861.929.6-018.000

PT Koran Media Investor 

Indonesia

Gedung BeritaSatu Plaza 

Lt. 9,  

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 

35-36, Jakarta 12950

Perdagangan besar barang percetakan dan 

penerbitan dalam berbagai bentuk.

NPWP: 02.545.818.3-063.000

PT Globe Asia Indonesia

Gedung BeritaSatu Plaza 

Lt. 9,  

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 

35-36, Jakarta 12950

Perdagangan besar barang percetakan dan 

penerbitan dalam berbagai bentuk.

NPWP: 02.545.818.3-063.000

PT Jakarta Globe Media

Gedung BeritaSatu Plaza 

Lt. 9,  

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 

35-36, Jakarta 12950

Perdagangan besar barang percetakan dan 

penerbitan dalam berbagai bentuk.

NPWP: 02.844.804.1-063.000
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KRONOLOGI
KEPEMILIKAN SAHAM

2007
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham 
Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 29 
Desember 2006 sebagaimana dimuat dalam Akta 
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar 
Biasa No.85, tanggal 29 Desember 2006, yang 
dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., 
Notaris di Jakarta, serta berdasarkan pernyataan 
keputusan pemegang saham yang dimuat dalam Akta 
Pernyataan Keputusan Rapat No.8 tanggal 5 Maret 
2007 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih 
Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan 
melakukan peningkatan modal ditempatkan dan 
disetor sehubungan dengan pengeluaran saham baru 
sejumlah 441.674.000 saham dengan nilai nominal 
seluruhnya sebesar Rp220.837.000.000 sebagai hasil 
pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I). Akta 

Keterangan

Saham biasa atas nama 

Nilai Nominal Rp 500 per lembar

Jumlah Saham Jumlah Nominal %

Modal Dasar 1.497.200.000 748.600.000.000

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 815.974.000 407.987.000.000 100,00

Pemegang saham dengan kepemilikan ≥ 5%

AcrossAsia Ltd 457.131.716 228.565.858.000 56,02

PT Reksa Puspita Karya 266.579.704 133.289.852.000 32,67

Pemegang saham dengan kepemilikan ≤ 5% 92.262.580 46.131.290.000 11,31

Pada bulan Februari 2000, Perseroan melakukan 

Penawaran Umum Perdana yang dicatatkan pada 

Bursa Efek Surabaya. Setelah penggabungan Bursa 

Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 

2007, kronologi kepemilikan saham Perseroan adalah 

sebagai berikut:

tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database 
Sisminbakum pada Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia berdasarkan penerimaan 
Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
No. W7-HT.01.04-6246 tanggal 3 Mei 2007, sehingga 
susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan 
menjadi sebagai berikut:

56,02% = AcrossAsia Ltd
32,67% = PT Reksa Puspita Karya
11,31% = Pemegang Saham dengan kepemilikan ≤ 5%
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Keterangan

Saham biasa atas nama 

Nilai Nominal Rp 500 per lembar

Jumlah Saham Jumlah Nominal %

Modal Dasar 1.497.200.000 748.600.000.000

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 829.474.000 414.737.000.000 100,00

Pemegang saham dengan kepemilikan ≥ 5%

 AcrossAsia Ltd 457.131.716 228.565.858.000 55,11

 PT Reksa Puspita Karya 280.079.704 140.039.852.000 33,77

Pemegang saham dengan kepemilikan ≤ 5% 92.262.580 46.131.290.000 11,12

2008

Pada tanggal 26 Juni 2008 dan tanggal 30 Juni 2008, 

PT Reksa Puspita Karya melakukan pelaksanaan 

Waran Seri I masing-masing sejumlah 13.000.000 

lembar waran dan 500.000 lembar waran dengan 

harga pelaksanaan sebesar Rp 1.000 per lembar waran. 

Dana pelaksanaan Waran Seri I tersebut telah diterima 

oleh Perseroan pada tanggal 27 Juni 2008 dan 1 Juli 

2008 masing-masing sebesar Rp 13.000.000.000 

dan Rp 500.000.000. Dengan demikian, setelah 

pelaksanaan Waran Seri I oleh PT Reksa Puspita 

Karya tersebut, modal ditempatkan dan modal disetor 

dalam Perseroan mengalami peningkatan menjadi 

sejumlah 829.474.000 saham, dengan nilai nominal 

seluruhnya sebesar Rp 414.737.000.000. Peningkatan 

modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan 

yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan 

Waran Seri I oleh PT Reksa Puspita Karya tersebut 

kemudian disahkan berdasarkan keputusan Rapat 

Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana 

termuat dalam Akta Risalah Rapat No. 4 tanggal 13 

Nopember 2009, yang dibuat oleh Lindasari Bachroem 

S.H., Notaris di Jakarta dan selanjutnya dinyatakan 

di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 

tanggal 13 Nopember 2009 yang dibuat dihadapan 

Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta. Akta 

tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 

Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 

AHU-AH.01.10-00269 tanggal 6 Januari 2010 dan 

telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-

0000833.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 Januari 

2010, sehingga susunan permodalan dan pemegang 

saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

55,11% = AcrossAsia Ltd

33,77% = PT Reksa Puspita Karya

11,12% = Pemegang Saham dengan kepemilikan ≤ 

5%
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2009

Di tahun 2009, tidak ada perubahan kepemilikan 

saham Perseroan. 

55,11% = AcrossAsia Ltd

33,77% = PT Reksa Puspita Karya

11,12% = Pemegang saham dibawah ≤  5%

2010

Pada tangal 18 Maret 2010, Perseroan telah 

melakukan peningkatan modal dasar menjadi 

Rp 1.650.000.000.000 yang terbagi menjadi 

3.300.000.000 saham, sebagaimana disetujui 

berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 4 Maret 2010 

yang dimuat dalam Akta Risalah Rapat No. 6 tanggal 

4 Maret 2010, yang dibuat oleh Lindasari Bachroem 

S.H., Notaris di Jakarta dan dinyatakan dalam Akta 

Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 4 Maret 

2010 yang dibuat di hadapan Lindasari Bachroem 

S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh 

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan 

No. AHU-13941.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 

18 Maret 2010, sehingga susunan permodalan 

dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai 

berikut:

55,11% = AcrossAsia Ltd

33,77% = PT Reksa Puspita Karya

11,12% = Pemegang Saham dengan kepemilikan di 

bawah 5%

Keterangan

Saham biasa atas nama 

Nilai Nominal Rp 500 per lembar

Jumlah Saham Jumlah Nominal %

Modal Dasar 3.300.000.000 1.650.000.000.000

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 1.741.895.400 870.947.700.000 100,00

Pemegang saham dengan kepemilikan ≥ 5%

AcrossAsia Ltd 959.976.602 479.988.301.000 55,11

PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,77

Pemegang saham dengan kepemilikan ≤ 5% 193.751.420 96.875.710.000 11,12
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Keterangan

Saham biasa atas nama 

Nilai Nominal Rp 500 per lembar

Jumlah Saham Jumlah Nominal %

Modal Dasar 3.300.000.000 1.650.000.000.000

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 1.741.895.400 870.947.700.000 100,00

Pemegang saham dengan kepemilikan ≥ 5%

AcrossAsia Ltd 959.976.602 479.988.301.000 55,11

PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,77

Pemegang saham dengan kepemilikan ≤ 5% 193.751.420 96.875.710.000 11,12

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

Luar Biasa Perseroan tanggal 19 April 2010 yang dimuat 

dalam Akta Risalah Rapat No. 21 tanggal 19 April 2010, 

yang dibuat oleh Lindasari Bachroem S.H., Notaris 

di Jakarta, serta berdasarkan pernyataan keputusan 

pemegang saham yang dimuat dalam Akta Pernyataan 

Keputusan Rapat No. 7 tanggal 20 Juli 2010 yang 

dibuat di hadapan Lindasari Bachroem S.H., Notaris 

di Jakarta, Perseroan telah memperoleh persetujuan 

untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II dalam 

rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 

(PUT II) dan melakukan peningkatan modal ditempatkan 

dan disetor sehubungan dengan pengeluaran saham 

baru sejumlah 912.421.400 saham dengan nilai 

nominal seluruhnya sebesar Rp 456.210.700.000 

sebagai hasil pelaksanaan PUT II. Akta tersebut telah 

diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum 

pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia berdasarkan penerimaan Laporan 

Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-

AH.01.10-21071 tanggal 18 Agustus 2010, sehingga 

susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan 

menjadi sebagai berikut:
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Keterangan

Saham biasa atas nama 

Nilai Nominal Rp 500 per lembar

Jumlah Saham Jumlah Nominal %

Modal Dasar 6.967.587.600 3.483.793.800.000

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 1.741.896.900 870.948.450.000 100,00

Pemegang saham dengan kepemilikan ≥ 5%

AcrossAsia Ltd 959.976.602 479.988.301.000 55,11

PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,77

Pemegang saham dengan kepemilikan ≤ 5% 193.752.920 96.876.460.000 11,12

2011
Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa Perseroan yang dimuat dalam Akta 

Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 3 Juni 

2011, yang dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo S.H., 

M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh 

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan 

No. AHU-36144.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 19 

Juli 2011, Perseroan telah melakukan peningkatan 

modal dasar menjadi Rp 3.483.793.800.000 terbagi 

menjadi 6.967.587.600 saham dan meningkatkan 

Modal Ditempatkan dan Disetor sehubungan 

dengan pelaksanaan Waran Seri II, sehingga susunan 

permodalan dan pemegang saham Perseroan 

menjadi sebagai berikut:

55,11% = AcrossAsia Ltd

33,77% = PT Reksa Puspita Karya

11,12% = Pemegang Saham dengan kepemilikan di 

bawah 5%

Pada tanggal 5 Oktober 2011, pemegang saham 

Perseroan yang berasal dari masyarakat telah 

melaksanakan Waran Seri II dan dana pelaksanaan 

Waran Seri II tersebut telah diterima penuh oleh 

Perseroan. Atas pelaksanaan Waran Seri II tersebut 

peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor 

Perseroan disahkan berdasarkan keputusan Rapat 

Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan 

tanggal 21 Oktober 2011 yang dimuat dalam Akta 

Risalah Rapat No. 6 tanggal 21 Oktober 2011, yang 

dibuat oleh Lindasari Bachroem S.H., Notaris di 

Jakarta, sehingga Modal Ditempatkan dan Disetor 

Perseroan menjadi sejumlah 1.741.896.978 saham 

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 

Rp 870.948.489.000 dengan susunan permodalan 

dan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan

Saham biasa atas nama 

Nilai Nominal Rp 500 per lembar

Jumlah Saham Jumlah Nominal %

Modal Dasar 6.967.587.600 3.483.793.800.000

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 1.741.896.978 870.948.489.000 100,00

Pemegang saham dengan kepemilikan ≥ 5%

 AcrossAsia Ltd 959.976.602 479.988.301.000 55,11

 PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,77

Pemegang saham dengan kepemilikan ≤ 5% 193.752.998 96.876.449.000 11,12
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2013
Pada tanggal 22 Agustus 2013, pemegang saham 

Perseroan telah melakukan konversi Waran Seri 

II menjadi saham. Konversi Waran Seri II tersebut 

menyebabkan peningkatan Modal Ditempatkan 

dan Disetor Perseroan sebagaimana termuat dalam 

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tangggal 22 

Agustus 2013, yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., 

Notaris di Jakarta, sehingga Modal Ditempatkan dan 

Disetor Perseroan menjadi sejumlah 1.742.167.907 

saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 

Rp 871.083.953.500. Akta tersebut telah diterima 

dan dicatat dalam Database Sisminbakum pada 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia berdasarkan penerimaan Laporan Akta 

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-

AH.01.10-35144 tanggal 26 Agustus 2013, sehingga 

susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan 

sebagai berikut:

55,10% = AcrossAsia Ltd

33,76% = PT Reksa Puspita Karya

11,14% = Pemegang Saham dengan kepemilikan di 

bawah 5%

2012
Di tahun 2012, tidak ada perubahan kepemilikan 

sahalam Perseroan. 

55,11% = AcrossAsia Ltd

33,77% = PT Reksa Puspita Karya

11,12% = Pemegang saham dibawah ≤  5%

Keterangan

Saham biasa atas nama 

Nilai Nominal Rp 500 per lembar

Jumlah Saham Jumlah Nominal %

Modal Dasar 6.967.587.600 3.483.793.800.000

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 1.742.167.907 871.083.953.500 100,00

Pemegang saham dengan kepemilikan ≥ 5%

 AcrossAsia Ltd 959.976.602 479.988.301.000 55,10

 PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,76

Pemegang saham dengan kepemilikan ≤ 5% 194.023.927 97.011.963.500 11,14
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2018
Pada tahun 2018 Perseroan mengalami perubahan 

kepemilikan saham diatas 5%. Sehingga susunan 

permodalan dan pemegang saham Perseroan 

sebagai berikut :

34,98% = PT Trijaya Putra Mulia

33,76% = PT Reksa Puspita Karya

19,74% = PT Ciptadana Capital

8,60%   = PT Inti Anugerah Pratama

2,92%   = Pemegang Saham dengan kepemilikan di 

bawah 5%

Keterangan

Saham biasa atas nama 

Nilai Nominal Rp 500 per lembar

Jumlah Saham Jumlah Nominal %

Modal Dasar 6.967.587.600 3.483.793.800.000

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 1.742.167.907 871.083.953.500 100,00

Pemegang saham dengan kepemilikan ≥ 5%

PT Trijaya Putra Mulia 609.461.473 304.730.736.500 34,98

PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,76

PT Ciptadana Capital 343.894.386 171.947.193.000 19,74

PT Inti Anugerah Pratama 149.808.840 74.904.420.000 8,60

Pemegang saham dengan kepemilikan ≤ 5% 50.835.830 25.417.915.000 2,93

Keterangan

Saham biasa atas nama 

Nilai Nominal Rp 500 per lembar

Jumlah Saham Jumlah Nominal %

Modal Dasar 6.967.587.600 3.483.793.800.000

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 1.742.167.907 871.083.953.500 100,00

Pemegang saham dengan kepemilikan ≥ 5%

AcrossAsia Ltd 959.976.602 479.988.301.000 55,10

PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,76

PT Inti Anugerah Pratama 150.146.640 75.073.320.000 8,62

Pemegang saham dengan kepemilikan ≤ 5% 43.877.287 21.938.643.500 2,52

2017
Pada tahun 2017 Perseroan mengalami perubahan 

kepemilikan saham diatas 5%. Perubahan tersebut 

terjadi pada tanggal 21 Agustus 2017 oleh PT Inti 

Anugrah Propertindo telah memiliki saham sebanyak 

150.616.940 lembar saham atau mewakili 8,65% dari 

seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan 

disetorkan. Pada tanggal 13 November 2017 PT Inti 

Anugrah Propertindo berganti nama menjadi PT Inti 

Anugerah Pratama dengan komposisi kepemilikan 

saham sebanyak 150.146.740 lembar saham atau 

mewakili 8,62% dari seluruh saham Perseroan yang 

telah ditempatkan dan disetorkan. Sehingga susunan 

permodalan dan pemegang saham Perseroan sebagai 

berikut:

55,10% = AcrossAsia Ltd

33,76% = PT Reksa Puspita Karya

8,62%   = PT Inti Anugerah Pratama

2,52%   = Pemegang Saham dengan kepemilikan di 

bawah 5%
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Keterangan

Saham biasa atas nama 

Nilai Nominal Rp 500 per lembar

Jumlah Saham Jumlah Nominal %

Modal Dasar 6.967.587.600 3.483.793.800.000

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 1.742.167.907 871.083.953.500 100,00

Pemegang saham dengan kepemilikan ≥ 5%

PT Trijaya Putra Mulia 609.461.473 304.730.736.500 34,98

PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,76

PT Ciptadana Capital 343.614.386 171.807.193.000 19,72

PT Inti Anugerah Pratama 149.808.840 74.904.420.000 8,60

Pemegang saham dengan kepemilikan ≤ 5% 51.115.830 25.557.915.000 2,94

2019
Pada tahun 2019 Perseroan mengalami 

perubahan kepemilikan saham diatas 5%. 

Sehingga susunan permodalan dan pemegang 

saham Perseroan sebagai berikut :

34,98% = PT Trijaya Putra Mulia

33,76% = PT Reksa Puspita Karya

19,72% = PT Ciptadana Capital

8,60%   = PT Inti Anugerah Pratama

2,94%   = Pemegang Saham dengan kepemilikan di 

bawah 5%

Keterangan

Saham biasa atas nama 

Nilai Nominal Rp 500 per lembar

Jumlah Saham Jumlah Nominal %

Modal Dasar 6.967.587.600 3.483.793.800.000

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 1.742.167.907 871.083.953.500 100,00

Pemegang saham dengan kepemilikan ≥ 5%

PT Trijaya Putra Mulia 759.270.313 379.635.156.500 43,58

PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,76

PT Ciptadana Capital 343.614.386 171.807.193.000 19,72

Pemegang saham dengan kepemilikan ≤ 5% 51.115.830 25.557.915.000 2,93

2020

Pada tahun 2020 Perseroan mengalami 

perubahan kepemilikan saham diatas 5%. 

Sehingga susunan permodalan dan pemegang 

saham Perseroan sebagai berikut :

43,58% = PT Trijaya Putra Mulia

33,76% = PT Reksa Puspita Karya

19,72% = PT Ciptadana Capital

  2,93% = Pemegang Saham dengan kepemilikan di 

bawah 5%
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Keterangan

Saham biasa atas nama 

Nilai Nominal Rp 500 per lembar

Jumlah Saham Jumlah Nominal %

Modal Dasar 6.967.587.600 3.483.793.800.000

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 1.742.167.907 871.083.953.500 100,00

Pemegang saham dengan kepemilikan ≥ 5%

PT Trijaya Putra Mulia 691.772.713 345.886.356.500 39,71

PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,76

PT Ciptadana Capital 342.614.386 171.307.193.000 19,66

Pemegang saham dengan kepemilikan ≤ 5% 119.613.430 25.557.915.000 6,87

2021
Pada tahun 2021 Perseroan mengalami 

perubahan kepemilikan saham diatas 5%. 

Sehingga susunan permodalan dan pemegang 

saham Perseroan sebagai berikut :

39,71% = PT Trijaya Putra Mulia

33,76% = PT Reksa Puspita Karya

19,66% = PT Ciptadana Capital

  6,87% = Pemegang Saham dengan kepemilikan di 

bawah 5%
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DAFTAR 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR 
PT FIRST MEDIA Tbk PER 31 DESEMBER 2021

No Nama Pemegang Saham Jumlah Lembar %

1 PT Trijaya Putra Mulia 691.772.713 39,71

2 PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 33,76

3 PT Ciptadana Capital 343.614.386 19,72

4 Tumaco Pte. Ltd 31.150.000 1,79

5 PT Indosat Tbk 14.200.200 0,82

6 LGT Bank AG - CLIENT ASSETS 5.000.000 0,29

7 Aileen Hambali 4.000.000 0,29

8 Go Siauw Hong 3.537.390 0,20

9 Manoj Dhamoo Punjabi 3.312.700 0,19

10 PT Tunggal Jaya Investama 3.300.090 0,19

11 PT Tunas Jaya Investama 3.275.043 0,19

12 PT Cemerlang Adiguna Mulia 1.641.000 0,09

13 Sutono Tjondroso 1.599.600 0,09

14 DR. Sunita Morangkey 1.577.700 0,09

15 Trisno Suleiman 1.212.500 0,07

16 DR. Kishore Kumar 1.000.000 0,06

17 Maja Silvana 800.000 0,05

18 Mira Susanty 700.000 0,04

19 Salony Widjaya 700.000 0,04

20 Geoffrey David Simms 666.600 0,04

Kepemilikan Saham Oleh Dewan Komisaris Dan Direksi

Sepanjang tahun 2021, tidak ada anggota Dewan 

Komisaris maupun Direksi yang memiliki saham 

perseroan.

Informasi Obligasi Dan Sukuk

Sepanjang tahun 2021, Perseroan tidak memiliki 

obligasi/ sukuk/ obligasi konversi yang masih beredar 

dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.
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STRUKTUR ORGANISASI

02 DIREKSI

Harianda Noerlan 
Presiden Direktur

Budi Erawanto 
Direktur 

Candra Gunawan 
Internal Audit

Harianda Noerlan 
Sekretaris Perusahaan 

Johannes Tong
Direktur 

01 DEWAN KOMISARIS

H.R Soeparmadi
Presiden Komisaris

Widjaya Hambali 
Komisaris Independen

Teguh Pudjowigoro
Komisaris Independen

Lim Benni
Komisaris 

Hernowo Hadiprodjo
Direktur 
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SAMBUTAN
DEWAN KOMISARIS

Puji dan syukur kami panjatkan pada Tuhan 

Yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah yang telah 

melimpahkan berkah dan rahmat-Nya selalu 

untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami akan 

menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kami sebagai 

Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan pengelolaan 

 PT First Media Tbk disepanjang tahun 2021 

H.R Soeparmadi - Presiden Komisaris

Dewan Komisaris mensyukuri bahwa Perseroan dan 

anak-anak usahanya telah berhasil melalui tahun 

2021 dengan cukup baik, di tengah kondisi bisnis di 

industri teknologi digital yang penuh dinamika dan 

tantangan. Kinerja anak-anak usaha yang dimiliki 

Perseroan secara keseluruhan mencapai hasil yang 

cukup baik, meski masih dihadapkan dengan situasi 

Pandemi Covid-19. 
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Pandangan Terhadap Prospek Usaha Perseroan

Berbicara mengenai industri digital akan sangat 

bersinggungan langsung dengan ekonomi digital 

yang diproyeksi menjadi mesin pendorong ekonomi 

masa depan. Pandemi Covid-19 meski merupakan 

wabah hebat yang mengguncang dunia, namun 

membawa sisi berkah dari perubahan struktur 

ekonomi. Seluruh dunia termasuk Indonesia berfokus 

dalam melakukan transformasi digital dalam segala 

aspek. Dari aspek Pemerintah, kehadiran digitalisasi 

memberikan dampak pada layanan kepada publik 

menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses 

dengan menerapkan teknologi digital. Pelaporan 

pajak dari masyarakat kepada kantor pajak menjadi 

lebih mudah, tidak perlu lagi antrean panjang yang 

membuat orang malas untuk datang melaporkan 

kewajiban pajaknya. Layanan kependudukan juga 

semakin cepat dan tidak perlu melewati birokrasi 

panjang yang selama ini banyak dikeluhkan oleh 

masyarakat. 

Segi bisnis usaha, Berbagai kegiatan usaha startup di 

bidang e-commerce, layanan keuangan, kesehatan, 

pendidikan, dan lain-lain, tidak hanya mengubah 

perilaku penyedia barang dan jasa, tetapi juga telah 

mengubah perilaku masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan barang dan jasa yang mereka butuhkan. 

Selain itu, teknologi digital memungkinkan seseorang 

menjual produknya secara luas tanpa ada batas 

melalui jaringan e-commerce sehingga mampu 

membuka lapangan kerja baru khususnya di sektor 

usaha mikro.

Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong 

kepada pelaku UMKM untuk segera masuk dalam 

ekosistem digital. Data tercatat hingga Agustus 

2021 terhitung ada 15,3 juta UMKM yang sudah 

masuk dalam lingkung digital atau masih sekitar 

23,9% dari total UMKM di Indoneisa. Secara target, 

Kementerian akan mematok angka mencapai 30 

juta UMKM yang masuk dalam ekosistem digital 

pada tahun 2024. Dengan demikian para UMKM 

memiliki akses secara luas masuk ke dalam pasar 

perdagangan. 

Pandangan pada Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan 

yang baik

Dewan Komisaris memiliki tugas untuk melakukan 

pengawasan kinerja terhadap jajaran direksi. Dewan 

Komisaris juga secara konsisten menganjurkan jajaran 

Direksi untuk selalu menerapkan Prinsip-prinsip 

Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan tujuan 

agar semakin memperkuat kinerja Perseroan. Selain 

itu, mekanisme-mekanisme seperti Piagam Dewan 

Komisaris, Kode Etik dan Sistem Whistleblower terus 

digunakan secara tepat guna, agar memberikan 

kontribusi positif bagi pengelolaan sistem usaha yang 

baik. Penetapan kebijakan dan mekanisme prosedur 

yang tepat, sesuai dengan konteks dan kondisi terkini, 

menjembatani penyelesaian masalah yang muncul 

untuk dapat disampaikan ke atas. Berdasarkan laporan 

Komite Audit dan fungsi pengendalian lainnya, Dewan 

Komisaris berpendapat bahwa Perseroan telah 

secara konsisten menerapkan Prinsip-prinsip Tata 

Kelola Perusahaan yang baik sepanjang tahun 2021. 

Selanjutnya, hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan 

terhadap jajaran para Direksi akan dilaporkan pada 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di kemudian 

hari.
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Laporan yang diterima oleh Dewan Komisaris 

menjadi bahan kajian mendalam untuk selanjutnya 

disampaikan dalam bentuk rekomendasi maupun 

catatan kepada Direksi pada saat rapat gabungan yang 

diadakan setiap tiga bulan sekali. Apabila diperlukan 

maka sangat dimungkinkan penyampaian rekomendasi 

dilakukan oleh Dewan Komisaris di waktu dan sarana 

lain dengan memperhitungkan situasi dan kondisi 

Perseroan agar dapat segera memberikan solusi 

terbaik kepada Direksi Perseroan.

Pengawasan Atas Kinerja Komite di bawah Dewan 

Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, kami 

dibantu oleh 2 (dua) komite, yaitu Komite Audit 

dan Komite Nominasi & Renumerasi. Apresiasi 

kami sampaikan kepada Komite Audit dan Komite 

Nominasi & Renumerasi karena telah bekerja 

dengan baik dan berkontribusi dalam membantu 

kami Dewan Komisaris dalam melakukan 

pengawasan pengelolaan Perseroan. 

Pengawasan Atas Kinerja Direksi

Perseroan telah mempertahankan komposisi 

Manajemen yang solid sehingga memudahkan 

Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan, 

bersama dengan komite di bawah Dewan Komisaris 

senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi 

atas perkembangan rencana kerja Perseroan secara 

berkala. Pengawasan di sepanjang tahun 2021 

dilakukan dari laporan kinerja yang disampaikan oleh 

Direksi kepada Dewan Komisaris. Laporan tersebut 

diantaranya berupa uraian mengenai kinerja keuangan 

Perseroan, laporan kinerja operasi unit-unit usaha, 

penjualan, dan sebagainya, termasuk hasil evaluasi dan 

rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit.
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Komite Audit telah bekerja dengan baik dalam 

melakukan pengawasan efektifitas dan efisiensi 

operasional yang dijalankan unit-unit usaha yang 

dimiliki Perseroan. Komite Audit telah melakukan 

penelaahan pada laporan pemeriksaan yang dilakukan 

Internal Auditor atas laporan keuangan dan transaksi-

transaksi keuangan, khususnya di unit-unit usaha 

yang dimiliki Perseroan. Sedangkan Komite Nominasi 

& Renumerasi telah membantu Dewan Komisaris 

dengan memberikan rekomendasi terkait kebijakan 

dan seleksi jabatan strategis di lingkungan Perseroan 

dan unit-unit usahanya, sesuai dengan prinsip-prinsip 

tata kelola Perusahaan yang baik. 

Apresiasi

Kami sangat menyadari bahwa pencapaian berbagai 

tujuan perusahaan tidak terlepas dari dukungan 

seluruh pemangku kepentingan yang memiliki 

peranan utama dalam rencana pengembangan 

Perseroan. Kami sebagai Dewan Komisaris 

mengucapkan terimakasih atas dukungan dan 

keterlibatan para pemegang saham, yang telah 

mengambil peranan kunci dalam upaya kami untuk 

memajukan Indonesia dalam industri teknologi 

digital. Penghargaan yang tinggi disampaikan 

kepada Dewan Direksi dan para karyawan yang 

telah berupaya turut mendukung kinerja Perseroan 

sepanjang tahun 2021 ini, serta kepada mitra 

bisnis dan pemangku kepentingan lainnya atas 

kepercayaan dan dukungan yang berkelanjutan 

kepada Perseroan.

Semoga pencapaian kinerja tahun 2021 dapat 

menjadi pemicu semangat seluruh pemangku 

kepentingan untuk mencapai kinerja yang lebih baik 

di tahun 2022.

Jakarta, 

Untuk dan atas nama Dewan Komisaris 

PT First Media Tbk

R. Soeparmadi

Presiden Komisaris
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Para Pemegang Saham dan pemangku kepentingan

yang terhormat, Puji syukur kami panjatkan kehadirat 

Tuhan Yang Maha Esa yang atas rahmat dan karunia-

Nya yang telah dilimpahkan kepada Perseroan 

sehingga Perseroan dapat melalui tahun 2021 ini, 

meski Masih dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 

(Covid-19) yang melanda Indonesia. Dengan ini kami 

Harianda Noerlan - Presiden Direktur (Independen)

sampaikan Laporan Tahunan PT First Media Tbk untuk 

tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, 

beserta Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah 

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, 

Aryanto, Mawar & Rekan. 
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Reposisi Bisnis Berkelanjutan

Bisnis TMT telah memberikan kontribusi besar 

terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia atas 

layanan telekomunikasi digital dan konten siaran 

televisi secara terpadu. Ditambah masa Pandemi 

Covid-19, peran digitalisasi sangat membantu 

menjaga dan meningkatkan produktivitas ekonomi 

masyarakat. Perseroan bersyukur investasi dalam 

bidang ini sangat memberikan arti bagi masyarakat 

indonesia, dan Perseroan bangga dapat terlibat 

sebagai pelaku transformasi dalam industri digital. 

Seiring perjalanan waktu dan tantangan bisnis yang 

dihadapi First Media dan anak usahanya, Perseroan 

perlu melakukan perubahan strategis untuk 

memberikan dampak nilai ekonomi Perusahaan 

secara berkelanjutan. Perubahan yang dimaksud 

adalah dengan tidak lagi berfokus dalam segmen 

telekomunikasi dan teknologi. Perseroan telah 

melakukan business repositioning untuk bersaing di 

dalam industri yang berbeda. Berbagai kajian dan 

pertimbangan bisnis yang kompleks, Perseroan 

memutuskan untuk beralih fokus ke industri kreatif 

media dan pembuatan konten. 

Kelompok usaha segmen telekomunikasi dan 

teknologi sudah bukan menjadi prioritas bisnis 

bagi Perseroan, hal tersebut untuk menunjang 

arah pengembangan bisnis Perseroan di bidang 

kreatif media dan pembuatan konten. Bagi 

Perseroan beralihnya fokus ke industri yang baru 

merupakan sebuah kebijakan strategis agar dapat 

mempertahankan keberadaan dan keberlanjutan 

bisnis, serta menjaga nilai ekonomi di dalam 

Perusahaan. 

Prospek Usaha

Berbicara mengenai industri digital akan sangat 

bersinggungan langsung dengan ekonomi digital 

yang diproyeksi menjadi mesin pendorong ekonomi 

masa depan. Pandemi Covid-19 meski merupakan 

wabah hebat yang mengguncang dunia, namun 

membawa sisi berkah dari perubahan struktur 

ekonomi. Seluruh dunia termasuk Indonesia 

berfokus dalam melakukan transformasi digital 

dalam segala aspek. Dari aspek Pemerintah, 

kehadiran digitalisasi memberikan dampak pada 

layanan kepada publik menjadi lebih cepat, 

transparan, dan mudah diakses dengan menerapkan 

teknologi digital. Pelaporan pajak dari masyarakat 

kepada kantor pajak menjadi lebih mudah, tidak 

perlu lagi antrean panjang yang membuat orang 

malas untuk datang melaporkan kewajiban 

pajaknya. Layanan kependudukan juga semakin 

cepat dan tidak perlu melewati birokrasi panjang 

yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. 

Segi bisnis usaha, Berbagai kegiatan usaha startup 

di bidang e-commerce, layanan keuangan, kesehatan, 

pendidikan, dan lain-lain, tidak hanya mengubah 

perilaku penyedia barang dan jasa, tetapi juga telah 

mengubah perilaku masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan barang dan jasa yang mereka butuhkan. 

Selain itu, teknologi digital memungkinkan 

seseorang menjual produknya secara luas tanpa ada 

batas melalui jaringan e-commerce sehingga mampu 

membuka lapangan kerja baru khususnya di sektor 

usaha mikro.
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Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong 

kepada pelaku UMKM untuk segera masuk dalam 

ekosistem digital. Data tercatat hingga Agustus 

2021 terhitung ada 15,3 juta UMKM yang sudah 

masuk dalam ekosistem digital atau masih sekitar 

23,9% dari total UMKM di Indonesia. Secara target, 

Kementerian akan mematok angka mencapai 30 

juta UMKM yang masuk dalam ekosistem digital 

pada tahun 2024. Dengan demikian para UMKM 

memiliki akses secara luas masuk ke dalam pasar 

perdagangan. 

Tata Kelola Perusahaan

Pengembangan Perseroan dan kegiatan usahanya 

tidak mengesampingkan Tata Kelola Perusahaan 

yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). 

Selain memperhitungkan aspek bisnis, Perseroan 

juga senantiasa memastikan bahwa setiap kegiatan 

usahanya dilaksanakan sejalan dengan peraturan 

yang berlaku. Selain itu, secara internal Perseroan 

memberitahukan berbagai standard operating 

procedure (SOP), panduan kode etik & tugas 

tanggung jawab profesional, serta peraturan 

perusahaan.

Untuk memastikan penerapan GCG, setiap bulan 

Direksi melakukan peninjauan atas kegiatan yang 

akan dilakukan dan telah selesai dilaksanakan oleh 

unit usaha Perseroan melalui rapat koordinasi 

dengan manajemen dari masing-masing entitas 

anak Perseroan. Komite Audit yang bertanggung 

jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan, serta 

divisi Internal Audit yang bertanggung jawab kepada 

Direksi Perseroan terlibat aktif melalui fungsi 

pengawasan tersebut.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Tanggung jawab sosial Perseroan dilakukan 

sebagaimana yang telah diatur oleh Pemeritah 

melalui Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 

tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Perseroan Terbatas dan dipastikan sepenuhnya 

bermanfaat bagi masyarakat, seperti kebersihan 

lingkungan hidup, pendidikan, donor darah, dan 

berbagai kegiatan sosial yang berkaitan dengan 

penanganan Covid-19.
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Direksi berharap agar kesuksesan selalu menjadi 

milik kita semua dan kerjasama yang selama ini telah 

berjalan secara komprehensif dengan penuh harmoni 

dapat terus berlangsung dengan baik. 

 

Jakarta, 

Untuk dan atas nama Direksi, 

PT First Media Tbk 

Harianda Noerlan

Presiden Direktur (Independen)

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kompetensi karyawan merupakan 

bagian dari kontribusi pembangunan sumber daya 

manusia bagi Perseroan dan juga bagi angkatan 

kerja di Indonesia. Divisi Sumber Daya Manusia 

Perseroan menyelenggarakan program peningkatan 

kualitas karyawan Perseroan melalui pelatihan 

dan pendidikan terstruktur dan terencana untuk 

sejalan dengan layanan bisnis media dan pembuatan 

konten yang menjadi bisnis Perseroan. Di sisi lain, 

meningkatnya kemampuan sumber daya manusia 

di bidang Teknologi Informasi Komunikasi ini amat 

diperlukan oleh negara untuk mampu memberikan 

daya saing di kompetisi global. 

Budaya Perusahaan 

Sikap mental dan perilaku sumber daya manusia 

dalam bekerja dan bermasyarakat menjadi 

landasan disiplin dan pencapaian prestasi untuk 

menghasilkan kinerja yang mumpuni. Semua 

itu ditata dan dipraktikan sebagai bagian dari 

kehidupan di lingkungan kerja Perseroan. Diantara 

tujuan yang ingin dicapai adalah menciptakan 

tenaga kerja yang tidak hanya cerdas dan disiplin, 

namun juga memiliki sikap mental individu dan 

semangat tim yang positif serta dapat diandalkan 

bagi tenaga kerja Indonesia. 

Apresiasi 

Direksi mengucapkan terima kasih dan penghargaan 

setinggi- tingginya kepada seluruh pemegang saham 

dan pemangku kepentingan Perseroan, Dewan 

Komisaris, dan seluruh manajemen serta karyawan 

yang telah bekerja keras dalam menghadapi semua 

tantangan dan mencapai kinerja yang cukup baik 

selama tahun 2021. 

Penghargaan setingginya juga diberikan kepada 

Lembaga Pemerintah, pelanggan, rekan bisnis, 

masyarakat Pasar Modal, dan media massa yang 

selama ini telah mendukung kerja Perseroan. 
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PROFIL
DEWAN KOMISARIS

Kewarganegaraan dan Domisili

Warga negara Indonesia usia 80 tahun berdomisili di 

Indonesia

Jabatan

Beliau menjabat  sebagai Presiden Komisaris PT First 

Media Tbk sejak tanggal 20 April 2018.

Pendidikan

Beliau menyandang gelar Sarjana jurusan Bahasa & 

Sastra Inggris dari Institut Keguruan & Ilmu Pendidikan 

Malang Pusat

Perjalanan Karir

Beliau adalah eksekutif profesional dengan pengalaman 

selama 39 tahun di bidang Corporate Finance, Asset 

Management, Real Estate dan General Management. 

Beliau memulai karir di Citibank NA (1969 – 1978) 

dan kemudian ditunjuk sebagai Managing Director of 

Finconesia Financial Company. Beliau bergabung dengan 

Lippo Group pada tahun 1990 dan telah menjabat 

beberapa posisi direktur di berbagai perusahaan, antara 

lain Bank Bahari, Lippo Cikarang, Lippo Land, Lippo Bank, 

PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk, salah satu 

pengembang real estate Lippo Group di Tanjung Bunga, 

Makassar.

H.R SOEPARMADI

Presiden Komisaris
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Kewarganegaraan dan Domisili

Warga negara Indonesia usia 69 tahun berdomisili di 

Indonesia

Jabatan

Beliau menjabat  sebagai Komisaris Independen  

PT First Media Tbk sejak tanggal 21 April 2017

Pendidikan

Teguh Pudjowigoro menyelesaikan pendidikan S11 

di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta di Fakultas 

Ekonomi tahun 1976 serta mengikuti berbagai seminar 

di luar negeri.

Perjalanan Karir

Beliau adalah seorang profesional dengan pengalaman 

lebih dari 30 tahun, terutama dalam industri perbankan. 

Beliau pernah bekerja di Lippo Bank dan menjabat 

sebagai Head of General Affairs Group, Head of Human 

Resources Group, Head of Asset Management Group, dan 

terakhir sebagai Head of Financing and Operation Division 

di Lippo Bank Syariah. Beliau juga pernah menjabat 

sebagai presiden direktur dan direktur di perusahaan 

real estate Lippo Group.

TEGUH PUDJOWIGORO

Komisaris Independen
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Kewarganegaraan dan Domisili

Warga Negara Indonesia berusia 48 tahun dan 

Berdomisili di Indonesia

Jabatan

Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan 

pada tahun 2021 berdasarkan Rapat Umum Pemegang 

Saham yang dituang dalam Akta No. 14 tanggal 25 Juni 

2021.

Pendidikan

Bapak Widjaya Hambali meraih gelar Sarjana Ekonomi 

dalam bidang Akuntansi dari Universitas Tarumanegara 

dan gelar Master of Science dalam bidang Akuntansi 

dan Sistem Informasi dari Universitas Indonesia. 

Perjalanan Karir

Beliau mengawali karirnya sebagai Accounting Supervisor 

di Salim Group Plantation dari tahun 1997-2001, 

menjabat sebagai Senior Manager – SAP Consultant di 

PT Smart Tbk dari tahun 2001-2006, menjabat sebagai 

General Manager of Business Control di Argo Manunggal 

Group dari tahun 2006-2008, menjabat sebagai Head of 

Finance & Accounting di Inti Keramik Group dari tahun 

2008-2010, dan menjabat sebagai Head of Information 

Technology di PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk dari 

tahun 2010-2016. Saat ini beliau menjabat sebagai Head 

of ICT & Digital Transformation di Sampoerna Kayoe sejak 

tahun tahun 2017.

WIDJAYA HAMBALI

Komisaris Independen
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Kewarganegaraan dan Domisili

Warga Negara Indonesia berusia 55 tahun dan 

Berdomisili di Indonesia

Jabatan

Beliau diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 

2021 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang 

dituang dalam Akta No. 14 tanggal 25 Juni 2021.

Pendidikan

Meraih gelar Sarjana di bidang Teknik Nuklir dari 

Universitas Gadjah Mada.

Perjalanan Karir

Memulai karir sebagai Dosen paruh waktu di AMIK 

Aster Yogyakarta (1989-1990), sebagai IT Manager 

di PT Tunggul Sakti Sejati (1990-1992), sebagai IT & 

Multimedia Head di PT Victor Indah Prima & Citynoen 

Prima (1992-1995), sebagai Business Partner PT Jakarta 

Plastik (1995-1996), sebagai Technical Advisor untuk 

Managing Director di Takasago Engineering (1996- 1997), 

sebagai Emerging Solution Group Head di PT Astra Graphia 

Tbk (1997-2004), membentuk kembali dan mengelola 

PT Scientek Computindo partner dari ECM sebuah 

perusahaan solusi penyimpanan data (2004-2007) 

sebagai Managing Director di PT Petro Data Sistem 

(2007-2009), Operational & Business Director di PT Power 

Telecom (2009-2011), Konsultan di beberapa perusahaan 

telekomunkasi, data center, dan broadband (2011-2012), 

mejabat sebagai CTO di PT Indonesia Media Televisi 

(2012-2014), menjabat sebagai CEO di PT Prima Wira 

Utama (2012-2014), dan menjabat sebagai CEO di PT 

Graha Teknologi Nusantara (2013-2015)

LIM BENNI

Komisaris
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PROFIL DIREKSI

Kewarganegaraan dan Domisili

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, berdomisili di 

Indonesia

Jabatan

Beliau menjabat sebagai Presiden Direktur First Media 

sejak 21 April 2017.

Pendidikan

Harianda Noerlan menyelesaikan pendidikan Strata 1 

dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin, Universitas 

Trisakti, Jakarta, Indonesia.

Perjalanan Karir

Beliau memulai karir profesionalnya di dunia perbankan 

pada tahun 1990 dengan bekerja di PT Bank Niaga 

Tbk. Jabatan terakhir di bank tersebut sebagai Head 

of International Banking Division–Capital Market 

Group di tahun 2000. Kemudian beliau bekerja di 

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Indonesian 

Bank Restructuring Agency - IBRA) dengan jabatan 

terakhir sebagai Vice President, Group Head pada Bank 

Restructuring Unit di tahun 2002. Selanjutnya beliau 

bergabung dengan PT Bank Lippo Tbk dengan menjabat 

beberapa posisi, yaitu Managing Director Compliance 

(Direktur Kepatuhan), Director Distribution Financial 

Services, dan Senior Vice President, Channels & Alliances 

Group Head (2002-2006).

HARIANDA NOERLAN

Presiden Direktur

(Independen)
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Kewarganegaraan dan Domisili

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, berdomisili di 

Indonesia

Jabatan

Beliau diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak 

tahun 2021 berdasarkan Rapat Umum Pemegang 

Saham Tahunan yang dituangkan dalam Akta No. 14 

tanggal 25 Juni 2021.

Pendidikan

Bapak Budi Erawanto lulus dari Universitas Trisakti, 

Jakarta, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi 

pada tahun 1995. 

Perjalanan Karir

Memulai karir sebagai staf Divisi Keuangan di PT Indo-Ad 

dari tahun 1995 hingga 1996. Kemudian bergabung 

dengan Akuntan Publik Terdaftar Perusahaan Prasetio 

Utomo & Co, yang merupakan firma anggota Arthur 

Andersen, sebagai Auditor dan kemudian Auditor 

Senior dari tahun 1996 hingga 2000. Pada tahun 2000 

bergabung dengan PT Link Net (entitas afiliasi PT Lippo 

Karawaci Tbk dan PT Multipolar Tbk) dan menjabat 

sebagai Manajer Akuntansi. Pada tahun 2001, beliau 

pindah ke PT First Media Tbk (induk perusahaan PT 

Linknet Tbk) dan diangkat sebagai Kepala Departemen 

Akuntansi. Jabatan terakhir beliau di PT First Media Tbk 

adalah sebagai Financial Controller. Pada tahun 2016, 

beliau bergabung dengan PT Graha Teknologi Nusantara 

(GTN) dan saat ini menjabat sebagai Chief Financial 

Officer dan Corporate Services Head GTN.

BUDI ERAWANTO

Direktur
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JOHANNES TONG

Direktur

Kewarganegaraan dan Domisili

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, berdomisili di 

Indonesia

Jabatan

Beliau menjabat sebagai Direktur First Media sejak 

tanggal 24 April 2013.

Pendidikan

Johannes Tong menyelesaikan pendidikan Strata 1 

di bidang fisika, matematika, dan administrasi bisnis 

dari Azusa Pacific University dan pendidikan Strata 2 

dengan meraih gelar Magister in Business Administration 

di California State University, Los Angeles.

Perjalanan Karir

Selain menjabat sebagai Direktur First Media, beliau 

pernah menjabat sebagai Direktur di beberapa anak 

perusahaan First Media, antara lain PT First Media 

News, PT First Media Production  dan PT Media 

Sinema Indonesia. Beliau juga memegang jabatan 

sebagai Direktur di Art Department, Universitas 

Pelita Harapan. Karir profesional beliau antara lain 

adalah Loan Officer Bank of America, Area Manager 

TIMS, General Manager PT Sopanusa Paper Mill & 

Converting, General Manager PT Tjakrindo Mas Steel 

Industry, General Manager PT Plasma Plastic Industry, 

General Manager PT Indonesia Performing Arts, dan 

General Manager PT Melodia.
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HERNOWO HADIPRODJO

Direktur

Kewarganegaraan dan Domisili

Warga negara Indonesia usia 79 tahun berdomisili di 

Indonesia

Jabatan

Beliau menjabat sebagai Direktur Independen PT First 

Media Tbk sejak tanggal 21 April 2017.

Pendidikan

Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dan Sarjana 

Ilmu Sosial dari Universitas Indonesia serta Master of 

Business Administration dari Institut Studi Manajemen dan 

Institut Manajemen Pembelajaran Jauh.

Perjalanan Karir

Beliau memulai karirnya sebagai Asisten Profesor 

dan Dosen Universitas Indonesia, serta menjadi Staf 

Manajemen Menengah di Kementrian Pendidikan Tinggi 

(1960 – 1972). Pernah menjabat sebagai Staf Eksekutif 

dan General Manager di PT Bank Perniagaan Indonesia 

(1967 – 1982); Vice President dan Senior Vice President PT 

Bank Lippo (1982 – 1989), Direktur Operasional dan 

Keuangan di PT Bank Mayapada International (1990).  

Beliau adalah pendiri dan Direktur Pelaksana PT Bank 

Dagang dan Industri (1991), pendiri dan Direktur Utama 

PT Bank Centris International (1993), Direktur Utama 

PT Bank Solida (1995), Instruktur Independen dan 

Penasihat PT Royalindo Panasonic (1996), penasihat PT 

Bank Nusa Nasional (1997), Direktur Kredit Pinjaman 

dan Pemasaran PT Bank BTPN (1997), serta Direktur 

Operasional dan Internasional di PT Bank Putra (1998). 

Pada tahun 2000, mulai menjabat sebagai Konsultan 

SDM untuk PT Griya Mee Sejati dan Anggota Tim 

Pengajar di The Jakarta Consulting Group, selain itu 

menjabat sebagai Senior Partner di Kramadibrata & 

Partners dan Pendiri Firma Hukum Hariwana. Pada 

tahun 2002, Bapak Hernowo menjadi pendiri dan 

Direktur Pelaksana ATC Management & Consultant 

dan tahun 2006 mulai menjabat sebagai Penasehat 

PT Cilandak Town Square dan Konsultan Sistem & 

Prosedur Perusahaan. Beliau juga dikenal sebagai 

konsultan independen dalam Sistem Manajemen dan 

Sumber Daya Manusia.
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Kewarganegaraan dan Domisili

Warganegara Indonesia berusia 79 tahun dan 

berdomisili di Indonesia.

Jabatan

Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak 

Juli 2018. 

Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan 

Management dari Universitas Krisnadwipayana, gelar 

Master of Business Administration (MBA) dari Indonesian 

Overseas Study, dan gelar Doktor (PhD) bidang 

Education Management diperolehnya dari Universitas 

Negeri Jakarta (dahulu IKIP Jakarta).

Perjalanan Karir

Memulai karirnya dengan memegang berbagai 

jabatan penting di beberapa Perusahaan industrial, 

lalu pada tahun 1980-1989 menempati posisi Vice 

President Director di Bank Bhumy Bahari. Pada tahun 

1989-2001, beliau menempati jabatan Vice President 

Director pada Tokai Lippo Bank. Sementara itu, sejak 

tahun 1998 sampai dengan saat ini, beliau masih 

aktif sebagai dosen pada almamaternya, Universitas 

Krisnadwipayana. 

PROFIL
KOMITE AUDIT

Profil beliau dapat dilihat pada halaman profil 

dewan komisaris

WIDJAYA HAMBALI 

Ketua 

Komite Audit

ISNANDAR R. ALI

Anggota 

Komite Audit
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Kewarganegaraan dan Domisili

Warga Negara Indonesia berusia 75 tahun dan 

Berdomisili di Indonesia

Jabatan

Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak Januari 

2013.

Pendidikan

Beliau lulus dari TFH, Hamburg, Jerman, dengan gelar 

Diplom Ingenier Architect (Dipl. Ing) pada tahun 1976.

Perjalanan Karir

Sebelumnya beliau bekerja sebagai Arsitek di PT Widya 

Pertiwi Engineering (1976-1978), Direktur di Perseroan 

grup Kalbe Farma (1979-1988), Direktur Utama  

PT Lippo Cikarang Tbk. (1989-1999), Wakil Komisaris 

Utama  PT Lippo Cikarang Tbk. (1999-2001), Komisaris 

PT Lippo Land Development (2001-2004), Komisaris 

PT Bukit Sentul Tbk. (2004-2005), Direktur PT East 

Jakarta Industrial Park (2004-2010), di Komite Audit  

PT Pacific Utama Tbk. (2005-2007), Komite Audit PT 

Gowa Makassar (2005-2007), dan Komite Audit PT 

Multipolar Tbk (2007-2009). 

Beliau juga aktif di Dewan Penasehat Himpunan 

Kawasan Industri Indonesia (HKI) (1995- 2000) dan 

sebagai Wakil Ketua Real Estate Indonesia (1999-2008). 

Saat ini memegang posisi sebagai Wakil Ketua Dewan 

Penasehat Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) 

(sejak 2000). Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan 

Kawasan Industri di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 

(sejak 2008), Komite Audit di PT Lippo General Insurance 

Tbk (sejak tahun 2012).

HERMAN LATIEF

Anggota 

Komite Audit
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PROFIL KOMITE NOMINASI 
DAN REMUNERASI

LIM BENNI

Anggota

Komite Nominasi & Remunerasi

TEGUH PUDJOWIGORO
Ketua

Komite Nominasi & Remunerasi

Profil beliau dapat dilihat pada halaman profil dewan 

komisaris

Profil beliau dapat dilihat pada halaman profil dewan 

komisaris
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Kewarganegaraan dan Domisili

Warganegara Indonesia berusia 75 tahun dan 

berdomisili di Indonesia.

Jabatan

Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan 

Remunerasi PT First Media Tbk pada tahun 2015 dan 

merangkap sebagai Komisaris sejak 25 April 2013.

Pendidikan

Beliau menyelesaikan pendidikan Strata 1 dari Fakultas 

Teknik Universitas Indonesia dan pendidikan Strata 2 

dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Perjalanan Karir

Beliau berkarir di dunia perbankan, beliau pernah 

bekerja di Citibank N.A tahun 1971-1983 dengan 

jabatan terakhir sebagai Vice President, PT Bank Central 

Asia tahun 1983-1990 dengan jabatan Direktur, lalu 

Bank Lippo tahun 1990-998 sebagai Presiden Direktur.

Beliau juga pernah menjabat sebagai Asisten Menteri/

Deputi Bidang Usaha Pelayanan Masyarakat dan 

Pengembangan Sumber Daya pada Kantor Menteri 

Negara BUMN/ Badan Pengelola BUMN tahun 1998 

dan Asisten Menteri/Deputi Bidang Usaha Keuangan 

dan Jasa Lainnya tahun 1998 hingga 2000. Kemudian 

beliau menjabat sebagai Komisaris PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk tahun 1998 hingga 2003. Selanjutnya 

beliau melanjutkan perjalanan karirnya pada PT Citra 

Marga Nusaphala Persada Tbk sebagai Komisaris 

tahun 1999 hingga 2000 dan Komisaris Independen 

(2001-2007).

PROFIL KOMITE NOMINASI 
DAN REMUNERASI

MARKUS PERMADI

Anggota

Komite Nominasi & Remunerasi

Markus Permadi menjabat sebagai Vice President/

Komisaris Independen pada PT Bank Mandiri (Persero) 

Tbk, kemudian menjabat sebagai Komisaris pada 

Lembaga Penjamin Simpanan pada tahun 2005 – 

2008. Beliau kemudian bergabung di PT Broadband 

Multimedia Tbk sebagai Komisaris (2006 – 2007). 

Beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden 

Komisaris pada PT Ciptadana Multifinance (2006 – 

2007), Komisaris pada Media Interaksi Utama (2007 

-2012), dan Presiden Komisaris pada PT Star Pacific 

Tbk (2009 -2013). Semenjak tahun 2012 hingga 

sekarang, Markus Permadi menjabat sebagai Komisaris 

pada PT Bank National Nobu.  Sejak tahun 1993, 

Markus Permadi meluangkan waktu untuk mengurusi 

dunia pendidikan dengan menjadi Sekretaris Yayasan 

Pendidikan Pelita Harapan hingga saat ini.
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TINJAUAN EKONOMI
DAN INDUSTRI

Sekilas Ekonomi 2020

Badan Pusat Statistik melaporkan, pertumbuhan 

ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 

mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Dengan 

demikian, selama tiga kuartal berturut-turut di tahun 

2020, Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan 

ekonomi minus. Realisasi tersebut sejalan dengan 

proyeksi pemerintah yang memperkirakan 

pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 

di kisaran 2,2% hingga 1,7%. Produk Domestik 

Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai 

Rp15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai 

Rp56,9 Juta atau USD3.911,7.

Pandangan Ekonomi Tahun 2021

Pada tahun 2021, Indonesia masih mengalami 

peperangan dengan Pandemi Covid-19, namun, 

dalam masa peperangan ini, kabar baik tiba di 

Indonesia dengan kinerja ekonomi yang membaik 

di tahun 2021. Kerja keras Pemerintah dalam 

membenahi ekonomi di tengah Pandemi Covid-19 

terbilang berhasil mencatatkan kinerja baik, meski 

pada kuartal 1-2021 pertumbuhan ekonomi 

Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 

melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 

kuartal I-2021 masih mengalami kontraksi minus 

0,74 persen. Dengan angka tersebut, pertumbuhan 

ekonomi Indonesia belum mampu kembali ke zona 

positif, setelah mengalami kontraksi 4 kali berturut-

turut sejak kuartal II-2020. 
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Hasil fantastis terlihat pada periode kuartal 2-2021 

dimana Indonesia berhasil tumbuh positif sebesar 

7,07%, hal ini menggambarkan arah dan strategi 

pemulihan ekonomi sudah benar. Pemulihan 

ekonomi ini dapat dilihat dari seluruh mesin 

pertumbuhan yang sekarang sudah mulai pulih 

kembali. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,9%, 

investasi berada di 7,5%, perdagangan tumbuh di 

9,4%, sektor konstruksi tumbuh 4,4%, transportasi 

di 25,1%, serta akomodasi makanan dan minuman 

sebesar 21,6%. Sektor manufaktur yang merupakan 

kontributor hampir 20% dari Produk Domestik 

Bruto (PDB) juga tumbuh 6,6%. Kinerja ekspor 

sejak kuartal satu sudah mulai masuk dalam zona 

positif 7% dan kuartal kedua makin meningkat di 

31,8%. Demikian juga dengan impor yang tumbuh 

5,5% pada kuartal satu dan momentumnya makin 

terakselerasi dan menguat di kuartal kedua di 

31,2%.

Memasuki kuartal 3-2021, gejolak Pandemi 

Covid-19 meningkat disebabkan oleh datangnya 

varian baru bernama “delta”. Varian ganas ini 

menimbulkan efek resah bagi masyarakat dan 

terbukti telah memakan banyak korban jiwa. Sikap 

tanggap Pemerintah dengan melaksanakan berbagai 

program pengendalian Covid-19 membuahkan 

hasil baik dengan merampungkan pertumbuhan 

ekonomi sebesar 3,51%. Bangkitnya kepercayaan 

masyarakat secara cepat dalam melakukan aktivitas 

ekonomi, menjadikan momentum pemulihan di 

sisi demand dan supply tetap terjaga. Percepatan 

realisasi dari hasil refocusing anggaran Program PEN 

yang mengikuti dinamika pandemi selama triwulan 

3-2021 juga telah mendorong konsumsi Pemerintah 

untuk tumbuh mencapai 0,66%.
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Industri Digital Pendorong Ekonomi Masa Depan

Berbicara mengenai industri digital akan sangat 

bersinggungan langsung dengan ekonomi digital yang 

diproyeksi menjadi mesin pendorong ekonomi masa 

depan. Pandemi Covid-19 meski merupakan wabah 

hebat yang mengguncang dunia, namun membawa 

sisi berkah dari perubahan struktur ekonomi. Seluruh 

dunia termasuk Indonesia berfokus dalam melakukan 

transformasi digital dalam segala aspek. Dari aspek 

Pemerintah, kehadiran digitalisasi memberikan dampak 

pada layanan kepada publik menjadi lebih cepat, 

transparan, dan mudah diakses dengan menerapkan 

teknologi digital. Pelaporan pajak dari masyarakat 

kepada kantor pajak menjadi lebih mudah, tidak perlu 

lagi antrean panjang yang membuat orang malas untuk 

datang melaporkan kewajiban pajaknya. Layanan 

kependudukan juga semakin cepat dan tidak perlu 

melewati birokrasi panjang yang selama ini banyak 

dikeluhkan oleh masyarakat. 

Pada triwulan 4-2021, Pemerintah Indonesia 

memperkirakan  pertumbuhan ekonomi akan 

memasuki level diatas 5%. Optimisme Pemerintah 

didukung dengan berbagai indikator seperti pada 

level Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia 

pada Oktober 2021 telah menembus rekor tertinggi 

sejak April 2011 dengan berada di level ekspansif 

sebesar 57,2. Level PMI Indonesia menggambarkan 

kondisi aktivitas usaha yang kembali menggeliat di 

seluruh sektor manufaktur Indonesia. Level PMI 

Indonesia tersebut juga lebih tinggi dibanding 

negara-negara di ASEAN lainnya, seperti Malaysia 

(52,2), Vietnam (52,1), Thailand (50,9), dan Myanmar 

(43,3). 

Indikator lain juga datang dari adanya dukungan 

oleh kerja sama internasional yang terus diupayakan 

oleh Pemerintah. Dalam serangkaian pertemuan 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma Italia, 

KTT COP26 di Glasgow-Skotlandia, serta kunjungan 

kerja ke Persatuan Emirat Arab, Pemerintah terus 

mendorong pemulihan dan pembangunan ekonomi 

yang berkelanjutan. Berbagai kerjasama tersebut 

juga diyakini dapat memicu peningkatan investasi 

melalui berbagai skenario seperti Sovereign Wealth 

Fund INA, kerja sama energi terbarukan, ritel dan 

infrastruktur pelabuhan dan jalan tol, kerja sama 

kesehatan, serta teknologi digital.



P
T

  F
ir

st
 M

e
d

ia
 T

b
k

  |
  A

n
n

u
a

l 
R

e
p

o
rt

 2
0

2
1

093

Segi bisnis usaha, Berbagai kegiatan usaha startup di 

bidang e-commerce, layanan keuangan, kesehatan, pen-

didikan, dan lain-lain, tidak hanya mengubah perilaku 

penyedia barang dan jasa, tetapi juga telah meng-ubah 

perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

barang dan jasa yang mereka butuhkan. Selain itu, 

teknologi digital memungkinkan seseorang menjual 

produknya secara luas tanpa ada batas melalui jaringan 

e-commerce sehingga mampu membuka lapangan kerja 

baru khususnya di sektor usaha mikro.

Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong 

kepada pelaku UMKM untuk segera masuk dalam 

ekosistem digital. Data tercatat hingga Agustus 2021 

terhitung ada 15,3 juta UMKM yang sudah masuk 

dalam ekosistem digital atau masih sekitar 23,9% dari 

total UMKM di Indoneisa. Secara target, Kementerian 

akan mematok angka mencapai 30 juta UMKM yang 

masuk dalam ekosistem digital pada tahun 2024. Den-

gan demikian para UMKM memiliki akses secara luas 

masuk ke dalam pasar perdagangan. 
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TINJAUAN PRODUK 
DAN BISNIS

Sekilas Tinjauan Usaha First Media

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang TMT 

First Media memiliki berbagai model bisnis dan 

produk layanan yang mencakup layanan internet 

pita lebar dengan kabel, jasa penyiaran televisi 

berlangganan, layanan komunikasi data melalui 

jaringan telekomunikasi digital, jasa pembangunan 

infrastruktur pasif multimedia di gedung-gedung, 

pembuat dan penyedia konten multimedia, serta 

media cetak maupun daring. Dari segi cakupan 

pasar, First Media memiliki ragam pangsa pangsa 

pasar bila dipecah secara parameter segmentasi, 

maka di setiap anak usaha Perseroan terdapat 

segmentasi tersendiri berdasarkan model bisnis 

yang dijalankan. 

Dalam mengelola portofolio bisnis, First Media 

senantiasa mengupayakan inovasi di setiap 

perencanaan bisnis agar dapat terbentuk sebuah 

nilai pembeda di dalam atmosfir persaingan usaha. 

Dengan beragamnya model bisnis, First Media 

membagi menjadi 3 (tiga) segmen bisnis yang 

dijalankan oleh entitas-entitas anak dan/atau entitas 

asosiasi yang terdiri atas:

1. Segmen Usaha Media.

2. Segmen Usaha Pembuatan Konten.

3. Segmen Usaha Telekomunikasi

Segmen Usaha Media 

Segmen bisnis media terbagi menjadi 2 (dua) kategori 

usaha, yaitu: bisnis televisi berlangganan dengan 

kabel, dan bisnis media cetak terdiri atas koran dan 

majalah, serta bisnis konten berita digital. Tujuan 

Perseroan mengambil segmen ini sebagai langkah 

untuk mengambil peran dalam menyalurkan atau 

mendistribusi informasi-informasi yang berguna bagi 

masyarakat Indonesia. Perseroan menempatkan 

PT First Media Television sebagai entitas yang 

mengoperasikan bisnis  televisi berlangganan dengan 

kabel. Untuk perusahaan Media yang telah bergabung 

dalam grup bisnis Perseroan terdiri atas bidang media 

cetak dan online. Untuk media cetak terdiri atas surat 

kabar Investor Daily, dan Majalah Investor, sedangkan 

Untuk media online terdiri atas beritasatu.com dan 

jakartaglobe.id.
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Bisnis Media Cetak dan Daring (Online)

Sekilas/ Profil

Dalam bisnis media cetak dan daring, First Media telah 

mengakuisisi beberapa perusahaan yang bergerak dalam 

bidang usaha media sejak tahun 2019. Penambahan 

portofolio bisnis ini akan memperkuat tatanan bisnis 

TMT yang dijalankan oleh Perseroan di Indonesia. Melalui 

bendera “BeritaSatu Media Holdings”, Perseroan dapat 

mempertahankan pangsa pasar khususnya melalui 2 (dua) 

surat kabar terkemuka di tingkat nasional yaitu Investor 

Daily dan Suara Pembaruan, dan 1 (satu) Majalah yaitu 

Majalah Investor. Selain media berbasis cetak, Perseroan 

juga mengupayakan menciptakan inovasi berkelanjutan 

dengan memanfaatkan teknologi digital dalam 

mendistribusikan informasi dan berita-berita terkini. 

Media elektronik atau portal berita telah dikembangkan 

secara baik untuk memenuhi permintaan pasar melalui 

portal beritasatu.com dan jakartaglobe.id. Dengan adanya 

kombinasi media cetak dan daring, Perseroan meyakini 

layanan ini akan sangat diminati oleh para pembacanya 

dan mampu menjadi pemimpin pasar.

Produk & Layanan

Dari segi produk, Perseroan menilai transformasi 

perubahan perilaku pembaca dari cetak menuju daring 

masih terbilang belum sepenuhnya. Berbeda dengan 

di luar negeri, bahwa transformasi peralihan pembaca 

dari cetak ke daring sudah mengalami perpindahan 

secara sempurna. Meski demikian, Perseroan meyakini 

bahwa sesungguhnya media cetak masih memiliki 

segmen pasar tersendiri yang menikmati membaca 

berita melalui media kertas. Untuk memberikan 

gambaran mengenai profil produk media cetak dan 

daring, berikut penjelasan dan positioning produk 

dari setiap brand media cetak dan daring yang dimiliki 

Perseroan :

1. Investor Daily

Investor Daily adalah harian ekonomi yang 

memfokuskan pemberitaan pada masalah 

investasi, portofolio investasi maupun investasi 

langsung, masalah finansial, dan pasar modal. 

Berita dan analisis Investor Daily menjadi 

referensi utama para pelaku bisnis dan investor. 

Mengusung jurnalisme positif, Investor Daily 

menjadi media pembangkit optimisme bangsa.
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2. Majalah Investor

Lahir sebagai majalah investasi dengan fokus 

pasar modal dan masalah finansial, Investor 

menjadi referensi bagi pembaca yang hendak 

mendalami pasar modal. Majalah Investor 

konsisten melakukan pemeringkatan dan 

memberikan award kepada perusahaan publik, 

manajer investasi, reksa dana, sekuritas, bank, 

asuransi, multifinance, dan BUMN.Sajian 

mendalam tentang investasi menempatkan 

Investor sebagai inspirasi bagi para pemodal.

3. Jakarta Globe 

Merupakan media online berbahasa Inggris yang 

menyajikan berbagai berita ekonomi, politik, 

hukum, dan sosial, nasional dan nusantara. 

Jakartaglobe.id membawa informasi tentang 

Indonesia ke masyarakat dunia. Lewat media 

online berbahasa Inggris ini, dunia mengetahui 

tentang Indonesia.

4. BeritaSatu.com

BeritaSatu.com merupakan situs berita online 

yang menyajikan informasi paling aktual dengan 

cepat dan akurat. Melalui jurnalisme positif, 

BeritaSatu.com selalu menyajikan informasi 

terpenting dan berimbang di berbagai platform 

digital, baik situs web mampu media sosial. 

Pembaca juga dapat menyaksikan live streaming 

Berita Satu News Channel.
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Bisnis Televisi Berlangganan Dengan Kabel

Sekilas Profil

Dalam mengoperasikan bisnis televisi berlangganan 

dengan kabel, PT First Media Television (“FMTV”), 

bekerjasama dalam menggunakan jaringan kabel 

milik Link Net untuk menghantarkan siaran televisi 

berkualitas High Definition dengan kanal siaran 

terbanyak di Indonesia, dengan nama dagang 

“HomeCable”. Program siaran yang dihantarkan 

HomeCable sangat bervariasi, mulai dari progam 

edukasi, berita, musik, hiburan, gaya hidup (lifestyle), 

dan anak-anak. 

Tidak hanya kanal siaran dari penyelenggara saluran luar 

negeri yang dihadirkan, HomeCable juga menyediakan 

saluran siaran hasil produksi unit usaha First Media 

lainnya yang dikenal dengan istilah in-house production 

antara lain First Lifestyle. Perseroan memberikan 

tanggung jawab kepada PT First Media Production 

(“FMP”) dan PT First Media News (“FMN”) untuk 

memproduksi konten sebagai bentuk saluran kreatif 

HomeCable untuk medorong kepedulian akan konten 

Indonesia. 

Produk & Layanan

Layanan HomeCable telah mengalami perubahan 

teknologi yang cukup signifikan, kajian teknis dari 

perkembangan teknologi mendorong First Media 

untuk merestorasi layanan HomeCable untuk bisa 

menghadirkan layanan interaktif. Kini HomeCable 

telah menyediakan Smart Box X1 Prime HD yang 

dilengkapi modem internal DOCSIS 3.0 berfasilitas 

interaktif, sehingga pelanggan dapat menikmati 

Video on Demand, 7-days Catch-Up TV, Personal 

Video Recorder, Games, Video Streaming, Mirror 

Casting, Dolby 5.1, kualitas gambar teknologi 

4K dan mengakses layanan internet pita lebar 

yang dilengkapi dengan Google Android. Dengan 

demikian pelanggan dapat mengakses berbagai 

aplikasi Android, seperti Youtube, Gmail, Facebook, 

dan Twitter. Sebagai bentuk kepedulian Perseroan, 

fitur parental control tetap hadir dalam layanan 

HomeCable agar dapat menghindari paparan konten 

yang tidak baik bagi anak-anak Indonesia. Perseroan 

meyakini teknologi harus dapat memberikan 

kepastian bagi orangtua akan konten yang memapar 

anak-anaknya.

Meski Perseroan telah memiliki layanan televisi 

berlangganan melalui kabel, namun, seiring 

pergerakan dan perubahan perilaku konsumen, 

kebutuhan menonton layar kaca tanpa terbatas 

ruang menjadi tuntutan banyak orang. Masyarakat 

tidak lagi mau dibatasi dengan keharusan menonton 

melalui pesawat televisi di rumah untuk menikmati 

film, acara favorit, dan terutama siaran langsung. 

Pencinta siaran layar kaca bahkan menuntut 

ketersediaan teknologi yang memungkinkan 

menonton secara mobile. Kebutuhan menonton 

layar kaca melalui layanan jaringan internet menjadi 

semakin tinggi. 

Untuk memenuhi kebutuhan pasar, Perseroan 

memposisikan sebuah produk dengan mengangkat 

tagline “TV Anywhere”. Aplikasi FirstMediaX 

diciptakan oleh Perseroan untuk menjawab 

permintaan pasar. Perseroan menerapkan teknologi 

yang membuat pelanggan dapat menikmati acara 

televisi favoritnya melalui PC, laptop, smartphone, 

ataupun tablet, termasuk menonton siaran live 

streaming.  Aplikasi FirstMediaX dapat diunduh 

melalui aplikasi App Store (Apple iOS) atau Google 

Play Store (Android).



P
T

  F
ir

st
 M

e
d

ia
 T

b
k

  |
  A

n
n

u
a

l 
R

e
p

o
rt

 2
0

2
1

099



0100

04 - ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN

Bisnis Konten Berita

Sekilas Profil

Kebutuhan informasi terbaru menjadi tuntutan 

kehidupan masyarakat moderen. Kelangsungan 

pembaharuan informasi bahkan menjadi bagian 

kompetisi persaingan media penyedia konten di era 

yang serba cepat ini. First Media mendorong First 

Media News sebagai penghasil produksi berita dan 

informasi terbaru yang disalurkan melalui kanal siaran 

“BeritaSatu News Channel”. First Media mendirikan 

unit usaha ini pada tahun 2008 sebagai langkah usaha 

strategis membangun nilai usaha yang berbeda dalam 

industri penyiaran. 

First Media, melalui First Media News, dapat 

menyediakan informasi dan berita kepada publik 

berstandar jurnalisme yang tinggi dengan menjunjung 

tinggi nilai integritas, obyektivitas, imparsialitas, dan 

akurasi berita. Visi editorial yang kuat serta menjunjung 

nilai obyektif, tajam, komprehensif dan investigatif 

merupakan nilai dari pemberitaan BeritaSatu News 

Channel.

SEGMEN USAHA PEMBUATAN KONTEN

Pembuatan konten merupakan salah satu lini bisnis 

yang harus dikembangkan dalam kompetisi bisnis TMT. 

Tujuan Perseroan mengambil segmen bisnis ini untuk 

memperkaya dan memberikan keragaman konten di 

Indonesia. Perseroan menempatkan anak usahanya 

PT First Media News dan PT First Media Production 

untuk berkreasi menciptakan berbagai macam konten 

lokal menarik yang dapat memberikan nilai pembeda 

dan edukasi kepada masyarakat Indonesia. Perseroan 

optimis melalui memperkaya konten lokal, maka ini 

akan menjadi peluang untuk bersaing secara global. 
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Produk & Layanan

Program acara yang dirancang oleh BeritaSatu News 

Channel terbagi menjadi 2 (dua) bagian seperti 

program jurnal yang berisi berita-berita terkini 

dan program current affair dan news magazine yang 

menyajikan pemirsa informasi dan wawasan baru.

Kanal BeritaSatu News Channel sudah dapat dinikmati 

oleh masyarakat di saluran nomor 6 (Standard 

Definition) dan saluran nomor 301 (High Definition) 

melalui saluran televisi berlangganan HomeCable. 

Selain itu BeritaSatu News Channel juga bekerjasama 

dengan beberapa jaringan Pay TV Nasional, lokal, 

terrestrial digital, FTA analog terrestrial, FTA digital 

terrestrial dan Mobile Internet. Sejak Desember 2017 

saluran BeritaSatu News Channel juga telah hadir di 

jaringan Indovision di Channel 103.
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Sekilas Profil

First Media Production didirikan pada tahun 2008. 

Pendirian unit usaha ini bergerak dalam bidang 

industri jasa penyiaran televisi swasta. First Media 

Production membagi 3 (tiga) divisi unit usaha, 

yaitu production, post-production serta event. 

Bentuk spesifik model usaha yang dijalani First 

Media Production seperti pembuatan TV program 

dan Film (FTV dan layar lebar), TVC (Television 

Commercial), serta Event. First Media Production 

selain memproduksi tayangan untuk channel in-house, 

First Media Production juga memproduksi iklan dan 

mengembangkan siaran in-house yang dihantarkan 

melalui HomeCable. 

Produk & Layanan

Produksi Film dan Saluran In-House

Daftar film yang sudah diproduksi oleh FMP hingga 

tahun 2016:

Nama Film Tahun Rilis Kategori

Sepuluh 2009 Drama

Mika 2013 Romantic Drama

Blusukan Jakarta 2016 Drama Adventure

Nama Kanal Kategori Deskripsi

First LifeStyle Feature, Lifestyle Program yang menayangkan berbagai macam ulasan mengenai 

gaya hidup seperti kuliner, budaya, dan kesehatan

“BLUSUKAN JAKARTA” (2016)
Drama Adventure

“MIKA” (2013)
Romantic Drama

“SEPULUH” (2009)
Drama
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Program kuliner yang mendemonstrasikan proses mengolah 

masakan yang sehat dengan bahan-bahan yang bermanfaat.

Program kuliner yang mendemonstrasikan proses mengolah 

masakan yang sehat dengan bahan-bahan yang bermanfaat.

Program tutorial menggambar dengan mudah

Program yang menyajikan gerakan-gerakan Yoga lanjutan yang 

bermanfaat bagi masalah kesehatan

Program mengenai panduan fashion terbaru dan timeless.
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Segmen Usaha Telekomunikasi

Segmen usaha telekomunikasi terbagi menjadi 2 (dua) 

kategori usaha, yaitu: bisnis jaringan internet pita lebar 

dengan kabel, dan bisnis pembangunan infrastruktur 

telekomunikasi. Tujuan Perseroan menjalankan segmen 

usaha ini sebagai langkah membantu mendorong 

percepatan infrastruktur jaringan telekomunikasi di 

Indonesia. Perseroan mengambil langkah bisnis dalam 

segmen ini untuk selaras dengan lanskap bisnis digital 

yang sedang bertumbuh pesat di Indonesia. Bila 

mengkaji data berdasarkan Survey Indicator Consumer, 

pada tahun 2018 kontribusi digital ekonomi terhadap 

PDB Indonesia mencapai Rp 814 triliun atau 5,5% dari 

PDB. Potensi pertumbuhan digital yang eksponensial 

juga akan mendorong pertumbuhan pengguna internet, 

data terakhir jumlah pengguna internet menurut survei 

APJII tahun 2018 sudah mencapai 64,8% dari total 

jumlah penduduk Indonesia. 

Untuk dapat mengikuti perkembangan pasar dan 

industri, serta menjadi pelaku transformasi digital di 

Indonesia, Perseroan menempatkan PT Link Net Tbk 

sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bisnis layanan 

jaringan pita lebar dengan kabel dan PT Prima Wira 

Usaha sebagai entitas anak yang menjalankan kategori 

bisnis pembangunan infrastruktur telekomunikasi.  

Bisnis Layanan Jaringan Pita Lebar Dengan Kabel

Sekilas/ Profil

Bisnis layanan ini pada awalnya dioperasikan oleh 

First Media sendiri pada tahun 2007 dan kemudian 

dinovasikan ke PT Link Net Tbk (“Link Net”) sejak tahun 

2011 hingga saat ini. Layanan bisnis ini memberikan 

layanan terpadu, yaitu (i) layanan internet pita lebar 

berkecepatan tinggi (“FastNet”) dan (ii) layanan 

komunikasi digital melalui jaringan telekomunikasi 

digital (“DataComm”). Layanan terpadu tersebut 

dioperasikan dengan sistem kabel Hybrid Fiber 

Coaxial (“HFC”) dan Fiber-to-the-Home (“FTTH”) yang 

berteknologi tinggi dan mampu mengoperasikan 870 

MHz two-way broadband services.
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Produk & Layanan

“FastNet” merupakan produk layanan internet dengan 

menggunakan media kabel. Produk ini hadir di 

Indonesia sebagai yang pertama memberikan layanan 

internet cepat dan murah dengan harga Rp 99.000,- 

untuk kecepatan 384 Kbps. Dengan jaringan HFC dan 

FTTH, FastNet mampu menghantarkan bandwidth 

yang besar kepada masyarakat Indonesia. Kini FastNet 

telah memberikan layanan super cepat kepada 

pelanggannya hingga 1 Gbps.

“Link Net Enterprise Business” adalah penamaan 

baru atau rebranding dari “First Media Business” 

yang merupakan layanan komunikasi data jaringan 

berkecepatan tinggi dengan menggunakan jaringan 

kabel serat optik (Fiber Optic) untuk bisnis dan 

keperluan komersial lainnya. Melalui infrastruktur 

jaringan fiber optic, First Media Business memberikan 

layanan jaringan data internet kepada pelanggan 

koporasi di berbagai sektor industri dan usaha. 

Layanan “Link Net Enterprise Business” telah 

bertahun-tahun melayani kebutuhan layanan jaringan 

data internet bagi korporasi di daerah pusat bisnis 

keuangan di Jakarta. Layanan solusi korporasi ini 

terdiri atas layanan internet, bandwidth on demand, IP 

Transit, Metro Lease line, Intercity lease line, International 

lease line, MPLS VPN solution, Data Center hosting, Web 

hosting, Content Delivery Network, IP Phone, Clean Pipe 

dan Paas/Iaas untuk layanan cloud. Dengan sejumlah 

solusi tersebut dapat memberikan kemudahan bagi 

korporasi dalam menunjang bisnis atau usahanya, serta 

memberikan persepsi bahwa First Media merupakan 

mitra korporasi terbaik dalam menunjang akselerasi 

bisnis.
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Bisnis Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi

Sekilas/ Profil

PT Prima Wira Utama (“PWU”) adalah entitas anak First 

Media yang berbisnis dalam bidang pembangunan, 

pengelolaan, pengoperasian dan pengaturan 

keperluan infrastruktur telekomunikasi. Infrastruktur 

telekomunikasi ini termasuk namun tidak terbatas pada 

Distributed Antenna System (DAS), penguatan sinyal 

telepon seluler, internet, telepon, televisi berlangganan, 

informasi dan komunikasi data, digital signage, CCTV, 

mesin EDC, dan banyak bentuk lainnya. Layanan 

infrastruktur telekomunikasi ini disediakan di gedung 

perkantoran, residensial (perumahan dan apartemen), 

rumah sakit, hotel, pusat pendidikan, dan pusat 

perbelanjaan. Infrastruktur layanan ini menggunakan 

perangkat yang disediakan First Media.

Produk & Layanan

PWU telah membangun jasa penunjang 

telekomunikasi dalam gedung (in-building solution) di 

59 gedung yang tersebar diseluruh Indonesia. PWU 

juga telah melakukan pembangunan infrastruktur 

nirkabel (WiFi) di 46 pusat perbelanjaan, 1 

hotel, 1 perkantoran, dan 3 rumah sakit, guna 

menghantarkan layanan Wi-Fi kepada para tenant 

dan pengunjung dari pusat perbelanjaan atau rumah 

sakit tersebut. Infrastruktur ini dihadirkan PWU 

bekerjasama dengan Link Net sehingga membuat 

pengunjung dapat menikmati layanan wi-fi super 

cepat hingga 100 Mbps yang merupakan fasilitas 

tercepat untuk pengunjung di pusat perbelanjaan 

dan rumah sakit di Indonesia.
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TINJAUAN
FUNGSIONAL

Sumber Daya Manusia

Dalam bidang usaha apapun, salah satu kontribusi 

utama dari sebuah perusahaan adalah menyerap 

dan mengembangkan tenaga kerja sehingga sebuah 

negara memiliki sumber tenaga kerja yang terampil, 

bahkan ahli, untuk bersaing dengan kemampuan 

tenaga kerja bangsa manapun di dunia. Perusahaan 

memegang peranan penting dalam persaingan 

sumber daya manusia secara global.

First Media memahami betul pemikiran di atas sehingga 

pengelolaan sumber daya manusia di dalam First 

Media dan setiap anak perusahaannya menjadi bagian 

penting dari keseluruhan strategi, perencanaan, dan 

setiap langkah pengembangan perusahaan. First Media 

senantiasa meningkatkan sinergi dan efisiensi di antara 

First Media dengan anak perusahaannya berdasarkan 

nilai-nilai korporasi yang telah ditetapkan untuk 

mencapai visi dan misi perusahaan. 

Dalam mengembangkan sumber daya manusia, 

First Media merencanakan dan menerapkan 

pengembangan diri individu, tim kerja, dan kinerja 

dengan membuka ruang kesempatan berkompetisi 

yang sehat sehingga terbentuk suasana kerja yang 

kondusif bagi karyawan, sekaligus perusahaan 

untuk terus menjadi lebih baik.

Keyakinan itulah yang mendorong First Media 

untuk selalu mengembangkan karyawan yang 

dimilikinya agar menjadi faktor pembeda dalam 

memenangkan persaingan. Divisi SDM dengan 

Human Resource Management System (HRIS) untuk 

korporasi, telah meningkatkan fungsinya menjadi 

mitra strategis First Media, sehingga dapat selaras 

dengan kebutuhan korporasi dan unit usaha 

sehingga mempermudah serta mempercepat akses 

informasi tentang layanan SDM secara akurat dan 

terkini.
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Sistem Informasi Sumber Daya Manusia

Human Resource Management System (HRIS) 

dikembangkan dengan dukungan kerjasama dari Divisi 

Teknologi Informasi sejak tahun 2011. Penerapan 

Overtime Online System, e-Recruitment System dan Exit 

Clearance Online System telah berjalan dan senantiasa 

disempurnakan. Sistem tersebut memberikan 

kontribusi perubahan terbesar pada kegiatan dan 

proses kerja yang terjadi pada Divisi SDM maupun 

organisasi. Pengoperasiannya yang mudah, membuat 

pengguna mudah mendapatkan informasi terbaru 

termasuk dalam mengelola setiap tahapan pada proses 

rekrutmen. Manajemen dapat memperoleh informasi 

terkini dan transparan mengenai data terkait SDM. 

Sistem terpadu seperti ini, akurat dan efektif dalam 

pembiayaan.

Performance Management System

Performance Management System (PMS) di First 

Media dilakukan secara elektronik melalui Electronic 

Performance Mangement System (E-PMS). Sistem 

manajemen kinerja yang dikembangkan oleh First 

Media dengan sistem ini menghubungkan tujuan serta 

visi dan misi organisasi terhadap karyawan. Hal ini 

membuat setiap karyawan tahu arah dan tujuan yang 

hendak dicapai oleh organisasi, serta secara sadar ikut 

berperan pencapaian tersebut sebagai bagian dari 

target masing-masing karyawan.

E-PMS juga membuat sistem penilaian dengan adil, 

obyektif dan merujuk pada aspek penilaian pencapaian 

target dan perilaku kerja. Konsep E-PMS dibangun 

dengan menggunakan pendekatan Management 

by Objectives (MBO) yang dipopulerkan oleh Peter 

Drucker. Terdapat siklus yang berkesinambungan 

dalam sistem ini yang meliputi Performance Planning, 

Performance Coaching, dan Performance Appraisal.

Penilaian dalam E-PMS didasarkan pada dua hal yaitu 

target yang dituangkan dalam bentuk Key Business 

Objective (KBO) dan Key Performance Indicator (KPI), 

serta perilaku karyawan yang dituangkan dalam 

Behavior Competencies (BC). Penilaian dalam KBO 

memiliki bobot 70 persen, sedangkan penilaian BC 

sebesar 30 persen dengan nilai maksimal penilaian 

sebesar 130 persen dari pencapaian. Nilai yang keluar 

dari total KBO dan BC  dihubungkan dengan kisaran 

angka tertentu dan dibuatkan menjadi bentuk rating.

Agar penilaian menjadi lebih adil dan obyektif, 

maka nilai yang didapatkan dibandingkan dengan 

nilai karyawan lainnya dalam satu bagian. Proses ini 

dinamaan normalisasi. Proses normalisasi dilakukan 

dalam 3 tingkatan mulai dari tingkat bagian, 

departemen dan divisi. Pada proses normalisasi 

memungkinkan terjadi perubahan nilai yang didapat.
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Jabatan First Media Group

2021 2020

Direktur 3 5

Senior Manage-
ment

25 26

Management 90 96

Supervisor 45 50

Staff 445 462

Non-Staff 0 10

Salah satu unsur penilaian yang masuk dalam 

KBO adalah coaching. Setiap karyawan yang 

memiliki anggota tim, maka secara otomatis 

akan memiliki KBO Coaching. Tujuannya adalah 

untuk mengembangkan budaya coaching dalam 

perusahaan. Dengan adanya coaching ini diharapkan 

akan membantu karyawan dalam mencapai 

targetnya, dan dapat mengatasi permasalahan dalam 

melakukan tugas sehari-hari.

Proses coaching ini dilakukan dengan proses one by 

one. Seorang karyawan yang memiliki anggota tim 

akan melakukan coaching kepada anggota timnya. 

Selanjutnya dari hasil coaching tersebut dimasukan ke 

dalam PMS. 

Secara berkala, sistem E-PMS disempurnakan untuk 

dapat menjadi lebih baik. Perubahan E-PMS dapat 

meliputi dimensi dalam Behavior Competencies 

dengan menggunakan pendekatan yang disesuaikan 

dengan perkembangan dan kebutuhan. Dimensi 

perubahan tersebut meliputi: Discipline and Control, 

Leadership and Support, Communication, Achievement, 

Self-Development, Challenge and Problem Solving.

Komposisi Karyawan First Media

Pada tahun 2021 total jumlah karyawan First Media 

beserta anak Perusahaannya sebanyak 618 karyawan.

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jabatan

Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan

Di tahun 2021, komposisi karyawan First Media 

Group berdasarkan jenjang Pendidikan dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini :

Pendidikan First Media Group

2021 2020

S3 0 0

S2 18 20

S1 447 469

Diploma 85 86

SMU Ke 
Bawah

68 74

Profil Jumlah Karyawan First Media Group

2021 618

2020 649

Profil karyawan First Media pada tahun 2021 

berdasarkan posisi atau jabatan dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini:
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Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia

Profil karyawan berdasarkan usia pada tahun 2021 

adalah sebagai berikut :

Kelompok 
Usia

First Media Group

2021 2020

51> 56 59

46-50 90 92

41-45 76 82

36-40 150 161

31-35 128 134

26-30 91 94

25 ke bawah 27 27

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari data komposisi karyawan First Media Group 

berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Jenis Kelamin First Media Group

2021 2020

Pria 464 483

Wanita 154 166

75%

25%

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

First Media menyediakan fasilitas jaminan kesehatan 

bagi tenaga kerja dan keluarganya melalui Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Lippo 

Insurance. Sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang No. 13 tahun 2013 tentang 

Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 

50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, oleh karena itu 

First Media memahami betul bahwa setiap tenaga kerja 

memerlukan kenyamanan kerja dengan terjaminnya 

jaminan kesehatan bagi diri sendiri dan keluarganya. 

Dengan demikian, tenaga kerja dapat berkonsentrasi 

mengerjakan tugas sehari-hari di perusahaan.

Dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan 

dengan kegiatan kerja guna terciptanya lokasi kerja 

yang aman, efisien dan produktif, First Media telah 

menerapkan sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) di lingkungan kerja First Media. 

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) merupakan upaya dilakukan oleh First 

Media untuk menjamin dan melindungi para tenaga 

kerja, yang direalisasikan melalui upaya pencegahan 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Selama tahun 2021, kegiatan yang dilakukan First 

Media berhubungan dengan pengimplementasian 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) meliputi:

1. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Pelatihan dan simulasi tanggap darurat 

bencana kebakaran.

3. Sosialisasi sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3).
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Pengembangan Infrastruktur Jaringan

First Media bersama dengan anak perusahaannya 

merupakan salah satu pelaku pembangunan 

jaringan TIK yang terdepan di Indonesia. Karena 

itu, mengembangkan jaringan infrastruktur 

merupakan bagian yang secara konsisten harus 

dilakukan, terutama untuk tetap menjadi pebisnis 

TMT yang terkemuka. Hal ini selain berdasar sisi 

kompetisi dengan perusahaan serupa juga sebagai 

konsekuensi menjadi perusahaan yang berkomitmen 

untuk berkontribusi terhadap rakyat dan negara 

Republik Indonesia, sekaligus mendukung program 

Pemerintah dalam Masterplan Percepatan dan 

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I).

Jaringan Telekomunikasi Kabel

Selama tahun 2021, anak perusahaan First Media, 

Link Net memperluas jaringan kabel berbasis Hybrid-

Fibre-Coaxial dan Fiber-to-the-Home hingga 2,87 juta 

homepassed yang terbentang dari wilayah Jabodetabek, 

Bandung dan sekitarnya (termasuk Cimahi), Surabaya 

dan sekitarnya (termasuk Malang, Gresik, Sidoarjo), 

Bali, Serang, Cilegon, Semarang, Solo, Medan, Batam, 

Cikampek, Purwakarta Cirebon, Tegal, Yogyakarta, dan 

Kediri.

Hingga 31 Desember 2021 Link Net juga 

memperluas layanan Metro-Ethernet untuk 

pelanggan korporasi di beberapa gedung 

perkantoran. Ada sejumlah gedung sudah terpasang 

jaringan komunikasi Metro-Ethernet yang akan 

memudahkan dan mempercepat layanan bagi 

pelanggan korporasi yang ingin meningkatkan akses 

pertukaran data dan informasi untuk meningkatkan 

percepatan proses bisnis yang dijalankan.

TINJAUAN
OPERASIONAL
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Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi 

Dengan teknologi jaringan telekomunikasi terdepan 

yang dimilikinya, First Media bersama-sama dengan 

anak perusahaannya dapat menyediakan berbagai 

jasa telekomunikasi secara maksimal. Bukan saja 

handal, tetapi jasa telekomunikasi yang disediakan 

dan dikembangkan juga selalu mengikuti teknologi 

terkini sehingga dapat secara maksimal menunjang 

kebutuhan para pelanggannya, baik untuk keperluan 

pribadi maupun usaha.

Jasa Akses Internet

Akses internet merupakan salah satu jasa 

telekomunikasi yang penting bagi masyarakat 

saat ini. Pemanfaatannya dapat menghubungkan 

orang dengan akses informasi yang tidak terbatas 

dan mampu meniadakan batasan jarak dan waktu, 

sehingga akses internet menjadi salah satu jasa 

telekomunikasi yang banyak digunakan orang. 

Kecepatan merupakan salah satu unsur utama yang 

dipertimbangkan untuk menggunakan jasa akses 

internet tertentu.

Sejak tahun 2016, Link Net, anak perusahaan First 

Media, menyediakan jasa akses intenet pita lebar 

melalui kabel dengan kecepatan mencapai 1Gbps, 

tanpa batasan kapasitas unduh (download) dan 

unggah (upload). Dengan memanfaatkan jaringan 

telekomunikasi melalui kabel tersebut, akses 

internet yang stabil dan cepat memberikan kualitas 

penggunaan yang baik dengan waktu yang lebih 

singkat.

Jasa Nilai Tambah Teleponi

Melalui anak perusahaannya, MSH Niaga Telecom 

Indonesia, First Media menyelenggarakan jasa nilai 

tambah teleponi kartu panggil (calling card). Dengan 

layanan ini, MSH Niaga Telecom Indonesia dapat 

menyediakan layanan telekomunikasi melalui telepon 

dengan biaya yang lebih terjangkau.

Penyelenggaraan Penyiaran dan 

Penyediaan Konten

First Media menyelenggarakan kegiatan penyiaran 

lembaga penyiaran berlangganan melalui anak 

perusahaanya, First Media Television untuk 

penyiaran melalui kabel. Selain penyiaran televisi 

berlangganan melalui kabel tersebut, Link Net, 

anak perusahaan First Media, meluncurkan aplikasi 

FirstMediaX, aplikasi over-the-top (OTT)  atau TV 

Anywhere. Melalui FirstMediaX, para pelanggan 

dapat menikmati acara siaran televisi melalui 

perangkat mobile. Ditambah dengan fitur catch-

up dan video-on-demand (VOD), para pelanggan 

tidak akan melewatkan tayangan acara siaran yang 

digemari.

Untuk menunjang kegiatan usaha penyiaran tersebut, 

First Media melalui anak perusahaannya, First Media 

News dan First Media Production, menyediakan konten 

siaran yang menghibur, bermutu dan informatif. First 

Media News menyajikan BeritaSatu News Channel, 

saluran berita yang akurat, objektif, dan tidak memihak. 

First Media Production sebagai rumah produksi, 

memroduksi iklan televisi (television commercial), 

membuat profil perusahaan (company profile), program 

siaran (channel program), dan film (baik FTV maupun film 

layar lebar).
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Pada tanggal 27 Juni 2011, Link Net, anak perusahaan 

First Media, memperoleh izin penyelenggaraan 

Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet-Switched  

berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan 

Informatika No.246/KEP/M.KOMINFO/06/2011. 

Link Net menyelenggarakan jaringan telekomunikasi 

berbasis teknologi kabel Hybrid-Fibre-Coaxial.

Jaringan Tetap Tertutup

Pada tanggal 24 Maret 2014, Link Net, anak perusahaan 

First Media, memperoleh Izin Penyelenggaraan Jaringan 

Tetap Tertutup dari Menteri Komunikasi dan Informatika 

Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri 

Komunikasi dan Informatika No. 312 TAHUN 2014 

tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup.

Pada bulan April 2019, Izin Penyelenggaraan Jaringan 

Tetap Tertutup milik Link Net mengalami evaluasi 

menyeluruh 5 (lima) tahunan dari Kementerian 

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Menteri Komunikasi 

dan Informatika mengeluarkan keputusan  Menteri 

Komunikasi dan Informatika No. 016/TEL.01.02/2019 

tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup 

pada tanggal 24 Mei 2019.

PERIZINAN
DAN LISENSI USAHA

Dalam menyelenggarakan layanan telekomunikasi, 

First Media memiliki sejumlah perizinan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched

Pada 27 Juli 2009, First Media ditetapkan 

sebagai salah satu pemenang seleksi untuk 

menyelenggarakan Jaringan Tetap Lokal Berbasis 

Packet-Switched yang menggunakan pita frekuensi 

radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar 

nirkabel di wilayah Sumatra bagian utara, serta 

wilayah Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, 

dan Bekasi. Atas penetapan tersebut, First Media 

memperoleh izin penyelenggaraan Jaringan Tetap 

Lokal Berbais Packet-Switched No. 420/KEP/M.

KOMINFO/11/2009 tanggal 6 November 2009 dan 

diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan 

Informatika No. 179/KEP/M.KOMINFO/04/2012 

tanggal 2 April 2012.

Melengkapi izin penyelenggaraan Jaringan Tetap 

Lokal Berbasis Packet-Switched untuk keperluan 

layanan pita lebar nirkabel tersebut, First Media 

memperoleh Izin Pita Frekuensi Radio No. 2011G/

DJPT.4/KOMINFO/11/2009 dan No. 2011F/

DJPT.4/KOMINFO/11/2009 dari Menteri 

Komunikasi dan Informatika.
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Jasa Internet

Pada tanggal 27 Juli 2009, Link Net, anak perusahaan 

First Media memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa 

Akses Internet (Internet Service Provider) dari Direktur 

Jenderal Pos dan Telekomunikasi sebagaimana 

tercantum dalam Keputusan No. 176/DIRJEN/2009. 

Setelah evaluasi lima tahunan, Link Net memperoleh 

Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet 

Service Provider) No. 51 TAHUN 2015 tanggal 27 

Januari 2015 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal 

Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Internux, anak perusahaan First Media memperoleh 

Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet 

Service Provider) Nomor 34 TAHUN 2014 pada 

tanggal 29 Januari 2014 dari Menteri Komunikasi 

dan Informatika, menggantikan Keputusan Direktur 

Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 305/

Dirjen/2005.

Jasa Interkoneksi Internet

Pada tanggal 27 Januari 2015, Link Net, anak 

perusahaan First Media memperoleh Izin 

Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet 

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal 

Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 50 TAHUN 

2015.

Jasa Nilai Tambah Teleponi Kartu Panggil (Calling Card)

MSH Niaga Telecom Indonesia, anak perusahaan 

First Media memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa 

Nilai Tambah Teleponi Kartu Panggil (Calling Card) 

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan 

Telekomunikasi No. 77/DIRJEN/2010 tanggal 17 

Februari 2010.

Penyiaran Televisi Berlangganan

Pada tanggal 3 September 2004 First Media 

memperoleh izin penyelenggaraan jasa televisi berbayar 

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal 

Pos danTelekomunikasi Departemen Perhubungan 

No.256/Dirjen/2004, untuk kegiatan penyelenggaraan 

penyiaran televisi berlangganan dengan wilayah 

penyelenggaraan nasional. 

Untuk memenuhi Undang-Undang No. 32 tahun 

2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah 

No. 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan 

Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, pada 

tanggal 11 Nopember 2010, anak perusahaan First 

Media, First Media Television memperoleh izin 

penyelenggaraan penyiaran televisi berlangganan 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi 

dan Informatika Republik Indonesia No.393/

KEP/M.KOMINFO/11/2010, menggantikan izin 

penyelenggaraan jasa televisi berbayar yang dimiliki 

First Media. Sampai dengan akhir tahun 2020, 

First Media melalui First Media Television telah 

mengoperasikan kegiatan TV kabel di wilayah wilayah 

Jabodetabek, Bandung dan sekitarnya (termasuk 

Cimahi), Surabaya dan sekitarnya (termasuk Malang, 

Gresik, Sidoarjo), Bali, Serang, Cilegon, Semarang, Solo, 

Medan, Batam, Cikampek, Purwakarta Cirebon, Tegal, 

Yogyakarta, dan Kediri.



0116

04 - ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN

Pendahuluan

First Media masih mencatat EBITDA negatif sebesar 

Rp 29.094 juta atau turun 44% dibandingkan 

EBITDA negatif tahun 2020. Turunnya EBITDA 

negatif First Media secara umum disebabkan oleh 

menurunnya Beban Operasional sebesar Rp 43.071 

juta atau turun sebesar 31% dibandingkan tahun 

2020.

Berikut adalah ringkasan laporan keuangan 

konsolidasi First Media untuk tahun – tahun buku 

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 

2020:

TINJAUAN
KEUANGAN PERSEROAN

Keterangan 2021 2020

Pendapatan 151.800 188.697

Beban Layanan (86.935)  (103.529)

Laba Bruto 64.865  85.168 

Beban Operasional (93.959) (137.030)

EBITDA (29.094) (51.862)

Beban Penyusutan & Amortisasi (40.941) (48.704)

Beban Penurunan Nilai Investasi pada Entitas Asosiasi (1.948.688) -

Beban Penurunan Nilai Piutang 

   Pihak Berelasi Non Usaha - (346.386)

Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Lancar Lainnya (283.034) (73.823)

Beban Keuangan (199.379)  (207.979)

Bagian Atas Laba Neto Entitas Asosiasi 257.102 273.471

Lain-lain – Neto 978.737  459.296 

Beban Pajak Penghasilan (567)  (25.491)

Rugi Tahun Berjalan (1.265.864) (21.478)

Jumlah Penghasilan Laba (Rugi) Komprehensif Tahun berjalan (895.429) 13.216

Laba (Rugi) yang dapat diatribusikan kepada :

Pemilik Entitas Induk (1.391.183)  367

Kepentingan Non Pengendali 125.319 (21.845) 

Dalam jutaan rupiah
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Produk
2021 2020

Jumlah % Jumlah %

Konten dan Berita 134.160 88 130.847  69 

Infrastruktur 14.882 10 54.340  29 

Jasa langganan untuk Internet dan Layanan Komunikasi data 2.758 2 3.235  2 

Lain-lain - -  275 -

Jumlah 151.800 100 188.697  100 

Dalam jutaan rupiah

Pendapatan Operasional

Pendapatan First Media tahun 2021 sebesar Rp 

151.800 juta, turun sebesar Rp 36.897 juta atau 20% 

dibandingkan tahun 2020, yaitu Rp 188.697 juta. 

Penurunan ini dikarenakan turunnya pendapatan 

infrastruktur sebesar Rp 39.458 juta atau turun 

sebesar 73% dibanding tahun 2020.

 

Berikut adalah tabel menunjukan komposisi 

pendapatan First Media :

Ikhtisar

Rugi Tahun Berjalan First Media selama tahun 2021 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020.  

Sejak awal tahun 2020 hingga 2021, pandemi 

virus corona (Covid-19) telah menyebabkan 

ketidakpastian atas aktivitas normal keseharian 

pelaku usaha, yang secara tidak langsung 

mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan. 

Atas dampak Covid-19: terdapat kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari 

Pemerintah yang berdampak pengurangan aktivitas 

normal pelanggan. Perusahaan beroperasi sesuai 

dengan kebutuhan para pelanggannya dengan tetap 

mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan 

Pemerintah. Perusahaan juga melakukan efisiensi 

biaya disesuaikan dengan aktivitas operasional yang 

menurun.

Dalam hal mengatur Keuangan, Manajemen First 

Media senantiasa secara aktif meningkatkan 

efisiensi dalam biaya operasi sehingga diharapkan 

dapat memperbaiki arus kas dan modal kerja First 

Media dan unit – unit usahanya.
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Beban Layanan

Beban layanan First Media berupa biaya dan 

pengeluaran yang dibayarkan untuk hal-hal sebagai 

berikut:

• Beban konten dan berita

• Beban Infrastruktur

• Beban perijinan

• Beban bandwidth dan Beban terkait jasa   

 internet lainnya

Beban layanan pada tahun 2021 sebesar Rp 86.935 

juta mengalami penurunan sebesar Rp 16.594 juta 

atau 16% dibandingkan dengan beban layanan 

pada tahun 2020 yang mencapai Rp 103.529 juta. 

Rasio total biaya layanan yang dibebankan terhadap 

pendapatan adalah sebesar 57% pada tahun 2021 

atau naik sebesar 2% dibandingkan pada tahun 

2020 sebesar 55%. Berikut adalah tabel menunjukan 

komposisi beban layanan First Media

Beban Layanan
2021 2020

Jumlah % Jumlah %

Konten dan Berita 74.603 86 83.827  81 

Infrastruktur 10.015 11 16.715  16 

Beban Bandwidth dan beban terkait Jasa Internet 
lainnya

2.210 3  2.669  3

Perizinan 107 -  318  -

Jumlah 86.935 100 103.529  100 

Dalam jutaan rupiah

Laba Kotor

Laba Kotor tahun 2021 turun sebesar 24% 

dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah Rp 85.168 

juta. Turunnya beban layanan diiringi juga oleh 

turunnya pendapatan First Media yang membuat First 

Media membukukan Laba Kotor sebesar Rp 64.865 

juta.  

Beban Operasional

Beban operasional turun sebesar Rp 43.071 juta dari 

Rp 137.030 juta pada tahun 2020, menjadi Rp 93.959 

juta pada tahun 2021. Hal ini terutama disebabkan 

oleh menurunnya beban gaji dan kesejahteraan 

karyawan dibandingkan tahun lalu.

Rugi Tahun Berjalan

Di  tahun 2021 First Media mencatat Rugi Tahun 

Berjalan sebesar Rp 1.265.864 juta, naik sebesar 

Rp 1.244.386 juta dibandingkan dengan Rugi Tahun 

Berjalan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 21.478 

juta. 

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Rugi komprehensif pada tahun 2021 adalah sebesar 

Rp 895.429 juta, turun sebesar Rp 908.645 juta atau 

turun 6.875% dibandingkan dengan penghasilan 

komprehensif pada tahun 2020 sebesar Rp 13.216 

juta.

Laba (Rugi) yang dapat diatribusikan

Rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas 

induk pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.391.183 

juta, sedangkan kepada kepentingan non-pengendali 

adalah laba sebesar Rp 125.319 juta. 

Posisi Aset

Total aset per tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp 

4.585.222 juta, yang mengalami penurunan sebesar 

Rp 2.020.825 juta atau sebesar 31% dibandingkan 

dengan total aset per tanggal 31 Desember 2020 yaitu 

sejumlah Rp 6.606.047 juta. Aset lancar naik sebesar 

Rp 8.897 juta dan Aset tidak lancar turun sebesar 

Rp 2.029.722 juta di tahun 2021 dibandingkan Rp 

133.685 juta dan Rp 6.472.362 juta per tanggal 31 

Desember 2020. 

Posisi Kewajiban

Total kewajiban mengalami penurunan sebesar Rp 

1.125.396 juta dari Rp 5.680.226 juta per tanggal 

31 Desember 2020 menjadi Rp 4.554.830 juta per 

tanggal 31 Desember 2021. Total kewajiban lancar 

turun sebesar 10% sedangkan total kewajiban 

tidak lancar turun sebesar 80% dibandingkan tahun 

2020. Penurunan total kewajiban ini karena adanya 

pembayaran terhadap pinjaman bank pada tahun 2021.

Struktur Ekuitas Perseroan

Total ekuitas per tanggal 31 Desember 2021 sejumlah 

Rp 30.392 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 

895.429 juta atau turun 97% dibandingkan dengan 

total ekuitas per tanggal 31 Desember 2020, yaitu 

sebesar Rp 925.821 juta.  Berikut adalah tabel yang 

menunjukan struktur modal First Media :
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Likuiditas dan Belanja Modal

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas 

operasional tahun 2021 adalah sebesar Rp 384.634 

juta, mengalami peningkatan  sebesar Rp 139.866 

juta dibandingkan tahun 2020. Penerimaan kas 

dari pelanggan sebesar Rp 147.169 juta digunakan 

sebagai pembayaran kas kepada pemasok dan pihak 

ketiga lainnya Rp 264.586 juta, pembayaran untuk 

beban usaha Rp 47.680  juta, pembayaran kepada 

karyawan Rp 30.316 juta, pembayaran bunga Rp 

190.313 juta dan penerimaan bunga Rp 1.092 juta. 

Kas bersih yang diperoleh dari  aktivitas investasi 

mencapai Rp 445.952 juta pada tahun 2021, 

mengalami kenaikan sebesar Rp 283.687 juta dari 

kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi 

sebesar Rp 162.265 juta pada tahun 2020. 

Pada tahun 2021, arus kas bersih digunakan untuk 

aktivitas pendanaan sebesar Rp 78.595 juta, 

mengalami penurunan sebesar Rp 178.148 juta atau 

179% dibandingkan Arus Kas Neto diperoleh dari 

Aktivitas Pendanaan tahun 2020, yaitu sejumlah Rp 

99.553 juta.

 

Informasi & Transaksi Material

Tidak terdapat kejadian penting dan relevan setelah 

tanggal Laporan Auditor Independen atas Laporan 

Keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 

pada tanggal 31 Desember 2021 yang perlu 

diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Dividen

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang 

Saham Tahunan pada 25 Juni 2021, disetujui dan 

diputuskan kebijakan untuk First Media tidak 

membagikan dividen kepada pemegang saham untuk 

tahun buku 2020. Hasil keputusan ini diambil oleh First 

Media untuk menjaga tingkat kecukupan modal serta 

mendukung perkembangan unit usaha yang ada, serta 

mengingat bahwa First Media masih mencatat kerugian 

di tahun 2020.

Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan

Sampai dengan 31 Desember 2021, First Media 

belum memiliki program kepemilikan Saham oleh 

Karyawan dan/atau Manajemen yang dilaksanakan 

Perusahaan (ESOP/MSOP).

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran umum

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil penawaran 

umum, First Media sudah menyampaikan Laporan 

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Efek yang 

dapat dikonversi menjadi saham periode 3 Januari 

2011 hingga 3 mei 2013 berdasarkan surat No. SB-

055/CSL/OJK/V/2013, serta surat konfirmasi Laporan 

Realisasi Penggunaan Dana kepada Otoritas Jasa 

Keuangan  No. SB-071/CSL/OJK/VI/2013. 

Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal

Belanja modal First Media pada tahun 2021 sebagian 

besar digunakan untuk pembelian perangkat penyiaran 

dan peralatan pendukung lainnya untuk proyek 

pengembangan usaha baru pada tahun 2022.

Kebijakan Akuntansi 

Sepanjang tahun 2021, First Media tidak 

mengubah standar penyusunan laporan keuangan 

konsolidasian. Dalam hal penyusunan laporan 

keuangan konsolidasian tersebut, First Media tetap 

menggunakan standar yang sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 

yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), 

serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas 

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-

LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan 

keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-

347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan 

laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Sepanjang tahun 2021 tidak ada perubahan peraturan 

perundang-undangan yang berpengaruh signifikan 

terhadap First Media dan berdampak terhadap laporan 

keuangan.

Struktur Ekuitas
2021   2020

Jumlah Porsi (%) Jumlah Porsi (%)

Jumlah Liabilitas 1.538.921 98 1.937.468  68 

Ekuitas Bersih 30.392 2 925.821  32 

Jumlah Ekuitas yang diinvestasikan 1.569.313 100 2.863.289  100 

Dalam jutaan rupiah
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Di Indonesia, Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan 

yang Baik (Good Corporate Governance – GCG), 

ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) yang didasarkan atas lima pilar dasar GCG, 

yaitu: Transparancy (Keterbukaan), Accountability 

(Akuntabilitas), Responsibility (Pertanggungjawaban), 

Independency (Independensi), Fairness (Kesetaraan dan 

Kewajaran) – TARIF. First Media menerapkan prinsip 

lima pilar tersebut dalam tata kelola perusahaannya.

First Media sebagai perusahaan publik senantiasa 

meninjau praktik-praktik terbaik dalam dunia bisnis 

dan menerapkannya dalam kegiatan usaha First Media. 

Agar penerapan lima pilar dasar tersebut menjadi 

optimal, First Media menyelaraskan prinsip-prinsip 

dalam lima pilar dasar tersebut dengan nilai-nilai 

perusahaan, yaitu:

1. Disiplin dalam pelaksanaan;

2. Kualitas dalam pelayanan;

3. Inovasi dalam pengembangan;

4. Agresif dalam penetrasi pasar;dan

5. Perhatian terhadap masyarakat dan 

lingkungan.

TATA KELOLA PERUSAHAAN 
& LIMA PILAR DASAR

Selain penyelarasan prinsip-prinsip lima pilar dasar 

dengan nilai-nilai Perusahaan, First Media juga 

menyiapkan perangkat tata kelola perusahaan 

lain, yang merujuk pada UU No. 40/ 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, peraturan OJK dan Bursa Efek 

Indonesia yang berlaku. Hingga akhir tahun 2020, First 

Media telah memiliki perangkat-perangkat GCG antara 

lain: 

1. Piagam Dewan Komisaris dan Direksi;

2. Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional;

3. Sistem Pengendalian Internal; dan

4. Anggaran Dasar.
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Lima Pilar pedoman umum tata kelola yang baik, yaitu:

1. Keterbukaan

First Media senantiasa menyediakan informasi 

yang relevan kepada para pemegang saham dan 

pemangku kepentingan secara tepat waktu dan 

mudah diakses. First Media juga menyediakan 

website resmi First Media http://www.firstmedia.

co.id sebagai salah satu sarana yang dapat diakses 

pemangku kepentingan untuk memperoleh setiap 

informasi mengenai First Media.

2. Akuntabilitas

First Media bertanggung jawab kepada para 

pemegang saham dan pemangku kepentingan 

untuk mengelola perusahaan dilakukan secara 

benar, terukur, dan sesuai kepentingan, tanpa 

mengesampingkan kepentingan pemegang 

saham dan pemangku kepentingan.

Dalam penerapannya, First Media telah 

menetapkan secara jelas fungsi, tugas, 

dan tanggung jawab masing-masing organ 

Perseroan dan divisi, dan selalu dengan 

memastikan bahwa semua organ Perseroan 

dan divisi dalam First Media serta karyawan 

memiliki kompetensi yang memadai, sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab, serta 

perannya dalam kegiatan usaha First Media.

3. Pertanggung Jawaban

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, First 

Media senantiasa memerhatikan peraturan 

perundangan yang berlaku. Kepatuhan First 

Media terhadap peratuan yang berlaku bukan 

saja kewajiban, namun merupakan kebiasaan 

First Media dalam menjalankan kegiata 

usahanya. First Media yakin bahwa hal 

tersebut tidak hanya memastikan kelancaran 

kegiatan usaha, tetapi juga memberikan 

kenyamanan bagi para pengguna jasa First 

Media.

4. Independensi

First Media berkomitmen untuk 

mempertahankan independensi agar tidak 

saling mendominasi, tidak terpengaruh 

oleh kepentingan tertentu, serta bebas 

dari berbagai kepentingan, shingga dalam 

pengambilan keputusan akan selalu obyektif 

dan menghasilkan keluaran (output) yang 

optimal bagi kepentingan pemegang saham, 

pemangku kepentingan, dan para karyawan. 

Sebagai pelaksanaannya, First Media 

menunjuk beberapa pihak independen 

yang memiliki reputasi tinggi untuk duduk 

dalam Dewan Komisaris dan Direksi, serta 

memberikan peran yang maksimal bagi 

Komite Audit First Media dalam melakukan 

pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha 

First Media.

5. Kesetaraan dan Kewajaran

First Media memberikan kesempatan yang 

wajar kepada setiap pihak untuk mengakses 

informasi perusahaan sesuai dengan prinsip 

keterbukaan dalam lingkup kedudukan 

masing-masing pihak, sesuai dengan manfaat 

dan kontribusi yang diberikan oleh otoritas 

pasar modal, komunitas pasar modal, dan 

pemangku kepentingan kepada First Media. 

Prinsip kesetaraan juga diterapkan oleh First 

Media untuk setiap individu yang kompeten 

serta berkemauan dan berdedikasi tinggi 

untuk berkarya demi kemajuan bersama. 

Perkembangan karir masing-masing karyawan 

First Media tidak dibedakan berdasarkan 

suku, agama, ras, golongan, gender, dan 

kondisi fisik. First Media senantiasa menjaga 

dan memperhatikan keseimbangan antara 

hak dan kewajiban karyawan secara adil dan 

wajar.
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Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan 

kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas 

yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau 

anggaran dasar.

 

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak 

memperoleh keterangan yang berkaitan dengan 

First Media dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, 

sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan 

tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan.  

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak 

mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham 

hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui 

penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata 

acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan 

suara bulat.  

STRUKTUR 
TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tata Cara Pelaksanaan RUPS

Dalam Undang-Undang tentang Perseroan 

Terbatas dan Anggaran Dasar First Media, RUPST 

diselenggarakan paling lama enam bulan setelah tahun 

buku berakhir. 

 

Selama RUPST, Dewan Komisaris dan Direksi 

mempresentasikan dan melaporkan hal-hal berikut:

1. Laporan Tahunan.

2. Laporan Direksi mengenai kinerja First Media 

selama tahun buku dan prospek bisnis masa 

mendatang. 

3. Laporan Dewan Komisaris mengenai 

pengawasan yang dilakukan selama 

tahun buku dan target Perseroan di masa 

mendatang.

4. Rekomendasi penggunaan laba. 

Waktu Kegiatan

H-44 Surat Pemberitahuan kepada OJK disampaikan 5 hari kerja sebelum pengumuman RUPS.

H-37 Iklan Pengumuman RUPS.
First Media membuat pengumuman akan diadakannya RUPS melalui surat kabar yang terbit sedikitnya 
14 hari sebelum pemanggilan diumumkan (tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal 
pemanggilan), website Bursa Efek Indonesia dan First Media.

H-29 Batas waktu penyampaian usulan Agenda RUPS oleh pemegang saham 5%.

H-23 Recording date para pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS.

H-22 Iklan Pemanggilan RUPS.
First Media mengumumkan pemanggilan pemegang saham melalui surat kabar yang terbit sedikitnya 
21 hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS (tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal 
RUPS), website Bursa Efek Indonesia dan First Media.

H Rapat Umum Pemegang Saham

H+2 Pemberitahuan dan penguman Hasil RUPS.
First Media mengumumkan ringkasan risalah RUPS kepada masyarakat melalui surat kabar, website 
Bursa Efek Indonesia dan First Media, selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah penyelenggaraan 
RUPS.

First Media menyampaikan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada OJK selambat-
lambatnya 2 hari kerja setelah diumumkan.

H+30 Penyampaian risalah RUPS kepada OJK.

Pada umumnya tahapan pelaksanaan RUPS adalah sebagai berikut:
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Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pada tahun 2021 First Media menyelenggarakan 

satu kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 

(RUPST) untuk tahun buku 2020 pada tanggal 25 

Juni 2021. 

RUPST tahun buku 2020 dilaksanakan bertempat di 

Gd. BeritaSatu Plaza Lt. 8, beralamat di Jl. Jend. Gatot 

Subroto Kav. 35-36, Jakarta. RUPST dihadiri oleh 

1.691.053.477 saham atau 97,066% dari total saham 

1.742.167.907 saham yang merupakan seluruh saham 

yang telah dikeluarkan oleh First Media. 

No Keputusan RUPS Tahunan 2021 Disetujui Pelaksanaan

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan First Media termasuk 

laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta rencana 

kerja dan pengembangan First Media.

100% saham dengan hak 

suara yang hadir dalam 

rapat

Terlaksana 

langsung 

pada RUPST 

2021

2. Mengesahkan neraca laba/rugi First Media untuk tahun buku 

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan 

pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) 

dalam arti seluas-luasnya kepada seluruh anggota Direksi dan 

Dewan Komisaris First Media atas tindakan pengurusan dan 

pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang 

berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

100% saham dengan hak 

suara yang hadir dalam 

rapat

Terlaksana 

langsung 

pada RUPST 

2021

Jadwal RUPST tersebut diumumkan pada tanggal 

14 April 2021 melalui surat kabar harian Investor 

Daily, menyampaikan ralat pengumuman RUPST 

melalui iklan surat kabar harian investor daily 

pada tanggal 28 April 2021, serta pemanggilan 

rapat pada tanggal 3 Juni 2021 melalui surat 

kabar harian Investor Daily.  Risalah RUPST 2021 

dirilis pada tanggal 29 Juni 2021 dan hasil-hasil 

keputusan RUPST 2021 dapat dilihat pada situs 

web resmi First Media http://www.firstmedia.

co.id. Adapun hasil keputusan RUPST 2021 beserta 

pelaksanaannya dalam tahun 2021 adalah sebagai 

berikut:

No Keputusan RUPS Tahunan 2021 Disetujui Pelaksanaan

1. Menyetujui kebijakan First Media tidak membagikan dividen 

kepada pemegang saham untuk tahun buku 2020.

100% saham dengan hak 

suara yang hadir dalam 

rapat

Terlaksana 

langsung pada 

RUPST 2021

AGENDA PERTAMA

AGENDA KEDUA

AGENDA KETIGA

No Keputusan RUPS Tahunan 2021 Disetujui Pelaksanaan

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto 

Mawar & Rekan sebagai kantor Akuntan Publik yang akan 

mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 

2021, serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 

menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor 

Akuntan Publik tersebut.

100% saham dengan 

hak suara yang hadir 

dalam rapat

Terlaksana 

langsung pada 

RUPST 2021

2. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris 

Perseroan untuk menetapkan kantor akuntan publik lain yang 

akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 

2021, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan butir 1 

di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. 

Penunjukan kantor akuntan publik lain tersebut wajib memenuhi 

ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.

100% saham dengan 

hak suara yang hadir 

dalam rapat

Terlaksana 

langsung pada 

RUPST 2021
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No Keputusan RUPS Tahunan 2021 Disetujui Pelaksanaan

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Widjaya Hambali sebagai 
Komisaris Independen Perseroan, Bapak Lim Benni sebagai 
Komisaris Perseroan, dan Bapak Budi Erawanto sebagai Direktur 
Perseroan; dan menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan sebagai berikut:

100% saham dengan 
hak suara yang hadir 
dalam rapat

Terlaksana 
langsung pada 
RUPST 2021

DEWAN KOMISARIS                          
Presiden Komisaris : Drs. H.R. Soeparmadi
Komisaris (Independen) : Drs. Teguh Pudjowigoro
Komisaris (Independen) : Widjaya Hambali
Komisaris : Lim Benni

DIREKSI                                            
Presiden Direktur (Independen)      Harianda Noerlan
Direktur                                            RM. Hernowo Hadiprodjo
Direktur                                            Johannes Tong
Direktur                                            Budi Erawanto

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan 
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun 
buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada 
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan 
dengan menyatakan keputusan penegasan anggota Direksi dan 
Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam suatu akta Notariil 
tersendiri, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri 
Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan 
anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam Daftar 
Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua 
permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa 
ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

100% saham dengan 
hak suara yang hadir 
dalam rapat

Terlaksana 
langsung pada 
RUPST 2021

3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris 
untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau 
remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
Perseroan.

100% saham dengan 
hak suara yang hadir 
dalam rapat

Terlaksana 
langsung pada 
RUPST 2021

AGENDA KEEMPAT

No Keputusan RUPS Tahunan 2021 Disetujui Pelaksanaan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk 
disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
15/POJK.04/2020 dan penyusunan kembali seluruh Anggaran 
Dasar Perseroan

100% saham dengan 
hak suara yang hadir 
dalam rapat

Terlaksana 
langsung pada 
RUPST 2021

2 Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi 
kepada Direksi Perseroan dan/atau kepada Bapak Harianda 
Noerlan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan 
keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk 
menyatakan kembali keputusan tersebut dalam Akta Notaris, 
dan selanjutnya memohon persetujuan dan pemberitahuan atas 
perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta 
menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya 
yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan 
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

100% saham dengan 
hak suara yang hadir 
dalam rapat

AGENDA KELIMA
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HASIL RUPS TAHUN SEBELUMNYA  

PT FIRST MEDIA Tbk

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pada tahun 2020 First Media menyelenggarakan 

satu kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 

(RUPST) untuk tahun buku 2019 pada tanggal 9 Juni 

2020. 

RUPST tahun buku 2019 dilaksanakan dengan 

bertempat di Gd. BeritaSatu Plaza Lt. 5 ruang Lily, 

beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, 

Jakarta. RUPST dihadiri oleh 1.347.504.691 saham 

atau 77,346% dari total saham 1.742.167.907 saham 

yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan 

oleh First Media. 

Jadwal RUPST tersebut diumumkan pada tanggal 30 

April 2020 melalui surat kabar harian Investor Daily, 

serta pemanggilan rapat pada tanggal 18 Mei 2020 

melalui surat kabar harian Investor Daily.  Risalah 

RUPST 2020 dirilis pada tanggal 11 Juni 2020 dan 

hasil-hasil keputusan RUPST 2020 dapat dilihat pada 

situs web resmi First Media http://www.firstmedia.

co.id. Adapun hasil keputusan RUPST 2020 beserta 

pelaksanaannya dalam tahun 2020 adalah sebagai 

berikut:

No Keputusan RUPS Tahunan 2020 Disetujui Pelaksa-

naan

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan First Media termasuk 

laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta rencana 

kerja dan pengembangan First Media.

100% saham dengan hak 

suara yang hadir dalam rapat

Terlaksana 

langsung 

pada 

RUPST 

2020

2. Mengesahkan neraca laba/rugi First Media untuk tahun buku 

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan 

pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) 

dalam arti seluas-luasnya kepada seluruh anggota Direksi dan 

Dewan Komisaris First Media atas tindakan pengurusan dan 

pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang 

berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

100% saham dengan hak 

suara yang hadir dalam rapat

Terlaksana 

langsung 

pada 

RUPST 

2020

No Keputusan RUPS Tahunan 2020 Disetujui Pelaksa-

naan

1. Menyetujui kebijakan First Media tidak membagikan dividen 

kepada pemegang saham untuk tahun buku 2019.

100% saham dengan hak 

suara yang hadir dalam rapat

Terlaksana 

langsung 

pada 

RUPST 

2020

AGENDA PERTAMA

AGENDA KEDUA
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No Keputusan RUPS Tahunan 2020 Disetujui Pelaksa-

naan

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto 

Mawar & Rekan sebagai kantor Akuntan Publik yang akan 

mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 

2020, serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 

menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor 

Akuntan Publik tersebut.

100% saham dengan hak 

suara yang hadir dalam rapat

Terlaksana 

langsung 

pada 

RUPST 

2020

2. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris 

Perseroan untuk menetapkan kantor akuntan publik lain yang 

akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 

2020, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan butir 1 

di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. 

Penunjukan kantor akuntan publik lain tersebut wajib memenuhi 

ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.

100% saham dengan hak 

suara yang hadir dalam rapat

Terlaksana 

langsung 

pada 

RUPST 

2020

No Keputusan RUPS Tahunan 2020 Disetujui Pelaksa-

naan

1. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai 

berikut:

100% saham dengan hak 

suara yang hadir dalam rapat

Terlaksana 

langsung 

pada 

RUPST 

2020

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : H.R. Soeparmadi

Komisaris (Independen) : Teguh Pudjowigoro

DIREKSI                                            

Presiden Direktur (Independen) : Harianda Noerlan

Direktur : RM. Hernowo Hadiprodjo

Direktur : Johannes Tong

Masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak penutupan 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai penutupan 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelahnya.

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi 

kepada Direksi First Media dan/atau Ir. Harianda Noerlan untuk 

melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan 

tersebut dalam suatu akta Notaris tersendiri, dan selanjutnya 

memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik 

Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan 

yang berlaku, mendaftarkan susunan anggota Direksi dan 

Dewan Komisaris tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk 

mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau 

dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

100% saham dengan hak 

suara yang hadir dalam rapat

Terlaksana 

langsung 

pada 

RUPST 

2020

3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris 

untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau 

remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris 

First Media.

100% saham dengan hak 

suara yang hadir dalam rapat

Terlaksana 

langsung 

pada 

RUPST 

2020

AGENDA KETIGA

AGENDA KEEMPAT
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Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, 

Dewan Komisaris adalah organ First Media yang 

mewakili pemegang saham untuk melakukan 

fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan 

strategi First Media yang dilakukan oleh Direksi 

dan memberikan arahan/nasihat kepada Direksi 

dalam pengelolaan First Media dengan itikad yang 

baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab, serta 

menjalankan fungsi untuk memperkuat citra First 

Media di mata masyarakat dan para pemegang 

saham. Dewan Komisaris bertanggung jawab 

kepada RUPS. RUPS bertindak sebagai organ yang 

mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan 

Komisaris.

Secara kolektif, tugas Dewan Komisaris adalah 

melakukan pengawasan terhadap pengurusan 

perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberikan 

nasihat berkenaan dengan kebijakan Direksi. Kebijakan 

Direksi dimaksud adalah terkait dengan rencana 

pengembangan, rencana kerja dan anggaran tahunan 

Perusahaan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan 

Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta semua 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

relevan serta memantau pelaksanaannya. 

DEWAN
KOMISARIS

Dewan Komisaris First Media secara terus-menerus 

memantau efektivitas kebijakan perusahaan, kinerja, 

dan proses pengambilan keputusan oleh Direksi, 

termasuk pelaksanaan strategi untuk memenuhi 

harapan para pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lainnya. Hasil pengawasan disertai kajian 

dan pendapat Dewan Komisaris disampaikan pada 

RUPS sebagai bagian dari penilaian kinerja Direksi.

Dewan Komisaris juga memantau dan melakukan 

evaluasi terhadap penerapan GCG, meneliti dan 

menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi, 

serta menandatangani laporan tersebut sepanjang 

Dewan Komisaris setuju dengan isi materi laporan 

tahunan. 

Piagam Dewan Komisaris

Piagam Dewan Komisaris merupakan pedoman kerja 

dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota 

Dewan Komisaris.

 

First Media dalam melaksanakan tugasnya agar 

selaras dengan praktik Good Corporate Governance 

bagi Dewan Komisaris. Piagam Dewan Komisaris 

telah disahkan sejak tanggal 1 Juni 2016, yang 

ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris 

dan telah diunggah di situs resmi First Media www.

firstmedia.co.id.

Susunan Dewan Komisaris

Pada RUPST yang diselenggarakan pada 25 Juni 

2021, Dewan Komisaris First Media adalah sebagai 

berikut:

Dewan Komisaris Jabatan Masa Jabatan Sejak

R. Soeparmadi Presiden Komisaris 20 April 2018

Teguh Pudjowigoro Komisaris Independen 21 April 2017

Widjaya Hambali Komisaris Independen 25 Juni 2021

Lim Benni Komisaris 25 Juni 2021
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Sebagaimana tercatat dalam Akta No. 14 tanggal 25 Juni 

2021 yang dibuat oleh Notaris Andalia Farida SH, MH, 

Notaris di Jakarta Pusat. 

Keanggotaan dan Masa Jabatan

Persyaratan formal dan material yang berlaku telah 

dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris 

Perseroan. Persyaratan formal bersifat umum dan 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sedangkan persyaratan material bersifat khusus, 

disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis 

perusahaan.

Persyaratan keanggotaan Dewan Komisaris adalah 

sebagai berikut: 

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang 

baik; 

2. Cakap melakukan perbuatan hukum; 

3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan 

selama menjabat : 

• tidak pernah dinyatakan pailit;

• tidak pernah menjadi anggota Direksi 

dan/atau anggota Dewan Komisaris yang 

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu 

perusahaan dinyatakan pailit;

• tidak pernah dihukum karena melakukan 

tindak pidana yang merugikan keuangan 

negara dan/atau yang berkaitan 

dengansektor keuangan; dan

• tidak pernah menjadi anggota Direksi 

dan/atau anggota Dewan Komisaris yang 

selama menjabat:

1. pernah tidak menyelenggarakan 

RUPS tahunan; 

2. pertanggungjawabannya 

sebagai anggota Direksi dan/

atau anggota Dewan Komisaris 

pernah tidak diterima oleh RUPS 

atau pernah tidak memberikan 

pertanggungjawaban sebagai 

anggota Direksi dan/atau anggota 

Dewan Komisaris kepada RUPS; 

dan 

3. pernah menyebabkan perusahaan 

yang memperoleh izin, persetujuan, 

atau pendaftaran dari OJK tidak 

memenuhi kewajiban untuk 

memberikan laporan tahunan dan/

atau laporan keuangan kepada OJK;

4. Memiliki komitmen untuk mematuhi 

peraturan perundang-undangan; dan

5. Memiliki pengetahuan dan/atau 

keahlian dibidang yang dibutuhkan 

Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk 

jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat 

Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga sejak 

pengangkatannya. Jabatan anggota Dewan Komisaris 

akan berakhir apabila mengundurkan diri, tidak 

lagi memenuhi persyaratan, meninggal dunia, atau 

diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris berperan penting dalam melaksanakan 

prinsip-prinsip GCG sesuai fungsi pengawasan yang 

dilakukan. Melalui laporan Direksi dan Komite Audit, 

Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi 

pelaksanaan seluruh kebijakan strategis Perusahaan, 

termasuk mengenai efektivitas penerapan manajemen 

risiko dan pengendalian internal. Selain itu, Dewan 

Komisaris bertanggung jawab mengawasi manajemen 

operasional Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi 

dan memberikan nasihat kepada Direksi apabila 

diperlukan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

dalam Anggaran Dasar, Keputusan RUPS Perseroan, 

peraturan serta undang-undang yang berlaku. Terkait 

dengan RUPS, Dewan Komisaris memiliki tugas dan 

tanggung jawab antara lain memberikan pendapat 

dan saran mengenai rencana kerja dan anggaran 
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tahunan Perseroan, melaporkan segera jika terjadi 

gejala menurunnya kinerja Perseroan, menelaah 

dan menandatangani Laporan Tahunan, serta 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya 

kepada RUPS.

Integritas Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diharapkan untuk 

menjaga integritasnya dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnya sesuai nilai-nilai moral 

dan peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal 

kepatuhan terhadap aturan keuangan. 

Piagam Dewan Komisaris pada Pasal 5, 

mencantumkan kriteria orang-orang yang dapat 

diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris. Kriteria 

tersebut antara lain cakap dalam melakukan 

perbuatan hukum dan dalam lima tahun sebelum 

pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit 

atau menjadi anggota Direksi/Dewan Komisaris 

di perusahaan lain yang dinyatakan bersalah 

menyebabkan perusahaan tersebut dinyatakan pailit, 

dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak 

pidana yang merugikan keuangan negara atau yang 

berkaitan dengan sektor keuangan. 

Independensi Dewan Komisaris

Untuk mempertahankan independensi Dewan 

Komisaris, First Media menetapkan bahwa sedikitnya 

30% (tiga puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris 

adalah Komisaris Independen yang berasal dari 

kalangan di luar First Media yang salah satunya harus 

mempunyai latar belakang keuangan. 

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan 

untuk mendorong terciptanya iklim yang lebih 

obyektif dan menempatkan kesetaraan diantara 

berbagai kepentingan, termasuk kepentingan 

perusahaan dan kepentingan stakeholder sebagai 

prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh 

Dewan Komisaris.

Dengan ketetapan ini, Dewan Komisaris First Media 

menjadi independen, bebas dari pengaruh anggota 

Dewan Komisaris dan Direksi lainnya serta pemegang 

saham pengendali.

Sesuai ketentuan dan batasan berdasarkan peraturan 

yang berlaku, Komisaris Independen wajib memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

1. Bukan merupakan orang yang bekerja 

atau mempunyai wewenang dan tanggung 

jawab untuk merencanakan, memimpin, 

mengendalikan, atau mengawasi kegiatan First 

Media dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, 

kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai 

Komisaris Independen pada periode berikutnya; 

2. Tidak mempunyai saham First Media, baik 

langsung maupun tidak langsung. Tidak 

mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota 

Dewan Komisaris, anggota Direksi atau 

pemegang saham utama First Media; dan 

3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung 

maupun tidak langsung yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha First Media. Komisaris Independen 

yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa 

jabatan dapat diangkat kembali pada periode 

selanjutnya sepanjang Komisaris Independen 

tersebut menyatakan dirinya tetap independen 

kepada RUPS. 

Dari 4 (empat) orang Anggota Komisaris First Media 

berdasarkan keputusan RUPST tanggal 25 Juni 2021, 

Komisaris Independen berjumlah 2 (dua) orang, yaitu 

Teguh Pudjowigoro dan Widjaya Hambali. Komisaris 

Independen tersebut telah memenuhi seluruh 

syarat dan ketentuan independensi sebagaimana 

disebutkan dalam peraturan OJK dan Bursa Efek 

Indonesia.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris 2021

Sepanjang tahun 2021 selain memberikan nasihat 

dan arahan dalam bentuk surat-menyurat kepada 

Direksi, Dewan Komisaris memberikan pandangan 

serta berbagai rekomendasi mencakup pengelolaan 

operasional maupun hal-hal lain sesuai tugas dan 

kewajibannya. Rekomendasi Dewan Komisaris 

juga disampaikan dalam rapat gabungan Dewan 

Komisaris dan Direksi seperti rekomendasi untuk 

pembenahan proses audit, untuk fokus dan 

perbaikan di sumber daya manusia, proses dan hal-

hal fundamental lainnya.
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Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Pada tahun 2021 Dewan Komisaris belum mengikuti 

sejumlah kegiatan peningkatan kompetensi.

Rapat Dewan Komisaris

Dalam proses pengawasan terhadap kegiatan 

operasional First Media, Dewan Komisaris 

melakukan rapat atau evaluasi laporan operasional 

bulanan dan diskusi dengan komite-komite terkait, 

sesuai dengan masalah yang perlu mendapatkan 

perhatian. Rapat periodik dilaksanakan setiap 

3 (tiga) bulan sekali untuk membahas kinerja 

Perusahaan, rencana kerja Direksi, serta isu 

strategis yang memerlukan persetujuan Dewan 

Komisaris. Apabila dipandang perlu, anggota Direksi 

dapat diundang ke dalam Rapat Dewan Komisaris. 

Sepanjang tahun 2021 Dewan Komisaris First 

Media mengadakan 5 (lima) kali rapat formal dan 

juga beberapa pertemuan informal lainnya untuk 

membahas hasil laporan Direksi atas kinerjanya 

untuk waktu tertentu dalam menjalankan 

perusahaan. Tingkat kehadiran anggota Dewan 

Komisaris dalam rapat tersebut adalah sebagaimana 

di bawah:

Tanggal Agenda Rapat Dewan Komisaris

SP TP WH* LB**

28 Mei 

2021

Kinerja First Media Group √ √ - -

28 Juni 

2021

Kinerja First Media Group √ √ - -

13 Agustus 

2021

Kinerja First Media Group √ √ √ √

18 Sept 

2021

Kinerja First Media Group √ √ √ √

15 Des

2021

Kinerja First Media Group

Dalam bidang Media dan Pembuatan Konten

√ √ √ √

Jumlah Kehadiran 4 4 3 3

TP : Teguh Pudjowigoro; LB : Lim Benni; WH : Widjaya Hambali; SP : Soeparmadi

Catatan: 

*Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 25 Juni 2021, **Menjabat sebagai Komisaris sejak 25 Juni 2021
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Direksi adalah organ First Media yang berwenang 

dan bertanggung-jawab penuh atas pengelolaan 

dan pengurusan First Media dan bertindak selaku 

pimpinan dalam pengurusan tersebut dengan 

senantiasa memperhatikan kepentingan dan tujuan 

First Media dan unit usaha serta mempertimbangkan 

kepentingan para pemegang saham dan seluruh 

stakeholders.

Direksi berwenang melakukan segala tindakan dan 

perbuatan mengenai baik pengurusan maupun 

pemilikan kekayaan perusahaan termasuk mengikat 

perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain 

dengan perusahaan, dengan sejumlah pembatasan 

yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar perusahaan. 

Secara hukum, Direksi bertanggung jawab mewakili 

perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. 

Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan 

keputusan dalam RUPS. Direksi First Media memiliki 

jabatan sampai dengan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) sejak 

tanggal pengangkatan. Pemegang Saham dalam RUPST 

atau RUPSLB berhak untuk memberhentikan anggota 

Direksi pada setiap saat sebelum masa jabatannya 

berakhir.

DIREKSI

Piagam Direksi

Piagam Direksi merupakan pedoman kerja dan kode 

etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi First 

Media dalam melaksanakan tugas, wewenang dan 

tanggung jawabnya dengan transparan, akuntabilitas, 

penuh tanggung jawab, mandiri dan wajar dalam 

upayanya mencapai tujuan perusahaan serta 

memberi nilai yang diharapkan oleh pihak yang 

berkepentingan. Piagam Direksi telah disahkan 

sejak tanggal 1 Juni 2016, yang ditandatangani 

oleh seluruh anggota Direksi dan disetujui Dewan 

Komisaris.

Susunan Direksi

Pada RUPST yang diselenggarakan pada 25 Juni 

2021, rapat menyetujui menetapkan Direksi First 

Media dengan susunan sebagai berikut:

Direksi Jabatan Masa Jabatan Sejak

Harianda Noerlan Presiden Direktur (Independen) 21 April 2017

Hernowo Hadiprodjo Direktur 21 April 2017

Johannes Tong Direktur 24 April 2013

Budi Erawanto Direktur 25 Juni 2021



P
T

  F
ir

st
 M

e
d

ia
 T

b
k

  |
  A

n
n

u
a

l 
R

e
p

o
rt

 2
0

2
1

0135

Sebagaimana tercatat dalam Akta No. 14 tanggal 25 

Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris Andalia Farida SH, 

MH, Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Pusat.

Jumlah anggota Direksi sebanyak 4 (empat) orang 

telah diputuskan dengan mempertimbangkan kondisi 

First Media sebagai perusahaan induk untuk sejumlah 

anak perusahaan, dan dengan mempertimbangkan 

kemampuan masing-masing anggota Direksi untuk 

melaksanakan tugas-tugasnya, baik yang merupakan 

tugas individual maupun tanggung jawab kolektif dan 

untuk menjalankan proses pengambilan keputusan 

Direksi menjadi lebih cepat, tepat, dan efektif. 

Pengangkatan anggota Direksi juga 

mempertimbangkan aspek keberagaman, 

pengetahuan dan pengalaman masing-masing 

anggota, serta setidaknya satu anggota Direksi yang 

menjabat memiliki pengetahuan atau keahlian di 

bidang keuangan atau akuntansi. 

Keanggotaan dan Masa Jabatan

Direksi berada dibawah pengawasan Dewan 

Komisaris. Seluruh anggota Direksi Perseroan telah 

memenuhi persyaratan formal dan material yang 

berlaku. Persyaratan formal bersifat umum, sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

sedangkan persyaratan material bersifat khusus, 

yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis 

perusahaan. 

Persyaratan keanggotaan Direksi adalah sebagai 

berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang 

baik; 

2. Cakap melakukan perbuatan hukum;

3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan 

selama menjabat : 

4. tidak pernah dinyatakan pailit; 

5. tidak pernah menjadi anggota Direksi 

dan/atau anggota Dewan Komisaris yang 

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu 

perusahaan dinyatakan pailit; 

6. tidak pernah dihukum karena melakukan 

tindak pidana yang merugikan keuangan 

negara dan/atau yang berkaitan dengan 

sektor keuangan; dan 

7. tidak pernah menjadi anggota Direksi 

dan/atau anggota Dewan Komisaris yang 

selama menjabat:

• pernah tidak menyelenggarakan 

RUPS tahunan;

• pertanggungjawabannya 

sebagai anggota Direksi 

dan/atau anggota Dewan 

Komisaris pernah tidak 

diterima oleh RUPS atau 
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pernah tidak memberikan 

pertanggungjawaban sebagai 

anggota Direksi dan/atau 

anggota Dewan Komisaris 

kepada RUPS;  

• pernah menyebabkan 

perusahaan yang memperoleh 

izin, persetujuan, atau 

pendaftaran dari Otoritas Jasa 

Keuangan tidak memenuhi 

kewajiban untuk memberikan 

laporan tahunan dan/atau 

laporan keuangan kepada 

Otoritas Jasa Keuangan. 

• Memiliki komitmen untuk 

mematuhi peraturan perundang-

undangan; dan

• Memiliki pengetahuan dan/

atau keahlian dibidang yang 

dibutuhkan Perseroan.

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 

sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang 

Saham Tahunan ketiga sejak pengangkatannya 

dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan 

Rapat Umum Pemegang Saham. Jabatan anggota 

Direksi berakhir apabila mengundurkan diri, tidak 

lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan, 

meninggal dunia, diberhentikan berdasarkan 

keputusan RUPS, dinyatakan pailit atau ditaruh di 

bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan 

pengadilan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Direksi bertanggungjawab atas pengurusan 

perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung 

jawab. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab 

penuh baik secara pribadi maupun bersama 

(tanggung renteng) atas kerugian perusahaan 

apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau 

lalai. Direksi bertanggungjawab atas pengelolaan 

perusahaan melalui pengelolaan risiko dan 

pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

pada seluruh jenjang organisasi. Tanggung jawab 

Direksi juga mencakup penerapan struktur 

pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit 

internal, dan pengambilan tindakan berdasarkan 

temuan-temuan Audit Internal sesuai dengan arahan 

Dewan Komisaris. Direksi wajib menyusun strategi 

bisnis, termasuk rencana kerja dan anggaran serta 

pelaksanaan praktek akuntansi dan pembukuan 

sesuai ketentuan perusahaan publik. 

Direksi juga wajib mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham 

melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal 

Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan 

pembidangan tugas Direksi, maka pembagian tugas 

Direksi ditetapkan berdasarkan Piagam Direksi, 

sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam 

melaksanakan tugas untuk kepentingan 

Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan 

Perseroan.

2. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan 

dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

Anggaran Dasar Perseroan.

3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, 

penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dalam 

menjalankan tugasnya dengan mengindahkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

Anggaran Dasar Perseroan.

4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan 

prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada 

seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 
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5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota 

Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS 

tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan 

wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan 

berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan 

yang bertentangan dengan kepentingan pribadi 

seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan 

diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam 

hal Perseroan mempunyai kepentingan yang 

bertentangan dengan kepentingan seluruh 

anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan 

diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan 

memperhatikan peraturan perundangan yang 

berlaku.

Direksi dapat menggunakan saran profesional atas 

biaya perusahaan apabila benar-benar dibutuhkan 

dan dengan memperhatikan batas-batas efisiensi 

dan efektivitas, serta tidak terdapat benturan 

kepentingan.

Integritas Direksi

Setiap anggota Direksi First Media diharapkan untuk 

menjaga integritasnya dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawab sesuai nilai-nilai moral dan peraturan 

yang berlaku, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap 

aturan keuangan. Piagam Direksi mencantumkan 

kriteria orang-orang yang dapat diangkat sebagai 

anggota Direksi. Kriteria tersebut antara lain cakap 

dalam melakukan perbuatan hukum dan dalam 

lima tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah 

dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi/dewan 

komisaris di perusahaan lain yang dinyatakan bersalah 

menyebabkan perusahaan tersebut dinyatakan pailit, 

dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak 

pidana yang merugikan keuangan negara atau yang 

berkaitan dengan sektor keuangan.



0138

05 - TATA KELOLA PERUSAHAAN

Independensi Direksi

Demi kepentingan perusahaan agar Direksi dapat 

bertindak sebaik-baiknya, maka independensi Direksi 

merupakan salah satu faktor penting yang harus 

dijaga. Untuk menjaga independensi, maka First Media 

menetapkan aturan yang didasarkan atas perundangan 

dan peraturan yang berlaku dan dinyatakan dalam 

Piagam Direksi mengenai persyaratan Direktur 

Independen. Selain harus memenuhi persyaratan 

umum bagi Direksi, Direktur Independen juga harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan 

pemegang saham pengendali First Media 

paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum 

penunjukkannya sebagai Direktur Independen; 

2. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan 

anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi 

lainnya dari First Media; 

3. tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada 

perusahaan lain; 

4. tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau 

profesi penunjang pasar modal yang jasanya 

digunakan oleh First Media selama 6 (enam) 

bulan sebelum penunjukkannya sebagai Direktur 

Independen. 

Pihak manapun kecuali organ perusahaan dilarang 

melakukan campur tangan dalam pengurusan 

perusahaan dan anggota Direksi dilarang melakukan 

aktivitas yang dapat mengganggu independensinya 

dalam mengurus perusahaan. Independensi 

Direksi dijamin oleh perusahaan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait 

independensi dan benturan kepentingan direksi.

Peningkatan Kompetensi Direksi 

Pada tahun 2021 Direksi belum mengikuti sejumlah 

kegiatan peningkatan kompetensi.

Pembagian Tugas Direksi

Merujuk kepada bab tugas dan tanggung jawab 

Direksi, maka setiap anggota Direksi First Media 

dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan 

namun keputusan Direksi merupakan tanggung jawab 

bersama. Direksi bertugas secara kolegial. Kedudukan 

anggota Direksi termasuk Presiden Direktur 

adalah setara. Tugas Presiden Direktur adalah 

mengoordinasikan kegiatan Direksi. Namun agar 

lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas, 

dilakukan pembagian tugas anggota Direksi sesuai 

bidang dan kompetensinya. Pembidangan tugas 

tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi 

secara kolegial dalam pengurusan perusahaan. 

Pembagian tugas Direksi dilakukan untuk memastikan 

efektivitas pelaksanaan tugas semua anggota Direksi 

dalam mengelola perusahaan, mengingat First 

Media adalah perusahaan induk untuk sejumlah 

anak perusahaan, dan dengan mempertimbangkan 

kemampuan masing-masing anggota Direksi untuk 

melaksanakan tugas-tugasnya, baik yang merupakan 

tugas individual maupun tanggung jawab kolektif dan 

untuk menjalankan proses pengambilan keputusan 

Direksi menjadi lebih cepat, tepat, dan efektif. 

Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembidangan 

tugas Direksi, maka pembagian tugas Direksi 

ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi, sebagai 

berikut:
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No Nama Pengurus dan Jabatan Pembagian Tugas

1 Harianda Noerlan

Presiden Direktur (Independen)

Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di First Media 

maupun anak perusahaan termasuk: 

• Memberikan arahan dan mengendalikan kebijakan, visi, misi 

dan strategi perusahaan. 

• Mengoordinasikan pemecahan masalah perusahaan, 

kebijakan perencanaan, pengendalian, pencapaian sasaran 

jangka panjang perusahaan, kebijakan audit, peningkatan 

budaya, citra dan tata kelola Perusahaan (GCG). 

• Membawahi Unit Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan.

2 Budi Erawanto

Direktur

Keuangan dan Manajemen Risiko

Bertanggung jawab terhadap pengendalian seluruh kebijakan 

keuangan, manajemen risiko, serta aspek-aspek penunjang 

operasional termasuk:

• Melaksanakan efisiensi dan efektivitas fungsi-fungsi 

keuangan di perusahaan dan anak perusahaan.

• Mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan dan 

Rencana Kerja Jangka Panjang terkait dengan pengendalian 

akuntansi dan keuangan, treasury, serta pengelolaan 

sumber dana bagi pengembangan perusahaan.

• Mengoordinasikan pengelolaan risiko perusahaan.

• Membawahi Group Divisi Treasury, Accounting & Tax, 

Investor Relations dan Risk Management.

3 Hernowo Hadiprodjo

Direktur

Layanan Korporat

Bertanggung jawab terhadap Management serta Group Layanan 

Dukungan Korporat termasuk :

• Divisi Corporate Legal, Corporate Communication dan Human 

Resources.

• Strategi pengelolaan dan pengembangan sumber daya 

manusia (SDM), memperoleh, mengembangkan dan 

mempertahankan SDM yang berkinerja tinggi dan core 

values termasuk dari sisi kesejahteraan dan penghargaan.

• Merancang dan mengembangkan organisasi yang efektif.

4 Johannes Tong

Direktur

Pengembangan anak Perusahaan

Bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pengembangan 

bisnis anak perusahaan kelompok Media dan Konten, termasuk: 

• Memberikan arahan strategis untuk mengembangkan 

anak perusahaan  (First Media Production, First Media 

News,  Media Sinema Indonesia, Prima Wira Utama) terkait 

strategi dan rencana eksekusinya, berikut komunikasinya 

kepada para pemangku kepentingan. 

• Memberikan arahan untuk mendefinisikan panduan 

keunggulan operasional bagi pemangku kepentingan.

• Memantau aktivitas operasi anak-anak perusahaan terkait 

dan memastikan penerapan strategi di anak perusahaan 

selaras dengan agenda korporat perusahaan secara 

keseluruhan.
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Rapat Direksi

Direksi diwajibkan melakukan rapat secara periodik 

minimum setiap 1 (satu) bulan sekali. Di luar waktu 

tersebut, rapat Direksi dapat dilaksanakan setiap waktu 

bila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota 

Direksi, atau atas permintaan tertulis dari rapat Dewan 

Komisaris, atau atas permintaan tertulis seorang atau 

lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki 

1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak 

suara. Rapat dilaksanakan di tempat kedudukan First 

Media atau tempat kegiatan First Media. 

Direksi juga turut dalam Rapat Dewan Komisaris 

untuk membahas kemajuan First Media secara umum. 

Rapat Direksi dianggap sah dan berhak mengambil 

keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% dari 

jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam 

rapat.

No Tanggal dan Agenda Direksi

HN HH BE* JT

1 4 Mei 2021 - Rapat Penelaahan Bisnis First Media Group √ √ - √

2 28 Mei 2021 – Performansi Keuangan dan Operasional √ √ - √

3 28 Juni 2021 - Performansi Keuangan dan Operasional √ √ √ √

4 13 Agustus 2021 - Performansi Keuangan dan Operasional √ √ √ √

5 27 Agustus 2021 - Performansi Keuangan & Operasional √ √ √ √

6 17 September 2021 - Performansi Keuangan & Operasional √ √ √ √

7 28 September 2021 - Performansi Keuangan & Operasional √ √ √ √

8 8 Oktober 2021 - Rapat Laporan Keuangan per September √ √ √ √

9 27 Oktober 2021 - Performansi Keuangan & Operasional √ √ √ √

10 16 November 2021 - Performansi Keuangan & Operasional √ √ √  √

11 14 Desember 2021 - Rencana Reposisi Bisnis strategi dan target 

bisnis tahun 2022

√ √ √ √

Jumlah Kehadiran 11 11 9 11

HN : Harianda Noerlan; HH : Hernowo Hadiprodjo; JT : Johannes Tong; BE: Budi Erawanto

*Diangkat menjadi Direktur Perseroan sejak 25 Juni 2021.

Sepanjang tahun 2021, Direksi mengadakan rapat 

sebanyak 11 (sebelas) kali, baik untuk melakukan 

evaluasi atas capaian kinerja First Media maupun hal-

hal lain yang dinilai penting. Tingkat kehadiran anggota 

Direksi dalam rapat tersebut adalah sebagaimana 

berikut: 
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Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Untuk mencapai tujuan dan kesinambungan usaha 

First Media dalam jangka panjang, koordinasi dalam 

pengelolaan perusahaan antara Dewan Komisaris 

dan Direksi First Media sangat diperlukan. Untuk 

menyatukan pandangan dan memutuskan suatu 

persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha 

dan operasional usaha, Dewan Komisaris dan Direksi 

mengadakan pertemuan gabungan berkala.

Rapat gabungan ini bertujuan membahas berbagai 

agenda menyangkut rencana kerja, operasional, 

peluang usaha, serta isu-isu strategis yang 

memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Di dalam 

rapat gabungan dibahas laporan-laporan periodik 

Direksi, dimana Dewan Komisaris memberikan 

tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan di 

dalam risalah rapat.

Sepanjang tahun 2021 Dewan Komisaris dan Direksi 

mengadakan 3 (tiga) kali rapat gabungan dengan 

tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dan 

Direksi sebagai berikut:

Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi

No Tanggal & Agenda Dewan Komisaris Direksi

SP TP LB WH HN HH BE JT

1 28 Juni 2021 
Rapat Koordinasi bisnis First Media 
Group & peninjauan strategi usaha

√ √ √ √ √ √ √ √

2 27 Agustus 2021
Performansi Keuangan dan Operasional 
First Media Group

√ √ √ √ √ √ √ √

3 16 November 2021
Performansi Keuangan dan Operasional 
First Media Group

√ √ √ √ √ √ √ √

Jumlah Kehadiran 3 3 3 3 3 3 3 3

SP : R. Soeparmadi; TP : Teguh Pudjowigoro; WH : Widjaya Hambali; LB: Lim Benni
HN : Harianda Noerlan; HH : Hernowo Hadiprodjo; JT : Johannes Tong; BE: Budi Erawanto
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Kebijakan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan analisis 

dan rekomendasi atas besaran remunerasi anggota 

Dewan Komisaris dan Direksi yang didasarkan atas 

capaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk 

menyusun dasar penetapan dan rekomendasi besaran 

remunerasi yang kredibel, Komite didukung oleh 

database yang kuat dari survei pasar pada perusahaan 

sejenis. Selanjutnya Komite menyusun beberapa 

faktor utama dalam usulan besaran remunerasi 

Dewan Komisaris dan Direksi. 

Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi mengenai 

jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan remunerasi 

Direksi diserahkan kepada Presiden Komisaris yang 

diberikan mandat dan wewenang berdasarkan keputusan 

RUPS untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, 

bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi 

dan Dewan Komisaris First Media.

Remunerasi/Kompensasi Manajemen Kunci dalam hal 

ini Dewan Komisaris dan Direksi First Media untuk 

tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 

dan 2020 adalah sebagai berikut: 

No Remunerasi Total untuk Manajemen Kunci First Media 2021 2020

1 Dewan Komisaris – Gaji dan imbalan jangka pendek 515 439

2 Direksi – Gaji dan imbalan jangka pendek 4.545 7.029

Total 5.060 7.468

Dalam Jutaan Rupiah

Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Salah satu mekanisme penilaian bagi Dewan 

Komisaris dan Direksi secara kolegial dilakukan 

pada forum RUPS tahunan. Penilaian kinerja Dewan 

Komisaris dan Direksi dikaitkan dengan hasil 

pencapaian kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

Salah satu keputusan RUPS Tahunan tahun 2021 

adalah menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan 

Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan 

Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun 

Buku 2020, sekaligus memberikan pelunasan dan 

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit 

et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris 

Perusahaan atas pengurusan dan pengawasan selama 

Tahun Buku 2020. 

Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan 

berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

anggaran dasar perusahaan maupun amanat pemegang 

saham. Kinerja Dewan Komisaris dan Anggota Dewan 

Komisaris dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam 

RUPS. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara 

terbuka kepada anggota Dewan Komisaris sejak tanggal 

pengangkatannya. Hasil evaluasi terhadap kinerja 

Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja 

masing-masing anggota Dewan Komisaris secara 

individual merupakan bagian tak terpisahkan dalam 

skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota 

Dewan Komisaris. 

Evaluasi Kinerja Direksi

Secara umum, kinerja Direksi secara kolegial 

ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang 

tercantum dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan Anggaran Dasar perusahaan 

maupun amanat pemegang saham. Kinerja Direksi 

dan anggota Direksi dievaluasi oleh pemegang saham 

dalam RUPS. Kriteria evaluasi formal disampaikan 

secara terbuka kepada anggota Direksi sejak tanggal 

pengangkatannya sebagaimana tercantum dalam 

Kontrak Manajemen, yang menjadi target kinerja 

Direksi secara kolegial maupun individual.

Kinerja Direksi menjadi perhatian utama Dewan 

Komisaris, di mana pengawasan atas jalannya 

pengurusan perusahaan oleh Direksi merupakan 

salah satu tugas utama dari Dewan Komisaris. 

Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota 

Direksi secara individual, baik yang disampaikan 

oleh Dewan Komisaris maupun yang disampaikan 

langsung oleh Direksi dalam RUPST, merupakan 

salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang saham 

untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali 

anggota Direksi yang bersangkutan. Hasil evaluasi 

kinerja tersebut merupakan sarana penilaian dan 

peningkatan efektivitas Direksi, dan merupakan 

bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan 

pemberian insentif bagi anggota Direksi. 
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Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan 

Direksi

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi 

ditetapkan oleh RUPS, disesuaikan dengan visi dan misi 

First Media, sehingga akan dimungkinkan terlaksananya 

pengawasan yang efektif dan pengambilan keputusan 

yang cepat dan tepat serta independen. 

Hingga 31 Desember 2021 First Media tidak memiliki 

aturan spesifik dan tertulis mengatur mengenai 

keberagaman dalam komposisi anggota Dewan 

Komisaris maupun Direksi. Dalam mengangkat 

anggota Dewan Komisaris dan Direksi, First Media 

mempertimbangkan kompetensi kandidat dan 

mengacu pada peraturan yang berlaku.  Adapun 

keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi 

Perseroan sebagai berikut :

No Nama Pendidikan Pengalaman

1 H.R Soeparmadi Sarjana jurusan Bahasa & 

Sastra Inggris dari Institut 

Keguruan & Ilmu Pendidikan 

Malang Pusat. 

Memiliki pengalaman selama 39 tahun di bidang 

Corporate Finance, Asset Management, Real 

Estate dan General Management.

2 Teguh Pudjowigoro Sarjana Ekonomi di 

Universitas Gajah Mada, 

Yogyakarta.

Memiliki pengalaman di bidang industri 

perbankan.

3 Widjaya Hambali Sarjana Ekonomi Akuntansi 

dari Universitas Tarumanegara 

dan Magister Sains Akuntansi 

dan Sistem Informasi dari 

Universitas Indonesia.

Memiliki pengalaman dalam bidang manajemen 

keuangan dan sistem informasi.

4 Lim Benni Sarjana Teknik Nuklir dari 

Universitas Gajah Mada.

Memiliki pengalaman dalam bidang teknologi 

informasi dan pengembangan bisnis.

5 Harianda Noerlan Sarjana Teknik Mesin 

Universitas Trisakti

Memiliki pengalaman di bidang perbankan.

6 Budi Erawanto Universitas Trisakti, Jakarta, 

memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi bidang Akuntansi

Memiliki pengalaman dalam bidang manajemen 

keuangan.

7 Johannes Tong Sarjana di bidang fisika, 

matematika, dan administrasi 

bisnis dari Azusa Pacific 

University dan pendidikan 

Strata 2 dengan meraih 

gelar Master  in Business 

Administration di California 

State University, Los Angeles.

Memiliki pengalaman di bidang manajemen dan 

pengembangan bisnis.

8 Hernowo Hadiprodjo Sarjana Hukum dan Sarjana 

Ilmu Sosial dari Universitas 

Indonesia serta Master of 

Business Administration dari 

Institut Studi Manajemen 

dan Institut Manajemen 

Pembelajaran Jauh.

Memiliki pengalaman di bidang perbankan dan 

konsultan Manajamen Sumber Daya Manusia.
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Pemegang Saham Utama dan Hubungan Afiliasi 

Hubungan Afiliasi Antara Dewan Komisaris, Direksi 

Dan Pemegang Saham. Sampai dengan tanggal 31 

Desember 2021, tidak ada hubungan afiliasi antara 

anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dan 

pemegang saham utama First Media.

Kebijakan Kepentingan

First Media sebagai perusahaan publik yang beroperasi 

di Indonesia, selain berkewajiban memenuhi 

persyaratan dan peraturan perundang-undangan dan 

peraturan yang berlaku, juga mempunyai tanggung 

jawab terhadap publik, para pelanggan, pemegang 

saham dan stakeholder dalam memberikan produk dan 

jasanya dengan standar etik dan profesionalisme yang 

tinggi.

Benturan kepentingan adalah kondisi di mana setiap 

anggota First Media tidak dapat menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya dalam mengambil keputusan secara 

objektif sebagaimana wewenang yang bersangkutan 

dalam perusahaan. Kondisi tersebut dapat memberikan 

keuntungan pribadi, keluarga atau pihak lain di luar 

perusahaan, yang berakibat merugikan perusahaan 

karena tidak mendapatkan pilihan atau hasil yang 

maksimal.

Setiap anggota First Media wajib menghindari semua 

situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan 

antara pribadinya dengan kepentingan First Media 

dan/atau pelanggannya. Dalam situasi seperti ini, 

setiap anggota First Media wajib bertindak melindungi 

kepentingan dan reputasi First Media dan/atau 

pelanggannya.

Setiap anggota First Media tidak diperkenankan untuk 

mengungkapkan informasi mengenai hak kepemilikan 

dan informasi rahasia mengenai First Media atau 

pemasok atau rahasia lainnya yang menyangkut 

operasional First Media kepada pihak ketiga, kecuali 

atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari First 

Media dan/atau pihak lain terkait sebagaimana 

dipersyaratkan berdasarkan hukum yang berlaku. 

Ketentuan ini masih tetap berlaku serta mengikat 

walaupun telah terjadi pamutusan hubungan kerja.

Pengaturan mengenai hal ini di First Media 

ditetapkan dalam “Kode Etik dan Tanggung Jawab 

Profesional” berdasarkan Surat Keputusan Direksi 

SK No.002/DIR/IV/15.

Sebagai pelaksanaan atas Kode Etik dan Tanggung 

Jawab Profesional First Media, setiap anggota 

First Media menandatangani Pernyataan atas 

Keterbukaan Informasi (Statement on Disclosure) 

yang pada intinya adalah pemberian konfirmasi 

bahwa telah membaca serta mengerti sepenuhnya 

dan oleh karenanya memberikan komitmen 

untuk memenuhi Kode Etik dan Tanggung Jawab 

Profesional sebagaimana ditetapkan First Media dan 

yang akan diubah dari waktu ke waktu.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, tidak ada 

anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang 

memiliki saham First Media.
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KOMITE
AUDIT

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh 

dan bertanggung-jawab kepada Dewan Komisaris, 

yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh 

Dewan Komisaris untuk membantu melaksanakan 

tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan 

pemeriksaan atau penelitian yang dianggap 

perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam 

mengelola perusahaan. Komite Audit diketuai oleh 

salah seorang Komisaris Independen beranggotakan 

pihak independen yang berkemampuan di bidang 

akuntansi dan keuangan.

Dasar Hukum Komite Audit

Keberadaan Komite Audit bagi perusahaan publik 

mengacu pada Peraturan No. IX.I.5 tentang 

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite 

Audit yang telah diperbaharui dengan Keputusan 

Ketua Bapepam-LK No. KEP-643/ BL/2012 tanggal 

7 Desember 2012 (Peraturan IX.I.5) yang kemudian 

direvisi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) No. 55 tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 

tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan 

Kerja Komite Audit. 

Piagam Komite Audit

Landasan kerja Komite Audit adalah Piagam Komite 

Audit yang telah disahkan sejak tanggal 1 Juni 2016 

dan dapat diakses pada website resmi First Media 

www.firstmedia.co.id 

Susunan Anggota Komite Audit 

Komite Audit First Media beranggotakan 3 (tiga) 

orang, yang diketuai oleh Komisaris Independen yang 

merangkap anggota dengan para anggota lainnya 

berasal dari pihak eksternal yang independen. Pada 

tahun 2021, Perseroan telah mengangkat Bp. Widjaya 

Hambali efektif per tanggal 9 Juli 2021 sebagai Ketua 

Komite Audit menggantikan Bp. Teguh Pudjowigoro 

berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dan telah 

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui 

surat No. SB-042/FM-CSL/OJK/VII/2021.

WIDJAYA HAMBALI 

Ketua 

Komite Audit

ISNANDAR R. ALI

Anggota 

Komite Audit

HERMAN LATIEF

Anggota 

Komite Audit
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Pada tahun 2021 susunan anggota Komite Audit 

adalah:

1. Widjaya Hambali (Ketua/Komisaris 

Independen.

2. Herman Latief (Anggota/Independen).

3. Isnandar Rachmat Ali (Anggota/Independen).

Persyaratan Anggota Komite Audit

Persyaratan untuk menjadi anggota Komite Audit, 

antara lain adalah: 

1. Memiliki integritas yang tinggi; 

2. Salah satu anggota Komite Audit memiliki latar 

belakang pendidikan akuntansi atau keuangan, 

sehingga mampu membaca dan memahami 

laporan keuangan;

3. Mempunyai pengetahuan yang memadai 

mengenai bisnis Perusahaan, manajemen 

risiko, dan peraturan yang relevan di bidang 

pasar modal; 

4. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman 

yang memadai sesuai dengan latar belakang 

pendidikannya; 

5. Mampu berkomunikasi dengan baik; dan 

6. Sebagai pihak independen, yang harus 

memenuhi persyaratan antara lain 

tidak memiliki saham perusahaan, tidak 

mempunyai hubungan pekerjaan atau 

usaha dengan perusahaan dalam 6 bulan 

terakhir, dan tidak mempunyai hubungan 

kekeluargaan dengan pemegang saham 

utama, anggota Dewan Komisaris, dan 

anggota Direksi perusahaan yang berpotensi 

menimbulkan benturan kepentingan.

Masa Kerja Komite Audit

Masa kerja anggota Komite Audit tidak lebih lama dari 

masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur 

dalam Anggaran Dasar perusahaan dan dapat dipilih 

kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pengungkapan Independensi

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak 

independen, tidak memiliki saham First Media, tidak 

memiliki hubungan usaha dengan Perusahaan, dan tidak 

memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham 

utama, Dewan Komisaris dan Direksi serta mempunyai 

pengalaman dan pengetahuan sesuai dengan yang 

ditetapkan dalam peraturan OJK.
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Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite 

Audit

Komite Audit dalam menjalankan fungsinya, memiliki 

tugas dan tanggung-jawab untuk:

1. Melakukan penelahaan atas informasi 

keuangan yang akan dikeluarkan First Media 

antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan 

informasi keuangan lainnya.

2. Melakukan penelahaan atas ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan kegiatan First Media.

3. Memberikan pendapat independen dalam hal 

terjadi perbedaan pendapat antara manajemen 

dan akuntan atas jasa yang diberikannya.

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan 

Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang 

didasarkan pada independensi, ruang lingkup 

penugasan, dan imbalan jasa.

5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan 

pemeriksaan oleh auditor internal dan 

mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh 

Direksi atas temuan auditor internal.

6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas 

pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan 

oleh Direksi, jika First Media tidak memiliki 

fungsi pemantau risiko di bawah Dewan 

Komisaris.

7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan 

proses akuntansi dan pelaporan keuangan 

First Media.

8. Menelaah dan memberikan sarat kepada 

Dewan Komisaris terkait dengan adanya 

potensi benturan kepentingan First Media; 

dan

9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan 

informasi First Media.

Tanggal Agenda Rapat Komite Audit

WH* IA HL TP**

22 Maret 

2021

Presentasi hasil Audit dari Auditor Eksternal 

untuk Laporan Keuangan tahun buku 2020.

- √ √ √

18 Juni

2021

• Mereviu laporan aktivitas Unit Audit Internal 

untuk Q1 dan Q2 tahun 2021

• Rekomendasi Komite Audit atas hasil aktivitas 

Unit Audit Internal Q1 dan Q2 tahun 2021

• Presentasi Diagram Kerja Manajemen Risiko 

untuk Perusahaan dan Unit Usaha  

- √ √ √

18 Sept 

2021

• Mereviu laporan keuangan interim Perusahaan 

untuk Q2 tahun 2021

• Mereviu laporan aktivitas Unit Audit Internal 

untuk Q2 dan Q3 tahun 2021

• Rekomendasi Komite Audit atas hasil aktivitas 

Unit Audit Internal untuk Q3 tahun 2021

√ √ √ -

20 Des 

2021

• Mereviu laporan keuangan interim Perusahaan 

untuk Q3 tahun 2021

• Mereviu laporan aktivitas Unit Audit Internal 

untuk Q4 tahun 2021

• Rekomendasi Komite Audit atas hasil aktivitas 

Unit Audit Internal Q4 tahun 2021

• Mereviu Komite Audit atas implentasi proses 

perencanaan Manajemen Risiko dalam Perusa-

haan serta unit usaha  

√ √ √ -

Jumlah Kehadiran 2 4 4 2

TP : Teguh Pudjowigoro; HL : Herman Latief; WH : Widjaya Hambali; IA : Isnandar Rachmat Ali

Catatan: 

*Menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak 9 Juli 2021, **Menjabat sebagai Ketua Komite Audit hingga 9 Juli 2021
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Fungsi Komite Audit

Fungsi utama dari Komite Audit dijelaskan sebagai 

berikut:

1. Melaporkan hasil evaluasi pengelolaan risiko 

kepada Komisaris untuk menanggulangi 

potensi terjadinya risiko yang dapat 

mengganggu berjalannya usaha;

2. Mengevaluasi kinerja Perseroan dan anak 

perusahaannya secara rutin (triwulan, 

semester, dan tahunan) mengenai pencapaian 

target usaha, kondisi pasar dan tren, prediksi 

kinerja dimasa mendatang, juga melaporkan 

temuan serta memberi saran demi terjadinya 

peningkatan kinerja Komisaris;

3. Menyampaikan laporan yang telah dilakukan 

Direksi secara profesional dan independen;

4. Bersama Audit Internal, memberikan penilaian 

prosedur dokumentasi dan pelaksanaan 

pengelolaan yang disarankan oleh bagian 

operasional untuk meningkatkan kinerja 

transaksi keuangan dan sistem pelaporan;

5. Membahas pengembangan lingkungan 

usaha dengan mengidentifikasi potensi 

pengembangan kinerja Perseroan;

6. Memastikan laporan keuangan Perseroan 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

ditetapkan;

7. Memastikan berjalannya sistem kontrol 

internal, proses pelaporan keuangan, dan 

pelaksanaan GCG yang baik di Perseroan.

Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan 

melalui sejumlah rapat. Adapun rapat Komite Audit 

terselenggara sebanyak 4 (empat) kali dengan dihadiri 

100% oleh seluruh anggota.

Kegiatan Komite Audit 2021

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit pada tahun 

2021 telah:

1. Menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja 

Komite Audit tahun 2021;

2. Melakukan penelaahan atas penyajian Laporan 

Keuangan Triwulanan yang disampaikan ke 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek 

Indonesia (BEI), serta memantau agar Laporan 

Keuangan terbit tepat waktu dan akurat;

3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan 

program kerja Unit Audit Internal, serta 

memberi masukan untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas Unit Audit Internal;

4. Melakukan penelaahan atas independensi dan 

obyektivitas akuntan dalam melaksanakan 

audit tahun buku 2020 dan tahun buku 2021;

5. Melakukan penelaahan atas kecukupan 

pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan 

untuk meyakinkan bahwa seluruh risiko 

yang substansial dalam pelaporan keuangan 

telah tercakup serta dipertimbangkan secara 

memadai;

6. Memberikan rekomendasi atas penunjukan 

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan 

mengaudit Laporan Keuangan tahun buku 

2021;

7. Melakukan penelaahan terhadap temuan 

audit, baik oleh Unit Audit Internal maupun 

oleh akuntan, dan memantau tindak lanjut 

rekomendasi audit atas temuan;

8. Melakukan monitoring atas pengelolaan risiko 

yang dihadapi perusahaan dan penerapan 

tata kelola perusahaan yang baik (GCG) serta 

memberikan masukan untuk meningkatkan 

penerapannya; dan

9. Melaporkan kepada Dewan Komisaris 

mengenai risiko yang dihadapi oleh 

perusahaan dan pelaksanaan manajemen 

risiko oleh Direksi. 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Sepanjang tahun 2021, First Media melalui Komite 

Audit telah melakukan tindakan-tindakan antara lain :

1. Melakukan review terhadap hasil audit yang 

dilakukan oleh Unit Audit Internal.

2. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas 

pelaksanaan manajemen risiko yang 

dilaksanakan oleh manajemen.
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Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite 

yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab 

kepada Dewan Komisaris First Media, berdasarkan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/

POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan 

Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik 

tertanggal 8 Desember 2014 (“POJK No.34”). 

Pembentukan Kominte Nominasi dan Remunerasi 

merupakan bagian integral dari upaya First 

Media untuk melaksanakan prinsip pengelolaan 

perusahaan yang baik (Good Corporate 

Governance atau GCG) yang meliputi aspek-aspek 

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 

independensi, dan kewajaran, keadilan serta 

kesetaraan.

Dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi 

Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan 

terhadap First Media, maka Dewan Komisaris First 

Media telah membentuk Komite Nominasi dan 

Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris 

PT First Media Tbk No. BOC-016/CSL/15 First 

Media menunjuk anggota dalam Komite Nominasi 

dan Remunerasi terdiri atas  3 (tiga) orang anggota 

yang salah satu anggotanya merupakan pihak yang 

menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang 

membidangi sumber daya manusia. 

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi First Media 

beranggotakan 3 (tiga) orang, yang diketuai oleh 

Komisaris Independen yang merangkap anggota 

KOMITE NOMINASI
DAN REMUNERASI

LIM BENNI

Anggota

Komite Nominasi & Remunerasi

TEGUH PUDJOWIGORO
Ketua

Komite Nominasi & Remunerasi
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Tanggal Agenda Rapat Komite Nominasi & Remunerasi

TP MP LB

26 Januari 2021 Diskusi struktur angka remunerasi Dewan Komisaris dan 

Direksi.

√ √ √

23 Juli 2021 Evaluasi Dewan Komisaris dan Direksi. √ √ √

10 Desember 2021 Rapat mengenai angka remunerasi Dewan Komisaris dan 

Direksi untuk 2021.

√ √ √

Jumlah Kehadiran 3 3 3

MP : Markus Permadi; TP : Teguh Pudjowigoro; LB : Lim Benni; 

KOMITE NOMINASI
DAN REMUNERASI

dengan para anggota lainnya berasal dari pihak 

eksternal yang independen. 

Pada tahun 2021 susunan Komite Nominasi dan 

Remunerasi First Media adalah:

1. Teguh Pudjowigoro (Ketua/Komisaris 

Independen).

2. Markus Permadi (Anggota/Independen).

3. Lim Benni (Anggota/Independen).

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Landasan kerja Komite Nominasi dan Remunerasi 

adalah Piagam Komite Komite Nominasi dan 

Remunerasi yang telah disahkan sejak tanggal 1 Juni 

2016 dan dapat diakses pada website resmi First 

Media www.firstmedia.co.id 

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Pada tahun 2021 Rapat Komite Nominasi dan 

Remunerasi menyelenggarakan rapat sebanyak 3 (tiga) 

kali yang dihadiri oleh seluruh anggota (100%). Berikut 

tabel kehadiran dan agenda rapat komite nominasi dan 

remunerasi Perseroan:

MARKUS PERMADI

Anggota

Komite Nominasi & Remunerasi
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Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite 

Nominasi dan Remunerasi

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite 

Nominasi dan Remunerasi, tugas dan tanggung jawab 

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah untuk 

membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan 

fungsi pengawasan dan memastikan pelaksanaan 

proses nominasi dan remunerasi berjalan secara 

obyektif, efektif dan efisien, serta sesuai dengan 

prinsip manajemen SDM dan prinsip GCG. Tugas 

Komite di bidang Nominasi antara lain sebagai 

berikut:

1. Melakukan penelaahan dan pemantauan untuk 

memastikan bahwa perusahaan telah memiliki 

strategi dan kebijakan nominasi, meliputi 

proses analisis organisasi, prosedur dan kriteria 

rekrutmen dan seleksi, serta promosi dan 

suksesi.

2. Menyusun kriteria komposisi, seleksi, 

kualifikasi, evaluasi, serta syarat- syarat dan 

prosedur nominasi yang transparan bagi calon 

anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para 

pejabat senior manajemen satu tingkat di 

bawah Direksi.

3. Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan 

Komisaris nama-nama calon Anggota Dewan 

Komisaris dan Direksi yang akan diusulkan.

4. Menyampaikan rekomendasi dan membantu 

Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa 

nama-nama calon anggota Dewan Komisaris 

dan Direksi yang akan diusulkan, baik dari 

dalam maupun dari luar perusahaan sesuai 

dengan kriteria seleksi, due diligence dan 

prosedur nominasi yang terdapat dalam Piagam 

Dewan Komisaris dan Piagam Direksi dan 

kebijakan manajemen.

Sedangkan tugas Komite di bidang Remunerasi antara 

lain sebagai berikut:

1. Mempelajari peraturan perundang-undangan 

dan ketentuan yang berlaku dalam  kebijakan 

remunerasi untuk diberlakukan.

2. Memastikan bahwa perusahaan telah memiliki 

sistem remunerasi yang transparan berupa gaji 

atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang 

bersifat tetap serta berupa imbal kerja dan 

insentif yang bersifat variabel.

3. Memberikan rekomendasi tentang sistem 

nominasi, evaluasi remunerasi yang transparan 

bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat 

setingkat di bawah Direksi untuk seterusnya 

mengajukan rekomendasi kepada Dewan 

Komisaris.

4. Membantu Dewan Komisaris dalam 

merumuskan dan menentukan kebijakan 

remunerasi, berupa gaji atau honorarium, 

tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap 

serta yang bersifat variabel bagi Dewan 

Komisaris, Direksi dan pejabat setingkat di 

bawah Direksi.

5. Memantau tingkat remunerasi di 

perusahaan sejenis sebagai pembanding 

dalam menetapkan kebijakan remunerasi 

perusahaan.

6. Memastikan tersedianya asuransi tanggung 

gugat dan kecelakaan diri untuk Direktur, 

Komisaris, dan pejabat perusahaan, dan 

asuransi lain apabila dipandang perlu.

7. Mengevaluasi sistem imbalan pegawai, 

pemberian tunjangan, dan fasilitas lainnya, 

serta menyampaikan rekomendasi transparan 

minimal dua tahun sekali mengenai penilaian 

terhadap sistem tersebut, alternatif imbalan 

lain seperti opsi saham, sistem dan tunjangan 

pensiun, serta sistem dan tunjangan lainnya 

dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja 

secara massal.
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Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi 

dan Remunerasi bekerja secara independen dan 

atas persetujuan Dewan Komisaris, berwenang 

untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak 

terbatas terhadap perusahaan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan efektifitas praktik Nominasi dan 

Remunerasi serta pengelolaan SDM di dalam First 

Media dan anak perusahaannya. Dengan persetujuan 

tertulis dari Dewan Komisaris, Komite juga dapat 

mempekerjakan tenaga ahli atau konsultan dan 

membentuk tim GCG untuk membantu pelaksanaan 

tugasnya. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi 

diserahkan hanya kepada Dewan Komisaris, secara 

berkala sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

Kode Etik Komite Nominasi dan Remunerasi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 

berkomitmen memberikan kemampuan terbaiknya dan 

mematuhi kode etik sebagai anggota Komite Nominasi 

dan Remunerasi, dengan mengutamakan integritas, 

independensi, objektivitas, kejujuran, dan komitmen 

terhadap GCG.

Evaluasi Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Evaluasi kinerja Komite Nominasi dan  Remunerasi 

dan anggotanya dilakukan setidaknya satu tahun 

sekali, dengan mempertimbangkan efektifitas Komite 

Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan 

fungsinya, tingkat kehadiran dalam rapat,tingkat 

pemahaman akan masalah yang dihadapi First Media, 

dan pencapaian KPI yang telah ditetapkan.
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SEKRETARIS
PERUSAHAAN
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Dasar Hukum

Keberadaan Sekretaris Perusahaan didasarkan atas 

Peraturan OJK Nomor: 35/POJK/04/2014, tanggal 8 

Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten 

atau Perusahaan Publik. Secara umum, fungsi Sekretaris 

Perusahaan adalah sebagai Pejabat Kepatuhan 

(Compliance Officer) yang membantu tugas Direksi 

memenuhi ketentuan tata kelola perusahaan yang baik 

di perusahaan publik atau emiten. 

Perusahaan Publik sebagai badan hukum memiliki 3 (tiga) 

organ yang berfungsi untuk menjalankan Perusahaan, 

yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Direksi 

sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung 

jawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. 

Dalam pengelolaan dimaksud, Direksi harus memastikan 

kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan 

pemangku kepentingan, dan salah satu caranya adalah 

dengan memberdayakan fungsi Sekretaris Perusahaan. 

Dengan berkembangnya perekonomian, khususnya 

di bidang Pasar Modal, peran Sekretaris Perusahaan 

semakin dibutuhkan tidak hanya berkaitan dengan 

fungsi administrasi dan komunikasi, namun juga 

untuk memastikan kepatuhan perusahaan publik 

terhadap peraturan perundang-undangan, dan 

meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan 

publik. Sekretaris Perusahaan juga diharapkan 

mampu senantiasa memutakhirkan informasi tentang 

peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan publik 

dan menyediakan informasi penting bagi Direksi dan 

Dewan Komisaris dalam membuat keputusan. 

Sekretaris Perusahaan dituntut untuk memiliki kualifikasi 

yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta 

untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

untuk mendukung dalam pelaksanaan tugasnya. 

Keberadaan Sekretaris Perusahaan memberikan nilai 

positif dalam membantu pengelolaan perusahaan publik, 

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang 

saham, serta pemangku kepentingan lainnya. 

Sebagai petugas penghubung antara First Media dengan 

pelaksana perusahaan dan pemangku kepentingan, maka 

First Media mengangkat Sekretaris Perusahaan yang 

bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur. Saat ini 

Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Bp. Harianda Noerlan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan 

sebagai berikut: 

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal 

khususnya peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di bidang Pasar Modal.

2. Sebagai penghubung dan fasilitator komunikasi 

antara Direksi, Dewan Komisaris, pemegang 

saham, pemerintah/instansi terkait, masyarakat 

dan pemangku kepentingan. 

3. Mengkoordinasikan pemberian pendapat 

dari segi hukum, pengelolaan dokumen, 

kehumasan protokoler dan seremonial 

perusahaan untuk menunjang aktivitas 

perusahaan agar berjalan dengan efektif dan 

efisien serta meningkatkan citra perusahaan. 

4. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan 

dalam lingkungan Direksi, Dewan Komisaris 

dan perusahaan serta masalah administrasinya 

termasuk mengelola dokumen RUPS, risalah-

risalah rapat Direksi, Dewan Komisaris, rapat 

gabungan, Daftar Pemegang Saham Khusus, 

dokumentasi perbedaan pendapat, undangan, 

agenda dan materi rapat serta dokumen lainnya. 
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Hubungan Investor

Hubungan Investor bertugas memberikan layanan 

informasi dan mengembangkan hubungan yang baik 

dengan para pihak yang berkepentingan dengan investasi 

saham, terutama para pemegang saham, analis efek, 

manajer investasi, broker institusi maupun ritel dan 

media/pers.

Untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi 

terhadap setiap aktivitasnya yang bersifat material, First 

Media melalui Hubungan Investor melakukan komunikasi 

baik secara dua arah seperti bertemu analis, investor 

yang sudah ada maupun investor potensial, conference 

call melalui sarana komunikasi yang lain seperti 

presentasi Perusahaan, laporan tahunan, situs, siaran 

pers, dan e-mail. 

Hubungan Investor secara terus-menerus meningkatkan 

kualitas dan kuantitas penyampaian informasi material, 

baik yang bersifat operasional dan finansial kepada 

investor yang sudah ada dan potensial. Di samping itu, 

secara rutin juga mengikuti forum-forum pertemuan 

investor dalam dan luar negeri serta roadshow.

Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka mengembangkan kompetensi Sekretaris 

Perusahaan, First Media telah mengikuti berbagai 

pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh 

berbagai lembaga.

5. Mengkoordinasikan kegiatan Direksi yang 

berkaitan dengan kegiatan korporasi untuk 

mendukung efektifitas fungsi Direksi dan kinerja 

perusahaan. 

6. Mewakili Direksi untuk berhubungan dengan 

pihak-pihak di luar atau di dalam perusahaan 

sesuai dengan penugasan yang diberikan serta 

kebijakan yang telah ditentukan.

Profil Sekretaris Perusahaan

Profil Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada 

halaman profil Direksi.

Kegiatan Sekretaris Perusahaan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Sekretaris 

Perusahaan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

1. Mengikuti perkembangan peraturan pasar modal 

dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap 

peraturan yang berlaku. Perusahaan menerbitkan 

empat Laporan Keuangan dan satu Laporan 

Tahunan. 

2. Melaksanakan korespondensi dengan regulator 

pasar modal (OJK dan BEI) maupun lembaga-

lembaga penunjang lainnya. 

3. Menyampaikan keterbukaan informasi 

mengenai perusahaan, antara lain dalam 

bentuk siaran pers, dan situs.  

4. Mengkoordinasi penyelenggaraan RUPS 

Tahunan pada tanggal 25 Juni 2021. 

5. Mengkoordinasi pelaksanaan paparan publik 

tahunan tanggal 17 Desember 2021.

No Kegiatan Jumlah 

Aktivitis

1 Laporan Tahunan 1

2 Paparan Publik 1

3 Rapat Umum Pemengang Saham 1
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No Program Penyelenggara Lokasi Tanggal

1 Undangan Sosialisasi Penambahan 
Tampilan Informasi Notasi Khusus pada 
Kode Perusahaan Tercatat dan Penyebaran 
Informasi melalui Kolom Remarks dalam 
JATS

BEI Virtual 22 Januari 2021

2 Undangan untuk Menghadiri Acara Seminar 
Kerja Sama Global Reporting Initiative dan 
PT Bursa Efek Indonesia Tahun 2021

BEI Virtual 2 June - 21 
Oktoberl 2021

3 Undangan Acara Webinar IICD CG 
Conference 2021 dengan tema “The 10th 
ACGS Implementations: Road to ESG in 
Indonesia”

BEI Virtual 27 Mei 2021

4 Undangan untuk Menghadiri Acara ESG 
Capital Market Summit 2021

BEI Virtual 27 Juli 2021

5 Undangan Seremoni Launching e-Voting dan 
Tayangan RUPS eASY.KSEI dalam Rangka 
Penyelenggaraan RUPS secara Elektronik

BEI Virtual 30 September 
2021

6 Undangan Seminar dan Workshop Matriks 4 
RAN SDG’s

BEI Virtual 12 - 13 Oktober 
2021

7 Undangan Virtual Peluncuran Indeks “ESG 
Sector Leaders IDX KEHATI” dan “ESG 
Quality 45 IDX KEHATI”

BEI Virtual 20 Desember 
2021
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Pembentukan Unit Audit Internal didasarkan atas 

peraturan Bapepam-LK No.IX.I.7 Lampiran Keputusan 

Ketua Bapepam-LK No.Kep-496/BL/2008 tanggal 

28 November 2008 mengenai pembentukan dan 

pedoman penyusunan piagam unit audit internal, 

dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat 

profesional, independen dan objektif kepada Presiden 

Direktur terhadap aktivitas dan operasi Perusahaan. 

Peran utama Unit Audit Internal diarahkan untuk 

memberikan kepastian efektivitas tata kelola 

perusahaan, membantu manajemen mengurangi risiko 

operasi, dan lebih lanjut memperkuat efektivitas 

pengendalian internal sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan First Media. 

Dalam menjalankan praktiknya, Unit Audit Internal 

menggunakan kerangka kerja yang sistematis dan 

komprehensif, dengan pendekatan audit berbasis 

risiko (Risk-based audit approach), sebagai upaya 

untuk melindungi aset perusahaan, merek, dan 

keberlangsungan bisnis perusahaan. Hal ini merupakan 

mandat inti dari peran Unit Audit Internal di First 

Media.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal 

akan selalu bekerjasama dengan Komite Audit dan 

merupakan wujud nyata dari komitmen First Media 

dalam menciptakan tata kelola yang baik dan efisien.

Tugas dan Tanggung Jawab

Unit Audit Internal bertugas menguji dan mengevaluasi 

pelaksanaan pengendalian internal dan sistem 

manajemen risiko sesuai kebijakan First Media, 

aktivitas audit meliputi: 

1. Melakukan kerja sama dengan Unit Audit 

Internal di anak perusahaan untuk membuat 

rencana audit tahunan berdasarkan 

pendekatan risiko dan meminta persetujuan 

Presiden Direktur setelah berdiskusi dengan 

Komite Audit atas rencana audit tahunan 

tersebut terlebih dulu; 

2. Melakukan audit di bidang keuangan, akuntansi, 

operasional, sumber daya manusia, teknologi 

informasi dan lainnya;

3. Membuat laporan hasil audit dan 

menyampaikan laporan tersebut kepada 

Presiden Direktur;

4. Memberikan saran perbaikan dan informasi 

yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa 

pada semua tingkat manajemen; 

5. Memantau tindak lanjut rekomendasi audit, 

untuk memastikan bahwa perbaikan telah 

dilakukan dan dijalankan dengan baik secara 

konsisten; 

6. Memastikan pengendalian internal telah 

berjalan baik di semua lini perusahaan untuk 

tercapainya: laporan keuangan yang akurat dan 

terpercaya; operasi yang efektif dan efisien; 

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan; 

7. Bekerja sama dengan Komite Audit; 

8. Melakukan audit ad-hoc sesuai usulan/ 

penugasan Presiden Direktur; 

9. Melakukan evaluasi atas mutu kegiatan audit 

internal yang dilakukannya.

UNIT AUDIT
INTERNAL
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Profil Kepala Unit Audit Internal

Bapak Candra Gunawan memiliki pengalaman dalam 

bidang keuangan dan audit. Beliau meraih gelar 

Strata 1 dalam bidang Akuntansi dari Universitas 

Tarumanegara, Jakarta, serta mendapatkan gelar 

Akuntan (Professional Accountant Educational Program) 

dari Universitas Indonesia. 

Beliau mengawali perjalanan karir dalam bidang 

keuangan dengan bekerja sebagai Semi Senior Auditor 

di Kantor Akuntan Publik Leonard Mulia & Richard 

tahun 2001-2003, Senior Auditor di Kantor Akuntan 

Publik Hendrawinata Gani dan Rekan tahun 2003-

2004, Assistant Manager di Kantor Akuntan Publik 

Siddharta & Widjaja tahun 2004-2010, Department 

Head Corporate Accounting & Planning di PT Multipolar 

Tbk tahun 2010-2011 dan sebagai Division of 

Accounting PT First Media Tbk dari tahun 2012 hingga 

sekarang.

Struktur & Kedudukan Internal Audit

Unit Audit Internal secara struktural dikepalai oleh 

Kepala Unit Audit Internal. Kepala Unit Audit Internal 

ditunjuk dan diberhentikan secara langsung oleh 

Presiden Direktur setelah disetujui oleh Dewan 

Komisaris. Presiden Direktur dapat memberhentikan 

Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat 

persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit 

Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor 

Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 

IX.1.7 dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan 

tugas. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab 

secara penuh dan langsung kepada Presiden Direktur 

dan dibantu 2 (dua) anggota Unit Audit Internal yang 

bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala 

Unit Audit Internal.

CANDRA GUNAWAN

Kepala Unit Audit Internal

“Topik utama 

kegiatan 

Unit Audit Internal 

pada tahun 2021 

adalah peninjauan 

efektifitas 

manajemen risiko 

dan fungsi

pengendalian 

internal 

perusahaan, serta 

efisiensi operasi” 

- Candra Gunawan
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Kualifikasi dan Sertifikasi Unit Audit Internal

Kualifikasi dan Sertifikasi Unit Audit Internal Secara 

umum, persyaratan keanggotaan Unit Audit Internal 

adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang 

profesional, independen, jujur, dan obyektif 

dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman 

mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain 

yang relevan dengan bidang tugasnya.

3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan 

perundangundangan di bidang pasar modal 

dan peraturan perundang-undangan terkait 

lainnya.

4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan 

berkomunikasi baik lisan maupun tertulis 

secara efektif.

5. Wajib mematuhi standar profesi dan kode etik 

yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.

6. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau 

dataPerseroan terkait dengan pelaksanaan 

tugas dan tanggung jawab Audit Internal.

7. Memahami prinsip-prinsip tata kelola 

perusahaan yang baik dan manajemen risiko; 

dan

8. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian 

dan kemampuan profesionalismenya secara 

terus-menerus.

Kegiatan Unit Audit Internal

Topik utama kegiatan Unit Audit Internal pada tahun 

2021 adalah peninjauan efektifitas manajemen risiko 

dan keberfungsian pengendalian internal perusahaan, 

serta efisiensi operasi. Disamping itu, Unit Audit 

Internal juga melakukan audit ad-hoc atas permintaan 

manajemen yang muncul. 

Kegiatan Unit Audit Internal pada tahun 2021 sebagai 

berikut:

1. Perencanaan audit untuk tahun 2021 untuk 

ditetapkan manajemen First Media;

2. Sepanjang tahun 2021 yang diperiksa, telah 

dilakukan 5 (lima) tinjauan audit (surveilance 

audit) untuk menilai kepatuhan kebijakan, 

risiko operasi, dan menguji efektivitas 

pengendalian operasi pada bagian Keuangan, 

Penjualan, Operational Support, Supply Chain 

Management, dan Customer Service;

3. Terdapat 2 (dua) audit khusus (special 

audit) atas permintaan manajemen sebagai 

tanggapan atas risiko yang muncul secara 

spesifik;

4. Selain melakukan kegiatan audit, Unit Audit 

Internal juga sudah secara teratur memantau 

pelaksanaan tindakan dari temuan audit dan 

rekomendasi perbaikan tahun lalu, maupun 

temuan dan rekomendasi pada tahun berjalan.

5. Pemantauan dilakukan pada 5 (lima) temuan 

dan rekomendasi audit sebagai tindak 

lanjut status temuan dan rekomendasi audit 

sebelumnya. Kelima temuan dan rekomendasi 

tersebut sudah diselesaikan oleh pemilik 

proses sesuai dengan arahan Manajemen.

6. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko di 

unit-unit usaha First Media sebagai langkah 

pemutakhiran daftar risiko menyesuaikan 

dengan kondisi terkini lingkungan 

perusahaan.

Rekomendasi utama yang dikeluarkan terkait 

pemeriksaan tersebut adalah:

1. Pengelolaan risiko yang lebih efektif, terkait 

dengan risiko keuangan dan risiko operasi; 

2. Pengelolaan aset yang lebih efektif dan efisien 

untuk tujuan strategis dan operasional;

3. Perbaikan fungsi pengendalian internal pada 

proses penjualan di unit-unit usaha;

4. Perbaikan pada efektivitas proses pengelolaan 

rantai pasok dan kualitas layanan pelanggan di 

unit-unit usaha.
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Unit Audit Internal melaporkan hasil pemeriksaan, 

temuan dan rekomendasi audit kepada Presiden 

Direktur setiap kali pemeriksaan selesai dilaksanakan. 

Temuan dan rekomendasi audit juga dilaporkan secara 

berkala kepada Komite Audit. Keseluruhan hasil dari 

proses audit khusus tersebut telah ditindaklanjuti 

dengan baik oleh manajemen.

Dalam rangka rencana jangka panjang First Media, 

Unit Audit Internal secara bertahap melakukan 

sentralisasi proses audit di seluruh perusahaan. 

Sebelumnya, proses audit dilakukan di setiap anak 

perusahaan oleh Unit Audit Internal masing-masing 

anak perusahaan. Melalui rencana jangka panjang 

First Media, unit-unit kerja audit internal di setiap 

anak perusahaan akan dikonsolidasikan menjadi satu, 

yaitu Unit Audit Internal  First Media, yang akan 

menyelenggarakan seluruh kegiatan audit secara 

terkonsolidasi.

“kami senantiasa 

melakukan penge-

lolaan risiko yang 

efektif dan selalu 

melakukan per-

baikan-perbaikan 

proses yang mem-

berikan nilai tambah 

bagi unit usaha 

kami” - 

Candra Gunawan

CANDRA GUNAWAN

Kepala Unit Audit Internal



0162

05 - TATA KELOLA PERUSAHAAN

SOSIALISASI DAN 
PENYEMPURNAAN PRAKTIK
TATA KELOLA YANG BAIK

Peningkatan Aspek Tata Kelola Melalui Partisipasi 

Pemangku Kepentingan

Dalam rangka memenuhi harapan para pemangku 

kepentingannya, First Media terus meningkatkan 

penerapan praktik tata kelola perusahaan yang 

baik dengan cara memberikan perhatian yang 

semakin terfokus pada masing-masing pemangku 

kepentingan. First Media selanjutnya menyesuaikan 

mekanisme dan kebijakan yang berlaku di perusahaan 

dengan perkembangan ekspektasi para pemangku 

kepentingannya. 

Beberapa perkembangan yang telah dan tengah 

dilakukan di First Media terkait pemenuhan 

ekspektasi pemangku kepentingan di 2021 adalah: 

1. Pencegahan Perdagangan Orang Dalam, Korupsi 

dan Fraud

First Media memiliki kebijakan yang tercantum 

dalam Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional 

yang melarang setiap anggotanya untuk 

menggunakan data dan informasi yang dianggap 

rahasia untuk mendapatkan keuntungan pribadi 

atau untuk kepentingan diri mereka atau pihak 

ketiga lainnya. Kebijakan ini mencakup praktik 

korupsi, kecurangan, dan perdagangan orang 

dalam (insider trading).

2. Kebijakan Seleksi Pemasok

First Media memiliki kebijakan bahwa setiap 

pengadaan barang atau Jasa baik yang sifatnya 

material dan berkelanjutan atau sementara 

harus melalui proses seleksi. Proses seleksi 

ini bisa dilakukan melalui tender terbuka atau 

tertutup dan/atau penunjukan langsung dengan 

syarat telah mempunyai pengalaman kerja sama 

yang baik.  Dalam rangka memenuhi kebijakan 

tersebut, 

First Media melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian terhadap profile dan 

kinerja calon pemasok atau supplier.

2. Menentukan calon pemasok atau supplier.

3. Memanggil atau meminta calon pemasok 

dan supplier untuk ikut berpartisipasi 

dalam rangka pengadaan Barang atau jasa.

4. Melakukan evaluasi terhadap dokumen 

yang ditawarkan oleh calon pemasok atau 

supplier.

5. Memastikan bahwa spesifikasi produk/

jasa yang dibutuhkan produk (barang/

jasa) dimiliki atau dapat di sediakan calon 

pemasok atau supplier.

6. Melakukan negosiasi dan menentukan 

pemenang.

Syarat-syarat menjadi pemasok atau supplier 

antara lain:

1. Perorangan atau Badan Hukum.

2. Mempunyai produk yang dibutuhkan oleh  

First Media Group.

3. Memiliki keahlian dan reputasi bagus di 

bidangnya

4. Mampu memberikan servis yang baik 

dan harga yang kompetitif serta memiliki 

integritas yang tinggi.

5. Memiliki kinerja keuangan dan operasional 

Perusahaan yang baik minimal 3 tahun 

terakhir.

6. Dan lainnya yang ditentukan sesuai 

dengan jenis pengadaan Barang/Jasa.
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3. Pemenuhan Hak Kreditur

Dari waktu ke waktu First Media 

membutuhkan pembiayaan dalam jumlah 

besar yang dapat diperoleh dari aksi korporasi 

maupun dalam bentuk fasilitas pinjaman 

dari kreditur. Untuk itu, First Media perlu 

senantiasa memerhatikan kepentingan 

kreditur agar dapat terus mendapatkan 

kepercayaan dari kreditur, sehingga prospek 

pertumbuhannya dalam jangka panjang 

dapat terus terjaga.  Dalam hal First Media 

melakukan kesepakatan Pinjaman dengan 

Kreditur, maka First Media memiliki hak dan 

kewajiban antara lain sebagai berikut :

1. Hak First Media

• Memperoleh Pinjaman sebagaimana 

yang telah diperjanjikan dengan 

Kreditur; 

• Memperoleh data atau informasi 

yang berkaitan dengan pencatatan 

realisasi penggunaan fasilitas kredit 

dan pembayaran kewajiban yang telah 

dilakukan oleh First Media; 

• Mendapat layanan dari Kreditur 

sebagaimana yang telah diperjanjikan; 

• Mengajukan keberatan perhitungan 

bunga Pinjaman dan provisi 

kepada Kreditur apabila terjadi 

ketidaksesuaian perhitungan antara 

Kreditur dan First Media; dan

• Memperoleh kembali dokumen asli 

yang dijadikan sebagai jaminan atau 

agunan Pinjaman.

2. Kewajiban First Media

• Melakukan pembayaran hutang pokok, 

bunga dan/ atau provisi kepada Kreditur 

tepat waktu.

• Memberikan informasi secara transparan, 

akurat dan tepat waktu baik pada 

saat permintaan maupun penggunaan 

Pinjaman.

• Menjaga rasio keuangan sesuai dengan 

rasio yang disepakati dengan Kreditur.

• Mendahulukan penyelesaian atas segala 

kewajiban yang timbul dari realisasi 

Pinjaman yang digunakan di atas 

kepentingan First Media.

• Menyampaikan laporan keuangan 

tahunan yang diaudit paling lambat 3 

(tiga) bulan setelah tutup buku tahun 

yang bersangkutan.

• Menggunakan Pinjaman sesuai 

dengan tujuan pengguna Kredit yang 

diperjanjikan.

• Memberitahukan kepada kreditur apabila 

terjadi perubahan susunan pengurus dan/

atau pemegang saham First Media.

• Memberitahukan kepada kreditur 

pembagian dividen kepada pemegang 

saham First Media.

• Menyampaikan salinan akta perubahan 

Anggaran Dasar Perseroan setiap ada 

perubahan.

• Tidak mengikatkan diri sebagai penjamin 

hutang atau menjaminkan harta kekayaan 

First Media kepada pihak lain, kecuali atas 

ijin kreditur.
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Akses & Transparansi Informasi 

First Media menyebarluaskan informasi aktivitas dan 

kinerja First Media secara berkala. Keterbukaan dalam 

rangka memenuhi amanat dan ketentuan kepada 

Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan yang First Media 

lakukan sepanjang 2021 diantaranya menerbitkan 

buku Laporan Tahunan yang dibagikan kepada 

pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, 

serta  penyerahan laporan secara rutin, publikasi usaha 

First Media dan akurasi laporan keuangan.

KETERBUKAAN
INFORMASI

Iklan Publikasi dan Pemberitahuan

Sepanjang 2021, First Media telah melakukan 

iklan pengumuman di media cetak. Berikut 

adalah daftar iklan publikasi First Media tahun 

2021 melalui iklan publikasi pemberitahuan 

atau pengumuman yang kami sampaikan melalui 

media massa sepanjang tahun 2021.

No Deskripsi Media Tanggal Terbit

1 Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham 

Tahunan

Investor Daily 28 April 2021

2 Pemanggilan RUPST Investor Daily 3 Juni 2021

3 Laporan Keuangan Tahunan 2021 Investor Daily 31 Mei 2021

4 Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST Investor Daily 29 Juni 2021

5 Laporan Keuangan Tengah Tahunan Investor Daily 31 Agustus 2021

Situs Web

First Media senantiasa memasukan kepatuhan 

terhadap ketentuan keterbukaan informasi 

kepada khalayak eksternal. Kepatuhan terhadap 

hal ini, khususnya dalam penyampaian sejumlah 

laporan dan informasi penting lainnya yang harus 

dimuat dalam situs web. First Media mengelola 

situs web dengan alamat www.firstmedia.co.id.

Adapun laporan maupun informasi lainnya 

yang wajib disampaikan dalam situs web adalah 

laporan keuangan triwulan, laporan keuangan 

tahunan, laporan registrasi pemegang efek, 

laporan data hutang valas, laporan tahunan, 

materi paparan publik, piagam dan keterbukaan 

informasi yang perlu diketahui publik.
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Paparan Publik Tahunan

Perseroan pada tahun 2021, telah melaksanakan 

kewajiban keterbukaan informasi dalam bentuk acara 

Paparan Publik yang berlangsung secara virtual atau 

online. 

Kegiatan paparan publik selain untuk memenuhi 

Peraturan Nomor I-E Keputusan Direksi PT Bursa Efek 

Indonesia No.: Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 1 

Februari 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor 

I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi 

(“Peraturan”),  juga memberikan kepastian kepada 

pemegang saham atas perkembangan investasi bisnis 

yang mereka tanamkan selama ini. 

Secara ringkas, hasil paparan publik tahunan Perseroan 

telah disampaikan ke Bursa Efek Indonesia dan 

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana disampaikan 

dibawah ini hasil acara tersebut:

PAPARAN
PUBLIK TAHUNAN

1. Paparan Publik Tahunan telah dilaksanakan 

pada :

• Hari/Tanggal : Jumat, 17 Desember 2021

• Waktu : 10.04 - 10.27 WIB

• Tempat : Berlangsung virtual melalui 

aplikasi Cisco Webex.

2. Manajemen yang hadir:

• Bp. Harianda Noerlan - Presiden Direktur

• Bp. Budi Erawanto - Direktur

• Bp. Widjaya Hambali - Komisaris 

Independen

• Bp. Lim Benni - Komisaris

3. Publik yang hadir:

• Investor individu;

• Karyawan Perseroan; dan 

• Wartawan dari berbagai institusi media.
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Pendahuluan

Sejak 19 Oktober 2010 First Media telah 

memberlakukan Kode Etik dan Tanggung Jawab 

Profesional (Kode Etik) melalui Surat Keputusan 

Direksi No: SK No.002/DIR/IV/15, sebagai salah satu 

bentuk komitmen First Media dalam implementasi 

GCG. Berpedoman pada standar internasional, 

komitmen untuk senantiasa patuh pada peraturan 

yang berlaku, dan penerapan prinsip tata kelola yang 

baik di First Media, maka secara fundamental penting 

bagi First Media untuk menetapkan Standar Kode 

Etik dan Tanggung Jawab Profesional. Selain itu juga 

sebagai salah satu tolok ukur dalam upaya untuk 

mencapai keseimbangan operasional usaha First 

Media dan juga untuk memperoleh kesinambungan 

usaha jangka panjangnya yang tidak hanya tercermin 

dari kepatuhan First Media terhadap aturan yang 

bersifat mengikat.

Seluruh manajemen dan karyawan wajib memahami 

standar Kode Etik ini sebagai dasar penerapan 

dalam berperilaku yang mengatur hubungan antara 

karyawan dengan First Media, sesama karyawan, 

pelanggan, pemasok, pemegang saham, pemangku 

kepentingan, pemerintah dan masyarakat. Kode 

Etik ini memuat kumpulan komitmen-komitmen 

yang terdiri dari etika bisnis dan etika kerja setiap 

anggota First Media. Sebagai pelaksanaan atas 

Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional First 

Media, setiap anggota First Media menandatangani 

Pernyataan atas Keterbukaan Informasi (Statement 

on Disclosure) yang pada intinya adalah pemberian 

konfirmasi bahwa telah membaca serta mengerti 

sepenuhnya dan oleh karenanya memberikan 

komitmen untuk memenuhi Kode Etik dan Tanggung 

Jawab Profesional sebagaimana ditetapkan First 

Media dan yang akan diubah dari waktu ke waktu. 

Sepanjang tahun 2021 First Media tidak menemukan 

adanya pelanggaran kode etik yang dapat mengganggu 

kelangsungan operasional First Media.

KODE ETIK DAN
TANGGUNG JAWAB 
PROFESIONAL

Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Selain diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan, 

tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi 

dipertegas dan diperinci dalam Piagam Dewan 

Komisaris dan Piagam Direksi yang mengatur praktik 

GCG khusus untuk Dewan Komisaris dan Direksi.

Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi berisi 

kesepakatan antara Direksi dan Dewan Komisaris 

mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing organ perusahaan untuk meningkatkan 

kualitas dan efektifitas hubungan kerja antar organ 

perusahaan, menerapkan asas-asas GCG serta 
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membangun kemandirian dalam membuat keputusan 

dan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing sesuai dengan harapan pemegang 

saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Piagam Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh 

seluruh anggota Dewan Komisaris dan Piagam Direksi 

yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi, 

disahkan pada tanggal 1 Juni 2016 dan telah dimuat di 

situs web First Media (www.firstmedia.co.id).

Peraturan Perusahaan

Peraturan perusahaan adalah dokumen yang wajib 

dimiliki setiap perusahaan di Indonesia yang memenuhi 

ketentuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan perusahaan First Media disusun sejalan 

dengan falsafah Pancasila dan Program Pembangunan 

Nasional, khususnya dalam hal perbaikan ekonomi 

serta peningkatan taraf hidup bangsa. Berkaitan 

dengan hal tersebut, First Media berkeinginan untuk 

tidak hanya berperan serta dalam pembangunan 

perekonomian Indonesia dengan mengembangkan 

kegiatan usahanya, namun juga dengan 

mengembangkan sumber daya manusianya melalui 

peningkatan kompetisi dan kompetensi sumber daya 

manusianya.

Upaya First Media dalam melaksanakan tata kelola 

perusahaan tercermin mulai dari visi, misi dan nilai-nilai 

First Media, hingga bagaimana First Media menaati 

peraturan yang berlaku dalam mencapai visi, misi, dan 

nilai-nilai tersebut. Kesadaran bahwa First Media harus 

menjadi bagian dari good corporate citizen, First Media 

menetapkan peraturan yang seimbang dalam mengatur 

hubungan eksternal dan internal First Media.

Pihak yang terkait dengan hubungan eksternal First 

Media, diantaranya lembaga pemerintahan dan 

independen yang berkaitan dengan kegiatan usaha First 

Media, pengguna jasa layanan First Media, perusahaan 

rekanan dalam kegiatan usaha First Media, dan 

masyarakat yang berada di sekitar tempat usaha First 

Media. Sedangkan pihak yang terkait hubungan internal 

First Media adalah organ First Media dan karyawannya. 

Untuk itulah First Media menyusun serangkaian 

peraturan yang ditetapkan sebagai peraturan 

perusahaan.
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Berdasarkan kesadaran First Media dalam menetapkan 

peraturan yang seimbang dalam mengatur hubungan 

eksternal dan internal First Media dan mewujudkan 

tata kelola perusahaan yang baik, disusunlah 

peraturan yang mencakup prinsip etika bisnis yang 

bermartabat, kebijakan dan prosedur, manajemen 

risiko, pengendalian dan pengawasan internal, 

kepemimpinan, pengelolaan tugas dan tanggung 

jawab, pemberdayaan manajemen dan kompetisi 

karyawan lengkap dengan sistem evaluasi kerja, serta 

penghargaan.

Peraturan perusahaan yang ditetapkan First 

Media harus mampu memperkuat struktur tata 

kelola perusahaan agar tercipta hubungan kerja 

yang harmonis, sekaligus efektif antar organ dan 

karyawan First Media. Sistem pengawasan, evaluasi, 

dan tindakan harus berlandasan keakuratan dan 

akuntabilitas, tanpa menghambat kinerja setiap 

organ First Media. Dengan demikian, proses tata 

kelola perusahaan dapat dilakukan dengan mutu 

yang terus semakin meningkat, mulai dari tingkat 

karyawan, manajemen, hingga ke tingkat pimpinan 

First Media. Proses tata kelola yang terus meningkat 

ini akan berujung kepada terpeliharanya hubungan 

eksternal dan internal First Media.

Pengelolaan sumber daya manusia telah ditetapkan 

sebagai salah satu bagian dalam rencana strategis 

pengembangan First Media, karena dengan cara 

demikian First Media dapat dengan mulus dan secara 

berkesinambungan meningkatkan kemampuannya 

untuk berkompetisi dengan perusahaan lainnya di 

Indonesia.

First Media senantiasa meyakini bahwa sumber 

daya manusia adalah aset yang sangat penting 

bagi eksistensi, kesinambungan pertumbuhan dan 

perkembangan First Media dalam jangka panjang. 

Berbagai aspek dipertimbangkan oleh First Media 

agar dapat tercipta hubungan yang serasi, aman, 

mantap, tentram, dan dinamis antara First Media 

dengan seluruh karyawannya, antara lain melalui 

adanya kejelasan dalam pemberian tugas, hak, 

dan kewajiban harian masing-masing karyawan, 

memberikan perhatian akan kesehatan karyawan, 

serta atmosfer lingkungan kerja yang menunjang 

kinerja karyawan. Aspek-aspek tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan 

membantu menciptakan ketenteraman dan kepuasan 

karyawan dalam bekerja sehingga akan sangat 

membantu menyelesaikan masalah-masalah yang 

mungkin timbul secara musyawarah.

Peraturan perusahaan First Media telah disusun 

sesuai ketentuan peraturan perundangan yang 

berlaku serta sejalan dengan nilai-nilai inti 

perusahaan. Dokumen tersebut telah disahkan 

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja – Kementerian Tenaga Kerja Republik 

Indonesia Nomor: Kep.403/PHIJSK-PK/PP/III/2016 

tanggal 29 Maret 2016 tentang Pengesahan 

Peraturan Perusahaan PT First Media Tbk.

Secara umum, Peraturan Perusahaan First Media 

memuat hak dan kewajiban karyawan dan First 

Media, serta ketentuan yang bertujuan membina 

hubungan serasi, selaras, dan seimbang dalam 

usaha meningkatkan efisiensi, produktivitas dan 

prestasi kerja yang optimal. Diharapkan Peraturan 

Perusahaan First Media dapat mewujudkan 

terciptanya hubungan industrial yang kondusif 

antara karyawan dan First Media, dengan 

memperhatikan peraturan perundangundangan 

dan peraturan pemerintah yang berlaku, termasuk 

penyesuaiannya di kemudian hari.

Kebijakan Perusahaan

Kebijakan perusahaan merupakan penjabaran dari 

hukum, peraturan, dan sasaran yang ditetapkan 

oleh Direksi sebagai pegangan manajemen dalam 

melakukan kegiatan usaha. Produk kebijakan- 

kebijakan strategis perusahaan mencerminkan 

komitmen First Media untuk menerapkan GCG dalam 

segala aktivitasnya. Kebijakan perusahaan yang 

diambil selalu memperhatikan nilai-nilai inti dan sifat-

sifat kepemimpinan perusahaan. 
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“kami meyakini bahwa sumber daya manusia adalah aset yang sangat pent-

ing bagi eksistensi, kesinambungan pertumbuhan dan perkembangan First 

Media dalam jangka panjang” - Budi Erawanto
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Latar Belakang

Sejalan dengan komitmen perusahaan untuk 

melakukan implementasi Good Corporate Governance 

(GCG), First Media senantiasa berusaha untuk 

memperhatikan kepentingan setiap stakeholders 

berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sesuai 

prinsip Good Corporate Governance (GCG). Dalam 

rangka hal tersebut, diperlukan suatu sistem 

pengawasan yang baik, efisien dan berlaku untuk 

seluruh anak perusahaan First Media, termasuk para 

pemangku kepentingannya. Dalam pelaksanaannya, 

seringkali muncul pengaduan pelanggaran dari 

pihak stakeholders sebagai akibat dari kurang 

diperhatikannya hak-hak stakeholders dengan baik atau 

bahkan kadang-kadang terabaikan oleh perusahaan. 

Pengaduan pelanggaran oleh stakeholders, apabila tidak 

diselesaikan dengan baik akan berpotensi merugikan 

stakeholders dan atau perusahaan sendiri. Sebuah 

mekanisme standar dalam penanganan pengaduan 

pelanggaran mutlak diperlukan agar tidak terjadi 

perselisihan atau sengketa yang berlarut-larut antara 

pihak stakeholders dan perusahaan, sehingga persoalan 

tersebut tidak berlanjut pada persoalan turunnya 

reputasi dan kepercayaan masyarakat pada perusahaan. 

Oleh karena itu, First Media telah menyusun dan 

mengembangkan whistleblowing system (WBS) sejak 

tahun 2011.

Maksud & Tujuan

Penyelesaian pengaduan pelanggaran oleh 

stakeholders merupakan salah satu bentuk 

peningkatan perlindungan stakeholders dalam 

rangka menjamin hak-haknya dalam berhubungan 

dengan perusahaan dan menjamin penanganan 

yang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang 

ditetapkan oleh perusahaan, pemerintah dan aparat 

berwajib. Untuk itu maka perlu dirumuskan kebijakan, 

sistem dan prosedur penanganan yang selaras untuk 

mengatur penyelesaian pengaduan pelanggaran bagi 

stakeholders dalam suatu Kebijakan Pengelolaan 

SISTEM PENGADUAN 
PELANGGARAN

Pengaduan Pelanggaran. Adapun maksud dan 

tujuannya :

1. Maksud penyusunan Kebijakan Pengelolaan 

Pengaduan Pelanggaran sebagai dasar atau 

pedoman pelaksanaan dalam menangani 

Pengaduan Pelanggaran dari stakeholders 

untuk menjamin terselenggaranya mekanisme 

penyelesaian pengaduan pelanggaran yang 

efektif dalam jangka waktu memadai oleh 

stakeholders.

2. Tujuan penyusunan Kebijakan Pengelolaan 

Pengaduan Pelanggaran ini adalah sebagai 

upaya dalam pengungkapan berbagai 

permasalahan dalam perusahaan yang tidak 

sesuai dengan standar etika yang berlaku di 

perusahaan.  

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan 

Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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5. Pedoman Sistem Pengaduan Pelanggaran 

(Whistleblowing System) tahun 2008 oleh 

Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG).

6. Peraturan Perusahaan dan Kode Etik dan 

Tanggung Jawab Profesional PT First Media 

Tbk.

Ruang Lingkup

Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran ini 

diberlakukan bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan 

seluruh karyawan di lingkungan PT First Media 

Tbk dan seluruh unit usahanya dalam menjalankan 

tugas sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance (GCG).

Pengertian

1. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan 

yang mewakili pemegang saham untuk 

melakukan pengawasan dan memberikan 

arahan/nasihat kepada Direksi dalam 

pengelolaan perusahaan serta menjalankan 

fungsi untuk memperkuat citra perusahaan di 

mata masyarakat dan para pemegang saham.

2. Direksi adalah organ perusahaan yang 

bertanggung jawab penuh atas pengelolaan 

perusahaan, untuk kepentingan dan tujuan 

perusahaan, serta mewakili perusahaan baik 

di dalam maupun di luar pengadilan sesuai 

dengan ketentuan Anggaran Dasar, tunduk 

pada semua peraturan yang berlaku terhadap 

Perusahaan Publik dan tetap berpegang 

pada penerapan prinsip Good Corporate 

Governance.

3. Organ Pendukung Dewan Komisaris adalah 

organ yang membantu Dewan Komisaris 

dalam melaksanakan fungsi pengawasan 

perusahaan, seperti Komite Audit, Komite 

Remunerasi, Komite Nominasi, dan 

Sekretaris Dewan Komisaris.

4. PT First Media Tbk dan seluruh unit 

usahanya, yang selanjutnya disebut First 

Media, adalah Perusahaan Publik.

5. Karyawan First Media merupakan pekerja First 

Media yang pengangkatan, pemberhentian 

serta hak dan kewajibannya ditetapkan 

oleh Direksi berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang 

ketenagakerjaan.

6. Penerima Pengaduan Pelanggaran adalah 

Direksi dan Dewan Komisaris.

7. Pengaduan Pelanggaran adalah pengungkapan 

tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan 

hukum.

8. Pelanggaran adalah perbuatan tidak etis/

tidak bermoral atau perbuatan lain yang 

dapat merugikan organisasi maupun para 

pemangku kepentingan (stakeholders), yang 

dilakukan oleh karyawan atau pimpinan 

organisasi kepada pimpinan organisasi atau 

lembaga lain yang dapat mengambil tindakan 

atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan 

ini umumnya dilakukan secara rahasia 

(confidential).

9. Pelapor Pelanggaran adalah pihak internal 

yaitu karyawan perusahaan itu sendiri, dan 

tidak tertutup adanya pelapor berasal dari 

pihak eksternal yaitu peserta, pemasok, 

regulator, stakeholders yang lainnya.

10. Terlapor Pelanggaran adalah orang yang 

diadukan/dilaporkan atas adanya indikasi/

dugaan melakukan pelanggaran Kode Etik 

dan Tanggung Jawab Profesional (Code Of 

Conduct).
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11. Perwakilan stakeholders adalah perseorangan, 

lembaga dan atau badan hukum yang 

bertindak untuk dan atas nama stakeholders 

dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari 

stakeholders.

12. Stakeholders adalah para pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan.

13. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran adalah 

tim yang terdiri dari anggota Unit Internal 

Audit, Divisi Human Resources dan unit kerja 

lain yang berada di bawah kewenangan Direksi 

berdasarkan Keputusan Direksi.

14. Pelanggaran Disiplin adalah perbuatan yang 

melanggar ketentuan disiplin karyawan 

perusahaan.

15. Sidang Disiplin adalah sidang yang diadakan 

untuk memutuskan perkara atas pelanggaran 

disiplin.

16. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum dimana larangan 

tersebut disertai ancaman atau sanksi bagi 

yang melanggarnya sebagaimana diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketentuan dalam Penanganan Pengaduan 

Pelanggaran

Kebijakan

Penerimaan dan Penyelesaian Pengaduan Pelanggaran

1. First Media wajib menerima pengaduan 

pelanggaran dari pihak internal maupun 

eksternal.

2. First Media wajib menerima dan menyelesaikan 

pengaduan pelanggaran baik dari pelapor yang 

mencantumkan identitasnya maupun yang tidak.

3. First Media menyediakan 2 (dua) saluran 

pengelolaan pengaduan, yaitu melalui jalur 

Direksi dan jalur Dewan Komisaris sesuai 

dengan level pelaku pelanggaran. 

Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran

1. Kewenangan Direksi dan Pembentukan Tim 

Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang diduga 

dilakukan oleh Karyawan First Media

• Direksi bertanggung Jawab atas terlaksananya 

Kebijakan Pengelolaan Pengaduan 

Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh 

Karyawan First Media sebagaimana 

ditentukan di dalam pedoman ini.

• Direksi membentuk Tim Pengelola Pengaduan 

Pelanggaran yang beranggotakan perwakilan 

dari Satuan Pengawasan Internal (SPI), 

Divisi Human Resources dan pihak lain yang 

diperlukan sesuai dengan kompetensi dan 

keahliannya berdasarkan keputusan Direksi.

• Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran 

jalur Direksi adalah Satuan Pengawasan Internal 

(SPI).

• Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur 

Direksi bertugas untuk menindaklanjuti 

Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan 

oleh Karyawan First Media.

2. Kewenangan Dewan Komisaris dan pembentukan 

Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang 

diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, 

Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Kepala 

Unit Kerja.

• Dewan Komisaris bertanggung jawab 

atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan 

Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan 

oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ 

Penunjang Dewan Komisaris dan Kepala 

Unit Kerja sebagaimana ditentukan di dalam 

pedoman ini.
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• Dewan Komisaris membentuk Tim Pengelola 

Pengaduan Pelanggaran yang beranggotakan 

perwakilan dari Komite Audit dan pihak lain 

yang diperlukan sesuai dengan kompetensi 

dan keahliannya berdasarkan keputusan 

Dewan Komisaris.

• Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran 

jalur Dewan Komisaris adalah Komite Audit.

• Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran 

jalur Dewan Komisaris bertugas untuk 

menindaklanjuti pelanggaran yang diduga 

dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, 

Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Kepala 

Unit Kerja.
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PENGELOLAAN
PENGADUAN PELANGGARAN

Penerimaan dan Penyelesaian Pengaduan 

Pelanggaran

1. Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan 

oleh Karyawan First Media ditujukan kepada 

Direksi Perusahaan.

2. Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan 

oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ 

Penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit 

Kerja ditujukan kepada Dewan Komisaris First 

Media.

3. Apabila penerima pengaduan pelanggaran 

bukan Direksi atau Dewan Komisaris, maka 

yang bersangkutan wajib meneruskan 

pengaduan pelanggaran tersebut kepada 

Direksi atau Dewan Komisaris.

4. First Media menerima setiap pengaduan 

pelanggaran yang diajukan oleh stakeholders 

dan/atau perwakilan stakeholders baik secara 

lisan maupun tertulis.

5. First Media dalam hal ini Tim Pengelola 

Pengaduan Pelanggaran, memberikan 

penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur 

penyelesaian pengaduan pelanggaran pada 

saat stakeholders dan/atau perwakilan 

stakeholders mengajukan pengaduan 

pelanggaran.

6. Pengaduan pelanggaran yang diduga 

dilakukan oleh Karyawan First Media 

sebagaimana dimaksud di dalam pedoman ini 

dilakukan secara tertulis dengan mekanisme 

menyampaikan surat resmi yang ditujukan 

kepada Direksi, dengan cara diantar langsung 

atau melalui pos ke First Media dengan alamat 

:

Direksi PT FIRST MEDIA, Tbk

u.p Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran

LIPPO CYBER PARK

Bulevar Gajah Mada No. 2170 Lippo Village

Tangerang 15811

7. Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan 

oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ 

Penunjang Dewan Komisaris dan Kepala 

Unit Kerja sebagaimana dimaksud di dalam 

pedoman ini dilakukan secara tertulis dengan 

mekanisme menyampaikan surat resmi yang 

ditujukan kepada Direksi, dengan cara diantar 

langsung atau melalui pos ke First Media 

dengan alamat :

Dewan Komisaris PT FIRST MEDIA, Tbk

u.p Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran

LIPPO CYBER PARK

Bulevar Gajah Mada No. 2170 Lippo Village

Tangerang 15811

8. Pengaduan pelanggaran secara tertulis 

sebaiknya dilengkapi fotokopi identitas dan 

bukti pendukung seperti dokumen yang 

berkaitan dengan transaksi yang dilakukan 

dan/atau pengaduan pelanggaran yang akan 

disampaikan.

9. Pengaduan pelanggaran secara tertulis tanpa 

identitas wajib dilengkapi bukti pendukung 

seperti dokumen yang berkaitan dengan 

transaksi yang dilakukan dan/atau pengaduan 

pelanggaran yang akan disampaikan.

10. Perusahaan wajib memberikan tanda terima 

jika pengaduan pelanggaran diajukan secara 

tertulis beridentitas.

11. Apabila pengaduan pelanggaran diajukan 

oleh perwakilan stakeholders, maka selain 

dokumen di atas juga diserahkan dokumen 

lainnya yaitu:

• Fotokopi bukti identitas stakeholders dan 

perwakilan stakeholders

• Surat Kuasa dari stakeholders 

kepada perwakilan stakeholders yang 

menyatakan bahwa stakeholders 

memberikan kewenangan bertindak 

untuk dan atas nama stakeholders. Jika 

perwakilan stakeholders adalah lembaga 
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atau badan hukum, maka harus dilampiri 

dengan dokumen yang menyatakan 

bahwa pihak yang mengajukan 

pengaduan berwenang untuk mewakili 

lembaga atau badan hukum tersebut.

12. First Media wajib menyampaikan bukti 

tanda terima pengaduan pelanggaran 

kepada stakeholders dan/atau perwakilan 

stakeholders yang mengajukan pengaduan.

Proses Penanganan Pengaduan

1. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran 

melakukan verifikasi atas laporan yang masuk 

berdasarkan catatan tim. Tim Pengelola 

Pengaduan Pelanggaran akan memutuskan 

perlu tidaknya dilakukan investigasi atas 

pengaduan pelanggaran dalam waktu 30 (tiga 

puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 

30 (tiga puluh) hari kerja.

2. Apabila hasil verifikasi sebagaimana ayat (1) 

menunjukkan bahwa pengaduan tidak benar 

dan tidak ada bukti maka tidak akan diproses 

lebih lanjut.

3. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya 

indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti 

yang cukup, maka pengaduan dapat diproses 

ke tahap investigasi.

4. Terkait pengaduan pelanggaran yang 

melibatkan oknum Karyawan First Media yang 

memerlukan investigasi, wajib ditindaklanjuti 

oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran 

tingkat Direksi untuk diinvestigasi.

5. Terkait pengaduan pelanggaran yang 

melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, Organ 

Penunjang Dewan Komisaris dan Kepala 

Unit Kerja yang memerlukan investigasi, 

wajib ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola 

Pengaduan Pelanggaran tingkat Komisaris 

untuk diinvestigasi.

6. Pelaku pelanggaran yang telah terbukti 

berdasarkan hasil investigasi, akan diproses 

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Apabila hasil investigasi terbukti adanya 

pelanggaran disiplin oleh Karyawan First 

Media, maka dapat ditindaklanjuti sidang 

disiplin sesuai ketentuan yang berlaku 

dengan Direksi sebagai hakim, Satuan 

Pengawas Internal (SPI) sebagai penuntut, 

Divisi Human Resources atau Divisi Hukum 

sebagai pembela dan pendapat atau 

masukan dari atasan yang bersangkutan.

8. Apabila hasil investigasi terbukti adanya 

pelanggaran oleh Karyawan First Media 

yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat 

ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku 

kepada lembaga penegak hukum dengan 

Direksi atau yang diberi kuasa untuk itu 

sebagai pejabat penyerah perkara.

Administrasi Pengaduan

1. Seluruh proses pengaduan pelanggaran 

diadministrasikan secara baik oleh Tim 

Pengelola Pengaduan Pelanggaran.

2. Catatan penerimaan pengaduan pelanggaran 

memuat sekurangnya:

• Nomor registrasi.

• Tanggal penerimaan.

• Petugas penerima.

• Deskripsi singkat.

Pemantauan Tindak Lanjut

1. Pemantauan tindak lanjut pengaduan 

pelanggaran dilakukan oleh Tim Pengelola 

Pengaduan Pelanggaran.

2. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran 

dibawah pimpinan Ketua Tim Pengelola 

Pengaduan harus menginformasikan 

pengaduan pelanggaran yang masuk, yang 

diinvestigasi, dan yang dianggap selesai 

kepada Direksi setiap saat diperlukan.
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3. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran 

dibawah pimpinan Komite Audit harus 

menginformasikan pengaduan pelanggaran 

yang masuk, yang diinvestigasi, dan yang 

dianggap selesai kepada Dewan Komisaris 

setiap saat diperlukan.

Penyampaian Tanggapan

1. First Media melalui Tim Pengelola Pengaduan 

Pelanggaran dapat menginformasikan dan/

atau memberikan tanggapan atas status 

proses penyelesaian pengaduan pelanggaran 

kepada stakeholders dan/atau perwakilan 

stakeholders yang meminta penjelasan kepada 

First Media mengenai pengaduan pelanggaran 

yang diajukannya.

2. Untuk pengaduan pelanggaran tanpa identitas, 

tidak ada kewajiban First Media untuk 

memberikan tanggapan.

Publikasi dan Sosialisasi

First Media wajib mempublikasikan serta 

mensosialisasikan Kebijakan Pengelolaaan Pengaduan 

Pelanggaran kepada seluruh Karyawan First Media 

maupun stakeholders melalui berbagai media 

perusahaan, seperti:

1. Mendapatkan surat pernyataan yang telah 

ditandatangani perihal dukungan dari seluruh 

Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan seluruh 

Karyawan First Media terhadap pelaksanaan 

Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran.

2. Mencetak dan mendistribusikan kebijakan ini.
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PERLINDUNGAN
DAN APRESIASI

Perlindungan Pelapor dan Terlapor

1. First Media berkewajiban untuk melindungi 

pelapor.

2. Perlindungan pelapor dimaksudkan untuk 

mendorong keberanian melaporkan pelanggaran.

3. Perlindungan pelapor meliputi:

• Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan 

isi laporan.

• Jaminan keamanan bagi pelapor maupun 

keluarganya.

• Jaminan perlindungan terhadap perlakuan 

yang merugikannya.

• First Media memberikan jaminan 

kerahasiaan identitas terlapor sampai 

berubah pada status terperiksa.

Apresiasi Pelapor

1. First Media dapat memberikan penghargaan 

kepada pelapor atas pelanggaran yang dapat 

dibuktikan sehingga aset/keuangan First Media 

dapat diselamatkan.

2. Penghargaan diberikan melalui kebijakan Direksi.

Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran

Pihak yang berhak melakukan pelaporan adalah setiap 

pihak terkait First Media atau pihak ketiga di luar 

First Media yang merasa dirugikan atau hanya ingin 

melaporkan terjadinya dugaan pelanggaran. Laporan 

dugaan pelanggaran dapat dilakukan oleh Pelapor dengan 

mengirimkan laporan tertulis melalui ke alamat di bawah 

ini: 

PT First Media Tbk

BeritaSatu Plaza 4th Floor, Suite 401

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan

U.p. Komisaris Independen/Komite Audit

Perlindungan Bagi Pelapor

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, First Media 

akan memberikan perlindungan terhadap pelapor. 

Perlindungan bagi pelapor meliputi: 

1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi 

laporan yang disampaikan; 

2. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan 

yang merugikan pelapor; 

3. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya 

tindakan ancaman, intimidasi, hukuman 

ataupun tindakan tidak menyenangkan dari 

pihak terlapor. 

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor 

melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Penanganan Pengaduan

Setiap laporan WBS yang masuk akan dicatat dan 

didaftarkan pada registrasi khusus yang dibuat oleh 

Tim WBS, kemudian dievaluasi berdasarkan bukti-bukti 

yang diperoleh, kemudian dibuat rekomendasi apakah 

akan dilakukan investigasi lebih lanjut untuk melakukan 

pendalaman. Di dalam melakukan pendalaman dan 

mencari bukti-bukti atas dugaan pelanggaran, Tim WBS 

dapat meminta Unit Audit Internal untuk melaksanakan 

hal tersebut.

1. Apabila dugaan pelanggaran yang dilaporkan 

membutuhkan keahlian lebih khusus termasuk 

melakukan audit forensik, Tim WBS dapat 

meminta pihak ketiga independen untuk 

melakukan hal tersebut.

2. Bilamana laporan dugaan pelanggaran tidak 

memenuhi syarat minimal pelaporan dalam 

system WBS, Tim WBS dapat menyatakan tidak 

akan melanjutkannya ke tahap investigasi, dan 

menutup masalah yang dilaporkan tersebut.

3. Jika laporan dugaan pelanggaran tersebut 

ditindaklanjuti dengan investigasi, maka 

Tim WBS menyampaikan perkembangannya 

kepada Dewan Komisaris.

4. Setelah selesai investigasi, maka Tim WBS 

menyampaikan laporan dan rekomendasi 

kepada Dewan Komisaris, yang kemudian 

akan diterbitkan Surat Keputusan Dewan 

Komisaris yang antara lain keputusannya adalah 

penindakan, perbaikan sistem atau penutupan 

kasus.
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SISTEM 
PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal yang berlaku di First Media 

mencakup:

1. Lingkungan pengendalian internal dalam 

perusahaan yang disiplin dan terstruktur 

termasuk nilai-nilai perusahaan, code of 

conduct, peraturan perusahaan, pengendalian 

keuangan, operasional, SDM dan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan;

2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha;

3. Aktifitas pengendalian;

4. Sistem informasi dan komunikasi; dan

5. Pemantauan.

Dalam penerapannya, sistem pengendalian internal 

lini di First Media dilakukan oleh masing-masing 

fungsi yang berkaitan langsung dengan setiap line of 

defense: risk owner, risk control, dan risk assurance, yang 

aktifitasnya diatur melalui berbagai kebijakan berupa 

pedoman, SOP, dan intruksi kerja. 

Efektivitas Pengendalian Internal

Efektivitas sistem pengendalian internal beserta tindak 

lanjutnya dilakukan dengan mempertimbangkan 

karakter temuan oleh unit audit internal. Untuk 

temuan-temuan yang menyangkut proses bisnis, 

pembenahan dilakukan dengan melakukan perbaikan 

atas kebijakan dan prosedur operasional standar 

yang kemudian akan disosialisasikan kembali ke 

seluruh fungsi terkait. Temuan yang berkaitan dengan 

kedisiplinan karyawan ditindaklanjuti dengan mengacu 

pada Peraturan Perusahaan. Sementara itu, temuan 

yang terkait dengan sistem ditindaklanjuti bekerja sama 

dengan fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi 

sebagai elemen pendukung.

Sistem pegendalian internal perusahaan juga dikaji 

secara berkala dan menyeluruh oleh audit eksternal. 

Audit internal telah menjalin jalur komunikasi dengan 

audit eksternal untuk bertukar gagasan dan berbagi 

informasi sebagaimana dianggap perlu.

5. Apabila dugaan pelanggaran disertai dengan 

bukti-bukti yang mutlak telah terjadinya suatu 

pelanggaran atas ketentuan hukum pidana, Tim 

WBS dapat memberikan rekomendasi kepada 

Direksi untuk melaporkannya kepada pihak yang 

berwajib, tanpa mengurangi kewenangan Tim 

WBS untuk melakukan tindak lanjut penyelidikan 

yang terkait dengan hal-hal lain di luar pelaporan 

dugaan pelanggaran berupa tindak pidana 

tersebut.

Pihak Yang Mengelola Pengaduan

Laporan WBS yang diterima akan ditangani oleh tim 

yang profesional dan independen, dalam hal ini adalah 

Komite Audit yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
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MANAJEMEN
RISIKO

First Media mengelola risiko perusahaan dengan 

manajemen risiko yang komprehensif dan 

secara terpadu, untuk mengelola berbagai risiko 

yang dihadapi oleh First Media dan anak-anak 

perusahaannya, serta memitigasi dampak dari risiko-

risiko yang mungkin terjadi dengan memperhatikan 

profil risiko dari masing-masing unit bisnisnya 

serta profil risiko sebagai perusahaan induk secara 

keseluruhan. Implementasi Manajemen Risiko melalui 

beberapa proses dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko dengan mempertimbangkan 

faktor internal dan eksternal;

2. Analisis dan evaluasi yang berkesinambungan 

dan tepat waktu untuk menetapkan skala 

prioritas serta sumber risiko;

3. Penerapan strategi mitigasi risiko secara 

berkelanjutan serta sumber daya yang 

diperlukan untuk pengelolaan tersebut;

4. Komunikasi dan peran serta seluruh pemangku 

kepentingan terkait; dan

5. Pencatatan dan penetapan profil risiko untuk 

dipantau dan ditelaah perkembangan dan 

perubahannya.

Profil Risiko First Media

First Media memiliki profil risiko berdasarkan 

risiko-risiko utama yang dihadapi dalam kegiatan 

operasionalnya, sebagai berikut: 

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko salah satu pihak atas 

instrumen keuangan yang gagal memenuhi 

liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain 

mengalami kerugian keuangan. Instrumen 

keuangan First Media yang mempunyai potensi 

atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas 

di bank, piutang usaha dan piutang lain. Jumlah 

eksposur risiko kredit masksimum sama dengan 

nilai tercatat atas akun-akun tersebut. Untuk 

risiko kredit yang berhubungan dengan bank, 

hanya bank-bank dengan predikat baik yang 

dipilih. Selain itu, kebijakan First Media adalah 

untuk tidak membatasi eksposur hanya kepada 

satu institusi tertentu, sehingga First Media 

memiliki kas dan setara kas di berbagai bank.

2. Risiko Mata Uang/ Nilai Tukar

Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai 

instrumen keuangan yang disebabkan perubahan 

nilai tukar uang asing. First Media melakukan 

transaksi-transaksi dengan menggunakan mata 

uang asing di antaranya adalah pembiayaan 

modal kerja First Media, sehingga First Media 

harus mengkonversikan Rupiah ke mata uang 

asing, terutama dolar Amerika, untuk memenuhi 

kebutuhan liabilitas dalam mata uang asing pada 

saat jatuh tempo. Fluktuasi nilai tukar mata uang 

Rupiah terhadap mata uang dolar Amerika dapat 

memberikan dampak pada kondisi keuangan 

First Media. First Media mengelola risiko mata 

uang dengan melakukan pengawasan terhadap 

fluktuasi nilai tukar mata uang secara terus 

menerus shingga dapat melakukan tindakan yang 

tepat seperti penggunaan transaksi lindung nilai 

apabila diperlukan untuk mengurangi risiko mata 

uang asing.

3. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko fluktuasi 

nilai instrumen keuangan yang disebabkan 

perubahan suku bunga pasar. First Media 

memiliki risiko suku bunga terutama karena 

melakukan pinjaman menggunakan suku 

bunga mengambang. First Media melakukan 

pengawasan terhadap dampak pergerakan suku 

bunga untuk meminimalisasi dampak negatif 

terhadap First Media.

4. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko dimana First 

Media akan mengalami kesulitan dalam rangka 

memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya 

terkait dengan instrumen keuangan. First 

Media mengelola risiko likuiditas dengan 

mempertahankan kas dan setara kas yang 

mencukupi untuk memungkinkan First Media 

dalam memenuhi komitmen First Media untuk 

operasi normal First Media. Selain itu First 

Media juga melakukan pengawasan proyeksi 

dan arus kas aktual secara terus menerus serta 

pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan 

liabilitas keuangan.
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Prinsip Rekomendasi Penerapan

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa 

Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang 

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka 

sebagai standar penerapan GCG mencakup 5 

(lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, dan 25 (dua 

puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan 

prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 

PELAKSANAAN
PENERAPAN ASPEK DAN
PRINSIP TATA KELOLA

Rekomendasi penerapan aspek dan prinsip 

tata kelola perusahaan yang baik dalam 

pedoman tata kelola adalah standar penerapan 

aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang 

baik yang harus diterapkan PT First Media 

Tbk untuk mengimplementasikan prinsip tata 

kelola. Adapun uraian penerapannya, dapat 

disampaikan sebagai berikut :

Aspek A : Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.

Prinsip 1

Meningkatkan Nilai 

Penyelenggaraan Rapat 

Uumum Pemegang Saham 

(RUPS)

Perusahaan Terbuka memiliki cara 

atau prosedur teknis pengumpulan 

suara (voting) baik secara 

terbuka maupun tertutup yang 

mengedepankan independensi, dan 

kepentingan pemegang saham.

Perseroan telah memiliki prosedur teknis 

pengumpulan suara yang terdapat dalam tata tertib 

RUPS. 

Keterangan : Memenuhi

Seluruh anggota Direksi dan 

anggota Dewan Komisaris 

Perusahaan Terbuka hadir dalam 

RUPS Tahunan.

Sebagian besar anggota Direksi dan Dewan 

Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan. 

Keterangan : Memenuhi

Ringkasan risalah RUPS tersedia 

dalam Situs Web Perusahaan 

Terbuka paling sedikit 1 (satu) 

tahun.

Perseroan telah menyediakan Ringkasan Risalah 

RUPS dalam website Perseroan untuk 3 tahun 

terakhir pada bagian Tata Kelola Perusahaan. 

Keterangan : Memenuhi

Prinsip 2

Meningkatkan Kualitas 

Komunikasi Perusahaan 

Terbuka dengan 

Pemegang Saham atau 

Investor

Memiliki suatu kebijakan 

komunikasi dengan pemegang 

saham atau investor.

Perseroan memiliki kebijakan komunikasi kepada 

Pemegang Saham atau Investor melalui One on One 

Meeting, Earnings Call, Public Expose, Conference 

dan Investor Summit. 

Keterangan : Memenuhi

Mengungkapkan kebijakan 

komunikasi Perusahaan Terbuka 

dengan pemegang saham atau 

investor dalam Situs Web.

Perseroan telah memenuhi prinsip 2 dengan 

menyediakan akses keterbukaan informasi melalui 

situs web resmi Perseroan. 

Keterangan : Memenuhi
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Prinsip Rekomendasi Penerapan

Aspek B : Fungsi dan Peran Dewan Komisaris

Prinsip 3

Memperkuat 

Keanggotaan dan 

Komposisi Dewan 

Komisaris

Penentuan jumlah 

anggota Dewan Komisaris 

mempertimbangkan kondisi 

Perusahaan Terbuka

Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku bagi 

Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 20 POJK No.33/POJK.04/2014 

yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) 

orang. Keterangan : Memenuhi

Penentuan komposisi 

anggota Dewan Komisaris 

memperhatikan keberagaman 

keahlian, pengetahuan, dan 

pengalaman yang dibutuhkan.

Berdasarkan kebijakan Pemegang Saham, Dewan Komisaris 

telah dipilih dengan memperhatikan keberagaman keahlian, 

pengetahuan, pengalaman serta kondisi dan kompleksitas 

bisnis Perseroan. 

Keterangan : Memenuhi

Prinsip 4

Meningkatkan Kualitas 

Pelaksanaan Tugas 

dan Tanggung Jawab 

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai 

kebijakan penilaian sendiri 

(self-assessment) untuk menilai 

kinerja Dewan Komisaris.

Perseroan belum memiliki kebijakan penilaian sendiri untuk 

Dewan Komisaris. Penilaian dilakukan oleh Komite Nominasi 

dan Remunerasi sesuai dengan Piagam Komite Nominasi 

dan Remunerasi yang telah ditetapkan oleh seluruh anggota 

Dewan Komisaris. 

Keterangan : Dijelaskan.

Kebijakan penilaian sendiri 

(self-assessment), diungkapkan 

melalui laporan tahunan.

Perseroan belum memiliki kebijakan penilaian sendiri 

sehingga tidak terdapat kebijakan penilaian sendiri 

yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Keterangan: 

Dijelaskan

Dewan Komisaris mempunyai 

kebijakan terkait pengunduran 

diri anggota Dewan Komisaris 

apabila terlibat dalam 

kejahatan keuangan.

Setiap Dewan Komisaris yang diangkat wajib memenuhi 

setiap persyaratan yang disebutkan dalam Anggaran Dasar 

dan menandatangani Surat Pernyataan atas hal tersebut. 

Apabila Dewan Komisaris terlibat kejahatan keuangan yang 

merupakan pelanggaran dari Surat Pernyataan maka RUPS 

berhak memberhentikan sewaktu-waktu Dewan Komisaris 

tersebut dengan atau tanpa diperlukannya surat pengunduran 

diri. Keterangan: Memenuhi

Dewan Komisaris atau Komite 

yang menjalankan fungsi 

Nominasi dan Remunerasi 

menyusun kebijakan suksesi 

dalam proses Nominasi 

anggota Direksi.

Merujuk pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, 

salah satu tugas dan tanggung jawab dari Komite Nominasi 

dan Remunerasi adalah untuk memberikan rekomendasi 

kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi kinerja dan 

usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi. 

Keterangan : Memenuhi

Penentuan komposisi 

anggota Dewan Komisaris 

memperhatikan keberagaman 

keahlian, pengetahuan, dan 

pengalaman yang dibutuhkan.

Berdasarkan kebijakan Pemegang Saham, Dewan Komisaris 

telah dipilih dengan memperhatikan keberagaman keahlian, 

pengetahuan, pengalaman serta kondisi dan kompleksitas 

bisnis Perseroan. 

Keterangan : Memenuhi

Aspek C : Fungsi dan Peran Direksi

Prinsip 5

Memperkuat 

keanggotaan dan 

komposisi Direksi

Penentuan Jumlah anggota 

Direksi mempertimbangkan 

kondisi Perusahaan Terbuka 

serta efektifitas dalam 

pengambilan keputusan.

Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku bagi 

Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 2 POJK No.33/POJK.04/2014 yaitu 

jumlah anggota Direksi lebih dari 2 (dua) orang.

Keterangan : Memenuhi

Penentuan komposisi anggota 

Direksi memperhatikan, 

keberagaman keahlian, 

pengetahuan dan pengalaman 

yang dibutuhkan.

Berdasarkan kebijakan Pemegang Saham, Direksi Perseroan 

telah dipilih dengan memperhatikan keberagaman keahlian, 

pengetahuan, pengalaman serta kondisi dan kompleksitas 

bisnis Perseroan. 

Keterangan : Memenuhi
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Prinsip Rekomendasi Penerapan

Anggota Direksi yang 

membawahi bidang 

akuntansi atau keuangan 

memiliki keahlian dan/ 

atau pengetahuan di 

bidang akuntansi.

Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan dalam 

Perseroan adalah Direktur Keuangan yang memiliki pengetahuan 

dan pengalaman yang cukup di bidang akuntansi dan keuangan 

sebagaimana dapat dilihat dalam riwayat jabatan dan pendidikan 

Direksi pada bagian profil Direksi. 

Keterangan : Memenuhi

Prinsip 6

Meningkatkan 

Kualitas Pelaksanaan 

Tugas dan Tanggung 

Jawab Direksi.

Direksi mempunyai 

kebijakan penilaian 

sendiri (self-assessment) 

untuk menilai kinerja 

Direksi.

Perseroan belum memiliki kebijakan penilaian sendiri untuk Direksi. 

Penilaian dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai 

dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah 

ditetapkan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. 

Keterangan : Dijelaskan

Kebijakan penilaian 

sendiri (self-assessment) 

diungkapkan dalam 

Laporan Tahunan.

Perseroan belum memiliki kebijakan penilaian sendiri sehingga 

tidak terdapat kebijakan penilaian sendiri yang diungkapkan dalam 

Laporan Tahunan. 

Keterangan : Dijelaskan

Direksi mempunyai 

kebijakan terkait 

pengunduran diri apabila 

terlibat dalam kejahatan 

keuangan.

Setiap Direksi yang diangkat wajib memenuhi setiap persyaratan 

yang disebutkan dalam Anggaran Dasar dan menandatangani Surat 

Pernyataan atas hal tersebut. Apabila Direksi terlibat kejahatan 

keuangan yang merupakan pelanggaran dari Surat Pernyataan maka 

RUPS berhak memberhentikan sewaktu-waktu Direksi tersebut 

dengan atau tanpa diperlukannya surat pengunduran diri. 

Keterangan : Memenuhi

Aspek D : Partisipasi Pemangku Kepentingan

Prinsip 7

Meningkatkan 

Aspek Tata Kelola 

Perusahaan 

melalui Partisipasi 

Pemangku 

Kepentingan.

Memiliki kebijakan untuk 

mencegah terjadinya 

insider trading.

Kami memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya Insider 

Trading berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Kode Etik 

dan Tanggung Jawab Profesional (“Kode Etik”). Seluruh karyawan 

diwajibkan untuk menandatangani dan mematuhi Kode Etik. 

Keterangan : Memenuhi

Memiliki kebijakan anti 

korupsi dan anti fraud.

Kami memiliki kebijakan tentang integritas, benturan kepentingan, 

penerimaan dan pemberian hadiah dalam Kode Etik yang berlaku 

bagi seluruh karyawan Perseroan. 

Keterangan : Memenuhi

Memiliki kebijakan 

tentang seleksi dan 

peningkatan kemampuan 

pemasok atau vendor.

Perseroan melalui Divisi Supply Chain Management telah 

melakukan seleksi vendor dan pemasok serta memiliki kebijakan 

procurement yang berpedoman kepada Policy No. 32 tanggal 1 

Agustus 2014. Keterangan : Memenuhi

Memiliki kebijakan 

tentang pemenuhan hak-

hak kreditur.

Kami memiliki kebijakan untuk memenuhi hak-hak dari kreditur 

kami melalui Unit Corporate Finance yang mengatur dan mengelola 

pembayaran hak-hak kreditur kami. 

Keterangan : Dijelaskan

Memiliki kebijakan sistem 

whistleblowing.

Kami memiliki kebijakan pengaduan pelanggaran (whistleblowing 

system) dimana Perseroan menjamin dan memastikan adanya 

perlindungan kerahasian pelapor, baik karyawan maupun pihak 

ketiga yang menyampaikan keluhan atau laporan dugaan tindak 

pelanggaran. Keterangan : Memenuhi
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Prinsip Rekomendasi Penerapan

Memiliki kebijakan pemberian insentif 

jangka panjang kepada Direksi dan 

karyawan.

Perseroan belum memiliki kebijakan 

untuk pemberian insentif jangka 

panjang bagi Direksi dan Karyawan. 

Perseroan hanya memberikan 

tunjangan-tunjangan dan manfaat-

manfaat bagi Direksi dan Karyawan 

yang berhak atas hal tersebut. 

Keterangan : Dijelaskan

Aspek E : Meningkatkan Keterbukaan Informasi

Prinsip 8

Meningkatkan pelaksanaan 

keterbukaan informasi

Memanfaatkan penggunaan teknologi 

informasi secara lebih luas selain 

situs web sebagai media keterbukaan 

informasi.

Kami menggunakan berbagai media 

sosial sebagai media keterbukaan 

informasi dan promosi produk. 

Keterangan : Memenuhi

Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka 

mengungkapkan pemilik manfaat 

akhir dalam kepemilikan saham 

Perusahaan Terbuka paling sedikit 

5%, selain pengungkapan pemilik 

manfaat akhir dalam kepemilikan 

saham Perusahaan Terbuka melalui 

pemegang saham utama dan 

pengendali

Kami mengungkapkan siapa pemilik 

manfaat akhir dalam kepemilikan 

saham perusahaan dengan 

kepemilikan 5% atau lebih dalam 

Laporan Tahunan kami di bagian 

Komposisi Kepemilikan Saham. 

Keterangan : Memenuhi
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Wajah Peradaban Manusia 

Tanpa dirasakan bahwa bumi yang saat ini dipijak 

oleh manusia telah mengalami perubahan yang begitu 

hebat. Manusia sebagai predator tertinggi di bumi 

menjadi penguasa alam dan memiliki kekuatan untuk 

mengolah dan mengupayakan berbagai penemuan 

dan perubahan yang mengubah wajah peradaban 

umat manusia. Menurut pakar sejarahwan, jaman 

peradaban manusia berkembang dari era jaman 

batu, perunggu, besi hingga era revolusi industri 1.0 

ketika ditemukannya teknologi mesin uap di negara 

inggris. Situasi ini dimulai sekitar abad ke-18 ketika 

masyarakat pertanian menjadi lebih maju, jaman ini 

merupakan era sangat fenomenal, teknologi mesin uap 

mengubah sejarah dalam melakukan proses produksi 

yang lebih efisien dan murah. Tiada lagi permasalahan 

waktu dan tempat spesifik yang diperlukan untuk 

memproduksi sesuatu.

Laju penemuan teknologi kian bergerak cepat, 

watak manusia yang tidak pernah puas dan selalu 

mengupayakan inovasi, tercetuslah istilah revolusi 

industri 2.0 yang dikenal dengan era lini  produksi 

atau assembly line (Conveyor Belt). Era ini muncul 

diawali penemuan tenaga listrik oleh 2 (dua) orang 

jenius bernama Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. 

Kedua manusia jenius ini mampu membuat sistem 

kerja listrik sebagai sumber penggerak mesin. Di jaman 

ini proses produksi berubah total, tidak ada lagi satu 

tukang yang menyelesaikan satu mobil dari awal hingga 

akhir, para tukang diorganisir untuk menjadi spesialis, 

cuma mengurus satu bagian saja, seperti misalnya 

pemasangan ban, dan pemasangan perangkat lainnya.

Pertanyaan selanjutnya, apakah dunia mengalami 

perlambatan dalam inovasi teknologi? Faktanya, 

tidak. Revolusi Industri 3.0 merupakan era sistem 

komputasi data, akibat dari Perang ke-2, sosok 

Alan Turing menjadi pria yang menciptakan alat 

komputasi pemecah kode buatan Nazi Jerman. Di 

era ini merupakan cikal bakal munculnya komponen-

komponen penting  pelengkap komputer seperti 

semikonduktor, transistor, hingga microchip yang 

saat ini digunakan. Angka selanjutnya setelah angka 

3 (tiga) adalah angka 4 (empat), benar, revolusi 

industri tetaplah bergerak maju tanpa henti. Revolusi 

Industri 4.0 yang saat ini kita rasakan merupakan 

era modernisasi yang luar biasa. Era ini dimulai sejak 

tahun 2000-2005 ketika internet mulai berkembang 

serta memiliki kecepatan tinggi, gagasan istilah 

menjadi revolusi industri berawal dari oleh kawanan 

ahli berbagai bidang asal Jerman, pada tahun 2011 

lalu di acara Hannover Trade Fair. Lalu, gagasan ini 

diikuti oleh negeri Paman Sam, Amerika Serikat yang 

juga menggagas Smart Manufacturing Leadership 

Coalition (SMLC), sebuah badan hukum nirlaba yang 

terdiri dari produsen, pemasok, perusahaan teknologi, 

lembaga pemerintah, universitas dan laboratorium 

yang memiliki tujuan untuk memajukan inovasi di balik 

Revolusi Industri 4.0.

Kini industri 4.0 menjadi suatu hal yang benar-benar 

luar biasa, konsep automatisasi yang dilakukan oleh 

mesin tanpa memerlukan tenaga manusia benar-benar 

terealisasi.Tidak hanya itu, saat ini pertukaran data 

juga dapat dilakukan secara on-time saat dibutuhkan 

selama terhubung dengan jaringan internet. Sehingga 

aplikasi Smart Factory dalam laju proses produksi dan 

pembukuan yang berjalan di pabrik dapat bergerak 

oleh pihak yang berkepentingan kapan saja dan 

dimana saja selama terhubung dengan internet. 

Apalagi, industri 4.0 dimeriahkan dengan teknologi 

Internet of Things (IoT), Big Data, percetakan 3D, 

Artifical Intelligence (AI), kendaraan tanpa pengemudi, 

rekayasa genetika, robot dan mesin pintar. Salah satu 

hal terbesar didalam Revolusi Industri 4.0 adalah 

Internet of Things.

MENYEIMBANGKAN
KEMBALI DUNIA
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07 - THE LAST PAGE

Ketimpangan Yang Terabaikan

Era revolusi industri merupakan titik awal perubahan 

besar terhadap cara manusia dalam mengolah sumber 

daya dan memproduksi barang. Revolusi ini sebuah 

fenomena yang memberikan perubahan secara 

besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, 

pertambangan, dan transportasi. Manusia 

mendapatkan begitu banyak nilai tambah dari hasil 

penemuan teknologi tersebut. Sayangnya, di saat 

sedang menikmati teknologi dan penemuan yang 

mutahir, tanpa disadari telah timbul masalah baru yang 

secara perlahan merusak tatanan kehidupan manusia. 

Kerusakan lingkungan merupakan sebuah masalah 

baru, lingkungan hidup menjadi korban atas keacuhan 

manusia terhadap berbagai limbah yang kurang 

diperhatikan pengolahannya. Keacuhan tersebut 

sudah terakumulasi selama bertahun-tahun, dan saat 

ini sudah banyak potret kerusakan lingkungan dimana-

mana. Fakta saat ini salah satu potret kerusakan 

lingkungan dapat dilihat dari tingkat kualitas udara, 

saat ini polusi udara merupakan masalah kesehatan 

lingkungan yang rumit terutama di negara-negara 

berkembang. Survei yang dilakukan oleh WHO 

di 1.600 kota yang tersebar di 91 negara di dunia 

menunjukkan hampir 90% orang-orang yang ada di 

perkotaan menghirup udara yang tidak sehat.

 

Potret lain kerusakan lingkungan dapat dilihat dari 

beberapa lembaga survey, ada data menunjukkan 

bahwa 86% sampah plastik di dunia berasal dari Asia 

dan salah satunya Indonesia. Situs lingkungan hidup, 

Ecowatch, memprediksi pada 2025 Indonesia akan 

menjadi salah satu dari lima negara penyumbang 

sampah plastik terbesar di dunia. Kebanyakan sampah 

plastik di Indonesia adalah sedotan. Jumlahnya 

sangat fantastis mencapai 93,2 juta unit per hari.  

Jika sampah sedotan itu dibariskan bisa mencapai 

16.784 km. Itu sama dengan jarak Jakarta- Kota 

Meksiko. Jika pemakaian sedotan dan plastik lainnya 

tak dikendalikan mulai dari sekarang, kelangsungan 

lingkungan hidup dan bumi bisa terancam. Masalah 

plastik tidak hanya di Indonesia, meski sebagai negara 

penyumbang, masih banyak negara berkembang lain 

yang belum memiliki kesadaran untuk mengubah gaya 

hidup penggunaan plastik. 

Tidak hanya plastik, musuh lain yang sedang dihadapi 

oleh dunia yaitu melawan adanya pemanasan global 

yang kian mengancam kehidupan manusia di bumi. 

Timbul pemanasan global dipicu oleh kegiatan manusia 

terutama berkaitan dengan penggunaan bahan fosil 

dan kegiatan alih guna lahan. Efek kegiatan tersebut 

menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin 

banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon 

dioksida (CO2) melalui proses yang disebut efek rumah 

kaca. Penggunaan bahan bakar fosil, gas metana 

dan kegiatan deforestasi menciptakan efek negatif 

terhadap tatanan kehidupan bumi. 
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Pakar ilmuwan NASA, bernama Josh Willis melakukan 

ekspediai melalui udara di atas Greenland, Denmark. 

Observasi sang ilmuwan terkejut dengan menemukan 

es yang mencair dan genangan air di tempat yangg 

seharusnya menjadi salah satu lokasi terdingin di Bumi 

tersebut. Pada pertengahan Agustus 2021, gelombang 

panas yang kuat melelehkan sebagian besar lapisan 

es Greenland. Es Greenland mencair sekitar tiga 

kali ukuran Texas, Amerika Serikat. Tentunya ini 

menjadi bukti jelas dari dampak perubahan iklim 

dan pemanasan global. Sepuluh tahun terakhir, para 

ilmuwan Arktik telah mengamati peristiwa pencairan 

yang memecahkan rekor di Greenland. Hal itu 

mengakibatkan air mengalir ke laut dan berkontribusi 

pada kenaikan permukaan laut. Sepanjang tahun 

2021, area yang mencair besarnya mencapai 8,2 

juta mil persegi. Angka ini jauh di atas rata-rata dari 

sebelumnya di tahun 1981- 2010 yaitu sekitar 1 juta 

mil persegi.

Menyeimbangkan Kembali Dunia

Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim menjadikan 

bencana hebat di kemudian hari bagi keberlangsungan 

umat manusia. Dunia yang telah mengabaikan atas 

kerusakan ini harus menerima konsekuensi dampak 

negatif. Dunia harus bergerak mengubah gaya hidup 

yang lebih ramah lingkungan dengan penggunaan 

energi terbarukan dan mengurangi penggunaan plastik 

dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendorong 

aksi menyeimbangkan kembali dunia, United Nation 

telah mengajak beberapa negara dari berbagai 

belahan dunia, mereka bersatu membentuk program 

Sustainable Development Goals (SDGs) yang diresmikan 

pada tanggal 25 September 2015. Melalui program 

ini United Nation mengangkat rangkaian agenda 

pembangunan berkelanjutan 2030 yang menyertakan 

17 tujuan Pembangunan Keberlanjutan dengan tema 

“no left behind”. 

Agenda program ini merupakan agenda transformasi 

untuk menata kembali wajah dunia yang sedang 

menghadapi ketimpangan di berbagai aspek, 

akibat dari kecorobohan selama bertahun-tahun.

Pembentukan program ini merupakan bentuk 

penebusan dosa manusia terhadap bumi atas telah 

bertahun-tahun mengabaikan lingkungan hidup yang 

semula diciptakan untuk kesejahteraan umat manusia. 

Kini, manusia telah bersatu dan secara bertahap 

memulai menyehatkan kembali bumi dari kehancuran 

hebat di kemudian hari. Mari kita semua, kembalikan 

wajah bumi yang sesungguhnya, dan mari sehatkan 

kembali bumi kita yang tercinta. 
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DEFINITION 
AND ABBREVIATION

4G

Is the 4th generation mobile wireless communication technology, which aims to replace 3G technology 

where this technology can produce faster internet access. The types of technology that have met 4G 

standards and criteria are WIMAX and LTE.

4G-LTE
It stands for Long Term Evolution, which is the 4th mobile wireless communication technology for high speed 

data.

Afiliasi

Means, Affiliation as referred to in article 1 number 1 of the Capital Market Law (UUPM), namely:

a. family relations due to marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically;

b. relationship between the parties and employees, Directors or Commissioners of the said party;

c. relationship between 2 (two) companies where there are1 (one) or more members of the same 

Board of Directors or Board of Commissioners;

d. relationship between a company and a party, both directly and indirectly controlling or being 

controlled by that company;

e. relationship between 2 (two) companies that are controlled directly or indirectly, by the same 

party; or the relationship between the company and major shareholders.

ARA Abbreviation of Annual Repor Award.

ARPU Abbreviation of Average Revenue Per User.

ASEAN
Abbreviation of Association of Southeast Asian Nations, which means a geo-political and economic 

organization of countries in the Southeast Asian region.

BAE
Abbreviation of Securities Administration Bureau, in this case is

PT Sharestar Indonesia.

Bandwidth 

on Demand
Internet service for temporary needs and /or immediate business needs

Bandwidth Means, data transmission capacity.

Bapepam
Abbreviation of the Capital Market Supervisory Board as referred to in article 3 of the Capital Market 

Regulation.

Bapepam-

LK

Abbreviation for Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency as referred to in Decree 

of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.184 / PMK.01 / 2010 dated October 11, 

2010 concerning Organization and Work Procedure of the Capital Market and Financial Institution 

Supervisory Agency or substitutes and recipients of their rights and obligations which was formerly 

known as Bapepam.

BEI

BEI is the abbreviation of PT. Bursa Efek Indonesia, which is located in Jakarta, is a party which is held 

and provide system  and / or facility for occurring  buying and selling stock quotation of other parties and 

has goal for trading stock among them, and it’s a place where company stocks is being listed.

BTS
BTS is the abbreviation of Base Transceiver Station is a device which is used for connecting wirelessly, a 

device which is used with communication network.
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BOLT! BOLT! Is a trademark which is owned by PTI used as brand for PTI products.

Catch UP Features in the subscription television service to play back favorite content. 

Cable Drop
Means, Kabel Coaxial that connect customer’s television or internet with main network of fiber optic 

cables

Cable 

Modem

Cable modem is a device which is used for changing or modulate data package through RF (Radio 

Frequency) signal. All data package in modem will be based in Internet Protocol (IP) for communication 

access.

Churn
Churn is a number of customers which have been unsubscribed then minus it with a number of 

customers which re-subscribe after being unsubscribed.

Cloud BTS
Cloud BTS is a wireless network architecture for supporting internet service provider in high speed 

which is used for maximizing BTS utiliy so the operational cost will be minimum cost.

Converter
Converter is customer premises equipment which is used as a tuner analog bandwidth and a modifier 

scramble for customer side.

CDN CDN is the abbreviation of dari Content Delivery Network.

CPE
CPE is the abbreviation of Customer Premises Equipment, a device that is located in customer side 

which is contained of STB, smart card, satellite dish, remote control, and cable.

Clean Pipe
Service Protection against Distributed Denial of Service attacks that can result in operational disruption 

to the server.

Dolby Dolby is an audio compression technology for sharpen audio in television.

Data 

Center
Data center is electronic data center.

DAS
DAS is the abbreviation of Distributed Antenna System which is device series for distributing cellular 

signal into buildings.

Decoder Decoder is like a converter but with digital signal.

DPS

DPS is the abbreviation of Daftar Pemegang saham which is a registration that has been issued some 

informations about securities owner by securities holder in Penitipan Kolektif at KSEI based of data 

which has been given by account owner at KSEI.

DTH
DTH is the abbreviation of Direct to Home, which is a reception multi-viewer system using a satellite 

dish as a receiver signal that is installed at the customer’s place.

EBITDA
EBITDA is the abbreviation for Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, which is 

profit earned before interest, taxes, depreciation, amortization.

Encoder / 

Scrambler

Encoder / Scrambler is  a scrambler that is usually installed on the site of the Master Headend or 

centralized video before being sent via the customer’s home (HFC or satellite) network where the 

customer must have a decoder / digital set top box (STB) for watching the broadcast.

First Media 

atau 

Perseroann

First Media or corporation is a company which is located in Jakarta, and having its address at BeritaSatu 

Plaza, 4th Floor, Suite 401, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950.

FUP FUP is the abbreviation of Fair Usage Policy which is normal using in internet services.
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FTTH
FTTH stands for Fiber-To-The-Home. Is a telecommunications network technology using fiber 

cables end to end.

Trading Day
Trading Day means the day on which the BEI or the legal entity that replaces it conducting stock 

exchange activities according to the applicable laws and regulations and BEI provisions.

Calender Days

Calender Days is all days in 1 (one) year according to the Gregory calendar without exception, including 

Sundays and national holidays which are determined at any time by the Government and ordinary 

working days which due to certain conditions are determined by the Government as not an ordinary 

working day.

Working Days Working Days is Monday to Friday except national holidays determined by the Government.

Headend
Headend is equipment in the center system consists of receiving equipment (satellite dish), 

receiver, modulator, encoder, combiner, scrambler and transmitter equipment.

HD Hd stands for High Definition more higher than Standadr Definition (SD).

Home Banking
Home banking means banking transactions for all transactions carried out through the internet 

from the customer’s site.

Home Shopping Home Shopping means shopping transactions by customers through internet facilities.

IaaS Stands for Infrastructure as a Service is a cloud computing service.

IP Transit
Services Direct redundant connections to several international POPs with many internet 

exchange service providers.

IP Phone Internet Protocol based telephony communication services.

Indonesia Indonesia means Republic of Indonesia

Interactive Games Interactive Games means program games service that are done in two directions / interactive.

Intercity Leased 

Line
Is a service connection point of communication between cities

International 

Leased Line
Is a service point of communication between countries

ISP ISP stands for Internet Service Provider.

Coaxial Cable Means, cables made of copper with coated by the insulator outside to avoid signal induction.

Fiber Optic
Fiber Optic is cables that made of glass fiber using thinned laser signal with high speed 

transmission of capacity.

KAP KAP stands for Public Accontant Firm.

Content Content means material or content from television program.

KU Band KU Band means Kurts-Under band signal which is used for content broadcast transmission.
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Kustodian

Kustodian means parties that providing deposit services for securities and other assets related to 

securities and other services, including receiving dividends, interest and other rights, completing 

securities transactions, and representing account holders who are their customers.

Community

Community means individuals and / or legal entities, both are Indonesian citizens or foreign 

nationals and / or Indonesian legal entities and foreign legal entities, residing or domiciled in 

Indonesia or residing or domiciled outside Indonesia.

MEA
MEA is the abbreviation of Masyarakat Ekonomi Asean, is an integration of the ASEAN economy 

face up to the free trade between ASEAN countries.

Menkominfo Menkominfo means Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia

Menkumham Menkumham means Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia.

Metro Leased Line Merupakan layanan sambungan titik komunikasi antar beberapa lokasi dalam satu kota.

Mirror Casting
Mirror Casting is a technology for moving or equalizing from the screen of a smartphone or tablet 

into a television set.

Modulator Modulator electronic equipment for allocating channels that has been received by receiver.

MPA
MPA is the abbreviation of Media Partners Asia is a survey institute that researches the media 

industry.

MPLS Stands for Multiprotocol Label Switching technology

NAP Stands for Network Access Provider

OJK

OJK stands for Financial Services Authority, an independent  institution and free from 

interference from other parties, which has the functions, duties, and authorities of regulation, 

supervision, examination and investigation, which are the successors of Bapepam-LK as referred 

to in Law No. 21 of 2011 dated 22 November 2011 concerning the Financial Services Authority.

OTT
OTT stands for Over-the-Top which is content streaming  technology through smartphone and tablet 

devices.

PVR PVR is technology feature for recording video or content.

Parabola
Parabola means the signal receiver emitted from the satellite with varying diameter sizes 

adjusted to the signal strength to be received from the satellite.

PaaS Stands for Platform as a Service is a cloud computing service

Pemegang Saham 

Utama

This means that all parties, whether directly or indirectly, have at least 20% (twenty percent) of 

the voting rights of all voting shares issued by the Company.

Pemerintah Means, the Government of the Republic of Indonesia.

Penitipan Kolektif
Means, custody services for securities that are shared by more than one party whose interests 

are represented by the Custodian, as referred to in the Capital Market Regulation.
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Peraturan No.X.K6

Berarti, Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-431/

BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan 

Publik.

Premium Means, additional programs chosen by the customer by paying additional fees.

Program Pay Per View
Means, the service of special program shows in accordance with customer requests where 

customers are required to pay a certain amount of these special shows.

Receiver
Means, a direct signal receiver from a satellite, usually in the form of an analog signal. If the 

received signal is digital, the device used is a decoder.

Rp atau Rupiah Means, the official currency of the Republic of Indonesia.

RPI Stands for Indonesian Broadband Plan

RUPS

Stands for General Meeting of Shareholders, which is held in accordance with the 

Company’s Articles of Association. The GMS referred to consists of Annual and or 

Extraordinary.

RUPSLB
Stands for Extraordinary General Meeting of Shareholders, which is held in accordance with 

the provisions of the Company’s Articles of Association.

RUPST
Stands for Annual General Meeting of Shareholders, which is held in accordance with the 

provisions of the Company’s Articles of Association.

SAK Means, Financial Accounting Standards in Indonesia.

SD Stands for Standard Definition, providing standard image resolution.

STB
Means, set-top box or broadcasting device to capture signals in the customer’s home and 

convert them in audio visual form to television.

Storage Means, a data storage tool.

TDP Stands for Company Registration

TDD-LTE

Stands for Time-Division Duplex Long-Term Evolution is one of the variants of the LTE technology 

standard where the network capacity used for downloading and uploading can be allocated 

dynamically.

Teknopreneur

Teknopreneur is a term derived from the word entrepreneur, which means someone has 

expertise based on education and training that he gets on the lecture bench or from an 

experiment. They use technology as the main element of product development.

Televisi Berlangganan

Means, the distribution of TV programs both for digital and analog networks via cable or 

satellite networks where in general customers are required to pay a monthly subscription 

fee for the programs taken.

TIK Stands for Information and Communication Technology.

TMT
Stands for Technology, Media and Telecommunications (Technology, media and 

Telecommunication).

Transmitters Is a tool that works to transmit or emit an audio or video signal.

TVRO Stands for Television Receive Only or a satellite television receiver.
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Companies Abreviation

BMI PT Bina Mahasiswa Indonesia JDI PT Jaring Data Interaktif

BMPA PT Bintang Merah Perkasa Abadi JGM PT Jakarta Globe Indonesia

CERIA PT Citra Eka Rama Investama Andalan JMM PT Jakarta Marcapada Media

CIAT PT Citra Investama Andalan Terpadu LMA PT Lynx Mitra Asia

DNN PT Delta Nusantara Networks LN PT Link Net Tbk

DSM PT Daya Sarana Mantap MMM PT Mitra Mandiri Mantap

FMN PT First Media News MIU PT Media Interaksi Utama

FMP PT First Media Production MII PT Media Investor Indonesia

FMTV PT First Media Television MSH PT MSH Niaga Telecom Indonesia

GAI PT Globe Asia Indonesia MSI PT Media Sinema Indonesia

GIAT PT Graha Investama Andalan Terpadu MVC PT Margayu Vatri Chantiqa

GREAT PT Graha Raya Ekatama Anadalan Terpadu PTI PT Internux

IR PT Investor Radio PWU PT Prima Wira Utama

IMTV PT Indonesia Media Televisi

UUPT
Means, Law of the Republic of Indonesia Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability 

Companies.

UUWDP
Means, Law of the Republic of Indonesia Number: 3 of 1982 concerning Mandatory 

Registration of Companies.

VPN

The abbreviation for Virtual Private Network is a private network (usually for certain 

agencies or groups) in the internet network (public), which means that the private network 

is accessing its local network using a public network.

Video on Demand

That is, requests for a particular program from a cable TV system service by providing a 

certain access (such as film, sports, etc.) to the customer through the identification number 

of the receiver used by the customer. Movie show service with show schedules and movie 

titles in accordance with customer requests.

VSAT

Abbreviation for Very Small Aperture Terminal, which means the signal receiving station 

from the satellite with a dish-shaped receiving antenna with a diameter of less than 3 

(three) meters.

WIFI

It is a technology that utilizes electronic equipment to exchange data using radio waves through 

a computer network including high-speed Internet connection. Stands for WIFI from Wireless 

Fidelity.

WIMAX
Stands for Worldwide Interoperability for Microwave Access, is one variant of wireless 

communication technology for high-speed data.

Web Hosting

Services or rental of places for storing files or script forms that are on the internet and allow 

individuals or organizations to display services or products on the web or even internet 

sites such as web portals, personal webs and others.

WSIS Abbreviation of World Summit on Information Society.
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01 - INTRODUCTION

ANNUAL REPORT
THEME CONTINUITY

THE ANNUAL REPORT 2012 THEME
ROAD TO THE FUTURE

Since two years ago, First Media had become one of the leading company in 

providing high speed internet broadband services and pay television services 

in Indonesia. Therefore, to represent an integrated service through high 

speed broadband, including to deliver subscription television service, First 

Media adopts the term BROADBAND UNITED in each theme of First Media’s 

Annual Report. The theme “Road to the Future” illustrates that First Media is a 

provider of high speed broadband internet service and subscription television 

service that becomes a great partner for community in developing their 

future.

TEMA LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TAHUN 2013
WELCOMING THE FUTURE

People in Indonesia has become part of worldwide community to welcome the 

rapid change of live impacted by the advance growth of ICT. Examining the 

rapid growth of ICT and the changes of people’s life all over the world, First 

Media also improves the performance of its high speed internet broadband 

service and subscription television service as well as upgrading the ICT 

technology and expanding network configuration in welcoming the future 

along with continuous growth of modern technology.
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THE ANNUAL REPORT 2014  THEME
BROADBAND LEADER

First Media strategic move in increasing its performance in 2014, includes 

a dignified business ethics, rules and procedure, risk management, internal 

control and supervision, leadership, task management and responsibility, 

empowering management and employee, inline with the growth of ICT 

and expansion of network service configuration. First Media has changed 

its corporate position, from pioneer of integrated telecommunication and 

multimedia services in Indonesia to become a high speed broadband internet 

service provider and the most advance subscription television provider in 

Indonesia and become a great partner for community in welcoming future 

modern technology.

THE ANNUAL REPORT 2015 THEME

ENLIVEN THE BROAD WORLD

Enliven the lives of many Indonesian to be connected with the extensive world. 

In the last few years, demand of high internet access in most cities in Indonesia 

increase rapidly. This phenomenon continues to spread to the community 

from various levels of society in Indonesia. The necessity to access information, 

entertainment, education, work, until self-actualization are widely spreading in 

the middle of competitive community. Daily lives are enliven with internet service 

network that supported with rapid development of ICT. As a leading company in 

high speed broaband services and subscription television services, First Media is 

capable to enliven the lives of Indonesian that are connected to all over the world. 
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THE ANNUAL REPORT 
2017 THEME

STRENGTHENING 
BUSINESS 
PORTFOLIO

As a business entity in the TMT 

business, First Media always 

provides its dedication to develop 

telecommunication network and 

content for the improvement of 

Indonesia. First Media sustainability 

strategy in TMT business development 

is through initiation of strengthening 

business portfolio in each of its 

business units. The business portfolio 

reinforcement is the First Media’s 

strategic decision to fulfill its 

responsibilities as the best digital 

partner. Throughout the year 2017 First 

Media has implemented professional 

corporate governance practices such 

as information disclosure, financial 

stability, operational effectiveness and 

business creativity. This is a form of 

realization of First Media’s commitment 

in maintaining the robustness of its 

business profile as well as a positive step 

to become a TMT business leader in 

Indonesia.

THE ANNUAL REPORT 
2015 THEME

THE BEST PARTNER
IN DIGITAL LIFE

First Media consistently develop its TMT 

based service ability to be the business 

leader in that sector in Indonesia. Aligned 

with First Media commitment to become 

pioneer in TMT industry in Indonesia, First 

Media also develop its services as content 

provider for the subscription television 

services and cinema chain business. 

Broadcasting content has become an 

important aspect in First Media business 

activities to provide added value and 

distinguish the service of First Media. 

During 2016, First Media continues to 

enhance its performance to be the best 

partner for the Government plan and 

society necessity in its efforts to elevate its 

ability to contribute in national economic 

development in current digital life.
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THE ANNUAL REPORT 2018 THEME

RIDDING
THE WAVE

The sustainability of First Media’s strategy in developing the TMT business 

is becoming the Company’s main target every year. Throughout 2018, First 

Media was very focused on developing and accelerating the performance 

of the Company’s subsidiaries, among others, engaged in the provision 

of telecommunications infrastructure and in-building solutions, calling 

card value-added services, internet services, provision of news content, 

and production houses for providing advertising and television broadcast 

content. 

THE ANNUAL REPORT 2019 THEME

EXPANDING BUSINESS INVESTMENT

In facing business competition, in 2019 the Company carries the theme 

“Expanding Business Investment” as a form of communication to the public that 

Perseron is again initiating business expansion. One manifestation of the theme 

is the Company’s strategic program to acquire several companies engaged in 

the media business. The joining of these new subsidiaries adds to their business 

portfolio, especially in the media sector. The Company is optimistic that its 

subsidiaries can advance business value, strengthen their financial position, and 

increase the Company’s value for shareholders and stakeholders.

THE ANNUAL REPORT 2020 THEME

A NEW HORIZON

This theme talks about new horizons in the Company’s business model 

in the midst of the Covid-19 pandemic. The Company views the accuracy 

of the business landscape, where the Company’s business model, which 

concentrates heavily on Technology, Information and Communication 

(ICT) is in line with current market needs for digital products and services. 

The Company is very grateful that years of investment in this field has 

had a very meaningful impact on Indonesia in the midst of the Covid-19 

Pandemic. The meaning of a new horizon is not only for the Company, but 

also for the Indonesian people to see a new perspective on the importance 

of digitalization.
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BUSINESS
REPOSITIONING

Pioneers of Digitization in Indonesia

Started From 2007 to 2020, First Media succeeded 

in establishing an integrated TMT-based business 

unit. In fact, being a pioneer in integrated 

telecommunication and multimedia services in 

Indonesia by placing the Triple Play concept, namely 

subscription television services (HomeCable), 

high-speed broadband internet services (FastNet) 

and data communication services through digital 

telecommunications networks (DataComm). The 

three trade names such as FastNet, HomeCable 

and DataComm became phenomenal products 

that became the beginning of the modernization of 

telecommunication networks and digital products in 

Indonesia.

The TMT business has made a major contribution to 

the needs of the Indonesian people for integrated 

digital telecommunication services and television 

broadcast content. Coupled with the Covid-19 

pandemic, the role of digitalization is very helpful 

in maintaining and increasing people’s economic 

productivity. The Company is grateful that 

investment in this field is very meaningful for the 

Indonesian people, and the Company is proud to 

be involved as a transformation actor in the digital 

industry.
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Investment Sustainability

Along with the passage of time and the business 

challenges faced by First Media and its subsidiaries, 

the Company needs to make strategic changes 

to impact the Company’s economic value in a 

sustainable manner. The change in question is to 

no longer focus on the telecommunications and 

technology segment. The Company has carried 

out business repositioning to compete in different 

industries. Various studies and complex business 

considerations, the Company decided to shift its 

focus to the creative media industry and content 

creation. The telecommunication and technology 

segment business group is no longer a business 

priority for the Company, this is to support the 

direction of the Company’s business development 

in the field of creative media and content creation. 

For the Company, shifting focus to a new industry is 

a strategic policy in order to maintain the existence 

and sustainability of the business, as well as maintain 

economic value within the Company.

Through this annual report, the Company hopes 

that the business repositioning decision can provide 

an explanation to all stakeholders regarding the 

new picture of First Media’s corporate identity and 

its subsidiaries. The Company wants to provide 

investment certainty for shareholders that First 

Media’s business plan in the creative media industry 

and content creation is still promising and is one 

of the businesses that supports the growth of the 

digital technology ecosystem. The shift of focus from 

the telecommunications and technology industry 

to the media and content creation industry is not a 

setback in the Company’s economies of scale, but a 

new horizon in business.
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Creative Media Group

The company started this year by shifting its focus to 

a new industry, namely media and content creation. 

The transfer of the Company to a new industry as a 

step to maintain the Company’s economic value, as 

well as to build a new identity within the First Media 

Group. This identity renewal is the Company’s way to 

generate new enthusiasm for stakeholders. Despite 

shifting focus, the Company is optimistic that the 

media and content creation industry is a promising 

and needed business in Indonesia.

In starting this business journey, the Company started 

by placing a concept for the First Media Group 

business direction, namely the Company placed a 

concept titled ‘Creative Media Group’ as a form of 

identity for the business direction of the First Media 

business group going forward. For the Company, the 

media business and content creation are creative 

businesses that need to be strategically processed 

because they can become a competency value for 

Indonesia.

The placement of this concept aims to be a gathering 

place for content creators who can create creative 

and strategic ideas. The Company believes that 

content is a creative product that can provide 

competitive value not only on a national scale, but 

also globally. This point of view is the value of the 

Company’s trust in shifting the focus of First Media’s 

business from telecommunications and technology 

to media and content creation. Dalam implementasi 

konsep ‘creative media group’, Perseroan senantiasa 

membangun dan menjaga kesinambungan dan 

kolaborasi setiap unit usaha. Corporate Governance 

through First Media’s supervisory function with 

CREATIVE MEDIA
BUSINESS OVERVIEW
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3 (three) disciplinary values, namely: product 

leadership, operational excellence and customer 

intimacy, will serve as guidelines in managing 

the media business and content creation. These 

guidelines are very much in line with First Media’s 

business concept which can encourage the creativity 

of each of its subsidiaries to produce a sustainable 

business. First Media’s view through these three 

value disciplines is a pillar of strengthening the 

corporation to be able to compete at a global level.

In addition to this, the Company also continuously 

improves the quality of human resource governance 

which is the basis for the success of business 

operations. In particular, to strengthen this concept, 

the Company will target and gather the millennial 

generation in the First Media business group, 

in addition to creating new job opportunities, 

according to the Company, this generation needs 

to be exploited in order to become a strong and 

global generation. The Company strongly believes 

that the Company’s business journey in the media 

and content creation industry will bring new 

economic value to all stakeholders, as well as help 

the Government to develop the Indonesian economy, 

especially the creative economy.
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1994 - 2006

In 1994 the Company was established under the 

name of PT Safira Ananda, after one year, in 1995 

the Company changed its name to PT Tanjung 

Bangun Semesta. In 1998, the Company acquired 

all Cable TV assets from PT Anditirta Indonusa 

and changed to PT Tanjung Bangun Semesta Tbk in 

1999. In 2000, the Company conducted its initial 

public offering and listing on the Surabaya Stock 

Exchange. In the same year, the Company changed 

its name to PT Broadband Multimedia Tbk and 

launched its subscription television service in Bali 

and Surabaya, internet access service and early stage 

analog network expansion. In 2001, the Company 

achieved Positive EBITDA and accomplished the 

initial expansion of the Analog Network. In 2002, 

the Company was appointed as the sole provider of 

JATS Remote Trading network owned by the Jakarta 

Stock Exchange (now the Indonesia Stock Exchange). 

In 2003, the Company succeeded in reaching 100 

thousands of customers. In 2004, the Company 

launched internet service under the trade name 

“MyNet” and obtained ISO 9001: 2000 certification, 

in 2006, the Company began expanding its digital-

based network.

2007 – 2014

In 2007, the Company changed its name to PT 

First Media Tbk and carried out its first limited 

public offering. Changing the corporate brand from 

Kabelvision to First Media, this change coincided 

with the introduction of a new multimedia service 

called Triple Play, namely FastNet, HomeCable and 

DataComm. The launch of the three services achieved 

positive results by reaching 41 thousand subscribers.

Entering 2008, the Company took over PT Link Net, 

a company engaged in internet services. In addition, 

the Company established PT First Media Production, 

PT First Media News and PT First Media Television, 

as a step to build the group’s media business portfolio. 

The Company took corporate action by executing 

Series I Warrants. In 2009, the Company achieved a 

36% increase in revenue to Rp 722 billion and EBITDA 

of Rp 199 billion. Obtaining a good EBITDA figure 

encourages the Company to expand its services by 

obtaining a Broadband Wireless Access (BWA) permit 

for the Jabodetabek and Banten areas as well as the 

northern part of Sumatra. Triple Play services are 

strengthened by launching FastNet services with 

a speed of 10 Mbps, FastNet SOHO, HomeCable 

Ultimate and Family.

In 2010 the Company presented the first High 

Definition service in Indonesia and launched the 

FastNet 20 Mbps service and the FastNet Kids service 

package. In addition to product updates, the customer 

service aspect is strengthened by introducing 

Premium Call Center services, NSIA Online Payment 

Facility, and the Company taking corporate actions 

with the Implementation of Limited Public Offering II.

In 2011, the Company went more aggressively in the 

Triple Play business by expanding its cable network, 

introducing Video On Demand services, launching 

BeritaSatu News Channel, a news channel and 

taking corporate actions to execute Warrant Series 

II. In 2012, the Company continued to produce new 

service innovations by launching the Personal Video 

Recording feature and OTT (Over the Top) technology 

through an application called First Media LIVE. In 

2013 the Company has achieved a homespassed 

network of 1 million with FastNet products with a 

speed of 100 Mbps, network expansion in the city of 

Bandung, 50 HD channels and the implementation of 

Series II Warrants.

In 2014 the Company’s journey continued on a path 

of impressive innovation and expansion by launching 

an Android-Based STB, re-branding First Media Live 

to First Media GO and acquiring several companies 

such as PT MSH Niaga Telecom Indonesia, PT Delta 

Nusantara Networks, PT Prima Wira Utama, PT Mitra 

Mandiri Mantap, PT Cinemaxx Global Pacific.

MILESTONES
1994-2014
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• BOLT! 4G LTE achieved Top 

Brand 2016 award.

• Release a movie with the title 

“Blusukan Jakarta”.

• BOLT 4G LTE lauched 2nd 

BOLT! Zone Store in Medan 

City.

• BOLT! 4G LTE obtained “Most 

Favourite 4G” Award.

• Award achievement to 

BeritaSatu News Channel From 

National Committee of Tobacco 

Control.

• New roll-out in Malang, East 

Java.

• BOLT! 4G LTE reached 2 

million subscribers.

• BOLT! 4G LTE achieved TOP IT 

and Telco 2016 Award.

• Achievement to BeritaSatu 

News Channel from Ministry of 

Trade of Republic of Indonesia.

• BOLT! achieved an award in 

Indonesia Most Admired CEO 

(IMAC) Award 2016. 

• Through its subsidiary, PTI 

launched the products such 

as BOLT! 4G Powerphone 

E1, BOLT! 4G Tablet X1, 

BOLT! Mobile WIFI hydra, 

introduced BOLT! Talk 

application and conducted 

strategic collaboration between 

BOLT! and Samsung and also 

introduced ULTRA LTE.

• Through its subsidiary, 

Cinemaxx succeed developed 

cinema service in several 

location, obtain 85 cinema 

screen.

• Through its subsidiary, MSH, 

conducted partnership to install 

PABX with Bank Permata.

• Through subsidiary, PWU, 

conducted its in building 

solution with 5 prominent 

operators in Indonesia, PWU 

also expands its business to 

Bali, Medan and Bogor.

• The Company and BMPA 

established DSM.

• The Company released its 

shares ownership in FMTV 

to other Company subsidiary 

which is LN and CIAT.

2015 2016

• BOLT! 4G release 300 Mbps 

service.

• BOLT! 4G obtained Top Brand 

Award 2017 in Mobile Internet 

Service Provider Category.

• WOW Brand Award 2017.

• BOLT! 4G obtained Most 

Innovative Internet Service-

Cellular Award of 2017.

• BOLT! 4G has achieved 3 million 

subscriber.

• Link Net obtained Service 

Quality Award 2017.

• Collaboration OTT service 

between First Media, BOLT! 4G 

with HOOQ.

• BeritaSatu News Channel 

obtained Charter Sport Care 

2017 from Ministry of Youth 

and Sports Affairs.

• Link Net obtained Award from 

Forbes Indonesia - Best of 

The Best Award The Top 50 

Companies for 2017.

• Indonesia Institute of Corporate 

Directorship - Corporate 

Governance Conference and 

Award.

• Indonesia Corporate Secretary 

Award 2017 - 5 Top GCG Issues 

in Media Sector.

2017
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2015-2020

• Received the Indonesia WOW 

Brand Award 2019 in the Pay TV 

category from MarkPlus

• The Company achieved The 

Best Content Marketing 

Implementation in IT / 

Telecommunication / Office 

Equipment

• The Company holds Social 

Responsibility activities at the 

Pondok Kasih Agape Orphanage

• The Company received a Gold 

Certificate award in one category, 

namely the Occupational Safety 

and Health Management System 

(SMK3)

• The company won the 2019 Top 

100 Most Valuable Brands award.

• The company won the 2019 

Service Quality Award (SQA)

• The company won the “Indonesia 

Most” award

• Innovative Business Award 2019 

• The company won the 2019 

Indonesia Best Brand Awards.

• The company officialy the 

expansion of internet and cable tv 

services in the city of Batam.

• The company launched First 

Warriors

• BeritaSatu News Channel 

launched a new program 

entitled “Zooming With 

Primus”.

• The First Festival concerts are 

channeled on the BeritaSatu 

News Channel, Youtube: First 

Media World and the in-house 

channel First Lifestyle

• MyFirstMedia app with a new 

look. Customers can access 

various information about 

the Company’s products and 

services digitally.

• Conference event with the 

theme “Digital Talent Readiness 

for Future Work”. This 

conference event took place at 

the Aryaduta Hotel, Bandung

• The highest ranking award 

or Diamond Award for the 

Internet Service for Corporate 

Customers category at 

the prestigious Customer 

Experience Service Quality 

Award (CXSQA) 2020.

• First Media achieved WOW 

Brand Awawrd 2018.

• First Media achieved Indonesia 

Most Innovative Business 

Award 2018.

• First Media achieved 3 (three) 

Contact Center Service 

Excellence Award 2018.

• PT Link Net Tbk obtained Most 

Valuable Brand with Brand 

Value US$ 120 million and 

Brand Rating AA+ from Brand 

Finance Asia Pacific.

• BOLT! 4G Ultra LTE part of 100 

Most Valueble brand Indonesia.

• PT Link Net Tbk launched First 

Squad Program in optimizing 

Service Level.

• PT Link Net Tbk lauched HBO 

Go mobile cooperated with 

HBO Asia.

• PT Link Net Tbk achieved Best 

Brand Award 2018.

• PT Link Net Tbk achieved 

mobile DNA award 2018.

2018 2019 2020

MILESTONE
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January

The Company through its subsidiary PT Link Net Tbk 

has received the certificate: Great Place to Work®. It 

is an achievement from a collective and collaborative 

effort in an organization that strives to create good 

corporate values and create comfort at work.

March

The Company through its subsidiary PT Link Net 

Tbk launched a performance and achievement 

measurement application called First Squad Impact. 

This application was launched as a step to strengthen 

internal business processes, especially for measuring 

the performance evaluation of all employees. This 

application can be accessed through the website and 

mobile apps.

IMPORTANT 
EVENTS 2021
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The Company through its subsidiary PT Link Net 

Tbk presents an OTT Package product called First+ 

which provides access to various Over-The-Top 

(OTT) platforms. This innovation makes First Media 

the first Cable TV and Fixed Broadband Internet 

service provider in Indonesia that presents content 

aggregation for OTT streaming platforms in one 

package.

The Company through its subsidiary PT Link Net Tbk 

launched the new Link Net logo. The new logo of the 

Company Not changing the name, but changing the 

strategic message to all employees and the Indonesian 

people. The Company believes that the presence of this 

new logo can provide a new identity to all stakeholders.

April

The company with the First Media product brand for 

the sixth time again won the Indonesia WOW Brand 

award from MarkPlus, Inc. in the Pay TV category and 

the inaugural award in the Internet Service category.
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The Company established a strategic partnership 

with Google Cloud to meet the needs of enterprises 

and corporate customers. This collaboration is also to 

encourage the acceleration of digital transformation 

needed in the industrial era 4.0 and to support the 

government in efforts to accelerate national digital 

transformation and strengthen the digital ecosystem 

in Indonesia.

May

The Company through its business line in the media 

sector, namely BeritaSatu Media Holding, held the 

“The 12th IICD Corporate Governance Award 2021” 

event. This event was held by the Indonesian Institute 

for Corporate Directorship (IICD) in collaboration with 

BeritaSatu Media Holdings.

July

The Company through its subsidiary PT Infra Solusi 

Indonesia through the First Academy held “Pasar Sakti” 

(Shop and Share Awesome Knowledge – Things and 

Inspiration). Pasar Sakti is a virtual festival and job fair 

with a 3D animation concept that presents a series 

of activities for seven days, from 26 July to 1 August 

2021.



P
T

  F
ir

st
 M

e
d

ia
 T

b
k

  |
  A

n
n

u
a

l 
R

e
p

o
rt

 2
0

2
1

0219

Investor Magazine held the 2021 Awarding Investor 

Awards with the theme: “Corporate Resilience in 

Pandemic Era: Capitalizing New Opportunities” live 

Streaming on Beritasatu.com, Youtube and Facebook 

Beritasatu Media on Tuesday 27 July 2021. Five public 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange 

(BEI) won the Investor Awards 2021 with the title ‘Top 

Performing Listed Companies 2021’

September

The Company through its subsidiary PT Link Net 

Tbk with the brand “First Media” was awarded the 

Top 3 Customer Service Champion in the Data & 

Entertainment category at the Indonesia Customer 

Service Champion 2021, which was held virtually in 

conjunction with the 2021 Indonesia Customer Service 

Quality Award.

November

The Company through its subsidiary PT Link Net 

Tbk has expanded its internet network coverage to 

Surakarta City, Central Java. As a form of existence in 

the market, the Company’s subsidiaries held a social 

assistance program to help communities affected by 

Covid-19 by providing 1,100 food packages.
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In Million Rupiah (except stated otherwise) 

*Earnings Per Share Expressed in Full Rupiah

FINANCIAL HIGHLIGHTS

BALANCE SHEET PERFORMANCE 2021 2020 2019

Total Current Assets 142,582 133,685  344,763 

Total Non Current Assets 4,442,640 6,472,362  6,829,732 

Total Assets 4,585,222 6,606,047  7,174,495 

Total Current Liabilities 4,404,354 4,920,800  4,069,059 

Total Non Current Liabilities 150,476 759,426  2,159,695 

Total Liabilities 4,554,830 5,680,226  6,228,754 

Total Equity 30,392 925,821  945,741 

OPERATING

Revenues 151,800 188,697  248,909 

Gross Profit (Loss) 64,865 85,168  104,347 

Operating Expenses (93,959) (137,030)  (203,905)

EBITDA (29,094) (51,862)  (99,558)

Depreciation & Amortization Expenses (40,941) (48,704)  (170,662)

Impairment Loss of Investment in Associates (1,948,688) -  (154,875)

Impairment of Non-Trade Receivables Related Parties - (346,386)  - 

Impairment Loss of Other Non-Current Assets (283,034) (73,823)  (44,857)

Finance Costs (199,379) (207,979)  (226,178)

Equity in Net Profit of Associates 257,102 273,471  248,598 

Others-Net 978,737 459,296  206,511 

Income Tax Expense (567) (25,491)  (14,975)

Loss After Proforma Adjustment (1,265,864) (21,478)  (255,996)

Proforma Adjustment - -  (61)

Loss for The Year (1,265,864) (21,478)  (256,057)

Profit (Loss) Attributable to:

Equity Holders of the Parent Entity (1,391,183) 367  (256,382)

Non - Controlling Interests 125,319 (21,845)  325 

Total Comprehensive Income (Loss) for the Year (895,429) 13,216  (320,047)

Comprehensive Income (Loss) Attributable to:

Equity Holders of the Parent Entity (1,020,748) 35,061  (320,372)

Non - Controlling Interests 125,319 (21,845)  325 

*Basic Earning Proft (Losses) Per Share (799) 0  (147)

RATIOS (%)

Gross Margin 42.73 45.13  41.92 

EBITDA Margin (19.17) (27.48)  (40.00)

Profit (Loss) for The Year Margin (833.90) (11.38)  (102.85)

Return on Equity (4,165.12) (2.32)  (27.07)

Return on Assets (27.61) (0.33)  (3.57)

Current Ratio 3.24 2.72  8.47 

Debt to Equity Ratio 14,986.94 613.53  658.61 

Debt to Assets Ratio 99.34 85.99  86.82 
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SHARE PERFORMANCE HIGHLIGHTS

Shareholders Structure as of December 31, 2021

History of Registration of Shares on The Indonesia Stock Exchange (before The Surabaya Stock Exchange)

SHARE PERFORMANCE 2021 2020 2019

Basic Earning Profit (Losses) Per Share (Rp) (799) 0  (147)

Outstanding Shares (Shares) 1,742,167,907  1,742,167.907  1,742,167,907

Weighted Average Shares (Shares) 1,742,167,907  1,742,167,907  1,742,167,907

Book Value Per Share (Rp) 17 531  543 

SHARE PRICE 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter

2020

Highest (Rp) 440 890 1.320 1.675

Lowest (Rp) 346 350 590 530

Closing (Rp) 360 595 725 570

Volume (Shares) 844,800 46,421,000 21,212,600 502,856,000

2020

Highest (Rp) 368 474 420 535

Lowest (Rp) 240 308 262 272

Closing (Rp) 360 370 274 410

Volume (Shares) 5,897 167 753 3,735

Shareholders Number of Common Shares Nominal Value (Rp) %

Authorized Capital 6,967,587,600 3,483,793,800,000

Issued and Paid-Up Capital

PT Trijaya Putra Mulia 691.772.713 345.886.356.500 39,71

PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,76

PT Ciptadana Capital 342.614.386 171.307.193.000 19,66

Public and Shareholders Under 5% 119.613.430 25.557.915.000 6,87

Number of Issued and Paid-Up Capital 1,742,167,907 871,083,953,500 100.00

Number of Shares in The Portfolio 5,225,419,693 2,612,709,846,500

Origin of Shares Listing Date Addition 
Number of 

Shares

Total Outstanding 
Shares 

After Transaction 

Nominal 
Value Per 

Share (Rp)

Initial Public Offering 27 January 
2000

20,000,000 20,000,000 500

Company Listing 25 February 
2000

354,300,000 374,300,000 500

Right Issue I 2 February 
2007

441,674,000 815,974,000 500

Exercised Warrant Serie I 27 June 2008 13,000,000 828,974,000 500

Exercised Warrant Serie I 1 July 2008 500,000 829,474,000 500

Right Issue II 24 May 2010 912,421,400 1,741,895,400 500

Exercised Warrant Serie II 28 January 
2011

1,500 1,741,896,900 500

Exercised Warrant Serie II 11 July 2011 78 1,741,896,978 500

Exercised Warrant Serie II 3 May 2013 270,929 1,742,167,907 500
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BUSINESS & OPERATIONAL
HIGHLIGHTS

PT FIRST MEDIA NEWS
BeritaSatu News Channel has 22 programs and is 

supported by 15 news anchors.

PT FIRST MEDIA PRODUCTION
The entertainment content production business through 

the “First Lifestyle” channel has produced a total of 9 

(nine) programs and produced 3 feature films.
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In the printed and online media business, First Media 

has acquired several companies engaged in the media 

business since 2019. The addition of this business 

portfolio will strengthen the TMT business structure 

run by the Company in Indonesia. Through the banner 

of “BeritaSatu Media Holdings”, the Company is able 

to maintain market share, particularly through leading 

newspaper at the national level, namely Investor Daily, 

and Magazine, namely Investor Magazine.

In addition to print-based media, the Company also 

strives to create sustainable innovations by utilizing 

digital technology in distributing the latest information 

and news. Electronic media or news portals have been 

well developed to meet market demand through the 

beritasatu.com and jakartaglobe portals
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PT PRIMA WIRA UTAMA

The Company has a business in the 

development of telecommunications 

infrastructure networks that have built Wifi 

networks in 46 buildings in Indonesia and 59 

Distributed Antenna System buildings.

PT LINK NET TBK

The internet service provider business and 

Channel subscription television has a number 

of homespassed 2,87 million, with the length of 

fiber optic cable 18,499 km and coaxial cable 

16,225 km..

2.87
millions

46
Buildings

16.225
km

59
Buildings

18.499
km
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CORPORATE
IDENTITY

Company Name

PT First Media Tbk

Stock Code

KBLV

Registered Office

Gd. BeritaSatu Plaza Lt.4

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, 

Kuningan Timur, Setiabudi 

Jakarta Selatan 12950

Indonesia

E-Mail

corporate.secretary@firstmedia.com

Website

www.firstmedia.co.id

Association Membership

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII)

Shareholders

• PT Reksa Puspita Karya

• PT Trijaya Putra Mulia 

• PT Ciptadana Capital

• Masyarakat

Business Activities 

• Telecommunication network provider 

throughcable;

• Telecommunication service provider by 

cable;and

• Provider, aggregator and distributor of 

multimedia content.

Business Identification Number

In relation with the issuance of Government 

Regulation of the Republic of Indonesia No. 24 year 

2018 concerning Electronic Integrated Licensing 

Services dated June 21,2018, which known as OSS 

(Online Single Submission), the Company has made 

required adjustment to Company‘s Purpose and 

Objective of Business under the Company’s Articles 

of Association as stipulated in theDeed of Statement 

of Shareholders’ Resolution No. 23 dated April 26, 

2019.

Operational License

Decree of Minister of Telecommunication and 

Informatic of the Republic of Indonesia No. 119 in 2017, 

dated January 11, 2017 regarding Operation License of 

Fixed Local Packet-Switched Based Network of PT First 

Media Tbk.

Corporate Brand Concept

Brand Promise :

We create the most insightful, innovative and

empowering experiences from information

communication and entertainment products,

services and content centered around the only

person that matters is you.

Brand Positioning :

Social Catalyst to a Seamless and Exciting Life.

Brand vision :

To be Indonesia’s first choice for information, 

communications and entertainment services.

Brand Mission :

We transform lives by providing innovative and 

exceptional broadband and media services and 

solutions.
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Public Accountant Firm

Amir Abadi Jusuf Ariyanto Mawar & Rekan

Address :

Plaza Asia Lt.10 Jl. Jend. Sudirman Kav.59 Jakarta 

12190

Tel : 021-51401340

Fax : 021-51401540

Website : www.rsm.global/indonesia

Main Duties & Responsibilities :

Conducting audits based on auditing standars

established by the Indonesian Institute of Certified 

Public Accountants.

Share Register Bureau

PT Sharestar Indonesia

Address :

Gd. BeritaSatu Plaza Suite 703 Lt. 7

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36,

Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Kuningan Timur,

Jakarta Selatan 12950 Indonesia,

Tel : 021-5277966

Fax : 021-5277967

E-mail : customer-relation@sharestar.co.id

Main Duties & Responsibilities:

Conducting the recording and transfer of stocks; 

preparing the list of shareholders and its changes 

for the bookeeping at the request of the Company 

and preparing the Company’s correspondence with 

shareholders.

Article Association

The Company is established under the name of 

PT Safira Ananda, based on notarial Deed No. 37 

dated January 6,1994 and Decree of the Minister 

of Justice of the Republic of Indonesia Number 

C2-1.446 HT.01.01.Th.95 dated February 1, 1995 

that have been referred to the following Indonesia 

Commercial Code (Gazette Year 1847 No. 23) 

as amended, the latest by Law No. 4 of 1971. 

Amendment of Articles of Association following 

currently named PT Tanjung Bangun Semesta Tbk 

contained in the Deed No. 1 dated December 2, 

1999 and the Decree of the Minister of Justice of the 

Republic of Indonesia No. C-19466 HT.01.04.TH.99 

dated December 3, 1999.

Amendment of some of the provisions in Article 

of Association following as well as recast Articles 

of Association currently named PT Broadband 

Multimedia Tbk contained in the Deed No. 56 dated 

July 30, 2001 and Receiving Reports of Amendment 

of Articles of Association by the Minister of Justice 

and Human Rights of the Republic of Indonesia 

Number: C- HT.01.04.TH.2001 dated on September 

19, 2001.

The following Amendment of the Articles of 

Association following is currently named PT First 

Media Tbk contained in the Deed No. 42 dated August 

15th, 2008 and the Minister of Justice and Human 

Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-

74501.AH.01.02.Tahun 2008 dated October 16, 

2008 that have been refers to Law No. 40 Year 2007 

regarding limited liability Company.

The latest amendment of the Articles of Association 

currently named PT First Media Tbk contained 

in Deed No.33 dated May 15, 2015 and Receipt 

of Notification of Amendment of Article of 

Association by the Minister of Law and Human 

Rights of the Republic of Indonesia Number: 

AHUAH.01.03-0940134 dated June 11,2015 which 

has been adapted to the Financial Services Authority 

Regulation No.32 / POJK.04 / 2014 and No.33/

POJK.04 /2014 as well as laws and other Law and 

Regulation prevailing in the capital market.

In relation with the issuance of Government Regulation 

of the Republic of Indonesia No. 24 year 2018 concerning 

Electronic Integrated Licensing Services dated June 

21,2018, which known as OSS (Online Single Submission), 

the Companyhas made required adjustment to 

Company‘s Purpose and Objective of Business under the 

Company’s Articles of Association as stipulated in the 

Deed of Statement of Shareholders’ Resolution No. 23 

dated April 26, 2019.

The latest amendment to the Company’s Articles of 

Association as contained in the Deed of Statement 

of the Company’s Meeting Resolutions No. 15 dated 

June 25, 2021, which was drafted in front of Andalia 

Farida, SH, Notary in Jakarta, the contents of which 

are changes to the Articles of Association in the 

context of adjustment to POJK 15/2020, including 

changes to Article 9, Article 10, Article 11, Article 

12 and Article 13 Company’s Articles of Association. 

The deed has obtained approval from the Minister of 

Law and Human Rights based on Letter No. AHU-

AH.01.03-0430925 Year 2021 dated July 23, 2021.
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Since 2007, First Media has changed its name 

from Kabelvision into First Media. First Media has 

define itself as integrated telecommunication and 

multimedia services pioneer in Indonesia with its Triple 

Play concept, which is pay television service, high 

speed broadband wireless internet access and data 

communication service over digital telecommunication 

network.

First Media’s long journey in the ICT business has 

led to a strategic policy that places First Media as a 

holding company running the Technology, Media and 

Telecommunications (TMT) business in Indonesia. 

All of First Media’s policies and business strategies 

are oriented towards the goal of becoming a leading 

TMT business company, and able to support the 

Government’s plan to achieve people’s life targets 

with the power of digital technology that contributes 

to the progress of the nation and national economic 

development. The TMT concept is truly in line with the 

exposure of the Indonesian Government’s vision at the 

2016 WSIS (World Summit on the Information Society) 

meeting in Geneva, Switzerland.

Inside the First Media business group, the Company 

has built sustainability and strategic coordination in 

each of its subsidiaries. Despite the complex synergy 

building and requiring good governance oversight, 

the Company has created good integration and 

cooperation among its subsidiaries. Currently First 

Media has operated various business models such 

as internet service network service providers, pay 

television service providers, content providers, as well 

as with subsidiaries engaged in the construction of 

telecommunications infrastructure.

A number of subsidiaries owned by First Media have 

improved the Company’s business level in Indonesia. 

However, First Media still has the opportunity to 

enrich its business portfolio in advancing TMT’s 

business. The best opportunity or momentum has been 

fought for by First Media in 2019 by acquiring several 

companies engaged in the media business (print and 

online media). The purpose of the acquisition is to 

increase the business portfolio, so that the Company 

can advance business value, strengthen its financial 

position, and increase the value of the Company for 

shareholders and stakeholders.

OVERVIEW OF 
PT FIRST MEDIA Tbk
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COMPANY
VISION

• To be the leader in its field

• To emphasize on competence and 

professionalism

• To focus on customer centric

• To become prime employer of choice

• To participate in social corporate citizenship

• To passion at work

To become the premier integrated megamedia 

services company in Indonesia that capitalizing on 

the advancement in Internet broadband technology 

platform in order to deliver superior value to 

stakeholders.

The Company’s vision includes foundation services 

integrated five-C :

• Cable TV – Multi-channels Interactive Television

• Computer – Broadband Internet Services

• Commuication – Data Communication Services

• Content – Content for Internet, TV, media/

newspaper

• Channels – Produce “In-house channel”

COMPANY
MISSION
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Strengthening and enriching the digital ecosystem 

in Indonesia through creative media in line with 

advances in communication technology, especially 

high-speed digital broadband internet technology, 

to provide quality production skills for Indonesian 

children.

Continuously strive for business efficiency to 

become a high-quality Megamedia service provider 

with effective and competitive costs.

• Discipline in our execution

• Quality in our Service

• Innovative in our 

development

• Aggressive in our market 

penetration

• Care for our community and 

environment

CORPORATE
VALUES

BUSINESS
STRATEGY
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LIST OF COMPANIES 
SUBSIDIARIES

 PT LINK NET Tbk

PT INTERNUX

PT PRIMA WIRA UTAMA

PT DELTA NUSANTARA NETWORKS

PT MSH NIAGA TELECOM INDONESIA

PT FIRST MEDIA TELEVISION

PT FIRST MEDIA NEWS

PT FIRST MEDIA 
PRODUCTION

PT LYNX MITRA ASIA

PT MEDIA
SINEMA  
INDONESIA
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PT MITRA MANDIRI MANTAP

PT GLOBE ASIA INDONESIA

PT GRAHA RAYA EKATAMA   
ANDALAN TERPADU

PT CITRA EKA RAMA
INVESTAMA ANDALAN

PT JARING DATA INTERAKTIF

PT JAKARTA GLOBE MEDIA

PT CITRA INVESTAMA 
ANDALAN TERPADU

PT MARGAYU VATRI CHANTIQA

PT DAYA SARANA MANTAP

PT JAKARTA MARCAPADA MEDIA

PT BINTANG MERAH 
PERKASA ABADI

PT BINA MAHASISWA INDONESIA

PUBLIC

PT TRIJAYA PUTRA MULIA

PT CIPTADANA 

CAPITAL

PT REKSA PUSPITA 

KARYA

SHAREHOLDERS

PT INVESTOR RADIO PT MEDIA INTERAKSI UTAMA

PT KORAN MEDIA INVESTOR INDONESIA

PT MEDIA INVESTOR INDONESIA
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Company Name Establisment & Line Business Remark

PT Link Net Tbk

Centenial Tower Lt.26 D, 
Jl. Jend. Gatot Subroto 
kav.35-36, Jakarta 12950

LN was established in 
1996, and run its business 
activities as provider of the 
network of fixed cable based, 
multimedia services, internet 
services, telephony added 
value services and business 
management consultancy 
services.

NPWP: 01.770.114.5-054.000
TDP: 09.03.1.61.30472
IP Jartaplok Berbasis Packet-Switched:  
705 Tahun 2017.
IUP Jasa Telekomunikasi : 48/I/IU/PMDN/2017
IUP Jaringan Telekomunikasi : 57/I//IU/PMDN/2016
IP Jasa Akes Internet (ISP) : 51 Tahun 2015
IP Jasa Interkoneksi Internet (NAP) : 50 Tahun 2015
IP Jartaptup : 312 Tahun 2014

PT First Media Television

BeritaSatu Plaza Lt.5
Jl. Jend. Gatot Subroto 
Kav.35-36, Jakarta 12950

FMTV was established in 
2008, and run its business 
activities in the field of 
subscribed broadcasting 
services.

NPWP: 02.901.331.5-063.000
TDP: 09.03.1.60.69259
IPP LPB Televisi : 393/KEP/M.KOMINFO/11/2010
IP PMDN: 97/1/IP/PMDN/2015

PT First Media News

BeritaSatu Plaza Lt. 11, 
Suite 1101
Jl. Jend. Gatot Subroto 
Kav.35-36, Jakarta 12950

FMN was established in 2008, 
and run its business activities 
in the field of film and video 
recording.

NPWP: 02.845.133.4-063.000
TDP: 09.03.1.59.58438
IUP: 463/PROD/PP-FS.R/IX/2008 (Pembuatan Film)
IUP: 13/IMPOR/PP-FS.RV/IX/2008 (Impor Film)
IUP : 26/EDAR/PP-FS.RV/IX/2008 (Pengedaran 
Film)

PT Prima Wira Utama

BeritaSatu Plaza Lt. 7
Jl. Jend. Gatot Subroto 
Kav.35-36, Jakarta 12950

PWU was established in 2011, 
and run its business activities 
in field of trading.

NPWP: 03.199.753.9-063.000
TDP: 09.03.1.46.76907
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Company Name Establisment & Line Business Remark

PT MSH Niaga Telecom 

Indonesia

Rukan Graha Cempaka 

Mas Blok C-06

Jl. Letjen Suprapto, Sumur 

Batu, Kemayoran, Jakarta

MSH was established in 1997 and 

run its business activities in the field 

of calling card services.

NPWP: 01.832.587.8-027.000

IP Jasa Nilai Tambah Teleponi Kartu Panggil 

(Calling Card) : 77/DIRJEN/2010

PT Internux

BeritaSatu Plaza Lt. 7

Jl. Jend. Gatot Subroto 

kav.35-36, Jakarta 12950

PTI was established in 2000, and 

run its business activities in the field 

of implementation of local fixed 

network-based packet switched and 

internet service provider.

NPWP: 02.013.079.5-804.000

TDP: 09.03.1.61.87652

IP Jartaplok Berbasis Packet-Switched: 

1203 Tahun 2017

ISP : 1355 Tahun 2017

IP PMA: 1894/I/IP-PB/PMA/2017

IUP Jasa Telekomunikasi : 1409/I/IU/

PMA/2016

IUP Jaringan Telekomunikasi : 

1431/I/IU/PMA/2016

PT First Media Production

BeritaSatu Plaza Lt.4

Jl. Jend. Gatot Subroto 

Kav.35-36, Jakarta 12950

FMP was established in 2008, and 

run its business activities in film and 

video recording.

NPWP: 02.845.075.7-063.000

TDP: 09.03.1.59.59984

IUP: 526/PROD/PP-FS.RV/I/2009 

(Pembuatan Film)

PT Media Sinema 

Indonesia

BeritaSatu Plaza Lt.4

Jl. Jend. Gatot Subroto 

Kav.35-36, Jakarta 12950

MSI was established in 2003, and 

run its business activities in film and 

video recording.

NPWP: 02.261.841.7-063.000

IUP : 37/PROD/PP-FS.RV/V/2004 

(Pembuatan Film)

PT Delta Nusantara 

Networks

Gedung Graha Kencana Lt. 

Mezzanine Unit J

Jl. Raya Perjuangan No.88, 

Kebon Jeruk, Jakarta Barat 

11530

DNN was established in 2006, and 

run its business activities in the field 

of Internet Service Provider.

NPWP: 02.555.936.0-035.000

TDP: 09.02.1.46.31177

ISP: 852 Tahun 2014

PT Lynx Mitra Asia

BeritaSatu Plaza Lt. 7

Jl. Jend. Gatot Subroto 

Kav.35-36, Jakarta 12950

LMA  was established in 2008, and 

run its business activities in field of 

Internet Interconnection Services 

(NAP).

NPWP: 02.816.482.0-077.000

IP Jasa Interkoneksi : 1576 Tahun 2016
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Company Name Establisment & Line Business Remark

PT Mitra Mandiri Mantap

BeritaSatu Plaza Lt. 7

Jl. Jend. Gatot Subroto 

Kav.35-36, Jakarta 12950

MMM was established in 2010, and run 

its business activities in field of general 

trading and services.

NPWP: 21.151.631.5-029.000

PT Jaring Data Interaktif

BeritaSatu Plaza Lt. 11

Jl. Jend. Gatot Subroto 

kav.35-36, Jakarta 12950

JDI was established in 1999, and run 

its business activities in field of private 

broadcasting services.

NPWP: 01.903.863.7-056.000

PT Daya Sarana Mantap

Ruko Cyber Park Nomor 

2160, Jl. Boulevard Gajah 

Mada, Tangerang, Banten

DSM was established in 2015, and run its 

business activities in field of trading.

NPWP: 73.570.090.8-402.000

TDP: 30.06.1.47.11578

SIUP: 2116/PK/XII/BPMPTSP/2015

PT Graha Raya Ekatama 

Andalan Terpadu

BeritaSatu Plaza Lt.7

Jl. Jend. Gatot Subroto 

Kav.35-36, Jakarta 12950

GREAT was established in 2014, and run 

its business activities in field of general  

trading and services.

NPWP: 71.812.386.2-063.000

PT Citra Investama 

Andalan Terpadu

BeritaSatu Plaza Lt.9

Jl. Jend. Gatot Subroto 

Kav.35-36, Jakarta 12950

CIAT was established in 2014, and run 

its business activities in field of general  

trading and services.

NPWP: 71.800.643.0-063.000

PT Margayu Vatri 

Chantica

BeritaSatu Plaza Lt. 4

Jl. Jend. Gatot Subroto 

Kav.35-36, Jakarta 12950

MVC was established in 2002, and run 

its business activities in field of general  

trading and services.

NPWP: 02.270.069.4-063.000

PT Bintang Merah Perkasa 

Abadi

BeritaSatu Plaza Lt. 7

Jl. Jend. Gatot Subroto 

Kav.35-36, Jakarta 12950

BMPA was established in 2011, and 

run its business activities in field of 

telecommunication services.

NPWP: 03.173.948.5-063.000

TDP: 09.03.1.46.73026

PT Jakarta Marcapada 

Media

GD. Century Tower Lt.5 

Ruang 502 

JL. Rasuna Said Kav. X-2 

No. 4

JMM  didirikan pada tahun 2004 dan 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang 

Jasa Periklanan.

NPWP: 02.433.323.9-011.000
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Company Name Establisment & Line Business Remark

PT Bina Mahasiswa 

Indonesia

Gedung Plaza Asia Lt.26, 

Zone ABCD

Jl. Jend. Sudirman Kav.59, 

Jakarta 12190

BMI didirikan pada tahun 2006, dan menjalankan 

kegiatan usahanya saat ini dibidang Jasa 

Konsultasi Bidang Olahraga.

PT Citra Eka Rama 

Investama Andalan

Gedung BeritaSatu Plaza 

Lt. 9,  

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 

35-36, Jakarta 12950

CERIA was established in 2014, and run its 

business activities in field of telecommunication 

equipment trading.

NPWP: 71.812.676.6-063.000

PT Media Interaksi Utama

Gedung BeritaSatu Plaza 

Lt. 9,  

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 

35-36, Jakarta 12950

MIU was established in 1986 and runs its 

business activities in the field of news agency 

activities by the private sector.

NPWP: 01.322.134.6-007.000

PT Investor Radio

Gedung BeritaSatu Plaza 

Lt. 9,  

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 

35-36, Jakarta 12950

IR was founded in 2000 and runs its business 

activities in the field of wholesale trading of 

electronic and telecommunications equipment 

and parts.

NPWP: 01.978.579.9-018.000

PT Media Investor 

Indonesia

Gedung BeritaSatu Plaza 

Lt. 9,  

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 

35-36, Jakarta 12950

MII was established in 1998 and runs its business 

activities in the field of stationery and printing 

and publishing.

NPWP: 01.861.929.6-018.000

PT Koran Media Investor 

Indonesia

Gedung BeritaSatu Plaza 

Lt. 9,  

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 

35-36, Jakarta 12950

KMII was founded in 2001 and runs its business 

activities in the field of large trading of printing 

and publishing goods in various forms.

NPWP: 02.545.818.3-063.000

PT Globe Asia Indonesia

Gedung BeritaSatu Plaza 

Lt. 9,  

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 

35-36, Jakarta 12950

GAI was founded in 2006 and runs its business 

activities in the field of large trading of printing 

and publishing goods in various forms.

NPWP: 02.545.818.3-063.000

PT Jakarta Globe Media

Gedung BeritaSatu Plaza 

Lt. 9,  

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 

35-36, Jakarta 12950

JGM was founded in 2008 and runs its business 

activities in the field of large trading of printing 

and publishing goods in various forms.

NPWP: 02.844.804.1-063.000
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CHRONOLOGY
OF SHAREOWNERSHIP

2007
Based on the resolutions of Extraordinary General 

Meeting of Shareholders of the Company dated 

December 29, 2006 as stipulated in the Deed of 

Minutes of Extraordinary General Meeting of 

Shareholders No. 85, dated December 29, 2006, 

made by Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., 

Notary in Jakarta, and pursuant to the shareholders 

resolution statement stipulated in the Deed of 

Meeting Resolution Statement No. 8 dated March 5, 

2007, made before Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito 

S.H., Notary in Jakarta, the Company has increased 

its subscribed and paid-up capital related to the 

issuance of new shares of 441,674,000 shares with 

In February 2000, the Company’s Initial Public Offering 

which is listed on the Surabaya Stock Exchange. 

After the merger of the Jakarta Stock Exchange and 

Surabaya Stock Exchange in 2007, the chronology of 

ownership of shares of the Company are as follows :

the aggregate nominal value of Rp 220,837,000,000 

as a result of the exercise of Right Issue I (PUT I). 

The deed was accepted and recorded in Legal Entity 

Administration System Database at the Ministry of 

Law and Human Rights of the Republic of Indonesia 

based on the acceptance of Report of Deed of 

Amendment of Company Articles of Association No. 

W7-HT.01.04-6246 dated May 3, 2007. Therefore, 

the structure of the capital and shareholders of the 

Company is as follows :

56,02% = AcrossAsia Ltd

32,67% = PT Reksa Puspita Karya

11,31% = Pemegang Saham dengan kepemilikan ≤ 5%

Remark

Registered Common Share
Nominal Value Rp 500 per share

Numbers of Shares Nominal Value %

Authorized Capital 1.497.200.000 748.600.000.000

Amount of subscribed and fully paid-up capital 815.974.000 407.987.000.000 100,00

Shareholders with the ownership ≥ 5%

AcrossAsia Ltd 457.131.716 228.565.858.000 56,02

PT Reksa Puspita Karya 266.579.704 133.289.852.000 32,67

Shareholders with the ownership ≤ 5% 92.262.580 46.131.290.000 11,31
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2008

On the June 26, 2008 and June 30, 2008, PT Reksa 

Puspita Karya exercised Warrant Series I respectively 

amounting to 13,000,000 warrants and 500,000 

warrants with the exercise price of Rp 1,000 per warrant. 

The funds for exercising Warrant Series I have been 

received by the Company on the June 27, 2008 and July 

1, 2008 respectively in the amount of Rp 13,000,000,000 

and Rp 500,000,000. Therefore, after the exercise  

of Warrant Series I by PT Reksa Puspita Karya, the 

subscribed and paid-up capital of the Company has 

increased to 829,474,000 shares, with the aggregate 

nominal value of Rp 414,737,000,000. The increase of 

the subscribed and paid up capital of the Company that 

occurred related to the exercise of Warrant Series I by PT 

Reksa Puspita Karya was validated by the resolutions of 

the Extraordinary General Meeting of Shareholders as 

stipulated in the Deed of Minutes of Meeting No. 4 dated 

November 13, 2009, made by Lindasari Bachroem S.H., 

Notary in Jakarta and subsequently stated in in the Deed 

of Meeting Resolution Statement No. 5 dated November 

13, 2009, made before Lindasari Bachroem S.H., Notary 

in Jakarta. The Deed has been reported to the Minister 

of Law and Human Rights of the Republic Indonesia by 

Acceptance of Notice of Minister of Law and Human 

Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0000833.

AH.01.09.Year 2010 dated January 6, 2010. Therefore, 

the structure of the capital and shareholders of the 

Company is as follows :

55,11% = AcrossAsia Ltd

33,77% = PT Reksa Puspita Karya

11,12% = Shareholders with the ownership ≤ 5%

Remark

Registered Common Share
Nominal Value Rp 500 per share

Numbers of Shares Nominal Value %

Authorized Capital 1.497.200.000 748.600.000.000

Amount of subscribed and fully paid-up capital 829.474.000 414.737.000.000 100,00

Shareholders with the ownership ≥ 5%

 AcrossAsia Ltd 457.131.716 228.565.858.000 55,11

 PT Reksa Puspita Karya 280.079.704 140.039.852.000 33,77

Shareholders with the ownership ≤ 5% 92.262.580 46.131.290.000 11,12
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2009

In 2009, there was no change of share ownership in 

the Company. 

55,11% = AcrossAsia Ltd

33,77% = PT Reksa Puspita Karya

11,12% = Shareholders with the ownership ≤  5%

2010

On March 18, 2010, the Company has increased its 

authorized capital to Rp 1,650,000,000,000 comprising 

of 3,300,000,000 shares, as approved pursuant to 

the resolutions of Extraordinary General Meeting of 

Shareholders of the Company dated March 4,2010 

as stipulated in the Deed of Minutes of Meeting No. 

6 dated March 4, 2010, made by Lindasari Bachroem 

S.H.,Notary in Jakarta and is stated in the Deed Of 

Meeting Resolution Statement No. 7 dated March 4, 

2010, made before Lindasari Bachroem S.H., Notary 

in Jakarta, which has obtained the approval of the 

Minister of Law and Human Rights of the Republic 

Indonesia pursuant to the decree No.AHU-13941.

AH.01.02.Year 2010 dated March 18, 2010, so that 

the structure of the capital and shareholders of the 

Company is as follows :

55,11% = AcrossAsia Ltd

33,77% = PT Reksa Puspita Karya

11,12% = Shareholders with the ownership ≤ 5%

Remark

Registered Common Share
Nominal Value Rp 500 per share

Numbers of Shares Nominal Value %

Authorized Capital 3.300.000.000 1.650.000.000.000

Amount of subscribed and fully paid-up 
capital

1.741.895.400 870.947.700.000 100,00

Shareholders with the ownership ≥ 5%

AcrossAsia Ltd 959.976.602 479.988.301.000 55,11

PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,77

Shareholders with the ownership ≤ 5% 193.751.420 96.875.710.000 11,12
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Keterangan

Saham biasa atas nama 

Nilai Nominal Rp 500 per lembar

Jumlah Saham Jumlah Nominal %

Modal Dasar 3.300.000.000 1.650.000.000.000

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 1.741.895.400 870.947.700.000 100,00

Pemegang saham dengan kepemilikan ≥ 5%

AcrossAsia Ltd 959.976.602 479.988.301.000 55,11

PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,77

Pemegang saham dengan kepemilikan ≤ 5% 193.751.420 96.875.710.000 11,12

Pursuant to the resolutions of Extraordinary General 

Meeting of Shareholders of the Company dated 

April 19, 2010 as stipulated in the Deed of Minutes 

of Meeting No. 21 dated April 19, 2010, made by 

Lindasari Bachroem S.H., Notary in Jakarta, and 

pursuant to the shareholder resolution statement 

stipulated in the Deed of Meeting Resolution 

Statement No. 7 dated July 20, 2010, made before 

Lindasari Bachroem S.H., Notary in Jakarta, the 

Company has obtained the approval to conduct Right 

Issue II for the purpose of Shares Issuance with Pre-

emptive Rights (PUT II) and to increase the subscribed 

and paid-up capital related to the issuance of new 

shares of 912,421,400 shares with the aggregate 

nominal value of Rp 456,210,700,000 as a result of 

the exercise of PUT II. The deed was accepted and 

recorded in the Legal Entity Administration System 

Database at the Ministry of Law and Human Rights of 

the Republic of Indonesia pursuant to the acceptance 

of Report of Deed of Amendment of Company’s 

Articles of Association No. AHU-AH.01.10-21071 

dated August 18, 2010. Therefore, the structure of the 

capital and shareholders of the Company is as follows :
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2011
Pursuant to the resolutions of Extraordinary General 

Meeting of Shareholders of the Company as stipulated 

in the Deed of Meeting Resolution Statement No. 16 

dated June 3,2011,made by Dr.Irawan Soerodjo S.H.,M.

Si.,Notary in Jakarta,which has obtained the approval 

from the Minister of Law and Human Rights of the 

Republic of Indonesia as per decree No.AHU-36144.

AH.01.02.Year 2011 dated July 19,2011, the 

Company has increase the authorized capital to Rp 

3,483,793,800,000 comprising of 6,967,587,600 

shares and increased the Subscribed and Paid-Up 

Capital related to the exercise of Warrant Series II, 

therefore the structure of the capital and shareholders 

of the Company is as follows :

55,11% = AcrossAsia Ltd

33,77% = PT Reksa Puspita Karya

11,12% = Shareholders with the ownership ≤ 5%

On October 5, 2011, the public shareholders of the 

Company exercised Warrant Series II and the funds from 

such exercise have been fully received by the Company. 

The exercise of Warrant Series II has increased the 

Company’s Subscribed and Paid-Up Capital and it is 

validated by the resolutions of Extraordinary General 

Meeting of Shareholders of the Company dated 

October 21, 2011 as stipulated in the Deed of Minutes 

of Meeting No.6 dated October 21, 2011, made by 

Lindasari Bachroem S.H., Notary in Jakarta. Therefore, 

the Subscribed and Paid-Up Capital of the Company 

increased to 1,741,896,978 shares with the aggregate 

nominal value of Rp 870,948,489,000 with the structure 

of the capital and shareholders of the Company is as 

follows :

Remark

Registered Common Share
Nominal Value Rp 500 per share

Numbers of Shares Nominal Value %

Authorized Capital 6.967.587.600 3.483.793.800.000

Amount of subscribed and fully paid-up capital 1.741.896.900 870.948.450.000 100,00

Shareholders with the ownership ≥ 5%

AcrossAsia Ltd 959.976.602 479.988.301.000 55,11

PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,77

Shareholders with the ownership ≤ 5% 193.752.920 96.876.460.000 11,12

Remark

Registered Common Share
Nominal Value Rp 500 per share

Numbers of Shares Nominal Value %

Authorized Capital 6.967.587.600 3.483.793.800.000

Amount of subscribed and fully paid-up capital 1.741.896.978 870.948.489.000 100,00

Shareholders with the ownership ≥ 5%

AcrossAsia Ltd 959.976.602 479.988.301.000 55,11

PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,77

Shareholders with the ownership ≤ 5% 193.752.998 96.876.449.000 11,12



P
T

  F
ir

st
 M

e
d

ia
 T

b
k

  |
  A

n
n

u
a

l 
R

e
p

o
rt

 2
0

2
1

0249

2013
On August 22, 2013, the shareholders of the Company 

have converted Warrant Series into shares. The 

Conversion of Warrant Series II have led to an increase 

of Subscribed and Paid-Up Capital of the Company 

as stipulated in the Deed of Meeting Statement 

Resolution No. 7 dated August 22, 2013, made by 

Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta, therefore the 

Subscribed and Paid-Up Capital of the Company 

becomes 1,742,167,907 shares with the aggregate 

nominal value of Rp 871,083,953,500. The Deed 

has been accepted and recorded in Legal Entity 

Administration System Database at the Ministry of 

Law and Human Rights of the Republic Indonesia based 

on the acceptance of Report of Deed of Amendment 

of Company’s Articles of Association No. AHU-

AH.01.10-35144 dated August 26, 2013. Therefore, 

the structure of the capital and shareholders of the 

Company is as follows : 

55,10% = AcrossAsia Ltd

33,76% = PT Reksa Puspita Karya

11,14% = Shareholders with the ownership ≤ 5%

2012
In 2012, there was no change of share 

ownership in the Company. 

55,11% = AcrossAsia Ltd

33,77% = PT Reksa Puspita Karya

11,12% = Shareholders with the ownership ≤ 5%

Remark

Registered Common Share
Nominal Value Rp 500 per share

Numbers of Shares Nominal Value %

Authorized Capital 6.967.587.600 3.483.793.800.000

Amount of subscribed and fully paid-up capital 1.742.167.907 871.083.953.500 100,00

Shareholders with the ownership ≥ 5%

AcrossAsia Ltd 959.976.602 479.988.301.000 55,10

PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,76

Shareholders with the ownership ≤ 5% 194.023.927 97.011.963.500 11,14
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2018
In 2018 the Company has changed its ownership 

interest above 5%. Therefore, the Company’s capital and 

shareholding are as follows:

34,98% = PT Trijaya Putra Mulia

33,76% = PT Reksa Puspita Karya

19,74% = PT Ciptadana Capital

8,60%   = PT Inti Anugerah Pratama

2,92%   = Shareholders with the ownership ≤ 5%

2017
In 2017 the Company changed its ownership interest 

above 5%. The change took place on August 21, 2017 

by PT Inti Anugrah Propertindo owning shares of 

150,616,940 shares or representing 8.65% of all shares 

of the Company which have been placed and remitted. 

On November 13, 2017 PT Inti Anugrah Propertindo 

was renamed become PT Inti Anugerah Pratama with 

150,146,640 shareholding or representing 8.62% 

of the total issued and paid shares of the Company. 

Therefore, the Company’s capital and shareholding are 

as follows:

55,10% = AcrossAsia Ltd

33,76% = PT Reksa Puspita Karya

8,62%   = PT Inti Anugerah Pratama

2,52%   = Shareholders with the ownership ≤ 5%

Remark

Registered Common Share
Nominal Value Rp 500 per share

Numbers of Shares Nominal Value %

Authorized Capital 6.967.587.600 3.483.793.800.000

Amount of subscribed and fully paid-up capital 1.742.167.907 871.083.953.500 100,00

Shareholders with the ownership ≥ 5%

AcrossAsia Ltd 959.976.602 479.988.301.000 55,10

PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,76

PT Inti Anugerah Pratama 150.146.640 75.073.320.000 8,62

Shareholders with the ownership ≤ 5% 43.877.287 21.938.643.500 2,52

Remark

Registered Common Share
Nominal Value Rp 500 per share

Numbers of Shares Nominal Value %

Authorized Capital 6.967.587.600 3.483.793.800.000

Amount of subscribed and fully paid-up capital 1.742.167.907 871.083.953.500 100,00

Shareholders with the ownership ≥ 5%

PT Trijaya Putra Mulia 609.461.473 304.730.736.500 34,98

PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,76

PT Ciptadana Capital 343.894.386 171.947.193.000 19,74

PT Inti Anugerah Pratama 149.808.840 74.904.420.000 8,60

Shareholders with the ownership ≤ 5% 50.835.830 25.417.915.000 2,92
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2019
In 2019 the Company has changed its ownership 

interest above 5%. Therefore, the Company’s 

capital and shareholding are as follows:

34,98% = PT Trijaya Putra Mulia

33,76% = PT Reksa Puspita Karya

19,72% = PT Ciptadana Capital

8,60%   = PT Inti Anugerah Pratama

2,93%   = Shareholders with the ownership ≤ 5%

2020

In 2020 the Company has changed its ownership 

interest above 5%. Therefore, the Company’s capital 

and shareholding are as follows:

43,58% = PT Trijaya Putra Mulia

33,76% = PT Reksa Puspita Karya

19,66% = PT Ciptadana Capital

2,94%   = Shareholders with the ownership ≤ 5%

Remark

Registered Common Share
Nominal Value Rp 500 per share

Numbers of Shares Nominal Value %

Authorized Capital 6.967.587.600 3.483.793.800.000

Amount of subscribed and fully paid-up capital 1.742.167.907 871.083.953.500 100,00

Shareholders with the ownership ≥ 5%

PT Trijaya Putra Mulia 609.461.473 304.730.736.500 34,98

PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,76

PT Ciptadana Capital 343.614.386 171.807.193.000 19,72

PT Inti Anugerah Pratama 149.808.840 74.904.420.000 8,60

Shareholders with the ownership ≤ 5% 51.115.830 25.557.915.000 2,93

Remark

Registered Common Share
Nominal Value Rp 500 per share

Numbers of Shares Nominal Value %

Authorized Capital 6.967.587.600 3.483.793.800.000

Amount of subscribed and fully paid-up capital 1.742.167.907 871.083.953.500 100,00

Shareholders with the ownership ≥ 5%

PT Trijaya Putra Mulia 759.270.313 379.635.156.500 43,58

PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,76

PT Ciptadana Capital 343.614.386 171.807.193.000 19,66

Shareholders with the ownership ≤ 5% 51.115.830 25.557.915.000 2,94
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2021
In 2021 the Company has changed its ownership 

interest above 5%. Therefore, the Company’s capital 

and shareholding are as follows:

43,58% = PT Trijaya Putra Mulia

33,76% = PT Reksa Puspita Karya

19,72% = PT Ciptadana Capital

  2,93% = Pemegang Saham dengan kepemilikan di 

bawah 5%

Remark

Registered Common Share
Nominal Value Rp 500 per share

Numbers of Shares Nominal Value %

Authorized Capital 6.967.587.600 3.483.793.800.000

Amount of subscribed and fully paid-up capital 1.742.167.907 871.083.953.500 100,00

Shareholders with the ownership ≥ 5%

PT Trijaya Putra Mulia 691.772.713 345.886.356.500 39,71

PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 294.083.689.000 33,76

PT Ciptadana Capital 342.614.386 171.307.193.000 19,72

Shareholders with the ownership ≤ 5% 119.613.430 25.557.915.000 6,87
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LIST OF 20 MAJOR SHAREHOLDERS OF PT FIRST MEDIA TBK PER DECEMBER 31, 2020

Share Ownership By Board Of Commissioner And 

Director

Throughout 2021, no Board of Commissioners or the 

Board of Directors owns Company’s Shares.

Bonds Information

Throughout 2021, the Company has no bonds / 

sukuk / convertible bonds outstanding in the last 2 

(two) fiscal years.

No Shareholders Name Numbers of Shares %

1 PT Trijaya Putra Mulia 691.772.713 39,71

2 PT Reksa Puspita Karya 588.167.378 33,76

3 PT Ciptadana Capital 343.614.386 19,72

4 Tumaco Pte. Ltd 31.150.000 1,79

5 PT Indosat Tbk 14.200.200 0,82

6 LGT Bank AG - CLIENT ASSETS 5.000.000 0,29

7 Aileen Hambali 4.000.000 0,29

8 Go Siauw Hong 3.537.390 0,20

9 Manoj Dhamoo Punjabi 3.312.700 0,19

10 PT Tunggal Jaya Investama 3.300.090 0,19

11 PT Tunas Jaya Investama 3.275.043 0,19

12 PT Cemerlang Adiguna Mulia 1.641.000 0,09

13 Sutono Tjondroso 1.599.600 0,09

14 DR. Sunita Morangkey 1.577.700 0,09

15 Trisno Suleiman 1.212.500 0,07

16 DR. Kishore Kumar 1.000.000 0,06

17 Maja Silvana 800.000 0,05

18 Mira Susanty 700.000 0,04

19 Salony Widjaya 700.000 0,04

20 Geoffrey David Simms 666.600 0,04
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ORGANIZATION 
STRUCTURE

02 Board of Directors

Harianda Noerlan 
President Director

Budi Erawanto 
Director

Candra Gunawan 
Audit Internal

Harianda Noerlan 
Corporate Secretary

Johannes Tong
Director

01 Board of Commissioner

H.R Soeparmadi
President Commissioner

Widjaya Hambali 
Independent Commissioner

Teguh Pudjowigoro
Independent Commissioner

Lim Benni
Commissioner

Hernowo Hadiprodjo
Director
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MESSAGE FROM
BOARD OF COMMISSIONERS

Dear Shareholders and stakeholders,

Praise and gratitude we pray to God the Almighty and 

the Most Gracious who has bestowed His blessings 

and mercy on all of us. On this occasion, we will 

convey the results of the implementation of our 

duties as the Board of Commissioners in supervising 

the implementation of the management of 

PT First Media Tbk throughout 2021.

H.R Soeparmadi - President Commissioner

The Board of Commissioners is grateful that the 

Company and its subsidiaries have made it through 

2021 quite well, in the midst of business conditions 

in the digital technology industry which are full of 

dynamics and challenges. The performance of the 

subsidiaries owned by the Company as a whole 

achieved quite good results, even though they were 

still faced with the Covid-19 Pandemic situation.
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Business prospect

Talking about the digital industry will be direct 

contact with the digital economy which is projected 

to be the driving engine of the future economy. Even 

though the Covid-19 pandemic is a great epidemic 

that has shaken the world, it brings the blessing 

side of changes in the economic structure. The 

whole world, including Indonesia, focuses on digital 

transformation in all aspects. From the Government 

aspect, the presence of digitalization has an impact 

on services to the public being faster, transparent, 

and easily accessible by applying digital technology. 

Tax reporting from the public to the tax office 

becomes easier, there is no need for long queues 

that make people lazy to come to report their tax 

obligations. Population services are also getting 

faster and there is no need to go through the long 

bureaucracy that many people have complained 

about so far.

In terms of business business, various startup 

business activities in the fields of e-commerce, 

financial services, health, education, and others, have 

not only changed the behavior of providers of goods 

and services, but have also changed people’s behavior 

in meeting the needs of the goods and services they 

need. In addition, digital technology allows someone 

to sell their products widely without any boundaries 

through e-commerce networks so that they are able 

to open new jobs, especially in the micro business 

sector.

The Ministry of Cooperatives and SMEs continues 

to encourage MSME actors to immediately enter the 

digital ecosystem. The data is recorded that until 

August 2021, there are 15.3 million MSMEs that 

have entered the digital environment or still around 

23.9% of the total MSMEs in Indonesia. Targetedly, 

the Ministry will set a figure of 30 million MSMEs 

entering the digital ecosystem by 2024. Thus, MSMEs 

have broad access to the trade market.

Views on the Implementation of Good Corporate 

Governance

The Board of Commissioners has the task of 

supervising the performance of the board of directors. 

The Board of Commissioners also consistently 

recommends the Board of Directors to always apply 

the Good Corporate Governance Principles with 

the aim of further strengthening the Company’s 

performance. In addition, mechanisms such as the 

Board of Commissioners Charter, Code of Ethics 

and the Whistleblower System continue to be used 

effectively, in order to make a positive contribution to 

good business system management.

Determination of appropriate policies and procedural 

mechanisms, in accordance with the current context 

and conditions, bridges the resolution of problems 

that arise so that they can be conveyed to the top. 

Based on the report of the Audit Committee and other 

controlling functions, the Board of Commissioners 

is of the opinion that the Company has consistently 

implemented the Good Corporate Governance 

Principles throughout 2021. Furthermore, the results 

of the performance evaluation conducted on the 

Board of Directors will be reported at the General 

Meeting of Shareholders ( GMS) at a later date.
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The report received by the Board of Commissioners 

becomes material for in-depth study to be further 

submitted in the form of recommendations or notes 

to the Board of Directors at joint meetings held every 

three months. If necessary, it is possible for the Board 

of Commissioners to submit recommendations at 

other times and by taking into account the Company’s 

situation and condition in order to immediately 

provide the best solution to the Company’s Directors.

Supervision of Committee Performance under the 

Board of Commissioners

In carrying out its supervisory function, we are 

assisted by 2 (two) committees, namely the Audit 

Committee and the Nomination & Remuneration 

Committee. Our appreciation goes to the Audit 

Committee and the Nomination & Remuneration 

Committee for working well and contributing to 

assisting our Board of Commissioners in supervising 

the management of the Company.

Supervision of the Performance of the Board of 

Directors

The Company has maintained a solid composition 

of Management that makes it easier for the 

Board of Commissioners to carry out supervision, 

together with the committee under the Board of 

Commissioners, namely the Audit Committee, the 

Board of Commissioners continues to monitor and 

evaluate the progress of the Company’s work plans on 

a regular basis. Supervision throughout 2021 is carried 

out from the performance reports submitted by the 

Board of Directors to the Board of Commissioners. 

These reports include a description of the Company’s 

financial performance, reports on the operating 

performance of business units, sales, and so on, 

including the evaluation results and recommendations 

provided by the Audit Committee.
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The Audit Committee has worked well in supervising 

the effectiveness and efficiency of operations carried 

out by the Company’s business units. The Audit 

Committee has reviewed the audit report conducted 

by the Internal Auditor on the financial statements and 

financial transactions, particularly in the business units 

owned by the Company. Meanwhile, the Nomination 

& Remuneration Committee has assisted the Board 

of Commissioners by providing recommendations 

regarding policies and selection of strategic positions 

within the Company and its business units, in 

accordance with the principles of good corporate 

governance.

Apreciation

We are very aware that the achievement of various 

company goals cannot be separated from the support 

of all stakeholders who have a major role in the 

Company’s development plan. We, as the Board 

of Commissioners, would like to thank you for the 

support and involvement of the shareholders, who 

have played a key role in our efforts to advance 

Indonesia in the digital technology industry. High 

appreciation is conveyed to the Board of Directors and 

employees who have tried to support the Company’s 

performance throughout 2021, as well as to business 

partners and other stakeholders for their continued 

trust and support to the Company.

Hopefully the achievement of performance in 2021 

can be a trigger for the enthusiasm of all stakeholders 

to achieve better performance in 2022

Jakarta,

For and on behalf of the Board of Commissioners

PT First Media Tbk

R. Soeparmadi

President Commissioner
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BOARD OF DIRECTORS
REPORT

Dear Shareholders and stakeholders,

Praise be to our gratitude for the presence of God 

Almighty for His grace which has been bestowed upon 

the Company so that the Company can go through 

2021, despite being faced with challenges, and the 

Corona Virus Pandemic Disease (Covid-19). 

Harianda Noerlan - Presiden Direktur (Independen)

We hereby convey the Annual Report of  

PT First Media Tbk for the financial year ended 

31 December 2021, along with the Consolidated 

Financial Statements audited by Amir Abadi Jusuf, 

Aryanto, Mawar & Rekan Public Accountants.
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Sustainable Business Repositioning

The TMT business has made a major contribution to 

the needs of the Indonesian people for integrated 

digital telecommunication services and television 

broadcast content. Coupled with the Covid-19 

pandemic, the role of digitalization is very helpful 

in maintaining and increasing people’s economic 

productivity. The Company is grateful that this field 

is very meaningful for the Indonesian people, and the 

Company is proud to be involved as a transformation 

actor in the digital industry.

Along with the passage of time and the business 

challenges faced by First Media and its subsidiaries, 

the Company needs to make strategic changes 

to impact the Company’s economic value in a 

sustainable manner. The change in question is to 

no longer focus on the telecommunications and 

technology segment. The Company has carried 

out business repositioning to compete in different 

industries. Various studies and complex business 

considerations, the Company decided to shift its 

focus to the creative media industry and content 

creation.

The telecommunication and technology segment 

business group is no longer a business priority 

for the Company, this is to support the direction 

of the Company’s business development in the 

field of creative media and content creation. For 

the Company, shifting focus to a new industry is a 

strategic policy in order to maintain the existence 

and sustainability of the business, as well as maintain 

economic value within the Company.

Business prospect

Talking about the digital industry will be direct 

contact with the digital economy which is projected 

to be the driving engine of the future economy. Even 

though the Covid-19 pandemic is a great epidemic 

that has shaken the world, it brings the blessing 

side of changes in the economic structure. The 

whole world, including Indonesia, focuses on digital 

transformation in all aspects. From the Government 

aspect, the presence of digitalization has an impact 

on services to the public being faster, transparent, 

and easily accessible by applying digital technology. 

Tax reporting from the public to the tax office 

becomes easier, there is no need for long queues 

that make people lazy to come to report their tax 

obligations. Population services are also getting 

faster and there is no need to go through the long 

bureaucracy that many people have complained 

about so far.

In terms of business business, various startup 

business activities in the fields of e-commerce, 

financial services, health, education, and others, 

have not only changed the behavior of providers of 

goods and services, but have also changed people’s 

behavior in meeting the needs of the goods and 

services they need. In addition, digital technology 

allows someone to sell their products widely 

without any boundaries through e-commerce 

networks so that they are able to open new jobs, 

especially in the micro business sector.
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The Ministry of Cooperatives and SMEs continues 

to encourage MSME actors to immediately enter the 

digital ecosystem. The data is recorded that until 

August 2021, there are 15.3 million MSMEs that 

have entered the digital environment or still around 

23.9% of the total MSMEs in Indonesia. Targetedly, 

the Ministry will set a figure of 30 million MSMEs 

entering the digital ecosystem by 2024. Thus, 

MSMEs have broad access to the trade market.

Corporate governance

The development of the Company and its business 

activities do not override Good Corporate Governance 

(GCG). Apart from taking into account the business 

aspects, the Company also ensures that every business 

activity is carried out in accordance with applicable 

regulations. In addition, the Company internally 

informs various standard operating procedures 

(SOPs), guidelines for code of ethics & professional 

responsibilities, as well as company regulations.

To ensure the implementation of GCG, every month 

the Board of Directors reviews the activities that 

will be carried out and have been completed by the 

Company’s business units through coordination 

meetings with the management of each of the 

Company’s subsidiaries. The Audit Committee which 

reports to the Company’s Board of Commissioners, 

as well as the Internal Audit division responsible to 

the Company’s Board of Directors is actively involved 

through this supervisory function.

Corporate Social Responsibility

The Company’s social responsibility is carried 

out as regulated by the Government through 

Government Regulation No. 47 of 2012 concerning 

Social and Environmental Responsibility of Limited 

Liability Companies and it is guaranteed to be fully 

beneficial for the community, such as environmental 

cleanliness, education, blood donation, and various 

social activities related to the handling of Covid-19.

Human Resource Development

Increasing employee competence is part of the 
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The Board of Directors hopes that success always 

belongs to all of us and that the cooperation that has 

been running comprehensively and in harmony can 

continue well.

 

Jakarta,

For and on behalf of the Board of Directors,

PT First Media Tbk 

Harianda Noerlan

President Director (Independent)

contribution of human resource development for the 

Company and also for the workforce in Indonesia. 

The Human Resources Division of the Company 

organizes programs to improve the quality of the 

Company’s employees through structured and 

planned training and education to be in line with 

TMT business services which are the Company’s 

business. On the other hand, the increased capacity 

of human resources in the field of Information and 

Communication Technology is needed by the state 

to be able to provide competitiveness in global 

competition.

Corporate Culture

The mental attitude and behavior of human 

resources at work and in society are the basis for 

discipline and achievement to produce qualified 

performance. All of these are organized and 

practiced as part of life in the Company’s work 

environment. Among the goals to be achieved is 

to create a workforce that is not only smart and 

disciplined, but also has a positive and reliable 

individual mental attitude and team spirit for 

Indonesian workers.

Appreciation

The Board of Directors would like to express its 

gratitude and highest appreciation to all shareholders 

and stakeholders of the Company, the Board of 

Commissioners, and all management and employees 

who have worked hard in facing all challenges and 

achieved fairly good performance during 2020.

The highest award is also given to Government 

Institutions, customers, business partners, the Capital 

Market community, and the mass media who have 

supported the Company’s work so far.
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BOARD OF COMMISSIONERS
PROFILE

Nationality & Domicile

Indonesia citizens, 80 years old, domicile in Indonesia.

Position

He holds the position as President Commissioner of 

First Media since 20 April 2018.

Education

He obtained Bachelor degree in English Literature 

from the Institute of Teaching & Education in Central 

Malang.

Career Experience

He is an experience executive professional with hold 

39 years in Corporate Finance, Asset Management, 

Real Estate and General Management. He started his 

career in Citibank NA 1969-1978 and appointed as 

Managing Director of Finconesia Financial Company. 

He joined in Lippo Group in 1990 and served several 

Director position in many companies such as Bahari 

Bank, Lippo Cikarang, Lippo Land, Lippo Bank, PT 

Gowa Makassar Tourism Development Tbk, one of the 

Lippo Group Real Estate Developer in Tanjung Bunga, 

Makassar.

H.R SOEPARMADI

President Commissioner
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Nationality & Domicile

Indonesia citizens, 69 years old, domicile in Indonesia.

Position

He holds the position as Independent Commissioner of 

PT First Media Tbk since 21 April 2017.

Education

He graduated his bachelor degree from Gajah Mada 

University, Yogyakarta majoring economics and also 

participated several international seminar.

Career Experience

He is a professional with hold more than 30 years 

experience, especially in Banking Industry. He was 

served in Lippo Bank and appointed as Head of 

General Affairs group, Head of Human Resources 

Group, Head of Asset Management Group, and he 

last position was a Head of Financing and Operation 

Division in  Lippo Bank Syariah. He also served as 

President Director and Director in Lippo Group Real 

Estate Company.

TEGUH PUDJOWIGORO

Komisaris Independen
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Nationality & Domicile

Indonesian citizen, 48 years old, domiciled in Indonesia

Position

He was appointed as Independent Commissioner of 

the Company in 2021 based on the General Meeting of 

Shareholders as stated in Deed No. 14th June 25, 2021

Education

Mr. Widjaya Hambali holds a Bachelor of Economics 

degree in Accounting from Tarumanegara University 

and a Master of Science degree in Accounting and 

Information Systems from the University of Indonesia.

Career Experience

He started his career as Accounting Supervisor at Salim 

Group Plantation from 1997-2001, served as Senior 

Manager – SAP Consultant at PT Smart Tbk from 2001-

2006, served as General Manager of Business Control 

at Argo Manunggal Group from 2006-2008, served as 

Head of Finance & Accounting at Inti Keramik Group 

from 2008-2010, and served as Head of Information 

Technology at PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk from 

2010-2016. He currently serves as Head of ICT & Digital 

Transformation at Sampoerna Kayoe since 2017.

WIDJAYA HAMBALI

Independent Commissioner
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Nationality & Domicile

Indonesian citizen, 54 years old, domiciled in Indonesia

Position

He was appointed as Commissioner of the Company in 2021 

based on the General Meeting of Shareholders as stated in 

Deed No. 14th June 25, 2021

Education

Holds a bachelor degree majoring in Nuclear Engineering 

from Gadjah Mada University.

Career Experience

Started his career as parttime Lecturer of AMIK Aster 

Yogyajakarta (1989-1990), as IT Manager of PT Tunggul 

Sakti Sejati (1990-1992), as IT & Multimedia Head of 

PT Victor Indah Prima & Citynoen Prima (1992-1995), 

as Business Partner of PT Jakarta Plastik (1995-1996), 

as Technical Advisor to Managing Director of Takasago 

Engineering (1996- 1997), as Emerging Solution Head 

of di PT Astra Graphia Tbk (1997-2004), rebuilt and 

managed PT Scientek Computindo a partner of EMC an 

data storage solution company (2004-2007), as Managing 

Director of PT Petro Data System (2007-2009), as 

Operational & Business Director of 

PT Power Telecom (2009-2011), as a consultant for 

various telecommunication, data center, and broadband 

companies (2011-2012), as CTO of PT Indonesia 

Media Televisi (2012-2014), asn CEO of PT Prima Wira 

Utama (2012-2014), dan as CEO of PT Graha Teknologi 

Nusantara (2013-2015).

LIM BENNI

Commissioner
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BOARD OF DIRECTORS
PROFILE

Nationality & Domicile

ndonesia citizens, 59 years old, domicile in Indonesia.

Position

He holds the position as President Director 

(Independent) of First Media since April 21,2017.

Education

He obtained his Bachelor degree in Machine 

Engineering from Faculty of Engineering, 

Trisakti University, Jakarta, Indonesia.

Career Experience

He started his professional career in banking in 1990 

at PT Bank Niaga Tbk. His last position in the bank was 

the Head of International Banking Division-Capital 

Market Group in 2000. He then worked in Indonesian 

Bank Restructuring Agency – IBRA with his last 

position as Vice President, Group Head in the Bank 

Restructuring Unit in 2002. He then joined PT Bank 

Lippo Tbk and held several positions namely Managing 

Director Compliance (Compliance Director), Director 

of Distribution Financial Services, and Senior Vice 

President, Channels & Alliances Group Head (2002-

2006).

HARIANDA NOERLAN

President Director

(Independent)
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Nationality & Domicile

Indonesian citizen, 49 years old, domiciled in Indonesia

Position

He was appointed as Director of the Company in 2021 

based on the General Meeting of Shareholders as stated in 

Deed No. 14th June 25, 2021

Education

He graduated from Trisakti University, Jakarta, 

obtaining a Bachelor of Economics in Accounting in 

1995.

Career Experience

Started his career as Finance Division staff at PT Indo-Ad 

from 1995 to 1996. Then joined the Registered Public 

Accountant of Prasetio Utomo & Co, which is a member 

firm of Arthur Andersen, as Auditor and then Senior 

Auditor from 1996 to 2000. In 2000 joined PT Link Net 

(an affiliate of PT Lippo Karawaci Tbk and PT Multipolar 

Tbk) and served as Accounting Manager. In 2001, he 

moved to PT First Media Tbk (the parent company 

of PT Linknet Tbk) and was appointed as Head of the 

Accounting Department. His last position at PT First 

Media Tbk was as Financial Controller. In 2016, he joined 

PT Graha Teknologi Nusantara (GTN) and currently 

serves as Chief Financial Officer and Corporate Services 

Head of GTN.

BUDI ERAWANTO

Director
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JOHANNES TONG

Director

Nationality & domicile

Indonesia citizens, 54 years old, domicile in Indonesia.

Position

He holds the position as Director First Media since 

April 24, 2013.

Education

He obtained his Bachelor degree in physics, 

mathematics and business administration in Azusa 

Pacific University and degree of Magister in Business 

Administration from California State University, Los 

Angeles.

Career experience

In addition to his position as Director First Media, 

he also holds the position as Director in numbers of 

First Media subsidaries, among others PT First Media 

Production (2008-present), PT Media Sinema Indonesia 

(2010-present), and PT Indonesia Media Televisi 

(2015-present). He also served as Director in Art 

Department, Pelita Harapan University.

His previous professional career among others was 

Loan Officer in Bank of America, Area Manager of 

TIMS, General Manager of PT Sopanusa Paper Mill 

& Converting, General Manager of PT Tjakrindo Mas 

Steel Industry, General Manager of PT Plasma Plastic 

Industry, General Manager of PT Indonesia Performing 

Arts, and General Manager of PT Melodia.
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HERNOWO HADIPRODJO

Director

Nationality & Domicile

Indonesia citizens, 79 years old, domicile in Indonesia.

Position

He holds the position as Director of First Media April 

21,2017.

Education

He obtained his Bachelor degree in Social Science from 

University of Indonesia, and also Master degree in 

Business Administration from Management Institute 

and E-leaning Institute.

Career experience

He started his career as Assistant Professor and 

Lecturer in University of Indonesia, also Middle 

Management Staff in Ministry of National Education 

in 1960-1972. Served as Executive Staff and General 

Manager in PT Bank Perniagaan Indonesia 1967-1982, 

Vice President and Senior Vice President in PT Bank 

Lippo in 1982-1989, Operation and Finance Director in 

PT Bank Mayapada International in 1990. 

He is a Founder and Director in PT Bank Dagang dan 

Industri in 1991, Founder and President Director PT 

Bank Centris International in 1993, President Director 

PT Solida in 1995, Independent Instructor & Advisor 

PT Royalindo Panasonic in 1996, Advisor PT Bank Nusa 

Nasional in 1997, Director of Marketing & Loan Credit 

PT Bank BTPN in 1997, also Operation & International 

Director in PT Bank Putra in 1998.

In the year 2000, he started served as Human 

Resources Management Consultant for PT Griya 

Mee Sejati and member of coaching team in Jakarta 

Consulting Group, moreover he also served as 

Senior Partner in Kramadibrata & Partners and 

Founder of Hariwana Law Firm. In 2002, Hernowo 

become a Founder and Director ATC Management & 

Consultant and in 2006 he started to served as Advisor 

PT Cilandak Town Square, System & Procedure 

Consultant. He also known as an independent 

consultant in Management & Human Resources.



03 - MANAGEMENT REPORT

0274

Nationality & Domicile

Indonesia citizens, 79 years old, domicile in Indonesia.

Position

He has served as a member of the Audit Committee 

since July 2018.

Education

He graduated from Economis Faculty, Krisnadwipayana 

University, obtained his MBA from Indonesian 

Overseas Study & Training Institute, hel Master in 

Management Study from Krsinadwipayana University, 

and also a Doctoral Degree (PhD) from Jakarta State 

University (previously IKIP Jakarta).

Career experiencet

He starting his career by holding various important 

positions in several industrial companies, then in 

1980-1989 he was the Vice President Director at 

Bank Bhumy Bahari, in 1989-2001 was the Vice 

President Director at Tokai Lippo Bank. Meanwhile, 

since 1998 until now, active as a lecturer at 

Krisnadwipayana University Since 2004, he has been 

appointed as the Commissioner of the Company.

AUDIT COMMITTEE
PROFILE

His profile can be seen on the profile page of the 

Board of Commissioners

WIDJAYA HAMBALI 

Chairman 

Audit Committee

ISNANDAR R. ALI

Member 

Audit Committee
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Nationality & Domicile

Indonesia citizens, 74 years old, domicile in Indonesia.

Position

He has been serving as a member of the Company’s 

Audit Committee since January, 2013.

Education

Mr. Herman Latief earned a Diplom Ingenieur 

Architect (Dipl. Ing) from TFH, Hamburg, Germany.

Career Experience

He started his career as an architect at  

PT Widya Pertiwi Engineering (1976-1978), a Director 

at a company under the Kalbe Farma group (1979-

1988), held several positions at  

PT Lippo Cikarang Tbk with the latest occupation as 

the Vice President Commissioner (1989-2001), as a 

Commissioner at PT Lippo Land Development (2001-

2004), a Commissioner at PT Bukit Sentul Tbk (2004-

2005), a Director at PT East Jakarta Industrial Park 

(2004-2010), the Audit Committee at PT Pacific Utama 

Tbk (2005-2007), the Audit Committee at di 

PT Gowa Makassar (2005-2007), the Audit Committee 

at PT Multipolar Tbk (2007-2009), actively involved 

in the Board of Advisors of the Industrial Zone 

Association (HKI) (1995-2000) and the Vice Chairman 

of the Real Estate Indonesia (1999-2008). He is 

currently holding a position as a Vice Chairman of 

the Board of Advisors of HKI (since 2000), the Vice 

Chairman of the Committee for Industrial Zone 

Development of the Indonesia Chambers of Commerce 

(KADIN) (since 2008), the Audit Committee of  

PT Star Pacific Tbk (since 2010) and the Audit 

Committee of PT Lippo General Insurance Tbk (since 

2012) and Director Member of PT Tjakra Tritunggal 

Perkasa (SPH Channel TV) since 2016.

HERMAN LATIEF

Member 

Audit Committee
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NOMINATION & REMUNERATION 
COMMITTEE PROFILE

LIM BENNI

Member

Nomination & Remuneration Committee

TEGUH PUDJOWIGORO
Chairman

Nomination & Remuneration Committee

His profile can be seen on the profile page of the Board 

of Commissioners.

His profile can be seen on the profile page of the Board 

of Commissioners.
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Nationality & Domicile

Indonesia citizens, 75 years old, domicile in Indonesia.

Position

Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan 

Remunerasi PT First Media Tbk pada tahun 2015 dan 

merangkap sebagai Komisaris sejak 25 April 2013.

Education

Beliau menyelesaikan pendidikan Strata 1 dari Fakultas 

Teknik Universitas Indonesia dan pendidikan Strata 2 

dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Career Experience

He started his career in banking, he worked at Citibank 

NA in 1971 to 1983 with his last position as Vice 

President, PT Bank Central Asia years 1983-1990 as 

Director, and Bank Lippo 1990-1998 years as President 

Director.

He also served as Assistant Secretary / Deputy of Public 

Service and Resource Development in the Office of 

Minister of State Enterprises / Management Body of 

BUMN in 1998 and Assistant Secretary / Deputy of 

Financial Services from 1998 to 2000. Later he served as 

a Commissioner of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1998 

to 2003. Later, he continued his career in PT Citra Marga 

Nusaphala Persada Tbk as Commissioner from 1999 to 

2000 and Independent Commissioner (2001-2007).

Markus Permadi served as Vice President / Independent 

Commissioner of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, then 

served as a Commissioner on the Deposit Insurance 

Agency in 2005 - 2008. He then joined PT Broadband 

Multimedia Tbk as Commissioner (2006-2007). He also 

served as President Commissioner of PT Ciptadana 

NOMINATION & REMUNERATION 
COMMITTEE PROFILE

MARKUS PERMADI

Member

Nomination & Remuneration Committee

Multifinance (2006 - 2007), Commissioner of the 

Primary Interaction Media (2007 -2012), and President 

Commissioner of PT Star Pacific Tbk (2009 -2013). 

Since 2012 until now, Markus Permadi served as a 

Commissioner of PT Bank National Nobu. Since 1993, 

Markus Permadi take the time to take care of education 

as Secretary of Pelita Harapan Education Foundation 

until today.
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ECONOMIC & INDUSTRY 
OVERVIEW

Economic Highlights 2020

The Central Statistics Agency reported that 

Indonesia’s economic growth throughout 2020 

experienced a contraction of 2.07%. Thus, for three 

consecutive quarters in 2020, Indonesia recorded 

minus economic growth. This realization is in line 

with the government’s projection which estimates 

economic growth throughout 2020 in the range of 

2.2% to 1.7%. Gross Domestic Product (GDP) at 

current prices reached IDR 15,434.2 trillion and 

GDP per capita reached IDR 56.9 million or USD 

3,911.7.

Economic Outlook 2021

In 2021, Indonesia is still experiencing war with 

the Covid-19 Pandemic, however, during this war, 

good news has arrived in Indonesia with improved 

economic performance in 2021. The Government’s 

hard work in fixing the economy in the midst of 

the Covid-19 Pandemic has been successful. good 

performance, although in the first quarter of 2021 

Indonesia’s economic growth based on the Central 

Statistics Agency (BPS) reported that Indonesia’s 

economic growth in the first quarter of 2021 still 

experienced a contraction of minus 0.74 percent. 

With this number, Indonesia’s economic growth 

has not been able to return to the positive zone, 

after contracting 4 times in a row since the second 

quarter of 2020.
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Fantastic results were seen in the 2-2021 quarter 

period where Indonesia managed to grow positively 

by 7.07%, this illustrates that the direction and 

strategy of economic recovery is correct. This 

economic recovery can be seen from all the 

growth engines which are now starting to recover. 

Household consumption grew by 5.9%, investment 

grew at 7.5%, trade grew at 9.4%, the construction 

sector grew by 4.4%, transportation at 25.1%, 

and food and beverage accommodation by 21.6% 

. The manufacturing sector, which is a contributor 

to nearly 20% of Gross Domestic Product (GDP), 

also grew 6.6%. Export performance since the first 

quarter has started to enter the positive zone of 

7% and the second quarter has increased to 31.8%. 

Likewise, imports grew 5.5% in the first quarter and 

the momentum accelerated and strengthened in the 

second quarter at 31.2%.

Entering quarter 3-2021, the turmoil of the 

Covid-19 pandemic increased due to the arrival 

of a new variant called “delta”. This malignant 

variant causes a restless effect on the community 

and is proven to have claimed many lives. The 

Government’s responsiveness by implementing 

various Covid-19 control programs has yielded 

good results by completing economic growth 

of 3.51%. The rapid rise of public confidence in 

carrying out economic activities has maintained the 

momentum for recovery on the demand and supply 

sides. Accelerated realization of the results of the 

refocusing of the PEN Program budget following the 

dynamics of the pandemic during quarter 3-2021 

has also encouraged government consumption to 

grow to 0.66%.
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In quarter 4-2021, the Government of Indonesia 

estimates that economic growth will enter a level 

above 5%. The Government’s optimism is supported 

by various indicators such as the level of Purchasing 

Managers’ Index (PMI) Indonesia in October 2021 

which has broken the highest record since April 

2011 with an expansive level of 57.2. The Indonesian 

PMI level illustrates the condition of business 

activity that has revived throughout Indonesia’s 

manufacturing sector. Indonesia’s PMI level is 

also higher than other ASEAN countries, such as 

Malaysia (52.2), Vietnam (52.1), Thailand (50.9), and 

Myanmar (43.3).

Another indicator also comes from the support from 

international cooperation that the Government 

continues to strive for. In a series of meetings of the 

G20 Summit in Rome Italy, the COP26 Summit in 

Glasgow-Scotland, as well as a working visit to the 

United Arab Emirates, the Government continues 

to promote sustainable economic recovery and 

development. These various collaborations are also 

believed to trigger increased investment through 

various scenarios such as the INA Sovereign Wealth 

Fund, renewable energy cooperation, retail and port 

and toll road infrastructure, health cooperation, and 

digital technology.
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Digital Industry

Driving the Future Economy

Talking about the digital industry will be direct contact 

with the digital economy which is projected to be the 

driving engine of the future economy. Even though the 

Covid-19 pandemic is a great epidemic that has shak-

en the world, it brings the blessing side of changes in 

the economic structure. The whole world, including 

Indonesia, focuses on digital transformation in all 

aspects. From the Government aspect, the presence of 

digitalization has an impact on services to the public 

being faster, transparent, and easily accessible by ap-

plying digital technology. Tax reporting from the public 

to the tax office becomes easier, there is no need for 

long queues that make people lazy to come to report 

their tax obligations. Population services are also 

getting faster and there is no need to go through the 

long bureaucracy that many people have complained 

about so far.

In terms of business, various startup business activities 

in the fields of e-commerce, financial services, health, 

education, and others, have not only changed the 

behavior of providers of goods and services, but have 

also changed people’s behavior in meeting the needs 

of the goods and services they need. In addition, dig-

ital technology allows someone to sell their products 

widely without any boundaries through e-commerce 

networks so that they are able to open new jobs, 

especially in the micro business sector.

The Ministry of Cooperatives and SMEs continues to 

encourage MSME actors to immediately enter the dig-

ital ecosystem. The data is recorded that until August 

2021, there are 15.3 million MSMEs that have entered 

the digital environment or still around 23.9% of the 

total MSMEs in Indonesia. Targetedly, the Ministry will 

set a figure of 30 million MSMEs entering the digital 

ecosystem by 2024. Thus, MSMEs have broad access 

to the trade market.
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PRODUCT & BUSINESS 
OVERVIEW

First Media Business Overview

As a company engaged in TMT First Media, it has various 

business models and service products that include 

broadband internet services by cable, subscription 

television broadcasting services, data communication 

services through digital telecommunications networks, 

passive multimedia infrastructure development services 

in buildings, manufacturers and providers of multimedia 

content, as well as print and online media. In terms of 

market coverage, First Media has a variety of market 

shares when broken down in terms of segmentation 

parameters, so in each of the Company’s subsidiaries 

there is a separate segmentation based on the business 

model it is running.

In managing its business portfolio, First Media always 

strives for innovation in every business plan so that a 

differentiating value can be formed in an atmosphere 

of business competition. With various business 

models, First Media divides into 3 (three) business 

segments which are run by subsidiaries and / or 

associated entities consisting of:

1. Media Business Segment

2. Content Production Business Segment

3. Telecommunication Business Segment

Media Business Segment

The media business segment is divided into 2 (two) 

business categories, namely: the subscription 

television business with cable, and the print media 

business consisting of newspapers and magazines, as 

well as the digital news content business. The purpose 

of the Company taking this segment as a step to take 

a role in channeling or distributing useful information 

for the people of Indonesia. The Company places PT 

First Media Television as an entity that operates the 

subscription television business with cable. Media 

companies that have joined the Company’s business 

group consist of print and online media. Print media 

consists of Investor Daily newspaper and Investor 

Magazine, while online media consists of beritasatu.

com and jakartaglobe.id.
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Printed and Online Media Business

Profile Overview

In the print and online media business, First Media 

has acquired several companies engaged in the media 

business since 2019. The addition of this business 

portfolio will strengthen the TMT business structure 

run by the Company in Indonesia. Through the flag 

“BeritaSatu Media Holdings”, the Company can maintain 

its market share in particular through 2 (two) leading 

newspapers at the national level, namely Investor Daily 

and Suara Pembaruan, and 1 (one) Magazine namely 

Investor Magazine. Apart from print-based media, the 

Company also strives to create sustainable innovations 

by utilizing digital technology in distributing the latest 

information and news. Electronic media or news portals 

have been well developed to meet market demand 

through portals beritasatu.com and jakartaglobe.

id. With the combination of print and online media, 

the Company believes that this service will be in high 

demand by its readers and be able to become a market 

leader.

Product & Services

From a product perspective, the Company considers 

that the transformation of changes in reader behavior 

from print to online is still not complete. Unlike in 

other countries, the transformation of the transition 

from print to online readers has undergone a complete 

shift. However, the Company believes that actually 

print media still has its own market segment which 

enjoys reading news through paper media. To provide 

an overview of the profiles of print and online media 

products, the following is an explanation and product 

positioning of each print and online media brand owned 

by the Company:

1. Investor Daily

Investor Daily is an economic daily that focuses 

on investment issues, investment portfolios 

and direct investment, financial issues, and the 

capital market. Investor Daily news and analysis 

is the main reference for business players and 

investors. Carrying positive journalism, Investor 

Daily has become a media to generate optimism 

for the nation.
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2. Investor Magazine

Born as an investment magazine with a focus on 

capital markets and financial issues, Investor is 

a reference for readers who wish to explore the 

capital market. Investor Magazine consistently 

ranks and gives awards to public companies, 

investment managers, mutual funds, securities, 

banks, insurance, multi-finance, and state-owned 

enterprises. In-depth studies on investment place 

Investors as an inspiration for investors.

3. Jakarta Globe 

Merupakan Is an online media in English that 

provides various economic news,political, 

legal, and social, national and archipelago. 

Jakartaglobe.id brings information about 

Indonesia to the world community. Through this 

online media in English, the world knows about 

Indonesia.

4. BeritaSatu.com

BeritaSatu.com is an online news site that 

provides the most up-to-date information quickly 

and accurately. Through positive journalism, 

BeritaSatu.com always provides the most 

important and balanced information on various 

digital platforms, whether the website is capable 

of media social. Readers can also watch the live 

streaming of News One News Channel.
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Cable TV Business

Profile Overview

In operating the subscription television business with 

cable, PT First Media Television (“FMTV”) collaborates 

in using Link Net’s cable network to deliver High 

Definition quality television broadcasts with the most 

broadcast channels in Indonesia, under the trade name 

“HomeCable”. The broadcast programs delivered by 

HomeCable are very varied, ranging from educational 

programs, news, music, entertainment, lifestyle, and 

children. Not only broadcast channels from overseas 

channel operators are presented, HomeCable also 

provides various production channels for First Media’s 

other business units, known as in-house production. 

The Company gives responsibility to PT First Media 

Production (“FMP”) and PT First Media News (“FMN”) 

to produce content as a form of HomeCable’s creative 

channel to promote awareness of Indonesian content.

Product & Services 

The HomeCable service has undergone significant 

technological changes, technical studies of 

technological developments prompted First Media to 

restore the HomeCable service to be able to present 

interactive services. Now HomeCable has provided 

Smart Box X1 Prime HD which is equipped with an 

internal DOCSIS 3.0 modem with interactive facilities, 

so that customers can enjoy Video on Demand, 7-days 

Catch-Up TV, Personal Video Recorder, Games, Video 

Streaming, Mirror Casting, Dolby 5.1, quality image 

4K technology and access broadband internet services 

equipped with Google Android. Thus, customers 

can access various Android applications, such as 

Youtube, Gmail, Facebook, and Twitter. As a form of 

the Company’s concern, the parental control feature is 

still present in the HomeCable service in order to avoid 

exposure to content that is not good for Indonesian 

children. The company believes that technology must 

be able to provide certainty for parents about the 

content that exposes their children.

Although the Company already has subscription 

television services via cable, however, along with 

the movement and changes in consumer behavior, 

the need to watch a screen without limited space 

has become a demand for many people. People 

no longer want to be limited by having to watch 

on television at home to enjoy movies, favorite 

shows, and especially live broadcasts. Lovers of 

television broadcasts even demand the availability 

of technology that allows mobile viewing. The need 

to watch a glass screen through internet network 

services is getting higher. To meet market needs, the 

Company positions a product with the tagline “TV 

Anywhere”. The FirstMediaX application was created 

by the Company to answer market demands. The 

company applies technology that allows customers 

to enjoy their favorite television shows via PC, 

laptop, smartphone or tablet, including watching live 

streaming broadcasts. The FirstMediaX application 

can be downloaded via the App Store (Apple iOS) or 

Google Play Store (Android) application.
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News Content Business

Profile Overview

The need of latest information has become the 

demand of modern communities. The continuity 

of information updates even becomes a part of 

competition for content provider in this era. First 

Media encourages First Media News as news and 

information generator that distributed through 

“BeritaSatu News Channel”. First Media establish 

this business unit in 2008 as a strategic movement to 

develop different value in broadcasting industry.

First Media, through First Media News, is able to 

provide information and news to public with high 

standard of journalism alongside while upholding the 

integrity value, objectivity, impartiality, and news 

accuracy. A strong editorial vision that respects 

objective values, brilliant, comprehensive and 

investigative are the values that always maintained 

by BeritaSatu News Channel.

Content Production Segment

Content creation is one of the business lines that must 

be developed in the TMT business competition. The 

Company’s goal in taking this business segment is to 

enrich and provide diversity of content in Indonesia. 

The company places its subsidiaries, PT First Media 

News and PT First Media Production, to create various 

kinds of interesting local content that can provide 

differentiating and educational value to the Indonesian 

people. The company is optimistic that through 

enriching local content, this will be an opportunity to 

compete globally.
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Product & Services

The program designed by BeritaSatu News Channel 

divide into 2 (two) section such as journal program 

that contains latest news and current affair program 

that presents the new information and knowledge. 

BeritaSatu News Channel can be accessed on 

channel number 6 (Standard Definition) and channel 

number 301 (High Definition) in HomeCable 

television subscription. On top of that, BeritaSatu 

News Channel also cooperates with several 

national PayTV, local, terrestrial digital, FTA analog 

terrestrial, FTA digital terrestrial and Mobile 

Internet. Since December 2017, BeritaSatu News 

Channel also broadcast in indovision network in 

chanel number 103.
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Profile Overview

First Media Production First Media Production (FMP) 

was established in 2008. This business unit is engaged 

in private television broadcasting. First Media 

Production divide their business into 3 divisions 

which are production, post-production as well as 

event. The specific forms of the business model run 

by First Media Production are television commercial, 

event, company profile maker, channel and movie 

(short movie and movie).

First Media Production beside has produces in-house 

channels, First Media Production also produces 

advertisements and develops in-house broadcasts 

delivered through HomeCable.

Product & Services

Cinematography and in-house channel:

List of movies and in-house program produced by 

FMP since 2016:

Movies Title Year Release Category

Sepuluh 2009 Drama

Mika 2013 Romantic Drama

Blusukan Jakarta 2016 Drama Adventure

Channel Name Category Description

First LifeStyle Feature, Lifestyle Program that examine life style such as cullinary, culture and 

health.

“BLUSUKAN JAKARTA” (2016)
Drama Adventure

“MIKA” (2013)
Romantic Drama

“SEPULUH” (2009)
Drama
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Culinary program 

that demonstrates 

the process of 

preparing healthy 

dishes with useful 

ingredients.

Cullinarry program 

that give informa-

tions about recom-

mended restaurant.

An easy drawing tutorial 

program.

Programs that present ad-

vanced Yoga movements 

that have beneficial for 

health problems.

Guidance program about 

latest fashion style that 

timeless.
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Telecommunication Segment

The telecommunications business segment is 

divided into 2 (two) business categories, namely: 

broadband internet network with cable business and 

telecommunications infrastructure development 

business. The Company’s objective in running 

this business segment is a step to help accelerate 

the acceleration of telecommunications network 

infrastructure in Indonesia. The Company is taking 

business steps in this segment to align with the fast-

growing digital business landscape in Indonesia. When 

reviewing data based on the Consumer Indicator 

Survey, in 2018 the digital economy’s contribution to 

Indonesia’s GDP reached IDR814 trillion or 5.5% of 

GDP. The potential for exponential digital growth will 

also encourage the growth of internet users, the latest 

data on the number of internet users according to 

the 2018 APJII survey has reached 64.8% of the total 

population of Indonesia.

To be able to keep up with market and industry 

developments, as well as become a digital 

transformation player in Indonesia, the Company 

positioned PT Link Net Tbk as a company engaged in 

the broadband network service business with cable 

and PT Prima Wira Usaha as a subsidiary that runs 

the telecommunications infrastructure development 

business category.

Broadband Cable Services

Profile Overview

This service business was initially operated by First 

Media itself in 2007 and then novated to PT Link 

Net Tbk (“Link Net”) from 2011 to the present. This 

business service provides integrated services, namely 

(i) high-speed broadband internet service (“FastNet”) 

and (ii) digital communication services through digital 

telecommunication networks (“DataComm”). This 

integrated service is operated with high-tech Hybrid 

Fiber Coaxial (“HFC”) and Fiber-to-the-Home (“FTTH”) 

cable systems and is capable of operating 870 MHz two-

way broadband services.
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Product & Services

FastNet” is an internet service product using cable 

media. This product is present in Indonesia as the first to 

provide fast and cheap internet services at a price of IDR 

99,000 for a speed of 384 Kbps. With HFC and FTTH 

networks, FastNet is able to deliver large bandwidth 

to the people of Indonesia. Now FastNet has provided 

super fast service to its customers up to 1 Gbps.

“Link Net Enterprise Business” is a new name or 

rebranding of “First Media Business” which is a high-

speed network data communication service using a fiber 

optic cable network (Fiber Optic) for business and other 

commercial purposes. Through fiber optic network 

infrastructure, First Media Business provides internet 

data network services to corporate customers in various 

industrial and business sectors.

The “Link Net Enterprise Business” service has for 

many years served the needs of internet data network 

services for corporations in the financial business center 

area in Jakarta. This corporate solution service consists 

of internet services, bandwidth on demand, IP Transit, 

Metro Lease line, Intercity lease line, International lease 

line, MPLS VPN solution, Data Center hosting, Web 

hosting, Content Delivery Network, IP Phone, Clean 

Pipe and Paas Iaas for cloud services. With a number 

of these solutions, it can provide convenience for 

corporations in supporting their business or business, as 

well as give the perception that First Media is the best 

corporate partner in supporting business acceleration.
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Telecommunication Construction Business

Profile Overview

PT Prima Wira Utama (“PWU”) is a subsidiary of First 

Media which is engaged in the construction, management, 

operation and regulation of telecommunications 

infrastructure needs. This telecommunication 

infrastructure includes but is not limited to Distributed 

Antenna System (DAS), cell phone signal amplification, 

internet, telephone, pay television, information and data 

communication, digital signage, CCTV, EDC machines, 

and many other forms. This telecommunication 

infrastructure service is provided in office buildings, 

residences (housing and apartments), hospitals, hotels, 

educational centers and shopping centers. This service 

infrastructure uses the tools provided by First Media.

Product & Services

PWU has built telecommunication support services 

in buildings (in-building solution) in 59 buildings 

spread across Indonesia. PWU has also built wireless 

infrastructure (Wi-Fi) in 46 shopping centers, 1 hotel, 1 

office building, and 3 hospitals, to deliver Wi-Fi services 

to tenants and visitors from the shopping center or 

hospital. This infrastructure is presented by PWU in 

collaboration with Link Net so that visitors can enjoy 

super fast wi-fi services up to 100 Mbps which is the 

fastest facility for visitors in shopping centers and 

hospitals in Indonesia.



P
T

  F
ir

st
 M

e
d

ia
 T

b
k

  |
  A

n
n

u
a

l 
R

e
p

o
rt

 2
0

2
1

0297

JA
K

A
R

TA
SU

M
A

T
E

R
A

JA
K

A
R

TA
W

E
ST

 J
A

V
A

SU
M

A
T

E
R

A



0298

04 - MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

FUNCTIONAL 
OVERVIEW

Human Resources

In any sector of businesses, one of the major 

contribution of a company is to absorb and develop 

its manpower  so that the country will have skillful 

and even expert  manpower, to compete with other 

manpower all around the world. Companies plays an 

important role in global human resource competition.

First Media fully understand the reasoning above 

,therefore human resource management in each of its 

subsidiaries are as well become important as part of its 

strategy, planning, and each of its development. First 

Media consistently improve synergy and efficiency 

between First Media and its subsidiaries based on its 

core values which are implemented to achieve its vision 

and mission.

In developing human resources, First Media plans and 

implements individual, team work and performance 

development by opening up opportunities for fairness 

competition to create a conducive work atmosphere 

for employees, as well as the company to continue to 

be better.

That belief drives First Media to always develop its 

employees so that they become a differentiating 

factor in winning the competition. The HR Division 

with the Human Resource Management System 

(HRIS) for corporations, has increased its function 

to become a strategic partner of First Media, so 

that it can be aligned with the needs of corporations 

and business units so as to facilitate and accelerate 

access to information about HR services accurately 

and up to date.
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Human Resources Information System

Since 2011, Human Resource Information System 

(HRIS) has been developed in cooperation with 

Information Technology Division. The implementation 

of the Overtime Online System, e-Recruitment 

System and Exit Clearance Online System have been 

running and consistently upgraded. The system 

delivers major contribution in activities and workflow 

in Human Resource Division and organization. Its 

convenience to operate, ease the user to gather the 

latest information including to manage all managing 

every stage in recruitment process. Management 

is able to obtain the transparent and most updated 

information regarding human resource. This 

integrated system is accurate and effective in terms 

of cost.

Performance Management System

Performance Management System (PMS) in First Media 

is done electronically through Electronic Performance 

Management System (E-PMS). The performance 

management system develop by First Media under the 

E-PMS links the objective as well as vision and mission 

of the organization for employees. As the result, every 

employee are aware of the direction and purpose to 

be achieved by the organization, and  cognizant of its 

participation to achieve its target.

E-PMS also create a fair and objective assessment, and 

refer its assessment aspect in the achievement of target 

and behavior competencies. E-PMS is developed by 

Management by Objectives (MBO) approach, promoted 

by Peter Drucker. There are sustainable cycles in 

this system, which include Performance Planning, 

Performance Coaching, and Performance Appraisal.

The assessment under E-PMS is based on two things 

namely targets which are elaborated in the Key 

Business Objective (KBO) and Key Performance 

Indicator (KPI), and employee behavior under 

Behavior Competencies (BC). Assessment in KBO 

emphasize 70 percent of the total assessment, while 

BC emphasize 30 percent, with maximum assessment 

score up to 130 percent of the total achievement. The 

assessment score aggregated from the total KBO and 

BC linked with certain range of numbers and rated.

For the scoring to be more fair and objective, the 

assessment score of an employee is compared to the 

score of its colleagues within the same department. 

This process is called normalization. The normalization 

process is conducted in 3 levels, started from the section, 

department, and division level. In the normalization 

process, the score from assessment process is likely to 

change.

One aspect of the assessment under  KBO is coaching. 

Every employee with team member will automatically 

have KBO Coaching. The purpose is to develop coaching 

culture within the company. Coaching is expected 

to assist the employee in achieving its target, and 

overcome the obstacle occurs in daily activities.

The coaching process is performed one by one. An 
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Position First Media Group

2021 2020

Director 3 5

Senior Manage-
ment

25 26

Management 90 96

Supervisor 45 50

Staff 445 462

Non-Staff 0 10

employee with team member will peform coaching for 

each of its team member. Subsequently, the result from 

such coaching process to be included in the PMS.

Periodically, the E-PMS system is upgraded to become 

better and better. Upgrades in E-PMS include the 

dimensions under Behavior Competencies, with 

approaches which adapts to the development and 

requirement. The changes of dimension may include: 

Discipline and Control, Leadership and Support, 

Communication, Achievement, Self-Development, 

Challenge and Problem Solving.

Employee Composition

In 2021, the total number of employees of First Media 

and its subsidiaries is 618.

Total Employee based on Education 

In 2021, the composition of First Media Group 

employees based on education level can be seen in 

the table below:

Education First Media Group

2021 2020

S3 0 0

S2 18 20

S1 447 469

Diploma 85 86

High School 
below

68 74

Total Employee based on Age

Number of Employees by Position First Media 

employee profile in 2021 based on position or title can 

be seen in the table below:

Total Employee First Media Group

2021 618

2020 649

2019 728
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Total Employee based on Age

Employee profiles based on age in 2021 are as 

follows:

Group Age First Media Group

2021 2020

51> 56 59

46-50 90 92

41-45 76 82

36-40 150 161

31-35 128 134

26-30 91 94

25 - below 27 27

Total Employee based on Gender

From the data on the composition of First Media 

Group, employees by gender, they are as follows:

Gender First Media Group

2021 2020

Man 464 483

Woman 154 166

75%

25%

Occupational & Safety Work

First Media provides health insurance facilities for 

workers and their families through the Social Security 

Administration (BPJS) and Lippo Insurance. As 

mandated in Law no. 13 of 2013 concerning Manpower 

and Government Regulation Number 50 of 2012 

concerning Implementation of Occupational Health 

and Safety Management Systems, therefore First 

Media understands very well that every worker needs 

work comfort with guaranteed health insurance for 

themselves and their families. Thus, the workforce can 

concentrate on doing daily tasks in the company.

In order to control risks related to work activities in 

order to create a safe, efficient and productive work 

location, First Media has implemented an occupational 

health and safety (K3) management system in First 

Media’s work environment. The occupational safety and 

health (K3) management system is an effort made by 

First Media to guarantee and protect workers, which is 

realized through efforts to prevent work accidents and 

occupational diseases.

During 2021, the activities carried out by First Media 

related to the implementation of occupational safety 

and health (K3) include:

1. Occupational safety and health training

2. Fire emergency response training and 

simulation.

3. ocialization of occupational safety and health 

(K3) management system.
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Network Development

First Media together with its subsidiaries are one 

among the ICT network developers in Indonesia. 

Therefore, developing the network infrastructure 

is a part that must be consistently done, especially 

to remain as leader in TMT industry. Aside from 

the reason of competition with similar companies, 

it is also a consequence of being a company 

that committed to contribute to the people and 

Republic of Indonesia, as well as supporting the 

government program in Masteplan for Acceleration 

dan Expansion of Indonesia Economy Development 

(MP3I)..

Cable Telecommunication Network 

During year 2021, First Media subsidiaries, Link Net 

expands its Hybrid-Fibre-Coaxial (HFC) and Fiber-

to-the-Home cable network 2,87 million homepassed 

that extends greater Jakarta area, greater Bandung 

area (include Cimahi), greater Surabaya area (include 

Malang, Gresik, Sidoarjo), Bali, Serang, Cilegon, 

Semarang, Solo, Medan, Cikampek, Purwakarta, Tegal, 

Yogyakarta and Kediri

Until December 31, 2021, Link Net also expands the 

Metro-Ethernet services for corporate subscribers in 

several office building. There were several buildings 

that has been installed with Metro-Ethernet 

communication network which will facilitate and 

accelerate the demand of corporate customers in 

improving the exchange of data and information to 

accelerate the business process.

OPERATIONAL
OVERVIEW
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Telecommunication Service Provider

With it’s advance network telecommunication 

technology,  First Media together with is 

subsidiaries is able to provide various most advance 

telecommunications services. Not only reliable, the 

telecommunications services delivered and developed 

are also optimal in supporting the needs of their 

customers, either personal or business purposes.

Internet Service Provider

Internet access is one of the important 

telecommunications services for the people today. 

Its utilization can connect people with unlimited 

access to information and can eliminate distance and 

time restrictions, therefore internet access become 

one of the many telecommunications services that 

people widely use. Speed is one of the main elements 

considered for using certain internet access services.

In 2016, Link Net, First Media’s subsidiary, provides 

broadband internet access through cable with the 

download speed up to 1Gbps, without download 

and upload limit. By utilizing the telecommunication 

network through cable, the stable and fast internet 

access provide the good quality of usage with shorter 

time.

Telephony Added Value Service

Through its’ subsidiary, MSH Niaga Telecom Indonesia, 

First Media provides calling card telephony value 

added service. With this service, MSH Niaga Telecom 

Indonesia is able to provide telecommunication 

services through telephone with affordable price.

Broadcasting and Channel Provider

First Media provides subscription television service 

through its’ subsidiary, First Media Television for 

broadcasting through cable. In addition to provide 

television subscription services through cable and 

satellite, Link Net, First Media subsidiary launch 

FirstMediaX application, over-the-top application 

(OTT) or TV Anywhere. By FirstMediaX, subscribers 

are able to enjoy television channels through mobile 

devices. Equipped with catch-up feature and video 

on demand (VOD), subscribers would not miss their 

favorite program.

To support the broadcasting business, First Media 

through its’ subsidiary, First Media News and First 

Media Production, provides good quality, entertaining, 

and informative channels. First Media News provides 

BeritaSatu News Channel, the accurate, objective 

and impartial news channel. First Media Production 

as production house, produce television commercial, 

creates company profile and channel programs and 

movies (either short movie or cinema movie).
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Closed Fixed Network

In March 24, 2014, Link Net, First Media subsidiary 

has obtained operation license of Closed Fixed 

Network from Minister of Communication and 

Informatics of Republic of Indonesia No. 312 year 

2014 about Closed Fixed Network License.

In April 2019, the Closed Fixed Network Provider 

License owned by Link Net had five annual 

evaluation  by the Ministry of Communication and 

Informatics of the Republic of Indonesia. Based on 

the evaluation result, the Minister of Communication 

and Informatics issued a Decree of the Minister 

of Communication and Informatics No. 016/

TEL.01.02/2019 on the Closed Fixed Network 

Provider License dated May 24, 2019

Internet Service

In July 27, 2009, Link Net, First Media subsidiary has 

obtained the Internet Service Provider License from 

Director General of Post and Telecommunication as 

stated in the Decree No. 176/DIRJEN/2009. After 

5-years period evaluation, Link Net obtained the 

Internet Service Provider No. 51 year 2015 dated 

January 27, 2015 published by Director General of Post 

and Information Technology.

Internux, First Media subsidiary has obtained the 

Internet Service Provider license Number 34 of 

2014 dated January 29, 2014 from Minister of 

Communication and Informatics that supersede 

the Decree of Director General of Post and 

Telecommunication No. 305/Dirjen/2005.

PERMIT & BUSINESS
LICENSE

In operating the telecommunication business, 

First Media own several licenses in accordance 

with the prevailing regulations.

Local Fixed Network Operation Packet Switch Based

Pada 27 Juli 2009,In July 27, 2009, First Media 

appointed as winner of selection in provision of 

Fixed Local Packet-Switched based Network with 2.3 

GHz radio frequency band for Broadband Wireless 

Access in northern Sumatera, Banten, Jakarta, Bogor, 

Depok, Tangerang, and Bekasi. In continuance of 

the assignment, First Media obtains the operation 

license for Fixed Local Packet-Switched Based 

Network No. 420/KEP/M.KOMINFO/11/2009 dated 

November 6, 2009 and amended by Minister of 

Telecommunication and Information Decree No. 179/

KEP/M.KOMINFO/04/2012 dated April 2, 2012.

To complete the operation license of Fixed Local 

Packet-Switched Based Network for Broadband 

Wireless Access, First Media has obtained Radio 

Frequency Band License No. 2011G/DJPT.4/

KOMINFO/11/2009 and No. 2011F/DJPT.4/

KOMINFO/11/2009 from Minister of Communication 

and Informatics.

In June 27, 2011, Link Net, First Media subsidiary 

has obtained the operation license of Fixed Local 

Packet-Switched Based Network from Minister of 

Communication and Informatics Decree No.246/

KEP/M.KOMINFO/06/2011. Link Net provide 

telecommunication network based on Hybrid Fiber 

Coaxial Technology.
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Internet Interconnection Service

In January 27, 2015, Link Net, First Media subsidiary 

has obtained the license for Internet Interconnection 

Service Provider based on Decree of Director General 

of Post and Informatics No. 50 year 2015.

Calling Card Telephony Added Value Service

MSH Niaga Telecom Indonesia, First Media subsidiary 

has obtained the Calling Card Telephony Value Added 

Service license based on Decree of Director General 

Post and Telecommunication No. 77/DIRJEN/2010 

dated February 17, 2010.

Television Subscription Service

In September 3, 2004, First Media has obtained 

television subscription services based on Decree 

of Director General Post and Telecommunication 

Minister of Transportation No. 256/Dirjen/2004, for 

television subscription service with national coverage.

To comply with Law No. 32 Year of 2002 regarding 

Broadcasting and Government Regulation No. 52 

Year 2005 in regard of Television Subscription 

Services, in November 11, 2010, First Media 

subsidiary, First Media Television has obtained the 

television subscription provider services license 

based on the Decree of Minister of Communication 

and Informatics of Republic of Indonesia No. 339.

KEP/M.KOMINFO/11/2010, superceeded the 

pay television subscription service owned by First 

Media. Until the end of 2020, First Media through 

First Media Television has operated TV cable 

business in Jakarta area, greater Bandung area 

(include Cimahi), greater Surabaya area (include 

Malang, Gresik, Sidoarjo), Bali, Serang, Cilegon, 

Semarang, Solo, Medan, Cikampek, Purwakarta, Tegal, 

Yogyakarta and Kediri
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Introduction

First Media still recorded negative EBITDA by 

Rp 29,094 million or decrease 44% compared to 

negative EBITDA 2020. The decrease in negative 

EBITDA overall due by a decrease in operating 

expenses amounted to Rp 43,071 million or decrease 

by 31% compared to 2020.

The following is a summary of the consolidated 

financial statements of First Media for the years 

ended on December 31, 2021 and 2020.

FINANCIAL
OVERVIEW

Remark 2021 2020

Revenues 151,800 188,697

Cost Of Services (86,935)  (103,529)

Gross Profit (Loss) 64,865  85,168 

Operating Expenses (93,959) (137,030)

EBITDA (29,094) (51,862)

Depreciation & Amortization (40,941) (48,704)

Impairment Loss of Investment in Associates   1,948,688) -

Impairment of Non-Trade Receivables

   Related Parties - (346,386)

Impairment Loss of Other Non-Current Assets (283,034) (73,823)

Finance Costs (199,379)  (207,979)

Equity in Net Profit of Associates 257,102 273,471

Others – Net 978,737  459,296 

Income Tax Benefit (Expense) (567)  (25,491)

Loss for The Year (1,265,864) (21,478)

Total Comprehensive Income (Loss) for The Year (895,429 13,216

Profit (Loss For the Year Attributable to:

Equity Holders of the Parent Entity (1,391,183)  367

Non-Controlling Interests 125,319 (21,845) 

in million Rupiah
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Product
2021 2020

Amount % Amount %

Content and News 134,160 88 130,847  69 

Infrastructure 14,882 10 54,340  29 

Subscription Fees for Internet and Data Communication 

Services
2,758 2 3,235  2 

Communication Devices - -  - -

Others - -  275 -

Sales Discount - - -  - 

Jumlah 151,800 100 188,697  100 

Operating Revenue

First Media recorded Revenues amounting to Rp 

151,800 million in 2021 showing a decrease of Rp 

36,897 million or 20% compared to 2020 which 

amounted to Rp 188,697 million. The decrease due to 

a decrease in revenue infrastructure amounted to Rp 

39,458 million or decrease 73% compared revenue 

in 2020. 

The following table shows the composition of First 

Media Revenues:

Highlights

Loss of the Year First Media during 2021 

experienced a increase compared to 2020. 

Since the beginning of 2020 until 2021, the corona 

virus pandemic (Covid-19) has caused uncertainty 

over the normal activities of daily business, which 

indirectly affects the Company’s operations. On the 

impact of Covid-19: there is a Large-Scale Social 

Limitation (PSBB) policy from the Government 

which has an impact on reducing normal customer 

activity. The Company operates in accordance with 

the needs of its customers while still following the 

health protocol established by the Government. 

The Company also carries out cost efficiencies in 

accordance with decreased operational activities.

In terms of managing Finance, First Media 

Management has always actively increased 

efficiency in operating costs so that it is expected to 

improve the cash flow and working capital of First 

Media and its business units.

in million rupiah
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Cost of Services

First Media’s Cost of Services consist of Costs and 

Expenditure related to:

• Content and News

• Infrastructure

• Permits and Licenses

• Bandwidth Fees and Other Internet 

Access

Cost of Service in 2021 was Rp 86,935 million, 

decreased by Rp 16,594 million or 16% compared to 

2020 amounted  by Rp  103,529 million. The ratio of 

total Cost of Services to Revenue compared in 2021 

was 57% or increased by 2% compared to 2020 of 55%. 

The following table shows the composition of First 

Media’s Cost of Services:

Cost Of Services
2021 2020

Amount % Amount %

Content and News 74,603 86 83,827  81 

Infrastructure 10,015 11 16,715  16 

Bandwidth Fees and Other Internet Access 2,210 3  2,669   3

Permits and Licenses 107 -  318  -

Total 86,935 100 103,529  100 

in million rupiah

Gross Profit

Gross loss in 2021 decreased by 24% compared to 

2020 amounted to Rp 85,168 million. Decrease in cost 

of services was also accompanied by a decrease in First 

Media’s revenue, which made First Media posted a 

Gross Profit of Rp 64,865 million.

Operating Expense

Operating expenses decreased by Rp 43,071 million 

from Rp 137,030 million in 2020 compared Rp 93,959 

million in 2021. The decrease in operating expenses 

mainly due to decrease in salaries and employee 

benefits compare to last year.

Loss for the Year

In 2021, First Media recorded Loss for The Year 

amounting to Rp 1,265,864 million, increased by Rp 

1,244,386 million compared to 2020 was amounted by 

Rp 21,478 million. 

Comprehensive Income (Loss) For The Year

Comprehensive loss for 2021 amounting to Rp 

895,429 million, decreased by Rp 908,645 million or 

6,875% compared to 2020 comprehensive income 

amounting to Rp 13,216 million. 

Profit (Loss) For The Year Attributable

Loss for the Year Attributable to Equity Holders of 

the Parent Entity in the year 2021  amounting to Rp 

1,391,183 million and profit for the year attributable to 

the non-controlling interests amounting to Rp 125,319 

million. 

Asset Position

Total assets per 31 December 2021 amounted to Rp 

4,585,222 million, decreased by Rp 2,020,825 million 

or 31% compared to total assets per 31 December 

2020 amounted by Rp 6,606,047 million. Current 

assets increased by Rp 8,897 and non current assets 

decreased by Rp 2,029,722 million in 2021 compared 

to Rp 133,685 million and Rp 6,472,362  million as of 

December 31, 2020.

Liabilities Position

Total liabilities decreased by Rp 1,125,396 million, from 

Rp 5,680,226 million on December 31, 2020 to become 

Rp 4,554,830 million on December 31, 2021. Total 

current liabilities increased by 10% meanwhile total Non 

Current Liabilities decreased by 80% compare to 2020. 

The decrease in total liabilities due to payment for bank 

loan in the year 2021.

Equity Structure

Total equity as per 31 December 2021 amounted to 

Rp 30,392 million, decreased by Rp 895,429 million 

or 97% compared to total equity as per 31 December 

2020 amounted by Rp 925,821 million. Below is a table 

showing First Media’s Capital Structure:
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Liquidity and Capital Expenditures

Net Cash Flows Used in Operating Activities in 

2021 amounted to Rp 384,634 million, increase by 

Rp 139,866 million compared to year 2020. Cash 

receipts from customers amounted to Rp 147,169 

million was used for payment to suppliers and other 

third parties of Rp 264,586 million, payments for 

Operating Expenses of Rp 47,680 million, payments 

to employees of Rp 30,316 million, interest payment 

of Rp 190,313 million and interest income received 

of Rp 1,092 million. 

Net cash provide by investment activities amounted 

to Rp 445,952 million in 2021, increase amounting 

to Rp 283,687 million compared to 2020 amounted 

to Rp 162,265. 

In 2021, the net cash flows used in financing 

activities amounted to Rp 78,595 million, decreased 

amounted to Rp 178,148 million or 179% compared 

net cash flows provided by financing activities in 

2020 amounted by Rp 99,553 million.

 

Transaction & Material Information

There are no significant and relevant events occuring 

after the date of the independent Auditor’s report 

for the consolidated financial statements for the 

year ended December 31, 2021, which needs to be 

disclosed in this Annual Report.  

Divident Policy

Based on Annual General meeting of Shareholders 

dated June 25, 2021, it was approved and decided not to 

distribute dividend to First Media’s shareholders for the 

year 2020. 

This decision was made in order First Media to maintain 

Capital Adequacy Ratio to further support all the 

business units development and the fact that First Media 

still recorded Loss for The Year in 2021.

Employee Stock Ownership Program

Until 31 December 2021, First Media does not have 

employee/management stock ownership program 

(ESOP/MSOP).

Realization of Use of Fund From Public Offering

In realization of the use of the Fund regarding to public 

offering, First Media has submit a report regarding  

to Realization of the Use of Fund from convertible 

securities that can be converted into shares from the 

period of 3 January 2011 until May 3, 2013 based 

on letter No, SB-055/CSL/OJK/V/2013, as well as 

confirmation letter regarding to Realization of the Use 

of Fund to Financial Services Authority (“OJK”) no, SB-

071/CSL/OJK/VI/2013. 

Material Binding For Investment Asset

In 2021, most of the capital expenditure of First Media 

was used to buy media digital devices and supporting 

devices for expansion of new project in 2021.

Acccounting Policies

The consolidated financial statement were prepared 

and presented in accordance with Indonesian Financial 

Accounting Standarts which include the Statement 

of Financial Accounting Standarts (PSAK) and 

Interpretation of Financial Accounting Standart (ISAK) 

issued  by the Financial Accounting Standards Board 

–Indonesian Institute of Accountant (DSAK IAI –), and 

regulations in the Capital Market include Regulation 

of Financial Services Authority/Capital Market and 

Supervisory Board and Financial Institutions (OJK/ 

Bapepam-LK) No, VIII, G, 7 regarding  guidelines for 

the  presentation of the financial statements, decree 

of  Chairman of Bapepam-LK No, KEP-347/BL/2012 

regarding presentation and disclosure of financial 

statement  of issuers or public company.

Changes in Regulation

During 2021, there were no changes in regulations that 

have significant impact to First Media and the financial 

statement.

Equity Structure
  2021 2020

Amount Portion (%) Amount Portion (%)

Total Liabilities 1,538,921 98 1,937,468  68 

Net Equity 30,392 2 925,821  32 

Total Equity Invested 1,569,313 100 2,863,289  100 

in million rupiah
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In Indonesia, the General Guidelines for Good 

Corporate Governance – GCG), are established by the 

National Committee on Governance (KNKG) based 

on the basic five pillars of GCG, namely: Transparency, 

Accountability, Responsibility, Independency, Fairness 

– TARIF. First Media has been applying those principles 

of five pillars in its corporate governance. 

First Media as a public company has been continuously 

reviewing good practices in the business communities 

and applying it in First Media business activities.  In 

order that the basic five pillars are optimally applied, 

First Media has aligned the principles of the basic five 

pillars with the company values, namely:

1. Discipline in the implementation;

2. Quality in services

3. novation in the development

4. Aggressive in market penetration

5. Attention to the communities and 

environment

CORPORATE GOVERNANCE 
& FIVE BASIC PILLARS

In addition to the alignment of the principles of basic 

five pillars with Company values, First Media has also 

prepared another corporate governance tool, which 

refers to the applicable Law No. 40/ 2007 on Limited 

Liability Company, regulations of Financial Services 

Authority (OJK) and Indonesian Stock Exchange. Up to 

the year of 2021, First Media has GCG tools namely:

1. Charter of the Board of Commissioners & 

Board of Directors

2. Code of Ethics and Professional Accountability

3. Internal Control System

4. Article of Association.
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Five pillars basic on Good Corporate Governance:

1. Transparancy

First Media First Media has always been 

providing relevant information which is 

easily accessible to the shareholders and 

stakeholders in a timely manner. First Media 

also provide an official website of First Media 

http://www.firstmedia.co.id as one of the 

facilities accessible by the stakeholders to 

obtain any information about First Media.

2. Accountability

First Media shall be responsible to the 

shareholders and stakeholders to manage the 

company in a proper, measurable manner, that 

fits to the interests of the company, with due 

regard to the interests of the shareholders and 

stakeholders.

In the implementation, First Media has 

stipulated clearly the function, duties, and 

responsibilities of each organ and division of 

the Company, and has always ensured that all 

organs of the Company and divisions in First 

Media as well as its employees have sufficient 

competencies, in accordance with their duties 

and responsibilities, as well as their roles in 

First Media’s business activities.

3. Responsibilities

In running its business, First Media always 

pay attention to the governing law, not only 

because of its obligation  but it is First Media 

practice in running us business. First Media 

confident that is not only ensure the continuity 

of the business, but also provide comfort to 

First Media’s customers.

4. Independency

First Media is committed to maintain its 

independence in order it is not dominating 

each other, is not under undue influence 

of certain interests, and it is free from any 

interests, so that any decisions taken will 

always be objective and provide an optimal 

output for the interests of shareholders, 

stakeholders and employees. In the 

implementation, First Media has appointed a 

number of independent parties that are highly 

reputable to sit in the Board of Commissioners 

and Board of Directors, as well as to provide an 

optimal role for First Media’s Audit Committee 

in conducting supervision on the business 

activities of First Media.

5. Equality and Fairness

First Media shall provide a fair opportunity to 

all parties to access company information in 

accordance with the principle of transparency 

within the scope of domicile of each party, 

according to the benefit and contribution given 

by the capital market authority, capital market 

community and stakeholders to First Media. 

Equality principle shall also be applied by First 

Media for each competent individual who is 

willing to work and highly dedicated for the 

sake of mutual advancement. There will be no 

discrimination for the career development of  

First Media’s employees based on ethnicity, 

religion, race, group, gender, and physical 

condition. First Media has always been 

maintaining and giving due regard as to have 

a balance between rights and obligations of 

employees in a just and fair manner.
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General Meeting of Shareholders

GMS has the authority which is not provided to 

the Board of Directors or Board of Commissioners, 

within the limits stipulated in the laws and/or 

articles of association. In GMS forum, shareholders 

shall be entitled to obtain information related to 

First Media from the Board of Directors and/or 

Board of Commissioners, to the extent it is related 

to the agenda of the meeting and is not contrary to 

the company’s interests. 

GMS in the agenda ‘Other matters’ shall not be 

entitled to make a decision, unless all shareholders 

attend the meeting and/or are represented in 

the GMS and approve the additional agenda of 

the meeting. Decisions on the additional meeting 

agenda must be approved unanimously.  

CORPORATE GOVERNANCE 
STRUCTURE

Procedure of Holding GMS

In the Law on Limited Liability Company and 

Articles of Association of First Media, AGMS 

shall be convened at the latest six months after 

the end of fiscal year. During AGMS, the Board 

of Commissioners and Board of Directors shall 

present and report the following subjects:  

1. Annual Report

2. Report of Board of Director on First Media 

performance for the current fiscal year and the 

business prospect.

3. Report of the Board of Commissioners on 

supervision conducted during the fiscal year 

and corporate target in the future.

4. Recommended use of profit.

In general the stages of GMS implementation are as follows: 

Time Activities

H-44 Notice to OJK shall be submitted 5 working days prior to the announcement of GMS

H-37 Advertisement of GMS Announcement.

First Media shall make an announcement that GMS will be held in a newspaper which is to be published at 

the latest 14 days prior to the announcement of invitation (not counting the date of announcement and the 

date of invitation),  in the websites of Indonesian Stock Exchange and First Media.

H-29 Time limit for the submission of proposal of GMS Agenda by the 5% shareholders.

H-23 Recording date of the shareholders who are entitled to attend GMS.

H-22 Advertisement of GMS invitation.

First Media shall announce the invitation to shareholders in a newspaper published at the latest 21 days prior 

to the date of the holding of GMS (not counting he date of invitation and date of GMS), in the websites of 

Indonesian Stock Exchange and First Media.

H General Meeting of Shareholders

H+2 Notice and announcement of the results of GMS.

First Media shall announce the summary of minutes of meeting of GMS to the communities in the news-

paper, websites of Indonesian Stock Exchange and First Media, at the latest 2 working days after holding a 

GMS.

First Media shall submit a proof of announcement of minutes of meeting of GMS to OJK at the latest 2 

working days after announcement.

H+30 Submission of minutes of meeting of GMS to OJK.
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AGMS 2021 Result PT First Media Tbk

Annual General Shareholders Meeting 

Implementation

In 2021 First Media will hold one Annual General 

Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2020 

financial year on 25 June 2021.

AGMS in the fiscal year 2020 was held at Gd. 

BeritaSatu Plaza Lt. 8, having its address at Jl. Gen. 

Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta. The AGMS was 

attended by 1,691,053,477 shares or 97.066% of 

the total 1,742,167,907 shares which were all shares 

issued by First Media.

No AGMS Resolution Approved Implementation

1. Accept and approve First Media’s Annual Report including the 

report on the supervisory duties of the Board of Commissioners 

for the financial year ending 31 December 2020, as well as the 

work plan and development of First Media.

100% shares with vot-

ing rights attending the 

meeting

Directly applies

In AGMS 2021

2. Approved First Media’s profit/loss balance for the financial year 

ending 31 December 2020 and to grant full release and settlement 

(acquit et de charge) in the broadest sense to all members of 

First Media’s Board of Directors and Board of Commissioners for 

their management and supervisory actions that have been taken 

conducted during the financial year ended December 31, 2020.

100% shares with vot-

ing rights attending the 

meeting

Directly applies

In AGMS 2021

The schedule of the AGMS was announced on 

April 14, 2021 through the daily newspaper 

Investor Daily, conveyed the corrections to the 

announcement of the AGMS through the daily 

newspaper advertisement for the Investor Daily 

on April 28, 2021, as well as an invitation to 

the meeting on June 3, 2021 through the daily 

newspaper Investor Daily. The minutes of the 

2021 AGMS were released on 29 June 2021 and 

the results of the 2021 AGMS resolutions can be 

viewed on the official First Media website http://

www.firstmedia.co.id. The results of the 2021 

AGMS resolutions and their implementation in 

2021 are as follows:

No AGMS Resolution Approved Implementation

1. Approved First Media’s policy of not distributing dividends to 

shareholders for the 2020 financial year.

100% shares with vot-

ing rights attending the 

meeting

Directly applies

In AGMS 2021

FIRST AGENDA

SECOND AGENDA

THIRD AGENDA

No AGMS Resolution Approved Implementation

1. Establishing the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, 

Aryanto Mawar & Rekan as the Public Accounting Firm that 

will audit the Company’s Financial Statements for the 2021 

financial year, as well as authorizing the Board of Directors of the 

Company to determine the honorarium and other requirements 

for the Public Accounting Firm.

100% shares with 

voting rights attend-

ing the meeting

Directly applies

In AGMS 2021

2. Approved the delegation of authority to the Company’s Board 

of Commissioners to determine another public accounting firm 

that will audit the Company’s Financial Statements for the 2021 

financial year, in the event that the Public Accounting Firm 

specified in point 1 above cannot carry out its duties for any 

reason. The appointment of another public accounting firm must 

comply with the terms and conditions based on the applicable 

regulations.

100% shares with 

voting rights attend-

ing the meeting

Directly applies

In AGMS 2021
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No AGMS Resolution Approved Implementation

1. Approved the appointment of Mr. Widjaya Hambali as 
Independent Commissioner of the Company, Mr. Lim Benni as 
Commissioner of the Company, and Mr. Budi Erawanto as Director 
of the Company; and determine the composition of the members 
of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the 
Company as follows:

100% shares with voting 

rights attending the 

meeting

Directly applies

In AGMS 2021

Board of Commissioners
President Commissioner                 : Drs. H.R. Soeparmadi
Commissioner (Independent)         : Drs. Teguh Pudjowigoro
Commissioner (Independent)         : Widjaya Hambali
Commissioner                                  : Lim Benni

Board of Directors                                            
President Director (Independent)  :Harianda Noerlan
Director                                            :RM. Hernowo Hadiprodjo
Director                                            :Johannes Tong
Director                                            :Budi Erawanto

starting from the closing of this Meeting until the closing of the 
Company’s Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal 
year 2022 which will be held in 2023.

2. Granting authority and power with substitution rights to the Board 
of Directors of the Company to take all actions in connection 
with stating the affirmation decision of the members of the 
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company 
in a separate Notarial deed, and subsequently notifying the 
Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia 
in accordance with the prevailing laws and regulations. , register 
the composition of the members of the Board of Directors and 
the Board of Commissioners in the Company Register and to 
submit and sign all applications and or other documents required 
without any exceptions in accordance with the applicable laws 
and regulations.

100% shares with voting 

rights attending the 

meeting

Directly applies

In AGMS 2021

3. Approved the granting of authority to the President Commissioner 
to determine the honorarium, allowances, salaries, bonuses and/
or other remuneration for members of the Board of Directors and 
Board of Commissioners of the Company.

100% shares with voting 

rights attending the 

meeting

Directly applies

In AGMS 2021

FOURTH AGENDA

No AGMS Resolution Approved Implementation

1. Approved changes to the Company’s Articles of Association 
to be adjusted to the Financial Services Authority Regulation 
Number 15/POJK.04/2020 and the rearrangement of the entire 
Company’s Articles of Association.

100% shares with vot-

ing rights attending the 

meeting

Directly applies

In AGMS 2021

2 Granted authority and power with substitution rights to the 
Board of Directors of the Company and/or to Mr. Harianda 
Noerlan to take all actions in connection with the above-
mentioned decisions including but not limited to restating the 
decision in the Notary Deed, and further requesting approval and 
notification of amendments to the Articles of Association to the 
Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia 
in accordance with the applicable laws and regulations, and to 
submit and sign all applications and/or other documents required 
without any exceptions in accordance with the applicable laws 
and regulations.

100% shares with vot-

ing rights attending the 

meeting

FIFTH AGENDA
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Previous AGMS OF PT First Media Tbk

Implementation of Annual General Meeting of 

Shareholders

In 2020 First Media organized an Annual General 

Meeting of Shareholders (AGMS) for the fiscal year 

of 2019 on June 9, 2020. 

AGMS in the fiscal year of 2019 was held in 

BeritaSatu Plaza 5th Floor, Lily Room, address in Jl. 

Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta. The AGMS 

was attended by 1.347.504.691 shares or  77,346% 

of total shares of 1.742.167.907 shares which are 

the total shares issued by First Media.

The agenda of AGMS was announced on April 30, 

2020 in a daily newspaper Investor Daily, while the 

invitation to the meeting held in May 18, 2020 was 

published in the daily newspaper Investor Daily. 

Minutes of AGMS 2020 were released on June 

11, 2020 and the results of the resolutions of 

2020 AGMS could be seen in the official website 

of First Media http://www.firstmedia.co.id.  The 

results of 2020 AGMS resolutions together with its 

implementations in 2020 are as follows:

No AGMS Resolution Approved Implementation

1. Accept and approve the Annual Report of First Media including the 

report on the supervisory assignment of Board of Commissioners 

for the fiscal year ending December 31, 2019, as well as work and 

development plans of First Media.

100% shares with voting 

rights attending the 

meeting

Directly applies

In AGMS 2020

2. Approved the profit/loss balance of First Media for the fiscal 

year ending December 31, 2019 and give full discharge and 

release (acquit et de charge) in the most extensive meaning to 

all members of Board of Directors and Board of Commissioners 

of First Media for the management and supervision conducted 

during the fiscal year ending December 31, 2019.

100% shares with voting 

rights attending the 

meeting

Directly applies

In AGMS 2020

No AGMS Resolution Approved Implementation

1. Approve First Media’s policy not to distribute dividends to 

shareholders for the fiscal year 2019.

100% shares with voting 

rights attending the 

meeting

Directly applies

In AGMS 2020

FIRST AGENDA

SECOND AGENDA
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No AGMS Resolution Approved Implementation

1. Appointed Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Public 

Accountant Firm as public accountant Firm that will audit the 

Company’s Financial Report for the 2020 fiscal year, and give 

authorization to the Board of Directors to determine honorarium 

and other requirements for the appointed Public Accountant Firm.

100% shares with voting 

rights attending the 

meeting

Directly applies

In AGMS 2020

2. To approve delegation of authority to the Board of Commissioners 

of the Company to determine another public accountant firm that 

will audit the Company’s Financial Statements for the 2020 fiscal 

year, in the case of Public Accountant Firm stipulated in point (1) 

above cannot perform its duties for any reason. The appointing 

of other public accounting firm shall comply with the terms and 

conditions under applicable regulations.

100% shares with voting 

rights attending the 

meeting

Directly applies

In AGMS 2020

No AGMS Resolution Approved Implementation

1. To appoint the following members of the Board of Directors and 

the Board of Commissioners:

100% shares with voting 

rights attending the 

meeting

Directly applies

In AGMS 2020

Board of Commissioner

President Commissioner : H.R. Soeparmadi

Commissioner (Independen) : Teguh Pudjowigoro

Board of Directors                                            

President Director (Independen) : Harianda Noerlan

Director : RM. Hernowo Hadiprodjo

Director : Johannes Tong

Respectively for a period starting from the closing of this Annual 

General Meeting of Shareholders until the closing of the third 

Annual General Meeting of Shareholders thereafter.

2. Granting authority and power with substitution rights to the 

Directors of First Media and / or Ir. Harianda Noerlan to take 

all actions related to the decision in a separate notary deed, 

and then notify the Minister of Law and Human Rights of the 

Republic of Indonesia in accordance with the applicable laws 

and regulations, register the composition of the members of 

the Board of Directors and the Board of Commissioners in the 

Company Register and to submit and submit sign all applications 

and or other required documents without being excluded in 

accordance with the prevailing laws and regulations.

100% shares with voting 

rights attending the 

meeting

Directly applies

In AGMS 2020

3. Approve the conferment of authority to the President 

Commissioner to determine honorarium, allowance, salary, bonus 

and/or other remunerations for members of Board of Directors 

and Board of Commissioners of First Media.

100% shares with voting 

rights attending the 

meeting

Directly applies

In AGMS 2020

THIRD AGENDA

FOURTH AGENDA
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In accordance with the applicable laws and regulations, 

the Board of Commissioners is the organ of First 

Media representing the shareholders in conducting 

supervisory function on the implementation of policies 

and strategies of  First Media conducted by the Board 

of Directors  and giving directions / advice to the 

Board of Directors for the management of  First Media 

with good intention, prudence and accountability, as 

well as carrying out the function with the purpose to 

enhance the image of  First Media in the eyes of the 

public and shareholders. The Board of Commissioners 

shall be responsible to GMS. GMS shall act as the 

organ appointing and dismissing members of Board of 

Commissioners.

Collectively, the duties of Board of Commissioners are 

to supervise the management of company conducted 

by the Board of Directors and give advice related to 

the policies of Board of Directors. The said policies 

of Board of Directors are related to the plans for 

development, work plan and annual budget of the 

Company, implementation of the provisions of Articles 

of Association and resolutions of GMS, as well as all 

applicable and relevant laws and regulations and to 

monitor its implementation.  

The Board of Commissioners of First Media shall 

BOARD OF
COMMISSIONERS

continuously monitor the effectiveness of company 

policies, performance, and decision making 

process by the Board of Directors, including the 

implementation of strategy to meet the expectation 

of shareholders and other stakeholders. The result 

of supervision along with the reviews and opinions 

of Board of Commissioners shall be presented at 

GMS as part of assessment of Board of Director’s 

performance. 

The Board of Commissioners shall also monitor and  

conduct evaluation on the application of  GCG, examine 

and review the annual report prepared by the Board of 

Directors, and to sign the report to provided that  the 

Board of Commissioners approve the content of annual 

report’s materials.

Charter  of Board of Commissioners 

Charter of Board of Commissioners shall be the 

work guidelines and code of ethics applicable for all 

members of Board of Commissioners of First Media in 

carrying out its duties in order that it is in alignment 

with Good Corporate Governance practices. 

Charter of Board of Commissioners has been validated 

since June 1, 2016, signed by all members of Board of 

Commissioners and has been uploaded in the official 

website of First Media www.firstmedia.co.id

Composition of Board Of Commissioners

During the AGMS held on June 25, 2021, the Board 

of Commissioners of First Media is as follows :

Board of Commissioners Position Term of Serves

R. Soeparmadi Presiden Komisaris April 20, 2018

Teguh Pudjowigoro Komisaris Independen April 21, 2017

Widjaya Hambali Komisaris Independen Juni 25, 2021

Lim Benni Komisaris Juni 25, 2021
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As recorded in the Deed No. 14 dated June 25, 2021 

drawn up by Notary Andalia Farida SH, MH, Notary in 

Jakarta, domiciled in Central Jakarta. 

Membership and Tenure 

Formal and material requirements have been complied 

by all members of the Board of Commissioners. Formal 

requirements are general and in accordance with the 

legislation. While the material requirements are specific, 

tailored to the needs and nature of the company’s 

business.

The requirements for membership of the Board of 

Commissioners are as follows: 

1. Has good character, morality and integrity; 

2. Competent in taking legal actions; 

3. Within 5 (five) years prior to the appointment and 

during the tenure: 

• has never been declared bankrupt;

• has never held a position as a member of 

Board of Directors and/or a member of Board 

of Commissioners who are declared guilty of 

causing a company declared bankrupt;

• has never been sentenced for committing a 

criminal offense that has caused state financial 

loss and/or that is related to the financial 

sector; and

• has never held a position as a member of the 

Board of Directors and/or member of the Board 

of Commissioners who during the tenure : 

1. has never convened an annual GMS

2. his/her accountability as a member of the 

Board of Directors and/or member of the 

Board of Commissioners was rejected by 

GMS or did not give his/her accountability as 

a member of the Board of Directors and/or 

member of Board of Commissioners to the 

GMS; and

3. has caused the company that has obtained 

a permit, approval, or registration from the 

OJK did not fulfill its obligation to submit an 

annual report and/or financial report to the 

OJK.

4. Has the commitment to comply with the laws 

and regulations; and

5. Has the knowledge and/or expertise in the 

areas required by the Company.

Members of the Board of Commissioners are appointed 

and dismissed by the General Meeting of Shareholders 

for the period until the closing of third of the General 

Meeting of Shareholders since his appointment. The 

tenure of the Board of Commissioners will end when 

resigns, no longer meets the requirements, dies, or 

dismissed by the GMS.

Duties & Responsbility

The Board of Commissioners has an important 

role in the implementation of GCG principles in 

accordance to its supervisory function. Through the 

Board of Directors and Audit Committee reports, 

the Board of Commissioners monitors and evaluates 

the implementation of the Company’s entire 

strategic policies, including the effectiveness of the 

implementation of risks management and internal 

control. Besides, the Board of Commissioners is also 

responsible in supervising the Company’s operational 

management performed by the Directors and giving 

advises to the Board of Directors if necessary and in 

accordance to provisions stipulated in the Articles of 

Association, in the decisions of the Company’s GMS, 

regulations and laws. Related to the GMS, the Board of 

Commissioners has duties and responsibilities, among 

others, of giving opinions and suggestions about the 

Company’s annual working plan and budget, reporting 

immediately any occurrence of a declining trend of the 

Company’s performance, reviewing and signing Annual 

Reports as well as making a responsibility reports on the 

implementation of its duties to the GMS.
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Integrity of Board of Commissioners

Members of Board of Commissioners are expected 

to keeping its integrity in carrying out its duties and 

responsibilities in accordance with the moral values 

and applicable regulations, including for matters of 

compliance with financial rules.  The Charter of Board 

of Commissioners in Article 5, states the criteria of 

persons that may be appointed as members of Board 

of Commissioners. The criteria among other things are 

competent in taking legal actions and within five years 

prior to his/her appointment has never been declared 

bankrupt or has never been a member of Board of 

Directors/Board of Commissioners in another company 

declared guilty for causing the company declared 

bankrupt, and has never been punished for a criminal 

offense causing state financial losses or related to 

financial sector.

Independensi Dewan Komisaris

To maintain the independence of the Board of 

Commissioners, First Media shall determine that at 

least 30% (thirty percent) of members of Board of 

Commissioners are Independent Commissioners 

coming from circles outside First Media, and one 

of the conditions is that he/she must have financial 

background.

The existence of the Independent Commissioner is 

meant to drive a more objective climate and provide 

equality among various interests, including the interests 

of company and interests of company and interests of 

stakeholders as the main principles for decision making 

by the Board of Commissioners.  

With this decision, the Board of Commissioners 

of First Media shall become independent, free 

from the influence of other members of Board of 

Commissioners and Board of Directors as well as 

controlling shareholders.  

In accordance with the provisions and restrictions 

based on applicable regulations, an Independent 

Commissioner shall meet the following requirements: 

 

1. shall not be a person working or having an 

authority and responsibility to plan, lead, control, 

or supervise First Media activities within the last 

6 (six) months, except for the reappointment as an 

Independent Commissioner in the next period; 

2. shall not have First Media shares either directly 

or indirectly. Does not have affiliated relationship 

with members of Board of Commissioners, 

members of Board of Directors or main 

shareholders of First Media; and

3. shall not have business relationship either directly 

or indirectly related to First Media business 

activities. An Independent Commissioners that has 

served for 2 (two) terms may be re-appointed to 

the extent the Independent Commissioner declares 

that he/she is still  independent  of  GMS. 

Out of 4 (four) members of First Media’s 

Commissioners, based on the resolutions of AGMS 

dated June 25, 2021, there are 2 (two) Independent 

Commissioners namely Teguh Pudjowigoro and 

Widjaya Hambali. The Independent Commissioner 

have met all terms and conditions of independence 

as set forth in the regulations of OJK and Indonesian 

Stock Exchange.

The Implementation of Duties of Board of 

Commissioners 2021

Throughout 2021 apart from giving advice and 

directions by means of correspondence to the 

Board of Directors, Board of Commissioners and 

giving opinions as well as recommendations that 

include operational management or other matters 

in accordance with its duties and responsibilities, 

the recommendations of Board of Commissioners 

are also conveyed in the joint meeting of Board 

of Commissioners and Board of Directors such as 

recommendations for putting audit process in order, 

focusing and improving human resources, processes 

and other fundamental issues.
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Board of Commissioners Meeting

In the supervisory process on operational activities of 

First Media, Board of Commissioners shall conduct a 

meeting or an evaluation on the monthly operational 

report and discuss with the relevant committees, in 

line with the issues that need attention. Meetings are 

conducted periodically every  3 (three) months  to 

discuss Company performance, work plan of Board 

of Directors, as well as strategic issues that require 

the approval of Board of Commissioners. If deemed 

necessary, members of Board of Directors may be 

invited to the Board of Commissioners’ Meeting. 

Throughout 2021 the Board of Commissioners of 

First Media held 5 (five) formal meetings and also 

a number of other informal meetings to discuss 

the result of report of Board of Directors on its 

performance for a certain period in running the 

company. The level of attendance of members 

of Board of Commissioners in the meeting is as 

follows: 

Date Meeting Agenda Board of Commissioners

SP TP WH* LB**

May  28, 

2021

First Media Group Performance √ √ - -

June 28, 

2021

First Media Group Performance √ √ - -

August 27, 

2021

First Media Group Performance √ √ √ √

Sept 18, 

2021

First Media Group Performance √ √ √ √

Nov 16,

2021

First Media Group Performance

In Media and Content Production

√ √ √ √

Total Meeting 4 4 3 3

TP : Teguh Pudjowigoro; LB : Lim Benni; WH : Widjaya Hambali; SP : Soeparmadi

Note: 

*Served as a Independent Commissioner since June 25, 2021, **Menjabat sebagai Komisaris sejak June 25,2021
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Board of Directors is First Media’s organ which have 

full authority and responsibility on the management 

and operation of First Media and shall act as the 

leader in the management by always giving due regard 

to the interests and objectives of  First Media and 

business units as well as considering the interests of 

shareholders and all stakeholders.

The Board of Directors shall be authorized to act and 

take any actions concerning either the management 

or ownership of company assets including binding the 

company with another party and/or another party with 

the company, with a number of limitations as stipulated 

in the company’s Articles of Association.  Legally, the 

Board of Directors shall be responsible for representing 

the company within and outside the court. The Board of 

Directors shall be appointed and dismissed based on GMS 

resolutions. The Board of Directors of First Media has a 

term-of-office until the 3rd (third) Annual GMS since the 

date of appointment. Shareholders in AGMS or EGMS 

shall be entitled to dismiss members of Board of Directors 

at any time prior to the end of its term-of-office. 

BOARD OF 
DIRECTORS

Charter of Board of Directors

The Charter of Board of Directors shall be the 

work guidelines and code of ethics applicable for 

all members of Board of Directors of First Media in 

carrying out their duties, responsibility, exercising 

its authority transparently, full of accountability and 

responsibility, independent and fair in its efforts 

in achieving the objectives of the company as well 

as give the values as expected by the interested 

party. The Charter of Board of Directors has been 

validated since June 1, 2016, signed by all members 

of the Board of Directors and approved by the 

Board of Commissioners.

Composition of Board of Directors

During the AGMS held on June 25, 2021, the meeting 

approved to determine the Board of Directors of First 

Media with the following composition: 

Directors Position Term of Serves

Harianda Noerlan Presiden Direktur (Independen) 21 April 2017

Hernowo Hadiprodjo Direktur 21 April 2017

Johannes Tong Direktur 24 April 2013

Budi Erawanto Direktur 25 Juni 2021
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As recorded in the Deed No. 14 dated June 25, 2021 

drawn up by Notary Andalia Farida SH, MH, Notary in 

Jakarta, domiciled in Central Jakarta. 

It has been decided that the number of members of 

Board of Directors is 4 (four) members, considering 

the fact that First of Media is a holding company 

with a number of subsidiaries, and in consideration 

of the capability of the respective member of Board 

of Directors in implementing their duties, either 

individual or collective duties and in order to have a 

more speedy, accurate and effective decision making 

process of the Board of Directors.

The appointment of members of Board of Directors 

shall also consider the aspect of diversity, knowledge 

and experience of the respective members, and at least 

a member of the Board of Directors has knowledge and 

expertise in finance or accounting. 

Membership and Tenure 

The Board of Directors is under the supervision of 

the Board of Commissioners. All members of the 

Company’s Board of Directors have met the applied 

formal and material requirements. The formal 

requirements are general and in accordance with the 

laws and regulations while the material requirements 

are specific and are adjusted to the Company’s need 

and business type. 

The requirements for membership of the Board of 

Directors are as follows:

1. Has good character, morality and integrity;

2. Competent in taking legal actions;

3. Within 5 (five) years prior to the appointment and 

during the tenure:

1. Has never been declared bankrupt; 

2. Has never held a position as a member of 

Board of Directors and/or a member of Board 

of Commissioners who are declared guilty of 

causing a company declared bankrupt; 

3. Has never been sentenced for committing a 

criminal offense that has caused state financial 

loss and/or that is related to the financial sector; 

and 

4. Has never held a position as a member of the 

Board of Directors and/or member of the Board 

of Commissioners who during the tenure : 

• has never convened an annual GMS;

• his/her accountability as a member of the 

Board of Directors and/or member of the 

Board of Commissioners was rejected by 

GMS or did not give his/her accountability as 

a member of the Board of Directors and/or 

member of the Board of Commissioners to 

the GMS; and 

• has caused the company that has obtained 

a permit, approval, or registration from the 

Financial Services Authority did not fulfill its 

obligation to submit an annual report and/ 

or financial report to the Financial Services 

Authority.
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• has the commitment to comply with the laws 

and regulations; and 

• has the knowledge and/or expertise in the 

areas required by the Company.

Members of the Board of Directors are appointed and 

dismissed in the General Meeting of Shareholders for 

a certain period until the closing of the third General 

Meeting of Shareholders since their appointment and 

can be re-appointed in accordance to decisions made 

in the General Meeting of Shareholders. The Board of 

Directors positions expire when the directors resign, 

no longer be able to meet requirements as stipulated 

by the laws, passed away, are dismissed by a decision 

of the GMS, are declared bankrupt or under clemency 

based on a court ruling.

Duties & Responsible

The Board of Directors is responsible on the 

management of the Company in a goodwill 

and responsibility. Every member of the Board 

of Directors are completely responsible either 

individually or collectively over the Company’s 

losses if the respective members are found guilty 

or negligent. The Board of Directors is responsible 

over the Company’s management through the risks 

management and the implementation of the Good 

Corporate Governance in all level of the organization. 

The Board of Directors responsibilities also cover 

the implementation of internal control structure, the 

implementation of internal audit and the decision 

making of necessary acts based on findings from the 

Internal Audit in accordance with directions from the 

Board of Commissioners. 

The Board of Directors is obliged to establish business 

strategies, including work plan and budget as well 

as the application of accounting and bookkeeping 

practices in accordance with regulations regarding 

public companies. 

1. The Board of Directors shall be fully 

responsible in carrying out the duties for the 

interests of the Company in achieving the 

purpose and objectives of the Company.

2. The Board of Directors shall convene an annual 

GMS and other GMS as provided for under 

the prevailing laws and regulations and the 

Company’s Articles of Association. 

3. Each member of the Board of Directors 

shall, in good faith, with full of responsibility 

and prudence carrying out his/her duties 

in observance of the prevailing laws and 

regulations and the Company’s Articles of 

Association.

4. The Board of Directors shall implement risk 

management and principles of Good Corporate 

Governance in any Company business activities 

at all levels of the organization. 

5. The division of duties and authorities of each 

member of Board of Directors are defined by 

GMS, in the event that it is not defined by 

GMS, the division of duties and authorities of 

each member of the Board of Directors shall be 

determined based on the decision of Meeting 

of Board of Directors. 

6. In the event the Company has an interest 

contrary to the personal interest of a member 

of Board of Directors, the Company shall be 

represented by another member of Board of 

Directors and in the event the Company has 

an interest contrary to the interests of all 

members of Board of Directors, then in this 

case the Company shall be represented by the 

Board of Commissioners, in observance with 

the prevailing laws and regulations.

The Board of Directors can use professional 

advisories at the Company’s costs if they are 

absolutely necessary by considering the efficiency 

and effectiveness as well as avoiding conflict of 

interests.
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Board of Director Integrity

Each member of Board of Directors of First Media is 

expected to keep his/her integrity in carrying out its 

duties and responsibilities in accordance with the moral 

values and applicable regulations, including compliance 

with financial rules. The Charter of Board of Directors 

states the criteria of the persons that may be appointed 

as members of Board of Directors. Such criteria among 

other things, are competent in taking legal actions and 

within five years prior to his/her appointment has never 

been declared bankrupt or become a member of Board of 

Directors/Board of Commissioners in another company 

who is declared guilty of has caused the company declared 

bankrupt, and has never been punished for committing a 

criminal offense causing state financial losses or related to 

financial sector. 
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Independence of Board of Directors

For the interest of the company, in order the 

Board of Directors may act as best as possible 

the independence of Board of Directors is one of 

important factors that should be maintained.  In order 

to maintain its independence, First Media established 

a rule based on the applicable laws and regulations 

and it is stated in the Charter of Board of Directors 

concerning the requirements of Independent Director. 

In addition to meeting general requirements of Board 

of Directors, an Independent Director must also meet 

the following requirements: 

1. Does not have an affiliated relationship with First 

Media’s controlling shareholders at least  6 (six) 

months prior to its appointment as Independent 

Director;  

2. Does not have an affiliated relationship with 

members of Board of Commissioners or other 

members of First Media’s Board of Directors; 

3. Does not concurrently sit on the Board of 

Directors in another company; 

4. Does not become a person in an agency or capital 

market supporting profession whose services are 

utilized by First Media for 6 (six) months prior to 

its appointment as an Independent Director. 

Any party with the exception of company organ shall be 

prohibited to interfere with company management and 

the members of Board of Directors shall be prohibited 

to conduct activities that may disrupt its independence 

in managing the company. The independence of Board 

of Directors shall be guaranteed by the company in 

accordance with the applicable laws and regulations 

related to independence and conflict of interest of Board 

of Directors.

Competency Enhancement of Board of Directors

In 2021 the Board of Directors had not participated in 

the various competency enhancement activities.

Segregation of Duties of The Board of Directors

With reference to the chapter concerning duties and 

responsibilities of Board of Directors, each member of 

First Media’s Board of Directors may carry out duties and 

make a decision but the decision of Board of Directors is a 

joint responsibility. The Board of Directors carries out the 

duties in a collegial manner. The position of members of 

Board of Directors including that of President Director is 

equal.  The duties of President Director are to coordinate 

the activities of Board of Directors. However, in order 

to be more efficient and effective in carrying out the 

duties, the division of duties among members of Board of 

Directors shall be made in accordance with their areas of 

competencies. The division of duties based on their area of 

expertise does not eliminate the responsibilities of Board 

of Directors to manage the company in a collegial manner.  

The division of duties of the Board of Directors is made 

to ensure that the duties of all members of Board 

of Directors in managing the company is carried out 

effectively, in view of the fact that First Media is a 

holding company with a number of subsidiary companies, 

and by considering  the capability of each member of   

Board of Directors in carrying out their duties, either 

individual duties and/or collective responsibilities and to 

undertake the decision making process of the Board of 

Directors to be more speedy, accurate and effective.  

In the event GMS does not determine the area of 

duties of the Board of Directors, then the division 

of duties of Board of Directors shall be determined 

based on the Board of Directors’ resolutions, as 

follows:
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No Name of the Board and Position Duties

1 Harianda Noerlan

President Director (Independent)

Responsible for all activities in First Media as well as subsidiary 

companies including: 

• Gives directions and control the policies, vision, mission 

and strategies of companies. 

• Coordinates problem solving of company issues, planning 

policy,   controlling, and achievement of long term targets 

of the company, audit policy, enhancement of culture, 

image and Corporate Good Governance (GCG). 

• Supervising the Internal Audit Unit and Corporate 

Secretary.

2 Budi Erawanto

Director

Finance and Risk Management

Responsible for controlling the whole financial and risk 

management policies, also the aspect of operational support 

including: 

• Implement efficiency and effectiveness of financial 

functions in the company and subsidiary companies.  

• Coordinate the implementation of Annual Work Plan and 

Long Term Work Plan related to accounting and financial 

control, treasury, as well as fund resource management for 

company development. 

• Coordinate company risk management.

• Supervising Treasury, Accounting & Tax, Investor Relations 

and Risk Management division group, also supervising 

Corporate Services Group include Corporate legal, Corporate 

Communication and Human Resources.

3 Hernowo Hadiprodjo

Director

Corporate Services

Responsible for controlling operational support aspects 

including:

• Strategy for the management and development of 

human resources (HR),  develop and retain HR with high 

performance and  core values including in terms of welfare 

and rewards; 

• Define and Develop an effective organization.

4 Johannes Tong

Director

Business Development of Subsidiaries

Responsible for the subsidiaries business supervision and 

development of Media and Content Group, including:

• Gives strategic direction to develop subsidiaries (First 

Media Production, First Media News,  Media Sinema 

Indonesia, Prima Wira Utama, MSH Niaga Telecom 

Indonesia) related to the strategy and execution plan, 

including communication to the stakeholders. 

• Gives directions to define guidelines for operational 

excellence for stakeholders. 

• Monitors operational activities of the related subsidiaries 

and ensures the strategies applied in the subsidiaries are 

aligned with the overall corporate agenda.
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Rapat Direksi

The Board of Directors shall be obliged to conduct 

meeting periodically at minimum 1 (one) time a month.  

In addition to that, the meeting of Board of Directors 

may be conducted at any time deemed necessary 

by one or more member(s) of Board of Directors, or 

upon a written request of the meeting of Board of 

Commissioners, or upon a written request of one or 

more shareholder(s) who jointly have 1/10 or more of 

total shares with voting rights.  Such meeting shall be 

conducted at the domicile of First Media or business 

activities of First Media. 

The Board of Directors shall also participate in the 

Meeting of Board of Commissioners to discuss the 

progress of First Media in general. A meeting of 

Board of Directors shall be deemed valid and entitled 

to make a binding resolution if more than 50% of the 

total members of Board of Directors are present or 

represented in the meeting. 

No Date and Agenda Board of Directors

HN HH BE* JT

1 Mei 4, 2021 - Business Review Meeting First Media Group √ √ - √

2 Mei 28, 2021 – Financial and Operational Performance √ √ - √

3 Juni 28, 2021 - Financial and Operational Performance √ √ √ √

4 Agustus 13, 2021 - Financial and Operational Performance √ √ √ √

5 Agustus 27, 2021 - Financial and Operational Performance √ √ √ √

6 September 17, 2021 - Financial and Operational Performance √ √ √ √

7 September 28, 2021 - Financial and Operational Performance √ √ √ √

8 Oktober 8, 2021 - Financial Report Meeting as of September √ √ √ √

9 Oktober 27, 2021 - Financial and Operational Performance √ √ √ √

10 November 16, 2021 - Financial and Operational Performance √ √ √  √

11 Desember 14, 2021 - Business Repositioning Plan business strate-

gy and targets for 2022

√ √ √ √

Total Meeting 11 11 9 11

HN : Harianda Noerlan; HH : Hernowo Hadiprodjo; JT : Johannes Tong; BE: Budi Erawanto

*Appointed as a Director since June 25, 2021.

Throughout 2021, the Board of Directors held 11 

(eleven) meetings, to make an evaluation on the 

performance achievement of First Media or other 

matters deemed important. The level of attendance 

of members of Board of Directors in the meeting is as 

follows:  
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Joint Meeting of The Board of Commissioners and 

The Board of Directors

In achieving the objectives and business sustainabil-

ity of First Media in the long term, coordination in 

company management between Board of Commis-

sioners and Board of Directors of First Media is re-

quired.  In order to have the same views and resolve 

an important issue related to business sustainability 

and business operation the Board of Commissioners 

and Board of Directors shall conduct periodical joint 

meetings. 

This joint meeting has the purpose to discuss various 

agenda concerning work plan, operation, business 

opportunities, as well as strategic issues that require the 

approval of Board of Commissioners.  In a joint meeting 

the periodical reports of Board of Directors were 

discussed, where the Board of Commissioners gave 

response, notes and advice as contained in the minutes 

of meeting.

Throughout 2021 the Board of Commissioners and 

Board of Directors held 3 (three) joint meetings with 

the following level of attendance from the members of 

Board of Commissioners and Board of Directors:

Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors

No Date & Agenda Board of Commissioners Board of Directors

SP TP LB WH HN HH BE JT

1 June 28, 2021 
First Media Group business coordination 
meeting & business strategy review

√ √ √ √ √ √ √ √

2 August 27, 2021
First Media Group’s Financial and 
Operational Performance

√ √ √ √ √ √ √ √

3 November 16, 2021
First Media Group’s Financial and 
Operational Performance

√ √ √ √ √ √ √ √

Total Meeting 3 3 3 3 3 3 3 3

SP : R. Soeparmadi; TP : Teguh Pudjowigoro; WH : Widjaya Hambali; LB: Lim Benni
HN : Harianda Noerlan; HH : Hernowo Hadiprodjo; JT : Johannes Tong; BE: Budi Erawanto
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Kebijakan Remunerasi

The Committee for Nomination and Remuneration 

made an analysis and recommendation on the 

amount of remuneration for members of Board of 

Commissioners and Board of Directors based on the 

performance achievement of Board of Commissioners 

and Board of Directors. In determining the basis for 

deciding and giving recommendation for a credible 

amount of remuneration, the Committee is supported 

by a strong database from a market survey on similar 

companies. Further the Committee formulates a 

number of main factors in the proposal for the amount 

of remuneration of Board of Commissioners and Board 

of Directors. 

The Recommendation of Nomination and 

Remuneration

Committee concerning the amount of remuneration 

for the Board of Commissioners and remuneration 

for the Board of Directors is submitted to the 

President Commissioner who is given mandate and 

authority based on GMS resolutions to determine 

the honorarium, allowance, salary, bonus and/other 

remuneration for members of Board of Directors 

and Board of Commissioners of First Media. The 

remuneration /compensation of Key Management 

in this case the Board of Commissioners and Board 

of Directors of First Media for the fiscal year ending 

December 31, 2021 and 2020 are as follows: 

No Total Remuneration for the Key Management of First Media 2021 2020

1 Board of Commissioners - Short term Remuneration 515 439

2 Board of Directors - Short term Remuneration 4,545 7,029

Total 5,060 7,468

in Million Rupiah

Performance Evaluation of Board of Commissioners 

and Board of Directors

A mechanism for evaluation of collective performance 

of the Board of Commissioners and Board of Directors 

is in the annual GMS forum. The performance 

evaluation of Board of Commissioners and Board of 

Directors is related to the overall achievement of the 

company. One of the resolutions of 2021 Annual GMS 

is the approval of Company Annual Report for the Fiscal 

Year 2020 including Report for the Implementation of 

Supervisory Duties of Board of Commissioners during 

2020 Fiscal Year, at the same time giving full release 

and discharge of responsibilities (acquit et de charge) 

to the Board of Directors and Board of Commissioners 

for the management and supervision during 2021 Fiscal 

Year. 

Performance Evaluation of Board of Commissioners

In general, the performance of Board of 

Commissioners is determined based on the duties 

and obligations stipulated under the prevailing 

laws and regulations and company’s articles of 

association as well as mandate of shareholders. 

The performance of Board of Commissioners and 

members of Board of Commissioners is evaluated 

by the Shareholders in GMS. A formal evaluation 

criterion is given transparently to the members of 

Board of Commissioners since its appointment. The 

evaluation result of the overall performance of Board 

of Commissioners and performance of the respective 

individual member of Board of Commissioners 

is an integral part of the compensation scheme 

and incentive provision for members of Board of 

Commissioners. 

Performance Evaluation of Board of Directors

In general, the collective performance of Board of 

Directors is determined based on duties and obligations 

stipulated under the prevailing laws and regulations and 

company’s Articles and Association as well as mandate 

of shareholders. The performance of Board of Directors 

and members of Board of Directors is evaluated by the 

shareholders in GMS. The formal evaluation criteria 

shall be given transparently  to the members of Board 

of Directors since the date of its appointment as stated 

in the Management Contract, which become the 

collective performance target of  Board of Directors as 

well as individually. 

The performance Board of Directors shall be the 

main focus of the Board of Commissioners, where the 

supervision on the company management undertaken 

by the Board of Directors shall the main duties of Board 

of Commissioners. The performance evaluation results 

of each individual member of Board of Directors, either 

the one conveyed by the Board of Commissioners or 

the one conveyed directly by the Board of Directors 

in AGMS, shall be one of the bases of considerations 

for shareholders to dismiss and/or re-appoint the 

respective members of Board of Directors. The 

performance evaluation result shall serve as a means 

for evaluation and enhancement of effectiveness of 

the Board of Directors, and is an integral part of the 

compensation scheme and incentive provision for 

members of Board of Directors.
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Diversity Of Composition of Board of Commissioners 

and Board of Directors

The number and composition of Board of 

Commissioners and Board of Directors shall be 

determined by GMS, adjusted with the vision and 

mission of First Media, to allow an implementation 

of an effective supervision and speedy, accurate and 

independent decision making. 

Up to December 31, 2021, First Media does not have 

specific and written rules about the diversity and 

composition of members of Board of Commissioners 

as well as Board of Directors. For the appointment of 

members of Board of Commissioners and Board of 

Directors, First Media shall consider the competencies 

of candidates and refer to the prevailing laws and 

regulations. The diversity of composition of the 

Company’s Board of Commissioners and Board of 

Directors is as follows: 

No Name Education Experience

1 H.R Soeparmadi Bachelor’s degree majoring in 

English Language & Literature 

from the Central Malang 

Teacher Training & Education 

Institute.

Has 39 years of experience in Corporate 

Finance, Asset Management, Real Estate and 

General Management.

2 Teguh Pudjowigoro Bachelor of Economics at 

Gajah Mada University, 

Yogyakarta.

Has experience in the banking industry.

3 Widjaya Hambali Bachelor of Economics 

degree in Accounting from 

Tarumanegara University and 

a Master of Science degree in 

Accounting and Information 

Systems from the University 

of Indonesia.

Has experience in financial management and 

information systems.

4 Lim Benni Bachelor’s degree in Nuclear 

Engineering from Gajah Mada 

University.

Has experience in the field of information 

technology and business development.

5 Harianda Noerlan Bachelor of Mechanical 

Engineering from Trisakti 

University

Have experience in banking.

6 Budi Erawanto Trisakti University, Jakarta, 

obtaining a Bachelor of 

Economics in Accounting in 

1995.

Have experience in financial management.

7 Johannes Tong Bachelor’s degree in physics, 

mathematics, and business 

administration from Azusa 

Pacific University and 

postgraduate education 

with a Masters in Business 

Administration from California 

State University, Los Angeles.

Has experience in management and business 

development.

8 Hernowo Hadiprodjo Bachelor of Law and Bachelor 

of Social Sciences from 

University of Indonesia 

and Master of Business 

Administration from Institute 

of Management Studies and 

Institute of Far Learning 

Management.

Has experience in banking and Human 

Resources Management consultant.
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Main Shareholders and Affiliate Relationship

Affiliate Relationship Between Board Of Commission 

ers, Board Of Directors And Shareholders. Up to 

December  31, 2020, there is no affiliate relationship 

among members of Board of Commissioners and 

members of Board of Directors and main shareholders 

of First Media.

Policy on Conflict of Interest

First Media as a public company operating in 

Indonesia, In addition to having the obligation to 

comply with the requirements and prevailing laws 

and regulations, also having responsibilities to the 

public, customers, shareholders, and stakeholders in 

providing products and services with high standard 

of ethics and professionalism.

Conflict of interest is a condition where every 

member of  First Media cannot carry out its duties 

and responsibilities in making an objective decision 

according to its authorities in the company. Such a 

condition may give  personal benefits to the family 

or another party outside the company,   which as a 

consequence will harm the company as it cannot have 

an optimal choice or result.

Any member of First Media should prevent himself/

herself from being in a situation that can cause a 

conflict of interest with the interest of First Media 

and/or its customers. In such a situation, every 

member of  First Media shall act to protect the 

interests and reputation of First Media and its 

customers. 

Any member of  First Media shall not disclose any 

information concerning right of ownership and 

confidential information concerning  First Media or 

suppliers or  other confidential information pertaining 

First Media operation to third parties, except with 

a prior written approval from First Media and/or 

another party as required by the prevailing laws. This 

provision may still be applicable and binding despite 

of termination of employment.  

Regulation concerning this matter in First Media is 

stipulated in the “Code of Ethics and Professional 

Responsibility” under the Decision Letter of Board of 

Directors SK No.002/DIR/IV/15.

As the implementation of Code of Ethics and 

Professional Responsibility of First Media, any member 

of First Media shall sign a Statement on Disclosure) 

which in essence is a confirmation of having fully read 

and understood  and therefore give a commitment 

to comply with the Code of Ethics and Professional 

Responsibility stipulated by First Media and which may 

be amended from time to time. 

Share Ownership of Board of Commissioners and 

Board of Directors

Until December 31, 2021, there were no members 

of Board of Commissioners and members of Board of 

Directors owning First Media’s shares.
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AUDIT
COMMITTEE

An Audit Committee is a committee established 

by and responsible to the Board of Commissioners 

to  assist in carrying out the duties and function of 

Board of Commissioners in examining or conducting 

an audit as deemed necessary on the implementation 

of function of the  Board of Directors in managing 

the company.  The Audit Committee is chaired by an 

Independent Commissioner comprising of members of 

an independent party having a capability in accounting 

and finance.  

Legal Grounds Of Audit Committee

The existence of Audit Committee for a public company 

refers to the Regulation  No. IX.I.5 on the Establishment 

and Guidelines for  Audit Committee Work 

Implementation which has been renewed by a Decision 

of Chairman of  Bapepam-LK No. KEP-643/ BL/2012 

dated December 7, 2012 (Regulation IX.I.5) which was 

further revised by Regulation of Financial Services 

Regulation (OJK)  No. 55 of 2015 dated December 23, 

2015 on the Establishment and Guideline for Audit 

Committee Work Implementation. 

Audit Committee Charter

The groundwork of Audit Committee is Charter of  

Audit Committee which has been validated since June 

1, 2016 and is accessible in  the official website of  First 

Media www.firstmedia.co.id.

Susunan Anggota Komite Audit 

First Media’s Audit Committee consists of 3 (three) 

members, chaired by an Independent Commissioner 

who is also a member with other members from 

independent external parties. In 2021, the Company 

has appointed Mr. Widjaya Hambali effective as of 

9 July 2021 as Chairman of the Audit Committee 

replacing Bp. Teguh Pudjowigoro based on the 

Decision of the Board of Commissioners and has been 

submitted to the Financial Services Authority through 

letter No. SB-042/FM-CSL/OJK/VII/2021.

In 20201the composition of Audit Committee of First 

Media is as follows:

WIDJAYA HAMBALI 

Chairman 

Audit Committee

ISNANDAR R. ALI

Member 

Audit Committee

HERMAN LATIEF

Member 

Audit Committee
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1. Widjaya Hambali (Chairman/Independent 

Commissioner.

2. Herman Latief (Member/Independent).

3. Isnandar Rachmat Ali (Member/Independent).

Requirements For Members of Audit Committee

Requirements for members of Audit Committee, among 

others are as follows: 

1. Having high integrity; 

2. One of members of Audit Committee has an 

educational background in accounting and 

finance, so that  he/she is competent in reading 

and understanding financial statements; 

3. Having sufficient knowledge concerning 

Company business, risk management and 

relevant regulations on capital market; 

4. Having sufficient knowledge and experience  

in accordance with his/her educational 

background;  

5. Is able to communicate well; and  

6. As an independent party, which should meet 

the requirements, among others, does not 

have shares in the company, does not work 

relationship or business with the company 

within the last 6 months, and does not have 

family relationship with the main shareholders, 

members of Board of Commissioners, and 

members of Board of Directors of the company 

which potentially may arise a conflict of 

interest. 

Work Period of Audit Committee

The work period of members of Audit Committee 

shall not be longer than the term-of-office of  Board 

of Commissioners as provided for under company’s 

Articles of Association and may be re-appointed only 

for the next 1 (one) period.  

Independence Disclosure

All members of Audit Committee shall come from 

an independent party, shall not have shares in  First 

Media, shall not have a business relationship with the 

Company, and shall not have a family relationship with 

the main shareholders, Board of Commissioners and 

Board of Directors as well as experience and knowledge 

as set forth in  OJK regulations.
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Duties, Responsibilities and Authority of Audit 

Committee

The Audit Committee in carrying out the function,  has 

the duties and responsibilities to : 

1. Conducting a review on financial information  

issued by First Media among others, financial 

statements, projection, and oher financial 

information. 

2. Conducting a review on compliance with the 

laws and regulations which are related to First 

Media’s activities.

3. Give an independent opinion in the event  of 

difference of opinion between the management 

and accountant on the services provided.  

4. Give recommendations to the Board of 

Commissioners on the appointment of an 

accountant based on independence, scope of 

assignment, and fee for services. 

5. Review the implementation of audit by 

an internal auditor and supervise the 

implementation of follow up by the  Board of 

Directors on internal auditor’s findings. 

6. Review the activities  of risk management 

conducted by the  Board of Directors, if 

First Media does not have a risk monitoring 

function under the Board of Commissioners. 

7. Review the complaints related to First 

Media’s accounting process and financial 

reporting.

8. Review and provide conditions to the Board 

of Commissioners related to the potential 

conflict of interest of First Media; and

9. Maintain confidentiality of document, data 

and information First Media.

Date Meeting Agenda Audit Committee

WH* IA HL TP**

March 22, 

2021

Presentation of Audit results from External Auditors for 

Financial Statements for the financial year 2020.

- √ √ √

June 18,

2021

• Reviewing the Internal Audit Unit activity report for Q1 and Q2 

2021.

• Recommendation of the Audit Committee on the results of the 

activities of the Internal Audit Unit Q1 and Q2 in 2021.

• Presentation of Risk Management Work Diagrams for Compa-

nies and Business Units.

- √ √ √

Sept 18, 

2021

• Reviewing the Company’s interim financial statements for Q2 

2021

• Reviewing the Internal Audit Unit activity report for Q2 and Q3 

2021

• Recommendation of the Audit Committee on the results of the 

activities of the Internal Audit Unit for Q3 2021

√ √ √ -

Dec 20, 

2021

• Reviewing the Company’s interim financial statements for Q3 

2021

• Reviewing the Internal Audit Unit activity report for Q4 2021

• Recommendation of the Audit Committee on the results of the 

activities of the Internal Audit Unit Q4 2021

• Reviewing the Audit Committee on the implementation of the 

Risk Management planning process within the Company and 

business units

√ √ √ -

Total Meeting 2 4 4 2

TP : Teguh Pudjowigoro; HL : Herman Latief; WH : Widjaya Hambali; IA : Isnandar Rachmat Ali

Note: 

*Served as a Chairman as Audit Committee since July 9, 2021, **Served as Charimant of Audit Committee until July 9, 

2021
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Audit Committee Function

The main function of the Audit Committee is 

explained as follows : 

1. Report the evaluation result of risk 

management to the Commissioner in 

managing the potential of risks which may 

disrupt the running of business;  

2. The performance of Company and its 

subsidiaries regularly (quarterly, semesterly, 

and annually) concerning the achievement 

of business targets, market condition and 

trend, prediction of performance in the 

future, also report the findings as well 

give recommendations to improve the 

performance of Commissioners;

3. Submit reports made by Board of Directors in 

a professional and independent manner;

4. Together with Internal Audit, give an 

evaluation on documentation procedure and 

implementation of management as suggested 

by the operation department to enhance 

the performance of financial transaction and 

reporting system;

5. Discuss the business environmental 

development by identifying the potential 

development of Company’s performance;

6. Ensure that the Company’s financial 

statements are in accordance with the 

accounting principles established;

7. Ensure that internal control system. 

financial reporting process and GCG are well 

implemented in the Company.  

Audit Commitee Meeting

Throughout 2021, the Audit Committee has carried out 

the duties and responsibilities  and conducted  number 

of meetings. Audit Committee meetings were held 4 

(four) times and attended by all members (100%).  

Audit Committee Activities 2021

In carrying out its duties, the Audit Committee in  the 

year of 2021 has : 

1. Prepared and proposed the Work Plan of Audit 

Committee for 2020;

2. Reviewed the presentation of Quarterly 

Financial Statements submitted to Financial 

Services Authority  (OJK) and Indonesian 

Stock Exchange (BEI), as well as performed 

monitoring to ensure that the Financial 

Statements are issued timely and accurately; 

3. Reviewed  the implementation of  work 

program of  Internal Audit Unit, as well as 

giving input to improve efficiency and and 

effectiveness of Internal Audit Unit;

4. Reviewed the independence of objectivity of 

accountang in carrying out an audit for the 

fiscal year of 2019 and fiscal year of 2020;

5. Reviewed the sufficiency of audit conducted by 

the accountant  to ensure that all substantial 

risks have been covered in the financial 

statements and have been adequately 

considered; 

6. Give recommendations on the appointment of 

Public Accountant Office  (KAP) that will audit 

the Financial Statements for the 2019 fiscal 

year;

7. Reviewed audit findings, either by Internal 

Audit Unit or by accountant, and monitored 

the follow up of audit recommendations on 

findings;  

8. Monitored management of risks faced by the 

company and application of Good Corporate 

Governance (GCG) as well as give input to 

improve its application; and 

9. Report to the Board of Commissioners on 

the risks faced by the company and the 

implementation of risk management by the 

Board of Directors. 

Report On The Implementation of Audit Committee 

Activities 

Throughout 2021, First Media through the Audit 

Committee has taken actions which among others 

are:  

1. Reviewed the results of audit conducted by the  

Internal Audit Unit.

2. Reviewed the activity of risk management 

carried out by the management.  
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The Nomination and Remuneration Committee is 

a committee established by and responsible to the 

Board of Commissioners of First Media, pursuant to 

the Regulation of Financial Services Authority Number  

34/POJK.04/2014 on Nomination and Remuneration 

Committee of Issuers or Public Companies dated  8 

December 2014 (“POJK No.34”). 

The establishment of Nomination and Remuneration 

Committee is an integral part of First Media’s endeavor 

in implementing the principles of Good Corporate 

Governance or GCG that cover the aspects of 

transparency,  accountability, independence, fairness, 

justice and equality.

With an increasingly complex duties and function of 

the Board of Commissioners in conducting supervision 

on  First Media, the Board of Commissioners of First 

Media has established a Nomination and Remuneration 

Committee pursuant to the Resolutions of  Board of 

Commissioners of PT First Media Tbk No. BOC-016/

CSL/15.  First Media appointed 3 (three) members 

of Nomination and Remuneration Committee, one of 

them is a person having  managerial position under the 

Board of Directors supervising human resources.

Members of Nomination and Remuneration

Nomination and Remuneration Committee of 

First Media has 3 (three) members,  chaired by 

an Independent President Commissioner who is 

concurrently a member and the other members are 

from independent external parties.  

NOMINATION & REMUNERATION 

COMMITTEE

LIM BENNI

Member

Nomination & Remuneration Committee

TEGUH PUDJOWIGORO
Chairman

Nomination & Remuneration Committee
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Date Meeting Agenda Nomination & Remuneration

TP MP LB

Januari  26, 2021 Discussion on the structure and amount of remuneration 

of members of Board of Commissioners and Board of 

Directors.

√ √ √

Juli 23, 2021 Evaluation on Board of Commissioners and Board of 

Directors.

√ √ √

Desember 10, 

2021

Discussion on the amount of Remuneration of Board of 

Commissioners and Board of Directors for 2021.

√ √ √

Total Meeting 3 3 3

MP : Markus Permadi; TP : Teguh Pudjowigoro; LB : Lim Benni; 

NOMINATION & REMUNERATION 

COMMITTEE

In the year of 2021 the composition of Nomination 

and Remuneration Committee of First Media is :

1. Teguh Pudjowigoro (Chairman/Independent 

Commissioner).

2. Markus Permadi (Member/Independent).

3. Lim Benni (Anggota/Commissioner).

Charter of Nomination and Remuneration Committee

The groundwork of Nomination and Remuneration 

Committee is Charter of  Nomination and 

Remuneration Committee which has been validated 

since  June 1, 2016 and is accessible in  the official 

website of  First Media www.firstmedia.co.id 

Nomination & Remuneration Meeting

In the year of 2021 Meeting of Nomination and 

Remuneration Committee organized 3 (three)  

meetings attended by all members (100%). The 

following is the table of attendance and the meeting 

agenda of nomination and remuneration committee 

of the Company:

MARKUS PERMADI

Member

Nomination & Remuneration Committee
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Duties, Responsibilities and Authority of Nomination 

and Remuneration Committee

As set forth in the Charter of Nomination 

and Remuneration Committee, the duties and 

responsibilities of Nomination and Remuneration 

Committee is to assist the Board of Commissioners 

in performing the supervisory function and to 

ensure that the implementation of nomination 

and remuneration run objectively, effectively and 

efficiently, and according to the principles of HR 

management and GCG. The duties of Nomination 

Committee among others are as follows:  

1. Review and monitor to ensure that the 

company  already has nomination strategies 

and policies, that include organizational 

analysis process, procedures and criteria for 

recruitment and selection, as well as promotion 

and succession. 

2. Prepare the criteria of composition, 

selection, qualification, evaluation, and the 

requirements and transparant nomination 

procedure for candidate members of Board of 

Commissioners,  Board of Directors and senior 

management officials one level under the 

Board of Directors.

3. Submit recommendations to the Board of 

Commissioners, names of candidate Members 

of Board of Commissioners and Board of 

Directors that will be proposed.  

4. Submit recommendations and assist Board of 

Commissioners to ensure that the names of 

candidate members of Board of Commissioners 

dan Board of Directors proposed, either from 

internal or external company, is in accordance 

with the selection criteria, due diligence and 

nomination procedure set forth in the Charter 

of  Board of Commissioners and Charter of 

Board of Directors and management policy. 

While the duties of Committee in terms of  

Remuneration among others are as follows : 

1. Understand the applicable laws and regulations 

and provisions in remuneration policy and 

comply with it. 

2. Ensure that the company has a transparent 

remuneration system in the form of salary or 

honorarium, allowance and  facility which is 

permanent in nature and in the form of   work 

compensation and incentive which is variable in 

nature. 

3. Give recommendation on nomination system, 

transparent evaluation of remuneration 

for the Board of Commissioners,  Board 

of Directors and officials one level below 

the Board of Directors and subsequently 

submit a recommendation to the Board of 

Commissioners. 

4. Assist the Board of Commissioners in 

formulating and determine remuneration 

policy, in the form of salary or  honorarium, 

allowance and facilities which is permanent 

and variable in nature or the Board of 

Commissioners, Board of Directors and 

officials one level below the Board of 

Directors.

5. Monitor the level of remuneration in a similar 

company as a comparison in determining 

remuneration policy of the company. 

6. Ensure the availability of liability insurance  

and personal accident insurance for Directors, 

Commissioners, and company officials, and 

other insurances if deemed necessary. 

7. Evaluate employee reward system, allowance 

provision, and other facilities, as well as submit 

a transparent recommendation at minimum 

every two years relating to the evaluation 

on the system, another alternative reward 

such as share option, retirement system 

and allowance, as well as other systems and 

allowances in the event of mass termination of 

employment.
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In carrying out its duties, the Nomination and 

Remuneration Committee work independently and 

upon the approval of Board of Commissioners, shall 

be authorized to fully access, freely and not limited 

to the companies related to the implementation 

of effectiveness of Nomination and Remuneration 

practices as well as HR management in First Media 

and its subsidiaries. With a written approval from the 

Board of Commissioners, the Committee may also 

employ an expert or consultant and form a GCH team 

to assist in the implementation of its duties. 

The Report of Nomination and Remuneration 

Committee is delivered only to the Board of 

Commissioners, periodically, at least once in three 

months. 

Code Of Ethics of Nomination and Remuneration 

Committee

Members of Nomination and Remuneration Committee 

are committed to deliver its best capability and comply 

with code of ethics as members of  Nomination and 

Remuneration Committee, by prioritizing integrity, 

independence, objectivity, honesty and commitment to  

GCG.

Performance Evaluation of Nomination and 

Remuneration Committee

Performance evaluation of Nomination and 

Remuneration Committee and  its members is 

carried out at least once a year, by considering  the 

effectiveness of Nomination and Remuneration 

Committee in undertaking its function, level of 

attendance in the meetings, level of understanding 

about the issues faced by First Media, and 

achievement of  KPI that has been established. 
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CORPORATE
SECRETARY
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Legal Basis

The existence of Corporate Secretary is based on 

OJK Regulation Number:  35/POJK/04/2014, dated 

December 8, 2014 on Corporate Secretary of Issuers or 

Public Companies. In general, the function of Corporate 

Secretary is as a Compliance Officer assisting the duties 

of Board of Directors in complying with the provisions 

of good corporate governance in the public companies 

or issuers. 

Public Companies as legal entities has 3 (three) organs 

that have the function to run the Company, namely 

GMS, Board of Commissioners, and Board of Directors. 

Board of Directors as a company organ having duties 

and responsibilities to manage the company in a 

collegial manner. In the management, the Board of 

Directors should ensure the smooth communication 

between the company and stakeholders, and one of 

the means is by giving empowerment to the function of 

Corporate Secretary.  

In line with  economic development, in particular 

in Capital market, the role of Corporate Secretary 

is increasingly more important not ony in terms of 

administrative function and communication, but also in 

ensuring the compliance of public companies with laws 

and regulations, and improving the implementation of 

public corporate governance. The Corporate Secretary 

is also expected to continuously keep the Board of 

Directors and Board of Commissioners updated on 

any information about the regulations that should 

be complied with by public companies and provide 

important information to the Board of Directors and 

Board of Commissioners in decision making. 

The Corporate Secretary is required to have 

qualifications in line with their duties and 

responsibilities, as well as to improve his/

her knowledge and capability to support the 

implementation of his/her duties. The existence of 

Corporate Secretary is to provide positive values 

in assisting public company management, so as to 

enhance the confidence of shareholders, and other 

stakeholders.  

As a liaison officer between First Media  and 

company executive and stakeholders, First Media 

appointed a Company Secretary who is responsible 

to the President Director.  The current Corporate 

Secretary is Mr. Harianda Noerlan.

Duties & Responsibilities

The duties and responsibilities of Corporate Secretary 

are as follows :

1. Keep up with Capital Market development 

specifically with the prevailing laws and 

regulations  on Capital Market. 

2. As a liaison officer and facilitator of 

communication among the  Board of 

Directors, Board of Commissioners, 

shareholders, relevant government/institution, 

society and stakeholders.

3. Coordination in giving opinion from the legal 

point of view, document management, public 

relations protocol and company ceremonies 

to support company activities in order it is 

running effectively and efficiently as well as  

improve company image.

4. Organize secretariat activities within Board 

of Directors, Board of Commissioners and the 

company including its administrative issues 

including managing GMS documents, minutes 

of meetings of the Board of Directors, Board 

of Commissioners, joint meeting, Special 
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Investor Relation

Investor Relations have the duties to provide 

information service and develop good relationship 

with the parties interested in share investment, 

particularly shareholders, securities analyst, 

investment manager, institution and retail broker and 

the media/press. 

In applying the principles of disclosure and 

transparency on their material activities, First 

Media through Investor Relations made a good 

two-way communication  such as meeting with 

analysts, existing investors as well as potential 

investors,  through conference call as well as other 

communication means such as Company presentation, 

annual report, website, press conference, and e-mail. 

Investor Relations continuously improve the quality 

and quantity of material information submitted,  either 

operationally and financially, to the existing and 

potential investors.  In addition Investor Relations 

participate in the meeting forums for domestic and 

foreign investors as well as road show.

Corporate Secretary Training

In the frame of developing the competencies of 

Corporate Secretary, First Media participated in 

various trainings and socialization organized by various 

agencies.

Shareholder Register, documentation on 

difference of opinions, invitation, agenda and 

meeting materials and other documents.  

5. Coordinate the Board of Directors’s activities 

related to corporation activites to support 

the effectiveness of the function of  Board of 

Directors and company performance. 

6. Represent the Board of Directors when dealing 

with external or internal parties of the company 

in accordance with the assignment and policies 

set forth.  

Corporate Secretary Profile

Profile of the Corporate Secretary can be seen on 

the profile page of the Board of Directors.

Corporate Secretary Activities

The duties and responsibilities of Corporate Secretary 

are as follows : 

1. Keep up with Capital Market development 

specifically with the prevailing laws and 

regulations  on Capital Market. 

2. Had correspondence with the capital market 

regulator (OJK and BEI) as well as other 

supporting agencies. 

3. Submit information disclosure concerning the 

company, among others in the form of press 

conference, and websites.

4. Coordinate holding Annual GMS on June 25, 

2021. 

5. Coordinate annual annual public expose on 

November 17, 2021.

No Activities Numbers 

Activities

1 Annual Report 1

2 Public Expose 1

3 Annual General Meeting Of 

Shareholders

1
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No Program Organizer Location Date

1 Socialization Invitation to Add Special 
Notation Information Display on Listed 
Company Codes and Information 
Dissemination through Remarks Column in 
JATS

IDX Virtual January 22, 2021

2 Invitation to Attend the Global Reporting 
Initiative and PT Bursa Efek Indonesia 
Cooperation Seminar in 2021

IDX Virtual June 2 - October 
21, 2021

3 Invitation to the 2021 CG Conference IICD 
Webinar with the theme “The 10th ACGS 
Implementations: Road to ESG in Indonesia”

IDX Virtual May 27, 2021

4 Invitation to Attend ESG Capital Market 
Summit 2021

IDX Virtual July 21, 2021

5 Invitation to the e-Voting Launching 
Ceremony and eASY.KSEI GMS Impressions 
in the Context of Organizing the GMS 
Electronically

IDX Virtual September 30, 
2021

6 Invitation for Matrix 4 RAN SDG’s Seminar 
and Workshop

IDX Virtual October 12-13, 
2021

7 Virtual Invitation to Launch “ESG Sector 
Leaders IDX KEHATI” and “ESG Quality 45 
IDX KEHATI” Index

IDX Virtual December 20, 
2021
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The establishment of  Internal Audit Unit is based 

on the regulation of Otoritas Jasa Keuangan No. 56/

POJK.04/2015 concerning the establishment and 

guidelines for the formulation of charter of internal 

audit unit, with the purpose of giving  professional, 

independent and objective opinions to the President 

Director on Company’s activities and operation.  

The main role of Internal Audit Unit is directed to give 

certainty to the effectiveness of corporate governance, 

assist the management in minimizing operational risks, 

and further strengthen the effectiveness of internal 

control in line with the policies established by First 

Media. 

In the practice, the Internal Audit Unit used a 

systematic and comprehensive framework, with  

Risk-based audit approach, as the effort to protect 

company’s assets, brands, and sustainability of 

company businesses. This is the core mandate of the 

role of Internal Audit First Media.

In carrying out its duties, Internal Audit Unit will 

always cooperate with the Audit Committee and 

it is the realization of First Media’s commitment in 

creating good and efficient governance.

Duties & Responsibilities

Internal Audit Unit has the duty to test and evaluate 

the implementation of internal control and risk 

management system in accordance with First Media 

policies, the audit activities include: 

1. Work in cooperation with the Internal Audit 

Unit in the subsidiaries to formulate a risk-

based approach and request the approval of 

President Director after first of all,  discussing 

with the Audit Committee on annual audit 

planning; 

2. Conduct audit in finance, accounting, 

operation, human resources, information 

technology etc.;

3. Produce a report on audit results and submit 

the report to the President Director; 

4. Provide recommendations for improvement 

and objective information on the activities 

which have been scrutinized at all levels of 

management; 

5. the follow up of audit recommendations, to 

ensure that improvement has been made and 

undertaken well in a consistent manner; 

6. Ensure internal control has been running well 

at all lines in the company for the achievement 

of accurate and trusted financial statements; 

effective and efficient operation; compliance 

with the laws and regulations; 

7. Cooperate with the  Audit Committee;

  

8. Conduct audit ad-hoc according to the 

proposal / assignment of the President 

Director; 

9. Make an evaluation on the quality of internal 

audit activities carried out. 

 

INTERNAL
AUDIT UNIT
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Head of Internal Audit Unit Profile

Mr. Candra Gunawan has experience in finance and 

audit.  He earned Bachelor degree in accounting from 

Tarumanegara University , Jakarta, also obtained Ak 

Degree (Professional Accountant Educational Program) 

from  University of Indonesia. 

He started his career in finance by working as Semi 

Senior Auditor in Public Accountant Firm Leonard 

Mulia & Richard during the period  2001-2003, Senior 

Auditor at the Public Accountant Firm Hendrawinata 

Gani & Partners during the period 2003-2004, 

Assistant Manager at Public Accountant Firm 

Siddharta & Widjaja tahun 2004-2010, Department 

Head of Corporate Accounting and Planning at PT 

Multipolar Tbk for the period of  2010-2011, and 

Division Head of Accounting at PT First Media Tbk for 

period of 2012-present.

Struktur & Kedudukan Internal Audit

Unit Audit Internal secara struktural dikepalai oleh 

Kepala Unit Audit Internal. Kepala Unit Audit Internal 

ditunjuk dan diberhentikan secara langsung oleh 

Presiden Direktur setelah disetujui oleh Dewan 

Komisaris. Presiden Direktur dapat memberhentikan 

Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat 

persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit 

Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor 

Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 

IX.1.7 dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan 

tugas. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab 

secara penuh dan langsung kepada Presiden Direktur 

dan dibantu 2 (dua) anggota Unit Audit Internal yang 

bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala 

Unit Audit Internal.

CANDRA GUNAWAN

Head of Internal Audit Unit

“Main topic of 

activity

The Internal Audit 

Unit in 2021 is 

a review of the 

effectiveness of risk 

management

and functionality

internal control

company, as well as 

operating efficiency” 

- Candra Gunawan
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Qualification and Certification of Internal Audit Unit

The Qualifications and Certification of Internal Audit 

Unit in general, the requirements of membership of 

Internal Audit Unit are as follows: 

1. Having integrity and acting professionally, 

independent, honest and objective in carrying 

out the duties.  

2. Having knowledge and experience concerning 

audit techniques and discipline of other 

knowledge relevant to the area of duties.  

3. Having knowledge concerning laws and 

regulations in capital market and other 

relevant laws and regulations. 

4. Having the competencies to interact and 

communicate well and effectively both 

verbally and in writing. 

5. Having the obligation to comply with the 

professional standards and code of ethics 

issued by the Internal Audit association.  

6. Having the obligation to maintain information 

confidentiality and/or Company data 

related to the carrying out the duties and 

responsibilities of Internal Audit.   

7. Understand the principles of good corporate 

governance and risk management; and 

8. Prepared to increase knowledge, expertise 

and professional capacity continuously. 

Activities of Internal Audit 2021

The main topics of Internal Audit Unit in 2020 are 

to review the effectiveness of risk management 

and functionality of company internal control, as 

well as operational efficiency.  Additionally, Internal 

Audit Unit also conducted an ad-hoc audit upon the 

request of management. Internal Audit Unit activities 

in 2021 are as follows:

1. Audit planning for  2021 shall be determined 

by First Media management;

2. HavingThroughout 2021, 5 (five)  surveilance 

audits have been conducted to assess the 

compliance with policies, operational risks, 

and testing effectiveness of operational 

control in Financial, Sales, Operasional 

Support, Supply Chain Management, and 

Customer Service Divisions;

3. There are 2 (two) special audits upon the 

request of management as a response to the 

specific risks that arise;

4. Apart from conducting audit activities, the 

Internal Audit Unit also monitors regularly 

the actions made on  audit findings and 

recommendations for improvement in 

the previous year, as well as findings and 

recommendations in the current year.

5. Monitoring is done in on the 5 (five) audit 

findings and recommendations as a follow up 

of the status of the previous audit findings 

and recommendations. The five findings and 

recommendations have been completed by 

the process owner in accordance with the 

directions from the Management.

6. Conduct identification and risk assessment in 

First Media’s business units as a measure to 

update the list of risks by adjusting with the 

current condition of company environment. 

The main recommendations issued related to the audit 

are as follows:

1. A more effective risk management, related to 

financial risks and operational risks;  

2. A more effective and efficient asset 

management for strategic and operational 

objectives;

3. Improvement of internal control function 

during  sales process in the business units ; 

4. Improvement of effectiveness of supply chain 

management process and quality of customer 

service in business units. 
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Internal Audit Unit reported the audit results, findings 

and recommendations to the President Director any 

time an audit has been completed. The audit findings 

and recommendations  have also been followed up 

properly by the management. 

The long-term plan of First Media is that the Internal 

Audit Unit gradually conducts an audit centralization 

process throughout the company.  Previously, the 

audit process was carried out in each subsidiary by 

the Internal Audit Unit of each subsidiary.   In the 

long term plan of First Media, the internal audit 

working units in each subsidiary will be consolidated, 

where First Media’s Internal Audit Unit is the one 

organizing all audit activities in a consolidated 

manner. 

“We always carry out 

effective risk man-

agement and always 

make process im-

provements that add 

value to our business 

units” 

- Candra Gunawan
CANDRA GUNAWAN

Head of Internal Audit Unit
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SOCIALIZATION AND 
IMPROVEMENT OF GOOD 
CORPORATE GOVERNANCE

Improvement of Governance Aspects Through The 

Participation of Stakeholders 

In order to meet the expectation of the stakeholders,  

First Media continuously improve good corporate 

governance practices by giving attention which is more 

focused on the respective stakeholder. First Media shall 

further adjust the mechanism and policy applicable in 

the company with the development of expectation of it 

stakeholders. 

Some developments which have been and are being 

carried out in First Media related to meeting the 

expectation of stakeholders in 2021 are : 

1. Prevention of Insider Trading, Corruption And 

Fraud

First Media has policies set forth in the Code 

of Ethics and Professional Responsibilities that 

prohibit each of their member to use data and 

information deemed confidential for personal 

interests or their own interests or other third 

parties’ interests. This policy includes corruption, 

fraud, and insider trading.

2. Policy On The Selection Suppliers

First Media has a policy that each procurement 

of goods and services whether it is of material 

and sustainable or temporary, will have to go 

through a selection process. This selection 

process can be done through an open or closed 

tender and/or direct appointment  with the 

condition that they have an experience of good 

teamwork.  In complying with the policy, First 

Media conducts the following activities : 

1. Make an assessment on the profile and 

performance of candidate suppliers. 

2. Determine the candidate suppliers.

3. Call or request the candidate suppliers 

to participate in goods and services 

procurement.

4. Make an evaluation on the documents 

offered by the candidate suppliers 

5. Ensure the availability of goods / services 

with the specification required or  such 

products / services can be made available 

by the candidate suppliers. 

6. Conduct negotiation and determine the 

winner. 

Requirements to be a supplier among others 

are :

1. Individual or Legal Entity.

2. Has the products required by First Media 

Group.

3. Has the expertise and good reputation in 

its field 

4. Is able to provide good service and 

competitive price and has high integrity. 

5. Has a good financial and operational 

performance in the Company at minimum 

within the past 3 years. 

6. And others that are determined in 

accordance with the type of procurement 

of Goods/Services. 

3. Fullfillment of Creditor Rights

From time to time First Media requires a large 

amount of expenses which may be obtained 

from corporate actions as well as in the form 

of loan facility from creditors.  For the purpose,  

First Media will have to always give due regard 

to the interests of creditors in order to have 

continuous trust from the creditors, as such 

the prospect of growth in the long term could 

be maintained in a sustainable manner.  In the 

event First Media made a Loan Agreement with 

the Creditors, then First Media has the rights 

and obligations among others as follows : 

1. First Media Rights

• Obtain Loan as has been agreed with 

the Creditors;  

• Data or information related to the 

recording of realization of the utilization 

of credit facility and payment of 

obligations that has been made by  First 

Media; 
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• Obtain service from Creditors as has 

been agreed upon; 

• File an objection to the calculation of 

Loan interests and provision to Creditors 

in the event there is a discrepancy 

between the calculation of Creditors and 

First Media; and

• Acquire back the original document to 

be made as a guarantee or collateral for 

the  Loan.

2. Obligations of First Media

• Make payment of principal debt, 

interests and/or provision to Creditors 

in timely manner 

• Provide information transparently, 

accurately and timely at the time of 

request as well use of the Loan;

• Maintain financial ratio in accordance 

with the ratio agreed with the 

Creditors. 

• Prioritize settlement of all obligations 

arising from the realization of the 

Loan, which is used for the interests 

of First Media.

• Submit annual financial statements 

which are to be audited at the latest 3 

(three) months after the closing of the 

concerned fiscal year.

• Use Loan in accordance with the 

objective of Credit users as agreed 

upon. 

• Notify the creditors in the event 

of a change of composition of 

management and/or shareholders of 

First Media.

• Notify the creditors on the 

distribution of dividend to the 

shareholders of   

First Media.

• Submit a copy of deed of amendment 

of Company’s Articles of Association 

any time there is an amendment.

• Not binding itself as a debt guarantor 

or put the assets of First Media as a 

security to another party, unless with 

the creditor’s permission. 
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Access & Transparancy Information 

First Media disseminate information on activities and 

performance of First Media periodically. Disclosure 

is for the purpose of fulfilling the mandate and 

complying with the provisions of Financial Services 

Authority. The activities carried out by  First Media 

throughout 2021 among others First Media issued 

Annual Report books which are distributed to the 

shareholders and other stakeholders, as well as  

routine delivery of reports, publications on First 

Media businesses and accurate financial statements. 

DISCLOSURE
INFORMATION

Advertisements of Publication And Notice

During  2021, First Media has  placed announcement 

ads in the printed media.  The following list is the 

First Media publication ads of First Media in 2021 

where notice or announcements have been placed in 

mass media during 2021. 

No Description Media Date Release

1 AGMS Announcement Investor Daily April 28, 2021

2 AGMS Invitation Investor Daily June 3, 2021

3 Financial Report 2020 Investor Daily May 31, 2021

4 Announcement of Summary AGMS Investor Daily June 29, 2021

5 Interim Financial Report 2021 Investor Daily August 31, 2021

Situs Web

First Media has always ensured to external parties, the 

compliance with information disclosurse provisions. 

This compliance, in particular in delivering a number 

of reports and other important information that 

have to be uploaded in the website. First Media has 

been managing its website with the address www.

firstmedia.co.id

The reports as well as other information that should 

be uploaded in the website are quarterly, annual 

financial reports, report on the registration of security 

holders, report on foreign exchange debt data, 

annual report, public disclosure materials, charter and 

information disclosure  that should be known by the 

public. 
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Annual Public Expose

The Company in 2021, has carried out the obligation 

to disclose information in the form of a Public Expose 

event that takes place virtually or online.

Public expose activities in addition to complying 

with Rule Number IE Decree of the Directors of 

the Indonesia Stock Exchange No.: Kep-00015/

BEI/01-2021 dated February 1, 2021 concerning 

Amendments to Rule Number IE concerning 

Obligations to Submit Information (“Regulations”), also 

provide certainty to shareholders for the development 

of their business investments so far.

In summary, the results of the Company’s annual 

public exposure have been submitted to the Indonesia 

Stock Exchange and the Financial Services Authority 

as presented below:

ANNUAL
PUBLIC EXPOSE

1. The Annual Public Expose has been held on:

• Day/Date : Friday, December 17, 2021

• Time : 10.04 - 10.27 WIB

• Place : virtual by Cisco Webex.

2. Management in attendance:

• Mr. Harianda Noerlan - President Director

• Mr. Budi Erawanto - Independent 

Commissioner

• Mr. Widjaya Hambali - Independent 

Commissioner

• Mr. Lim Benni - Commissioner

3. Public in attendance:

• Individual Investors;

• Company’s Employee; dan 

• Pers from various Media institutions.
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Introduction

Since October 19, 2010 First Media has put 

into effect the Code of Ethics and Professional 

Responsibility  (Code of Ethics) by the Decision 

Letter of Board of Directors No: SK No.002/DIR/

IV/15, as one form of commitment of First Media in 

implemeting GCG. Guided by international standards, 

the commitment to continuously comply with the 

applicable regulations and the application of good 

governance in First Media, it is fundamentally crucial 

for First Media to establish the Standards of Code of 

Ethics and Professional Responsibilities. In addition, 

as a benchmark in the efforts to achieve business 

operational balance in First Media and to also obtain 

business sustainability which in the long term is not 

only reflected by the compliance of  First Media with 

regulations which are binding.

All management and employees shall understand the 

standards of Code of Ethics as a reference and basis 

in regulating the relationship between employees 

and First Media, fellow employees, customers, 

suppliers, shareholders, stakeholders, government 

and public. This Code of Ethics contains a collection 

of commitments comprising of business ethics and 

work ethics of each member of First Media. As an 

implementation of Code of Ethics and Professional 

Responsibility of First Media, each member of  First 

Media shall sign a Statement of Disclosure which in 

essence giving confirmation that he/she has read 

and fully understood and therefore give his/her 

commitment to comply with the Code of ethics and 

Professional Responsibilities as specified by First 

Media and which will be amended from time to time.

Throughout 2020 First Media did not discover any 

incompliance with the code of ethics and which may 

disturb the operational sustainability of First Media.

CODE OF ETHICS 
AND PROFESSIONAL
RESPONSIBILITIES

Guidelines For Worksystem of The Board of 

Commissioners and Board of Directors

In addition to being regulated in the company’s 

Articles of Association,  the duties of and authority of 

the Board of Commissioners and Board of Directors 

set forth in the company’s Articles of Association are 

confirmed and detailed in the Charter of Board of 

Commissioners and Charter of  Board of Directors that 

regulates GCG practices particularly for  the  Board of 

Commissioners and Board of Directors.
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The Charter of Board of Commissioners and Charter 

of  Board of Directors contain an agreement between 

Board of Directors and Board of Commissioners 

concerning the duties, authority and responsibility 

of each company organ to improve the quality 

and effectiveness of work relationship among 

company organs,  apply GCG principles and develop 

independence in making decisions and  can carry 

out their respective duties and responsibilities in 

accordance with the expectation of shareholders and 

other stakeholders. 

Company Regulation 

Company Regulation is a document which is 

mandatory for a company to have in Indonesia which 

meets the provisions, as provided under Law No. 13 

Tahun 2003 on Manpower.

First Media’s Company regulation is prepared in line 

with the philosophy of the Five Principles (Pancasila) 

and National Development Program, in particular in 

the area of economic improvement and enhancement 

of nation’s life standards. With regard to the matter,  

First Media has the intention not only to play a role  in 

Indonesian economic development by developing its 

business activities, but also in developing its human 

resources through the enhancement of competition 

and competencies of its human resources. 

The efforts of First Media in carrying out the 

company’s governance are reflected in its vision, 

mission and values, up to how First Media complies 

with the applicable regulations in achieving the 

vision, mission and values. The awareness that First 

Media should be a part of good corporate citizens, 

has made First Media providing a balanced regulation 

for First Media external and internal relationship.

The party related to First Media external relationship, 

among others is government and independent 

agencies related to the business activities First Media, 

users of First Media services, partner companies 

in First Media business activities, and communites 

located in the surrounding area of First Media business 

place. While the party having First Media internal 

relationship is First Media organ and its employees. 

For the purpose  First Media has prepaed a series of 

regulations defined as company regulations. 
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Based on the awareness of First Media to define a 

balanced regulation to regulate  First Media’s external 

and internal relationship and to create good corporate 

governance,  a regulation is formulated to include 

prestigious business ethics principles, policies and 

procedures, risk management, internal control and 

supervision, leadership, duties and responsibilities, 

management empowerment and employees 

competition complete with work evaluation system 

and awards. 

The company regulations established by First 

Media should be able to strengthen the structure 

of corporate governance to create a harmonious 

and effective work relationship, among organs and 

employees of First Media. The supervisory system, 

evaluation, and actions should be based on accuracy 

and accountability, without giving constraints to the 

performance of each organ of First Media. Therefore, 

the corporate governance process may be carried out 

with continuously improved quality, starting from the 

level of employees, management up to the leaders of  

First Media.  The continuously increasing governance 

process will eventually be able to maintain First 

Media’s external and internal relationship. 

Human resources management have been established 

as one part of First Media’s development strategic 

planning, because that way First Media will be able 

to smoothly and sustainably enhance its capability to 

compete with other companies in  Indonesia.

First Media always believe that human resources are 

the most important asset for the existence, sustainable 

growth and development of First Media in the long 

term. Various aspects are considered  by First Media 

in order that a harmonious, secure, stabile, peaceful 

and dynamic relationship could be created between 

First Media and all of its employees, among others 

through clarity in giving assignments,  rights and daily 

obligations  of each employee, giving attention to 

employees’ health, as well as work atmosphere that 

support employees’ 

First Media’s company regulations have been prepared 

in accordance with the applicable laws and regulations 

and are in line with the core values of the company. 

The documents have been validated pursuant to 

Decision Letter of  Director General  of Industrial 

Relations and Manpower Social Security – Ministry 

of Manpower of the Republic of Indonesia Number: 

Kep.403/PHIJSK-PK/PP/III/2016 dated March 29, 

2016 on validation of PT First Media Tbk’s Company 

Regulation.
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“We believe that 

human resources 

are a very import-

ant asset for the 

existence, sustain-

able growth and 

development of 

First Media in the 

long term”

- Budi Erawanto

In general, First Media’s Company Regulations contain 

the rights and obligations of employees and  First 

Media, and the provisions that have the purpose to 

develop a harmonious and balanced in the endeavor to 

improve efficiency, productivity and work achievement 

optimally.  It is hoped that First Media’s Company 

Regulation can create a conductive industrial 

relationship between employees and First Media, in 

observance of the prevailing laws and regulations and 

government regulation, including its adjustment in the 

future. 

Company Policy

Company policy is the translation of laws, regulations 

and targets established by the Board of Directors as a 

guideline for the management in carrying out business 

activities. The company strategic policies reflect First 

Media’s commitment to apply GCG in its activities. 

The company policy adopted has always observed the 

core values and attributes of company leadership. 
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Background

In line with the commitment of the company to 

implement Good Corporate Governance (GCG), 

First Media continuously make efforts to give due 

regard to the interests of each stakeholder based 

on fairness and equality in accordance with  Good 

Corporate Governance (GCG) principles. For the 

purpose, it is necessary to have a good and efficient 

supervisory system which is applicable for all First 

Media’s subsidiaries, including its stakeholders. In the 

implementation, stakeholders often receive complaints 

as the rights of stakeholders are not paid attention to 

and even sometimes ignored by the company. 

Complaints of violations by stakeholders, if it is not 

settled well, potentially will harm the stakeholders and 

or the company itself. A standard mechanism in handling 

complaints of violations are absolutely necessary so 

that there are no prolonged disputes or disagreements   

between stakeholders and the company.  As such it will 

not lead to diminishing reputation and confidence from 

the public to the company.  Therefore,  First Media has 

prepared and developed a whistleblowing system (WBS) 

since 2011.

Purpose & Objective

Settlement to the complaints of violations by 

stakeholders is a form of enhanced protection to 

stakeholders for the purpose of securing the rights in 

dealing with the company and securing the handling 

that meet the rules and requirements established by 

the company, government and competent authorities.  

For the purpose, it is necessary to formulate a 

suitable policy,  system and procedure for handling  

to regulate the settlement of complaints of violations 

for stakeholders in a Policy for Management of 

Complaints  of Violations. The purpose and objectives :  

1. The purpose of Policy for Management 

of Complaints  of Violations as a basis 

or guidelines in handling Complaints of 

Violations from stakeholders is to secure 

that a mechanism for an effective settlement 

VIOLATION
REPORTING SYSTEM

of complaints of violation within a sufficient 

period is in place.

2. The purpose of formulation of Policy for 

Management of Complaints  of Violations is an 

endeavor to disclose a number of issues in the 

company which are not in accordance with the 

ethical standards applicable in the company.  

Legal Basis

1. Law of the Republic of Indonesia Number 31 

of 1999 on Corruption Eradication which is 

amended by Law of the Republic of Indonesia 

Number 20 of 2001 on Amendment to Law of 

the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 

on Corruption Eradication.

2. Law of the Republik of Indonesia Number 13 

of  2006 on Witness and Victim Protection.

3. Law of the Republic of Indonesia Number 13 

of 2003 on Manpower

4. Government Regulation of the Republic of 

Indonesia Number 71 of 2000 on Procedure 

for Implementation of Public Participation and 

Giving of Awards in Corruption Prevention 

and Eradication. 

5. Guideline for System of Complaint of 

Violations  (Whistleblowing System) of 2008 

by Governance policy National Committee on 

Governance (KNKG).

6. Government Regulation and Code of Ethics 

and Professional Responsibility of  PT First 

Media Tbk.

Scope

Policy in managing Complaints of Violations  shall 

be put into effect for the Board of Commissioners, 

Board of Directors, and all employees within PT First 

Media Tbk and all its business untits in carrying out 

its daily duties in accordance with Good Corporate 

Governance (GCG) principles.
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Definition

1. Board of Commissioners is a company 

organ representing shareholders to conduct 

supervision and give directions/advice to  

Board of Directors in managing the company 

and carry out the function to enhance the 

company image in the eyes of the public and 

shareholders.

2. Board of Directors is a company organ fully 

responsible for company management  for the 

interest and achieving company objectives, 

as well as represent the company both within 

and outside the court of justice in accordance 

with the provisions of Articles of Association  

subject to the all regulations applicable for 

Public Companies and continue applying the 

principles of Good Corporate Governance.

3. The supporting organ of Board of 

Commissioners is an organ assisting the  

Board of Commissioners in carrying out the 

supervisory function in the company, such as 

Audit Committee, Investment Committee and 

Secretary of Board of Commissioners.

4. PT First Media Tbk and all its business units 

which hereinafter shall be referred to as First 

Media is a Public Company.  

5. Employees oEmployees of First Media are 

workers of First Media whose appointment, 

dismissal as well as its rights and obligaitons, 

shall be determined by the Board of Directors 

based on the laws and regulations on 

manpower.

6. The recipient of Complaints of Violations  

is the  Board of Directors and Board of 

Commissioners. 

7. Complaint of Violations  is a disclosure of 

violations or unlawful acts. 

8. A violation is an unethical/immoral act or 

other act which may harm the organization 

as well as stakeholders, by employees 

or organizational leader against another 

organizational leader or another agency which 

may take actions against that violation. This 

disclosure is generally confidential.   

9. The reporter of a violation is an internal 

party or an employee of the Company itself, 

and there is a possibility that the reporter is 

from an external party namely participants, 

suppliers, regulator, other stakeholders

10. Party of a Violation is a the person who is 

claimed/ reported for an indication/allegation 

of violation of Code of Ethics and Professional 

Responsibilities  (Code Of Conduct).

11. Representatives of stakeholders are 

individuals, agencies and or legal entities 

acting for and on behalf of  stakeholders 

based on a special power of attorney from 

stakeholders.
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General Provisions in Handling Complaint Violation

Policy

Receipt and Settlement of Complaint of Violations

1. First Media shall accept complaint of violations 

from internal as well external parties.

2. First Media shall receive and settle complaint of 

violations either from reporter who provided his/

her identity or not.

3. First Media provides 2 (two) channels for 

complaint management, namely through Board 

of Directors and Board of Commissioners in 

accordance with the level of the perpetrators of 

violation. 

Establishment of  Managing Team for Complaint of 

Violation

1. The authority of Board of Directors and  the 

Establishment of  Managing Team for Complaint 

of Violation  allegedly committed by  First 

Media’s employees

• Board of Directors shal be responsible for the 

implementation of Policy on the Management 

of Complaint of Violations allegedly  

committed by Employee of First Media as set 

forth in this guideline.

• Board of Directors shall form a Managing 

Team for Complaint of Violations having 

members of representatives from Internal 

Supervisory Unit (SPI, Satuan Pengawasan 

Internal),  Human Resources Division and 

another party required in accordance with 

the competencies and expertise pursuant to 

resolutions of  Board of Directors.

• The Head of the Managing Team for 

Complaint of Violations through the Board of 

Directors is the Internal Supervisory Unit (SPI, 

Satuan Pengawasan InternaI).

12. Stakeholders are the parties  that have some 

concerns with the company. 

13. The managing team of Complaint of Violation 

is a team comprising of members of Audit 

Internal Audit, Human Resources Division and 

other working units under the authority of 

Board of Directors pursuant to the Decision of 

Board of Directors.

14. Disciplinary violation is an act in violation of 

disciplinary rules for company employees.  

15. Disciplinary hearing is a hearing conducted to 

decide a case on disciplinary violation.

16. Criminal act is an act prohibited by legal rules 

where the prohibition is along with  a threat 

or sanction for those in violation thereof as 

provided under Indonesian Criminal Code  

(KUHP).
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• The Managing Team for Complaint of 

Violations through the Board of Directors has 

the duties to follow up Complaint of Violations  

allegedly filed by First Media’s Employee. 

2. The authority of Board of Commissioners 

and the establishment of Managing Team for 

Complaint of Violations  allegedly  committed 

by Board of Directors, Board of Commissioners,  

Supporting Organ of Board of Commissioners 

and Head of Work Unit. 

• Board of Commissioners shall be responsible 

for the implementation of Policy on 

Management of Complaint of Violations 

by   the Board of Directors, Board of 

Commissioners, Supporting Organ of  Board of 

Commissioners and Head of Work Unit as set 

forth in this guideline.  

• Board of Commissioners shall form a 

Managing Team for Complaint of Violations  

comprising of member representatives 

from Audit Committee and other parties as 

necessary in line with their competencies and 

expertise pursuant to the decision of Board of 

Commissioners.

• Head of  Managing Team for Complaint 

of Violations through  the  Board of 

Commissioners is the Audit Committee.  

• The Managing Team for Complaint 

of Violations through the Board of 

Commissioners has the duties to follow 

up any violations allegedly committed by 

Board of Directors, Board of Commissioners, 

Supporting Organ of Board of Commissioners 

and Head of Work Unit.
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MANAGEMENT OF
COMPLAINTS & VIOLATIONS

Receiving and Settlement of Violations

1. Complaint of violations allegedly is committed  

by First Media’s Employee shall be addressed 

to the Company’s Board of Directors.

2. Complaint of violations  allegedly is 

committed by Board of Directors, Board of 

Commissioners, Supporting Organ of  Board 

of Commissioners and Head of Unit Work 

shall be addressed to First Media’s Board of 

Commissioners 

3. When receiving  complaint of violations  

not from Board of Directors or Board of 

Commissioners, the person concerned shall 

pass on the  complaint of violations  to the 

Board of Directors or Board of Commissioners.

4. First Media shall receive any  complaint of 

violations  filed by  stakeholders and/or 

representatives of  stakeholders orally or in 

writing. 

5. First Media in this case the Managing Team 

for Complaint of Violations, shall give an 

explanation on the policies and procedures 

for settlement of  complaint of violations  at 

the time  stakeholders and/or representatives 

of stakeholders file for such complaint of 

violations.

6. Complaint of violations  allegedly committed 

by First Media Employee as referred to in 

this guideline shall be made in writing and 

the mechanism is by submitting an official 

letter addressed to  the Board of Directors, 

by means of direct delivery or by post to First 

Media at the following address: :

Direksi PT FIRST MEDIA, Tbk

u.p Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran

LIPPO CYBER PARK

Bulevar Gajah Mada No. 2170 Lippo Village

Tangerang 15811

7. Complaint of violations  allegedly is 

committed by Board of Directors, Board of 

Commissioners, Suppporting Organ of  Board 

of Commissioners and Head of Work Unit as 

referred to in this guideline shall be made in 

writing and the mechanism  is by submitting 

an official letter addressed to the Board of 

Directors, by means of direct delivery or by  

post to First Media at the following address : 

Dewan Komisaris PT FIRST MEDIA, Tbk

u.p Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran

LIPPO CYBER PARK

Bulevar Gajah Mada No. 2170 Lippo Village

Tangerang 15811

8. A written complaint of violations  should be 

completed with a photocopy of identity and 

supporting evidence such as a document 

related to the transaction that has been made 

and/or  complaint of violations  which will be 

filed. 

9. A written complaint of violations  without 

identity shall be completed with a supporting 

document such as document related to 

the transaction that has been made and/or 

complaint of violations  which will be filedThe 

company shall give a receipt if the complaint 

of violations  is submitted in writing and 

supported with an identity. 

10. The company shall give a receipt if the 

complaint of violations  is submitted in writing 

and supported with an identity. 

11. If the complaint of violations  is addressed 

to the representatives of stakeholders, in 

addition to the above documents, the other 

documents to be submitted are : 

• Photocopy of evidence of identity of 

stakeholders and representatives of 

stakeholders

• Power of Attorney from to stakeholders 

to the representatives of stakeholders 

stating that the stakeholders give an 

authority to act for and on behalf of 

stakeholders. If the reprentatives of 

stakeholders are an agency or a legal 

entity, then it should be attached with a 

document stating that the party filing for 

a complaint is competent to represent 

the agency or the legal entity.

12. First Media shall submit a proof of receipt of 

complaint of violations  to the stakeholders 

and/or representatives of  stakeholders that 

file such complaint.
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Complaint Handling Process

1. The Managing Team for complaint of violations  

conducts a verification on the incoming report 

based on the records made by the team.  The 

Managing Team for Complaint of violations  

will decide whether or not an investigation 

is required for the  complaint of violations  

within a period of 30 (thirty) days and it can 

be extended at the longest 30 (thirty) working 

days.  

2. If the verification as referred to in paragraph 

(1) indicates that the complaint is not true 

and there is no evidence then it will not be 

processed further.

3. If the result of verification shows that there 

is an indication of violation supported with 

sufficient evidence, then such  a complaint  

can be processed further to the stage of 

investigation . 

4. With regard to complaint of violations  

involving an Employee of First Media that 

requires an investigation, it shall be followed 

up by  the Managing Team for Complaint of 

violations  at the level of Board of Directors to 

be investigated; 

5. With regard to complaint of violations  

involving Board of Directors, Board of 

Commissioners, Supporting Organ of Board of 

Commissioners and Head of Work Unit that 

requires an investigation, it shall be followed 

up by the Managing Team for Complaint of 

violations  at the level of Commissioner to be 

investigated. 

6. The perpetrator of violations that has been 

proven based on the result of an investigaton, 

will be processed according to the applicable 

regulation.  

7. If based on the result of investigation it is 

proven that there is a disciplinary violation 

by a First Media’s employee, then It may be 

followed up with a disciplinary hearing in 

accordance with the applicable provisions 

with the Board of Directors as the judge, 

Internal Supervisory Unit ( internal control 

unitl) as the prosecutor, Human Resources 

Division or Law Division as the defender and 

the opinions and input from the concerned 

supervisor.  

8. If the result of investigation proves that 

there is a violation by First Media’s Employee  

leading to a criminal offence,  this case  may 

be filed to the law enforcement agency to be 

followed up by a legal proceeding according 

to applicable laws with the Board of Directors 

or the attorney as the official filing for the 

case.  

Complaint Administration

1. The whole process of complaint of violations  

shall be administered well by the  Managing 

Team for Complaint of violations.

2. Records of receipt of complaint of violations  

shall contain at least : 

• Registration Number 

• Date of receipt

• Receiving Officer

• Short Description

Follow-up Monitoring

1. Follow up monitoring on complaint of 

violations  shall be carried out by the Managing 

Team for Complaint of violations .

2. Managing Team for Complaint of violations  

under the leadership of the Head of Managing 

Team for Complaint of Violation must inform 

to the  Board of Directors about the complaints 

of violations received, those investigated and 

those deemed to have been settled,  at any 

time required. 
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3. Managing Team for Complaint of violations  

under the leadership of Audit Committee 

shall inform the Board of Commissioners of  

the complaint of violations received, those 

investigated, and those deemd to have been 

settled , at any time required.

Response Submission

1. First Media through the Managing Team 

for  Complaint of violations  may inform 

and/or give a response  to the status of 

settlement process  of complaint of violations  

to  stakeholders and/ or represntatives of 

stakeholders who ask for an explanation to 

First Media concerning complaint of violations  

filed.

2. For complaint of violations  without identity, 

there is no obligation for First Media to give a 

response.

Publication and Socialization

First Media shall publish and socialize the Policy on 

Management of Complaint of violations   to all First 

Media’s Employees as well as  stakeholders through 

various company media, such as : 

1. Obtain a signed statement concerning the 

support from all Board of Commissioners,  Board 

of Directors and all First Media’s employees on 

the implementation of  Policy on Complaint of 

violations.

2. Print and distribute this policy.
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PROTECTION
AND APRECIATION

Protection for Reporting & Reported Party

1. First Media shal protect the reporting party. 

2. Protection of reporting party is intended to give 

encouragement to report violations.

3. Protection of reporting party shall include :

• Assurance of confidentiality of the 

identity of the reporting party and the 

content of report. 

• Security assurance for the reporting party 

and his/her family. 

• Protection assurance from any treatment 

that may harm him/her. 

• First Media shall give assurance of 

confidentiality of reported party’s identity 

up to the time the status is changed to 

the one investigated.  

Apreciation for Reporting Party

1. First Media may give an appreciation to the 

reporting party for a violation that can be proven 

so that the aset/finance of  First Media can be 

saved.

2. Awards can be given by a policy of Board of 

Directors.

Submission Of Report Of Alleged Violation

The Party entitled to make a report is any party 

related to  First Media or a third party outside  First 

Media who feels that they have been harmed or 

just would like to report about the alleged violation.  

A report on alleged violation may be reported by 

sending a written report to the following address: 

PT First Media Tbk

BeritaSatu Plaza 4th Floor, Suite 401

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, South Jakarta

U.p. Independent Commissioner/Audit Committee

Protection for Reporting Party

For a report proven to be true, First Media will give 

protection to the reporting party. The protection for 

the reporting party will include : 

1. Assurance of Confidentiality on reporting 

party’s indentity and content of the report;  

2. Assurance of protection on any treatment 

harming  the reporting party;  

3. Assurance of protection from any threat, 

intimidation, punishment or unpleasant 

treatment from the reported party. 

If based on the result of investigation it is proven that 

the reported party has committed a violation, then the 

person will be imposed a sanction in accordance with 

the applicable provisions. 

Complaint Handling

Any WBS report will be recorded and registered at a 

special register made by WBS Team, which will then 

be evaluated based on the evidence obtained, and 

then a recommendation is made whether it should 

be followed up by an investigation to have a more 

in-depth information. In the investigation to find 

evidence of alleged violation,  WBS Team may ask the 

Internal Audit Unit to carry this out.

1. If the alleged violation reported requires a 

special expertise in forensic audit, WBS Team 

may ask an independent third party to carry 

this out.

2. If  the report on alleged violation does not 

meet the minimum requirements for reporting 

in WBS system, WBS Team may declare not 

to continue to the stage of investigation, and 

close the issue reported.

3. If the report on alleged violation is followed by 

an investigation, WBS team shall inform the 

development to the Board of Commissioners. 

4. After the investigation has been completed, 

WBS Team shall submit the report 

and recommendations to the Board of 

Commissioners, and subsequently a Decision 

Letter of Board of Commissioners will be 

issued which decision is either enforcement, 

system improvement or closing the case.

5. If the alleged violation is supported with 

the evidence that a criminal offense has 
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INTERNAL 
CONTROL SYSTEM

The internal control system applicable in  First 

Media includes : 

1. Internal control environment in a disciplined 

and structured company including company 

values, code of conduct, company regulations, 

financial control, operation, HRD and 

compliance with laws and regulations; 

2. Review and manage business risks; 

3. Control activities;

4. Information and communication system ; and

5. Monitoring.

In its application, the line internal control system in 

First Media is conducted by each function which is 

directly related to each line of defense: risk owner, 

risk control, and risk assurance, which activities are 

regulated by a number of policies such as guidelines, 

SOP, and work instruction.

Effectiveness of Internal Control System

Effectiveness of internal control system together 

with its follow up shall be done by considering the 

characters of findings by internal units.  For findings 

related to business process, things are put in order by 

improving policies and standard operational procedures 

which will subsequently be disseminated again to all 

related functions. Any findings related to employee 

discipline will be followed up by referring to Company 

Regulation. Meanwhile findings related to the system 

will be followed up in cooperation with the function 

of Information Technology and Communication  a the 

supporting element. 

The company internal control system is also reviewed 

regularly and comprehensively by external audit. 

Internal audit has established  communication line 

with external audit to exchange ideas and share 

information as necessary.

definitely occurred, WBS Team may give a 

recommendation to the Board of Directors to 

report it to the authorities, without prejudice 

to the authority of WBS Team to follow up 

with an investigation related to other matters 

beyond the report on alleged criminal offense.

The Party Managing the Complaint

WBS Report received will be handled by a professional 

and independent team, in this case the Audit 

Committee appointed by the Board of Commisioners.
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RISK
MANAGEMENT

First Media shall manage company risks with a 

comprehensive and integrated risk management, 

to manage all risks faced by First Media and its 

subsidiaries, and to mitigate the impact of the risks 

that may occur with due regard to the risk profile 

of each business unit as well as the overall risk 

profie as a holding company. Implementation of Risk 

Management is going through a number of as follows :

1. Identification of risks by considering internal 

and external factors ; 

2. Continuous and timely analysis and evaluation  

to determine priority scale and source of risks;

3. Applying strategy for  mitigation of risks in a 

sustainable manner as well as the resources 

required for such management;  

4. Communication and the role of the relevant 

stakeholders; and 

5. Record  and determine risk profile to be 

monitored and  examined for its development 

and change. 

First Media’s Risk Profile

First Media First Media has a risk profile based on the 

main risks faced in its operational activities as follows : 

1. Credit Risk

Credit risk is a risk of one of the parties for 

financial instrument failing to meet its liability 

and has caused another party suffering from 

financial losses. First Media’s financial losses that 

has potential credit risks comprising of cash and 

cash equivalent in bank, account payable and 

other payables. The amount of maximum credit 

risk  exposure is the same as the values recorded 

on such accounts. For credit risks related to bank, 

only banks with good predicate will be chosen. 

In addition,  First Media policy is not to limit the 

exposure to one certain isntitution so that First 

Media has cash and cash equivalent in various 

banks. 

2. Currency Risk

Currency risks is a risk of fluctuation of financial 

instrument value due to the change of foreign 

currency exchange. First Media conducts 

transactions using foreign currency among 

others work capital financing of First Media, so 

that First Media must convert Rupiah to foreign 

currency, particularly American dollar, to meet 

the liability requirements in foreign currency 

when the time is due.  Fluctuations of Rupiah 

currency exchange against American dollar 

may give an impact to the financial condition of 

First Media. First Media is managing currency 

risk by supervising the fluctuation os currency 

exchange continuously in order they can take the 

right measure such as adopting value hedging 

transaction if it necessary to mitigate foreign 

currency risks.

3. Interest Risk

Interest risk is a risk of fluctuation of financial 

instrument value due to the change of market 

interest. First Media has interest risk particularly 

due to taking loan using floating interest rate. 

First Media conducts supervision on the impact 

of interest movement to minimize the negative 

impact against First Media.

4. Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk where  First Media will 

suffer from problems in obtaining funds to 

meet their commitment related to financial 

instrument.  First Media shall manage liquidity 

risk by maintaining adequate cash and cash 

equivalent to allow  First Media meeting 

the commitment of First Media for normal 

operation of First Media. In addition,  First 

Media also conducts supervision on the 

projection and actual cash flow continuously as 

well as supervision on the due date of assets 

and financial liability.
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Based on Circular of Financial Services Authority 

No.32/SEOJK.04/2015 on Guidelines for Public 

Corporate Governance, the  standard implementation 

for GCG  includes  5 (five) aspects, 8 (eight) principles, 

and 25 (twenty five) recommendations for application 

of aspects and principles of good corporate 

governance.  

IMPLEMENTATION OF ASPECT AND
PRINCIPLE OF CORPORATE GOVERNANCE

Recommendations for the application of aspects 

and principles of good corporate governance in the 

governance guidelines are the standards for the 

application of aspects and principles of good corporate 

governance which should be applied by PT First 

Media Tbk to implement governance principles. The 

description of the application is as follows : 

Principle Recommendation Implementation

Aspect A : Listed Company Relationships with Shareholders in securing Shareholder Rights.

Principle 1

Improving the value 

of General Meeting of 

Shareholders (GMS)

Technical methods of procedures for 

open and closed voting that prioritize 

independence and interest of the 

shareholders

The Company already has technical procedures for 

voting set out in the procedures for the GMS. 

Remark : Comply

Members of the Board of Directors 

and the Board of Commissioners 

attend the Annual GMS

Most of the members of the Board of Directors and 

the Board of Commissioners attended the Annual 

GMS, except for them which residing in USA, 

England, and Singapore. Remark : Comply

A summary of minutes of GMS is 

availableat the Website at least 1 year

The Company provide Summary of Minutes of 

GMS at the Company’s Website for lasted 3 year 

under the Corporate Governance section. Remark : 

Comply

Principle 2

Improving the Public 

Listed Company 

Communication Quality 

with Shareholdes or 

Investor

To have a policy on communications 

between Public Company and 

Shareholders and Investors

The Company has a policy on communications with 

Shareholders or Investors through One on One 

Meeting, Earnings Call, Public Expose, Conference 

and Investor Summit. Remark : Comply

Post the policy on communications of 

a public Company at the website

The Company has fulfilled principle 2 with providing 

disclosure information access through Company’s 

website.

Remark : Comply

Aspect B : Functions and Roles of the Board of Commissioners

Principle 3

Strengthen the 

Membership and 

Composition of Board 

of Commissioner

Determination of the number 

of members of the Board of 

Commissioners takes into account the 

company’s Conditions

The Company has complied with the provision 

applicable to the Company as Public Company as 

set out in Article 20 of POJK No.33/POJK.04/2014 

that the number of members of the Board of 

Commissioners must be more than 2 (two) persons. 

Remark : Comply

Determination of the composition 

of members of the Board of 

Commissioners takes into account the 

required variety of skills, knowledge 

and experience.

The Company has complied with the provision 

applicable to the Company as Public Company as 

set out in Article 20 of POJK No.33/POJK.04/2014 

that the number of members of the Board of 

Commissioners must be more than 2 (two) persons. 

Remark : Comply
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Principle Recommendation Implementation

Principle 4

Improving the 

Quality of Duty 

and Responsibility 

of Board of 

Commissioner

The Board of Commissioners has 

its self-assessment policy to assess 

the performance of the Board of 

Commissioners.

The Company does not have its self-assessment 

policy for the Board of Commissioners. The 

assessment is conducted by the Nomination and 

Remuneration Committee in accordance with the 

Nomination and Remuneartion Charter which has 

been determined by all members of the Board of 

Commissioners. 

Remark: Explained

The self-assessment policy is reported in 

an Annual Report.

The Company does not have any self-assessment 

policy yet, that therefore there is no self-

assessment policy reported in the Annual Report. 

Remark : Explained

The Board of Commissioners has a 

policy of resignation in the event of 

involvement in any financial crimes.

Every member of the Board of Commissioners shall 

meet any requirements as set out in the Articles 

of Association and shall sign the statement letter 

for such requirements. If there is any involvement 

in any financial crimes which is a violation of the 

statement letter, then the GMS shall have the 

right to dismiss such member of the Board of 

Commissioners with or without the resignation 

letter. Remark : Comply

The Board of Commissioners or 

the Nomination and Remuneration 

Committee sets out a provision of 

succession in the Nomination Process of 

a member of the Board of Directors.

Referring to the Nomination and Remuneration 

Committee Charter, one of the duties and 

responsibilities of the Nomination and 

Remuneration Committee is to provide 

recommendations to the Board of Commissioners 

on performance evaluation and proposals of 

qualified candidates as members of the Board of 

Directors. Remark : Comply

Determination of the composition of 

members of the Board of Commissioners 

takes into account the required variety of 

skills, knowledge and experience.

The Company has complied with the provision 

applicable to the Company as Public Company as 

set out in Article 20 of POJK No.33/POJK.04/2014 

that the number of members of the Board of 

Commissioners must be more than 2 (two) persons. 

Remark : Comply

Aspect C : Functions and Roles of the Board of Directors

Principle 5

Strengthening 

Membership and 

Compositions of 

Directors

Determination of the number of 

members of the Board of Directors takes 

into account the Company’s conditions 

and effectiveness in decision making.

The Company has complied with the provision 

applicable to the Company as Public Company as 

set out in Article 2 of POJK No.33/POJK.04/2014 

that the number of members of the Board of 

Directors must be more than 2 (two) persons. 

Remark : Comply

Determination of the Composition of 

members of the Board of Directors 

takes into account a variety of skills, 

knowledges and experiences as required.

At the Shareholders’ discretion, members of the 

Board of Directors of the Company have been 

appointed by taking info account a variety of skills, 

knowledges, experiences and the Company’s 

conditions and business complexity. Remark : 

Comply
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05 - CORPORATE GOVERNANCE

Principle Recommendation Implementation

Members of the Board of Directors 

in charge of accounting and finance 

have skills and/or knowledge in 

accounting.

The member of the Board of Directors in charge of 

accounting and finance in the Company is the Finance 

Director who has sufficient accounting and financial 

knowledge and experience as can be seen in the 

position and education history of the Board of Directors 

under the section of Profiles of the Board of Directors. 

Remark : Comply

Principle 6

Improving 

the Quality of 

Implementing Task 

and Responsibility of 

Board of Directors.

The Board of Directors has its 

self-assessment policy to assess 

the performance of the Board of 

Directors.

The Company does not have its self-assessment policy 

for the Board of Directors. The assessment is conducted 

by the Nomination and Remuneration Committee in 

accordance with the Nominatioin and Remuneration 

Committee Charter. Remark : Explained

The Self-Assessment policy is 

reported in an Annual Report.

The Company does not have any self-assessment policy 

yet, that therefore there is no self-assessment policy 

reported in the Annual Report. Remark : Explained

The Board of Directors has a policy 

of resignation in the event of 

involvement in any financial crimes.

Every member of the Board of Directors shall 

meet any requirements as set out in the Articles of 

Association and shall sign the statement letter for such 

requirements. If there is any involvement in any financial 

crimes which is a violation of the statement letter, then 

the GMS shall have the right to dismiss such member of 

the Board of Directors with or without the resignation 

letter. Remark : Comply

Aspect D : Stakeholder Participation

Principle 7

Improving Corporate 

Governance 

Aspect through 

Stakeholders 

Participation

To have a Policy to prevent Insider 

Trading.

We had policy to prevent Insider Trading based on the 

the Resolution of the Board of Directors concerning 

Code of Ethics and Professional Responsibility. All 

employees shall sign and comply with the Code of 

Ethics.

Remark : Comply

To have a Policy of Anti Corruption 

and Anti Fraud.

We had policy regarding integrity, conflict of interest, 

receiving and sending gifts in the Code of Ethics 

applicable to all employees. Remark : Comply

To have a Policy on the Selection and 

Capacity Building of Suppliers and 

Vendors.

The Company via the Supply Chain Management 

Division has selected vendor and supplier and had 

procurement policy based on Policy No. 32 dated 

August 1, 2014.Remark : Comply

To have a Policy on the Fulfillment of 

Creditors’ rights.

We have a policy to fulfill the rights of our creditors 

through the Corporate Finance Unit that sets out and 

manages the rights of our creditors. Remark : Explained

To Have a Policy on the 

Whistleblowing system

We had policy on the whistleblowing system which the 

Company guarantees and ensures the protection of 

identity of the whistleblowers, whether the employees 

or third parties filing any complaints or reports of 

alleged violations. Remark : Comply

To have a policy on the granting of 

long-term incentives to the Board of 

Directors and Employees.

The Company does not yet have a policy to provide 

long-term incentive for Directors and Employees. The 

Company only provides allowances and benefits to the 

entitled Directors and Employees. Remark : Explained
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Principle Recommendation Implementation

Aspect E : Improving Information Transparency

Principle 8

Improving the 

Implementation of 

Information Disclosure

To use information technology more 

widely other than a website as a 

medium of information disclosure.

We are using several social media as a medium of 

information disclosure and product promotion.

Remark : Comply

The Annual Reports of Public 

Companies disclose the most current 

beneficial owners of the Company’s 

shareholding, at least 5% other than 

major shareholders and Controllers.

We disclose the most curent beneficial owners 

of the Company’s shareholding with 5% or more 

shareholding in our Annual report under the section 

of Composition of Shareholding. Remark : Comply
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Face of Human Civilization

Without being felt that the earth that is currently 

stepped on by humans has undergone such a 

great change. Humans as the highest predators on 

earth become the rulers of nature and have the 

power to cultivate and seek various inventions and 

changes that change the face of human civilization. 

According to historians, the era of human civilization 

developed from the stone, bronze, iron era to the era 

of the industrial revolution 1.0 when steam engine 

technology was discovered in England. This situation 

began around the 18th century when agricultural 

society became more advanced, this era was a 

phenomenal era, steam engine technology changed 

history in making production processes more efficient 

and cheaper. There is no longer a problem of specific 

time and place required to produce something.

The pace of technological discovery is moving fast, 

human nature is never satisfied and always strives 

for innovation, the term industrial revolution 2.0 

was born, known as the era of the production line 

or assembly line (Conveyor Belt). This era emerged 

beginning with the discovery of electric power by 

2 (two) geniuses named Nikola Tesla and Thomas 

Alva Edison. These two human geniuses are able to 

make an electrical work system as a source of engine 

propulsion. In this era the production process has 

completely changed, there is no longer one handyman 

who completes one car from start to finish, the 

builders are organized to become specialists, only 

taking care of one part, such as tire installation and 

installation of other equipment.

The next question, is the world experiencing a 

slowdown in technological innovation? In fact, no. 

The Industrial Revolution 3.0 was the era of data 

computing systems, as a result of the 2nd War, the 

figure of Alan Turing became the man who created 

the code-breaking computing device made in Nazi 

Germany. This era is the forerunner of the emergence 

of important complementary components of 

computers such as semiconductors, transistors, to the 

microchips that are currently used. The next number 

after number 3 (three) is number 4 (four), that’s 

right, the industrial revolution continues to move 

forward without stopping. The Industrial Revolution 

4.0 that we currently feel is an extraordinary era of 

modernization. This era began in 2000-2005 when 

the internet began to develop and has high speed, 

the idea of the term being an industrial revolution 

originated from a group of experts from various 

fields from Germany, in 2011 at the Hannover Trade 

Fair. Then, this idea was followed by Uncle Sam’s 

country, the United States, which also initiated the 

Smart Manufacturing Leadership Coalition (SMLC), a 

non-profit legal entity consisting of manufacturers, 

suppliers, technology companies, government 

institutions, universities and laboratories with the 

aim of advancing innovation in the world. behind the 

Industrial Revolution 4.0.

Now industry 4.0 has become a truly extraordinary 

thing, the concept of automation carried out by 

machines without the need for human labor has really 

been realized. Not only that, currently data exchange 

can also be carried out on-time when needed as 

long as it is connected to the internet network. . So 

that the Smart Factory application in the pace of 

the production process and bookkeeping running 

at the factory can be moved by interested parties 

anytime and anywhere as long as it is connected 

to the internet. Moreover, industry 4.0 is enlivened 

with Internet of Things (IoT) technology, Big Data, 3D 

printing, Artificial Intelligence (AI), driverless vehicles, 

genetic engineering, robots and smart machines. One 

of the biggest things in the Industrial Revolution 4.0 is 

the Internet of Things.

REBALANCE
THE WORLD
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The Neglected Inequality

The era of the industrial revolution is the starting 

point for major changes to the way humans process 

resources and produce goods. This revolution is 

a phenomenon that provides massive changes in 

agriculture, manufacturing, mining, and transportation. 

Humans get so much added value from the results of 

these technological discoveries. Unfortunately, while 

enjoying the latest technology and inventions, without 

realizing it, new problems have arisen that are slowly 

destroying the order of human life. Environmental 

damage is a new problem, the environment is a victim 

of human ignorance of various wastes that are not 

treated properly. This ignorance has accumulated 

over the years, and now there are many portraits of 

environmental damage everywhere. The current fact 

is that one of the portraits of environmental damage 

can be seen from the level of air quality, currently 

air pollution is a complicated environmental health 

problem, especially in developing countries. A survey 

conducted by WHO in 1,600 cities spread across 

91 countries in the world shows that almost 90% of 

people in urban areas breathe unhealthy air.

Another portrait of environmental damage can be 

seen from several survey institutions, there are 

data showing that 86% of plastic waste in the world 

comes from Asia and one of them is Indonesia. The 

environmental site, Ecowatch, predicts that by 2025 

Indonesia will become one of the five largest plastic 

waste contributor countries in the world. Most plastic 

waste in Indonesia is straw. The number is fantastic, 

reaching 93.2 million units per day. If the straws are 

lined up, it can reach 16,784 km. It is the same as the 

distance from Jakarta to Mexico City. If the use of 

straws and other plastics is not controlled from now 

on, the survival of the environment and the earth can 

be threatened. The problem of plastic is not only in 

Indonesia, although as a contributing country, there 

are still many other developing countries that do not 

have the awareness to change their lifestyle using 

plastic.

Not only plastic, another enemy that is being faced 

by the world is fighting global warming which is 

increasingly threatening human life on earth. Global 

warming is triggered by human activities, especially 

those related to the use of fossil materials and land 

use change activities. The effects of these activities 

produce gases that are increasingly in number in the 

atmosphere, especially carbon dioxide (CO2) through a 

process called the greenhouse effect. The use of fossil 

fuels, methane gas and deforestation activities create 

negative effects on the life of the earth.
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NASA scientist Josh Willis conducted an aerial 

expedition over Greenland, Denmark. Observations 

scientists were surprised to find melting ice and pools 

of water in what is supposed to be one of the coldest 

locations on Earth. In mid-August 2021, a strong 

heat wave melted most of Greenland’s ice sheet. 

Greenland’s ice melts about three times the size of 

Texas, United States. Surely this is clear evidence of 

the impact of climate change and global warming. The 

past ten years, Arctic scientists have observed record-

breaking melting events in Greenland. This causes 

water to flow into the ocean and contributes to sea 

level rise. Throughout 2021, the melting area will be 

8.2 million square miles. This figure is well above the 

average from 1981-2010, which was about 1 million 

square miles.

Rebalance the World

Environmental damage and climate change make great 

disasters in the future for the survival of mankind. 

A world that has neglected this destruction must 

accept the negative consequences. The world must 

move to change a more environmentally friendly 

lifestyle by using renewable energy and reducing the 

use of plastic in everyday life. To encourage action to 

rebalance the world, United Nation has invited several 

countries from various parts of the world to unite 

to form the Sustainable Development Goals (SDGs) 

program which was inaugurated on September 25, 

2015. Through this program, United Nation has raised 

a series of 2030 sustainable development agendas 

that include 17 Sustainable Development Goals with 

the theme “no left behind”. 

This program agenda is a transformation agenda 

to reorganize the face of the world which is facing 

inequality in various aspects, as a result of years of 

carelessness. mankind. Now, humans have united and 

are gradually starting to heal the earth from great 

destruction in the future. Let’s all return to the true 

face of the earth, and let’s restore our beloved earth 

to health.
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PT FIRST MEDIA Tbk

Statement Letter of Board of Commissioner and Board of Directors on the Responsibility
for the Annual Report of PT First Media Tbk 2021

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa
semua informasi dalam Laporan Tahunan PT First Media Tbk

tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan
bertanggung jawab penuh atas kebenaran

isi Laporan Tahunan Perusahaan

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

We, the undersigned hereby declare that all information 
in the Annual Report of PT First Media Tbk year 2021
has been presented completely and 
We are solely responsible for the accuracy of the content
of the Company’s Annual Report

This our declaration, which has been made truthfully

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

DIREKSI
Board of Directors
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Presiden Komisaris

President Commissioner

Harianda Noerlan
Presiden Direktur (Independen)

President Director (Independent)
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Direktur 
Director 

Lim Benni
Komisaris

Commissioner

Widjaya Hambali
Komisaris (Independen)

Commissioner (Independent)

Teguh Pudjowigoro
Komisaris (Independen)
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Johannes Tong
Direktur  
Director 
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Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 As of December 31, 2021 and 2020 
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah,     (Expressed in Millions of Rupiah, 
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Catatan/ 31 Des/ 31 Des/

Notes Dec 31, Dec 31,

2021 2020

ASET ASSETS

ASET LANCAR CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas 3, 30, 31, 35 76,444 93,714 Cash and Cash Equivalents

Piutang Usaha - Neto 4, 15, 30, 31, 32, 35 Trade Receivables - Net

Pihak Ketiga 31,043 21,447 Third Parties

Pihak Berelasi -- 4,547 Related Parties

Aset Keuangan Lancar Lainnya 5, 30, 31, 35 30,356 2,675 Other Current Financial Assets

Persediaan 6 -- -- Inventories

Pajak Dibayar di Muka 17.a 4,634 3,374 Prepaid Taxes

Biaya Dibayar di Muka 7 105 7,928 Prepaid Expenses

Jumlah Aset Lancar 142,582 133,685 Total Current Assets

ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS
Aset Keuangan Tidak Other Non-Current

Lancar Lainnya 13, 31, 35 408,295 169,192 Financial Assets

Investasi pada Entitas Asosiasi 8 3,835,053 5,608,693 Investment in Associates

Aset Tetap 9, 15, 32 25,451 151,790 Property and Equipment

Aset Takberwujud 8 97 Intangible Assets

Uang Muka 11, 31 45,393 44,953 Advances

Aset Pajak Tangguhan 17.e 11,003 12,059 Deferred Tax Assets

Aset Tidak Lancar Lainnya 12 14,889 346,314 Other Non-Current Assets

Piutang Pihak Berelasi Non-Trade Receivables from

Non-Usaha 30, 35 45,844 45,844 Related Parties

Aset Pengampunan Pajak 56,704 73,146 Tax Amnesty Assets

Biaya Dibayar di Muka 

Jangka Panjang 10, 30, 32 -- 20,274 Long-Term Prepayment

Jumlah Aset Tidak Lancar 4,442,640 6,472,362 Total Non-Current Assets

JUMLAH ASET 4,585,222 6,606,047 TOTAL ASSETS
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Persetujuan untuk cetak/ Approval for Printing 2  Paraf/ Sign: 

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES 
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Catatan/ 31 Des/ 31 Des/

Notes Dec 31, Dec 31,

2021 2020

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS LIABILITIES

LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha 16, 30, 31, 35 Trade Payables

Pihak Ketiga 1,503,870 1,955,662 Third Parties

Pihak Berelasi 65,337 242,195 Related Parties

Beban Akrual 20, 31, 35 46,427 46,871 Accrued Expenses

Utang Pajak 17.b, 35 33,444 30,038 Taxes Payable

Liabilitas Imbalan Kerja Short-Term Employee

Jangka Pendek 1,454 1,838 Benefit Liabilities

Bagian Lancar atas Liabilitas Current Portion of Long-Term

Jangka Panjang: 31, 35 Debts:

Utang Bank Borrowing from Banks

dan Lembaga Keuangan 15, 35 1,308,092 1,333,194 and Other Financial Institutions

Utang Sewa Pembiayaan 19, 30 117 99 Finance Lease Payables

Liabilitas Keuangan Jangka Other Current

Pendek Lainnya 18, 30, 35 1,251,902 992,182 Financial Liabilities

Pinjaman Jangka Pendek 14, 30, 35 135,000 153,773 Short-Term Loan

Liabilitas Jangka Pendek Lainnya 21 58,711 164,948 Other Current Liabilities

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 4,404,354 4,920,800 Total Current Liabilities

LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES
Utang Bank dan Lembaga Long-Term Borrowing from Banks

Keuangan Jangka Panjang 15, 35 81,000 435,572 and Other Financial Institutions

Utang Sewa Pembiayaan 19, 30, 31, 35 14,712 14,830 Finance Lease Payables 

Liabilitas Jangka Panjang Lainnya 21 -- 232,380 Other Non-Current Liabilities

Liabilitas Keuangan Jangka Other Non-Current Financial

Panjang Lainnya 30, 35 15,949 17,652 Liabilities

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Long-Term Employee Benefit

Panjang 22 24,485 44,949 Liabilities

Liabilitas Pajak Tangguhan 17.e 14,330 14,043 Deferred Tax Liabilities

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 150,476 759,426 Total Non-Current Liabilities

JUMLAH LIABILITAS 4,554,830 5,680,226 TOTAL LIABILITIES
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President Director 
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Catatan/ 31 Des/ 31 Des/

Notes Dec 31, Dec 31,

2021 2020

EKUITAS EQUITY

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Equity Attributable to Equity

kepada Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Entity
Modal Saham - Nilai Nominal Share Capital - Par Value of

Rp500 per Saham Rp500 per Share

Modal Dasar - 6.967.587.600 saham Authorized  -  6,967,587,600 shares

Modal Ditempatkan dan Disetor Issued and Fully Paid -

Penuh - 1.742.167.907 saham 23 871,084 871,084 1,742,167,907 shares

Tambahan Modal Disetor - Neto 24 (47,723) (47,723) Additional Paid-in Capital - Net

Komponen Ekuitas Lainnya 143,988 143,988 Other Equity Components

Penghasilan Komprehensif Lain 320,118 (47,567) Other Comprehensive Income

Saldo Laba (395,234) 993,199 Retained Earnings

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Total Equity Attributable to Owners of

kepada Pemilik Entitas Induk 892,233 1,912,981 Parent Entity

Kepentingan Non-Pengendali (861,841) (987,160) Non-Controlling Interests

JUMLAH EKUITAS 30,392 925,821 TOTAL EQUITY

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 4,585,222 6,606,047 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
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Catatan/
Notes 2021 2020

Pend ap at an 25, 30 151,800 188,697 Revenues
Beb an  Layanan 26 (86,935) (103,529) Cost of Services

LABA BRUTO 64,865 85,168 GROSS PROFIT

Beb an  Pen jualan 27 (22,763) (17,436) Selling Expenses
Beb an  Um um  d an  Ad m in ist rasi 28, 30 (71,196) (119,594) General and Administrative Expenses
Beb an  Penyusut an  d an  Am or t isasi  9, 12 (40,941) (48,704) Depreciation and Amortization Expenses
Beb an  Penurunan  Nilai Invest asi p ad a Impairment loss of Investment in

Ent it as Asosiasi 8 (1,948,688) -- Associates
Beb an  Penurunan  Nilai Piut ang Impairment loss of Non-Trade 

 Pihak Berelasi Non  Usaha 30 -- (346,386) Receivables Related Parties
Kerugian  Penurunan  Nilai Aset  Tid ak Lancar  Lainnya 10 (283,034) (73,823) Impairment Loss of Other Non-Current Assets
Keun t ungan  (Kerugian ) Selisih  Kurs - Net o 177 (52,634) Gain (Loss) on Foreign Exchange - Net
Keun t ungan  at as Pelep asan Gain on Disposal of Property

Aset  Tet ap  - Net o 9 182,322 30,540 and Equipment - Net
Keun t ungan  d ar i Pelunasan  Ut ang Bank -- 429,791 Gain from Settlement of Bank Loan
Lain -lain  - Net o 29 795,146 50,552 Others - Net

RUGI USAHA (1,324,112) (62,526) OPERATING LOSS

Beb an  Keuangan  30 (199,379) (207,979) Finance Costs 
Penghasilan  Keuangan  1,092 1,047 Finance Income
Bagian  at as Lab a Net o  En t it as Asosiasi 8 257,102 273,471 Equity in Net Profit of Associates
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (1,265,297) 4,013 PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX

Beb an  Pajak Penghasilan 17.c (567) (25,491) Income Tax Expenses

RUGI TAHUN BERJALAN (1,265,864) (21,478) LOSS FOR THE YEAR

PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

Pos - Pos yang Tidak akan Direklasifikasi Items that will Not be Reclassified to
Ke Laba Rugi Profit or Loss
Pengukuran  Kem b ali at as Program Remeasurement of Defined

Im b alan  Past i 3,526 (1,506) Benefit Plans
Pajak Penghasilan  Terkait  Pos yang Income Tax Related to  Items that 

Tid ak akan  Direklasif ikasi ke Lab a Rugi (776) 371 will Not be Reclassified to Profit or Loss
Kenaikan  Nilai Wajar  at as Aset   Increase in Fair Value on Financial 

Keuangan  367,685 35,829  Asset 
Jum lah  Penghasilan  Kom p erehensif  Lain  370,435 34,694 Total Other Comprehensive Income

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE 
TAHUN BERJALAN (895,429) 13,216 INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

Lab a (Rugi) Tahun  Ber jalan  yang Dap at  Diat r ib usikan  kep ad a: Profit (Loss) For the Year Attributable to:
Pem ilik En t it as Ind uk (1,391,183) 367 Equity Holders of the Parent Entity
Kep en t ingan  Non-Pengend ali 125,319 (21,845) Non-Controlling Interests

Jum lah (1,265,864) (21,478) Total

Lab a (Rugi) Kom p rehensif  Tahun  Ber jalan  yang Dap at  Comprehensive Income (Loss) For the Year
Diat r ib usikan  Kep ad a: Attributable To:
Pem ilik En t it as Ind uk (1,020,748) 35,061 Equity Holders of the Parent Entity
Kep en t ingan  Non-Pengend ali 125,319 (21,845) Non-Controlling Interests

Jum lah (895,429) 13,216 Total

LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR BASIC EARNINGS PER SHARE
(Dalam  Rup iah  Penuh) 37 (799) 0 (in Full Rupiah)
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PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN         CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY 
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir For the Years Ended  
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Catatan/ Modal Saham/ Komponen Jumlah Kepentingan Jumlah Ekuitas/

Notes Share Capital Ekuitas Ekuitas yang Non-Pengendali/ Total

Agio Saham Selisih Nilai Tambahan Lainnya/ Yang Telah Yang Belum Dapat Non-Controlling Equity

 - Neto/ Transaksi Modal Disetor Other Ditentukan Ditentukan Diatribusikan Interest

Share Premium Restrukturisasi atas Equity Penggunaannya/ Penggunaannya/ Kepada Pemilik

- Net Entitas Pengampunan Components Appropriated Unappropriated Entitas Induk/

Sepengendali/ Pajak/ Total

Difference in Value Paid-in Capital Equity

from Restructuring from Attributable

Transactions of Tax Amnesty to Owners of

Entities Under Parent Entity

Common Control

BALANCE AS OF
SALDO PER 1 JANUARI 2020 871,084 (3,629) (49,219) 5,125 143,988 (83,396) 100 1,027,003 1,911,056 (965,315) 945,741 JANUARY 1, 2020

Penyesuaian sehubungan dengan Adjustment related with implementation

penerapan standar akuntansi baru 2b -- -- -- -- -- -- -- (33,136) (33,136) -- (33,136) of new accounting standards

SALDO PER 1 JANUARI 2020 BALANCE AS OF JANUARY 1, 2020

SETELAH PENYESUAIAN 871,084 (3,629) (49,219) 5,125 143,988 (83,396) 100 993,867 1,877,920 (965,315) 912,605 AFTER ADJUSTMENT

Rugi Tahun Berjalan -- -- -- -- -- -- -- 367 367 (21,845) (21,478) Loss for the Year

Penghasilan Komprehensif Lain -- -- -- -- -- 35,829 -- (1,135) 34,694 -- 34,694 Other Comprehensive Income

BALANCE AS OF

SALDO PER 31 DESEMBER 2020 871,084 (3,629) (49,219) 5,125 143,988 (47,567) 100 993,099 1,912,981 (987,160) 925,821 DECEMBER 31, 2020

Rugi Tahun Berjalan -- -- -- -- -- -- -- (1,391,183) (1,391,183) 125,319 (1,265,864) Loss for the Year

Penghasilan Komprehensif Lain -- -- -- -- -- 367,685 -- 2,750 370,435 -- 370,435 Other Comprehensive Income

BALANCE AS OF
SALDO PER 31 DESEMBER 2021 871,084 (3,629) (49,219) 5,125 143,988 320,118 100 (395,334) 892,233 (861,841) 30,392 DECEMBER 31, 2021

Financial Aset 

Additional Paid-in Capital - Net

Saldo Laba/

Retained Earnings

Penghasilan Komprehensif Lain/

Other Comprehensive Income

Tambahan Modal Disetor - Neto/

Aset Keuangan /
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Catatan/
Notes 2021 2020

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan 147,169 200,337 Cash Received from Subscribers

Pembayaran Kas kepada Pemasok dan Pihak Ketiga Lainnya (264,586) (162,161) Payment to Suppliers and Other Third Parties

Pembayaran untuk Beban Usaha (47,680) (43,177) Payment for Operating Expenses

Pembayaran kepada Karyawan (30,316) (51,767) Payment to Employees

Pembayaran Bunga (190,313) (188,907) Interest Paid
Penerimaan Bunga 1,092 1,047 Interest Received

Pembayaran Pajak -- (140) Payment of Taxes

Arus Kas Neto Net Cash Flows Used in

Digunakan untuk Aktivitas Operasi (384,634) (244,768) Operating Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Aset Tetap Property and Equipment

Penjualan 270,864 33,429 Sales

Pembelian (1,862) (2,789) Acquisition

Pengurangan Investasi Tersedia untuk Dijual 94,896 -- Deduction Available for Sale Investment 

Penerimaan Dividen 82,054 142,856 Dividend Receipts
Pembayaran kepada Pihak Berelasi -- (11,231) Payment to Related Parties
Arus Kas Neto Diperoleh dari Net Cash Flows Provided by

Aktivitas Investasi 445,952 162,265 Investing Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pinjaman Bank dan Lembaga Bank Loans and Financial 

Keuangan Institutions
Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek -- 303,124 Proceeds from Short-Term Loans
Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang -- 228,734 Proceeds from Long-Term Loans
Pembayaran Pinjaman Jangka Pendek (18,773) (629,645) Repayment of Short-Term Loans
Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang (343,993)        (352,911) Repayment of Long-Term Loans

Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan (100) (25,073) Payment of Finance Lease Payables

Penerimaan Pinjaman dari Pihak Ketiga 404,700 559,700 Receipts Loan from Third Parties 

Pembayaran Pinjaman kepada Pihak Ketiga (151,000) (30,200) Payment Loan to Third Parties 

Pencairan pada Dana yang Dibatasi Penggunaannya 85,756 201,590 Settlement in Restricted Fund

Pembayaran Anjak Piutang -- (60) Payment of Factoring Payables

Penempatan pada Dana yang dibatasi Penggunaannya (55,185) (155,706) Placement in Restricted Fund

Arus Kas Neto Diperoleh dari Net Cash Flows Provided by

(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan (78,595) 99,553 (Used in) Financing Activities

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN NET INCREASE (DECREASE) IN CASH

SETARA KAS (17,277) 17,050 AND CASH EQUIVALENTS

SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA CASH AND CASH EQUIVALENTS  AT

AWAL TAHUN 3 93,714 76,553 THE BEGINNING OF THE YEAR

Dampak Perubahan Selisih Kurs Effects of foreign exchange rate changes 

Terhadap Kas dan Setara Kas 7 111 on cash and cash equivalents 

SALDO KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS AT

PADA AKHIR TAHUN 3 76,444 93,714 THE END OF THE YEAR

 
Informasi tambahan untuk arus kas disajikan dalam 
Catatan 41. 

 Additional Information is presented in Note 41. 
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1. Umum    1.   General 
 
1.a. Pendirian Perusahaan  1.a. The Company’s Establishment 

PT First Media Tbk (“Perusahaan”) didirikan 
pada tanggal 6 Januari 1994 berdasarkan Akta 
Notaris B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., 
No. 37 dengan nama PT Safira Ananda. Akta 
pendirian ini telah disahkan oleh Menteri 
Kehakiman dalam surat keputusan No. C2-
1.446.HT.01.01.Th.95 tanggal 1 Februari 1995 
dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 
81 Tambahan No. 6613 tanggal 8 Oktober 1999. 
Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami 
beberapa perubahan, terakhir Perusahaan 
melakukan perubahan akta yang dibuat 
dihadapan Notaris Andalia Farida, S.H., M.H., 
No. 15, tanggal 25 Juni 2021 yang mana 
perubahan tersebut telah memperoleh 
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia berdasarkan keputusan No. AHU-
AH.01.03-0430925 tanggal 23 Juli 2021. 

 PT First Media Tbk (“the Company”) was 
established on January 6, 1994, based on 
Notarial Deed No. 37 of B.R.A.Y. Mahyastoeti 
Notonagoro, S.H., under the name of PT Safira 
Ananda. The deed of establishment was 
approved by the Minister of Justice in his decree 
No. C2-1.446.HT.01.01.Th.95 dated February 1, 
1995 and was published in the State Gazette 
No. 81 Supplement No. 6613 dated October 8, 
1999. The Company’s articles of association has 
been amended several times, the latest by 
Notarial Deed No. 15 dated June 25, 2021 made 
in presence Notary Andalia Farida, S.H., M.H., 
which has been approved by Minister of Law and 
Human Right under its decree No. AHU-
AH.01.03-0430925 dated July 23, 2021. 

 
 

   
Perusahaan melakukan inkubasi usaha-usaha 
baru yang berfokus pada bisnis teknologi, media, 
dan telekomunikasi. Bidang usaha yang saat ini 
digeluti oleh Grup mencakup: (i) jasa akses 
internet; (ii) jasa interkoneksi internet (Network 
Access Point); (iii) penyediaan infrastruktur 
telekomunikasi dan in-building solution; (iv) jasa 
nilai tambah kartu panggil; (v) penyediaan 
konten berita; dan (vi) rumah produksi untuk 
penyediaan iklan dan konten siaran televisi. 

 The Company is involved in incubating new 
businesses focused on the areas of technology, 
media, and telecommunication. Currently, the 
business sector cultivated by the Group include: 
(i) internet services provider; (ii) internet 
interconnection services (Network Access Point); 
(iii) telecommunication infrastructure and in-
building solution; (iv) calling card services; (v) 
provision of news content; and (vi) production 
house for advertisement and television content. 

   
Perusahaan berdomisili di BeritaSatu Plaza 
Lantai 4, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav 35-36 
Jakarta. Perusahaan memulai kegiatan 
komersialnya pada tanggal 1 Maret 1999. 

 The Company is domiciled at BeritaSatu Plaza 
4th Floor, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav 35-36 
Jakarta. The Company started its commercial 
operations on March 1, 1999. 

   
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) 
Republik Indonesia No. 237/KEP 
/M.KOMINFO/07/2009 tanggal 27 Juli 2009, 
Perusahaan telah ditetapkan sebagai salah satu 
pemenang seleksi untuk memperoleh izin 
penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis 
Packet Switched yang menggunakan Pita 
Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk keperluan 
layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless 
Broadband) di Zona 1 (wilayah Sumatera Bagian 
Utara) dan Zona 4 (wilayah Banten, Jakarta, 
Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). 
Selanjutnya, Perusahaan telah memperoleh izin 
penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis 
Packet Switched No. 119 tanggal 11 Januari 
2017 (“Izin Penyelenggaraan”). Dengan 

 Based on the Decree of the Ministry of 
Communication and Information (Menkominfo) of 
the Republic of Indonesia 
No. 237/KEP/M.KOMINFO/07/2009 dated July 
27, 2009, the Company has been appointed as 
one of the selection winners to obtain 
implementation license of Fixed Local Packet 
Switched Based Network using 2.3 GHz Radio 
Frequency Band for Wireless Broadband 
services in Zone 1 (Northern part of Sumatera 
area) and Zone 4 (Banten, Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang and Bekasi area). 
Furthermore, the Company has obtained the 
operational license of Fixed Local Packet 
Switched based network No. 119 dated January 
11, 2017 (“Operational License”). In connection 
with the issuance of such operational license, the 
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ditetapkannya Izin Penyelenggaraan tersebut 
maka Izin Penyelenggaraan jaringan yang 
sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan 
sebagaimana tercantum dalam Keputusan 
Menteri      Komunikasi        dan         Informatika 
No. 420/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal                 
6 November 2009 sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Republik Indonesia   
No.179/KEP/M.KOMINFO/04/2012 tanggal  
2 April 2012 tentang Izin Penyelenggaraan 
Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
Pada tanggal 28 Desember 2018, Perusahaan 
dan PT Internux menerima Keputusan Menteri 
Komunikasi dan Informatika dan menghentikan 
penggunaan pita frekuensi radio untuk 
Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis 
Packet Switched yang Menggunakan Pita 
Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan 
Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless 
Broadband). 

previous operational license owned by the 
Company under the Decree of Minister of 
Informatics and Telecomunication of Republic of 
Indonesia No. 420/KEP/M.KOMINFO/11/2009 
dated November 6, 2009 as amended by Decree 
of Minister of Informatics and Telecommunication 
of Republic of Indonesia No. 
179/KEP/M.KOMINFO/04/2012 dated April 2, 
2012  regarding implementation license of the 
Fixed Local Packet Switched based network was 
revoked and declared invalid. 
 
 
 
On December 28, 2018, the Company and PT 
Internux have received Decree of Minister of 
Communication and Informatics and ceased the 
utilization of the radio frequency band for 
Implementation of Local Fixed Network Packet 
Switched using 2.3 GHz Radio Frequency Band 
for Wireless Broadband. 
 

 
   
1.b. Penawaran Umum Saham Perusahaan  1.b. The Company’s Public Offering 

Pernyataan Pendaftaran Perusahaan untuk 
menawarkan 20.000.000 sahamnya kepada 
masyarakat dengan harga pelaksanaan Rp500 
per saham dinyatakan efektif oleh Badan 
Pengawas Pasar Modal dalam suratnya 
No. S-73/PM/2000 tanggal 27 Januari 2000. 
Saham Perusahaan telah tercatat di Bursa Efek 
Surabaya pada tanggal 25 Februari 2000. 

 The Company’s Registration Statement to offer 
its 20,000,000 shares to the public at the price of 
Rp500 per share was declared effectively by the 
Capital Market Supervisory Agency in its letter 
No. S-73/PM/2000 on January 27, 2000. The 
Company's shares were listed at the Surabaya 
Stock Exchange on February 25, 2000. 

   
Pada tahun 2006, Perusahaan melakukan 
Penawaran Umum Terbatas I kepada para 
pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) 
sejumlah 441.674.000 saham baru (dengan nilai 
nominal Rp500 per saham) dengan harga 
penawaran Rp500 per saham dan 
sebanyak-banyaknya 129.904.118. Waran Seri I 
yang diterbitkan menyertai saham baru yang 
diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif 
bagi Pemegang Saham Perusahaan dan/atau 
pemegang HMETD yang melaksanakan 
HMETD. Penawaran tersebut telah mendapat 
pemberitahuan pernyataan efektifnya 
berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas 
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.S-
3415/BL/2006 tanggal 28 Desember 2006, dan 
menjadi efektif setelah mendapat persetujuan 
dari Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan tanggal 29 Desember 2006. 

 In 2006, the Company conducted Limited Public 
Offering in connection with Pre-Emptive Rights 
Issuance I of 441,674,000 new shares (with par 
value Rp500 per share) at an offering price of 
Rp500 per share and a maximum of 
129,904,118. Warrant Serie I was issued 
attached to the new shares which given freely as 
incentive for the Shareholders of the Company 
and/or Pre-emptive Rights holders who exercise 
their rights. The offering received an effective 
notification statement based on the Letter from 
the Chairman of Capital Market and Financial 
Institution Supervisory Agency No. S-3415/BL 
/2006 dated December 28, 2006, and became 
effective after obtaining an approval from the 
Company’s General Meeting of Shareholders 
dated December 29, 2006. 
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Pada tahun 2010, Perusahaan melakukan 
Penawaran Umum Terbatas II kepada para 
pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) 
sejumlah 912.421.400 saham baru (dengan nilai 
nominal Rp500 per saham) dengan harga 
penawaran Rp500 per saham dan sejumlah 
130.345.914 Waran Seri II yang diterbitkan 
menyertai saham baru yang diberikan secara 
cuma-cuma sebagai insentif bagi Pemegang 
Saham Perusahaan dan/atau pemegang 
HMETD yang melaksanakan HMETD. 
Penawaran tersebut telah mendapat pernyataan 
efektif berdasarkan Surat Ketua Badan 
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 
No. S-3383/BL/2010 dan menjadi efektif setelah 
mendapat persetujuan dari Rapat Umum 
Pemegang Saham Perusahaan tanggal 19 April 
2010. 

 In 2010, the Company conducted Limited Public 
Offering in connection with Pre-Emptive Rights 
Issuance II of 912,421,400 new shares (with par 
value Rp500 per share) at an offering price of 
Rp500 per share and a total of 130,345,914 
Warant Serie II was issued attached to the new 
shares which was given freely as incentive for 
the new Shareholders of the Company and/or 
Pre-emptive Rights holders who exercised their 
rights. The offering received an effective 
statement based on the letter from the Chairman 
of Capital Market and Financial Institution 
Supervisory Agency No. S-3383/BL/2010 and 
became effective upon approval from the 
General Meeting of Shareholders on April 19, 
2010. 

   
Seluruh saham Perusahaan telah tercatat 
di Bursa Efek Indonesia. 

 All of the Company's shares are listed on the 
Indonesian Stock Exchange. 

   
1.c.Struktur Entitas Anak  1.c.The Structure of Subsidiaries 

Perusahaan memiliki pengendalian atas entitas 
anak yang dimiliki secara langsung dan tidak 
langsung sebagai berikut: 
 

 The Company has control over the subsidiaries 
which owned directly and indirectly is as follows: 

Entitas Anak/ Domisili/ Bidang Usaha/ Tahun Operasi
Subsidiaries Domicile Operations Komersial/Start

of Commercial
Operations

31 Des/ 31 Des/ 31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31, Dec 31, Dec 31,

2021 2020 2021 2020

PT First Media Jakarta Perfilman dan 100.00 100.00 2009 54,617 59,044

Production Perekaman Video/
("FMP") Film and Video

Recording

PT First Media Jakarta Perfilman dan 100.00 100.00 2010 51,064 56,930
News ("FMN") Perekaman Video/

Film and Video
Recording

PT Margayu Jakarta Perdagangan/ 100.00 100.00 Belum 710 710
Vatri Chantiqa Trading Beroperasi/
("MVC") Non Operating

Percentage 

Persentase Jumlah Aset/
Pemilikan/ Total Assets

of Ownership
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Entitas Anak/ Domisili/ Bidang Usaha/ Tahun Operasi
Subsidiaries Domicile Operations Komersial/Start

of Commercial
Operations

31 Des/ 31 Des/ 31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31, Dec 31, Dec 31,

2021 2020 2021 2020

PT Jaring Data Jakarta Perdagangan/ 100.00 100.00 Belum 681 681
Interaktif ("JDI") Trading Beroperasi/
Dimiliki oleh FMN Non Operating
Sebesar 70%

PT Bintang Jakarta Telekomunikasi/ 100.00 100.00 Belum 35,454 35,455
Merah Perkasa Telecommunication Beroperasi/
Abadi ("BMPA") Non Operating

PT Graha Jakarta Perdagangan/ 100.00 100.00 Belum 32,427 31,342
Investama Trading Beroperasi/
Andalan Terpadu Non Operating
("GIAT")
Dimiliki oleh FMP
Sebesar 99.9%

PT Media Jakarta Perfilman dan 100.00 100.00 2004 88 112
Sinema Perekaman Video/
Indonesia Film and Video
("MSI") Recording
Dimiliki oleh FMP
Sebesar 99.97%

PT Delta Jakarta Penyedia Jasa 100.00 100.00 2008 10,751 10,916
Nusantara Akses Internet/
Networks ("DNN") Internet Service

Provider

PT Citra Jakarta Perdagangan/ 100.00 100.00 Belum 15 16
Investama Trading Beroperasi/
Andalan Terpadu Non Operating
("CIAT")

PT Mitra Jakarta Perdagangan/ 99.90 99.90 Belum 66,794 362,635
Mandiri Mantap Trading Beroperasi/
("MMM") Non Operating

PT Internux Jakarta Penyedia Jasa 75.88 75.88 2013 48,423 342,498
("PT I"), Akses Internet/
Dimiliki oleh MMM Internet Service
Sebesar 75.96% Provider

PT MSH Jakarta Jasa Kartu Panggil/ 100.00 100.00 2009 2,748 1,604
Niaga Telecom Calling Card Services
Indonesia ("MSH")
Dimiliki oleh BMPA
Sebesar 75%

PT Prima Jakarta Perdagangan/ 100.00 100.00 2013 1,502,787 1,219,822
Wira Utama Trading
("PWU")
Dimiliki oleh BMPA
Sebesar 99.99%

Persentase Jumlah Aset/
Pemilikan/ Total Assets

Percentage 
of Ownership
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Entitas Anak/ Domisili/ Bidang Usaha/ Tahun Operasi
Subsidiaries Domicile Operations Komersial/Start

of Commercial
Operations

31 Des/ 31 Des/ 31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31, Dec 31, Dec 31,

2021 2020 2021 2020

PT Daya Jakarta Jasa E-Commerce / 100.00 100.00 2015 6,754        6,807        
Sarana Mantap E-Commerce Services
("DSM")

PT Graha Raya Jakarta Perdagangan/ 100.00 100.00 Belum 104,331 120,403
Ekatama Andalan Trading Beroperasi/
Terpadu ("GREAT") Non Operating

PT Citra Eka Rama Jakarta Perdagangan/ 100.00 100.00 Belum 510           510           
Investama Andalan Trading Beroperasi/
("CERIA") Non Operating
Dimiliki oleh GREAT 
Sebesar 99%

PT Lynx Jakarta Komunikasi/ 100.00 100.00 2008 14,641      17,482      
Mitra Asia Communication
("LMA")
Dimiliki oleh GIAT
Sebesar 99%

PT Media Jakarta Periklanan/ 100.00 100.00 1998 2,954        3,272        
Investor Indonesia Advertising
("MII")
Dimiliki oleh FMP
Sebesar 99.99%

PT Koran Media Jakarta Penerbitan Surat Kabar/ 100.00 100.00 2001 18,612      12,815      
Investor Indonesia Newspaper Publishing
("KMII")
Dimiliki oleh FMP
Sebesar 99.99%

PT Media Jakarta Penerbitan Surat Kabar/ 99.66 99.66 1986 4,364        6,699        
Interaksi Utama Newspaper Publishing
("MIU")
Dimiliki oleh FMP
Sebesar 99.66%

PT Globe Jakarta Penerbitan Surat Kabar/ 100.00 100.00 2008 404           2,130        
Asia Indonesia Newspaper Publishing
("GAI")
Dimiliki oleh FMP
Sebesar 99.99%

PT Jakarta Jakarta Penerbitan Surat Kabar/ 100.00 100.00 2008 4,536        4,816        
Globe Media Newspaper Publishing
("JGM")
Dimiliki oleh FMP
Sebesar 99.99%

PT Investor Jakarta Penyiaran Radio/ 100.00 100.00 Belum 99 99             
Radio Radio Broadcasting Beroperasi/
("IR") Non Operating
Dimiliki oleh FMP
Sebesar 99.99%

Persentase Jumlah Aset/
Pemilikan/ Total Assets

Percentage 
of Ownership
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1.d. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan 
 

Pada tanggal 31 Desember 2021, susunan 
anggota Dewan Komisaris dan Direksi 
Perusahaan masing-masing berdasarkan Rapat 
Umum Pemegang Saham Tahunan yang 
diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2021, 
yang diaktakan dalam Akta Notaris Andalia 
Farida, S.H., M.H., No. 14 tanggal 25 Juni 2021 
adalah sebagai berikut: 

 1.d. Board   of   Commissioners,   Directors   and      
       Employees 

As of December 31, 2021, the members of the 
Company’s Board of Commissioners and 
Directors based on the Annual General Meeting 
of Shareholders held on June 25, 2021, as 
stated in Notarial Deed No. 14 of Andalia 
Farida, S.H., M.H., dated June 25, 2021, are as 
follows: 

 
 

Dewan Komisaris    Board of Commissioners 
Presiden Komisaris (Independen)  H. R. Soeparmadi  President Commissioner (Independent) 
Komisaris Independen  Teguh Pudjowigoro  Independent Commissioner 
Komisaris Independen  Widjaya Hambali  Independent Commissioner 
Komisaris   Lim Benni   Commissioner 

     
Direksi    Directors 
Presiden Direktur (Independen)  Harianda Noerlan  President Director (Independent) 
Direktur Independen  Hernowo Hadiprodjo  Independent Director 
Direktur  Johannes Tong  Director 
Direktur  Budi Erawanto  Director 
 
Pada tanggal 31 Desember 2020, susunan 
anggota Dewan Komisaris dan Direksi 
Perusahaan masing-masing berdasarkan Rapat 
Umum Pemegang Saham Tahunan yang 
diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 2020, 
yang diaktakan dalam Akta Notaris Andalia 
Farida, S.H., M.H., No. 05 tanggal 9 Juni 2020 
adalah sebagai berikut: 
 

  
As of December 31, 2020, the members of the 
Company’s Board of Commissioners and 
Directors based on the Annual General Meeting 
of Shareholders held on June 9, 2020, as stated 
in Notarial Deed No. 05 of Andalia Farida, S.H., 
M.H., dated June 9, 2020, are as follows: 

Dewan Komisaris    Board of Commissioners 
Presiden Komisaris (Independen)  H. R. Soeparmadi  President Commissioner (Independent) 
Komisaris Independen  Teguh Pudjowigoro  Independent Commissioner 
     
Direksi    Directors 
Presiden Direktur (Independen)  Harianda Noerlan  President Director (Independent) 
Direktur Independen  Hernowo Hadiprodjo  Independent Director 
Direktur  Johannes Tong  Director 
     
Pada tanggal 31 Desember 2021 susunan 
komite audit adalah sebagai berikut: 

 As of December 31, 2021, the members of the 
audit committee are as follows: 

 
Ketua    Widjaya Hambali  Chairman 
Anggota  Herman Latief  Member 
Anggota  Isnandar Ali  Member 
     
Pada tanggal 31 Desember 2020 susunan 
komite audit adalah sebagai berikut: 

 As of December 31, 2020, the members of the 
audit committee are as follows: 

 
Ketua    Teguh Pudjowigoro  Chairman 
Anggota  Herman Latief  Member 
Anggota  Isnandar Ali  Member 
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Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, 
corporate secretary Perusahaan adalah 
Harianda Noerlan.  

 As of December 31, 2021 and 2020, the 
Company’s corporate secretary is Harianda 
Noerlan.  

   
Perusahaan dan Entitas Anak (selanjutnya 
disebut “Grup”), pada tanggal 31 Desember 
2021 dan 2020 mempunyai masing-masing 
sekitar 557 dan 650 karyawan tetap (tidak 
diaudit). 

 

 The Company and its Subsidiaries (hereinafter 
referred as the “Group”), as of December 31, 
2021 and 2020, have approximately 557 and 
650 permanent employees, respectively 
(unaudited). 
 

2.  Kebijakan Akuntansi Signifikan 2.   Significant Accounting Policies 
 
2.a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) 
 2.a. Compliance to the Financial Accounting 

Standards (SAK)    
Laporan keuangan konsolidasian Grup telah 
disusun dan disajikan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi 
Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan 
Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan 
Indonesia (DSAK-IAI), serta Peraturan Badan 
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang 
“Pedoman Penyajian Laporan Keuangan” 
lampiran Keputusan No. KEP-347/BL/2012 
tentang penyajian dan pengungkapan laporan 
keuangan emiten atau perusahaan publik. 

 The consolidated financial statements of the 
Group have been prepared and presented in 
accordance with the Indonesian Financial 
Accounting Standards which include the 
Statements of Financial Accounting Standards 
(PSAK) and Interpretation of Financial 
Accounting Standards (ISAK) issued by the 
Financial Accounting Standards Board - 
Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) 
and Regulation of the Capital Market and 
Financial Institution Supervisory Board 
(Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding the 
“Preparation of Financial Statements” and 
Decree No. KEP-347/BL/2012 regarding 
presentation and disclosure of financial 
statements of an issuer or public company. 

 
2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Konsolidasian 
 2.b. Basis of Measurement and Preparation of           

Consolidated Financial Statements 
Laporan keuangan konsolidasian disusun 
berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan 
menggunakan dasar akrual kecuali untuk 
laporan arus kas konsolidasian. Dasar 
pengukuran laporan keuangan konsolidasian  ini 
adalah konsep biaya perolehan, kecuali 
beberapa akun tertentu yang didasarkan 
pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam 
kebijakan akuntansi masing-masing tersebut. 
Biaya perolehan umumnya didasarkan pada 
nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam 
perolehan aset. 

 The consolidated financial statements have 
been prepared on the going concern 
assumption and using the accrual basis except 
for the consolidated statements of cash 
flows.The basis of measurement in the 
preparation of these  consolidated financial 
statements is the historical cost concept, except 
for certain accounts which have been prepared 
on other measurement basis as described in 
their respective accounting policies. Historical 
cost is generally based on the fair value of the 
consideration given in exchange for assets. 

 

Laporan arus kas konsolidasian disajikan 
dengan metode langsung dengan 
mengelompokkan arus kas dalam aktivitas 
operasi, investasi dan pendanaan. 

 The consolidated statements of cash flows are 
prepared using the direct method by classifying 
cash flows into operating, investing and 
financing activities. 

 

Mata uang penyajian yang digunakan dalam 
penyusunan laporan keuangan konsolidasian 
ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang 
fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup 
menetapkan mata uang fungsional sendiri dan 

 The presentation currency used in the 
preparation of the consolidated financial 
statements is Indonesian Rupiah which is the 
functional currency of the Group. Each entity in 
the Group determines its own functional 
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unsur-unsur dalam laporan keuangan dari 
setiap entitas diukur berdasarkan mata uang 
fungsional tersebut. 

 

currency and items included in the financial 
statements of each entity are measured using 
that functional currency. 

 Pernyataan dan Interpretasi Standar 
Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku 
Efektif pada Tahun Berjalan 

  New and Revised Statements and 
Interpretation of Financial Accounting 
Effective in the Current Year 

Standar baru dan amandemen atas standar 
yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai 
pada atau setelah 1 Januari 2021, dengan 
penerapan dini diperkenankan yaitu: 

 New standards and amendment to standards 
which effective for periods beginning on or after 
January 1, 2021, with early adoption is 
permitted, are as follows: 

• PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi 
Bisnis tentang Definisi Bisnis; 
 

• Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 
55, Amendemen PSAK 60, Amendemen 
PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 
tentang Reformasi Acuan Suku Bunga -
Tahap 2; 

• PSAK 110 (Penyesuaian 2020): Akuntansi 
Sukuk; 

• PSAK 111 (Penyesuaian 2020): Akuntansi 
Wa’d;  

• PSAK 112: Akuntansi Wakaf; 
• PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2021): 

Penyajian Laporan Keuangan; 
• PSAK 13 (Penyesuaian Tahunan 2021): 

Properti Investasi; 
• PSAK 48 (Penyesuaian Tahunan 2021): 

Penurunan Nilai Aset; 
• PSAK 66 (Penyesuaian Tahunan 2021): 

Pengaturan Bersama; dan 
• ISAK 16 (Penyesuaian Tahunan 2021): 

Perjanjian Konsesi Jasa. 
 

Implementasi dari standar-standar tersebut 
tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap 
jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau 
tahun sebelumnya. 

 • PSAK 22 (Amendment 2019): Business 
Combinations regarding Definition of 
Business; 

• Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 
55, Amendment PSAK 60, Amendment 
PSAK 62, and Amendment PSAK 73 
regarding Interest Rate Benchmark Reform – 
Phase 2; 

• PSAK 110 (Improvement 2020): Accounting 
for Sukuk; 

• PSAK 111 (Improvement 2020): Accounting 
for Wa’d; 

• PSAK 112: Accounting for Endowments; 
• PSAK 1 (Annual Improvement 2021): 

Presentation of Financial Statements; 
• PSAK 13 (Annual Improvement 2021): 

Investment Properties; 
• PSAK 48 (Annual Improvement 2021): 

Impairment of Assets 
• PSAK 66 (Annual Improvement 2021): Joint 

Arrangement; and 
• ISAK 16 (Annual Improvement 2021): 

Service Concession Arrangements. 
 

The implementation of the above standards had 
no significant effect on the amounts reported for 
the current period or prior financial year. 

 
 

2.c. Prinsip-prinsip Konsolidasian  2.c.  Consolidation Principles 
Laporan keuangan konsolidasian mencakup 
laporan keuangan Grup seperti disebutkan 
pada Catatan 1.c.  

 The consolidated financial statements 
incorporate the financial statements of the 
Group  as described in Note 1.c. 

 

Entitas Anak adalah entitas yang dikendalikan 
oleh Grup dan dimana Grup memiliki hak atas 
imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan 
Entitas Anak dan memiliki kemampuan untuk 
mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui 
kemampuan  untuk mengarahkan aktivitas dari 
entitas. Keberadaan dan dampak dari hak 
suara potensial dimana Grup memiliki 
kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni 
hak substantif) dipertimbangkan saat menilai 
apakah Grup mengendalikan entitas lain. 

 Subsidiary is an entity controlled by the Group 
and where the Group has rights to variable 
returns from its involvement with this Subsidiary 
and has the ability to affect those returns 
through its ability to direct the activities of 
Subsidiary. The existence and effect of 
substantive potential voting rights that the Group 
has the practical ability to exercise (i.e. 
substantive rights) are considered when 
assessing whether the Group controls another 
entity. 
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Laporan keuangan konsolidasian mencakup 
hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari 
Grup yang, secara langsung dan tidak 
langsung, dikendalikan oleh Grup. Entitas Anak 
dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, 
yaitu tanggal dimana Grup secara efektif 
memperoleh pengendalian atas bisnis yang 
diakuisisi, sampai tanggal pengendalian 
berakhir. 

 The consolidated financial statements include 
the results, cash flows, assets and liabilities  
of the Group. Subsidiary is consolidated from 
the effective date of acquisition, which is the 
date on which the Group effectively obtains 
control of the acquired business, until that 
control ceases. 
 

   
Entitas induk menyusun laporan keuangan 
konsolidasian dengan menggunakan kebijakan 
akuntansi yang sama untuk transaksi dan 
peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. 
Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, 
dan arus kas dalam intra-kelompok usaha 
terkait dengan transaksi antar entitas 
dieliminasi secara penuh. 

 Parent entity prepares consolidated financial 
statements using uniform accounting policies for 
transactions and other events in similar 
circumstances. All intra-group transactions, 
balances, income, expenses and cash flows are 
eliminated in full on consolidation. 

   
Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap 
komponen dari penghasilan komprehensif lain 
kepada pemilik entitas induk dan kepentingan 
non-pengendali meskipun hal tersebut 
mengakibatkan kepentingan nonpengendali 
memiliki saldo defisit. Grup menyajikan 
kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam 
laporan posisi keuangan konsolidasian, 
terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. 

 The Group attributes the profit and loss and 
each component of other comprehensive 
income to the owners of the parent and non-
controlling interests even though this results in 
the non-controlling interests having a deficit 
balance. The Group present non-controlling 
interest in equity in the consolidated statement 
of financial position, separately from the equity 
of owners of the parent. 

   
Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas 
induk pada entitas anak yang tidak 
mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah 
transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan 
pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). 
Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh 
kepentingan nonpengendali berubah, Grup 
menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan 
pengendali dan kepentingan nonpengendali 
untuk mencerminkan perubahan kepemilikan 
relatifnya dalam Entitas Anak. Selisih antara 
jumlah dimana kepentingan nonpengendali 
disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang 
diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam 
ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari 
entitas induk. 

 Changes in the parent’s ownership interest in a 
subsidiary that do not result in loss of control are 
equity transactions (i.e., transactions with 
owners in their capacity as owners). When the 
proportion of equity held by non-controlling 
interest changes, the Group adjusts the carrying 
amounts of the controlling interest and non-
controlling interest to reflect the changes in their 
relative interest in the Subsidiary. Any difference 
between the amount by which the non-
controlling interests are adjusted and the fair 
value of the consideration paid or received is 
recognized directly in equity and attributed to 
the owners of the parent. 

   
Jika Grup kehilangan pengendalian, maka 
Grup: 
(a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk 

goodwill) dan liabilitas entitas anak pada 
jumlah tercatatnya ketika pengendalian 
hilang; 

(b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat 
setiap kepentingan nonpengendali pada 
entitas anak terdahulu ketika pengendalian 

 If the Group loses control, the Group: 
 
(a) Derecognizes the assets (including goodwill) 

and liabilities of the subsidiary at their 
carrying amounts at the date when control is 
lost; 

(b) Derecognizes the carrying amount of any 
non-controlling interests in the former 
subsidiary at the date when control is lost 
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hilang (termasuk setiap komponen 
penghasilan komprehensif lain yang 
diatribusikan pada kepentingan non-
pengendali); 

(c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang 
diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, 
atau keadaan yang mengakibatkan 
hilangnya pengendalian; 

(d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak 
terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal 
hilangnya pengendalian; 

(e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau 
mengalihkan secara langsung ke saldo laba 
jika disyaratkan oleh PSAK lain, jumlah yang 
diakui dalam penghasilan komprehensif lain 
dalam kaitan dengan entitas anak; 

(f) Mengakui perbedaan apapun yang 
dihasilkan sebagai keuntungan atau 
kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan 
kepada entitas induk. 

(including any components of other 
comprehensive income attributable to them); 

 
 
(c) Recognizes the fair value of the 

consideration received, if any, from the 
transaction, event or circumstances that 
resulted in the loss of control; 

(d) Recognizes any investment retained in the 
former subsidiary at fair value at the date 
when control is lost; 

(e) Reclassifies to profit or loss, or transfer 
directly to retained earnings if required by 
other PSAKs, the amount recognized in other 
comprehensive income in relation to the 
subsidiary; 

(f)  Recognizes any resulting difference as a gain 
or loss attributable to the parent. 

   
2.d. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali  2.d. Business Combination of Entities Under 

Common Control  
Transaksi kombinasi bisnis entitas 
sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang 
dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-
entitas yang berada dalam suatu kelompok 
usaha yang sama, bukan merupakan 
perubahan kepemilikan dalam arti substansi 
ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak 
dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Grup 
secara keseluruhan ataupun bagi entitas 
individual dalam Grup. 

 Business combination of entities under common 
control transactions, such as transfers of 
business conducted within the framework of the 
reorganization of the entities that are in the 
same group, not a change of ownership in terms 
of economic substance, so that the transaction 
can not result in a gain or loss for the Group as 
a whole or the individual entity within the Group. 

   
Karena transaksi restrukturisasi antara entitas 
sepengendali tidak mengakibatkan perubahan 
substansi ekonomi pemilikan atas aset, 
liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan 
lainnya yang dipertukarkan, maka aset ataupun 
liabilitas yang pemilikannya dialihkan (dalam 
bentuk hukumnya) dicatat sesuai dengan nilai 
buku seperti penggabungan usaha berdasarkan 
metode penyatuan kepemilikan. 

 Due to business combination transactions of 
entities under common control does not lead to 
change in economic substance of ownership on 
the exchanged asset, liability, shares or other 
ownership instrument, then the transferred aset 
or liability (in its legal form) is recorded at its 
carrying amount as well as a business 
combination under the pooling of interest 
method. 

   
Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi 
bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih 
antara jumlah imbalan yang dialihkan dan 
jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi 
bisnis entitas sepengendali di ekuitas dalam 
akun tambahan modal disetor. 

 An entity that receives the business, in a 
business combination of entities under common 
control, recognizes the difference between the 
amount of the consideration transferred and the 
carrying amount of each transaction is a 
business combination of entities under common 
control in equity under additional paid in capital. 

   
Bila entitas yang menerima bisnis kemudian 
melepas entitas bisnis yang sebelumnya 
diperoleh, akun tambahan modal disetor yang 

 If the entity that received the business, 
subsequently disposes the business entity 
acquired previously, the additional paid-in 
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dicatat sebelumnya, tidak dapat diakui sebagai 
laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke 
saldo laba. 

capital recorded before, can not be recognized 
as a realized gain or loss nor reclassified to 
retained earnings. 

   
2.e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing  2.e. Foreign Currency Transactions and Balances 

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap 
entitas di dalam Grup mencatat dengan 
menggunakan mata uang dari lingkungan 
ekonomi utama di mana entitas beroperasi 
(“mata uang fungsional”). Mata uang fungsional 
Grup adalah Rupiah. 

 In preparing financial statements, each of the 
entities within the Group record by using the 
currency of the primary economic environment in 
which the entity operates (“the functional 
currency”). The functional currency of the Group 
is Rupiah. 

 
Transaksi-transaksi selama tahun berjalan 
dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah 
dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta 
asing pada tanggal transaksi. Pada akhir 
periode pelaporan, pos moneter dalam mata 
uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah 
menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah 
Bank Indonesia pada 31 Desember 2021 dan 
2020 sebagai berikut: 

 Transactions during the year in foreign 
currencies are recorded in Rupiah by applying to 
the foreign currency amount the spot exchange 
rate between Rupiah and the foreign currency at 
the date of transactions. At the end of reporting 
period, foreign currency monetary items are 
translated to Rupiah using the closing rate, ie 
middle rate of Bank of Indonesia at December 
31, 2021 and 2020 as follows: 

 
31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31,

2021 2020

1 Dolar Amerika Serikat USD (US Dollars) 14,269 14,105 1 United State Dollar (US Dollars)

 
Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos 
moneter dan dari penjabaran pos moneter 
dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi. 

 Exchange differences arising on the settlement 
of monetary items or on translating monetary 
items in foreign currencies are recognized in 
profit or loss. 

   
2.f. Transaksi dengan Pihak-pihak berelasi  2.f.  Transaction with Related Parties 

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang 
terkait dengan entitas pelapor: 

 A related party is a person or an entity that is 
related to the reporting entity: 

a) Orang atau anggota keluarga dekatnya 
mempunyai relasi dengan entitas pelapor 
jika orang tersebut: 

 a) A person or a close member of that person’s 
family is related to a reporting entity if that 
person: 

i. memiliki pengendalian atau pengendalian 
bersama atas entitas pelapor; 

 i. has control or joint control over the 
reporting entity;  

ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas 
pelapor; atau 

 ii. has significant influence over the 
reporting entity; or 

iii. merupakan personil manajemen kunci 
entitas pelapor atau entitas induk dari 
entitas pelapor. 

 iii. is a member of the key management 
personnel of the reporting entity or of a 
parent of the reporting entity. 

   
b) Suatu entitas berelasi dengan entitas 

pelapor jika memenuhi salah satu hal 
berikut: 

 b) An entity is related to the reporting entity if 
any of the following conditions applies: 

i. Entitas dan entitas pelapor adalah 
anggota dari kelompok usaha yang sama 
(artinya entitas induk, entitas anak, dan 
Entitas Anak berikutnya saling berelasi 
dengan entitas lain); 

 i. The entity and the reporting entity are 
members of the same group (which 
means that each parent, subsidiary and 
fellow subsidiary is related to the others); 
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ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau 
ventura bersama dari entitas lain (atau 
entitas asosiasi atau ventura bersama 
yang merupakan anggota suatu 
kelompok usaha, yang mana entitas lain 
tersebut adalah anggotanya); 

 ii. One entity is an associate or joint venture 
of the other entity (or an associate or joint 
venture of a member of a group of which 
the other entity is a member); 

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura 
bersama dari pihak ketiga yang sama; 

 iii. Both entities are joint ventures of the 
same third party; 

iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari 
entitas ketiga dan entitas yang lain 
adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga; 

 iv. One entity is a joint venture of a third 
entity and the other entity is an associate 
of the third entity; 

v. Entitas tersebut adalah suatu program 
imbalan pascakerja untuk imbalan kerja 
dari salah satu entitas pelapor atau 
entitas yang terkait dengan entitas 
pelapor. Jika entitas pelapor adalah 
entitas yang menyelenggarakan program 
tersebut, maka entitas sponsor juga 
berelasi dengan entitas pelapor; 

 v. The entity is a post-employment benefit 
plan for the benefit of employees of either 
the reporting entity, or an entity related to 
the reporting entity. If the reporting entity 
is itself such a plan, the sponsoring 
employers are also related to the 
reporting entity; 

vi. Entitas yang dikendalikan atau 
dikendalikan bersama oleh orang yang 
diidentifikasi dalam huruf (a);  

 vi. The entity is controlled or jointly 
controlled by a person identified in (a);  

vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) 
(i) memiliki pengaruh signifikan atas 
entitas atau personil manajemen kunci 
entitas (atau entitas induk dari entitas); 
atau 

viii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) 
(i) memiliki pengaruh signifikan atas 
entitas atau merupakan personil 
manajemen kunci entitas (atau entitas 
induk dari entitas). 

 vii. A person identified in (a) (i) has 
significant influence over the entity or is a 
member of the key management 
personnel of the entity (or a parent of the 
entity); or 

viii. A person identified in (a) (i) has 
significant influence over the entity or is 
a member of the key management 
personnel of the entity (or a parent of the 
entity). 

   
Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan 
dengan pihak berelasi diungkapkan dalam 
Catatan yang relevan. 

 All significant transactions and balances with 
related parties are disclosed in the relevant 
Notes. 

   
2.g. Kas dan Setara Kas  2.g. Cash and Cash Equivalents 

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara 
kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka 
yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan 
atau kurang pada saat penempatan yang tidak 
digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi 
penggunaannya. 

 For cash flow presentation purposes, cash and 
cash equivalents consist of cash in hand and in 
banks and and time deposits with maturity 
periods of three months or less at the time of 
placement that are not used as collateral or are 
not restricted. 

   
2.h. Instrumen Keuangan  2.h. Financial Instrument 

Pengakuan dan Pengukuran Awal  Initial Recognition and Measurement 
Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas 
keuangan dalam laporan posisi keuangan jika 
dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak 
dalam ketentuan pada kontrak instrumen 
tersebut. Pada saat pengakuan awal aset 
keuangan atau liabilitas keuangan, Grup 
mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset 
keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur 

 The Group recognizes a financial asset or a 
financial liability in the statement of financial 
position when, and only when, it becomes a party 
to the contractual provisions of the instrument. At 
initial recognition, the Group measures all 
financial assets and financial liabilities at its fair 
value. In the case of financial asset or financial 
liability not at fair value through profit or loss, fair 
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dalam nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar 
tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya 
transaksi yang dapat diatribusikan secara 
langsung dengan perolehan atau penerbitan 
aset keuangan atau liabilitas keuangan 
tersebut. 

value plus or minus with the transaction costs 
that are directly attributable to the acquisition or 
issue of the financial asset or financial liability. 

   
Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan 
dengan perolehan aset keuangan dan 
penerbitan liabilitas keuangan yang 
diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba 
rugi dibebankan segera. 

 Transaction costs incurred on acquisition of a 
financial asset and issue of a financial liability 
classified atfair value through profit or loss are 
expense immediately. 

   
Komponen liabilitas pada instrumen keuangan 
majemuk diakui pada awalnya sebesar nilai 
wajar liabilitas yang serupa yang tidak memiliki 
opsi konversi ekuitas. Komponen ekuitas diakui 
pada awalnya sebesar selisih antara nilai wajar 
instrumen keuangan majemuk secara 
keseluruhan dan nilai wajar komponen liabilitas. 
Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara 
langsung dialokasikan pada komponen liabilitas 
dan ekuitas sesuai dengan proporsi nilai 
tercatat awalnya. 

 The liability component of compound financial 
instrument is recognized initially at the fair value 
of a similar liability that does not have an equity 
conversion option. The equity component is 
recognized initially as the difference between the 
fair value of the compound financial instrument 
as a whole and the fair value of the liability 
component. Any directly attributable transaction 
costs are allocated to the liability and equity 
components in proportion to their initial carrying 
amounts. 

   
Pengukuran selanjutnya aset keuangan  Subsequent measurement of financial assets 
Pada saat pengakuan awal, aset keuangan 
diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai 
berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya 
perolehan yang diamortisasi, aset keuangan 
yang diukur pada nilai wajar melalui 
penghasilan komprehensif lain, aset keuangan 
yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. 

 At initial recognition, financial assets are 
classified in the three categories as follows: 
financial assets at amortized costs, financial 
assets at fair value through other comprehensive 
income, and financial assets at fair value through 
profit or loss. 

   
i. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya 

Perolehan Diamortisasi 
 i. Financial Assets Measured at  Amortized 

Costs 
Aset keuangan dapat diukur dengan biaya 
perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi 
kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan 
sebagai FVTPL: 

 A financial asset is measured at amortized 
cost only if it meets both of the following 
conditions and it is not designated as at 
FVTPL: 

(i) Aset keuangan dikelola dalam model 
bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset 
keuangan untuk tujuan mendapatkan 
arus kas kontraktual (held to collect); dan 

(ii) Kriteria kontraktual dari aset keuangan 
yang pada tanggal tertentu menghasilkan 
arus kas yang merupakan pembayaran 
pokok dan bunga semata (SPPI) dari 
jumlah pokok terutang. 

 (i) The financial assets is held within a 
business model whose objective is to 
hold the asset to collect contractual cash 
flows (held to collect); and 

(ii) Its contractual terms give rise on 
specified dates to cash flows that are 
solely payments of principal and interest 
(SPPI) on the principal amount 
outstanding. 

   
Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang 
diakui pada awal pengakuan dikurangi 
dengan pembayaran pokok, kemudian 
dikurangi atau ditambah dengan jumlah 
amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah 

 The financial asset is measured at the amount 
recognized at initial recognition minus 
principal repayments, plus or minus  
the cumulative amortization of any difference 
between that initial amount and the maturity 
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pengakuan awal dengan jumlah pada saat 
jatuh tempo, dan penurunan nilainya. 

amount, and any loss allowance. 

   
Pendapatan keuangan dihitung dengan 
metode menggunakan suku bunga efektif 
dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai 
wajar diakui di laba rugi ketika aset 
dihentikan atau direklasifikasi. 

 Interest income is calculated using the 
effective interest method and is recognized in 
profit or loss. Changes in fair value are 
recognized in profit and loss when the asset is 
derecognized or reclassified. 

   
Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi 
aset keuangan yang diukur pada biaya 
perolehan diamortisasi dapat dijual ketika 
terdapat peningkatan risiko kredit. 
Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan 
namun jumlah penjualan tersebut harus tidak 
signifikan jumlahnya atau tidak sering. 

 Financial assets classified to amortized cost 
may be sold where there is an increase in 
credit risk. Disposals for other reasons are 
permitted but such sales should be 
insignificant in value or infrequent in nature. 

   
ii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai 

Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif 
Lain (“FVTOCI”) 

iii.  ii. Financial Assets Measured at Fair Value 
Through Other Comprehensive Income 
(“FVTOCI”) 

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika 
kedua kondisi berikut terpenuhi: 

 The financial assets are measured at FVTOCI 
if these conditions are met: 

(i) aset keuangan dikelola dalam model 
bisnis yang tujuannya akan terpenuhi 
dengan mendapatkan arus kas 
kontraktual dan menjual aset keuangan; 
dan 

(ii) persyaratan kontraktual dari aset 
keuangan tersebut memberikan hak 
pada tanggal tertentu atas arus kas yang 
semata dari pembayaran pokok dan 
bunga (solely payments of principal and 
interest - SPPI) dari jumlah pokok 
terutang. 

 (i) the financial asset is held within a 
business model whose objective is 
achieved by both collecting contractual 
cash flows and selling the financial asset; 
and 

(ii) the contractual cash flows of the financial 
asset give rise to payments on specified 
dates that are solely payments of 
principal and interest (“SPPI”) on the 
principal amount outstanding. 

   
Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai 
wajar, dimana keuntungan atau kerugian 
diakui dalam penghasilan komprehensif lain, 
kecuali untuk kerugian akibat penurunan 
nilai dan keuntungan atau kerugian akibat 
perubahan kurs, diakui pada laba rugi. 
Ketika aset keuangan tersebut dihentikan 
pengakuannya atau direklasifikasi, 
keuntungan atau kerugian kumulatif yang 
sebelumnya diakui dalam penghasilan 
komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas 
ke laba rugi sebagai penyesuaian 
reklasifikasi. 

 The financial assets are measured at fair 
value. The changes in fair value are 
recognized initially in other comprehensive 
income (OCI), except for impairment gains 
and losses, and a portion of foreign exchange 
gains and losses, are recognized in profit or 
loss. When the asset is derecognized or 
reclassified, changes in fair value previously 
recognized in other comprehensive income 
and accumulated in equity are reclassified 
from equity to profit or loss as a 
reclassification adjustment. 

   
iii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai 

Wajar Melalui Laba Rugi (“FVTPL”) 
 iii. Financial Assets Measured at Fair Value 

Through Profit or Loss (“FVTPL”) 
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL 
adalah aset keuangan yang tidak memenuhi 
kriteria untuk diukur pada biaya perolehan 
diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI. 

 Financial assets measured at FVTPL are 
those which do not meet both criteria for 
neither amortized costs nor FVTOCI. 
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Setelah pengakuan awal, aset keuangan 
yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai 
wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang 
timbul dari perubahan nilai wajar aset 
keuangan diakui dalam laba rugi. 

 After initial recognition, FVTPL financial 
assets are measured at fair value. The 
changes in fair value are recognized in profit 
or loss. 

   
Aset keuangan berupa derivatif dan investasi 
pada instrumen ekuitas tidak memenuhi 
kriteria untuk diukur pada biaya perolehan 
diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada 
FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. 
Namun demikian, Grup dapat menetapkan 
pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat 
pengakuan awal atas investasi pada 
instrumen ekuitas yang bukan untuk 
diperjualbelikan dalam waktu dekat (held for 
trading) untuk diukur pada FVTOCI. 

 Financial assets in form of derivatives and 
investment in equity instrument are not 
eligible to meet both criteria for amortized 
costs or fair value through other 
comprehensive income FVTOCI. Hence, 
these are measured at fair value through 
profit or loss FVTPL. Nonetheless, the Group 
may irrevocably designated an investment in 
an equity instrument which is not held for 
trading in any time soon as FVTOCI. 

   
Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan 
 

 Subsequent measurement of financial 
liabilities 

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas 
keuangan sehingga setelah pengakuan awal 
liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan 
diamortisasi, kecuali: 

 The Group shall classify all financial liabilities as 
subsequently measured at amortised cost, 
except for: 

(a) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui 
laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk 
derivatif yang merupakan liabilitas, 
selanjutnya akan diukur pada nilai wajar; 

(b) Liabilitas keuangan yang timbul ketika 
pengalihan aset keuangan yang tidak 
memenuhi kualifikasi penghentian 
pengakuan atau ketika pendekatan 
keterlibatan berkelanjutan diterapkan; 

(c) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen 
untuk menyediakan pinjaman dengan suku 
bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan 
awal, penerbit kontrak dan penerbit 
komitment selanjutnya mengukur kontrak 
tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi 
antara: 
(i) Jumlah penyisihan kerugian; dan 
(ii) Jumlah yang pertama kali diakui 

dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah 
kumulatif dari penghasilan yang diakui 
sesuai dengan prinsip PSAK 72; 

(d) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak 
pengakusisi dalam kombinasi bisnis Ketika 
PSAK 22 diterapkan. Imbalan kontijensi 
selanjutnya diukur pada nilai wajar dan 
selisihnya dalam laba rugi. 

 (a) financial liabilities at fair value through profit or 
loss. Such liabilities, including derivatives that 
are liabilities, shall be subsequently measured 
at fair value; 

(b) financial liabilities that arise when a transfer of 
a financial asset does not qualify for 
derecognition or when the continuing 
involvement approach applies; 

 
(c) financial guarantee contracts and 

commitments to provide a loan at a 
below‑ market interest rate. After initial 
recognition, an issuer of such a contract and 
an issuer of such a commitment shall 
subsequently measure it at the higher of: 
 

(i) the amount of the loss allowance; and 
(ii) the amount initially recognised  less, when 

appropriate, the cumulative amount of 
income recognised in accordance with the 
principles of PSAK 72; 

(d) contingent consideration recognised by an 
acquirer in a business combination to which 
PSAK 22 applies. Such contingent 
consideration shall subsequently be 
measured at fair value with changes 
recognised in profit or loss. 

   
Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat 
penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur 

 An entity may, at initial recognition, the Group 
irrevocably designate a financial liability as 
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liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba 
rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika 
penetapan akan menghasilkan informasi yang 
lebih relevan, karena: 

measured at fair value through profit or loss 
when permitted by the standard or when doing so 
results in more relevant information, because 
either: 

(a) mengeliminasi atau mengurangi secara 
signifikan inkosistensi pengukuran atau 
pengakuan (kadang disebut sebagai 
“accounting mismatch”) yang dapat timbul 
dari pengukuran aset atau liabilitas atau 
pengakuan keuntungan dan kerugian atas 
aset atau liabilitas dengan dasar yang 
berbeda beda; atau; 

(b) sekelompok liabilitas keuangan atau aset 
keuangan dan liabilitas keuangan dikelola 
dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai 
wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi 
investasi yang terdokumentasi, dan informasi 
dengan dasar nilai wajar dimaksud atas 
kelompok tersebut disediakan secara internal 
untuk personil manajemen kunci Grup. 

 (a) it eliminates or significantly reduces a 
measurement or recognition inconsistency 
(sometimes referred to as ‘an accounting 
mismatch’) that would otherwise arise from 
measuring assets or liabilities or recognising 
the gains and losses on them on different 
bases; or 
 

(b) a group of financial liabilities or financial 
assets and financial liabilities is managed and 
its performance is evaluated on a fair value 
basis, in accordance with a documented risk 
management or investment strategy, and 
information about the group is provided 
internally on that basis to the Group’s key 
management personnel. 

   
Penurunan Nilai Aset Keuangan  Impairment of Financial Assets 
Aset keuangan dinilai apakah terdapat indikasi 
penurunan nilai pada setiap akhir periode 
pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya 
apabila terdapat bukti obyektif sebagai akibat 
adanya satu atau lebih peristiwa yang terjadi 
setelah pengakuan awal aset keuangan 
tersebut dan dilakukan estimasi terhadap arus 
kas masa depan dari investasi tersebut yang 
akan terdampak. 

 Financial assets are assessed for indicators of 
impairment at the end of each reporting date. 
Financial assets are impaired where there is 
objective evidence that, as a result of one or 
more events that occurred after the initial 
recognition of the financial asset and the 
estimated future cash flows of the investment 
have been affected. 

   
Grup mengakui penyisihan kerugian untuk aset 
keuangan yang diukur pada biaya perolehan 
diamortisasi. 

 The Group recognize expected credit loss for its 
financial assets measured at amortized cost. 

   
Pada setiap tanggal pelaporan, Grup  mengukur 
penyisihan kerugian instrumen keuangan 
sejumlah kerugian kredit ekspektasian 
sepanjang umurnya jika risiko kredit atas 
instrumen keuangan tersebut telah meningkat 
secara signifikan sejak pengakuan awal. 

 At the end of each reporting date, the Group 
calculates any impairment provision in financial 
instruments based on its lifetime expected credit 
loss if the credit risk of the financial instruments 
has increased significantly since its initial 
recognition. 

   

Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan 
tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak 
pengakuan awal, maka Grup mengakui 
sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. 

 However, if credit risk has not increased 
significantly since initial recognition, then  
a 12 month expected credit loss (stage 1) is 
recognized. 

   

Grup menerapkan metode yang 
disederhanakan untuk mengukur kerugian 
kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang 
usaha dan aset kontrak tanpa komponen 
pendanaan yang signifikan. 

 The Group applied a simplified approach to 
measure such expected credit loss for trade 
receivables and contract assets without 
significant financing component. 

   

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar 
ketika pihak ketiga tidak mampu membayar 

 The Group considers a financial asset to be in 
default when the counterparty is unlikely to pay 
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kewajiban kreditnya kepada Grup secara 
penuh. Periode maksimum yang 
dipertimbangkan ketika memperkirakan 
kerugian kredit ekspektasian adalah periode 
maksimum kontrak dimana Grup terekspos 
terhadap risiko kredit. 

its credit obligations to the Group in full. The 
maximum period considered when estimating 
expected credit loss is the maximum contractual 
period over which the Group is exposed to credit 
risk. 

   

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang 
jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk 
aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang 
penyisihan kerugiannya diakui dalam 
penghasilan komprehensif lain. Sedangkan 
jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau 
pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba 
rugi, sebagai keuntungan atau kerugian 
penurunan nilai. 

 Impairment losses are recognized as a deduction 
in financial assets’ carrying amount, except for 
financial assets measured at FVTOCI where its 
impairment is recognized in other comprehensive 
income. The expected credit loss (or recovery of 
credit loss) is recognized in profit or loss, as 
gains or losses of financial asset impairment. 

   

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari 
instrumen keuangan dilakukan dengan suatu 
cara yang mencerminkan: 

 The expected credit loss of financial intruments 
are conducted by a means which reflect: 

(i) jumlah yang tidak bias dan rata-rata 
probabilitas tertimbang yang ditentukan 
dengan mengevaluasi serangkaian 
kemungkinan yang dapat terjadi; 

 (i) an unbiased and probability-weighted 
amount that reflects a range of possible 
outcomes; 

(ii) nilai waktu uang; dan  (ii) time value of money; and 
(iii) informasi yang wajar dan terdukung yang 

tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan 
pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa 
masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan 
kondisi ekonomi masa depan. 

 (iii) reasonable and supportable information that 
is available without undue cost or effort 
about past events, current conditions and 
forecasts of future conditions. 

   

Aset keuangan dapat dianggap tidak 
mengalami peningkatan risiko kredit secara 
signifikan sejak pengakuan awal jika aset 
keuangan memiliki risiko kredit yang rendah 
pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada 
instrumen keuangan dianggap rendah ketika 
aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal 
bayar yang rendah, peminjam memiliki 
kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban 
arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu 
dekat dan memburuknya kondisi ekonomik dan 
bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, 
namun tidak selalu, menurunkan kemampuan 
peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas 
kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset 
keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup 
dapat menggunakan peringkat risiko kredit 
internal atau penilaian eksternal. Misal, aset 
keuangan dengan peringkat “investment grade” 
berdasarkan penilaian eksternal merupakan 
instrumen yang memiliki risiko kredit yang 
rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan 
risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan 
awal. 

 Financial assets may be considered to not having 
significant increase in credit risk since initial 
recognition if the financial assets have a low 
credit risk at the reporting date. Credit risk on 
financial instrument may be considered be low if 
there is a low risk of default, the borrower has a 
strong capacity to meet its contractual cash flow 
obligations in the near term and adverse changes 
in economic and business conditions in the 
longer term may, but will not necessarily, reduce 
the ability of the borrower to fulfil its contractual 
cash flow obligations. To determine whether a 
financial asset has a low credit risk, the Group 
may use internal credit risk rating or external 
assessment. For example, a financial asset with 
‘investment grade’ according to external 
assessment has a low credit risk rating, thus it 
does not experience an increase in significant 
credit risk since initial recognition. 
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Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas 
Keuangan 

 Derecognition of Financial Assets and 
Liabilities 

Aset Keuangan  Financial assets 
Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, 
jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus 
kas yang berasal dari aset keuangan berakhir 
atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk 
menerima kas yang berasal dari aset keuangan 
atau tetap memiliki hak kontraktual untuk 
menerima kas tetapi juga menanggung 
kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas 
yang diterima tersebut kepada satu atau lebih 
pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika 
Grup secara substansial mengalihkan seluruh 
risiko dan manfaat atas kepemilikan aset 
keuangan, maka Grup menghentikan 
pengakuan aset keuangan dan mengakui 
secara terpisah sebagai aset atau liabilitas 
untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul 
atau yang masih dimiliki dalam pengalihan 
tersebut. Jika Grup secara substansial tidak 
mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko 
dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan 
tersebut dan masih memiliki pengendalian, 
maka Grup mengakui aset keuangan sebesar 
keterlibatan berkelanjutan dengan aset 
keuangan tersebut. Jika Grup secara 
substansial masih memiliki seluruh risiko dan 
manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka 
Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut. 

 The Group derecognizes a financial asset, if and 
only if, the contractual rights to the cash flows 
from the financial asset expired or the Group 
transfers the contractual rights to receive the 
cash flows of the financial asset or retains the 
contractual rights to receive the cash flows but 
assumes a contractual obligation to pay the cash 
flows to one or more recipients in an 
arrangement. If the Group transfers substantially 
all the risks and benefits of ownership of the 
financial asset, the Group derecognizes the 
financial asset and recognize separately as asset 
or liabilities any rights and obligation created or 
retained in the transfer. If the Group neither 
transfers nor retains substantially all the risks and 
benefits of ownership of the financial asset and 
has retained control, the Group continues to 
recognizes the financial asset to the extent of its 
continuing involvement in the financial asset. If 
the Group retains substantially all the risks and 
benefits of ownership of the financial asset, the 
Group continues to recognize the financial asset. 

   
Grup melakukan transaksi dengan mana ia 
mentransfer aset yang diakui dalam laporan 
posisi keuangannya, tetapi tetap memiliki 
semua atau secara substansial semua risiko 
dan manfaat dari aset yang ditransfer. Dalam 
kasus ini, aset yang ditransfer tidak dihentikan 
pengakuannya. 
 

 The Group enters into transactions whereby it 
transfers assets recognised in its statement of 
financial position, but retains either all or 
substantially all of the risks and rewards of the 
transferred assets. In these cases, the 
transferred assets are not derecognised. 

Liabilitas keuangan  Financial liabilities 
Grup menghentikan pengakuan liabilitas 
keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas 
keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika 
kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak 
dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. 

 The Group removes a financial liability from its 
statement of financial position if, and only if, it is 
extinguished, i.e. when the obligation specified in 
the contract is discharged or cancelled or 
expired. 

   
Saat penghentian pengakuan aset keuangan 
secara keseluruhan, selisih antara jumlah 
tercatat aset dan jumlah pembayaran dan 
piutang yang diterima dan keuntungan atau 
kerugian kumulatif yang telah diakui dalam 
penghasilan komprehensif lain dan 
terakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke 
laba rugi. 

 On derecognition of a financial asset in its 
entirety, the difference between the assets 
carrying amount and the sum of the 
consideration received and receivable and the 
cumulative gain or loss that had been recognized 
in other comprehensive income and accumulated 
in equity is reclassified to profit or loss. 
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Saat penghentian pengakuan aset keuangan 
terhadap satu bagian saja Grup 
mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya 
dari aset keuangan tersebut pada bagian yang 
tetap diakui berdasarkan keterlibatan 
berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui 
berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian 
tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara 
jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian 
yang tidak lagi diakui dan jumlah dari 
pembayaran yang diterima untuk bagian yang 
tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau 
kerugian kumulatif yang dialokasikan pada 
bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang 
sebelumnya telah diakui dalam penghasilan 
komprehensif lain diakui pada laba rugi. 
Keuntungan dan kerugian kumulatif yang 
sebelumnya diakui dalam penghasilan 
komprehensif lain dialokasikan pada bagian 
yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan 
pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif 
kedua bagian tersebut. 

 On derecognition of a financial asset other than 
in its entirety  the Group allocate the previous 
carrying amount of the financial asset between 
the part they continue to recognize under 
continuing involvement and the part they no 
longer recognize on the basis of the relative fair 
values of those parts on the date of the transfer. 
The difference between the carrying amount 
allocated to the part that is no longer recognized 
and the sum of the consideration received for the 
part no longer recognized and any cumulative 
gain or loss allocated to it that had been 
recognized in other comprehensive income is 
recognized in profit or loss. A cumulative gain or 
loss that had been recognized in other 
comprehensive income is allocated between the 
part that continues to be recognized and the part 
that is no longer recognized on the basis of the 
relative fair values of those parts. 

   
Metode Suku Bunga Efektif  The Effective Interest Method 
Metode suku bunga efektif adalah metode yang 
digunakan untuk menghitung biaya perolehan 
diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan 
(atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) 
dan metode untuk mengalokasikan pendapatan 
bunga atau beban bunga selama periode yang 
relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga 
yang secara tepat mendiskontokan estimasi 
pembayaran atau penerimaan kas masa depan 
selama perkiraan umur dari instrumen 
keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan 
periode yang lebih singkat untuk memperoleh 
jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau 
liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku 
bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas 
dengan mempertimbangkan seluruh 
persyaratan kontraktual dalam instrumen 
keuangan tersebut, seperti pelunasan 
dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi 
tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa 
depan. Perhitungan ini mencakup seluruh 
komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau 
diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dari suku 
bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh 
premium atau diskonto lain. 

 The effective interest method is a method of 
calculating the amortized cost of a financial asset 
or a financial liability (or group of financial assets 
or financial liabilities) and allocating of the 
interest income or interest expense over the 
relevant period. The effective interest rate is the 
rate that exactly discount estimated future cash 
payments or receipts through the expected life of 
the financial instrument or, when appropriate, a 
shorter period to the net carrying amount of the 
financial asset or financial liability. When 
calculating the effective interest rate, the Group 
estimates cash flows considering all contractual 
terms of the financial instrument, for example, 
prepayment, call and similar option, but shall not 
consider future credit losses. The calculation 
includes all fees and points paid or received 
between parties to the contract that are an 
integral part of the effective interest rate, 
transaction costs, and all other premiums or 
discounts. 

   
Reklasifikasi  Reclassification 
Grup dapat mereklasifikasi seluruh aset 
keuangan jika dan hanya jika, terjadi perubahan 
model bisnis. 

 Group can reclassify all its financial assets if and 
only if, a change in the business model. 
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Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, 
maka Grup menerapkan reklasifikasi secara 
prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak 
menyajikan kembali keuntungan, kerugian 
(termasuk keuntungan atau kerugian penurunan 
nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya. 

 If the Group reclassifies a financial asset, it is 
required to apply the reclassification 
prospectively from the reclassification date. 
Previously recognized gains, losses (including 
impairment gains or losses) or interest are not 
restated. 

   

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan 
keluar dari kategori pengukuran biaya 
perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTPL, 
nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. 
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari 
selisih antara biaya perolehan diamortisasi 
sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan 
diakui dalam laba rugi. Pada saat Grup 
melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari 
aset keuangan kategori FVTPL menjadi 
kategori pengukuran biaya perolehan 
diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal 
reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang 
baru.  

 When the Group reclassifies its financial asset 
out of the amortized cost into fair value through 
profit or loss, then its fair value is measured at 
reclassification date. Any gains or losses resulted 
from the difference between previous amortized 
cost and its fair value is recognized in profit or 
loss. Otherwise, if the Group reclassifies its 
financial asset from FVTPL into amortized cost, 
then its fair value at the date of reclassification 
becomes new gross carrying amount. 

   

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan 
keluar dari kategori pengukuran biaya 
perolehan diamortisasi menjadi kategori 
FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal 
reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang 
timbul dari selisih antara biaya perolehan 
diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset 
keuangan diakui dalam penghasilan 
komprehensif lain. Suku bunga efektif dan 
pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak 
disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. 
Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan 
sebaliknya, yaitu keluar dari kategori FVTOCI 
menjadi kategori pengukuran biaya perolehan 
diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada 
nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan 
tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang 
sebelumnya diakui dalam penghasilan 
komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan 
disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan 
pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada 
tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur 
seperti halnya jika aset keuangan tersebut 
selalu diukur pada biaya perolehan 
diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi 
penghasilan komprehensif lain tetapi tidak 
memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan 
merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku 
bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit 
ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat 
dari reklasifikasi. 
 

 When the Group reclassifies its financial asset 
out of the amortized cost into fair value through 
other comprehensive income, its fair value is 
measured at the reclassification date. Any gains 
or losses resulted from the difference between 
previous amortized cost and fair value is 
recognized in other comprehensive income. 
Effective interest rate and expected credit loss 
measurement are not adjusted as a result of the 
reclassification. Otherwise, when the Group 
reclassifies its financial asset out of the fair value 
through other comprehensive income into 
amortized cost, the financial asset is reclassified 
by its fair value at the reclassification date. 
However, any cumulative gains or losses 
previously recognized in other comprehensive 
income are omitted from equity and adjusted to 
the financial asset’s fair value at the date of 
reclassification. Consequently, at the 
reclassification date, the financial asset is 
measured the same way as if it were amortized 
cost. This adjustment affects other 
comprehensive income but not profit or loss,  
and hence it is not a reclassification adjustment. 
Effective interest rate and expected credit loss 
are no longer adjusted as a result of the 
reclassification. 

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan 
keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi 

 When the Group reclassifies its financial asset 
out of the fair value through profit or loss into fair 
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kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan 
tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, 
ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan 
keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori 
pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur 
pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian 
kumulatif yang sebelumnya diakui di 
penghasilan komprehensif lain direklasifikasi 
dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian 
reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi. 

value through other comprehensive income, the 
financial asset is measured at its fair value. 
Similarly, when the Group reclassifies its financial 
asset out of the fair value through other 
comprehensive income into fair value through 
profit or loss, the financial asset is measured at 
its fair value. Any gains or losses previously 
recognized in other comprehensive income are 
reclassified out of the equity to profit or loss as a 
reclassification adjustment at the date of 
reclassification. 

   
Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas 
Keuangan 

 Offsetting a Financial Asset and a Financial 
Liability 

Aset keuangan dan liabilitas keuangan 
disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup 
saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan 
secara hukum untuk melakukan saling hapus 
atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan 
berintensi untuk menyelesaikan secara neto 
atau untuk merealisasikan aset dan 
menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. 

 A financial asset and financial liability shall be 
offset, if and only if, the Group currently has a 
legally enforceable right to set off the recognized 
amount; and intends either to settle on a net 
basis, or to realize the asset and settle the 
liability simultaneously. 

   
Pengukuran Nilai Wajar  Fair Value Measurement 
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima 
untuk menjual suatu aset atau harga yang akan 
dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas 
dalam transaksi teratur antara pelaku pasar 
pada tanggal pengukuran. 

 Fair value is the price that would be received to 
sell an asset or paid to transfer a liability in an 
orderly transaction between market participants 
at the measurement date. 

   
Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan 
diestimasi untuk keperluan pengakuan dan 
pengukuran atau untuk keperluan 
pengungkapan. 

 The fair value of financial assets and financial 
liabilities must be estimated for recognition and 
measurement or for disclosure purposes. 

   
Nilai wajar dikategorikan dalam tingkat yang 
berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar 
berdasarkan pada apakah input suatu 
pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi 
input terhadap keseluruhan pengukuran nilai 
wajar: 

 Fair values are categorized into different levels in 
a fair value hierarchy based on the degree to 
which the inputs to the measurement are 
observable and the significance of the inputs to 
the fair value measurement in its entirety: 

(i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di 
pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang 
identik yang dapat diakses pada tanggal 
pengukuran (Tingkat 1); 

(ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk 
dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk 
aset atau liabilitas, baik secara langsung 
maupun tidak langsung (Tingkat 2); 

(iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset 
atau liabilitas (Tingkat 3). 

 (i) Quoted prices (unadjusted) in active markets 
for identical assets or liabilities that can be 
accessed at the measurement date (Level 1); 
 

(ii) Inputs other than quoted prices included in 
Level 1 that are observable for the assets  
or liabilities, either directly or indirectly      
(Level 2); 

(iii) Unobservable inputs for the assets or 
liabilities (Level 3). 

   
Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, 
Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar 
yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset 
atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara 

 When measuring the fair value of an asset or a 
liability, the Group uses market observable data 
to the extent possible. If the fair value of an asset 
or a liability is not directly observable, the Group 
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langsung, Grup menggunakan teknik penilaian 
yang sesuai dengan keadaannya dan 
memaksimalkan penggunaan input yang dapat 
diobservasi yang relevan dan meminimalkan 
penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. 

uses valuation techniques that appropriate in the 
circumstances and maximizes the use of relevant 
observable inputs and minimizes the use of 
unobservable inputs. 

   
Perpindahan antara tingkat hirarki nilai wajar 
diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan 
di mana perpindahan terjadi. 

 Transfers between levels of the fair value 
hierarchy are recognized by the Group at the end 
of the reporting period during which the change 
occurred. 

   
2.i.  Biaya Dibayar di Muka  2.i.  Prepaid Expenses 

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama 
masa manfaatnya dengan menggunakan 
metode garis lurus. 

 Prepaid expenses are amortized over the 
periods benefitted by using the straight-line 
method. 

   
2.j.  Aset Tetap  2.j.  Property and Equipment 

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya 
perolehan yang meliputi harga perolehannya 
dan setiap biaya yang dapat diatribusikan 
langsung untuk membawa aset ke kondisi dan 
lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan 
sesuai intensi manajemen. 

 Property and equipment are initially recognized 
at cost, which comprises its purchase price and 
any cost directly attributable in bringing the 
assets to the location and condition necessary 
for it to be capable of operating in the manner 
intended by management. 

   
Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat 
mencakup estimasi awal biaya pembongkaran 
dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi 
aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika 
aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi 
penggunaan aset tetap selama periode tertentu 
untuk tujuan selain untuk memproduksi 
persediaan selama periode tersebut. 

 When applicable, the cost may also comprises 
the initial estimate of the costs of dismantling 
and removing the item and restoring the site on 
which it is located, the obligation for which an 
entity incurs either when the item is acquired or 
as a consequence of having used the item 
during a particular period for purposes other 
than to produce inventories during that period. 

   
Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali 
tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan 
dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi 
rugi penurunan nilai. 

 After initial recognition, property and equipment, 
except land, are carried at its cost less any  
accumulated depreciation, and any accumulated 
impairment losses. 

   
Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan 
tidak disusutkan. 

 Lands are recognized at its cost and are not 
depreciated. 

   
Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset 
tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud 
penggunaannya dan dihitung dengan 
menggunakan metode garis lurus berdasarkan 
estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai 
berikut:  

 Depreciation of property and equipment starts 
when its available for use and its computed by 
using straight-line method based on the 
estimated useful lives of assets as follows:  

 Tahun/Years   
Bangunan 15 Building 
Renovasi 4 - 10 Leasehold Improvements 
Peralatan Kantor, Perabotan dan  
   Kendaraan 

 
4 - 8 

Office Equipment, Furniture and Fixtures 
and Vehicle    

Jaringan Distribusi 5 - 15  Distribution Network  
Peralatan Base Transceiver Station (BTS) 8 Base Transceiver Station (BTS) Equipment 
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Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan 
pada operasi tahun berjalan pada saat 
terjadinya, sedangkan pemugaran dan 
penambahan dikapitalisasi. Nilai tercatat dari 
komponen yang diganti dihapusbukukan. 

The cost of repairs and maintenance is charged 
to operation as incurred while significant 
renovations and additions are capitalized. The 
carrying value of the part replaced was written-
off. 

   
Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan 
sebagai bagian aset tetap sebagai “Aset dalam 
Penyelesaian” dan dinyatakan sebesar biaya 
perolehannya. Semua biaya, yang terjadi 
sehubungan dengan konstruksi aset tersebut 
dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya 
perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya 
perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak 
termasuk setiap laba internal, jumlah tidak 
normal dari biaya pemborosan yang terjadi 
dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja 
atau sumber daya lain. 

 Self-constructed property and equipment are 
presented as part of the property and equipment 
under “Construction in Progress” and are stated 
at its cost. All costs incurred in relation with the 
construction of these assets are capitalized as 
part of the cost of assets in construction. Cost of 
assets in construction shall exclude any internal 
profits, cost of abnormal amounts of wasted 
material, labour, or other resources incurred. 

 

   
Akumulasi biaya perolehan yang akan 
dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap 
yang sesuai pada saat aset tersebut selesai 
dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan 
sejak beroperasi. 

 The accumulated costs will be transferred to the 
respective property and equipment items at the 
time the asset is completed or ready for use and 
are depreciated since the operation. 

   
Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan 
pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika 
tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa 
depan yang diharapkan dari penggunaan atau 
pelepasan. Keuntungan atau kerugian yang 
timbul dari penghentian pengakuan tersebut 
(yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah 
hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah 
tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada 
saat penghentian pengakuan tersebut 
dilakukan. 

 The carrying amount of an item of fixed assets 
is derecognized on disposal or when no future 
economic benefits are expected from its use or 
disposal. Any gain or loss arrising from 
derecognition (that determined as the difference 
between the net disposal proceeds, if any, and 
the carrying amount of the item) is included in 
profit or loss when item is derecognized. 

   
Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan 
penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai 
residu, metode penyusutan, dan sisa umur 
pemakaian berdasarkan kondisi teknis. 

 At the end of each reporting period, the Group 
made regular review of the useful lives, residual 
values, depreciation method and residual life 
based on the technical conditions. 

   
Pengukuran peralatan BTS menggunakan 
model revaluasi, yakni nilai wajar pada tanggal 
revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan 
akumulasi penurunan nilai setelah tanggal 
revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan 
keteraturan yang cukup reguler untuk 
memastikan bahwa jumlah tercatat tidak 
berbeda secara material dari jumlah yang 
ditentukan dengan menggunakan nilai wajar 
pada tanggal neraca. 

 For measurement of BTS equipment using 
revaluation model, being its fair value at the 
date of the revaluation less any subsequent 
accumulated depreciation and subsequent 
accumulated impairment losses. Revaluation 
are performed with sufficient regularity such that 
carrying amount does not differ materially from 
that which would be determined using fair 
values at the balance sheet date. 

   
Jika aset tetap direvaluasi, maka akumulasi 
penyusutan pada tanggal revaluasi 

 When an item of property and equipment is 
revalued, any accumulated depreciation at the 
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diperlakukan dengan salah satu cara dieliminasi 
terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah 
tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali 
sebesar jumlah revaluasiannya dari aset 
tersebut.  

date of the revaluation is treated in one of the 
following ways eliminated against the gross 
carrying amount of the asset and the net 
amount restated to the revalued amount of the 
asset. 

   

Jumlah penyesuaian yang timbul dari penyajian 
kembali atau eliminasi akumulasi penyusutan 
tersebut membentuk bagian kenaikan atau 
penurunan dalam jumlah tercatat. 

 The amount of the adjustment arising on the 
restatement or elimination of accumulated 
depreciation forms part of the increase or 
decrease in carrying amount. 

   

Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat 
revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam 
penghasilan komprehensif lain dan 
terakumulasi dalam ekuitas pada bagian 
surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan 
tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar 
jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat 
revaluasi yang pernah diakui sebelumnya 
dalam laba rugi. 

 If an asset’s carrying amount is increased as a 
result of a revaluation, the increase is 
recognized in other comprehensive income and 
accumulated in equity under the heading of 
revaluation surplus. However, the increase is 
recognized in profit or loss to the extent that it 
reverses a revaluation decrease of the same 
asset previously recognized in profit or loss. 

   

Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, 
maka penurunan tersebut diakui dalam laba 
rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut 
diakui dalam penghasilan komprehensif lain 
sepanjang tidak melebihi saldo surplus 
revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai 
yang diakui dalam penghasilan komprehensif 
lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi 
dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. 

 If an asset’s carrying amount is decreased as a 
result of a revaluation, the decrease is 
recognized in profit or loss. However, the 
decrease is recognized in other comprehensive 
income to the extent of any credit balance 
existing in the revaluation surplus in respect of 
that asset. The decrease recognized in other 
comprehensive income reduces the amount 
accumulated in equity under the heading of 
revaluation surplus. 

   

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang 
cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah 
tercatat tidak berbeda secara material dengan 
jumlah yang ditentukan dengan menggunakan 
nilai wajar pada akhir periode pelaporan. 

 Revaluations is made with sufficient regularity to 
ensure that the carrying amount does not differ 
materially from that which would be determined 
using fair value at the end of the reporting 
period. 

   

2.k.  Sewa  2.k. Leases 
Pada tanggal insepsi suatu kontrak, Grup 
menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau 
mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, 
atau mengandung sewa jika kontrak tersebut 
memberikan hak untuk mengendalikan 
penggunaan suatu aset identifikasian selama 
suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan 
imbalan.  

 At inception of a contract, the Group assesses 
whether a contract is, or contains, a lease. A 
contract is, or contains, a lease if the contract 
conveys the right to control the use of an 
identified asset for a period of time in exchange 
for consideration.  

 

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak 
untuk mengendalikan penggunaan aset 
identifikasian selama suatu jangka waktu, Grup 
menilai apakah salama periode penggunaan, 
Grup memiliki dua hal berikut: 

 To assess whether a contract conveys the right 
to control the use of an identified asset for a 
period of time, the Group shall assess whether, 
throughout the period of use, the Group has 
both of the following: 

(a) hak untuk mendapatkan secara subtansial 
seluruh manfaat ekonomik dari 
penggunaan aset identifikasian; dan  

(b) hak untuk mengarahkan penggunaan aset 
identifikasian, yaitu hanya jika:  

 (a) the right to obtain substantially all of the 
economic benefits from use of the identified 
asset; and  

(b) the right to direct the use of the identified 
asset, only if either: 



PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED 
KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued)                                                                                                           
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  As of December 31, 2021 and 2020  
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir And for the Years Ended 
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020     December 31, 2021 and 2020 
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan  (Expressed in Millions of Rupiah and 
Ribuan Mata Uang Asing, kecuali dinyatakan lain) Thousands Foreign Currencies, unless otherwise stated) 
 

   
Approval for Printing 31 Paraf: 

(i) Grup memiliki hak untuk mengarahkan 
bagaimana dan untuk tujuan apa  
aset digunakan selama periode 
penggunaan; atau 

(ii) keputusan yang relevan tentang 
bagaimana dan untuk tujuan apa aset 
digunakan telah ditentukan sebelumnya 
dan: 
• Grup memiliki hak mengoperasikan 

aset (atau mengarahkan pihak lain 
untuk mengoperasikan aset dengan 
cara yang telah ditentukan) selama 
periode penggunaan, tanpa 
pemasok memiliki hak untuk 
mengubah instruksi operasi 
tersebut; atau 

• Grup mendesain aset (atau aspek 
tertentu dari aset) dengan cara 
menetapkan sebelumnya 
bagaimana dan untuk tujuan apa 
aset akan digunakan selama 
periode penggunaan. 

(i) the Group has the right to direct how 
and for what purpose the asset is used 
throughout the period of use; or  
 

(ii) the relevant decisions about how and 
for what purpose the asset is used are 
predetermined and: 

 
• the Group has the right to operate 

the asset (or to direct others to 
operate the asset in a manner that it 
determines) throughout the period of 
use, without the supplier having the 
right to change those operating 
instructions; or 

 
• the Group designed the asset (or 

specific aspects of the asset) in a 
way that predetermines how and for 
what purpose the asset will be used 
throughout the period of use. 

   
Grup sebagai Lessee  Group as Lessee 
Pada tanggal permulaan, Grup mengakui aset 
hak-guna dan liabilitas sewa. 

 At the commencement date, the Group shall 
recognise a right-of-use asset and a lease 
liability. 

   
Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur 
aset hak-guna dengan menerapkan model 
biaya, yaitu biaya perolehan dikurangi 
akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian 
penurunan nilai, serta disesuaikan dengan 
pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hak-
guna disusutkan dengan menggunakan metode 
garis lurus. 

 After the commencement date, the Group shall 
measure the right-of-use asset applying a cost 
model, which is cost less accumulated 
depreciation and accumulated impairment 
losses, and adjusted for remeasurement of 
lease liabilities. Right-of-use asset depreciated 
using straight line method. 

   
Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset 
pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya 
perolehan aset hak-guna merefleksikan 
penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka 
penyewa menyusutkan aset hak-guna dari 
tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat 
aset pendasar, yang mengacu pada ketentuan 
masa manfaat aset tetap. Jika tidak, maka aset 
hak-guna disusutkan dari tanggal permulaan 
hingga tanggal yang lebih awal antara akhir 
umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa 
sewa. 

 If the lease transfers ownership of the 
underlying asset to the lessee by the end of the 
lease term or if the cost of the right-of-use asset 
reflects that the lessee will exercise a purchase 
option, the lessee shall depreciate the right-of-
use asset from the commencement date to the 
end of the useful life of the underlying asset, 
which refers to the terms of the useful life of the 
fixed asset. Otherwise, the lessee shall 
depreciate the right-of-use asset from the 
commencement date to the earlier of the end of 
the useful life of the right-of-use asset or the end 
of the lease term. 

   
Pada tanggal permulaan, Grup mengukur 
liablitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa 
yang belum dibayar pada tanggal tersebut. 
Pembayaran sewa didiskontokan dengan 

 At the commencement date, the Group shall 
measure the lease liability at the present value 
of the lease payments that are not paid at that 
date. The lease payments shall be discounted 



PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED 
KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued)                                                                                                           
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  As of December 31, 2021 and 2020  
Serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir And for the Years Ended 
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020     December 31, 2021 and 2020 
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan  (Expressed in Millions of Rupiah and 
Ribuan Mata Uang Asing, kecuali dinyatakan lain) Thousands Foreign Currencies, unless otherwise stated) 
 

   
Approval for Printing 32 Paraf: 

menggunakan suku bunga implisit dalam sewa, 
jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Jika 
suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, 
maka Grup menggunakan suku bunga pinjaman 
inkremental Grup. 

using the interest rate implicit in the lease, if that 
rate can be readily determined. If that rate 
cannot be readily determined, the Group shall 
use the Group’s incremental borrowing rate. 

   
Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur 
liablitas sewa dengan: 
a. meningkatkan jumlah tercatat untuk 

merefleksikan bunga atas liabilitas sewa; 
b. mengurangi jumlah tercatat untuk 

merefleksikan sewa yang telah dibayar; 
mengukur kembali jumlah tercatat untuk 
merefleksikan penilaian kembali atau 
modifikasi sewa atau untuk merefleksikan 
pembayaran sewa tetap secara substansi 
revisian. 

 After the commencement date, the Group shall 
measure the lease liability by: 
a. increasing the carrying amount to reflect 

interest on the lease liability; 
b. reducing the carrying amount to reflect the 

lease payments made; 
remeasuring the carrying amount to reflect 
any reassessment or lease modifications, or 
to reflect revised in-substance fixed lease 
payments. 

   
Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada 
perubahan pembayaran sewa masa depan 
yang timbul dari perubahan indeks atau suku 
bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas 
jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam 
jaminan nilai residual, atau jika Grup mengubah 
penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi 
beli, perpanjangan atau penghentian. 

 It is remeasured when there is a change in 
future lease payments arising from a change in 
an index or rate, if there is a change in the 
Group estimate of the amount expected to be 
payable under a residual value guarantee, or if 
the Group changes its assessment of whether it 
will exercise a purchase, extension or 
termination option. 

   
Ketika utang sewa diukur kembali dengan cara 
ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap 
jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat 
dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-
guna telah berkurang menjadi nol. 

 When the lease liability is remeasured in this 
way, a corresponding adjustment is made to the 
carrying amount of the right-of-use assets, or is 
recorded in profit or loss if the carrying amount 
of the right-of-use asset has been reduced to 
zero. 

   
Modifikasi sewa  Lease modification 
Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa 
terpisah jika: 
• Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa 

dengan menambahkan hak untuk 
menggunakan satu aset pendasar atau 
lebih; dan 

• Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah 
yang setara dengan harga tersendiri untuk 
peningkatan dalam ruang lingkup dan 
penyesuaian yang tepat pada harga 
tersendiri tersebut untuk merefleksikan 
kondisi kontrak tertentu. 
 

 The Group accounts for a lease modification as a 
separate lease if both: 
• The modification increases the scope of the 

lease by adding the right to use one or more 
underlying assets; and 
 

• The consideration for the lease increases by 
an amount commensurate with the stand-
alone price for the increase in scope and any 
appropriate adjustments to that stand-alone 
price to reflect the circumstances of the 
particular contract. 

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat 
sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif 
modifikasi sewa, Grup: 
• Mengukur kembali dan mengalokasikan 

imbalan kontrak modifikasian; 
• Menentukan masa sewa dari sewa 

modifikasian; 

 For a lease modification that is not accounted for 
as a separate lease, at the effective date of the 
lease modification, the Group: 
• Remeasure and allocate the consideration in 

the modified contract; 
• Determine the lease term of the modified 

lease; 
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• Mengukur kembali liabilitas sewa dengan 
mendiskontokan pembayaran sewa revision 
menggunakan tingkat diskonto revision 
berdasarkan sisa umur sewa dan sisa 
pembayaran sewa dengan melakukan 
penyesuaian terhadap aset hak-guna. 
Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai 
suku bunga pinjaman inkremental Grup 
pada tanggal efektif modifikasi; 

• Menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna 
untuk merefleksikan penghentian Sebagian 
atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi 
sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. 
Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba 
rugi yang terkait dengan penghentian 
sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; 
dan 

• Membuat penyesuaian terkait dengan asset 
hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa 
lainnya. 
 

• Remeasure the lease liability by discounting 
the revised lease payments using a revised 
discount rate on the basis of the remaining 
lease term and the remaining lease payment 
with a corresponding adjustment to the right-
of-use assets. The revised discount rate is 
determined as the Group’s incremental 
borrowing rate at the effective date of the 
modification; 

• Decrease the carrying amount of the right of- 
use asset to reflect the partial or full 
termination of the lease for lease 
modifications that decrease the scope of the 
lease. The Group recognize in profit or loss 
any gain or loss relating to the partial or full 
termination of the lease; and 
 

• Make a corresponding adjustment to the 
right-of-use asset for all other lease 
modifications. 

Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai 
rendah 

 Short-term leases and leases of low-value 
assets 

Grup telah memilih untuk tidak mengakui aset 
hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa aset 
bernilai rendah dan sewa jangka pendek. Grup 
mengakui pembayaran sewa terkait dengan 
sewa ini sebagai beban dengan dasar garis 
lurus selama masa sewa. 

 

 The Group has elected not to recognise right-of-
use assets and lease liabilities for leases of low-
value assets and short-term leases. The Group 
recognises the lease payments associated with 
these leases as an expense on a straight-line 
basis over the lease term. 

2.l. Persediaan 
Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah 
terendah antara biaya perolehan dan nilai 
realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari 
seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan 
biaya lain yang timbul sampai persediaan 
berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya 
perolehan ditentukan dengan metode rata-rata 
tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan 
taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa 
dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan 
estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat 
penjualan. 
 
Setiap penurunan nilai persediaan di bawah 
biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan 
seluruh kerugian persediaan diakui sebagai 
beban pada periode terjadinya penurunan atau 
kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali 
penurunan nilai persediaan karena peningkatan 
kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai 
pengurangan terhadap jumlah beban persediaan 
pada periode terjadinya pemulihan tersebut. 
 
 

 2.l. Inventory 
Inventories are carried at the lower of cost and 
net realizable value. The cost of inventories 
comprise all costs of purchase, costs of 
conversion and other costs incurred in bringing 
the inventories to their present location and 
condition. Cost is determined using the 
weighted average method. Net realisable value 
is the estimated selling price in the ordinary 
course of business less the estimated costs of 
completion and the estimated costs necessary 
to make the sale. 
 
 
The amount of any write-down of inventories to 
net realisable value and all losses of inventories 
shall be recognised as an expense in the period 
the write-down or loss occurs. The amount of 
any reversal of any write-down of inventories, 
arising from an increase in net realisable value, 
is recognised as a reduction in the amount of 
inventories recognised as an expense in the 
period in which the reversal occurs. 
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2.m. Aset takberwujud  2.m. Intangible Assets 
Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan 
pada pengakuan awal. Setelah pengakuan 
awal, aset takberwujud dicatat pada biaya 
perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan 
akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat 
aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau 
tidak terbatas. 

 Intangible asset is measured on initial 
recognition at cost. After initial recognition, 
intangible asset is carried at cost less any 
accumulated amortization and any accumulated 
impairment loss. The useful life of intangible 
asset is assessed to be either finite or indefinite. 
 

   
Aset takberwujud dengan umur manfaat 
terbatas 
Aset takberwujud dengan umur manfaat 
terbatas diamortisasi selama umur manfaat 
ekonomi dengan metode garis lurus (atau 
metode lainya sepanjang mencerminkan pola 
manfaat ekonomik masa depan yang 
diperkirakan dikonsumsi oleh entitas). 
 

 Intangible asset with finite useful life 
 
Intangible asset with finite life is amortized over 
the economic useful life by using a straight-line 
method (or other method as it reflecst the 
pattern in which the asset’s future economic 
benefits are expected to be consumed by the 
entity). 

Aset takberwujud meliputi: 
i. Biaya izin awal (up-front fee) Layanan Pita 

Lebar Nirkabel 
Biaya izin awal (up-front fee) Layanan Pita 
Lebar Nirkabel diamortisasi dengan 
menggunakan metode garis lurus selama 10 
(sepuluh) tahun; 

ii. Perangkat lunak komputer 
Perangkat lunak diamortisasi selama umur 
manfaat ekonomi dengan metode garis lurus 
berdasarkan taksiran masa manfaat 
ekonomis selama 4 (empat) tahun. 
Amortisasi dihitung sebagai penghapusan 
biaya perolehan aset, dikurangi nilai 
residunya. 

 Intangible assets represent: 
i. Up-front fee of Wireless Broadband 

 
Up-front fee of Wireless Broadband 
amortized using the straight-line method 
over the estimated useful life of 10 (ten) 
years; 

ii. Computer software 
Software is amortized over the economic 
useful life with the straight line method 
based on the estimated useful life for 4 
(four) years. Amortization is calculated so as 
to write-off the cost of the asset, less its 
estimated residual value. 

   
Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika 
dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat 
ekonomi masa depan yang diperkirakan dari 
penggunaan atau pelepasannya. 

 Intangible assets are derecognized when 
disposed or when no future economic benefits 
are expected from their use or disposal. 

   
Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk 
aset takberwujud dengan umur manfaat 
terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun 
buku. 

 The amortization period and the amortization 
method for an intangible asset with a finite 
useful life are reviewed at least at each financial 
year-end. 

   
Goodwill 
Goodwill yang berasal dari suatu kombinasi 
bisnis awalnya diukur pada biaya perolehan, 
yang merupakan selisih lebih antara nilai 
gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah 
setiap kepentingan nonpengendali, dan nilai 
wajar kepentingan ekuitas yang telah dimiliki 
pengakuisisi dalam pihak yang diakuisisi atas  
jumlah neto terindentifikasi dari aset yang 
diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. 

 Goodwill 
Goodwill arising in a business combination is 
initially measured at its cost, being the excess of 
the sum of the consideration transferred, the 
amount of any non-controlling interests in the 
acquiree, and the fair value of the acquirer's 
previously held equity interest in the acquiree (if 
any) over the net of the acquisition-date 
amounts of the identifiable assets acquired and 
the liabilities assumed. 
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Setelah pengakuan awal, goodwill yang 
diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis diukur 
pada harga perolehan dikurangi akumulasi rugi 
penurunan nilai. Goodwill tidak diamortisasi. 

 After initial recognition, goodwill acquired in a 
business combination is measured at cost less 
any accumulated impairment losses. Goodwill is 
not amortised. 

   
2.n. Penurunan Nilai Aset 

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup 
menilai apakah terdapat indikasi aset 
mengalami penurunan nilai. Jika terdapat 
indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah 
terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan 
ditentukan atas suatu aset individual, dan jika 
tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah 
terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset 
tersebut. 

 2.n. Impairment Asset 
At the end of each reporting period, the Group 
assess whether there is any indication that an 
asset may be impaired. If any such indication 
exists, the Group shall estimate the recoverable 
amount of the asset. Recoverable amount is 
determined for an individual asset, if it is not 
possible, the Group determines the recoverable 
amount of the asset’s cashgenerating unit. 

   
Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih 
tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya 
pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai 
adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan 
akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. 
Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat 
diskonto sebelum pajak yang mencerminkan 
nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset 
atau unit yang penurunan nilainya diukur. 

 The recoverable amount is the higher of fair 
value less costs to sell and its value in use. 
Value in use is the present value of the 
estimated future cash flows of the asset or cash 
generating unit. Present values are computed 
using pre-tax discount rates that reflect the time 
value of money and the risks specific to the 
asset or unit whose impairment is being 
measured. 

   
Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset 
lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah 
tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah 
terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi 
penurunan nilai dan segera diakui dalam laba 
rugi. 

 If, and only if, the recoverable amount of an 
asset is less than its carrying amount, the 
carrying amount of the asset shall be reduced to 
its recoverable amount. The reduction is an 
impairment loss and is recognized immediately 
in profit or loss. 

   
Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam 
periode sebelumnya untuk aset selain goodwill 
dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan 
estimasi yang digunakan untuk menentukan 
jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi 
penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, 
jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah 
terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu 
pembalikan rugi penurunan nilai. 

 An impairment loss recognized in prior period 
for an asset other than goodwill is reversed if, 
and only if, there has been a change in the 
estimates used to determine the asset’s 
recoverable amount since the last impairmen 
loss was recognized. If this is the case, the 
carrying amount of the asset shall be increased 
to its recoverable amount. That increase is a 
reversal of an impairment loss. 

   
2.o. Pengakuan Pendapatan dan Beban  2.o. Revenue and Expenses Recognition 

Pada tanggal 1 Januari 2020, Grup 
menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari 
Kontrak dengan Pelanggan, yang 
mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk 
memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai 
berikut:  
1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan; 
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam 

kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan 
janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan 
barang atau jasa yang memiliki karakteristik 
berbeda ke pelanggan; 

 On January 1, 2020, The Group implements 
PSAK 72: Revenue from Contracts with 
Customers, which requires revenue recognition 
to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows: 
 
 

1. Identify contract(s) with a customer; 
2. Identify the performance obligations in the 

contract. Performance obligations are 
promises in a contract to transfer to a 
customer goods or services that are distinct; 
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3. Menetapkan harga transaksi, setelah 
dikurangi diskon, insentif penjualan dan 
pajak pertambahan nilai, yang berhak 
diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi 
atas diserahkannya barang atau jasa yang 
dijanjikan di kontrak; 

4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban 
pelaksanaan dengan menggunakan dasar 
harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap 
barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di 
kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara 
langsung, harga jual berdiri sendiri relatif 
diperkirakan berdasarkan biaya yang 
diharapkan ditambah marjin; 

5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban 
pelaksanaan telah dipenuhi dengan 
menyerahkan barang atau jasa yang 
dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan 
telah memiliki kendali atas barang atau jasa 
tersebut). Pendapatan diakui ketika Grup 
memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan 
mengalihkan barang atau jasa yang 
dijanjikan kepada pelanggan, yaitu ketika 
pelanggan memperoleh pengendalian 
barang atau jasa tersebut. Kewajiban 
pelaksanaan dapat dipenuhi pada waktu 
tertentu. Jumlah pendapatan yang diakui 
adalah jumlah yang dialokasikan untuk 
kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi. 

3. Determine the transaction price, net of 
discounts, sales incentives and value added 
tax, which an entity expects to be entitled in 
exchange for transferring the promised goods 
or services to a customer; 
 

4. Allocate the transaction price to each 
performance obligation on the basis of the 
relative stand-alone selling prices of each 
distinct goods or services promised in the 
contract. Where these are not directly 
observable, the relative stand-alone selling 
price are estimated based on  
expected cost plus margin; 

5. Recognize revenue when performance 
obligation is satisfied by transferring a 
promised goods or services to a customer 
(which is when the customer obtains control 
of that goods or services). Revenue is 
recognized when the Group satisfies a 
performance obligation by transferring a 
promised good or service to the customer 
obtains control of the good or service. A 
performance obligation may be satisfied at 
point in time. The amount of revenue 
recognized is the amount allocated to the 
satisfied performance obligation. 

   
Pendapatan dari penjualan barang diakui ketika 
pengendalian dialihkan kepada pelanggan. 
Terdapat kondisi di mana pertimbangan 
diperlukan berdasarkan lima indikator 
pengendalian di bawah ini: 
1. Pelanggan telah memiliki risiko dan manfaat 

signifikan atas kepemilikan aset dan 
memperoleh kemampuan untuk 
mengarahkan penggunaan atas, dan 
memperoleh secara substansial seluruh sisa 
manfaat dari barang; 

2. Pelanggan memiliki kewajiban kini untuk 
membayar sesuai dengan syarat dan 
ketentuan dalam kontrak penjualan; 

3. Pelanggan telah menerima barang. 
Penjualan barang dapat tergantung pada 
penyesuaian berdasarkan inspeksi terhadap 
pengiriman oleh pelanggan. Dalam hal ini, 
penjualan diakui berdasarkan estimasi 
terbaik Grup terhadap kualitas dan/atau 
kuantitas saat pengiriman, dan penyesuaian 
kemudian dicatat dalam akun pendapatan. 
Secara historis, perbedaan antara kualitas 
dan kuantitas, estimasi dan/atau actual tidak 
signifikan; 

 Revenue from sales of goods is recognized 
when control transfers to the customer. There 
may be circumstances when judgement is 
required based on the five indicators of control 
below: 

1. The customer has the significant risks and 
rewards of ownership and has the ability to 
direct the use of, and obtain substantially all 
of the remaining benefits from the goods; 
 
 

2. The customer has a present obligation to pay 
in accordance with the terms of the sales 
contract; 

3. The customer has accepted the goods. 
Sales revenue may be subject to adjustment 
based on the inspection of shipments by the 
customer. In these cases, sales are 
recognised based on the Group’s best 
estimate of the grade and/or quantity at the 
time of shipment, and any subsequent 
adjustments are recorded against revenue. 
Historically, the differences between 
estimated and actual grade and/or quantity 
are not significant; 
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4. Pelanggan telah memiliki hak kepemilikan 
legal atas barang; 

5. Pelanggan telah menerima kepemilikan fisik 
atas barang. 

4. The customer has legal title to the goods; 
 

5. The customer has physical possession of the 
goods. 

   
2.p. Pajak Penghasilan  2.p.  Income Tax 

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini 
dan pajak tangguhan yang diperhitungkan 
dalam menentukan laba rugi pada suatu 
periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui 
dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang 
timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui 
dalam penghasilan komprehensif lain atau 
secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak 
tersebut masing-masing diakui dalam 
penghasilan komprehensif lain atau ekuitas. 

 Tax expense is the aggregate amount included 
in the determination of profit or loss for the 
period in respect of current tax and deferred tax. 
Current tax and deferred tax is recognized in 
profit or loss, except for income tax arising from 
transactions or events that are recognized in 
other comprehensive income or directly in 
equity. In this case, the tax is recognized in other 
comprehensive income or equity, respectively. 

   
Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan 
periode sebelumnya yang belum dibayar diakui 
sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah 
dibayar untuk periode berjalan dan periode-
periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang 
terutang untuk periode tersebut, maka 
kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas 
(aset) pajak kini untuk periode berjalan dan 
periode sebelumnya diukur sebesar jumlah 
yang diperkirakan akan dibayar kepada 
(direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang 
dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-
undang pajak) yang telah berlaku atau secara 
substantif telah berlaku pada akhir periode 
pelaporan. 

 Current tax for current and prior periods shall, to 
the extent unpaid, be recognised as a liability. If 
the amount already paid in respect of current 
and prior periods exceeds the amount due for 
those periods, the excess shall be recognised 
as an asset. Current tax liabilities (assets) for 
the current and prior periods shall be measured 
at the amount expected to be paid to (recovered 
from) the taxation authorities, using the tax rates 
(and tax laws) that have been enacted or 
substantively enacted by the end of the 
reporting period. 

   
Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat 
ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode 
sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak 
tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak 
belum dikompensasi dan kredit pajak belum 
dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar 
laba kena pajak masa depan akan tersedia untu 
dimanfaatkan dengan rugi pajak belum 
dikompensasi dan kredit pajak belum 
dimanfaatkan. 

 Tax benefits relating to tax loss that can be 
carried back to recover current tax of a previous 
periods is recognized as an asset. Deferred tax 
asset is recognized for the carryforward of 
unused tax losses and unused tax credit to the 
extent that it is probable that future taxable profit 
will be available against which the unused tax 
losses and unused tax credits can be utilized. 

   
Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui 
sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali 
perbedaan temporer kena pajak yang berasal 
dari: 
a) pengakuan awal goodwill; atau 
b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari 

transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan 
pada saat transaksi tidak mempengaruhi 
laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi 
pajak). 

 A deferred tax liability shall be recognized for all 
taxable temporary differences, except to the 
extent that the deferred tax liability arises from: 
 
a) the initial recognition of goodwill; or 
b) the initial recognition of an asset or liability in 

a transaction which is not a business 
combination and at the time of the 
transaction, affects neither accounting profit 
nor taxable profit (tax loss). 
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Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh 
perbedaan temporer dapat dikurangkan 
sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak 
akan tersedia sehingga perbedaan temporer 
dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba 
dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan 
timbul dari pengakuan awal aset atau 
pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang 
bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi 
tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba 
kena pajak (rugi pajak). 

 A deferred tax asset shall be recognized for all 
deductible temporary differences to the extent 
that it is probable that taxable profit will be 
available against which the deductible temporary 
difference can be utilised, unless the deferred 
tax asset arises from the initial recognition of an 
asset or liability in a transaction that is not a 
business combination and at the time of the 
transaction affects neither accounting profit nor 
taxable profit (tax loss). 
 

   
Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur 
dengan menggunakan tarif pajak yang 
diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau 
liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak 
(dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau 
secara substantif telah berlaku pada akhir 
periode pelaporan. Pengukuran aset dan 
liabilitas pajak tangguhan mencerminkan 
konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara 
Grup memperkirakan, pada akhir periode 
pelaporan, untuk memulihkan atau 
menyelesaikan jumlah tercatat aset dan 
liabilitasnya. 

 Deferred tax assets and liabilities are measured 
at the tax rates that are expected to apply to the 
period when the asset is realized or the liability 
is settled, based on tax rates (and tax laws) that 
have been enacted or substantively enacted by 
the end of the reporting period. The 
measurement of deferred tax liabilities and 
deferred tax assets shall reflect the tax 
consequences that would follow from the 
manner in which the Group expects, at the end 
of the reporting period, to recover or settle the 
carrying amount of its assets and liabilities. 
 

   
Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah 
ulang pada akhir periode pelaporan. Grup 
mengurangi jumlah tercatat aset pajak 
tangguhan jika kemungkinan besar laba kena 
pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang 
memadai untuk mengompensasikan sebagian 
atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. 
Setiap pengurangan tersebut dilakukan 
pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga 
kemungkinan besar laba kena pajak yang 
tersedia jumlahnya memadai. 

 The carrying amount of a deferred tax asset 
reviewed at the end of each reporting period. 
The Group shall reduce the carrying amount of a 
deferred tax asset to the extent that it is no 
longer probable that sufficient taxable profit will 
be available to allow the benefit of part or all of 
that deferred tax asset to be utilized. Any such 
reduction shall be reversed to the extent that it 
becomes probable that sufficient taxable profit 
will be available. 
 

   
Grup melakukan saling hapus aset pajak 
tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika 
dan hanya jika: 
a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan 

secara hukum untuk melakukan saling 
hapus aset pajak kini terhadap liabilitas 
pajak kini; dan 

b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak 
tangguhan terkait dengan pajak penghasilan 
yang dikenakan oleh otoritas perpajakan 
yang sama atas: 
i. entitas kena pajak yang sama; atau 
ii. entitas kena pajak yang berbeda yang 

bermaksud untuk memulihkan aset dan 
liabilitas pajak kini dengan dasar neto, 
atau merealisasikan aset dan 
menyelesaikan liabilitas secara 

 The Group offset deferred tax assets and 
deferred tax liabilities if, and only if: 
 
a) the Group has a legally enforceable right to 

set off current tax assets against current tax 
liabilities; and 

 
b) the deferred tax assets and the deferred tax 

liabilities relate to income taxes levied by the 
same taxation authority on either: 

 
i.    the same taxable entity; or 
ii. different taxable entities which intend 

either to settle current tax liabilities and 
assets on a net basis, or to realize the 
assets and settle the liabilities 
simultaneously, in each future period in 
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bersamaan, pada setiap periode masa 
depan dimana jumlah signifikan atas 
aset atau liabilitas pajak tangguhan 
diperkirakan untuk diselesaikan atau 
dipulihkan. 

which significant amounts of deferred tax 
liabilities or assets are expected to be 
settled or recovered. 

 

   
Grup melakukan saling hapus atas aset pajak 
kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, 
Grup: 
a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara 

hukum untuk melakukan saling hapus atas 
jumlah yang diakui; dan  

b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan 
dasar neto atau merealisasikan aset dan 
menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. 

 The Group offset current tax assets and current 
tax liabilities if, and only if, the Group: 
 
a) has legally enforceable  right to set off the 

recognized amounts; and 
 

b) intends either to settle on a net basis, or to 
realize the assets and settle liabilities 
simultaneously. 

   
2.q. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak  2.q. Tax Amnesty Assets and Liabilities 

Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas 
Pengampunan Pajak diakui pada saat Surat 
Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) 
diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik 
Indonesia, dan tidak diakui secara neto 
(salinghapus). Selisih antara Aset 
Pengampunan Pajak dan Liabilitas 
Pengampunan Pajak diakui sebagai Tambahan 
Modal Disetor. 

 Tax Amnesty Assets and Liabilities are  
recognized upon the issuance of Surat 
Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) by the 
Ministry of Finance of Republic of Indonesia, 
and they are not recognized as net amount 
(offset). The difference between Tax Amnesty 
Assets and Tax Amnesty Liabilities are 
recognized as Additional Paid in Capital. 
 

   
Aset Pengampunan Pajak pada awalnya diakui 
sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP. 
Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya 
diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang 
masih harus dibayarkan oleh Grup sesuai 
kewajiban kontraktual atas perolehan Aset 
Pengampunan Pajak. 

 Tax Amnesty Assets are initially recognized at 
the value stated in SKPP. Tax Amnesty 
Liabilities are initially measured at the amount of 
cash or cash equivalents to be settled by the 
Group according to the contractual obligation 
with respect to the acquisition of respective Tax 
Amnesty Assets. 

   
Uang tebusan yang dibayarkan oleh Grup untuk 
memperoleh pengampunan pajak diakui 
sebagai beban pada periode dimana SKPP 
diterima oleh Grup. 

 The redemption money paid by the Group to 
obtain the tax amnesty is recognized as    
expense in the period in which the Group 
receives SKPP. 

    
Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas 
Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan SAK 
yang relevan sesuai dengan klasifikasi masing-
masing Aset dan Liabilitas Pengampunan 
Pajak. 

 After initial recognition, Tax Amnesty Assets and 
Liabilities are measured in accordance with 
respective relevant SAKs according to the 
classification of each Tax Amnesty Assets and 
Liabilities. 

   
Sehubungan dengan Aset dan Liabilitas 
Pengampunan Pajak yang diakui, Grup telah 
mengungkapkan dalam laporan keuangannya: 
a. Tanggal SKPP; 
b. Jumlah yang diakui sebagai Aset   

Pengampunan Pajak sesuai SKPP; 
c. Jumlah yang diakui sebagai Liabilitas 

Pengampunan Pajak. 

 With respect to Tax Amnesty Assets and 
Liabilities recognized, the Group has disclosed 
the following in its financial statements: 
a. The date of SKPP; 
b. Amount recognized as Tax Amnesty Assets     

in accordance with SKPP; 
c. Amount recognized as Tax Amnesty 

Liabilities. 
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2.r. Imbalan Kerja  2.r.  Employee Benefits 
Imbalan Kerja Jangka Pendek  Short-term Employee Benefits 
Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika 
pekerja telah memberikan jasanya, sebesar 
jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja 
jangka pendek yang diharapkan akan dibayar 
sebagai imbalan atas jasa tersebut. 
 

 When an employee has rendered service during 
accounting period, the Group recognized the 
undiscounted amount of short-term employee 
benefits expected to be paid in exchange for 
that service. 

Imbalan kerja jangka pendek termasuk upah, 
gaji, bonus dan insentif. 
 

 Short-term employee benefits include wages, 
salaries, bonus and incentive. 

Imbalan Pascakerja  Post-Employment Benefits 
Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah 
dan uang penghargaan masa kerja dihitung 
berdasarkan Undang-Undang tentang Cipta 
Kerja No. 11/2020 (”UU 11/2020”) jo. Peraturan 
Pemerintah tentang Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu 
Istirahat dan Pemutusan Hubungan kerja No. 
35/2021. 

 Post-employment benefits such as retirement, 
severance and service payments are calculated 
based on Job Creation No. 11/2020 (“Law 
11/2020”) jo. Government Regulation on Certain 
Period Work Agreement, Outsourcing, Working 
Time and Resting Time, and Termination of 
Employment No. 35/2021. 

   
Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti 
neto sebesar nilai kini liabilitas imbalan pasti 
pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai 
wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris 
independen dengan menggunakan metode 
Projected Unit Credit. Nilai kini liabilitas imbalan 
imbalan pasti ditentukan dengan 
mendiskontokan imbalan tersebut. 

 The Group recognizes the amount of the net 
defined benefit liability at the present value of 
the defined benefit obligation at the end of the 
reporting period less the fair value of plan 
assets which calculated by independent actuary 
using the Projected Unit Credit method. Present 
value benefit obligation determine by 
discounting the benefit. 

   
Biaya jasa kini, setiap biaya jasa lalu dan 
keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, 
dan bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan 
pasti neto diakui dalam laba rugi. 

 Current service cost, any past service cost and 
gain or loss on settlement and net interets on 
the net defined benefit liabilities (assets) 
recognized in profit and loss. 

   
Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) 
imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan 
dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset 
program dan setiap perubahan dampak batas 
atas aset diakui sebagai penghasilan 
komprehensif lain. 

 The remeasurement of the net defined  
benefit liability (assets) comprise actuarial  
gain and losses, return on plan assets,  
and any change in effect of the asset  
ceiling recognized in other comprehensive 
income. 

   
Pesangon  Termination Benefits 
Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan 
beban pada tanggal yang lebih awal di antara: 

 The Group shall recognizes a liabilities and 
expenses for termination benefits at the earlier 
of the following dates: 

a) Ketika entitas tidak dapat lagi menarik 
tawaran atas imbalan tersebut; dan 

b) Ketika entitas mengakui biaya untuk 
restrukturisasi yang berada dalam ruang 
lingkup “PSAK 57: Provisi, Liabilitas 
Kontijensi, dan Aset Kontijensi” dan 
melibatkan pembayaran pesangon. 

 a) When the Group can no longer withdraw the 
offer of those benefits; and 

b) When the Group recognized costs for a 
restructuring that is within the scope of 
“PSAK 57: Provision, Contingent Liability, 
and Contingent Asset” and involves payment 
of termination benefits. 
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Grup mengukur pesangon pada saat 
pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui 
perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat 
imbalan kerja. 

 The Group measures termination benefits on 
initial recognition, and measures and recognizes 
subsequent changes, in accordance with the 
nature of the employee benefits. 

   
2.s. Biaya Emisi Saham  2.s.  Stock Issuance Costs 

Biaya emisi saham merupakan biaya yang 
berkaitan dengan penerbitan saham Grup. 
Biaya ini mencakup fee dan komisi yang 
dibayarkan kepada penjamin emisi, lembaga 
dan profesi penunjang pasar modal, serta biaya 
pencetakan dokumen pernyataan pendaftaran, 
biaya pencatatan efek ekuitas 
di bursa efek, dan biaya promosi. Biaya-biaya 
yang berkaitan dengan pencatatan saham 
di bursa efek atas saham yang sudah beredar 
dan biaya yang berkaitan dengan dividen 
saham dan pemecahan saham tidak termasuk 
dalam pos biaya emisi efek ekuitas. 

 Stock issuance costs represent expenses which 
relate to the issuance of the stock of the Group. 
These expenses include fee and commission 
which paid to underwriter, stock exchanges’ 
supporting institutions and professionals, and 
registration document printing expenses, listing 
at stock exchange expense and promotion 
expenses. Expenses relate to the listing of 
outstanding stock at stock exchange and 
expenses relate to stock dividend and stock split 
does not included in stock issuance cost. 

   
Beban yang terjadi sehubungan dengan 
penawaran saham Grup kepada masyarakat 
dibebankan ke “Tambahan Modal Disetor”. 

 The expenses incurred with regard to the shares 
offered by the Group to public will be charged 
into “Additional Paid In Capital”. 

   
2.t. Segmen Operasi  2.t. Operating Segments  

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang 
konsisten dengan pelaporan internal yang 
diberikan kepada pengambil keputusan 
operasional. Pengambil keputusan operasional 
bertanggung jawab untuk mengalokasikan 
sumber daya, menilai kinerja segmen operasi 
dan membuat keputusan strategis. 

 Operating segments are reported in a manner 
consistent with the internal reporting provided to 
the chief operating decision-maker. The chief 
operating decision-maker is responsible for 
allocating resources, assessing performance of 
the operating segments and making strategic 
decisions. 

   
Sejak Keputusan Menteri Komunikasi dan 
Informatika dan menghentikan penggunaan pita 
frekuensi radio untuk Penyelenggaraan 
Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched 
yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 
GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar 
Nirkabel (Wireless Broadband), Grup tidak 
menyajikan informasi segmen operasi secara 
terpisah dan mengelola seluruh aset dan bisnis 
secara tersentralisasi. 

 Since Decree of Minister of Communication and 
Informatics and ceased the utilization of the radio 
frequency band for Implementation of Local 
Fixed Network Packet Switched using 2.3 GHz 
Radio Frequency Band for Wireless Broadband, 
the Group not present separated operating 
segment information and managed all assets and 
business in a centralized basis. 

   
2.u. Laba per Saham  2.u. Earning per Share 

Laba per saham dasar dihitung dengan 
membagi laba atau rugi yang dapat 
diatribusikan kepada pemegang saham biasa 
entitas induk dengan jumlah rata-rata 
tertimbang saham biasa yang beredar 
sepanjang tahun. 

 Basic earning per share is computed by dividing 
the profit or loss attributable to ordinary equity 
holders of the parent entity by the weighted 
average number of ordinary shares outstanding 
during the year. 

   
Untuk tujuan penghitungan laba per saham 
dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi 
yang dapat diatribusikan kepada pemegang 

 For the purpose of calculationg diluted earning 
per share, the Group shall adjust profit or loss 
attributable to ordinary equity holders of the 
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saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata 
tertimbang saham yang beredar, atas dampak 
dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa 
yang bersifat dilutif. 

parent entity, and the weighted average number 
of shares outstanding, for the effect of all dilutive 
potential ordinary shares. 

   
2.v. Investasi pada Entitas Asosiasi  2.v.  Investment in Associate 

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup 
memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam 
keputusan kebijakan keuangan dan operasional 
investee, tetapi tidak mengendalikan atau 
mengendalikan bersama atas kebijakan 
tersebut (pengaruh signifikan). 

 Associates are entities which the Group has the 
power to participate in the financial and 
operating policy decisions of the investee but is 
not control or joint control over those policies 
(significant influence). 

   
Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan 
menggunakan metode ekuitas. Dalam metode 
ekuitas, pengakuan awal investasi diakui 
sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat 
ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian 
atas laba rugi investee setelah tanggal 
perolehan. Bagian atas laba rugi investee diakui 
dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari 
investee mengurangi nilai tercatat investasi. 
Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut 
juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan 
dalam proporsi bagian investor atas investee 
yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, 
termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi 
aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. 
Bagian investor atas perubahan tersebut diakui 
dalam penghasilan komprehensif lain. 

 Investment in associates accounted for using 
the equity method. Under the equity method, the 
investment in an associate is initially recognised 
at cost and the carrying amount is increased or 
decreased to recognise the investor’s share of 
the profit or loss of the investee after the date of 
acquisition. The investor’s share of the profit or 
loss of the investee is recognised in  profit or 
loss. Distributions received from an investee 
reduce the carrying amount of the investment. 
Adjustments to the carrying amount may also be 
necessary for changes in the investor’s 
proportionate interest in the investee arising 
from changes in the investee’s other 
comprehensive income, including those arising 
from the revaluation of property and equipment 
and from foreign exchange translation 
differences.The investor’s share of those 
changes is recognized in other comprehensive 
income. 

   

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun 
dengan menggunakan kebijakan akuntansi 
yang sama untuk transaksi dan peristiwa dalam 
keadaan serupa. Bila entitas asosiasi 
menggunakan kebijakan akuntansi yang 
berbeda dengan entitas untuk transaksi dan 
peristiwa dalam keadaan serupa, maka 
penyesuaian dilakukan untuk menyamakan 
kebijakan akuntansi entitas asosiasi dengan 
kebijakan akuntansi Grup ketika laporan 
keuangan entitas asosiasi tersebut digunakan 
oleh Grup dalam menerapkan metode ekuitas. 

 The Group’s consolidated financial statements 
shall be prepared using uniform accounting 
policies for like transactions and events in 
similar circumstances. if an associate uses 
accounting policies other than those of the 
Group's for like transactions and events in 
similar circumstances, adjustments shall be 
made to make the associate’s accounting 
policies conform to those of the Group when the 
associate’s financial statements are used by the 
Group in applying the equity method. 

   

Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari 
transaksi hilir dan hulu antara Grup dan entitas 
asoisasi diakui dalam laporan keuangan 
konsolidasian Grup hanya sebesar bagian 
investor lain dalam entitas asosiasi. Bagian 
Grup atas keuntungan atau kerugian entitas 
asosiasi yang dihasilkan dari transaksi tersebut 
dieliminasi. 

 Gains and losses resulting from upstream and 
downstream transactions between the Group 
and its associate are recognised in the Group’s 
consolidated financial statements only to the 
extent of unrelated investors’ interests in the 
associate. The Group’s share in the associate’s 
gains or losses resulting from these transactions 
is eliminated. 
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Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi 
sama dengan atau melebihi kepentingannya 
pada entitas asosiasi, maka Grup 
menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi 
lebih lanjut. Setelah kepentingan Grup 
dikurangkan menjadi nol, tambahan kerugian 
dicadangkan, dan liabilitas diakui, hanya 
sepanjang Grup memiliki kewajiban konstruktif 
atau hukum, atau melakukan pembayaran atas 
nama entitas asosiasi. Jika entitas asosiasi 
kemudian melaporkan laba, maka Grup mulai 
mengakui bagiannya atas laba tersebut hanya 
setelah bagiannya atas laba tersebut sama 
dengan bagian atas rugi yang belum diakui. 

 If the Group’s share of losses of an associate 
equals or exceeds its interest in the associate, it 
discontinues recognizing its share of further 
losses. After the Group’s interest is reduced to 
nil, additional losses are provided for and a 
liability is recognized only to the extent that the 
Group has incurred legal or constructive 
obligations or made payments on behalf of the 
associate. If the associate subsequently reports 
profits, the Group resumes to recognize its 
share of those profits only after its share of the 
profits equals to the unrecognized share of 
losses. 

 

Grup menghentikan penggunaan metode 
ekuitas sejak tanggal ketika investasinya 
berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi 
sebagai berikut: 
(a) jika investasi menjadi entitas anak. 
(b) jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi  

merupakan aset keuangan, maka Grup 
mengukur sisa kepentingan tersebut pada 
nilai wajar. 

(c) ketika Grup menghentikan penggunaan 
metode ekuitas, Grup mencatat seluruh 
jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam 
penghasilan komprehensif lain yang terkait 
dengan investasi tersebut menggunakan 
dasar perlakuan yang sama dengan yang 
disyaratkan jika investee telah melepaskan 
secara langsung aset dan liabilitas terkait. 

 The Group discontinue the use of the equity 
method from the date when its investment 
ceases to be an associate as follows: 
 
(a) if the investment becomes a subsidiary. 
(b) If the retained interest in the former 

associate is a financial asset, the Group 
measure the retained interest at fair value. 
 

(c) When the Group discontinue the use of the 
equity method, the Group account for all 
amounts previously recognized in other 
comprehensive income in relation to that 
investment on the same basis as would 
have been required if the investee had 
directly disposed of the related assets or 
liabilities. 

 

Jika investasi pada entitas asosiasi menjadi 
entitas anak, maka Grup mencatat invetasainya 
sesuai dengan PSAK 22: Kombinasi Bisnis dan 
PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasi. 

 

 If the investment in associate becomes a 
subsidiary, the Group shall account for its 
investment in accordance with PSAK 22: 
Business Combinations and PSAK 65: 
Consolidated Financial Statements.  

 

2.w. Kombinasi Bisnis  2.w.  Business Combination 
Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau 
peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi 
memperoleh pengendalian atas satu atau lebih 
bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan 
menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang 
dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur 
pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil 
penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas 
seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas 
yang diakui oleh Grup kepada pemilik 
sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan 
kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup 
dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang 
diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui 
sebagai beban pada periode saat biaya tersebut 
terjadi dan jasa diterima. 

 Business combination is a transaction or other 
event in which an acquirer obtains control of 
one or more businesses. Business combination 
is accounted for by applying the acquisition 
method. The consideration transferred in a 
business combination is measured at fair value, 
which is calculated as the sum of the 
acquisition-date fair values of the assets 
transferred by the Group, liabilities incurred by 
the Group to former owners of the acquiree, 
and the equity interests issued by the Group in 
exchange for control of the acquiree. 
Acquisition-related costs are recognized as 
expenses in the periods in which the costs are 
incurred and the services are received. 
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Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang 
diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui 
pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas 
tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang 
relevan. 

 At the acquisition date, the identifiable assets 
acquired and the liabilities assumed are 
recognized at their fair value except for certain 
assets and liabilities that are measured in 
accordance with the relevant standards. 

   
Komponen kepentingan nonpengendali pada 
pihak diakuisisi diukur baik pada nilai wajar 
ataupun pada bagian proporsional instrumen 
kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui 
atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi. 

 Component of non-controlling interests are 
measured either at fair value or at the present 
ownership instruments’ proportionate share in 
the recognized amounts of the acquiree’s 
identifiable net assets. 

   
Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara 
bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak 
terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada 
tanggal akuisisi dan keuntungan atau 
kerugiannya, jika ada, diakui dalam laba rugi. 
Apabila dalam periode sebelumnya, perubahan 
nilai wajar yang berasal dari kepentingan 
ekuitasnya sebelum tanggal akuisisi telah diakui 
dalam penghasilan komprehensif lain, jumlah 
tersebut diakui dengan dasar yang sama 
sebagaimana dipersyaratkan jika Grup telah 
melepas secara langsung kepentingan ekuitas 
yang dimiliki sebelumnya. 

 When a business combination is achieved in 
stages, the Group’s previously held equity 
interest in the acquire is remeasured to fair 
value at the acquisition date and the resulting 
gain or loss, if any, is recognized in profit or 
loss. When in prior periods, a changes in the 
value of its equity interest in the acquiree prior 
to the acquisition date had been recognized in 
other comprehensive income, that amount shall 
be recognized on the same basis as would be 
required if the Group had disposed directly of 
the previously held equity interest. 

   

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis 
belum selesai pada akhir periode pelaporan saat 
kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah 
sementara untuk pos-pos yang proses 
akuntansinya belum selesai dalam laporan 
keuangannya. Selama periode pengukuran, 
pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau 
liabilitas tambahan yang diakui, untuk 
mencerminkan informasi baru yang diperoleh 
tentang fakta dan keadaan yang ada pada 
tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan 
berakibat terhadap pengakuan aset dan liabilitas 
dimaksud pada tanggal tersebut. 

 If the initial accounting for a business 
combination is incomplete by the end of the 
reporting period in which the combination 
occurs, the Group reports provisional amounts 
for the items for which the accounting is 
incomplete. Those provisional amounts are 
adjusted during the measurement period, or 
additional assets or liabilities are recognized, to 
reflect new information obtained about facts 
and circumstances that existed as of the 
acquisition date that, if known, would have 
resulted in the recognition of those assets and 
liabilities as of that date. 

   

Pada tanggal akusisi, goodwill diukur pada harga 
perolehan yang merupakan selisih lebih antara 
(a) nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan 
dan jumlah setiap kepentingan nonpengendali, 
atas (b) jumlah neto terindentifikasi dari aset 
yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. 
Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset 
neto Entitas Anak yang diakuisisi, selisih 
tersebut diakui dalam laporan laba rugi sebagai 
keuntungan dari akusisi setelah sebelumnya 
manajemen menilai kembali apakah telah 
mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang 
diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta 
mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan 
yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan 
tersebut. 

 At acquisition date, goodwill is measured at its 
cost being the excess of (a) the aggregate of 
the consideration transferred and the amount of 
any non-controlling interest, over (b) the net of 
identifiable assets acquired and liabilities 
assumed. If this consideration is lower than the 
fair value of the net assets of the Subsidiary 
acquired, the difference is recognized in profit 
or loss as gain on bargain purchase after 
previously the management reassesses 
whether it has correctly identified all of the 
assets acquired and all of the liabilities 
assumed and recognize any additional assets 
or liabilities that are identified in that review. 
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Setelah pengakuan awal, goodwill diukur pada 
jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian 
penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian 
penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari 
suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akusisi 
dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas 
dari Grup yang diperkirakan akan memberikan 
manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, 
terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari 
pihak yang diakusisi ditempatkan dalam Unit 
Penghasil Kas tersebut. 

 After intial recognition, goodwill is measured at 
cost less any accumulated impairment losses. 
For the purpose of impairment testing, goodwill 
acquired in a business combination, from the 
acquisition date, be allocated to each of the 
Group’s Cash Generating Units that is expected 
to benefit from the synergies of the 
combination, irrespective of whether other 
assets or liabilities of the acquiree are assigned 
to those Cash Generating Units. 
 

   

Jika goodwill telah dialokasikan pada suatu Unit 
Penghasil Kas dan operasi tertentu atas Unit 
Penghasil Kas tersebut dilepaskan, maka 
goodwill yang terkait dengan operasi yang 
dilepaskan tersebut termasuk dalam jumlah 
tercatat operasi tersebut ketika menentukan 
keuntungan atau kerugiaan dari pelepasan. 
Goodwill yang dilepaskan tersebut diukur 
berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan 
dan porsi Unit Penghasil Kas yang ditahan. 

 If goodwill has been allocated to Cash 
Generating Units and certain operations on the 
Cash Generating Units is disposed, the goodwill 
associated with the operation disposed is 
included in the carrying amount of the operation 
when determining the gain or losses on 
disposal. Disposed goodwill is measured on the 
basis of relative values of the operation 
disposed of and the portion of the Cash 
Generating Units retained. 

   

2.x. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan 
Pertimbangan Akuntansi Penting 

 2.x. Sources of Estimation Uncertainties and 
Critical Accounting Judgement 

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian 
Grup mengharuskan manajemen untuk membuat 
pertimbangan, estimasi dan asumsi yang 
mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari 
pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan 
pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada 
akhir periode pelaporan. Ketidakpastian 
mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat 
mengakibatkan penyesuaian material terhadap 
nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam 
periode pelaporan berikutnya. 

 The preparation of the Group’s consolidated 
financial statements requires management to 
make judgments, estimates and assumptions 
that affect the reported amounts of revenues, 
expenses, assets and liabilities, and the 
disclosure of contingent liabilities, at the end of 
the reporting period. Uncertainty about these 
assumptions and estimates could result in 
outcomes that require a material adjustment to 
the carrying amount of the asset and liability 
affected in future periods. 

   

Asumsi utama masa depan dan sumber utama 
estimasi ketidakpastian estimasi lain pada akhir 
periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan 
bagi penyesuaian yang material terhadap nilai 
tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode 
berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Grup 
mendasarkan asumsi dan estimasi pada 
parameter yang tersedia pada saat laporan 
keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai 
perkembangan masa depan, mungkin berubah 
akibat perubahan pasar atau situasi diluar 
kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan 
dalam asumsi terkait pada saat terjadinya. 

 

 The key assumptions concerning the future and 
other key sources of estimation uncertainty at 
the reporting date that have a significant risk of 
causing a material adjustment to the carrying 
amounts of assets and liabilities within the next 
financial year/period are disclosed below. The 
Group based its assumptions and estimates on 
parameters available when the financial 
statements were prepared. Existing 
circumstances and assumptions about future 
developments may change due to market 
changes or circumstances arising beyond the 
control of the Group’s. Such changes are 
reflected in the assumptions as they occur. 

   

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan  Fair Value of Financial Instruments 
Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas 
keuangan yang tercatat pada laporan posisi 
keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan 

 Where the fair values of financial assets and 
financial liabilities recorded on the financial 
statement position cannot be derived from active 
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dengan menggunakan berbagai teknik penilaian 
termasuk penggunaan model matematika. 
Masukan (input) untuk model ini berasal dari 
data pasar yang bisa diamati sepanjang data 
tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa 
diamati tersebut tidak tersedia pertimbangan 
Manajemen diperlukan untuk menentukan nilai 
wajar. Pertimbangan tersebut mencakup 
pertimbangan likuiditas tingkat diskonto, tingkat 
pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal 
bayar. 

markets, they are determined using a variety of 
valuation techniques that include the use of 
mathematical models. The inputs to these 
models are derived from observable market data 
where possible, but where observable market 
data are not available, Management’s judgment 
is required to establish fair values. The 
judgments include considerations of liquidity 
discount rates, prepayment rates, and default 
rate assumptions. 

 
Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap dan Aset 
Takberwujud 

  
Estimated Useful Lives of Property and 
Equipment and Intangible Assets 

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa 
manfaat ekonomis aset tetap dan aset 
takberwujud berdasarkan faktor-faktor seperti 
kondisi teknis dan perkembangan teknologi 
di masa depan. Hasil operasi di masa depan 
akan dipengaruhi secara material atas 
perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh 
perubahan faktor yang telah disebutkan di atas. 

 Group reviews periodically the estimated useful 
lives of property and equipment and intangible 
assets based on factors such as technical 
specification and future technological 
developments. Future results of operations could 
be materially affected by changes in these 
estimates brought about by changes in the 
factors mentioned. 

   

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa 
manfaat peralatan berdasarkan faktor-faktor 
seperti perubahan teknologi dan potensi 
keuntungan yang diperoleh dari penggunaan 
peralatan tersebut. Kondisi ini dapat 
menyebabkan Grup melakukan penurunan 
maupun penghapusan aset tetap dan aset 
takberwujud apabila peralatan tersebut sudah 
obsolete seiring dengan perkembangan 
teknologi. Nilai tercatat aset tetap disajikan 
dalam Catatan 9. 

 Group reviews periodically the estimated useful 
lives of renovation of equipment based on 
factors such as change in technology and 
potential income that can be generated from the 
equipment. This condition may cause Group’s to 
impair or write-off the property and equipment 
and intangible assets if the equipment has 
obsolete with the development of new 
technology. The carrying value of property and 
equipment is presented in Note 9. 

   

Perubahan estimasi umur manfaat aset tetap, 
jika terjadi, diperlakukan secara prospektif 
sesuai PSAK No. 25 (Amandemen 2017) 
“Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi 
Akuntansi dan Kesalahan”. 

 Changes in estimated useful life of property and 
equipment, if any, are prospectively treated in 
accordance with PSAK No. 25 (Amandment 
2017), “Accounting Policies, Changes in 
Accounting Estimates and Errors”. 

   

Imbalan Pascakerja  Post-employment Benefit 
Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada 
beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar 
aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. 
Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi 
jumlah tercatat liabilitas imbalan kerja. Informasi 
mengenai asumsi dan jumlah liabilitas dan 
beban imbalan kerja diungkapkan pada Catatan 
22. 

 The present value of the employee benefit 
liabilities depends on a number of factors that 
are determined on an actuarial basis using a 
number of assumptions. Any changes in these 
assumptions will impact the carrying amount of 
short term employee benefit liabilities. 
Information on assumptions and total liabilities 
and employee benefits expense is disclosed in 
Note 22. 

   

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai 
pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku 
bunga yang harus digunakan untuk menentukan 
nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian 
yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. 

 Group determine the appropriate discount rate 
at the end of each reporting period, that is the 
interest rate that should be used to determine 
the present value of estimated future cash 
outflows expected to be required to settle the 
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Dalam menentukan tingkat suku bunga yang 
sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku 
bunga obligasi pemerintah yang 
didenominasikan dalam mata uang imbalan 
akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang 
serupa dengan jangka waktu liabilitas yang 
terkait. Asumsi kunci lainnya sebagian 
ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini, 
selama periode di mana liabilitas imbalan 
pascakerja terselesaikan. Perubahan asumsi 
imbalan kerja ini akan berdampak pada 
pengakuan keuntungan atau kerugian aktuarial 
pada akhir periode pelaporan. 

obligations. In determining the appropriate 
discount rate, Group considers the interest rates 
of government bonds that are denominated in 
the currency in which the benefits will be paid 
and that have terms to maturity approximating 
the terms of the related obligation. Other key 
assumptions for employee benefit liabilities are 
based in part on current market conditions. 
Changes in the employee benefits assumption 
will impact on recognition of actuarial gains or 
losses at the end of the period. 

 
Penurunan Nilai Goodwill 

  
Impairment of Goodwill 

Dalam melakukan estimasi penurunan nilai 
goodwill, manajemen Grup melakukan analisis 
dan assessment atas kemampuan unit penghasil 
kas, kondisi perubahan operasi entitas 
akuisisian dan pengalihan unit penghasil 
goodwill. Bila terdapat indikasi penurunan 
kemampuan unit penghasil kas dalam 
menghasilkan kas dan manajemen berkeyakinan 
bahwa unit penghasil kas mengalami penurunan 
kemampuan dalam menghasilkan kas, maka 
manajemen akan melakukan impairment atas 
goodwill. Bila terjadi perubahan operasional unit 
bisnis dan/atau unit penghasil kas telah 
dialihkan, maka seluruh nilai goodwill yang 
dicatat sebelumnya akan diturunkan nilainya. 

 In estimating the impairment of goodwill, the 
Group’s management performs analysis and 
assessment of the ability of the cash generating 
unit, the change of the operating conditions of 
acquired entity and transfer of goodwill 
generating unit. If there are indications of a 
decrease in the ability of the cash generating 
unit in generating cash and management 
believes that the cash generating unit decrease 
the ability to generate cash, then the 
management will do the impairment of goodwill. 
If there is a change in the operational business 
units and/ or cash generating unit has been 
transferred, the entire value of goodwill 
previously recorded will be impaired.  

   
Pajak Penghasilan  Income Tax 
Pertimbangan signifikan dilakukan dalam 
menentukan provisi atas pajak penghasilan 
badan. Terdapat transaksi dan perhitungan 
tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah 
tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. 
Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan 
badan berdasarkan estimasi apakah terdapat 
tambahan pajak penghasilan badan. Informasi 
mengenai pajak penghasilan diungkapkan pada 
Catatan 17.c dan 17.d. 

 Significant judgment is involved in determining 
provision for corporate income tax. There are 
certain transaction and computation for which 
the ultimate tax determination is uncertain during 
the ordinary course of business. Group 
recognized liabilities for expected corporate 
income tax issues based on estimates of 
whether additional corporate income tax will be 
due. Information on income tax is disclosed in 
Notes 17.c and 17.d. 

   
Aset Pajak Tangguhan  Deferred Tax Asset 
Aset pajak tangguhan diakui hanya ketika pajak 
tangguhan yang timbul dapat dipulihkan, dalam 
hal ini tergantung pada pembentukan laba kena 
pajak yang mencukupi di masa depan. Asumsi 
pembentukan laba kena pajak di masa depan 
tergantung pada estimasi manajemen untuk arus 
kas di masa depan. Hal ini tergantung pada 
estimasi jumlah penambahan subscribers, 
inovasi teknologi, biaya operasi, belanja modal, 
dividen dan transaksi manajemen modal lainnya 
di masa depan. Sebagai akibatnya, terkait 

 Deferred tax asset are recognized only when 
deferred tax will be recovered, in this case is 
dependent on generation of sufficient future 
taxable profits. Assumptions about the 
generation of future taxable profits depend on 
management estimates of future cash flows. 
These depend on estimates of the number of 
additional subscribers, technology innovation, 
operating cost, capital expenditure, dividends, 
and other capital management transactions. As a 
result, related to its inherent nature, it is likely 
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dengan sifat bawaannya, ada kemungkinan 
bahwa perhitungan pajak tangguhan 
berhubungan dengan pola yang kompleks di 
mana penilaian memerlukan pertimbangan dan 
tidak diharapkan menghasilkan perhitungan yang 
akurat. 

that the calculation of deferred taxes is related to 
a complex pattern where assessment requires a 
judgment and is not expected to provide an 
accurate calculation. 
 

   
Informasi mengenai aset pajak tangguhan 
diungkapkan pada Catatan 17.e 

 Information on deferred tax asset is disclosed in 
Note 17.e. 

   
Pengukuran Nilai Wajar dan Penilaian  Fair Value Measurement and Valuation 
Dalam mengestimasi nilai wajar aset atau 
liabilitas, Grup menggunakan data pasar yang 
dapat diobservasi selama tersedia. Ketika Level 
1 tidak tersedia, Grup melibatkan penilai dari 
pihak ketiga yang memenuhi syarat untuk 
melakukan penilaian. 
 

 In estimating the fair value of an asset or liability, 
the Group uses market-observable data to the 
extent it is available. Where Level 1 input are not 
available, the Group engages third party qualified 
valuers to perform the valuation. 

3. Kas dan Setara Kas 3.   Cash and Cash Equivalents 
 

31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31,

2021 2020
Kas 129 234 Cash on hand

Bank Cash in banks
Pihak berelasi (Catatan 30) Related party (Note 30)

Rupiah: Rupiah:
PT Bank Nationalnobu Tbk 25,446 15,343 PT Bank Nationalnobu Tbk

Dolar AS : US Dollars:
PT Bank Nationalnobu Tbk 9 23 PT Bank Nationalnobu Tbk

Pihak ketiga: Third parties:
Rupiah: Rupiah:

PT Bank CIMB Niaga Tbk 39,946 41,826 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 869 1,404 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 107 1,175 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Deutsche Bank AG -- 19,340 Deutsche Bank AG
Lain-lain (Masing-masing dibawah Rp1.000) 313 706 Others (Each Below Rp1,000)

Dolar AS: US Dollar:
PT Bank CIMB Niaga Tbk 495 7,533 PT Bank CIMB Niaga Tbk
Lain-lain (Masing-masing dibawah Rp1.000) 130 130 Others (Each Below Rp1,000)

Jumlah bank 67,315 87,480 Total cash in banks

Deposito berjangka Time deposits
Pihak berelasi (Catatan 30) Related party (Note 30)

Rupiah: Rupiah:
PT Bank Nationalnobu Tbk 9,000 6,000 PT Bank Nationalnobu Tbk

Jumlah deposito berjangka 9,000 6,000 Total time deposits
Jumlah 76,444 93,714 Total

 
 

Deposito berjangka dengan jangka waktu 1 bulan, 
memperoleh bunga dengan tingkat bunga kontraktual 
tahunan 5% pada tanggal 31 Desember 2021 dan 
5,75% pada tanggal 31 Desember 2020. 

 Time deposits with 1 month period, earned interest at 
annual contractual rates 5% as of December 31, 
2021 and 5.75% as of December 31, 2020. 
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4.  Piutang Usaha 4.  Trade Receivables 
 

31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31,

2021 2020

Pihak ketiga 154,669 153,730 Third parties
Cadangan kerugian kredit ekspektasian (123,626) (132,283) Allowance for expected credit loss
Neto - Pihak ketiga 31,043 21,447 Third parties - Net
Pihak berelasi 18,840 15,148 Related parties
Cadangan kerugian kredit ekspektasian (18,840) (10,601) Allowance for expected credit loss
Neto - Pihak berelasi (Catatan 30) -- 4,547 Related parties - Net (Note 30)
Neto 31,043 25,994 Net

 
Rincian piutang usaha berdasarkan satuan mata 
uang adalah sebagai berikut: 

 The details of trade receivables based on its 
currencies are as follows: 

 
31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31,

2021 2020

Rupiah 173,509 168,878 Rupiah
Cadangan kerugian kredit ekspektasian (142,466) (142,884) Allowance for expected credit loss
Neto 31,043 25,994 Net

 
Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:  The aging analysis of trade receivables are as 

follows: 
 

31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31,

2021 2020

Kurang dari 31 hari 6,790 6,781 Less than 31 days
31 - 60 hari 6,196 2,331 31 - 60 days
61 - 90 hari 2,552 2,667 61 - 90 days
Di atas 90 hari 157,971 157,099 More than 90 days
Jumlah 173,509 168,878 Total
Cadangan kerugian kredit ekspektasian (142,466) (142,884) Allowance for expected credit loss
Neto 31,043 25,994 Net

 
Perubahan cadangan kerugian kredit ekspektasian 
adalah sebagai berikut: 

 The changes in allowance for expected credit loss 
are as follows: 

 
31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31,

2021 2020

Pada awal tahun 142,884 111,521 At the beginning of year
Dampak Penerapan Awal PSAK 71 -- 33,136 Impact on Initial Implementation of PSAK 71
Penyisihan pada tahun berjalan 8,268 20,398 Provision during the year
Penghapusan pada tahun berjalan (8,686) (22,171) Written-off during the year
Pada akhir tahun 142,466 142,884 At end of year

 
Berdasarkan hasil penelaahan atas kolektabilitas 
piutang masing-masing pelanggan, manajemen Grup 
berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai 
piutang usaha tersebut cukup memadai untuk 

 Based on a review of the collectability of individual 
receivables, the management of the Group’s believe 
that provision for impairment of trade receivables are 
adequate to cover possible losses on uncollectible 
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menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang 
usaha. 

accounts. 

   
Piutang usaha tertentu digunakan sebagai jaminan 
atas fasilitas pinjaman jangka panjang dan fasilitas 
anjak piutang yang diperoleh oleh entitas - entitas 
anak Perusahaan (Catatan 15 dan 32). 

 Certain trade receivables are used as collateral for 
long-term loan and factoring facility obtained by the 
subsidiaries of the Company (Notes 15 and 32). 

   
5.  Aset Keuangan Lancar Lainnya 5.  Other Current Financial Assets 
 
Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset 
keuangan lancar lainnya terdiri atas piutang lain-lain 
kepada pihak ketiga masing - masing  sebesar 
Rp30.356 dan Rp2.675. 

 As of December 31, 2021 and 2020, other current 
financial assets consist of other receivables to third 
parties amounting to Rp30,356 and Rp2,675, 
respectively. 

 
6. Persediaan      6.   Inventories 
 

31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31,

2021 2020

Perangkat Komunikasi 88,953 88,953 Communication Devices
Lainnya 5,047 5,047 Others

Jumlah 94,000 94,000 Total

Penurunan Nilai Persediaan (94,000) (94,000) Impairment of Inventory Value

Jumlah - Neto -- -- Total - Net
 

 
Perubahan penyisihan dan pembalikan penurunan 
nilai persediaan adalah sebagai berikut: 

 The changes in provision and reversal for impairment 
of inventory are as follows: 
 

31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31,

2021 2020
Pada awal tahun 94,000 84,612 At the beginning of year
Penyisihan -- 9,388 Provision

Pada akhir tahun 94,000 94,000 At the end of year
 

 
Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan 
penurunan nilai persediaan tersebut cukup untuk 
menutupi kerugian penurunan nilai aset tersebut. 

 Management believes that the provision for 
impairment of inventories is adequate to cover loss 
on the impairment of the assets. 

 
Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak ada 
persediaan yang dijadikan sebagai jaminan. 

 As at December 31, 2021 and 2020, there are no 
inventories used as collateral.   

 
7. Biaya Dibayar di Muka 7.   Prepaid Expenses 
 

31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31,

2021 2020

Sewa -- 4,973 Rent
Lain-lain 105 2,955 Others

Jumlah 105 7,928 Total
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8. Investasi pada Entitas Asosiasi 8.   Investment in Associates 
 

Persentase Nilai Tercatat/ Persentase Nilai Tercatat/
Kepemilikian/ Book Value Kepemilikian/ Book Value
Percentage of Percentage of

Ownership Ownership

PT Link Net Tbk 29.04% 3,835,053 29.04% 5,608,693 PT Link Net Tbk
PT Bina Mahasiswa Indonesia 35.00% -- 35.00% -- PT Bina Mahasiswa Indonesia
PT Indonesia Media Televisi 23.84% -- 23.84% -- PT Indonesia Media Televisi

Jumlah 3,835,053 5,608,693 Total

31 Desember 2020/
December 31, 2020

31 Desember 2021/
December 31, 2021

 

PT Link Net Tbk (LN)  PT Link Net Tbk (LN) 
Pada bulan Juni 2014, LN  melakukan pencatatan 
sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan melakukan 
penawaran umum perdana saham. Dalam 
penawaran umum saham perdana tersebut, LN 
menawarkan sejumlah 304.265.000 saham milik 
Perusahaan di LN. Pada saat yang sama, Asia Link 
Dewa Pte Ltd melakukan pembelian sejumlah 
458.248.814 saham milik Perusahaan di LN. Atas 
penawaran umum saham perdana dan pembelian 
saham tersebut, Perusahaan mengalami penurunan 
kepemilikan saham di LN dari 66,06% menjadi 41%. 
 
Pada tanggal 29 Oktober 2014, RUPSLB 
Perusahaan telah menyetujui antara lain rencana 
penjualan saham milik Perusahaan dalam LN 
(divestasi) melalui pelaksanaan rencana private 
placement yang akan dilaksanakan di dalam maupun 
di luar wilayah Republik Indonesia, sejumlah kurang 
lebih 11% dari total saham yang telah ditempatkan 
dan disetor penuh dalam LN,  yang akan dilakukan 
melalui penjualan kurang lebih 7,45% dari total 
saham dalam LN berdasarkan Underwriting 
Agreement tertanggal 24 Oktober 2014 dan melalui 
pemberian hak opsi untuk membeli kurang lebih 
3,55% dari total saham dalam LN kepada Credit 
Suisse (Singapore) Ltd. Transaksi penjualan saham 
Perusahaan dalam LN sebanyak 226.677.000 
lembar saham telah selesai pada tanggal 
3 November 2014 dengan nilai  penjualan sebesar 
Rp1.360.062. Atas transaksi tersebut Perusahaan 
mencatat keuntungan dari penjualan saham sebesar 
Rp1.235.300. Atas penjualan tersebut Perusahaan 
tidak lagi melakukan konsolidasi atas laporan 
keuangan LN sehingga kepemilikan saham 
Perusahaan di LN menjadi 33,82% dan dicatat 
sebagai investasi pada entitas asosiasi.  
 
Pada tanggal 18 Mei 2018, Perusahaan melakukan 
transaksi penjualan saham Perusahaan dalam LN 
sebanyak 230.109.900 lembar saham dengan nilai 
penjualan sebesar Rp1.047.000. 

 In June 2014, LN listed its shares in Indonesia Stock 
Exchange and conduct initial public offerring (IPO). 
In the IPO, LN offerred 304,265,000 shares of the 
Company in LN. On the same time, Asia Link Dewa 
Pte Ltd purchase 458,248,814 shares of the 
Company in LN. Upon the IPO and purchase of 
shares, the Company’s shares ownership in LN 
declined from 66.06% to 41%. 
 
 
 
 
On October 29, 2014, the General Meeting of 
Shareholders Extraordinary of the Company has 
approved the plan to sell the Company’s shares in 
the LN (divestment) through a private placement, 
that will be executed within or outside the territory of 
the Republic of Indonesia, a number of more or less 
11% of the total issued shares and paid in LN, which 
will be done through the sale of approximately 7.45% 
of the total shares in the LN based Underwriting 
Agreement dated October 24, 2014 and through the 
provision of an option to purchase approximately 
3.55% of the total shares in the LN to Credit Suisse 
(Singapore) Ltd. Transactions sale of shares of the 
Company in the LN of 226,677,000 shares was 
completed on November 3, 2014 with selling value 
amounting to Rp1,360,062. From this transaction, 
the Company has recorded gain on sale of shares 
amounting to Rp1,235,300. After the sale, the 
Company has not consolidated the financial 
statements of LN, thus ownership Company in  LN 
became 33.82% and recorded as investments in 
associates.  
 
 
 
On May 18, 2018, the Company had transactions 
sale of shares of the Company in the LN of 
230,109,900 shares with selling value amounting to 
Rp1,047,000.  
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Pada 31 Desember 2021, Perusahaan melakukan 
pengukuran atas nilai wajar investasi pada LN 
dengan nilai wajar sebesar Rp3.835.053. Selisih atas 
investasi sebelum dan setelah diukur nilai wajarnya 
sebesar Rp1.948.688 dicatat pada laba rugi.  
 
 
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 
dan 2020, Perusahaan telah mencatat bagian laba 
dari asosiasi LN masing-masing sebesar Rp257.102 
dan Rp273.471 dan pembagian dividen masing-
masing sebesar Rp82.054 dan Rp 142.856. 
 
 
Investasi LN digunakan sebagai jaminan atas fasilitas 
pinjaman jangka panjang yang diperoleh Grup 
(Catatan 15). 
 
Harga publikasian LN per lembar saham pada 
tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing – 
masing adalah Rp4.000 dan Rp2.410 (dalam rupiah 
penuh). 

 
As of December 31, 2021, the Company measured 
the fair value of investment in LN with fair value 
amounted to Rp3,835,053. The difference of 
investment in LN before and after remeasured at its 
fair value amounted to Rp1,948,688 recorded at 
profit or loss. 
 
For the years ended December 31, 2021 and 2020, 
the Company has recorded portion of gain from 
associate LN amounting to Rp257,102 and 
Rp273,471, respectively and dividend distribution 
amounting to Rp82,054 and Rp142,856, 
respectively. 
 
Investment in LN used as collateral for long-term 
credit facility obtained by Group (Note 15). 
 
 
The quoted market price per share of LN as of 
December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp4,000 
and Rp2,410, respectively (in full Rupiah). 

   
PT Bina Mahasiswa Indonesia (BMI)  PT Bina Mahasiswa Indonesia (BMI) 
Pada bulan September 2012, GIAT, Entitas Anak, 
telah menandatangani Perjanjian Pemindahan Hak 
atas Saham untuk pembelian saham sebesar 45% 
saham dalam BMI. 
 
Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 23 Januari 2017 
yang dibuat dihadapan Notaris Zulkifli Hasan, S.H., 
notaris di Jakarta, BMI telah menerbitkan saham 
baru sebesar 1.428.000 saham. Atas peningkatan 
tersebut, GIAT melepaskan haknya untuk mengambil 
bagian atas saham baru BMI, sehingga kepemilikan 
saham GIAT di BMI terdilusi menjadi 35%.  

 In September 2012, GIAT, a Subsidiary had signed 
the Share Transfer Agreement in regards to the 
purchase of 45% shares in BMI. 
 
 
Based on Deed No. 9 dated January 23, 2017 made 
before Zulkifli Hasan, S.H., notary in Jakarta, BMI 
has issued new shares of 1,428,000 shares. In 
relation to such issuance of new shares, GIAT has 
released its rights to subscribe BMI’s new shares, 
therefore the ownership of GIAT’s shares in BMI has 
diluted into 35%. 

   
PT Indonesia Media Televisi (IMTV) 
Berdasarkan Akta Penyimpanan No. 100, tertanggal 
22 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Charles 
Hermawan, S.H., Notaris di Tangerang, atas 
Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 22 Juni 2016 
yang dibuat di bawah tangan, GREAT, Entitas Anak, 
telah melakukan pembelian saham dalam IMTV 
sebanyak 1.050.000.000 (satu miliar lima puluh juta) 
lembar saham dari PT Multipolar Multimedia Prima, 
pihak berelasi, senilai Rp4.000. 
 
Sejak pembelian saham tersebut sampai beberapa 
tahun terakhir terdapat beberapa perubahan dan 
penambahan modal ke dalam IMTV, sehingga per 
tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, persentase 
kepemilikan GREAT di IMTV adalah 23.84%. 
 

 PT Indonesia Media Televisi (IMTV) 
Based on Deposit Deed No. 100, dated June 22, 
2016, made before Charles Hermawan, S.H., Notary 
in Tangerang, upon the Agreement of Sale and 
Purchase of Shares, dated June 22, 2016, drawn up 
privately, GREAT, a Subsidiary, has purchased the 
shares in IMTV in the amount of 1,050,000,000 (one 
billion and fifty million) shares from PT Multipolar 
Multimedia Prima, a related party, amounting to 
Rp4,000. 
 
Since the purchase and up to few years later there 
have been several changes and additions of capital 
to IMTV, so that as of December 31, 2020 and 2019, 
the Company’s ownership interest in IMTV is 
23,84%. 
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Pada tanggal 2 September 2020, berdasarkan 
Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat Nomor 166/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN 
Niaga Jkt. Pusat, IMTV telah dinyatakan pailit. 

On September 2, 2020, based on Commercial Court 
of Central Jakarta District Court Decision Number 
166/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pusat, IMTV 
has been declared bankrupt. 

   
Mutasi investasi pada entitas asosiasi adalah 
sebagai berikut: 

 The movement in investment in associate is as 
follows: 

 
31 Des/ 31 Des/

Dec 31, Dec 31,

2021 2020

Pada awal tahun 5,608,693 5,478,078 At beginning of the year

Penurunan nilai (1,948,688) -- Impairment in value

Bagian keuntungan 257,102 273,471 Share in Income

Dividen (82,054) (142,856) Dividend

Nilai buku bersih 3,835,053 5,608,693 Net book value  
 
Ringkasan informasi pada entitas-entitas asosiasi 
adalah sebagai berikut: 

 A summary of financial information of the associates 
is as follows: 

 
31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31,

2021 2020

Aset lancar 862,543       777,255       Current assets
Aset tidak lancar 8,949,084    7,145,677    Non-current assets
Liabilitas jangka pendek 1,969,062    3,448,427    Current liabilities
Liabilitas jangka panjang 2,538,384    361,989       Non-current liabilities
Pendapatan usaha 4,468,360    4,063,623    Revenues
Laba tahun berjalan 1,449,633    924,019       Income for the year
Penghasilan komprehensif lain 23,896         17,732         Other comprehensive income (loss)
Laba komprehensif tahun berjalan 1,473,529    941,751       Comprehensive income for the year
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9. Aset Tetap 9.   Property and Equipment 
 

Saldo Awal/ Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ Saldo Akhir/

Beginning Balance Additions Deductions Reclassification Ending Balance

Biaya Perolehan Acquisition Cost

Pemilikan Langsung Direct Ownership
Hak Atas Tanah 2,307 -- 1,497 (810) -- Landrights

Bangunan 115,294 -- 115,422 128 -- Building

Renovasi 28,225 -- -- -- 28,225 Leasehold Improvement

Perabotan 12,876 -- -- (240) 12,636 Furniture and Fixtures

Peralatan Kantor 736,851 1,862 145,282 1,305 594,736 Office Equipment

Kendaraan 2,338 -- 55 (383) 1,900 Vehicles

Jaringan Distribusi 22,486 -- -- -- 22,486 Distribution Network

Sub Jumlah 920,377 1,862 262,256 -- 659,983 Sub Total

Aset Sewa Pembiayaan 30,740 -- -- -- 30,740 Assets under Finance Lease

951,117 1,862 262,256 -- 690,723

Aset Dalam Penyelesaian 1,479 -- 25 -- 1,454 Construction in Progress

Aset Hak Guna 352 -- -- -- 352 Right of Use Assets

Jumlah 952,948 1,862 262,281 -- 692,529 Total

Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation

Pemilikan Langsung Direct Ownership
Bangunan 73,395 6,379 79,241 (533) -- Building

Renovasi 26,026 248 -- -- 26,274 Leasehold Improvement

Perabotan 11,878 26 -- (240) 11,664 Furniture and Fixtures

Peralatan Kantor 396,581 30,178 94,443 1,156 333,472 Office Equipment

Kendaraan 1,867 271 55 (383) 1,700 Vehicles

Jaringan Distribusi 18,736 3,750 -- -- 22,486 Distribution Network

Sub Jumlah 528,483 40,852 173,739 -- 395,596 Sub Total

Aset Sewa Pembiayaan 30,740 -- -- -- 30,740 Assets under Finance Lease

Jumlah 559,223 40,852 173,739 -- 426,336 Total

Penyisihan Penurunan Allowance For Impairment of

Nilai Aset Tetap Property and Equipment
Renovasi 1,858 -- -- -- 1,858 Leasehold Improvement

Peralatan Kantor 240,077 -- 1,193 -- 238,884 Office Equipment

Jumlah 241,935 -- 1,193 -- 240,742 Total

Nilai Buku 151,790 25,451 Net Book Value

31 Desember 2021/December  31, 2021
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Saldo Awal/ Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ Saldo Akhir/

Beginning Balance Additions Deductions Reclassification *) Ending Balance

Biaya Perolehan Acquisition Cost

Pemilikan Langsung Direct Ownership
Hak Atas Tanah 3,774 -- 1,467 -- 2,307 Landrights

Bangunan 120,119 -- 4,825 -- 115,294 Building

Renovasi 28,225 -- -- -- 28,225 Leasehold Improvement

Perabotan 12,876 -- -- -- 12,876 Furniture and Fixtures

Peralatan Kantor 726,373 2,789 9,077 16,766 736,851 Office Equipment

Kendaraan 2,463 -- 125 -- 2,338 Vehicles

Jaringan Distribusi 22,486 -- -- -- 22,486 Distribution Network

Peralatan BTS 47,141 -- -- (47,141) -- BTS Equipment

Sub Jumlah 963,457 2,789 15,494 (30,375) 920,377 Sub Total

Aset Sewa Pembiayaan 47,506 -- -- (16,766) 30,740 Assets under Finance Lease

1,010,963 2,789 15,494 (47,141) 951,117

Aset Dalam Penyelesaian 1,479 -- -- -- 1,479 Construction in Progress

Aset Hak Guna -- 352 -- -- 352 Right of Use Assets

Jumlah 1,012,442 3,141 15,494 (47,141) 952,948 Total

Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation

Pemilikan Langsung Direct Ownership
Bangunan 70,542 7,678 4,825 -- 73,395 Building

Renovasi 25,528 498 -- -- 26,026 Leasehold Improvement

Perabotan 11,702 176 -- -- 11,878 Furniture and Fixtures

Peralatan Kantor 352,326 36,586 7,751 15,420 396,581 Office Equipment

Kendaraan 1,782 114 29 -- 1,867 Vehicles

Jaringan Distribusi 17,224 1,512 -- -- 18,736 Distribution Network

Sub Jumlah 479,104 46,564 12,605 15,420 528,483 Sub Total

Aset Sewa Pembiayaan 44,936 1,224 -- (15,420) 30,740 Assets under Finance Lease

Jumlah 524,040 47,788 12,605 -- 559,223 Total

Penyisihan Penurunan Allowance For Impairment of

Nilai Aset Tetap Property and Equipment
Renovasi 1,858 -- -- -- 1,858 Leasehold Improvement

Peralatan Kantor 240,077 -- -- -- 240,077 Office Equipment

Jumlah 241,935 -- -- -- 241,935 Total

Nilai Buku 246,467 151,790 Net Book Value

31 Desember 2020/Dec ember 31, 2020

 

*) Termasuk reklasifikasi peralatan BTS ke Aset Lain-lain   
 
Pada tanggal 31 Desember 2020, peralatan BTS 
yang dicatat berdasarkan nilai revaluasi telah dinilai 
oleh KJPP Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, 
Hartomo dan Rekan (FAST), penilai independen, 
dalam laporannya bertanggal 1 April 2021. Dasar 
penilaian yang diterapkan adalah nilai pasar dengan 
menggunakan pendekatan biaya. 
 
Penyusutan yang dibebankan pada operasi tahun 
berjalan masing-masing sebesar Rp40.852 dan 
Rp47.788 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 
Desember 2021 dan 2020. 

 *) Including reclassification BTS Equipment to Other Assets 
 
As of December 31, 2020, BTS equipments recorded 
at revaluation value amounts has been revalued by 
KJPP Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo 
and Partners (FAST), an independent appraisal, in 
its reports dated April 1, 2021. The basis for 
appraisal is the market value using the cost 
approach. 
 
Depreciation expense that was charged to current    
year operations amounted to Rp40,852 and 
Rp47,788 for the years ended December 31, 2021 
and 2020, respectively. 
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Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2021 dan 2020, nilai perolehan bruto 
aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih 
digunakan adalah masing-masing sebesar 
Rp112.342 dan Rp 378.672. 
 

 
For the years ended December 31, 2021 and 2020, 
the cost of fixed assets which have been fully 
depreciated and still in used amounted to Rp112,342 
and Rp378,672, respectively. 
 

Head-end electronics, bangunan dan peralatan lain 
Grup diasuransikan terhadap risiko kerugian dan 
risiko usaha kepada PT Lippo General Insurance Tbk 
(pihak berelasi) sebesar Rp138.141 pada                          
31 Desember 2020. 
 

 Group’s head-end electronics, building and other 
equipment are covered by insurance against 
terrorism and sabotage risk to PT Lippo General 
Insurance Tbk (a related party) amounted to 
Rp138,141 as of December 31, 2020. 
 

Grup mencatat keuntungan atas pelepasan aset 
tetap sebagai berikut: 

 Group recorded gain on disposal of property, plant 
and equipment, as follows: 

 
2021 2020

Harga Jual 270,864 33,429 Proceeds
Nilai Buku (88,542) (2,889) Net Book Value
Keuntungan Atas Pelepasan Gain on Disposal of Property,

Aset Tetap 182,322 30,540 Plant and Equipment

 
Pada 31 Desember 2020, Group mereklasifikasi 
peralatan BTS sebesar Rp47.141 ke aset lainnya 
(Catatan 12) sehubungan dengan rencana penjualan 
aset tersebut. 
 
Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 
2021 berupa peralatan kantor yang masih dalam 
penyelesaian sebesar Rp1.454, dengan persentase 
penyelesaian mencapai 99% dan estimasi 
penyelesaian pekerjaan terakhir akan selesai pada 
tahun 2022. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak 
terdapat hambatan dalam penyelesaian aset 
tersebut. 

 As of December 31, 2020, the Group reclassified 
BTS equipment amounting to Rp47,141 to other 
assets (Note 12) in connection with the plan to sale 
the assets. 
 
Construction in progress on December 31, 2021 in 
the form of buildings, building renovations, office 
furniture, fixtures, and equipment that are still under 
construction amounted to Rp1,454, with percentage 
of completion was 99% and the estimated completion 
of the final project will be completed in 2022. 
Management believes that there are no obstacles in 
the completion of the assets. 

 
Berdasarkan hasil penelahaan pada akhir periode, 
manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa 
penyisihan penurunan nilai aset tetap cukup untuk 
menutup kemungkinan kerugian oleh karena 
penurunan nilai. 
 
Aset tetap tertentu digunakan sebagai jaminan atas 
fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh 
Grup (Catatan 14 dan 15). 

 Based on the review at the end of period, 
management of the Company are of the opinion that 
the allowance for impairment of property and 
equipment is adequate to cover possible losses due 
to impairment. 
 
Certain property and equipment are used as 
collateral for long-term credit facility obtained by 
Group (Notes 14 and 15). 

   
   

10. Biaya Dibayar di Muka Jangka Panjang 10.   Long Term Prepayment 
 

Akun ini merupakan biaya dibayar di muka atas 
langganan jasa sistem komunikasi dan langganan 
jasa penggunaan dark fiber optic cores. Pada 
tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, nilai tercatat 
biaya dibayar di muka jangka panjang masing-
masing sebesar nihil dan Rp20.274. 

 This account represents long-term prepayment for a 
communication system and subscription services 
using dark fiber optic cores. As of December 31, 
2021 and 2020, balance of long term prepayment are 
amounting to nil and Rp20,274, respectively. 
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11. Uang Muka        11.   Advances 
 

31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31,

2021 2020

Pembelian Material 41,290 37,891 Purchase of Materials
Peralatan Elektronik 3,841 5,022 Electronic Equipments
Lain-lain 262 2,040 Others

Jumlah 45,393 44,953 Total

 
   

12. Aset Tidak Lancar Lainnya 12. Other Non-Current Assets 
 

Pada 31 Desember 2021 dan 2020, akun ini 
terutama terdiri atas peralatan BTS masing-masing 
sebesar nihil dan Rp283.034 (Catatan 9). 
 
Perubahan atas saldo peralatan BTS adalah sebagai 
berikut: 

 As of December 31, 2021 and 2020, this account 
mainly consist of BTS equipment amounting to nil 
and Rp283,034, respectively (Note 9). 
 
The changes in balance of BTS Equipment are as 
follows: 

31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31,

2021 2020

Saldo Peralatan BTS Balance of BTS Equipment
pada awal tahun 283,034 309,716 at the beginning of year

Reclassification from Property
Reklasifikasi Aset Tetap -- 47,141 and Equipment
Penurunan Nilai (283,034) (73,823) Impairment
Jumlah - Neto -- 283,034 Total - Net

 

Perubahan penyisihan penurunan peralatan BTS 
adalah sebagai berikut: 

 The changes in provision for impairment in BTS 
Equipment are as follows: 

 
31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31,

2021 2020
Saldo pada awal tahun 73,823 -- At the beginning of year

Penambahan 209,211 73,823 Addition
Saldo pada akhir tahun 283,034 73,823 At end of year

Reverse Provision
 
 
13. Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya 13. Other Non-Current Financial Assets 
 

31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31,

2021 2020

Dana yang dibatasi Penggunaannya Restricted Fund
(Catatan 15) 32,243 62,814 (Note 15)

Uang Jaminan 1,170 4,285 Refundable Deposit
Investasi pada FVTOCI: Investment in FVTOCI:

PT Multipolar Technology Tbk 369,882 97,093 PT Multipolar Technology Tbk
PT Jakarta Marcapada Media 5,000 5,000 PT Jakarta Marcapada Media

Jumlah 408,295 169,192 Total
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Berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal                        
17 November 2008 oleh Notaris Lindasari 
Bachroem, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan 
membeli dan menerima penyerahan dari                        
PT Spektrum Duta Corporasi, pihak ketiga, 
sebanyak 3.334 saham dengan nominal sebesar 
Rp1 yang merupakan 12,5% dari jumlah saham 
yang dikeluarkan dalam PT Jakarta Marcapada 
Media, dengan harga Rp5.000. 

 Based on Notarial Deed No. 22 dated November 
17, 2008 by Notary Lindasari Bachroem, S.H., 
Notary in Jakarta, the Company has purchased 
and accepted 3,334 shares from PT Spektrum 
Duta Corporasi, third party, with par value of  
Rp1 per share which represents 12.5% from total 
shares of PT Jakarta Marcapada Media with price 
of Rp5,000. 

   
Pada tanggal 31 Oktober 2014, Perusahaan 
melakukan pembelian saham PT Multipolar 
Technology Tbk sebanyak 91.750.000 lembar. 
Pembelian saham tersebut dilakukan dengan 
pembelian saham dari publik melalui mekanisme 
perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.  
 
Pada tanggal 2 Mei 2018, Perusahaan melakukan 
pembelian saham PT Multipolar Technology Tbk 
sebanyak 45.000.000 lembar.  
 
Pada tanggal 23 Juli 2021, Perusahaan melakukan 
penjualan saham PT Multipolar Technology Tbk 
sebanyak 31.370.500 lembar sebesar Rp94.896. 
 
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2021 dan 2020, laba yang belum 
direalisasi atas investasi tersedia untuk dijual yang 
dicatat sebagai aset keuangan tidak lancar lainnya 
sebesar Rp367.685 dan Rp35.829 dicatat sebagai 
bagian dari penghasilan komprehensif lainnya. 

 On October 31, 2014, the Company purchased 
shares of PT Multipolar Technology Tbk of 
91,750,000 shares. The purchase of these shares 
by purchase of shares from the public through the 
trading mechanism in the Indonesia Stock 
Exchange.  
 
On May 2, 2018, the Company purchased shares 
of PT Multipolar Technology Tbk of 45,000,000 
shares. 
 
On July 23, 2021, the Company sold shares of PT 
Multipolar Technology Tbk of 31,370,500 shares 
amounting to Rp94,896. 
 
For the years ended December 31, 2021 and 
2020, the unrealized gain on available for sale 
investment that is recorded as other long term 
investments amounted Rp367,685 and Rp35,829, 
respectively, is recorded as part of other 
comprehensive income. 

   
14. Pinjaman Jangka Pendek 14. Short-Term Loan  
 

31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31,

2021 2020

PT Bank Mayapada Internasional Tbk 135,000 150,000 PT Bank Mayapada Internasional Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk -- 3,773 PT Bank CIMB Niaga Tbk

Jumlah 135,000 153,773 Total

 
PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga) 
Pada tanggal 11 Desember 2019, Perusahaan 
memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank CIMB 
Niaga dengan jumlah maksimum sebesar 
Rp300.000 dengan suku bunga 12,5% per tahun dan 
jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2020. Fasilitas 
kredit tersebut dijamin dengan aset tetap  
(Catatan 9). 
 
Pada tanggal 13 Oktober 2020, Perusahaan telah 
melunasi pinjaman pada CIMB Niaga sebesar 
Rp205.000. 

 

 PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga) 
On December 11, 2019, the Company obtained a 
loan facility from Bank CIMB Niaga with a maximum 
amount of Rp300,000 bears an interest at 12.5% per 
annum and mature on October 31, 2020. The credit 
facility obtained are guaranteed with property and 
equipment (Note 9). 
 
 
On October 13, 2020, the Company has repaid the 
loan from CIMB Niaga amounting Rp205,000. 
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Pada tanggal 13 Juli 2018, KMII, entitas anak, 
memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran dari 
Bank CIMB Niaga untuk pembiayaan modal kerja 
dengan jumlah maksimum sebesar Rp4.250 dengan 
suku bunga 14,5% per tahun.  
 
Pada bulan April 2020, fasilitas pinjaman KMII, 
entitas anak, di Bank CIMB Niaga telah diperpanjang 
hingga 1(satu) tahun. 
 
Pada 31 Desember 2021 dan 2020, besarnya 
pinjaman yang terutang masing-masing sebesar nihil 
dan Rp3.773.  
 
PT Bank Mayapada Internasional Tbk (Bank 
Mayapada) 
Pada bulan Juni dan Juli 2020, PWU, entitas anak, 
memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank Mayapada 
sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 6% untuk 
periode 12 bulan dan dapat diperpanjang. Fasilitas 
ini telah diperpanjang hingga Juni 2022. 
 
Pada bulan September 2021, PWU telah melakukan 
pelunasan sebagian sebesar Rp15.000. 
 

On July 13, 2018, KMII, a subsidiary, obtained an 
overdraft facility from Bank CIMB Niaga for working 
capital financing with a maximum amount of Rp4,250 
bears an interest at 14.5% per annum. 
 
 
On April 2020, the loan facility of KMII, a subsidiary, 
has been extended for 1(one) year by Bank CIMB 
Niaga. 
 
As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding 
loan amounted to nil and Rp3,773, respectively.  
 
 
PT Bank Mayapada Internasional Tbk (Bank 
Mayapada) 
In June and July 2020, PWU, a subsidiary, obtained 
a loan facility from Bank Mayapada amounting to 
Rp150,000 bears an interest at 6% for 12 months 
periods and extendable. This facilily has been 
extended until June 2022. 
 
In September 2021, the PWU has made partial 
payment of Rp15,000. 

15. Utang Bank dan Lembaga Keuangan 15.  Long-Term Borrowing from Banks and 
 Jangka Panjang Other Financial Institutions 
 

31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31,

2021 2020

Deutsche Bank AG, Singapore 942,616 1,166,990 Deutsche Bank AG, Singapore
PT Bank CIMB Niaga Tbk 243,000 392,214 PT Bank CIMB Niaga Tbk
CIMB Bank Berhad, Labuan 203,476 218,628 CIMB Bank Berhad, Labuan 
Jumlah 1,389,092 1,777,832 Total

Biaya Provisi yang belum diamortisasi -- (9,066) Unamortized Provision Fee
Jumlah 1,389,092 1,768,766 Total

Bagian Lancar: Current Portion:
Deutsche Bank AG, Singapore 942,616 1,166,990 Deutsche Bank AG, Singapore
PT Bank CIMB Niaga Tbk 162,000 148,714 PT Bank CIMB Niaga Tbk
CIMB Bank Berhad, Labuan 203,476 17,490 CIMB Bank Berhad, Labuan 
Jumlah 1,308,092 1,333,194 Total

Bagian Jangka Panjang 81,000 435,572 Non-Current Portion

 
PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga) 
Pada bulan Desember 2014, berdasarkan Akta 
Perjanjian Kredit No.149 tanggal 23 Desember 2014 
yang dibuat di hadapan Audrey Wardhani, S.H., 
M.Kn., sebagai notaris pengganti dari Engawati 
Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, PT I, Entitas Anak, 
memperoleh fasilitas kredit dari Bank CIMB Niaga 
maksimum sebesar Rp600.000. Periode pinjaman 
adalah 36 bulan dan 10% dari total pinjaman akan 

 PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga) 
In December 2014, based on Loan Agreement Deed 
No. 149 dated December 23, 2014 were made 
before Audrey Wardhani, S.H., M.Kn., as a substitute 
notary of Engawati Gazali, S.H., Notary in Jakarta, 
PT I, a Subsidiary, obtained a credit facility from 
Bank CIMB Niaga, a maximum of Rp600,000. The 
loan period is 36 months and 10% of the total loan 
will mature in 24 months, 20% of the total loan will 
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jatuh tempo pada bulan ke 24, 20% dari total 
pinjaman akan jatuh tempo pada bulan ke 30 serta 
sisanya pada bulan ke 36 dari tanggal perjanjian 
kredit. Suku bunga yang berlaku untuk fasilitas 
tersebut adalah sebesar 12,5% per tahun. Fasilitas 
kredit tersebut dijamin dengan aset tetap (Catatan 
9). 
 

Pada tanggal 26 Juli 2017, PT I, entitas anak dan 
Bank CIMB Niaga menandatangani perubahan 
terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 149 yang dibuat 
dihadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, 
untuk melakukan restrukturisasi terhadap sisa 
pinjaman sebesar Rp540.000, sehingga pinjaman 
tersebut akan jatuh tempo pada Juni 2023. 
 

Pada tanggal 15 Agustus 2018, berdasarkan Akta 
Novasi dan Penegasan Perjanjian Kredit No. 10 
yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., 
notaris di Jakarta, Perusahaan menerima pengalihan 
kewajiban dari PT I sebagai Debitur terhadap Bank 
CIMB Niaga. Suku bunga yang berlaku saat ini 
adalah 11,75% per tahun. Pada 31 Desember 2021 
dan 2020, besarnya pinjaman yang terutang sebesar 
Rp243.000 dan Rp391.500. 
 

mature in 30 months and the remaining month to 36 
month from the date of the credit agreement. The 
interest rate of the facility is at 12.5% per annum. 
The credit facility obtained are guaranteed with 
property and equipment (Note 9). 
 
 
 

On July 26, 2017, PT I, a subsidiary and Bank CIMB 
Niaga signed the amendment to the Deed of Credit 
Agreement No. 149 made by Engawati Gazali, S.H., 
Notary in Jakarta, to restructure the remaining loan 
amounting to Rp540,000, thereby the maturity of the 
loan would be on June 2023.  
 
 

On August 15, 2018, based on Deed of Novation and 
Restatement of Loan Agreement No. 10 made before 
Unita Christina Winata, S.H., notary in Jakarta, the 
Company accept the transfer of obligations from PT I 
as a Debtor to Bank CIMB Niaga. The current 
interest rate is 11.75% per annum. As of December 
31, 2021 and 2020, the outstanding loan amounted 
to Rp243,000 and Rp391,500. 
 

Pada tanggal 13 Juli 2018, KMII, entitas anak, 
memperoleh fasilitas pinjaman investasi dari          
PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan jumlah maksimum 
sebesar Rp1.500 dan akan jatuh tempo pada 
tanggal 13 April 2024. Pada 31 Desember 2021 dan 
2020, besarnya pinjaman yang terutang sebesar nihil 
dan Rp714. 
 
Perusahaan juga diwajibkan untuk memenuhi rasio 
keuangan tertentu, antara lain rasio utang terhadap 
modal, Debt to EBITDA, Debt Service Coverage 
serta pemenuhan Debt Service Reserve Account. 
 
Perusahaan telah memenuhi pembatasan yang 
diisyaratkan. 
 
CIMB Bank Berhad, Labuan 
Pada tanggal 28 September 2020, Perusahaan 
memperoleh fasilitas pinjaman dari CIMB Bank 
Berhad, Labuan dengan jumlah maksimum sebesar 
USD15.500 dengan suku bunga 6.00% + LIBOR 3 
bulan per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 
13 Oktober 2022. 
 
Pada 31 Desember 2021 dan 2020, besarnya 
pinjaman yang terutang sebesar USD14.260 dan 
USD15.500. 
 
Perusahaan juga diwajibkan untuk memenuhi rasio 
keuangan tertentu, antara lain, rasio nilai bersih dan 
rasio pinjaman terhadap nilai jaminan. 

 On July 13, 2018, KMII, a subsidiary, obtained an 
investment loan facility from PT Bank CIMB Niaga 
Tbk with a maximum amount of Rp1,500 and will 
mature on April 13, 2024.  As of December 31, 2021 
and 2020, the outstanding loan amounted to nil and 
Rp714. 
 
 
The Company is required to comply with certain 
financial ratio, such as, debt to equity ratio, Debt to 
EBITDA, Debt Service Coverage and fulfillment of 
Debt Service Reserve Account. 
 
The Company has complied with the covenant as 
required. 
 
CIMB Bank Berhad, Labuan 
On September 28, 2020, the Company obtained a 
loan facility from CIMB Bank Berhad with a maximum 
amount of USD15,500 bears an interest at 6.00% + 
LIBOR 3 month per annum and will mature on 
October 13, 2022. 
 
 
As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding 
loan amounted to USD14,260 and USD15,500. 
 
 
The Company is required to comply with certain 
financial ratios, such as, net worth ratio and loan to 
value of collateral ratio. 
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Perusahaan telah memenuhi pembatasan yang 
diisyaratkan. 

 
The Company has complied with the covenant as 
required. 

 
Deutsche Bank AG, Singapore Branch 
Pada bulan Juni 2019, Perusahaan menerima 
fasilitas pinjaman untuk tujuan refinancing dan modal 
kerja. Jumlah fasilitas yang diterima adalah sebesar 
USD107.500 yang berlaku selama 2 (dua) tahun 
dengan suku bunga 3 bulan LIBOR + 6,25% per 
tahun. Pembayaran pokok dilakukan pada akhir jatuh 
tempo. Atas fasilitas ini Perusahaan memberikan 
jaminan antara lain berupa saham yang dimiliki oleh 
Perusahaan di entitas asosiasi (Catatan 8). 
 
Atas fasilitas pinjaman tersebut, Perusahaan 
diwajibkan menyediakan dana dari dalam rekening 
cadangan pembayaran utang yang digunakan 
sebagai cadangan pembayaran (Catatan 13). 
 
Pada bulan Juni 2019, Perusahaan melakukan 
realisasi penarikan pinjaman sebesar USD61.000 
yang digunakan untuk melunasi semua sisa pinjaman 
di Credit Suisse AG, Singapore dan PT Bank BNP 
Paribas Indonesia. 
 
Pada bulan Juli 2019, Perusahaan melakukan 
realisasi penarikan pinjaman sebesar USD41,000. 
 
Pada bulan April 2020, Perusahaan melakukan 
pembayaran sebagian dari fasilitas pinjaman 
Deutsche Bank AG, Singapore Branch beserta 
bunganya sebesar USD14.264. 
 
Pada bulan Juli 2020, Perusahaan melakukan 
pembayaran sebagian dari fasilitas pinjaman 
Deutsche Bank AG, Singapore Branch sebesar 
USD5.000. 
 
Pada bulan Januari 2021, Perusahaan melakukan 
pembayaran sebagian dari fasilitas pinjaman kepada 
Deutsche Bank AG, Singapore Branch sebesar 
USD2.000.  
 
Di bulan Maret 2021, Perusahaan menandatangani 
amandemen. Ketentuannya diubah antara lain pada 
marjin suku bunga yang naik menjadi 8% per tahun 
di bulan Juli 2021 dan naik menjadi 8,50% per tahun 
di bulan Oktober 2021. Selain itu, jatuh tempo 
fasilitas ini diperpanjang ke 31 Desember 2021 
dengan opsi untuk diperpanjang kembali. 
 
Pada 31 Desember 2021, fasilitas ini telah 
diperpanjang hingga 30 Juni 2022. 
 
 

 Deutsche Bank AG, Singapore Brand 
In June 2019, the Company obtained loan facility for 
loan refinancing and working capital. The amount of 
facility is up to USD107,500 for 2 (two) years with an 
interest rate of 3 months LIBOR + 6.25% per annum. 
Repayment is scheduled on maturity date. This loan 
facility is secured among others by the Company’s 
certain shares at its associate (Note 8). 
 
 
 
Under the loan facility, the Company should provide 
a fund in debt service reserve account that will be 
used as a reserve against payment for this loan 
facility (Note 13). 
 
In June 2019, the Company realized a loan 
drawdown amounting to USD61,000 which was 
used to pay off all remaining loans at Credit Suisse 
AG, Singapore and PT Bank BNP Paribas 
Indonesia. 
 
In July 2019, the Company realized a loan 
drawdown amounting to USD41,000. 
 
In April 2020, the Company made a partial payment 
loan facility and its interest from Deutsche Bank AG, 
Singapore Branch amounting to USD 14,264. 
 
 
In July 2020, the Company made a partial payment 
loan facility from Deutsche Bank AG, Singapore 
Branch amounting to USD5,000. 
 
 
In January 2021, the Company made a partial 
payment loan facility from Deutsche Bank AG, 
Singapore Branch amounting to USD2,000.  
 
 
In March 2021, the Company has signed an 
amendment. The provisions were amended, among 
others, the interest rate margin which was increased 
to 8% per annum in July 2021 and increased to 
8.50% per annum in October 2021. In addition, the 
maturity of this facility was extended to 31 December 
2021 with option to be extended further. 
 
As of December 31, 2021, this facility has been 
extended until June 30, 2022. 
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Pada tahun 2021, Perusahaan melakukan 
pembayaran cicilan pokok sebesar USD14.675. 
 
Pada 31 Desember 2021 dan 2020, besarnya 
pinjaman yang terutang sebesar USD66.060 dan 
USD82.736. 
 
Perusahaan juga diwajibkan untuk memenuhi rasio 
keuangan tertentu, antara lain, rasio leverage dan 
rasio jumlah utang. 
 
Perusahaan telah memenuhi pembatasan yang 
diisyaratkan. 

In 2021, the Company paid the principal installment 
of USD14,675. 
 
As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding 
loan amounted to USD66,060 and USD82,736, 
respectively. 
 
The Company is required to comply with certain 
financial ratios, such as, leverage ratio and financial 
indebtedness ratio.  
 
The Company has complied with the covenant as 
required. 

 
16. Utang Usaha  16.  Trade Payables 
 

31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31,

2021 2020

Pihak ketiga 1,503,870 1,955,662 Third parties
Pihak berelasi (Catatan 30) 65,337 242,195 Related parties (Note 30)
Jumlah 1,569,207 2,197,857 Total

 
Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah 
sebagai berikut: 

 The details of trade payables based on currency are 
as follows: 

 
31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31,

2021 2020

Rupiah 1,295,467 1,890,105 Rupiah
Dolar AS 273,740 307,752 US Dollars

Jumlah 1,569,207 2,197,857 Total

 
17. Perpajakan 17.   Taxation 
 
a.  Pajak Dibayar di Muka  a.  Prepaid Taxes 
 

31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31,

2021 2020
Perusahaan The Company
Pajak Pertambahan Nilai 562 1,422 Value Added Taxes

Entitas Anak Subsidiaries
Pajak Penghasilan Income Tax

Pasal 4 (2) 734 734 Article 4 (2)
Pasal 23 2,420 -- Article 23
Pasal 25 25 -- Article 25

Pajak Pertambahan Nilai 893 1,218 Value Added Taxes
Jumlah 4,634 3,374 Total
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b.  Utang Pajak  b.  Taxes Payable 
 

31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31,

2021 2020

Perusahaan The Company
Pajak Penghasilan Income Tax

Pasal 21 282 234 Article 21
Pasal 23 32 384 Article 23
Pasal 26 -- 2,286 Article 26

Entitas Anak Subsidiaries
Pajak Penghasilan Income Tax

Pasal 4 (2) 327 290 Article 4 (2)
Pasal 21 19,344 14,178 Article 21
Pasal 23 514 555 Article 23
Pasal 26 95 95 Article 26
Pasal 29 1 161 Article 29

Pajak Pertambahan Nilai 12,849 11,855 Value Added Taxes

Jumlah 33,444 30,038 Total

 
c.  Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan  c.  Income Tax Benefit (Expense)  
   

2021 2020

Beban Pajak Kini Current Tax Expense
Entitas Anak -- -- Subsidiaries

Sub Jumlah -- -- Sub-Total

Beban Pajak Tangguhan Deferred Tax Expense
Perusahaan (342) (23,905) The Company
Entitas Anak (225) (1,586) Subsidiaries

Sub Jumlah (567) (25,491) Sub-Total

Beban Pajak - Neto (567) (25,491) Tax Expense - Net

 
 
d.  Pajak Kini  d.  Current Tax 
   
Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum taksiran 
beban pajak penghasilan, seperti yang disajikan 
dalam laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain konsolidasian dan taksiran rugi 
fiskal Perusahaan, untuk tahun-tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2021 dan 2020, adalah sebagai 
berikut: 
 

 Reconciliation between profit (loss) before estimated 
tax expense as shown in the consolidated statements 
of profit or loss and other comprehensive income and 
estimated fiscal loss of the Company for the years 
ended December 31, 2021 and 2020, are as follows: 
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2021 2020

Laba (Rugi) sebelum Pajak Penghasilan Profit (Loss) before Income Tax
sesuai dengan Laporan Expense According to Consolidated
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif (1,265,297) 4,013 Statement of Profit or Loss 
Lain Konsolidasian and Other Comprehensive Income

Laba (Rugi) sebelum Beban Pajak Profit (Loss) before Income
Penghasilan dari Entitas Anak Tax Expense of Consolidated
yang Dikonsolidasi 771,753 (166,500) Subsidiaries

Laba (Rugi) sebelum Beban Pajak Profit (Loss) before Income Tax
   Penghasilan Perusahaan (2,037,050) 170,513 Expense Attributable to the Company

Beda Waktu: Timing Differences:
Imbalan Kerja -- (4,823) Employee Benefits

Beda Tetap: Permanent Differences:
Beban dan Denda Pajak 9,958 22,934 Tax Expenses and Penalties
Sewa 290 337 Rental
Listrik, Air dan Telepon 119 200 Electricity, Water and Telephone
Jamuan 6 12 Entertainment
Penghasilan Bunga yang Telah Dikenakan Interest Income Already 
   Pajak Penghasilan Final (776) (805) Subjected to Final Tax
Penurunan Nilai Investasi pada Entitas Asosiasi 1,948,688 -- Impairment of Investment in Associate
Penurunan Nilai Aset Tidak Lancar Lainnya 31,545 9,252 Impairment of Other Non-Current Assets
Pendapatan Sewa Aset Tetap (15,880) (15,382) Rental income of Property and Equipment 
Laba Penjualan Aset Tetap (91,028) (29,202) Gain on sale of Property and Equipment 
Pendapatan Dividen (15,726) -- Dividend income
Lain-lain 157,993 (24,546) Others

Taksiran Rugi Kena Pajak (11,861) 128,490 Estimated Taxable Loss
Akumulasi Rugi Fiskal Awal Periode (1,227,451) (1,355,941) Tax loss carryforward Beginning of Period
Koreksi Rugi Fiskal Awal Periode 30,500 -- Correction of fiscal loss Beginning of Period

Rugi Fiskal Perusahaan Fiscal Loss of the
   pada Akhir Tahun (1,208,812) (1,227,451) Company in Ending of Year

 
 
Beban pajak penghasilan dan perhitungan taksiran 
utang pajak penghasilan badan Grup adalah sebagai 
berikut: 

 The income tax expense and computations of the 
estimated corporate income tax payable of the Group 
as follows: 

 

Perusahaan/ Entitas Anak/ Perusahaan/ Entitas Anak/
Company Subsidiaries Company Subsidiaries

Beban Pajak Penghasilan -- -- -- -- Income Tax Expense
Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka Prepayment of Income Tax

Pasal 22 -- -- -- -- Article 22
Pasal 23 -- 2,420 -- -- Article 23
Pasal 25 -- 25 -- -- Article 25

Jumlah Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka -- 2,445 -- -- Total Prepayment of Income Tax
Taksiran Utang Pajak Penghasilan Badan Estimated Corporate Income Tax Payable
(Klaim atas Pengembalian Pajak Penghasilan) -- (2,445) -- -- (Claim for Income Tax Refund)

31 Desember/December 31, 2021 31 Desember/December 31, 2020

 
 
Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan 
konsolidasian - neto yang dihitung dengan 
menggunakan tarif pajak yang berlaku dari rugi 
konsolidasian sebelum pajak penghasilan untuk   
tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 
dan 2020 adalah sebagai berikut: 

 A reconciliation between the consolidated income tax 
 expense - net calculated by applying the applicable 
tax rate to consolidated loss for the years ended 
December 31, 2021 and 2020 are as follows: 
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2021 2020

Laba konsolidasian sebelum Pajak Consolidated Profit before
Penghasilan (1,265,297) 4,013 Income Tax

Beban Pajak Penghasilan Tax Expense
dengan Tarif Pajak yang Berlaku Calculated at Applicable Tax Rate
Sebesar 22% 278,365 (883) of 22% 

Pengaruh Pajak atas Beda Tetap: Tax Effect for Permanent Difference:
Pendapatan yang telah Dikenakan Income Subject to Final Income

Pajak Final/Bukan Objek Pajak - Neto 171 177 Tax - Net
Lain-lain - Neto (279,103) (24,785) Others - Net

Beban Pajak Penghasilan (567)                   (25,491)              Income Tax Expense

 
e. Pajak Tangguhan   e. Deferred Tax  
Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah 
sebagai berikut: 

 The details of deferred tax assets and liabilities are 
as follows: 

 
Dikreditkan (Dibebankan)

ke Penghasilan
Dikreditkan (Dibebankan) Komprehensif Lainnya

31 Des/ ke Laba Rugi Credited (Charged) to 31 Des/
Dec 31, Credited (Charged) to Other Dec 31,

2020 Profit or Loss Comprehensive Income 2021

Perusahaan  The Company
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets

Rugi Fiskal 310,717 (17,185) -- 293,532                                    Fiscal Loss
Perbedaan Nilai Buku Aset Tetap dan Difference Between Book Value of Property

Aset Sewa Pembiayaan Menurut and Equipment and Assets Under Finance 
Akuntansi dan Pajak (33,597)                                     -- -- (33,597)                                     Lease Based on Accounting and Tax

Penyisihan Piutang Ragu-ragu 51,199 -- -- 51,199                                      Provision for Doubtful Accounts
Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja 342 -- -- 342                                           Estimated Liabilities on Employee benefits
Alokasi Biaya Perizinan secara Fiskal 2,116                                        -- -- 2,116                                        Allocation of Licence Fee in Fiscal

Jumlah 330,777 (17,185) -- 313,592 Total
Penyisihan Aset Pajak Tangguhan Allowance for Unrecoverable

yang Tidak Terpulihkan (330,435) 16,843 -- (313,592)                                   Deferred Tax Assets
Neto 342 (342) -- -- Net

Aset Pajak Tangguhan - Neto Deferred Tax Assets - Net
Perusahaan 342 (342) -- -- The Company
Entitas Anak 11,717 62 (776) 11,003                                   Subsidiaries

Jumlah 12,059 (280) (776) 11,003 Total

Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities
Entitas Anak (14,043)                                     (287) -- (14,330)                                     Subsidiaries

Jumlah (14,043)                                     (287)                                          -- (14,330)                                     Total
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Dikreditkan (Dibebankan)
ke Penghasilan

Dikreditkan (Dibebankan) Komprehensif Lainnya
31 Des/ ke Laba Rugi Credited (Charged) to 31 Des/
Dec 31, Credited (Charged) to Other Dec 31,

2019 Profit or Loss Comprehensive Income 2020

Perusahaan  The Company
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets

Rugi Fiskal 338,985 (28,268) -- 310,717                                    Fiscal Loss
Perbedaan Nilai Buku Aset Tetap dan Difference Between Book Value of Property

Aset Sewa Pembiayaan Menurut and Equipment and Assets Under Finance 
Akuntansi dan Pajak (33,597)                                     -- -- (33,597)                                     Lease Based on Accounting and Tax

Penyisihan Piutang Ragu-ragu 51,199 -- -- 51,199                                      Provision for Doubtful Accounts
Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja 1,369 (1,061) 34 342                                           Estimated Liabilities on Employee benefits
Alokasi Biaya Perizinan secara Fiskal 2,116                                        -- -- 2,116                                        Allocation of Licence Fee in Fiscal

Jumlah 360,072 (29,329) 34 330,777 Total
Penyisihan Aset Pajak Tangguhan Allowance for Unrecoverable

yang Tidak Terpulihkan (335,859) 5,424 -- (330,435)                                   Deferred Tax Assets
Neto 24,213 (23,905) 34 342 Net

Aset Pajak Tangguhan - Neto Deferred Tax Assets - Net
Perusahaan 24,213 (23,905) 34 342                                        The Company
Entitas Anak 7,253 4,127 337 11,717                                   Subsidiaries

Jumlah 31,466 (19,778) 371 12,059 Total

Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities
Entitas Anak (8,330)                                       (5,713) -- (14,043)                                     Subsidiaries

Jumlah (8,330)                                       (5,713)                                       -- (14,043)                                     Total

 
Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak 
tangguhan dapat dimanfaatkan di masa mendatang. 

 Management believes that the deferred tax assets 
can be utilized in the future. 
 

18. Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya                   18.   Other Current Financial Liabilities 
 
Akun ini terutama terdiri dari utang lain-lain ke pihak 
ketiga, uang jaminan pelanggan, surat sanggup dan 
lainnya. 
 
Suku bunga yang berlaku untuk surat sanggup 
adalah sebesar 8% per tahun, akan jatuh tempo 
pada September 2022. 
 
Jaminan pelanggan merupakan jaminan atas sewa. 

 This account mainly consist of other payables to third 
party, customer deposits, promissory note and 
others. 
 
The interest rate of the promissory notes is at 8% per 
annum and will mature on September 2022. 
 
 
Customer deposit are deposits on rent. 
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19. Utang Sewa Pembiayaan                                         19.   Finance Lease Payables 
31 Des/ 31 Des/

Perusahaan Sewa Pembiayaan/ Jenis Aset/ Dec 31, Dec 31,
Leasing Company Type of Assets 2021 2020

PT Ciptadana Multifinance (pihak berelasi/
related party , Catatan/Note  30) Peralatan/Equipments 14,829 14,929

Jumlah/Total 14,829 14,929
Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun/

Current Maturity in One Year 117 99
Bagian Jangka Panjang/Long-Term Portion 14,712 14,830

 
Pembayaran sewa minimum masa mendatang dalam 
perjanjian sewa pembiayaan pada tanggal                
31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut: 

 The minimum rental payment in financial lease 
agreement as of December 31, 2021 and 2020 are 
as follows: 
 

31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31,

2021 2020
Tahun: Year:
2021 -- 701 2021
2022 701 701 2022
2023 22,432 22,432 2023
Jumlah 23,133 23,834 Total
Dikurangi Bagian Bunga 8,304 8,905 Deducted by Interests
Neto 14,829 14,929 Net
Bagian yang Jatuh Tempo 

dalam Satu Tahun 117 99 Current Maturity In one Year
Bagian Jangka Panjang 14,712 14,830 Long-Term Portion

 
20. Beban Akrual                            20.   Accruals 
 

31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31,

2021 2020

Sewa 25,742 30,461 Rent
Perbaikan dan Pemeliharaan 7,052 10,292 Repairs and Maintenance

Percetakan 2,705 2,190 Printing
Iklan dan Promosi 4,273 2,021 Advertising and Promotion
Lain-lain 6,655 1,907 Others

Jumlah 46,427 46,871 Total

 
21. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya dan  21. Other Current Liabilities and 
       Liabilitas Jangka Panjang Lainnya Other Non-Current Liabilities 
 
Liabilitas jangka pendek lainnya dan liabilitas jangka 
panjang lainnya terdiri dari pendapatan diterima di 
muka dari pihak ketiga. Pada tanggal 31 Desember 
2021 dan 2020, nilai liabilitas jangka pendek lainnya 
masing-masing adalah sebesar Rp58.711 dan 
Rp164.948, sedangkan nilai liabilitas jangka panjang 
lainnya masing-masing adalah sebesar nihil dan 
Rp232.380.  
 

 Other current liabilities and other non-current 
liabilities consist of unearned revenue from third 
parties. As of December 31, 2021 and 2020, other 
current liabilities are amounting to Rp58,711 and 
Rp164,948, respectively, while other non-current 
liabilities are amounting to nil and Rp232,380, 
respectively. 
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22. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang 22.   Long-Term Employee Benefits Liabilities 
 
Grup mengakui penyisihan bersih untuk pemutusan 
hubungan kerja, penghargaan masa kerja dan ganti 
rugi kepada karyawan berdasarkan Undang-undang 
Tenaga Kerja No. 11/2020 yang diundangkan pada 
tanggal 2 November 2020. Penyisihan tersebut 
disajikan sebagai bagian dari beban umum dan 
administrasi (gaji dan kesejahteraan karyawan) pada 
laba rugi tahun berjalan (Catatan 28). 

 Group recognizes net of allowance for termination, 
gratuity and compensation benefits to employees 
under Labor Law No. 11/2020 which was enacted on 
November 2, 2020. The provision has been 
presented as part of general and administrative 
expenses (salaries and employee benefits) in the 
profit and loss in the current year period (Note 28). 

   
Grup menunjuk aktuaris independen untuk 
menentukan liabilitas imbalan pascakerja sesuai 
dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. 
Liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan pada  
31 Desember 2021 dan 2020 dihitung oleh Kantor 
Konsultan Aktuaria Steven & Mourits (d/h PT 
Dayamandiri Dharmakonsilindo) dan Kantor 
Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran 
Nangasan. 

 Group appointed independent actuary to determine 
and recognize post-employment liability in 
accordance with the existing manpower regulations. 
Post-employment benefit liabilities of the Company 
as of December 31, 2021 and 2020 was calculated 
by Actuarial Consultant Office Steven & Mourits 
(formerly PT Dayamandiri Dharmakonsilindo) and 
Actuarial Consultant Office Tubagus Syafrial & 
Amran Nangasan. 

   
Jumlah liabilitas imbalan kerja dihitung oleh aktuaris 
independen, dengan menggunakan asumsi aktuaria 
sebagai berikut: 

 Total employee benefits liabilities calculated by 
independent actuary, with key assumptions used in 
are as follows: 

   
31 Desember 2021/ 31 Desember 2020/
December 31, 2021 December 31, 2020

Usia Pensiun  Norm al 55 t ahun /years 55 t ahun /years Normal Pension Age
Tingkat  Diskon t o 6,54% - 6,98% p er  t ahun /per annum 6,02% - 6,80% p er  t ahun /p er  annum Discount Rate
Tingkat  Proyeksi Projection of Salary

Kenaikan  Gaji 3,5% - 8% p er  t ahun /per annum 3,5% - 8% p er  t ahun /per annum Increase Rate
Tab el Mor t alit as TMI-4 Im p rovem en t TMI-4 Im p rovem en t Table of Mortality
Tingkat  Cacat 10% d ar i t ingkat  m or t alit as/ 10% d ar i t ingkat  m or t alit as/ Disability Rate

of mortality rate of mortality rate
Tingkat  Pengund uran  Dir i 5% un t uk usia 25 t ahun  d an  m enurun 5% un t uk usia 25 t ahun  d an  m enurun Resignation Rate

d engan  gar is lurus seb esar  0% p ad a usia d engan  gar is lurus seb esar  0% p ad a usia
45 t ahun  d an  set erusnya/ 5% at age 45 t ahun  d an  set erusnya/ 5% at age
25 and reducing linearly each year up 25 and reducing linearly each year up 

to 0% at age 45 thereafter to 0% at age 45 thereafter  
 
Liabililtas imbalan pascakerja yang diakui di laporan 
posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai 
berikut: 

 Post-employement liabilities recognized in 
consolidated statement of financial position is as 
follows: 
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31 Des/ 31 Des/

Dec 31, Dec 31,
2021 2020

Nilai Kini Liabilitas 44,949 43,204 Present Value of Liabilities
Beban Jasa Kini 3,210 5,841 Current Service Cost
Beban Bunga 2,941 3,571 Interest Cost
Pembayaran Imbalan Kerja (15,963) (7,511) Payment of Employee Benefit
Penyesuaian atas Jasa Adjustment for Past Service

Karyawan Sebelumnya (7,126) 3,175  of Employees
(Keuntungan) / Kerugian Aktuaria Unrecognized Actuarial 

 yang Belum Diakui - Neto (3,526) 1,506 (Gain) / Loss - Net
Penyesuaian Transfer Karyawan -- (4,837) Adjustment for Employees Transferred

Jumlah 24,485 44,949 Total
 

 
Penyesuaian atas perubahan pada liabilitas yang 
diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian 
adalah sebagai berikut: 

 A reconciliation of charges on liabilities recognized in 
consolidated statement of financial position is as 
follows: 

31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31,

2021 2020

Saldo Awal 44,949 43,204 Beginning Balance
Beban Jasa Kini dan Bunga 6,151 9,412 Current Service Cost and Interest Expenses
Penyesuaian atas Jasa Adjustment for Past Service

Karyawan Sebelumnya (7,126) 3,175  of Employees
Pembayaran Manfaat (15,963) (7,511) Payment of Employee Benefit
Penghasilan Komprehensif Lainnya (3,526) 1,506 Other Comprehensive Income
Penyesuaian Transfer Karyawan -- (4,837) Adjustment for Employees Transferred

Jumlah 24,485 44,949 Total

 
Rincian beban kesejahteraan karyawan adalah 
sebagai berikut: 

 Detail of employee benefit expense are as follows: 

2021 2020

Beban Jasa Kini 3,210                  5,841                  Current Service Cost
Beban Bunga 2,941                  3,571                  Interest Cost

Jumlah 6,151                  9,412                   
 
Program pensiun imbalan pasti memberikan 
eksposur Perusahaan terhadap risiko tingkat bunga 
dan risiko gaji. 

 The defined benefit pension plan typically expose the 
Company to interest rate risk and salary risk. 
 

   
Risiko Tingkat Bunga 
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti dihitung 
menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan 
dengan mengacu pada imbal hasil obligasi 
korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga 
obligasi akan meningkatkan liabilitas program. 
 
Risiko Gaji 
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan 
mengacu pada gaji masa depan peserta program. 
Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program 
akan meningkatkan liabilitas program itu. 

 Interest Risk 
The present value of the defined benefit plan liability 
is calculated using a discount rate determined by 
reference to high quality corporate bond rate. A 
decrease in the bond interest rate will increase the 
plan liability. 
 
Salary Risk 
The present value of the defined benefit plan liability 
is calculated by reference to the future salaries of 
plan participants. As such, an increase in the salary 
of the plan participants will increase the plan’s ability. 
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Analisis Sensitivitas dan Maturity Profile 

 
Sensitivity Analysis and Maturity Profile 

 
31 Des/Dec 31, 2021 31 Des/Dec 31, 2020

Rp Rp
Analisa Sensitivitas Tingkat Diskonto Sensitivity Analysis of Discount Rate

Jika tingkat +1% 30,464                                  51,711                                  If Rate +1%
Jika tingkat -1% 36,079                                  61,825                                  If Rate -1%

 
31 Des/Dec 31, 2021 31 Des/Dec 31, 2020

Rp Rp
Kurang dari 1 Tahun 3,879                                        11,447                                      Less than 1 Year
Antara 1 dan 5 Tahun 17,373                                      16,424                                      Between 1 and 5 Years
Antara 5 dan 10 Tahun 23,934                                      48,654                                      Between 5 and 10 Years
Diatas 10 Tahun 130,609                                    197,721                                    Beyond 10 Years
Jumlah 175,795 274,246 Total

 
 
23. Modal Saham  23.  Share Capital  
 
Susunan pemegang saham Perusahaan dan 
masing-masing kepemilikan saham adalah sebagai 
berikut: 

 The composition of the Company’s shareholders and 
their respective share ownerships are as follows: 

Jumlah Persentase
Saham/ Kepemilikan/

Number of Percentage of
Shares   Ownership

% Rp

PT Trijaya Putra Mulia 691,772,713 39.71 345,886
PT Reksa Puspita Karya 588,167,378 33.76 294,084
PT Ciptadana Capital 342,614,386 19.67 171,307
Masyarakat dengan Kepemilikan di bawah 5% /

  Public with Ownership below 5% 119,613,430 6.87 59,807

Jumlah / Total 1,742,167,907 100 871,084

31 Desember 2021/December 31, 2021
Jumlah/ Total

 

Jumlah Persentase
Saham/ Kepemilikan/

Number of Percentage of
Shares   Ownership

% Rp

PT Trijaya Putra Mulia 759,270,313 43.58 379,635
PT Reksa Puspita Karya 588,167,378 33.76 294,084
PT Ciptadana Capital 343,614,386 19.72 171,807
Masyarakat dengan Kepemilikan di bawah 5% /

  Public with Ownership below 5% 51,115,830 2.94 25,558

Jumlah / Total 1,742,167,907 100 871,084

31 Desember 2020/December 31, 2020
Jumlah/ Total
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24. Tambahan Modal Disetor - Neto 24.   Additional Paid in Capital – Net 
 

31 Des/ 31 Des/
Dec 31, Dec 31,

2021 2020
Penawaran Umum Terbatas I dalam 

Rangka Hak Memesan Efek Limited Public Offering in connection
Terlebih Dahulu 6,750 6,750 with Pre-Emptive Rights Issuance I

Premium from Exercise of Warrant
Agio atas Pelaksanaan Waran Seri II 81 81 Series II
Beban Emisi Saham (10,460) (10,460) Stock Issuance Costs
Selisih Nilai Transaksi Difference in Value

Restrukturisasi Entitas of Restructuring Transactions
Sepengendali (49,219) (49,219) of Entities under Common Control

Tambahan Modal Disetor atas Paid-in Capital from 
Pengampunan Pajak 5,125 5,125 Tax Amnesty

Neto (47,723) (47,723) Net

 
25. Pendapatan  25.   Revenues 
 

2021 2020
Konten dan Berita 134,160 130,847 Content and News

Infrastruktur 14,882 54,340 Infrastructure
Jasa Langganan untuk Internet dan Subscription Fees for Internet and

Layanan Komunikasi Data 2,758 3,235 Data Communication Services
Lain-lain -- 275 Others
Jumlah 151,800 188,697 Total

 
Rincian pendapatan berdasarkan hubungan 
pelanggan adalah sebagai berikut: 

 The details of revenue based on relationship of 
subscribers are as follows: 

 
2021 2020

Pihak Berelasi (Cat at an  30) 61,754 57,727 Related Parties (Note 30)
Pihak Ket iga 90,046 130,970 Third Parties
Jumlah 151,800 188,697 Total

 
Tidak terdapat pendapatan individu yang melebihi 
10% dari pendapatan masing-masing untuk tahun-
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 
2020. 

 There were no individual revenues which exceeded 
10% of revenues for the years ended December 31, 
2021 and 2020, respectively. 

   
26.  Beban Layanan  26.  Cost of Services 
 

2021 2020
Konten dan Berita 74,603 83,827 Content and News
Infrastruktur 10,015 16,715 Infrastructure
Beban Bandwith  dan Beban Terkait Bandwidth Fees and Other

Jasa Internet Lainnya 2,210 2,669 Internet Access
Perizinan 107 318 Permits and Licenses
Jumlah 86,935 103,529 Total

 
Tidak terdapat pembelian individu yang melebihi 
10% dari pendapatan masing-masing untuk tahun-
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 
2020. 

 There were no individual purchases which exceeded 
10% of revenues for the years ended December 31, 
2021 and 2020, respectively.  
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27. Beban Penjualan 27.  Selling Expenses 
 
Beban Penjualan 2021 2020 Selling Expenses

Gaji dan Kesejahteraan Karyawan 10,878 9,335 Salaries and Employee Benefits
Komisi 8,520 5,999 Commissions
Promosi 3,318 2,079 Promotion
Lain-lain 47 23 Others
Jumlah 22,763 17,436 Total

 
 
28. Beban Umum dan Administrasi 28.  General and Administrative Expense 
 

2021 2020

Gaji dan Kesejahteraan Karyawan 35,401 43,882 Salaries and Employee Benefits
Sewa 9,281 7,968 Rent
Honorarium Tenaga Ahli 8,609 24,991 Professional Fees
Beban Penurunan Nilai Piutang Usaha 8,268 20,398 Impairment of Trade Receivables
Perbaikan dan Pemeliharaan 3,159 4,796 Repairs and Maintenance
Listrik, Air dan Telepon 1,451 1,746 Electricity, Water and Telephone
Perjalanan dan Akomodasi 1,316 1,707 Traveling and Accomodation

Perlengkapan Kantor 1,234 2,041 Office Supplies
Beban Penurunan Nilai Persediaan -- 9,388 Impairment of Inventories
Lain-lain 2,477 2,677 Others
Jumlah 71,196 119,594 Total

              
29. Lain – Lain - Neto 29.  Others - Net 
 
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 
pendapatan lain-lain - neto terutama berasal dari  
penghapusbukuan liabilitas sebesar Rp745.505, 
yang terdiri dari  utang usaha dan liabilitas jangka 
panjang, masing-masing sebesar Rp513.125 dan 
Rp232.380. Berdasarkan penelaahan manajemen 
pada akhir tahun, liabilitas tersebut tidak dapat 
direalisasi di tahun-tahun mendatang. 
 

 For the year ended  December 31, 2021, other 
income - netto mainly resulted from the write off of 
liabilities amounting to Rp745,505, which consist of 
trade payables and other non-current liabilities, 
amounting to  Rp513,125 and Rp232,380, 
respectively. Based on management's review at the 
end of year, the respective liabilities may not be 
realized in the future years. 

30. Transaksi dan Saldo dengan Pihak                        30.   Transactions and Balances with  
 Berelasi                 Related Parties 
 
Grup dalam kegiatan usaha normal, melakukan 
transaksi dengan pihak-pihak berelasi. 
 

 In its normal activities, the Group have transactions 
with related parties. 

Entitas Anak  Subsidiaries  
Perincian Entitas Anak Perusahaan diungkapkan 
dalam Catatan 1.c. 

 The details of Subsidiaries have been disclosed in 
Note 1.c. 

   
Investasi pada Entitas Asosiasi  Investments in Associates 
Perincian investasi pada entitas asosiasi 
diungkapkan dalam Catatan 8. 
 

 The details of investment in associates have been 
disclosed in Note 8. 

Kompensasi Manajemen Kunci  Key Management Compensation 
Personil manajemen kunci Perusahaan adalah 
Dewan Komisaris dan Direksi yang dirinci pada 

 Key management personel of the Company are 
Board of Comissioners and Directors as specified on 
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Catatan 1.d. Gaji dan imbalan jangka pendek lainnya 
yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci 
adalah sebagai berikut: 

Note 1.d. Salary and other short-term benefit 
expense or payable to key management are as 
follow: 

 
2021 2020

Direksi 4,545 7,029 Directors
Dewan Komisaris 515 439 Board of Commissioners

Jumlah 5,060 7,468 Total

 
Transaksi Pihak Berelasi  Transactions with Related Parties 
Rincian akun pihak berelasi  adalah sebagai berikut:  The details of the accounts and transactions with 

related parties are as follows: 
 

31 Des/Dec 31 , 31 Des/Dec 31 , 31 Des/Dec 31 , 31 Des/Dec 31 ,

2021 2020 2021 2020

Kas dan Setara Kas (Catatan 3) Cash and Cash Equivalents (Note 3)

PT Bank Nationalnobu Tbk 34,455 21,366 0.75 0.32 PT Bank Nationalnobu Tbk

Piutang Usaha (Catatan 4) Trade Receivables (Note 4)
PT Indonesia Media Televisi 10,601 10,601 0.23 0.16 PT Indonesia Media Televisi

PT Mahkota Sentosa Utama 7,830 2,892 0.17 0.04 PT Mahkota Sentosa Utama

Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000) 409 1,655 0.01 0.03 Others (each below Rp1,000)

Jumlah 18,840 15,148 0.41 0.23 Total

Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (18,840)                 (10,601) (0.41) (0.16) Allowance for Expected Credit Loss

Neto -- 4,547 -- 0.07 Net

Piutang Pihak Berelasi Non-Trade Receivables from
Non-Usaha Related Parties

PT Indonesia Media Televisi 346,386 346,386 7.55 5.24 PT Indonesia Media Televisi

PT Tecnoves International 45,844 45,844 1.00 0.69 PT Tecnoves International

Jumlah 392,230 392,230 8.55 5.94 Total
Penyisihan Piutang Ragu-ragu (346,386)               (346,386) (7.55) (5.24) Allowance for Doubtful Account

Neto 45,844 45,844 1.00 0.69 Net

Utang Usaha (Catatan 16) Trade Payables (Note 16)
PT Link Net Tbk 52,982 222,492 1.16 3.92 PT Link Net Tbk

PT Lippo General Insurance Tbk 11,532 12,275 0.25 0.22 PT Lippo General Insurance Tbk

Lain-lain  (masing-masing di bawah Rp1.000) 823 7,428 0.02 0.13 Others (each below Rp1,000)

Jumlah 65,337 242,195 1.43 4.27 Total

Utang Sewa Pembiayaan (Catatan 19) Obligation Under Finance Lease (Note 19)
PT Ciptadana Multifinance 14,829 14,929 0.33 0.26 PT Ciptadana Multifinance

Liabilitas Keuangan Jangka Other Current
Pendek Lainnya - Utang Anjak Piutang Financial Liabilities - Factoring Payable

PT Ciptadana Multifinance 8,119 8,923 0.18 0.16 PT Ciptadana Multifinance

Liabilitas Keuangan Jangka Other Non-Current
Panjang Lainnya - Utang Anjak Piutang Financial Liabilities - Factoring Payable

PT Ciptadana Multifinance 4,220 4,248 0.09 0.07 PT Ciptadana Multifinance

Jumlah/ Persentase Terhadap Jumlah
Total Aset/Liabilitas

Percentage of Total Respective
Assets/Liabilities
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2021 2020 2021 2020

Pendapatan (Catatan 25): Revenue (Notes 25):
Konten dan Berita Content and News
PT Link Net Tbk 56,507 41,542 37.22 22.02 PT Link Net Tbk
PT Multipolar Tbk -- 3,003 -- 1.59 PT Multipolar Tbk
PT Mahkota Sentosa Utama -- 2,770 -- 1.47 PT Mahkota Sentosa Utama
Lain-lain  (masing-masing di bawah Rp1.000) 111 1,320 0.07 0.70 Others (each below Rp1,000)
Jumlah 56,618 48,635 37.29 25.78 Total

Infrastruktur Infrastructure
PT Link Net Tbk 2,700 5,698 1.78 3.02 PT Link Net Tbk

Lain-lain  (masing-masing di bawah Rp1.000) -- 534 -- 0.28 Others (each below Rp1,000)

Jumlah 2,700 6,232 1.78 3.30 Total

Jasa Langganan untuk Internet dan Subscriptions Fees for Internet

Layanan Komunikasi Data Data Communication Services

PT Link Net Tbk 2,436 2,860 1.60 1.52 PT Link Net Tbk

Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses

Biaya Pengelolaan Administrasi Saham Shares Administration Fees

Lain-lain  (masing-masing di bawah Rp1.000) 109 108 0.15 0.09 Others (each below Rp1,000)

Beban Asuransi Insurance Expenses

PT Lippo General Insurance Tbk 9 454 0.01 0.38 PT Lippo General Insurance Tbk

Beban Bunga dan Pendanaan Lainnya Interest and Other Financing Charges

PT Ciptadana Multifinance 812 790 0.41 0.38 PT Ciptadana Multifinance

Jumlah/ Persentase Terhadap Jumlah

Total

Revenue/Expenses

Pendapatan/Beban yang 

Bersangkutan/

Percentage of Total Respective
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Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan 
pihak berelasi sebagai berikut: 

The relationship and nature of balances/transactions 
with related parties are described as follows:   

 
Pihak Berelasi/ Hubungan dengan Perusahaan/ Transaksi/Transactions
Related Parties Relationship with the Company

PT Lippo General Insurance Tbk Entitas sepengendali/ Asuransi Kesehatan/ Medical Insurance

Entity under common control

PT Ciptadana Multifinance Entitas sepengendali/ Anjak piutang, sewa pembiayaan dan bunga/ 
Entity under common control Factoring, leasing and Interest

PT Bank Nationalnobu Tbk Entitas asosiasi atas kelompok usaha yang sama/ Bank/ Cash in bank
Associate under the same business Group

PT Indonesia Media Televisi Entitas sepengendali/ Piutang Usaha, Piutang Pihak berelasi Non-Usaha/
Entity under common control Trade Receivable, Non-Trade Receivables from Related Party

PT Link Net Tbk Entitas Asosiasi/ Biaya dibayar dimuka jangka panjang, pendapatan, beban layanan/
Associate Long-term prepayment, revenue, cost of services

PT Mahkota Sentosa Utama Entitas asosiasi atas kelompok usaha yang sama/ Piutang Usaha/ Trade receivables 

Associate under the same business Group

PT Lippo Karawaci Tbk Entitas sepengendali/ Pendapatan/ Revenue

Entity under common control

PT Multipolar Tbk Entitas sepengendali/ Pendapatan/ Revenue

Entity under common control

PT Tecnoves International Entitas sepengendali/ Piutang Pihak berelasi Non-Usaha/
Entity under common control Non-Trade Receivables from Related Party

 
Saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi lainnya  
(masing-masing di bawah Rp1.000) terutama terdiri 
dari piutang usaha, piutang/utang antar perusahaan, 
utang usaha, beban akrual, pendapatan, honorarium 
tenaga ahli dan beban asuransi. 

 Account balances and transactions with other related 
parties (under Rp1,000 each) is mainly consist of 
accounts receivables, intercompany advances/loan, 
accounts payables, accrued expenses, revenues, 
professional fees and insurance expenses.    

 
31. Aset dan Liabilitas Dalam Mata Uang Asing  31.  Assets and Liabilities in Foreign Currency 
 

Mata Uang Asing/ Ekuivalen Rupiah/
Foreign Currency Rupiah Equivalent

Aset Assets
Kas dan Setara Kas USD 44 634 Cash and Cash Equivalents
Aset Keuangan Lancar Lainnya USD 3 43 Other Current Financial Assets
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya USD 2,333 33,289 Other Non-Current Financial Assets
Jumlah Aset 33,966 Total Assets

Liabilitas Liabilities
Pinjaman USD 80,320 1,146,092 Loans
Utang Usaha USD 19,184 273,740 Account Payables
Jumlah Liabilitas 1,419,832 Total Liabilities
Liabilitas Neto (1,385,866) Net Liabilities

31 Des 2021/Dec 31, 2021
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Mata Uang Asing/ Ekuivalen Rupiah/
Foreign Currency Rupiah Equivalent

Aset Assets
Kas dan Setara Kas USD 545 7,686 Cash and Cash Equivalents
Aset Keuangan Lancar Lainnya USD 3 42 Other Current Financial Assets
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya USD 4,453 62,814 Other Non-Current Financial Assets
Uang Muka dan Aset Lain-lain USD 4 57 Advances and Other Assets
Jumlah Aset 70,599 Total Assets

Liabilitas Liabilities
Pinjaman USD 98,236 1,385,618 Loans
Utang Usaha USD 21,819 307,752 Account Payables
Jumlah Liabilitas 1,693,370 Total Liabilities
Liabilitas Neto (1,622,771) Net Liabilities

31 Des 2020/Dec 31, 2020

 
32. Perjanjian dan Ikatan  32.  Agreements and Commitments  
 
     PT Ciptadana Multifinance       PT Ciptadana Multifinance 

Pada tahun 2012, FMN, Entitas Anak,  
mendapatkan fasilitas sewa pembiayaan dari  
PT Ciptadana Multifinance sebesar Rp23.121 
dengan periode cicilan selama 4 (empat) tahun. 

 In year 2012, FMN, a subsidiary, obtained finance 
lease facilities from PT Ciptadana Multifinance 
amounted to Rp23,121 by installment over period 
of 4 (four) years. 

   
Pada tahun 2012, FMN, Entitas Anak, 
menjaminkan sebagian piutang usaha kepada  
PT Ciptadana Multifinance untuk fasilitas anjak 
piutang sebesar Rp7.994, dalam bentuk anjak 
piutang with recourse. 
 
Pada Oktober 2014, fasilitas sewa pembiayaan 
dan fasilitas anjak piutang FMN, Entitas Anak 
dilakukan restrukturisasi dan penambahan 
fasilitas sewa pembiayaan sebesar Rp6.527 
dengan suku bunga sebesar 16% per tahun. 

 In year 2012, FMN, a Subsidiary, factored some 
of its trade receivables to PT Ciptadana 
Multifinance for factoring facilities amounting to 
Rp7,994, in the form of recourse factoring. 
 
 
In October 2014, the finance lease facility and the 
factoring facility FMN, a Subsidiary, has 
restructured and has obtained an additional 
finance lease facility amounting Rp6,527 with 
16% interest rate per annum.  

   
Jenis barang modal untuk fasilitas sewa 
pembiayaan diatas adalah aset tetap. 
 
Per bulan September 2017, suku bunga atas 
fasilitas sewa pembiayaan dan fasilitas anjak 
piutang tersebut diatas telah diturunkan menjadi 
14,5% per tahun. Pada bulan April 2018, suku 
bunga kembali diturunkan menjadi 14% per 
tahun. Pada bulan September 2018, suku bunga 
menjadi 15% per tahun. Saat ini suku bunga telah 
naik menjadi 17% per tahun sejak bulan 
November 2018. 
 
Pada bulan Mei 2017, FMN memperoleh fasilitas 
anjak piutang with recourse sebesar Rp45.000 di 
PT Ciptadana Multifinance selama 2 (dua) tahun 
dengan tingkat suku bunga 11,25% per tahun. 
FMN menjaminkan piutang usaha kepada  
PT Ciptadana Multifinance untuk pembiayaan 
anjak piutang sebesar Rp45.000 selama 90 
(sembilan puluh) hari. Per tanggal pelaporan, 
fasilitas ini aktif digunakan untuk pembiayaan 

 Types of assets for the finance lease facilities are 
property and equipment. 
 
As per September 2017, interest rate of those 
finance lease facility and factoring facility have 
been lowered to 14,5% per annum. In April 2018, 
the interest rate has lowered again to 14% per 
annum. In September 2018, the interest rate 
raised to 15% per annum. Since November 2018, 
the interest rate has been raised to 17% per 
annum. 
 
 
In May 2017, FMN obtained factoring facility with 
recourse amounting to Rp45,000 from PT 
Ciptadana Multifinance for 2 (two) years with 
interest rate of 11.25% per annum. FMN factors 
receivables to PT Ciptadana Multifinance for 
factoring financing amounting to Rp45,000 for 90 
(ninety) days. As per report date, this facility has 
been actively used for factoring financing 
purposes. The interest rate currently is at 16% per 
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anjak piutang. Suku bunga yang berlaku saat ini 
adalah 16% per tahun. 
 
Pada bulan Juli 2019, fasilitas anjak piutang FMN, 
entitas anak, di PT Ciptadana Multifinance yang 
sebesar Rp45.000 diperpanjang dengan 
mengalami penyesuaian fasilitas menjadi sebesar 
Rp9.000. Untuk syarat dan kondisi lainnya masih 
sama. 

annum. 
 
 
In July 2019, factoring facility of FMN, a 
Subsidiary, from PT Ciptadana Multifinance which 
amounting to Rp45,000 has extended and 
adjusted to Rp9,000. Other terms and conditions 
were not experienced changes. 

   
Pada bulan Maret 2020, FMN, Entitas Anak 
melakukan restrukturisasi atas fasilitas sewa 
pembiayaan dan fasilitas anjak piutang sampai 
dengan bulan Januari 2023. Restrukturisasi ini 
dilakukan dengan metode 36 bulan dan 1 bulan 
balloon payment. 

 In March 2020, FMN, a Subsidiary, has 
restructured its finance lease and factoring 
facilities until January 2023. This restructuring 
was carried out using the 36 month method and  
1 month balloon payment. 

   
33.  Gugatan Hukum       33.    Litigation 
 
(a). Pada tanggal 23 Agustus 2018, PT I menerima 

surat panggilan sidang dalam perkara 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
(PKPU) dari Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta 
Pusat, yang diajukan oleh PT Equasel Selaras 
dan PT Intiusaha Solusindo. 

 
 Pada tanggal 17 September 2018 berdasarkan 

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 
126/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN/Niaga.Jkt.Spt, PT I 
dinyatakan dalam kondisi PKPU Sementara. 

 
 

Pada tanggal 14 November 2018, Pengadilan 
Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat telah mengesahkan perjanjian 
perdamaian (homologasi) antara PT I dengan 
para krediturnya. Dengan pengesahan 
perjanjian perdamaian tersebut, maka status 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
(PKPU) telah berakhir. 
 

(b). Pada tanggal 17 November 2017, PT I telah 
mengajukan gugatan perbuatan melawan 
hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
terhadap PT Huawei Tech Investment dengan 
nomor perkara 625/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. 
Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 
10 April 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan sela 
yang mengabulkan tuntutan provisi PT I 
terhadap PT Huawei Tech Investment. 
 
Pada tanggal 7 Agustus 2018, Majelis Hakim 
Pengadlian Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan 

 (a).On August 23, 2018, PT I has received summon 
letter in the case of Suspension of Debt Payment 
Obligation (PKPU) from Central Jakarta 
District/Commercial Court, submitted by            
PT Equasel Selaras and PT Intiusaha Solusindo. 

 
 

On September 17, 2018, based on based on 
Decision of Panel of Judges of the Commercial 
Court of Central Jakarta District Court Decision 
No. 126/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN/Niaga.Jkt.Spt 
PT I has been stated in the condition of 
Temporary PKPU. 
 
On November 14, 2018, Jakarta Commercial 
Court in Central Jakarta District Court has 
approve the reconciliation agreement 
(homologation) between PT I with its creditors. 
With the approval of the reconciliation agreement, 
the status of Suspension of Debt Payment 
Obligation (PKPU) has ended.   
 
 

(b).On November 17, 2017, PT I has filed a lawsuit 
regarding to the act that against the law in 
Central Jakarta District Court to PT Huawei Tech 
Investment with case number 
625/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. In regards to the 
above matters, on April 10, 2018, Panel of 
Judges of Central Jakarta District Court has 
rendered an interlocutory decision that granted 
the claim provision of PT I to PT Huawei Tech 
Investment. 
 
On August 7, 2018, Panel of Judges of Central 
Jakarta District Court has rendered a decision 
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putusan nomor 625/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang 
menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh 
PT I ditolak untuk seluruhnya. 
 
Pada tanggal 12 September 2018, PT I melalui 
kuasa hukumnya telah mengajukan memori 
banding terhadap putusan Pengadilan  
Negeri Jakarta Pusat nomor 
625/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Agustus 
2018 dan kembali mengajukan memori kasasi 
pada tanggal 29 Mei 2019. Sehubungan dengan 
hal tersebut, pada tanggal 2 Juni 2020, 
Mahkamah Agung Republik Indonesia telah 
mengeluarkan putusan yang menolak 
permohonan kasasi dari PT I terhadap PT 
Huawei Tech Investment. 
 

(c). Pada bulan November 2018, PT I menerima 
pemberitahuan bahwa PT Huawei Tech 
Investment, PT Dayamitra Telekomunikasi, 
dan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan 
Perangkat Pos dan Informatika (Kementerian 
Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia)  
mengajukan permohonan kasasi atas putusan 
pengesahan perjanjian perdamaian 
(homologasi). Terhadap permohonan kasasi 
tersebut, Mahkamah Agung Republik 
Indonesia mengukuhkan putusan pengesahan 
perjanjian perdamaian (homologasi). 

 
Pada tanggal 23 Agustus 2019, PT I telah 
menerima pemberitahuan permohonan 
Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung 
Republik Indonesia dari PT Dayamitra 
Telekomunikasi terhadap putusan pengesahan 
perjanjian perdamaian (homologasi), dan 
selanjutnya PT I telah mengajukan kontra 
memori Peninjauan Kembali pada tanggal  
26 Agustus 2019. Sehubungan dengan hal 
tersebut, pada tanggal 10 September 2019, 
Mahkamah Agung Republik Indonesia telah 
mengeluarkan putusan yang menolak 
permohonan Peninjauan kembali. 
 

number 625/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst stating that 
the claim filed by PT I has been rejected entirely. 
 
 
On September 12, 2018, PT I, through its 
attorney has filed an appeal towards the 
decision of Central Jakarta District Court number 
625/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst dated August 7, 
2018 and filed cassation on May 29, 2019. In 
regards to the above matters, on June 2, 2020. 
Supreme Court of Republic Indonesia has 
rendered the rejection of cassation application of 
PT I to PT Huawei Tech Investment. 
 
 
 
 

(c). On November 2018, PT I received notices that 
PT Huawei Tech Investment, PT Dayamitra 
Telekomunikasi, and Directorate General of 
Resources and Post Equipment and Informatics 
(Ministry of Communication and Information of 
Republic of Indonesia) had submitted appeal to 
the verdict of homologation. Against the appeal, 
Supreme Court of Republic of Indonesia had 
affirmed the verdict of homologation. 
 
 
 
 
On August 23, 2019 PT I had received notice of 
appeal for review to Supreme Court of Republic 
of Indonesia from PT Dayamitra Telekomunikasi 
against the verdict of homologation, and PT I 
had submitted response against the appeal for 
review on August 26, 2019. In regards to the 
above matters, on September 10, 2019, 
Supreme Court of Republic Indonesia has 
denied the judicial review requested by the 
appellant. 
 

 

 
34. Informasi Segmen Operasi 34. Information of Operating Segments  

 
Pembuat keputusan dalam operasional adalah 
Direksi. Direksi melakukan penelaahan terhadap 
pelaporan internal Grup untuk menilai kinerja dan 
mengalokasikan sumber daya. 
 
Sejak Keputusan Menteri Komunikasi dan 
Informatika dan menghentikan penggunaan pita 
frekuensi radio untuk Penyelenggaraan Jaringan 

 The chief operating decision-maker is the Director. 
The Director reviews the Group’s internal reporting in 
order to assess performance and allocate resources. 
 
 
Since Decree of Minister of Communication and 
Informatics and ceased the utilization of the radio 
frequency band for Implementation of Local Fixed 
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Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang 
Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk 
Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless 
Broadband), Manajemen Perusahaan memutuskan 
untuk melakukan pengelolaan aset dan bisnis secara 
terpusat. 

Network Packet Switched using 2.3 GHz Radio 
Frequency Band for Wireless Broadband, 
Management of the Company decide to manage the 
assets and business centralized basis. 

   
35. Manajemen Risiko Keuangan dan Nilai 35.  Financial Risks Management and Fair 
 Wajar Instrumen Keuangan Value of Financial Instrument 
 
Risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan 
adalah risiko kredit, risiko mata uang, risiko suku 
bunga dan risiko likuiditas. Melalui pendekatan 
manajemen risiko, Perusahaan mencoba untuk 
meminimalkan potensi dampak negatif dari risiko-
risiko di atas. 

 The main financial risks facing the Company are 
credit risk, currency risk, interest rate risk and 
liquidity risk. Through a risk management approach, 
the Company has been trying to minimize the 
potential negative impact of the above risks. 

   
(i) Risiko Kredit  (i) Credit Risk 
Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak 
atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi 
liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami 
kerugian keuangan. 

 Credit risk is the risk that one party of a financial 
instrument will fail to meet its obligations and cause 
the other party suffered financial losses. 

 
Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai 
potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara 
kas, piutang usaha dan aset keuangan lancar 
lainnya, piutang pihak berelasi non-usaha dan aset 
keuangan tidak lancar lainnya. Jumlah eksposur 
risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat 
atas akun-akun tersebut. Eksposur resiko kredit 
maksimum pada tanggal pelaporan adalah: 
 

 The Company's financial instruments that have the 
potential for credit risk consist of cash and cash 
equivalents, trade receivables, other current financial 
assets, non-trade receivables from related parties 
and other non-current financial assets. Total 
maximum credit risk exposure is equal to the carrying 
value of these accounts. Total maximum credit risk 
exposure at reporting date are as follows: 
 

31 Dec/ 31 Dec/
Dec 31, Dec 31,

2021 2020

Kas dan Setara Kas 76,444 93,714 Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha 31,043 25,994 Trade Receivables
Aset Keuangan Lancar Lainnya 30,356 2,675 Other Current Financial Assets
Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha 45,844 45,844 Non-Trade Receivables from Related Parties
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya 408,295 169,192 Other Non-Current Financial Assets
Jumlah 591,982 337,419 Total

 
Untuk risiko kredit yang berhubungan dengan bank, 
hanya bank-bank dengan predikat baik yang dipilih. 
Selain itu, kebijakan Perusahaan adalah mengelola 
risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah 
risiko yang dapat diterima untuk masing-masing 
pelanggan. 
 

 For credit risk associated with banks, only banks with 
a good predicate are chosen. In addition, Company 
policy is manage and control this credit risk by 
setting limits on the amount of risk they are willing to 
accept for respective customers. 

(ii) Risiko Mata Uang  (ii) Currency Risk 
Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai 
instrumen keuangan yang disebabkan perubahan 
nilai tukar mata uang asing. 

 Currency risk is the risk of fluctuations in the value of 
financial instruments due to changes in foreign 
currency exchange rates. 
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Perusahaan melakukan transaksi-transaksi dengan 
menggunakan mata uang asing, diantaranya adalah 
belanja modal dan transaksi pinjaman Perusahaan. 
Sehingga Perusahaan harus mengkonversikan 
Rupiah ke mata uang asing, seperti Dolar Amerika, 
untuk memenuhi kebutuhan liabilitas dalam mata 
uang asing pada saat jatuh tempo. Fluktuasi nilai 
tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar 
Amerika dapat memberikan dampak pada kondisi 
keuangan Perusahaan. 
 

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, jika 
terjadi penguatan nilai tukar mata uang dolar 
Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sebesar 
5% pada tanggal pelaporan, dan semua variabel 
lainnya dianggap konstan, maka tidak terdapat 
perubahan terhadap komponen ekuitas lainnya 
sedangkan perubahan terhadap jumlah laba rugi 
Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 
2021, adalah kenaikan rugi sebesar Rp54.049. 
 

Kenaikan rugi bersih akibat penguatan 5% mata 
uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah terutama 
disebabkan oleh pinjaman jangka panjang dalam 
dolar Amerika Serikat. 
 

 The Company conducts transactions using foreign 
currencies, including the financing of working capital 
and Company’s loan. Thus, the Company shall 
convert the amount into foreign currency, such as US 
Dollars, to meet obligations denominated in foreign 
currencies at maturity. Fluctuations in currency 
exchange rate of Rupiah against the US Dollars may 
impact the Company's financial condition. 
 
 
 

For the year ended December 31, 2021, when there 
was a strengthening exchange rate of the US dollar 
against the rupiah currency by 5% at the reporting 
date, and all other variables held constant, then there 
are no other changes to the equity component, while 
changes to the Company's profit and loss for the 
year ended December 31, 2021, was the increase in 
net loss of Rp54,049. 
 
 

The increase in net loss of 5% due to the 
strengthening US dollar against the rupiah is mainly 
caused by long-term loans in US dollars. 

Perusahaan mengelola risiko mata uang dengan 
melakukan pengawasan terhadap fluktuasi nilai tukar 
mata uang secara terus menerus sehingga dapat 
melakukan tindakan yang tepat apabila diperlukan 
untuk mengurangi risiko mata uang asing. 

 The Company manages currency risk by conducting 
surveillance of fluctuations in currency rates 
continuously so that it can perform the appropriate 
action as needed to reduce foreign currency risk. 

 
(iii) Risiko Suku Bunga  (iii) Interest Rate Risk 
Risiko suku bunga adalah risiko fluktuasi nilai 
instrumen keuangan yang disebabkan perubahan 
suku bunga pasar. 

 Interest rate risk is the risk of fluctuations in the value 
of financial instruments due to the changes in market 
interest rate. 

   
Perusahaan memiliki risiko suku bunga terutama 
karena melakukan pinjaman menggunakan suku 
bunga mengambang. Perusahaan melakukan 
pengawasan terhadap dampak pergerakan suku 
bunga untuk meminimalisasi dampak negatif 
terhadap Perusahaan. 
 

 The Company exposures to interest rate risk mainly 
due to the loans using floating interest rate. The 
Company monitor the impact of interest rate 
movement to minimize negative impact on the 
Company. 
 

Untuk tahun yang berakhir 31 December 2021, jika 
suku bunga pasar naik sebesar 50 basis poin dan 
semua variabel lainnya dianggap konstan, maka rugi 
bersih tahun berjalan akan lebih tinggi sebesar 
Rp5.646 yang terjadi sebagai akibat naiknya 
pendapatan bunga atas kas dan setara kas yang 
dikompensasi dengan naiknya beban bunga atas 
pinjaman. 
 

 For the year ended December 31, 2021, if market 
interest rates rise by 50 basis points and all other 
variables held constant, the net loss for the year 
would be higher amounting to Rp5,646 that occur as 
a result of higher interest income on cash and cash 
equivalents that compensated with higher in finance 
costs. 

Informasi mengenai suku bunga pinjaman yang 
dikenakan kepada Perusahaan dijelaskan pada 
Catatan 14 dan 15.  

 Information regarding the interest rate of loans bored 
by the Company was described in Notes 14 and 15.  
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(iv) Risiko Likuiditas  (iv) Liquidity Risk 
Risiko Likuiditas adalah risiko dimana suatu entitas 
menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban 
terkait dengan liabilitas keuangannya yang 
diselesaikan dengan penyerahan kas atau aset 
keuangan lainnya. 
 
Dibawah ini ringkasan profil jatuh tempo liabilitas 
keuangan Grup: 

 Liquidity risk is the risk where an entity faces difficulty 
in meeting obligations associated with financial 
liabilities which is settled by delivery of cash or other 
financial assets. 
 
 
Below is a summary of the maturity profile of the 
Group financial liabilities: 

 
Nilai Tercatat/ Arus Kas Aktual/ < = 1 Tahun/ > 1 Tahun/

Carrying Amount Actual Cash Flow < = 1 Year > 1 Year

31 Desember 2021 December 31, 2021
Utang Usaha 1,569,207 1,569,207 1,569,207 -- Trade Payables
Beban Akrual 46,427 46,427 46,427 -- Accrued Expenses
Utang pajak 33,444 33,444 33,444 -- Tax Payables
Pinjaman 1,524,092 1,524,092 1,443,092 81,000 Loans
Utang Sewa Pembiayaan 14,829 14,829 117 14,712 Lease Payable
Liabilitas Keuangan Lainnya 1,267,851 1,267,851 1,251,902 15,949 Other Financial Liabilities
Jumlah 4,455,850 4,455,850 4,344,189 111,661 Total

31 Desember 2020 December 31, 2020
Utang Usaha 2,197,857 2,197,857 2,197,857 -- Trade Payables
Beban Akrual 46,871 46,871 46,871 -- Accrued Expenses
Utang pajak 30,038 30,038 30,038 -- Tax Payables
Pinjaman 1,922,539 1,922,539 1,486,967 435,572 Loans
Utang Sewa Pembiayaan 14,929 14,929 99 14,830 Lease Payable
Liabilitas Keuangan Lainnya 1,009,834 1,009,834 992,182 17,652 Other Financial Liabilities
Jumlah 5,222,068 5,222,068 4,754,014 468,054 Total  
 
Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan 
mempertahankan kas dan surat berharga yang 
mencukupi untuk memungkinkan Perusahaan dalam 
memenuhi komitmen Perusahaan untuk operasi 
normal Perusahaan. Selain itu Perusahaan juga 
melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas 
aktual secara terus menerus serta pengawasan 
tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. 
 

 The Company manage their liquidity risk by 
maintaining sufficient cash and cash equivalent so 
the Company are able to meet their commitment for 
the Company normal operation. Other than that, the 
Company are also continuously keep watch the 
projection and actual cash flow and the due date of 
financial assets and liabilities. 

 

Nilai Wajar Instrumen Keuangan  Fair Value of Financial Instruments 
Nilai wajar dari pinjaman jangka panjang dinilai 
menggunakan discounted cash flow berdasarkan 
tingkat suku efektif terakhir yang berlaku untuk 
masing-masing pinjaman yang diutilisasi. 
 

 Fair value of long-term loans are estimated using 
discounted cash flow based on effective interest rate 
charged by the lenders for the last utilization. 
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Nilai Tercatat/ Nilai Wajar/ Nilai Tercatat/ Nilai Wajar/
Carrying Amount Fair Value Carrying Amount Fair Value

Aset Keuangan Financial Assets
Kas dan Setara Kas 76,444 76,444 93,714 93,714 Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha 31,043 31,043 25,994 25,994 Accounts Receivable
Aset Keuangan Lancar Lainnya 30,356 30,356 2,675 2,675 Other Current Financial Assets
Piutang Pihak Berelasi 45,844 45,844 45,844 45,844 Due from Related Parties
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya 408,295 408,295 169,192 169,192 Other Non Current Financial Assets

Jumlah 591,982 591,982 337,419 337,419 Total

Liabilitas Keuangan Financial Liabilities
Utang Usaha 1,569,207 1,569,207 2,197,857 2,197,857 Bank Loan
Beban Akrual 46,427 46,427 46,871 46,871 Accounts Payable
Utang Pajak 33,444 33,444 30,038 30,038 Other Current Financial Liabilities
Pinjaman 1,524,092 1,524,092 1,922,539 1,922,539 Due to Related Parties
Utang Sewa Pembiayaan 14,829 14,829 14,929 14,929 Accrued Expenses
Liabilitas Keuangan Lainnya 1,267,851 1,267,851 1,009,834 1,009,834 Other Non Current Financial Liabilities

Jumlah 4,455,850 4,455,850 5,222,068 5,222,068 Total

31 Desember 2020/
December 31, 2020

31 Desember 2021/
December 31, 2021

 
 
Pada 31 Desember 2021 dan 2020, manajemen 
memperkirakan bahwa nilai tercatat aset lancar dan 
liabilitas keuangan jangka pendek dan yang jatuh 
temponya tidak ditentukan telah mencerminkan nilai 
wajarnya. 

 As of December 31, 2021 and 2020, management 
estimates that the carrying value of assets and 
financial liabilities and which maturity is not specified 
has reflect its fair value.  

   
Hierarki nilai wajar untuk aset keuangan yang diukur 
melalui FVTOCI sebesar Rp369.882 per 31 
Desember 2021 dan sebesar Rp97.093 per 31 
Desember 2020 pada hierarki tingkat 1. 

 Fair value hierarchy for financial assets recorded 
using FVTOCI amounting to Rp369,882 as of 
December 31, 2021 and Rp97,093 as of December 
31, 2020 at the hierarchy level 1. 

 
36. Pengelolaan Permodalan 36.  Capital Management 
 
Tujuan utama Perusahaan dalam hal pengelolaan 
modal adalah mengoptimalisasi saldo utang dan 
ekuitas Perusahaan dalam rangka mempertahankan 
perkembangan bisnis di masa depan dan 
memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan 
mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian 
yang diperlukan dengan memperhatikan perubahan 
kondisi ekonomi dan tujuan strategis Perusahaan. 

 The Company's main objectives in managing capital 
are to optimize the balance of debt and equity in 
order to maintain the Company's future business 
growth and maximize shareholder value. The 
Company manages its capital structure and makes 
adjustments necessary by considering the changes 
in economic conditions and the Company's 
strategic objectives. 

 
Untuk menjaga dan menyesuaikan struktur modal, 
Perusahaan mungkin menerbitkan saham baru, 
memperoleh pinjaman baru atau melakukan 
pelunasan pinjaman. 

 To maintain and adjust the capital structure, the 
Company may issue new shares, obtain new loans 
or repay loans. 
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37. Laba (Rugi) Per Saham 37.  Earning (Loss) Per Share 
 
Laba per saham dihitung dengan membagi laba 
(rugi) yang diatribusikan kepada pemilik entitas 
induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham 
yang beredar pada periode bersangkutan: 

 Earnings per share is calculated by dividing income 
(loss) attributable to the owners of the parent by the 
weighted average number of ordinary shares 
outstanding during the period: 

 
  2021  2020   

Laba (Rugi) Per Saham    Earnings (Loss) Per Share  

Laba (Rugi) yang Diatribusikan kepada 
Pemilik Entitas Induk (Jutaan Rupiah)  (1,391,183)  367 

   Profit (Loss) Attributable to the Equity 
Holders of the Parent Entiity (in Million 

Rupiah) 
Jumlah Rata-rata Tertimbang    Weighted Average 

   Saham Beredar (Lembar)   1,742,167,907   1,742,167,907  Outstanding Shares (share)             
Laba (Rugi) Per Saham Dasar     Basic Earning (Loss) Per Share  

(Dalam Rupiah Penuh) (799)  0 (in Full Rupiah) 
     
     
38. Rencana Manajemen dalam Mempertahankan 38. Management’s Plans to Continue as a 
Kelangsungan Usaha dan Meningkatkan Kinerjanya Going Concern and Improves Performance 
 
Terkait penghentian penggunaan pita radio untuk 
penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis 
Packet Switched yang menggunakan pita 
frekuensi radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan 
pita lebar nirkabel (Wireless Broadband), 
Perusahaan mencatat kerugian operasi yang 
berkelanjutan hingga tahun 2021. Perusahaan 
telah mempersiapkan rencana usaha untuk tahun 
ke depan untuk mempertahankan kelangsungan 
usaha. Manajemen Perusahaan telah menyusun 
rencana untuk tahun mendatang sebagai berikut: 
• Perusahaan menerima penawaran menarik dari 

Axiata Investment (Indonesia) Sdn. Bhd ("AII") 
dan PT XL Axiata Tbk ("XL"), yaitu investor 
strategis yang berminat untuk akuisisi PT Link 
Net Tbk, entitas asosiasi Perusahaan (“LINK”) 
sebagai bagian dari pengembangan bisnis 
telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan 
menilai penjualan saham LINK akan 
memperkuat struktur keuangan Perseroan dan 
bisnis Perseroan akan lebih fokus pada 
pengembangan bisnis media dan pembuatan 
konten. 

• Perusahaan berencana untuk melanjutkan 
pengembangan usahanya di lini usaha media 
termasuk pengembangan bisnis usaha Berita 
Satu Media Holding terutama di sektor media 
digital, produksi konten media yang relevan dan 
berkualitas, penyelenggaraan kegiatan-
kegiatan acara offline dan online, kegiatan 
rumah produksi, serta kegiatan investasi di 
bidang digital dan media. Hal ini dilakukan 
dalam rangka memanfaatkan momentum 
perkembangan di bidang industri digital yang 
pesat dan besarnya kebutuhan masyarakat 

In connection with the discontinuance of the utilization 
of the radio frequency band for implementation of 
local fixed network packet switched using 2.3 GHz 
radio frequency band for wireless broadband, the 
Company has recorded continuing operating loss until 
year 2021. The Company has prepared business plan 
for the coming year that the business continues to 
operate as a going concern. The Company’s 
Management set up plans, as follows: 
 
 
• The Company received an attractive offer from 

Axiata Investment (Indonesia) Sdn. Bhd ("AII") 
and PT XL Axiata Tbk ("XL"), which are strategic 
investors who are interested in the acquisition of 
PT Link Net Tbk, an associate of the Company 
("LINK") as part of developing the 
telecommunications business in Indonesia. The 
company views that the sale of LINK shares will 
strengthen the Company's financial structure and 
the Company's business will focus more on 
developing the media business and content 
creation. 

• The Company plans to continue its business 
development in the media business line including 
the development of the Berita Satu Media Holding 
business, especially in the digital media sector, 
production of relevant and quality media content, 
organizing offline and online events, production 
house activities, and investment activities in digital 
and media fields. This is done in order to take 
advantage of the momentum of rapid 
development in the digital industry and the great 
need of the Indonesian people for up-to-date and 
reliable information. 
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Indonesia akan informasi terkini dan 
terpercaya. 

• Mengupayakan inovasi terus-menerus di sektor 
media dan teknologi, serta membangun sinergi 
seluruh produk, layanan dan solusi untuk 
kepuasan pelanggan.  

• Secara aktif meningkatkan efisiensi dalam 
biaya operasi sehingga memperbaiki arus kas 
dan modal kerja Perusahaan. 
 

 
 

• Strives for continuous innovation in the media and 
technology sectors, and builds synergies across 
products, services and solutions for customer 
satisfaction. 

• Actively pursue efficiencies in the levels of costs 
and expenses to improve cash flows and working 
capital of the Company. 

 
Manajemen berkeyakinan bahwa langkah-langkah 
tersebut diatas dan dukungan yang terus menerus 
dari pemegang saham dapat secara efektif 
meningkatkan kinerjanya dan Perusahaan dapat 
terus berkembang serta beroperasi sesuai prinsip 
kelangsungan usaha sampai dengan masa 
mendatang. 

Management believes that the above steps and 
continuous support from the shareholders can 
effectively improve the performance and the 
Company can continue to grow its business and 
operating in accordance with going concern principle 
in the future. 

 

 
39. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar 
yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku 
Efektif 

 39. New Accounting Standard and Interpretation 
of Standard which Has Issued but Not Yet 
Effective 

   
DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar 
baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, 
serta interpretasi atas standar namun belum 
berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 
Januari 2021. 

 
Amendemen atas standar yang berlaku efektif 
untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 
April 2021 yaitu: 
• Amendemen PSAK 73: Sewa tentang Konsesi 

Sewa terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2021. 
 
Amandemen atas standar yang berlaku efektif 
untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 
Januari 2022, dengan penerapan dini 
diperkenankan yaitu: 
• Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis 

tentang Referensi ke Kerangka Konseptual; 
 

• Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas 
Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang 
Kontrak Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak; 
 

• Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang 
Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan; 
 

• PSAK 69 (Penyesuaian Tahunan 2020): 
Agrikultur; 

• PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): 
Instrumen Keuangan; dan 

• PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa. 
 
 

 DSAK-IAI has issued several new standards, 
amendments and improvement to standards, 
and interpretations of the standards but not yet 
effective for the period beginning on January 1, 
2021. 

 
Amendments to the standard that are effective 
for periods beginning on or after April 1, 2021 
are: 
•  PSAK 73: Leases regarding Covid-19-

related  Rent Concessions Beyond June 30, 
2021. 

 
Amendment to standards which effective for 
periods beginning on or after January 1, 2022, 
with early adoption is permitted are as follows: 
• Amendments PSAK 22: Business 

Combinations regarding Reference to 
Conceptual Frameworks; 

• Amendments PSAK 57: Provisions, 
Contingent Liabilities, and Contingent Assets 
regarding Onerous Contracts – Cost of 
Fulfilling the Contracts; 

• Amendments PSAK 16: Property, Plant and 
Equipment regarding Proceeds before 
Intended Use; 

• PSAK 69 (Annual Improvement 2020): 
Agriculture; 

• PSAK 71 (Annual Improvement 2020): 
Financial Instruments; and 

• PSAK 73 (Annual Improvement 2020): 
Leases. 
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Amendemen atas standar yang berlaku efektif 
untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 
Januari 2023, dengan penerapan dini 
diperkenankan yaitu: 
• Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan 

Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan 
Akuntansi;  

• Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan 
Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai 
Jangka Pendek atau Jangka Panjang;  

• Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, 
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan 
Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi; 
dan 

• Amendemen PSAK 46:  Pajak Penghasilan 
tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan 
Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal. 

 
Standar baru yang berlaku efektif untuk periode 
yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, 
dengan penerapan dini diperkenankan yaitu: 
• PSAK 74: Kontrak Asuransi; dan 
• Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi  

tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 
71 – Informasi Komparatif. 

 
Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini 
diotoriasi, Grup masih melakukan evaluasiatas 
dampak potensial dari penerapan standar baru 
dan amandemen standar tersebut. 

Amendment to standards which effective for 
periods beginning on or after January 1, 2023, 
with early adoption is permitted, are as follows: 
 
• Amendments PSAK 1: Presentation of 

Financial Statements regarding Disclosure of 
Accounting Policies; 

• Amendments PSAK 1: Presentation of 
Financial Statements regarding Classification 
of Liabilities as a Current or Non Current;  

• Amendments PSAK 25: Accounting Policies, 
Changes in Accounting Estimates and Errors 
regarding Definition of Accounting Estimates; 
and 

• Amendments PSAK 46: Income Tax 
regarding Deferred Tax related to Assets and 
Liabilities arising from a Single Transaction. 

 
New standards which effective for periods 
beginning on or after January 1, 2025, with early 
adoption is permitted are as follows: 
• PSAK 74: Insurance Contract; and 
• Amendments PSAK 74: Insurance Contract 

regarding Initial Application of PSAK 74 and 
PSAK 71 – Comparative Information. 

 
Until the date of the consolidated financial 
statements being authorized, the Group is still 
evaluating the potential impact of the adoption of 
new standards and amendments of these 
standards. 

 
40. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan 40. Event After Reporting Date 
   
Pada tanggal 27 Januari 2022, Perseroan dan 
Asia Link Dewa Pte. Ltd. (secara keseluruhan 
disebut “Penjual”) menandatangani suatu 
Perjanjian Pembelian Saham (“SPA”) dengan 
Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. dan              
PT XL Axiata Tbk (secara keseluruhan disebut 
“Pembeli”) sehubungan dengan rencana 
pengambilalihan 66,03% kepemilikan saham pada 
PT Link Net Tbk (“Linknet”) atau setara dengan 
1.816.735.484 lembar saham. Pembeli akan 
mengakuisisi Linknet pada harga Rp 4.800 (dalam 
jumlah penuh) per saham atau setara dengan  
Rp 8.720.330, tergantung pada kondisi-kondisi 
tertentu yang ditetapkan dalam SPA. Sebagai 
dampak dari akuisisi tersebut, Axiata Investments 
(Indonesia) Sdn. Bhd. akan memperoleh 46,03% 
kepemilikan Linknet sedangkan PT XL Axiata Tbk 
akan memperoleh 20% kepemilikan Linknet. 
 
 
 

 On January 27, 2022, the Company and Asia Link 
Dewa Pte. Ltd. (together called “the Sellers”) 
signed a Share Purchase Agreement (“SPA”) with 
Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. and                
PT XL Axiata Tbk (together called “the buyers”), in 
relation to a proposed acquisition of 66.03% 
ownership in PT Link Net Tbk (“Linknet”), or 
equivalent to 1,816,735,484 shares. The Buyers 
will acquire Linknet at Rp 4,800 (in full amount) per 
shares or equivalent to Rp 8,720,330, subject to 
certain conditions stipulated in the SPA. As a 
result of the acquisition, Axiata Investment 
(Indonesia) Sdn. Bhd. will obtain 46.03% of 
Linknet’s ownership, while PT XL Axiata Tbk will 
acquire 20% of Linknet’s ownership. 
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41. Informasi Tambahan untuk Arus Kas 41. Additional Information for Cash Flows 
   
Transaksi Non Kas 
Berikut aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak 
mempengaruhi arus kas: 

 Non-Cash Transaction 
The Following are investing and financing activities 
which do not affect cash flows: 
 

2021 2020
Pengurangan Utang Bank Deduction of Borrowing from Banks

melalui Amortisasi Biaya Provisi 9,066 20,276 through Amortization of Provision Fee
Penambahan Utang Bank Addition of Borrowing from Banks

melalui Rugi Selisih Kurs (44,747) (52,263) through Foreign Exchange
Pengurangan Utang Bank melalui Deduction of Bank Loan through

Deposit Pelunasan Utang Bank -- 140,873 Deposit Repayment of Bank Loan
Pengurangan Aset Tetap melalui Deduction of Property and Equipment through

Reklasifikasi ke Aset Tidak Lancar Lainnya -- 47,141 Reclassification to Other Non-Current Assets
Pengurangan Deposit Pelunasan Utang Bank Deduction of Deposit Repayment of Bank Loan

melalui Rugi Selisih Kurs -- 8,857 through Foreign Exchange
Pengurangan Utang Sewa Pembiayaan Deduction of Finance Lease Payable

melalui Rugi Selisih Kurs -- 2,790 through Foreign Exchange
Penambahan Dana yang Dibatasi Addition of Placement in 

Penggunaannya melalui Rugi Selisih Kurs -- (918) Restricted Fund through Foreign Exchange  
 
Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas 
Pendanaan 
Tabel dibawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas 
yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk periode 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 
2020, sebagai berikut: 

 Reconiliation of Liabilities Arising from Financing 
Activities 
The below table sets out a reconciliation of liabilities 
arising from financing activities for the period ended 
December 31, 2021 and 2020, as follows: 

 

Saldo Awal/ Arus Kas/ Pengaruh Selisih Kurs/ Provisi/ Reklasifikasi/ Keuntungan dari Saldo Akhir/
Beginning Cash Flows Effect of Foreign Provision Reclassification Pelunasan Utang Bank/ Ending
Balance Exchange Rate Gain from Settlement Balance

of Bank Loan
31 Desember 2021 31 December 2021
Utang Bank dan Borrowing from Banks

Lembaga Keuangan 1,922,539 (362,766) (44,747) 9,066 -- -- 1,524,092 and Other Financial Institutions

Utang Sewa Pembiayaan 14,929 (100) -- -- -- -- 14,829 Finance Lease Payable

Jumlah 1,937,468 (362,866) (44,747) 9,066 -- -- 1,538,921 Total

31 Desember 2020 31 December 2020
Utang Bank dan Borrowing from Banks

Lembaga Keuangan 2,871,362 (450,698) 52,263 20,276 (140,873) (429,791) 1,922,539 and Other Financial Institutions

Utang Sewa Pembiayaan 37,212 (25,073) 2,790 -- -- -- 14,929 Finance Lease Payable

Jumlah 2,908,574 (475,771) 55,053 20,276 (140,873) (429,791) 1,937,468 Total

Perubahan Non Kas /
Non Cash Movement
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42. Tanggung Jawab Manajemen dan  42. Management Responsibility and 
 Penerbitan Laporan Keuangan Issuance of the Consolidated 
 Konsolidasian                                                                                  Financial Statements 
 

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab 
terhadap penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan konsolidasian. Laporan keuangan 
konsolidasian PT First Media Tbk dan Entitas Anak 
diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal         
30 Maret 2022. 

 The Company's management is responsible for the 
preparation and presentation of consolidated 
financial statements. The consolidated financial 
statements of PT First Media Tbk and Subsidiaries 
are authorized for publication by the Directors on 
March 30, 2022. 

 
 
 

 
 

Disetujui Oleh/ 
Approved by: 

 
 
 
 
 

   
Presiden Direktur/ 
President Director 

 

 Direktur/ 
Director 
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